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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahir rohmanir rohiim 

Ucapan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena buku ini 

dapat diselesaikan dan diterbitkan.    

Buku ini semula adalah karya ilmiah penulis, kemudian atas 

saran teman dan pembimbing agar dijadikan sebagai buku. Maksud 

dan tujuan penulisan buku ini adalah untuk berbagi pengetahuan 

kepada pembaca, lebih khusus kepada mahasiswa hukum baik S1, 

S2 dan S3, selain itu juga semoga berguna bagi praktisi hukum. 

Buku tentang Tindak Pidana Korupsi sudah banyak yang 

menulis, dan tentu dengan terbitnya buku ini akan menambah 

literatur dan saling melengkapi satu dengan lainnya, walaupun 

mungkin ada persamaan dari sudut pandang yuridis-normtif dan 

perbedaan perbedaan  dari sudut pandang ilmu pengetahuan 

lainnya sebagaimana isi buku ini. 

Isi buku ini memiliki spesifikasi khusus karena selain 

membahas beberapa teori anti korupsi pada umumnya, juga 

menyajikan bagaimana teori-teori anti korupsi menurut hukum 

Islam serta membandingkan dengan anti korupsi di beberapa 

negara yang sudah lebih maju dalam pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsinya. Selain itu juga penulis sedikit membahas tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil kejahatan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Juga penulis menoba menyajikan materi Hukum Tindak 

Pidana Korupsi dalam bentuk Power Point, baik dari sudut pandang 

Yuridis maupun secara Kriminologis. Tujuannya agar dapat 

membantu pembaca yang kebetulan secara mendadak 

membutuhkan materi ajar maupun untuk bahan diskusi atau 

seminar. 

Penulis yakin bahwa buku ini masih banyak kekurangannya. 

Antara lain belum semua peraturan terkait Korupsi mampu 

terakomodasi dalam buku ini. Hal ini disebabkan penulis 

kekurangan data dan waktu yang terbatas, semoga dikemudian hari 

pada edisi revisi dapat disempurnakan oleh penulis. 
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Segala saran dan kiritik dari manapun datangnya akan penulis 

terima dengan segala senang hati demi kesempurnaan buku ini 

guna memenuhi harapan anak didik kita sebagai generasi penerus 

bangsa. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan yang setulusnya kepada Kedua orang tua Penulis alm 

H. Mansyuri dan ibunda almh Hj. Jaminah yang membesarkan, 

mendidik, membimbing serta mendoakan Penulis, segala doanya 

pasti akan diterima di sisi Allah SWT, meskipun telah tiada 

kenengan bersama keduanya selalu memberi  inspirasi dan 

kekuatan dalam hidup penulis, begitu pula kepada mertua Penulis 

H. Saderi Maseri dan Hj. Siti Rukayah yang mendidik dan 

membesarkan suami Penulis,  yang turut mendukung, mendoakan 

dan mendorong Penulis selama ini. Special thanks kepada suami 

tercinta H. Budiyatmi, S.Ag., M.H., yang selama ini memberikan 

motivasi dan dukungan serta penyemangat dalam proses 

penyelesaian pendidikan yang ditempuh oleh Penulis. Begitupula 

kepada anakda Turfa’ Selmi Abdi Qanithan dan Ekmal Muhammad 

Firyal, yang banyak mendoakan, mendukung, dan memberikan 

dorongan kepada Penulis untuk tetap istiqamah dalam menempuh 

jenjang pendidikan pada PPS Universitas Hasanuddin Makassar. 

Juga tidak lupa kepada Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM, Prof. Dr. 

Muhadar, S.H, M.Si, dan Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., sebagai 

Promotor dan Ko-Promotor sekaligus sebagai dosen penulis selama 

studi pada PPS Universitas Hasanuddin Makassar. 
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embangunan nasional adalah rangkaian pembangunan yang 

berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan 

masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan 

nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya 

disebut UUD NRI 1945) yaitu melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan perdamaian 

dunia yang  abadi dan berkeadilan sosial. 

Hakikat  pembangunan adalah proses perubahan terus 

menerus menuju pada  peningkatan kehidupan masyarakat, bangsa 

dan negara. Dengan demikian, pembangunan senantiasa akan 

menimbulkan perubahan, secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh terhadap keseimbangan manusia dan lingkungan 

dalam segala aspek kehidupan.  UUD NRI 1945 menegaskan bahwa 

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukan negara 

Republik Indonesia merupakan negara yang  menjunjung tinggi hak 

asasi manusia, menjamin persamaan kedudukan semua warga 

negara Indonesia dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib 

menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya.1 

Sejalan dengan dinamika masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan dan dalam upaya mewujudkan tujuan negara 

hukum, ternyata terdapat banyak faktor penghambat 

pembangunan yang berkembang bersamaan dengan 

berkembangnya pembangunan itu sendiri. Salah satu faktor 

penghambat pembangunan itu adalah tindak pidana korupsi. 
                                                            

1Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur (1) Negara Indonesia adalah 
negara hukum. 

P 
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Sebagaimana diketahui, korupsi yang terjadi di Indonesia 

sepanjang sejarahnya tidak pernah menurun secara signifikan, 

meskipun berbagai usaha sudah dilakukan. Sejak masa 

pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan kini Orde Reformasi, 

Indonesia selalu dinilai oleh masyarakat dunia, khususnya para 

investor, sebagai salah satu Negara yang birokrasinya tidak bersih. 

Investasi di Indonesia dikategorikan sebagai investasi biaya tinggi. 

Dalam berbagai publikasi tentang indeks persepsi masyarakat 

internasional pada korupsi Negara-negara di dunia, Indonesia 

selalu ditampilkan dalam urutan sebagai Negara terkorup. 

Kisarannya rata-rata pada posisi dan ranking 5 sampai 6 besar dari 

negara terkorup. 

Apakah ini karena tidak ada kebijakan antikorupsi atau 

tidak adanya political will dari penyelenggara Negara yang besih 

dari korupsi?. Apakah ini masalah jeleknya administrasi publik atau 

amburadulnya penerapan hukum, atau merosotnya moral 

masyarakat?. Berbagai pertanyaan tentu dapat diajukan untuk 

menunjukan keragaman terhadap maraknya korupsi di Indonesia. 

Sesungguhnya gerakan antikorupsi (pemberantasan 

korupsi) di Indonesia udah lama dilakukan, yaitu sejak masa 

pemerintahan Orde Lama. Bebagai strategi dan peraturan 

perundang-undangan tentang pemberatasan korupsi juga sudah 

banyak dibuat. Demikian juga  lembaga atau badan antikorupsi 

sudah banyak dibentuk (timbul tenggelam). Namun banyaknya 

aturan perundangan dan badan antikorupsi tersebut ternyata tidak 

cukup menjamin bangsa ini terbebas dari korupsi. Jangankan 

membasmi korupsi, untuk menekan laju pertumbuhan korupsi saja 

tidak signifikan. Sikap pesimis dan sinis kerap mewarnai penilaian 

masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam memberatas 

korupsi. 

Angin segar dan optimisme mulai muncul ketika pemerintah 

Orde Reformasi mulai serius memerangi korupsi. Dimulai dari era 

Presiden B.J Habibie yang meletakkan dasar-dasar peraturan 

perundangan antikorupsi, yaitu dengan disahkannya Undang 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas KKN (korupsi, Kolusi  dan Nepotisme), yang 
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dengan Undag Undang itu kemudian dibentuk berbagai 

kelembagaan antikorupsi, yaitu KPKPN, KPPU dan Komisi 

Ombusdman. Kemudian diteruskan oleh Presiden K.H. Abdurahman 

Wahid (Gusdur) Presiden kedua di era reformasi setelah BJ. Habibie 

dengan ditandai dibentuknya TGPTK (Tim Gabungan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Terus dilanjutkan pada 

era Megawati Presiden ketiga di era reformasi, menggantikan 

Gusdur yang ditandai dengan dibentuknya KPK (Komisi 

Pemberatasan Korupsi) melalui Undang Undang Nomor 30 Tahun 

2002.      

Kelahiran dan kinerja KPK yang gergetnya mulai tampak di 

era Megawati agaknya tidak saja merupakan angin segar yang 

membangkitkan optimisme, tetapi juga menandai keseriusan 

pemerintah Indonesia untuk berusaha sekuat tenaga menjadikan 

negeri ini keluar dari stigma “Negara terkorup”. Saat Susilo 

Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden keempat di era 

Reformasi menggantikan Megawati, optimisme dan harapan agar 

Indonesia bisa menjadi negeri yang bebas KKN itu bahkan 

mengalami perkembangan yang sangat positif. Di era SBY tidak saja 

KPK semakin berwibawa, tetapi pemerintah terlihat sangat 

mendukung  dengan serius. Bahkan pada era SBY pernah 

dikeluarkan Keppres yang membentuk TIMTASTIPIKOR (Tim 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yaitu Keppres Nomor 

61/M Tahun 2005. Lembaga antikorupsi yang diberi nama 

Timtastipikor tersebut dimaksudkan untuk mendukung  kinerja 

KPK agar lebih cepat menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang ada 

terutama korupsi kecil dan menengah, karena KPK lebih 

diperioritaskan menangani perkara korupsi besar.  

Indonesia di era Reformasi memang diharapkan oleh 

berbagai kalangan dalam negeri bisa memperbaiki berbagai krisis 

(multi dimensi), termasuk menciptakan sistem pemerintahan yang 

antikorupsi. Meskipun pada masa pemerintahan empat presiden 

tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing 

sesuai dengan kemauan politik (political will) pemerintah dan 

kuatnya desakan masyarakat, namun secara umum dan formal, 
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gerakan antikorupsi di era reformasi mulai menunjukan hasil yang 

positif. Setidak-tidaknya telah menciptakan image positif. 

Persoalannya adalah bahwa ternyata kasus-kasus korupsi 

tidak juga dapat dihentikan. Korupsi lama memang mulai 

disidangkan perkaranya, bahkan tidak sedikit pejabat tinggi 

maupun politisi Senayan (DPR) telah dijatuhi hukuman, namun 

ternyata kasus-kasus “korupsi baru” tetap saja terjadi dan 

bermunculan. Bahkan terjadi di level petinggi Negara serta aparat 

penegak hukum yang menangani perkara korupsi itu sendiri. Hal 

ini menunjukan betapa persoalan korupsi di Indonesia tidak saja 

disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, budaya. Tetapi juga 

merupakan masalah moral. 

Tidak sedikit pakar di negeri ini yang mengintrodusir bahwa 

permasalahan korupsi birokrasi di Indonesia adalah persoalan 

ekonomi, yaitu gaji yang sangat rendah, yang tidak memungkinkan 

mereka bisa hidup normal kecuali harus mencari tambahan 

penghasilan. Pendapat atau teori ini ternyata tidak seluruhnya 

benar. Departemen Keuangan RI yang sudah membuat kebijakan 

dengan memperbaiki remunerasi pegawai di lingkungan 

departemennya yang ditandai dengan kenaikangaji yang sangat 

tinggi. Walau demikian di departemen itu korupsi tetap terjadi. 

Tidak sedikit yang berpendapat bahwa ini adalah persoalan 

hukum yang tidak konsisten. Nyatanya ketika penegakan hukum 

untuk para koruptor dilaksanakan dengan serius, korupsi tetap saja 

tidak membuat efek jera kepada pelakunya. Sudah banyak kasus 

anggota DPRD yang dijerat hukum antikorupsi dengan hukuman 

yang berat pada periode sebelumnya, tetapi nyatanya tetap saja 

banyak anggota DPRD periode yang lebih baru melakukan korupsi 

juga.  

Korupsi yang terjadi di Indonesia ini memang lebih 

menampakkan sebagai masalah moral. Lihatlah bagaimana sikap 

dan perilaku para koruptor. Sejak diperiksa, disidangkan, hingga 

dihukum penjara mereka tetap saja tidak menunjukan sikap 

“penyesalan” dan “malu”. Bahkan tidak sedikit koruptor yang 

berani tampil dihadapan umum dengan sikap gagah dan percaya 

diri, seolah hukuman yang diterimanya hanyalah persoalan 
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administrasi atau persoalan konsekuensi dari sebuah jabatan 

publik. Inilah persoalan krusial yang menjadi perhatian.  

Disamping masalah moral, juga asumsi bahwa maraknya 

korupsi tersebut muncul karena pemberantasan korupsi di 

Indonesia selama ini terlalu mengedepankan proses hukum formal 

(Pidana Represif), yang lebih melihat perkara korupsi dari bukti-

bukti formal dan perdebatan di persidangan yang formal. Kurang 

mengedepankan pendekatan administrasi publik (Administrasi 

Preventif). Atau dengan kata lain, terlalu berorientasi pada 

pemberatasan, dan kurang orientasi pada pencegahan. Sehingga 

kerja KPK lebih terlihat sebagai penjebak ketimbang pengawas.  

Memang untuk beberapa kasus kinerja KPK (dengan 

pendekatan hukum) menampakkan dampak yang positif, yaitu 

mulai memunculkan efek jera kepada penyelenggara Negara. Tetapi 

efek jera yang ditimbulkan terkesan semu. Bukan jera lalu tidak 

melakukan korupsi. Tetapi jera untuk tidak melakukan tugas dan 

kewajibannya sebagai pejabat. Dengan alasan takut di KPK kan, 

tidak sedikit pejabat pemerintah yang menolak untuk dijadikan 

Pimpro (pimpinan poyek). Bahkan pada pertengahan tahun 

anggaran 2007, ada sejumlah Pemerintah Daerah (Pemerintah 

Kabupaten dan dan Pemerintah Kota) yang penyerapan (realisasi) 

APBD-nya baru sekitar 20%.2 Sikap birokrasi seperti ini bukan 

menunjukan sikap karena efek jera yang sesungguhnya. Tetapi 

lebih merupakan sikap  tidak professional. Masih banyak lagi alasan 

yang terlontar dari kalangan birokrasi yang tidak professional itu, 

ketika mereka harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa KPK 

tidak akan main-main menindak segala penyelewengan. Antara lain 

adalah dikembangkannya stigma yang negative untuk melindungi 

sikap tidak profesionalnya birokrasi. Misalnya, kriminalisasi 

birokrasi pemerintah. Perlu dicurigai bahwa stigmatisasi tersebut 

terkandung maksud agar KPK tidak menebar rasa takut kepada 

mereka (birokrasi yang tidak professional tersebut). 

Penulis berasumsi bahwa bersamaan dengan upaya gencar 

pemberantasan korupsi oleh KPK yang lebih menggunakan 

pendekatan hukum, perlu dilakukan upaya reformasi administrasi 

                                                            
2 Kinerja KPK. Jawa Pos, 28 Mei 2007. 
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publik (Pidana Preventif) dan birokrasi yang anti korupsi. Artinya, 

prinsip dan nilai dasar administrasi publik yang antikorupsi  perlu 

diapresiasi lebih besar dan dikembangkan menjadi norma 

professional yang harus ditaati.Korupsi telah merupakan penyakit 

kronis di Indonesia. Korupsi merupakan suatu penyakit masyarakat 

yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat 

pelaksanaan pembangunan, merugikan ekonomi dan mengabaikan 

moral, oleh karena itu harus segera diberantas.3Usaha 

penanggulangan tindak pidana korupsi sangat diprioritaskan 

karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat 

pembangunan nasional, merintangi tercapainya tujuan nasional, 

mengancam upaya mewujudkan keadilan sosial, merusak citra 

aparatur yang bersih dan berwibawa yang pada akhirnya akan 

merusak kualitas manusia dan lingkungannya.  

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat 

tercela oleh negara manapun, karena dampaknya dapat 

menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian 

negara.  Realita pada saat ini di Indonesia telah banyak ditemui 

kasus-kasus korupsi, sehingga secara langsung maupun tidak 

langsung telah mendorong perekonomian negaraini ke dalam 

jurang keterpurukan dan berpengaruh langsung pada pelbagai 

krisis, khususnya krisis ekonomi dan kepercayaan.4 

Upaya mencegah terjadinya tindakan penyelewengan bagi 

penyelenggara negara dilakukan dengan pembentukan instrumen-

instrumen hukum yang berfungsi mencegah dan mengontrol 

sekaligus mengancam apabila melakukan tindakan melawan 

hukum. Instrumen-instrumen hukum tersebut antara lain 

UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PTPK) dan 

UndangUndang Republik Indonesia Nomor1 Tahun 1946 tentang 

PemberlakuanKitab UndangUndang Hukum Pidana (selanjutnya 

                                                            
3 ST. Harun Pudjiarto. 1994. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

RajaGrafindo : Jakarta. hlm. 4-5. 
4 Andi Abu Ayyub Saleh. 2003. Mengoptimalkan Tugas, Wewenang dan 

Kewajiban KPK. Makalah Penerimaan dalam Calon Pimpinan Penerimaan KPK : 
Jakarta. hlm. 1. 
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disingkat KUHP).Keberadaan instrumen hukum ini dalam 

kenyataannya  belum efektif  membuat seseorang  “mengurungkan”  

niatnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. 

  Kondisi-kondisi dalam pencegahan dan penanggulangan 

tindak pidana korupsi setelah terbentuknya UU PTPK kemudian 

menyebabkan munculnya pemikiran bahwa pencegahan dan 

penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara 

konvensional ternyata tidak memberikan hasil yang optimal 

sehingga untuk terwujudnya suatu upaya pemberantasan tindak 

pidana korupsi yang optimal, intensif, efektif, professional dan 

berkesinambungan demi terwujudnya supremasi hukum di 

Indonesia  dan untuk mewujudkan amanat dari Pasal 43 UU No. 31 

Tahun 1999 maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi 

(selanjutnya disingkat KPK) yang berdasarkan pada Undang 

Undang RI Nomor30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi. (Untukselanjutnya disingkat UU KPK).5 

Lahirnya lembaga penegak hukum seperti Komisi 

Pemberantasan Korupsi selain berfungsi untuk memberantas 

tindak pidana korupsi, juga sebenarnya merupakan lembaga 

hukum yang mampu menjamin adanya kepastian hukum termasuk 

kredibilitas lembaga dan integritas aparaturnya dalam 

menjalankan tugas  dan tannggungjawabnya sesuai Pasal 35 ayat  

(1) dan  (2) UU No. 30 Tahun 2002.  

 Pembentukan KPK sebenarnya merupakan tindak lanjut 

dari amanatrakyat sebagaimana diamanatkan oleh ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau TAP 

MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.  Pemerintah 

dalam hal ini Presiden RI dalam kebijakannya  telah mengeluarkan  

Inpres  Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 

Korupsi yang pada prinsipnya antara lain membantu komisi 

pemberantasan korupsi dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, 

                                                            
5 Secara umum, latar belakang terbentuknya Komisi Pemberantasan 

Korupsi dapat dilihat dalam Ketentuan Umum yang dimuat pada bagian 
penjelasan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 
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pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan laporan harta 

kekayaan penyelenggara negara di lingkungannya.   

Banyak peraturan perundang-undangan yang diterbitkan 

sejak era reformasi dalam upaya mencegah dan memberantas 

tindak pidana korupsi demikian pula pembentukan lembaga-

lembaga yang dapat mendukung optimalisasi pemberantasan 

tindak pidana korupsi namun instrumen dan perangkat hukum 

yang ada tersebut belum cukup ampuh atau efektif menekan niat 

dan perilaku menyimpang para penyelenggara negara untuk tidak 

melakukan tindakan melawan hukum. 

 Kemampuan peraturan perundang-undangan dan lembaga 

negara serta aparat penegak hukum dalam upaya mencegah niat 

penyelenggara negara untuk melakukan tindak pidana korupsi 

merupakan hal yang mendasar dan memiliki kompleksitas yang 

cukup tinggi karena berkaitan langsung dengan manusia yang 

disatu sisi pembuat aturan tetapi disisi lain pelanggar aturan.  

Pembicaraan tentang pencegahan dan pemberantasan 

korupsi padadasarnya terkait erat dengan tiga hal yaitu substansi 

hukum, sutruktur hukum dan kultur hukum. Sinergitas antara 

ketiganya sangat dibutuhkan karena tanpa hal tersebut maka 

penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi akan mustahil 

untuk dilaksanakan.  Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa ketiga 

hal ini masih berjalan pada kesimpangsiuran yang menimbulkan 

ketidakpastian.  

Perbedaan pendapat terkait dengan kewenangan antara 

kepolisian, kejaksaan dan KPK masih menjadi wacana yang tidak 

kunjung selesai. Di satu pihak, fungsi KPK, institusi penegak hukum 

kejahatan korupsi telah mendapatkan justifikasi juridis namun 

kehadiran KPK cenderung menimbulkan kontorversial dalam 

praktek penegakan hukum  kejahatan korupsi terutama karena 

adanya kesan tebang pilih. 

Di pihak lain, peran  institusi penegak hukum, seperti 

kepolisian dan kejaksaan merasa dikurangi sebab sebelumnya 

penyidikan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan 

bersama polisi dan jaksa akan tetapi sejak terbitnya  Undang 

Undang RI No. 30 Tahun 2002 dalam Pasal 11 tentang kewenangan 
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KPK bahwa kejahatan korupsi dalam ukuran tertentu (di atas 1 

miliar) merupakan jurisdiksi kompetensi KPK sehingga pihak 

kepolisian dan kejaksaan yang sebelumnya menjadi pintu gerbang 

proses penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan hukum 

dalam tindak pelanggaran dan kejahatan, termasuk kejahatan 

korupsi menjadi amat dikurangi.  

Dalam kejahatan korupsi tertentu, polisi dan kejaksaan tidak 

dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan di tingkat lapangan, 

menempatkan situasi kontra-produktif bagi citra  kedua lembaga 

ini karena kerap membuat masyarakat lokal begitu mudah 

mendiskreditkan peran penegak hukum  khususnya pihak 

kepolisian dan kejaksaan.6 

Kritik terhadap substansi hukum khususnya Undang Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 mulai muncul misalnya perdebatan dengan 

materi  dalam Pasal 68 UU KPK. Pasal  tersebut memberi wewenang 

KPK mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

kasus korupsi yang proses hukumnya belum selesai saat KPK 

terbentuk. Namun, dipersoalkan oleh Bram Hade Manoppo yang 

merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat KPK menjadikan 

dirinya tersangka kasus dugaan korupsi pembelian helikopter MI-2 

buatan Rostov Rusia yang terjadi pada bulan Juli 2001, jauh 

sebelum KPK terbentuk .7 

Pasal 6 huruf c Undang Undang KPK  juga dimohonkan uji 

materi ke Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) karena 

dianggap oleh pemohon bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) 

UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas  

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pemohon menilai, 

bahwa adanya Pasal 6 huruf-c Undang Udang KPK telah menjadikan 

KPK sebagai lembaga superbody yang bukan hanya memiliki 

otoritas tanpa batas yang bermuara pada pelanggaran HAM, tetapi 

juga telah mengacaukan sistem hukum yang  berlaku di Indonesia. 

                                                            
6 Jawahir Thontowi. 2011. Prospek Pemberantasan Korupsi: Perimbangan 

Kewenangan KPK dengan Institusi Penegak Hukum. Universitas Islam Indonesia : 
Yogyakarta. hlm. 2. 

7 Marwan Mas. 2010. Mendorong keberanian dan professionalitas Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Universitas 45 : Makassar. hlm. 4. 
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Menurut pemohon, melekatnya fungsi penyelidikan, penyidikan, 

dan penuntutan  sekaligus (satu atap) dan melekatnya pula fungsi 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada lembaga kepolisian 

dan kejaksaan, merupakan bentuk “kerancuan hukum” dan tidak 

adanya “kepastian” hukum dalam proses penegakan hukum di 

Indonesia, khususnya dalam proses penegakan hukum di bidang 

korupsi. Padahal menutut pemohon, ketidakpastian hukum dalam 

penegakan hukum, merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 

28D Ayat (1) UUD NRI 1945.8 

Kesulitan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat 

ini disebabkan pula oleh faktor aparat penyelenggara 

negara.Lembaga-Lembaga vertical (Polisi, Peradilan, Pajak, 

Imigrasi, Bea Cukai, Militer dll), masih dipersepsikan sangat korup. 

Menurut versi Transparansi Indonesia, bahwa lembaga peradilan 

merupakan lembaga paling tinggi tingkat inisiatif meminta suap 

(100%), disusul Bea Cukai (95%), Imiggrasi (90%) BPN (84%), 

Polisi (78%) dan Pajak (76%).9 

Beberapa fakta yang mengejutkan publik adalah ternyata 

perbuatan melawan hukum ini tidak saja dilakukan oleh pejabat-

pejabat teknis dan pimpinan di daerah-daerah , tetapi juga sampai 

kepada pejabat-pejabat tinggi  negara lintas kementerian  dan 

lembaga negara. Tindakan tersebut dilakukan juga oleh anggota 

lembaga legislatif (DPR) yang merupakan representasi rakyat dan 

dihormati karena dianggap dapat dipercaya membawakan dan 

memperjuangkan aspirasi masyarakat.Namun dalam kenyataannya 

mereka pun banyak yang tidak konsisten dan dengan begitu 

mudahnya mengingkari kepercayaan konstituennya dan turut serta 

baik secara perorangan maupun secara bersama-sama melakukan 

tindakan melawan hukum yang merugikan negara.Tindakan 

melawan hukum oleh anggota lembaga legislatif ini tidak saja 

terjadi di tingkat pusat tetapi sampai di daerah-daerah. 

                                                            
8 Ibid. hlm. 6. 
9 Hasil Survey Lembaga Transparansi Internasional (TI) tahun 2010 yang 

dimuat dalam 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc69e823d092/beda-kewenangan-
kpk-kepolisian-dan-kejaksaan-selaku-penyelidik-dan-penyidik. 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc69e823d092/beda-kewenangan-kpk-kepolisian-dan-kejaksaan-selaku-penyelidik-dan-penyidik
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc69e823d092/beda-kewenangan-kpk-kepolisian-dan-kejaksaan-selaku-penyelidik-dan-penyidik
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 Setelah terbentuknya KPK, kenyataan menunjukkan bahwa  

KPK pun ternyata tidak sepi dan steril dari permasalahan adanya 

dugaan korupsi. Mencuatnya kasus internal KPK yang berlarut-

larut sampai akhirnya di deponeering terhadap kasus Bibit Samad 

Rianto dan Chandra Hamzah. Tidak hanya KPK, instansi dan 

lembaga penegak hukum dan lembaga pemerintahan lain pun 

ternyata tidak luput dari dugaan korupsi. 

Beberapa dugaan korupsi yang terjadi di beberapa lembaga 

negara antara lain dugaan korupsi terhadap Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Solo yang memberikan vonis bebas  kepada 

sembilan terdakwa korupsi. Majelis Hakim dalam memberikan 

vonis bebas terhadap terdakwa kasus korupsi dengan mengalihkan 

pertanggungjawaban pidana ke ranah administratif.  Dalam hal 

tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terbukti, Majelis Hakim 

berdalih bahwa terdakwa kasus korupsi dapat dibebaskan karena 

perbuatannya bukan merupakan  tindak pidana. Hal ini terjadi pula  

dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat medis Kabupaten 

Banjarnegara tahun 2006 dengan terdakwa Direktur PT Dharma 

Mulia Multi Farma Semarang dan Ary Gunawan, kepala Seksi 

Sarana dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 

2,9 miliar10, kasus korupsi Mantan Wakil Bupati Karanganyar Sri 

Sadoyo Hardjomigoeno Suparno dan mantan Ketua DPRD 

Karanganyar Suparno yang merupakan terdakwa kasus dugaan 

korupsi APBD 2001-2006sebesar Rp 2,9 miliar.11 

Putusan bebas dapat pula dilihat dalam kasus dugaan 

korupsi APBD 2003 sebesar Rp 4,2 miliar oleh sembilan anggota 

DPRD Solo, kasus korupsi pembangunan sarana dan prasarana 

lapangan Sorogenen, dan kasus korupsi oleh Kepala Bidang 

Pendidikan Luar Sekolah Pekalongan, serta Bendahara BLK 

Mungkid Magelang  dalam dugaan korupsi dana bantuan 

                                                            
10 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 

233/Pid.B/2008/PN. Bjn tanggal 9 Juli 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa 
Tengah No. 497/PID/2009/PT.Smg tanggal 19 Januari 2010 jo Putusan 
Mahkamah Agung RI No. 1003 K/PID SUS/2010 tanggal 20 Januari 2011. 

11 Antara news.com.25 Terdakwa Kasus Korupsi Mendapat Vonis Bebas 
Jumat, 15 Januari 2010 
05:00WIB.http://www.antaranews.com/berita/1263506437/25-terdakwa-
kasus-korupsi-mendapat-vonis-bebas. 

http://www.antaranews.com/berita/1263506437/25-terdakwa-kasus-korupsi-mendapat-vonis-bebas
http://www.antaranews.com/berita/1263506437/25-terdakwa-kasus-korupsi-mendapat-vonis-bebas
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revitalisasi gedung BLK Tempuran, Magelang, dugaan korupsi 

terhadap pakar hukum pidana Universitas Padjajaran pada tahun 

2008 yang diduga terjerat dalam kasus korupsi Departemen 

Hukum dan HAM.12Putusan bebas terhadap terdakwa dalam 

dugaan tindak pidana korupsi terjadi pula di Provinsi Sulawesi 

Utara antara lain dalam kasus  putusan bebas terhadap terdakwa 

Recky Pontoh pada tanggal 6 Oktober 2010.13 Kenyataan ini 

menunjukan  bahwa aparat penegak hukum dalam pelaksanaan 

tugas-tugas kerap kali mengesampingkan rasa keadilan masyarakat 

dengan hanya mengutamakan kepastian hukum dalam proses 

penanganan tindak pidana korupsi.   

Prosentase tingkat kejahatan korupsi  di kalangan penegak 

hukum tidak akan berkembang mustahil tanpa kontribusi budaya 

masyarakat terutama terkait dengan praktek budaya upeti, suap 

dan hutang budi, juga jalan pintas untuk memperoleh pelayanan 

yang lebih cepat dan diutamakan. Dalam penelitiannya, Farouk 

Muhammad mengungkapkan bahwa faktor-faktor penyebab yang 

dapat menjelaskan fenomena korupsi adalah penyalah gunaan 

kekuasaan, utamanya terkait dengan  fatkor  rendahnya 

kesejahteraan. Gaji penegak hukum, terutama polisi sangat tidak 

mencukupi untuk suatu jaminan hidup yang layak merupakan fakta 

yang tidak dapat disangkal. Meskipun faktor penyebabnya tidak 

harus semata-mata atas alasan kesejahteraan, motivasi 

memperkaya diri  akan tetap relevan sebagai faktor relevan  dalam 

timbulnya kejahatan korupsi.14 

 Salah satu daerah yang memiliki angka korupsi yang tinggi 

adalah Provinsi Kalimantan Timur di mana sejak 2011 hingga 2012  

terdapat 548 kasus atau 5,7 % dari total kasus korupsi di Indonesia 

dari tahun 2011-2012 yaitu 2.487 kasus. Dilihat dari angka tersebut 

secara kuantitatif tergolong cukup tinggi. Angka tersebut  ternyata 

tidak berhenti sampai disitu. Secara mengejutkan dari sejumlah 

                                                            
12 Kompas.com, 25 Terdakwa Korupsi Miliaran Rupiah Divonis Bebas.14-

01-10, 11:02 PM. http://forum.kompas.com/nasional/27245-25-terdakwa-
korupsi-miliaran-rupiah-divonis-bebas.html. 

13 Contoh di Putus bebas, dimuat dalam 
http://www.pacifictv.tv/minahasa/1704-pontoh-di-putus-bebas.html. 

14 Farouk Muhammad dalam Jawahir Thontowi.2011.Op cit. hlm. 6. 

http://forum.kompas.com/nasional/27245-25-terdakwa-korupsi-miliaran-rupiah-divonis-bebas.html
http://forum.kompas.com/nasional/27245-25-terdakwa-korupsi-miliaran-rupiah-divonis-bebas.html
http://forum.kompas.com/nasional/27245-25-terdakwa-korupsi-miliaran-rupiah-divonis-bebas.html
http://www.pacifictv.tv/minahasa/1704-pontoh-di-putus-bebas.html
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kepala daerah di Kalimantan Timur terdapat beberapa walikota 

dan bupati melakukan tindakan korupsi.15Ditinjau dari sudut 

pandang psikososial, keadaan tersebut menunjukkan suatu 

fenomena menarik yang patut dicermati dan dikaji dari berbagai 

sudut pandang termasuk kajian hukum dan masyarakat. Hal 

tersebut  menarik untuk dikaji karena para pelaku adalah 

penyelenggara negara yang seharusnya tidak melakukan tindakan 

melawan hukum. Para penyelenggaraan negara pada hakikatnya 

merupakan panutan yang seharusnya memberi contoh kepada 

masyarakat bukan sebaliknya melakukan tanpa ada rasa malu dan 

bersalah. 

 Kasus dugaan korupsi yang terjadi pada lembaga kejaksaan, 

pengadilan, kepolisian, Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat 

maupun daerah, aparat pemerintah baik pusat maupun daerah pun 

banyak terjadi sehingga menimbulkan munculnya rasa tidak 

percaya terhadap penyelenggara negara dan terhadap aparat 

penegak hukum. Nada skeptis terhadap kegagalan upaya 

pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya disuarakan oleh 

kalangan pakar dan media massa, melainkan juga dibicarakan di 

kalangan lapisan masyarakat bawah. Kondisi ini sangat sesuai 

dengan penyataan yang pernah dikemukakan oleh Robert Klit 

Gaard16 pada tahun 1991 yang menyatakan “Corruption is one of the 

foremost problems in the developing world and it is receiving much 

greater attention as we reach the last decade of the century” 

(korupsi merupakan salah satu masalah yang paling besar di 

negara berkembang, dan masalah itu semakin menarik perhatian 

begitu kita memasuki dekade  terakhir abad ke-20).  

 Hakikat penegakan hukum dalam pandangan Satjipto 

Rahardjo17  mengandung nilai substansial yaitu keadilan dan 

penegakan hukum bertolak dari pilar utamanya yaitu determinasi 

dan komitmen kuat dari sub sistem yang terkait dengan penegakan 
                                                            

15Korupsi Meningkat di Kalangan Pejabat, Samarinda Post 29 September 
2011. 

16Busse. 1996, The Perception of Corruption: A market Discipline Corruption 
Model (MDCM), Goizueta Business School.Emory University. Atlanta. Georgia:  
U.S.A. hlm. 3. 

17Satjipto Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. 
Genta Publishing: Jakarta. hlm. 3-7. 
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hukum. Penegakan hukum bukan hanya kecerdasan intelektual 

akan tetapi juga merupakan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, 

penegakan hukum harus dilakukan dengan penuh determinasi, 

empati, dedikasi, komitmen serta keberanian dengan didukung 

oleh substansi hukum yang ideal dan masyarakat yang kooperatif.  

Berdasarkan asumsi ini bahwa pendekatan hukum saja tidak 

lah cukup untuk memberantas korupsi, diperlukan pendekatan 

misalnya dari perspektif administrasi publik, hterutama hdalam hhal 

hpencegahan hpotensi hterjadinya hkorupsi hdan hreformasi 

hbirokrasi.Munculnya hdampak hnegatif htersebut hsebenarnya htidak 

hlepas hdari hdisain hkebijakan hantikorupsi hyang hlebih hmenggunakan 

hpendekatan hhukum.Hal hini hdapat hdipahami hdari hkata 

h“pemberantasan” hyang hdigunakan hdalam h“pemberantasan 

hkorupsi”, hbukan hpencegahan.Adanya hkelemahan hpendekatan 

hhukum htersebut hbukan hberarti hpendekatannya hharus hdiubah, htetapi 

hperlu hdisempurnakan. 

Dengan hmemegang hkomitmen hbahwa hpelaksanaan 

hkebijakan hanti hkorupsi hdisamping hdimaksudkan huntuk 

hmemberantas h(menghukum hpelaku) hkorupsi, hjuga hharus hdiarahkan 

huntuk htindakan hpencegahan h(preventif) hdari hpotensi hterjadinya 

hkorupsi hdi hdalam hpemerintah h(korupsi hbirokrasi), hmemanfaatkan 

hpendekatan hadministrasi hpublik hpada himplementasi hkebijakan 

hantikorupsi hagaknya hmerupakan hlangkah hterbaik. hHal hini 

hdikarenakan hdisiplin hilmu hAdministrasi hPublik hadalah hsalah hsatu 

hdisiplin hilmu hyang hkonsisten hpada hupaya hreformasi hadministrasi 

hdan hbirokrasi hpemerintah, htermasuk hupaya hpreventif h(pencegahan) 

hdari hpotensi hterjadinya hkorupsi, hmerupakan hpendekatan hyang 

hsangat hrelevan huntukmewujudkan hpemerintahan hyang hbebas 

hkorupsi. 

Administrasi hpublik hmerekomendasikan hdikembangkannya 

haspek hnilai hmoral hetik hdalam hpemerintahan. hTetapi hperspektif hini 

htidak hmenguraikan hlebih hlanjut hperihal haspek hnilai-nilai hmoral hetik 

hsecara hdefinitive, hmskipun htidak hjuga hterbantahkan hbahwa haspek 

hnilai-nilai hyang hdikembangkan hcenderung hberiorentasi hdan 

hberafiliasi hpada hkonsep hdan hteori-teori hdari hBarat. hHal hini 

hmenggugah hpenulis huntuk hmencoba h hmenawarkan hnilai-nilai hmoral 
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hetik hyang hdiajarkan holeh hagama hIslam. hNilai-nilai hdasar hIslam hyang 

hdimaksud hadalah hnilai-nilai hdasar hajaran hIslam hyang hberkenaan 

hdengan hpenyelenggaraan hpemerintahan hyang hbaik, hjujur, hamanah, 

hadil hdan htidak hkorup. hNilai hajaran htersebut htermuat hdalam hAlquran 

hdan hhadist hNabi. h 

 hBerdasarkan huraian hdiatas hisupenelitian hini hadalah hterdapat 

hkecenderungan hbahwa hperundang-undangan htentang 

hpemberantasan hTindak hPidana hKorupsi hyang hada hsekarang hini 

hmasih hkurang hsempurna hdan hbelum hefektifnya hpenegakan hhukum 

hkarena hmasalah hmoral hdan hlemahnya hintegritas hpenyelenggara 

hnegara hsehingga hmenghambat hproses hpenegakan hhukum hdan 

hmenciptakan hpeluang huntuk htindakan-tindakan hmelawan hhukum. h 
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A. Teori hNegara hHukum 

Konsep hatau hteori hnegara hhukum hsecara hhistoris 

hdipengaruhi hperkembangan hteori htentang hnegara hdan hkedaulatan, 

hkhususnya hteori hkedaulatan hnegara hyang hkemudian hmendapat 

hreaksi hdari hteori hkedaulatn hhukum. hKekuasaan hyang hdimiliki 

hnegara htidak hbersifat hmutlak hdan hkekuasaan htersebut hharus 

hdidasarkan hpada hhukum hserta hdigunakan huntuk hmelaksanakan 

hfungsi hdan htujuannya, hyaitu hkesejahteraan hmasyarakat. 

Terbentuknya hsuatu hnegara hpada hdasarnya hdilandasi holeh 

hsifat hmanusia hsebagai hmahluk hsosial hatau hsebagai hzoon hpoliticon. 

hMahluk hyang hdi hdalam hdirinya hselalu hada hniat hdan hhasrat huntuk 

hhidup hberkelompok hdan hberoganisasi. hMenurut hP.J. hBouman 

h“dalam hpergaulan hhiduplah hmanusia hmenjadi h‘manusia’ hyang 

hsebenarnya hartinya hmahluk hyang hberperasaan hsosial.... hsifat-sifat 

hyang hdibawanya hsejak hlahir hkarena hpengalamannya hdalam 

hmasyarakat hbergabung hmenjadi hsuatu hkesatuan hyang hlebih 

htinggi”.18 

Negara hadalah hsuatu hbentuk horganisasi hyang hterjelma hdalam 

hhasrat hberoganisasi hmanusia. hHasrat huntuk hhidup hbersama hdan 

hhidup hberoganisasi hmerupakan hide hyang hmelandasi hterbentuknya 

hnegara. hAsal hmula hsuatu hnegara hmenurut hPlato hkarena hadanya 

hbanyak hkebutuhan hhidup hdan hkeinginan hmanusia. hUntuk hmencapai 

hkebutuhan hhidup hdan hkeinginan htersebut hmanusia htidak hmampu 

huntuk hmencapainya hsecara hsendiri-sendiri. hOleh hkarena hitu 

hdilakukan hkerjasama hdengan hpembagian hkerja hdiantara hanggota 

hmasyarakat htersebut hberdasarkan hkecakapan hdan hkeahliannya 

                                                            
18 P.J. Bouman. 1980. Ilmu Masyarakat Umum, Terj. H.B. Jassin. 

Pembangunan: Jakarta. hlm. 28. 
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hmasing-masing hsehingga hmampu hmemenuhi hkebutuhan hhidup hatau 

hkeinginannya htersebut. hKesatuan hini hkemudian hdisebut hnegara.19 

Ditinjau hdari hpertumbuhan hdan hasal hmula hnegara hberbagai 

hteori htelah hmenjelaskan hmengenai hdasar hterbentuknya hnegara. 

hSalah hsatu hteori hterpenting hmengenai hterbentuknya hnegara hadalah 

hteori hperjanjian hmasyarakt hatau hteori hkontrak hsosial hyang 

hmenjelaskan hbahwa hdasar hterbentuknya hnegara hadalah hperjanjian 

hmasyarakat. hTeori hini hbanyak hmempengaruhi hpemikiran-pemikiran 

htentang hnegara hdi hbenua hEropa hsejak habad hpertengahan hsampai 

habad h18. 

Teori hperjanjian hmasyarakat hdapat hdibagi hdalam hdua 

hkelompok, hyaitu hpertama, hteori hperjanjian hmasyarakat hyang 

hmengganggap hbahwa hhak-hak hyang hdimiliki hwarga hnegara 

hdiserahkan hseluruhnya hkepada horganisasi hyang hdisebut hnegara, 

hdan hkedua, hteori hperjanjian hmasyarkat hyang hmasih hmengakui 

hadanya hhak-hak hwarga hnegara, hkarena hdalam hperjanjian htersebut 

htidak hsemua hhak-hak hyang hdimiliki hwarga hnegara hdiserahkan 

hkepada hnegara. 

Salah hsatu hpemikir hteori hperjanjian hmasyarakat hyang 

htermasuk hkelompok hpertama hadalah hHobbes hdengan hkonsep 

hpactum huniones hyaitu hperjanjian hmasyarakat hdilakukan hdengan 

hpenyerahan hsemua hhak-hak hkodrati hyang hdimiliki hwarga hnegara 

hkepada hseorang hatau hsekelompok horang hyang hakan hmengatur 

hkehidupan hmereka. hOrang hatau hsekolompok horang htersebut hjuga 

hdiberi hkekuasaan. hKonsekuensinya hadalah hterbentuknya hnegara 

htotaliter, hnegara hmempunyai hkekuasaan hmutlak hdan htidak hada 

hkekuasaan hyang hdapat hmenandingi hatau hmenyaingi hkekuasaan 

hnegara. 

Pemikir hteori hperjanjian hmasyarakat hyang htermasuk 

hkelompok hkedua hadalah hJohn hLocke hdan hJean hJacques hRousseau. 

hMenurut hLocke hdalam hperjanjian hmasyarakat huntuk hterbentuknya 

hnegara htidak hhanya hpactum huniones, htetapi hjuga hpactum 

hsubjectiones. hTahap hpertama hpactum huniones, hyaitu hanggota 

hmasyarakat hmengadakan hperjanjian huntuk hmembentuk hsuatu 

                                                            
19 Sjach Basah. 1989. Ilmu negara, Pangantar, Metode, dan Sejarah 

Perkembangan. Alumni: Bandung. hlm. 93.  
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hnegara. hPersetujuan hmayoritas hanggota hmasyarakat hidentik hdengan 

htindakan hseluruh hmasyarakat, hpersetujuan hwarga hmasyarakat 

huntuk hbergabung hdalam hsuatu hbadan hpoitik hmewajibkan hanggota 

hmasyarakat huntuk htunduk hpada hkeputusan hmayoritas.Locke 

hmenambahkan htahap hkedua hpactum hsubjectiones, hyaitu hkekuasaan 

hnegara hyang hdiperoleh hdari hperjanjian hmasyarakat htersebut 

hberfungsi huntuk hmelindungi hindividu. hDalam hbukunya hTwo 

hTreatises hof hGoverment hLocke hmenyatakan:20 

“Men hbeing has hhas hbeen hsaid, hby hnature, hall hfree, hequal hand 

hindependent, hno hone hcan hbe hput hout hof hthis hestate, hand hsubjected hto 

hthe hpolitical hpower hof hanother hwithout hhis hown hconsent. hThe honly 

hway hwhereby hany hone hdevests hhimself hof hhis hnatural hliberty, hand hputs 

hon hthe hbonds hof hcivil hsociety his hby hagreeing hwith hother hmen hto hjoin 

hand hunite hinto ha hcommunicaty, hfor htheir hcomfortable, hsafe, hand 

hpeaceable hliving hone hamongst hanother, hin ha hsecure henjoyment hof 

htheir hproperties, hand ha hgreater hsecurity hagainst hany hthat hare hnot hor 

hit”. 

(Manusia, hsebagaimana htelah hdikatakan, hsecara halamiah, 

hadalah hbebas, hsederajat, hdan hindependen, htidak hada hsatupun 

hpengecualian hdari hhal hini, hdan htanpa hkesadaran/kemauan hdirinya 

hsendiri hmenjadi hpokok hkekuatan hpolitik. hSatu-satunya hcara hdimana 

horang hlain hdapat hmelepaskan hdirinya hsendiri hdari hkebebasan 

halamiah hdirinya, hadala hmasuk hpada hikatan hsosial, hdengan 

hkesepakatan, hbersama-sama horang hlain huntuk hbergabung hdan 

hbersatu hke hdalam hsebuah hkomunitas, hdemi hkenyamanan, 

hkeselamatan, hdan hkedamaian hhidup hmereka hterhadap hsatu hsama 

hlainnya, hdalam hkenikmatan hterlindunginya hharta hbenda hmereka, 

hdan hkondisi hkeamanan hyang hlebih hbaik hdaripada hmereka hyang 

hlain). 

 hIstilah hkontrak hsosial hsendiri hpertama hkali hdiperkenalkan 

holeh hRousseau hyang hmengatakan hbahwa h“keadaan halamiah htidak 

hdapat hdipertahankan hseterusnya hmaka hmanusia hdengan hpenuh 

hkesadaran hmengakhiri hkeadaan hitu hdengan hsuatu hkontrak hsosial. 

hDalam hhal hini hRousseau hhanya hmengakui hadanya hpactum huniones 

                                                            
20John Locke. 1965. Two Treatises of Government. Cambridge University 

Press: New York. hlm. 374-375. 
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hdan htidak hmengenal hpactum hsubjectiones hyang hmembentuk 

hpemerintah hyang hditaati. hPemerintah hdibentuk holeh hrakyat hyang 

hberdaulat hdan hmerupakan hwakil-wakil hdari hrakyat hberdaulat 

htersebut. hTeori hperjanjian hmasyarakat hdari hLocke hdan hRousseau 

hmenghasilkan hnegara hdemokrasi hKhusus hteori hkontrak hsosial 

hRousseau hmenghasilkan hnegara hyang hkedaulatannya hberada hdi 

htangan hrakyat hmelalui hkemauan humumnya hatau hnegara hberdasar 

hkedaulatan hrakyat. 

Asal hmula hatau hterbantuknya hnegara hmenurut hteori 

hketuhanan hdidasari hpada hpandangan hbahwa hnegara hdibentuk holeh 

hTuhan hdan hsumber hkekuasaan hnegara/kerajaan hyang hada hpada hraja 

hberasal hdari hTuhan. hSeseorang hdipandang hmempunyai hgezag 

h(kekuasaan) hkarena hdianugrahkan hTuhan. hNamun htanda-tanda 

hlangsung hbahwa hgezag hitu hberasal hdari hTuhan htidak hada hdan 

hdidasarkan hatas hasal-usul hketuhanan hgezag htersebut hdari hriwayat, 

hkejadian-kejadian hdan hkenyataan-kenyataan. 

Menurut hteori hkekuatan, hnegara hterbentuk hkarena hdominasi 

hkelompok hyang hkuat hatas hkelompok hyang hlemah hyang hdihasilkan 

hmelalui hpertarungan hkekuatan hdan hyang hmenang hmenjadi 

hpembentuk hnegara. hTeori-teori hlainnya hyang hmenjadi hbagian 

hsejarah hpertumbuhan hterbentuknya hnegara hantara hlain h: hteori 

horganis, hteori hpatriarkhal hdan hmatriarkhal, hteori hdaluarsa, hteori 

hidealistis, hdan hteori hhistoris. 

Negara hIndonesia hyang hberdasarkan hPancasila hdan hUUD 

h1945 hbukanlah hnegara hyang hdibentuk hatas hdasar hteori hperjanjian, 

hteori hkekuatan, hteori hketuhanan hatau hyang hlainnya. hMenurut 

hSoemantri hdalam hProklamasi hKemerdekaan hyang hmenyatakan 

hkemerdekaan hIndonesia hadalah hBangsa hIndonesia, hsedangkan 

hSoekarno-Hatta hyang hmenandatangani hProklamasi hbertindak hatas 

hnama hBangsa hIndonesia. h 

Negara hIndonesia hadalah hnegara hyang hberdasar hasas 

hkekeluargaan, hkarena hasas hkekeluargaan hmerupakan hisi hjiwa 

hfilsafat hPancasila. hKekeluargaan hmerupakan hisi hjiwa hPancasila 

hkarena hPancasila hsebagai hdasar hfilsafat hnegara hRepublik hIndonesia. 

hNegara hdipandang hsebagai hmanusia hdan hfilsafat hPancasila hadalah 

huntuk hkehidupan hmanusia hyang hbagi hBangsa hIndonesia hdipandang 
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hsebagai hsuatu hkehidupan hkekeluargaan. hKekeluargaan hdipandang 

hsebagai hperlambang hbahwa hdalam hpergaulan hhidup hmanusia hitu 

hanggota-anggota hbertindak hseolah-olah hmereka hdalam hkeluarga.21 

Dalam hasas hkekeluargaan hBangsa hIndoensia hdipandang 

hsebagai hsuatu hkeluarga hbesar hdan holeh hkarenanya hnegara 

hkekelurgaan hmengandung harti hsatu hnegara hyang hrakyatnya hmerasa 

hdirinya hsebagai hsatu hkeluarga. hKedudukan hindividu-individu hdi 

hdalamnya hdiakui hdan hdilindungi hkepribadiannya. hIndividu hmaupun 

hkelompok hdalam hkeluarga htersebut hmerasa hmempunya htanggung 

hjawab hatas hkelangsungan hhidup hkeluarga hbesar htersebut.22 

Dengan hdemikian hnegara hIndonesia hbukan hnegara hyang 

hmengagungkan hindividualisme hsebagaimana hdasar hteori hperjanjian 

hdan hbukan hpula hberasal hdari hpenaklukan hdari hkelas hyang hkuat hatas 

hkelas hyang hlemah. hDemikian hpula hnegara hIndonesia hbukan hnegara 

hyang hyang hdibentuk hatas hdasar hteori hketuhanan. hWalaupun hsila 

hpertama hPancasila hadalah hKetuhanan hYang hMaha hEsa hdan hdalam 

hPembukaan hUUD h1945 hAlinea h hketiga hdirumuskan h“Atas hBerkat 

hRahmat hAllah hYang hMaha hKuasa...” htidak hberarti hbahwa 

hterbentuknya hnegara hIndonesia hdidasarkan hpada hteori hketuhanan 

hdan hmemandang hpemimpin hnegara hsebagai hwakil hTuhan. h 

Sila hpertama hPancasila: hKetuhanan hYang hMaha hEsa 

hmengandung harti hbahwa hBangsa hIndonesia hpercaya hadanya hTuhan 

hsebagai hpencipta halam hsemesta hdan hseluruh hisinya, htermasuk 

hmanusia, hsedangkan hrumusan h“Atas hBerkat hRahmat hAllah hyang 

hMaha hKuasa h...” hmerupakan hperwujudan hdari hsila hpertama 

hPancasila htersebut. hPemaknaan hrumusan h“Atas hBerkat hRahmat 

hAllah hyang hMaha hKuasa h...” hadalah hdalam hkerangka hpernyataan 

hkemerdekaan hrakyat hIndonesia hsehingga hharus hdiartikan hbahwa 

htercapainya hkemerdekaan hIndonesia hbukan hhanya hhasil husaha 

hmanusia hbelaka htetapi hberdasarkan hjuga hatas hkarunia hTuhan.23 

Oleh hsebab hitu, hdalam hmelihat heksistensi hsebuah hnegara 

htermasuk hIndonesia, hmaka hkedaulatan hnegara hmenjadi hmenarik 

huntuk hdibahas, hkarena hmuaranya hakan hkepada hargumentasi hdasar 

                                                            
21 Soediman Kartohadiprodjo, Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa 

Indonesia. Gatra Pustaka; Jakarta.hlm. 15. 
22 Ibid., hlm. 4. 
23 Ibid.,hlm. 10 



 

 

Konsep Hukum Anti Korupsi │  29 

hdan hmekanisme hsistem hperadilan hdan hpenerapan hpenegakan 

hhukumnya. hPengertian hkedaulatan hnegara hberasal hdari hkata 

hkedaulatan hyang htidak hlain, hkedaulatan hadalah hatribut hyang 

hmelekat hpada hnegara hdan htidak hada hnegara htanpa hkedaulatan. 

hSalahsatu hunsur hdari hnegara hadalah hkekuasaan htertinggi hatau 

hpemerintahan hyang hberdaulat, hsedangkan hunsur-unsur hlainnya 

hadalah hwilayah hdan hwarga hnegara hatau hbangsa. 

Kedaulatan24atausovereignityberasal hdari hkata hsuperanus hartinya 

h“yang htertinggi” h(supreme), hyang hmaknanya hwewenang hyang 

htertinggi hdari hsuatu hkesatuan hpolitik. hTerminologi hkedaulatan 

hadalah hterminologi hpolitik/kenegaraan hdan holeh hkarenanya 

hdimaknai hsebagai hkekuasaan. h 

Dalam hBlack’s hLaw hDictionary hsovereignitydiartikan hsebagai 

h“the hsupreme h, habsolut, hand huncontrollable hpower hby hwhich hany 

hindependent hstate his hgoverned” hatau h“supreme hpolitical hpower” 

h(kedaulatan htertinggi, habsolut, hdan hkekuasaan hyang htak hdapat 

hdikendalikan hdengan hsebuah hpemerintahan hnegara hyang hmerdeka 

hatau hkekuatan hpolitik htertinggi).25
 hPengertian hlain hdikemukakan 

holeh hLogemann hyang hmenyatakn hbahwa hkedaulatan hadalah 

hkekuasaan hmutlak hatau hkekuasaan htertingggi hatas hpenduduk hdan 

hwilayah hbumi hbeserta hisinya hyang hdipunyai holeh hsuatu hnegara 

hnasional hyang hberdaulat.26 

Konsep hkedaulatan hdapat hdibedakan hdalam hdua hbagian, 

hyaitu: hpertama, hkonsep hkedaulatan htradisional hatau hteori hmonistis, 

hyang hmenyatakan hbahwa hkekuasaan hnegara hmerupakan hkekuasaan 

hyang htertinggi hdan htidak hterbatas hyang hdapat hmemaksakan 

hkehendak-kehendaknya htanpa hmengindahkan hperintah-perintah 

hlainnya. hNegara hyang hmemiliki hkekuasaan htertinggi hitu 

hmenghendaki hpentaatan hmutlak hdari hsemua hwarga hnegara. h 

Kekuasaan hnegara hyang hmutlak hterjelma hdalam 

hpembentukan hundang-undang hdan hnegara hadalah hpembentuk 

                                                            
24 F. Isjwara. Pengantar Ilmu Politik. Cet. ke7.  Bina Cipta: Bandung. hlm. 

107. 
25 Henry CampbellBlack. 1991. Black’s Law Distionary, Sixth Ed., West 

Publishing: St Paul Minnesota. hlm. 971. 
26 C.S.T. Kansil dan Kansil Christine S.T. Sistem Pemerintahan Indonesia. 

PT. Bumi Aksara: Jakarta. hlm. 80. 
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hundang-undang htertinggi.Kedua, hteori hpluralistis hyang hmenolak 

hpandangan hmonisitis hbahwa hnegara hmemiliki hkekuasaan hyang 

htertinggi hdan htak hterbatas.Menurut hpandangan hpluralistis 

hkedaulatan hnegara hitu hbersifat hterbatas, hdengan hdidasarkan hpada 

hbeberapa hsegi hpandangan, hantara hlain: 

a. Segi hhukum hinternasional hbahwa hdoktrin hkedaulatan hmonistis 

hmenghambat hpertumbuhan hhukum hinternasional hyang hsudah 

hdiakui hsebagai hbagian hdari hhukum hpublik. hSetiap hkaidah 

hhukum hinternasional hmerupakan hpembatasan hpada hkedaulatan 

hnegara. 

b. Segi hetis hatau hsegi hperasaan hhukum, hbahwa hhukum hbukan 

hhanya hyang hdiundangkan holeh hbadan-badan hlegislatif hdari 

hsuatu hnegara. hHukum h(juga hkedaulatan) hbersumber hpada 

hperasaan hhukum hmasyarakat.Negara hhanya hmemberi hbentuk 

hpada hperasaan hhukum hdan hperasaan hhukum hmenentukan hdan 

hmembatasi hisi hhukum. 

c. Segi hpragmatis, hbahwa hnegara hadalah hsuatu hlembaga 

hkesejahteraan humum hdan hhukum hbukan hserangkaian hperintah-

perintah htetapi hcara-cara huntuk hmenyelenggarakan 

hkesejahteraan humum hitu. hNegara htidak hberkuasa htetetapi 

hbertanggung hjawab. hNegara hdiberi hkekuasaaan-kekuasaan 

htertentu hsecara hbersyarat. 

d. Segi hfederalis hatau hdualis, hbahwa hkedaulatan hbukan hesensi hdari 

hnegara, hkarena hada hnegara hyang hberdaulat hdan htidak hberdaulat. 

hKedaulatan htidak hbulat hdan htunggal htetapi hdapat hdibagi-bagi.27 

Negara hdalam hperspektif hhukum hinternasional hharus 

hmemenuhi hsyarat-syarat htertentu hsebagaimana hdinyatakan hdalam 

hPasal h1 hKonvensi hMontevideo h1933 htentang hHak-hak hdan 

hKewajiban-kewajiban hNegara, hyaitu: 

1. Memiliki hpenduduk hyang htetap; 

2. Memiliki hwilayah hyang htertentu; 

3. Memiliki hpemerintah; 

4. Memiliki hkemampuan huntuk hmelakukan hhubungan-hubungan 

hdengan hnegara-negara hlain. hUnsur hini hmerupakan hunsur hyang 

hpaling hpenting hmenurut hhukum hinternasioanl.28 

                                                            
27  F. Isjwara, Op.cit. hlm. 112-114. 
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Berbagai hteori hkedaulatan hmenjelaskan hsifat hdan hsumber 

hatau hlegitimasi hkedaulatan hyang hmelekat hpada hnegara, hyaitu hteori 

hkedaulatn hTuhan h(Teokrasi), hteori hkedaulatan hrakyat 

h(demokrasi), hteori hkedaulatan hnegara, hdan hteori hkedaulatan 

hhukum. h h h 

 

a. Teori hkedaulatan hTuhan 

Menurut hteori hkedaulatan hTuhan hnegara hmemperoleh 

hkedaulatannya hdari hTuhan. hDunia hdan hsegala hisinya hadalah 

hhasil hciptaan hTuhan htermasuk hkedaulatan hyang hada hpada 

hnegara. hKedaulatan htersebut hharus hdigunakan hsesuai hdengan 

hkehendak hTuhan. hDalam hteori hteokrasi hpandangan hmereka 

hdidasarkan hpada hsejarah hyang hmenunjuk hpada hsuatu 

hperistiwa hyang hditafsirkan hsebagai hturut hcampurnya hTuhan 

hatas hnasib hbangsa hdan hnegara. 

 

b. Teori hkedaulatan hrakyat 

Teori hkedaulatan hrakyat hmerupakan hreaksi hatas hteori 

hkedaulatan hTuhan hatau hkedaulatan hRaja hkarena hkedaulatan 

hnegara hdigunakan hsewenang-wenang hterhadap hrakyat, htidak 

hsesuai hdengan hkehendak hTuhan. hKedaulatan hnegara hberasal 

hdari hrakyat hdan hpelaksanaan hkedaulatan hnegara hdidasarkan 

hatas hpemberian hkuasa hdari hrakyat.Teori hkedaulatan hrakyat 

hdiimplementasikan hmelalui hpemilihan humum hdan hadanya 

hperwakilan hrakyat h(demokrasi). hRakyat hyang 

hdirepresentasikan hdalam hdewan hperwakilan hadalah hyang 

hberdaulat, hyang hdilaksanakan holeh hmandataris hatau hwakilnya. 

hPemerintah htidak hmendapat hkekuasaan hdari hdirinya hsendiri 

htetapi hdiberi hmandat hterbatas holeh hrakyat.Oleh hkarenanya 

hteori hkedaulatan hrakyat hmenjadi hdasar hpemerintah hyang 

hdemokratis, hsesuai hdengan hkehendak hrakyat. hKontrak hsosial 

htidak hbermaksud hmemberikan hkekuasan hpada 

                                                                                                                                               
28 J.G. Starke. 2004. Pengantar Hukum Internasional, terj. Bambang Iriana 

Djajaatmadja. Sinar Grafika:Jakarta. hlm. 127-128. 
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hpemerintahtetapi hmemberikan hkekuasaan hitu hsendiri hpada 

hParlemen hdan hPemerintah hhanya hmelakukan hkekuasaan hatas 

hnama hrakyat.29
 hMenurut hRousseau hprinsip-prinsip hnegara 

hdemokrasi hadalah h: 

1) Rakyat hadalah hberdaulat, hyaitu hmerupakan hkekuasaan 

htertinggi hdalam hnegara. 

2) Dalam hnegara hsetiap horang hharus hdihormati hmenurut 

hmartabatnya hsebagai hmanusia. 

3) Setiap hwarga hnegara hmempunyai hhak huntuk hikut 

hmembangun hhidup hbersama hdalam hnegara, hyaitu 

hmempunyai hhak-hak hpublik.30 

 

c. Teori hkedaulatan hnegara 

Menurut hteori hkedaulatan hnegara,31
 hnegara hterbentuk 

hkarena hkodrat halam hsehingga hkedaulatan hnegara hsudah hada 

hsejak hlahirnya hnegara htersebut. hNegara hmerupakan hsumber 

hdari hkedaulatan htersebut hkarena hnegara hdianggap hsebagai 

hbentuk htertinggi hkesatuan hhidup.Menurut hGeorge hJellinek 

hnegara hsebagai hgabungan hmanusia hterorganisasi hdi hsuatu 

hdaerah hterntu hdilengkapi hdengan hsuatu h“kekuatan hasli”, hyaitu 

hsuatu hkekuatan hyang htidak hditurunkan hdari hsesuatu hkekuatan 

hatau hkekuasaan hlain hyang hderajatnya hlebih htinggi. h“Kekuatan 

hasli” hadalah hkekuataan htertinggi hdan htidak hada hkekuatan hatau 

hkekukasaan hlain hdi hatas h“kekuatan hasli”.32
 hHukum hjuga 

hdibentuk hkarena hnegara hmenghendakinya. hNegara 

hmempunyai hkekuasaan huntuk hmembentuk hhukum hdan 

hnegara htidak htunduk hpada hhukum hyang hdibuatnya. 

 

d. Teori hkedaulatan hhukum 

                                                            
29Soenarko. 1961. Dasar-Dasar Umum Tatanegara.Djambatan:Jakarta. hlm. 

31-32. 
30Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik.2010. Hukum Administrasi Negara 

dan Kebijakan Pelayanan Publik. Nuansa: Bandung. hlm. 191. 
31Usep Ranawijaya. 1983.Hukum TataNegara Indonesia Dasar-Dasarnya. 

Ghalia Indonesia:Jakarta. hlm. 183. 
32E. Utrecht.1966.Pengantar dalam Hukum Indonesia. Intermasa:Jakarta. 

hlm. 304. 
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Memperhatikan hhubungan hantara hkedudukan hnegara 

hdan hhukum, hkekuasaan hnegara hjuga htunduk hpada hhukum. 

hNorma-norma hhukum htidak hhanya hberlaku hterhadap hsemua 

hwarga hnegara htetapi hjuga hberlaku hterhadap hnegara. hHukum 

hbukan hsemata-mata hapa hyang hsecara hformil hdiundangkan 

holeh hbadan-badan hlegislatif hdari hnegara. 

Menurut hKrabbe hhukum hbersumberkan hperasaan 

hhukum hanggota-anggota hmasyarakat. hNegara hhanya hmemberi 

hbentuk hpada hperasaan hhukum hdan hhanya hhukum hyang hsesuai 

hdengan hperasaan hhukum hitulah hyang hbenar-benar hmerupakan 

hhukum.33
 hWalaupun hnegara hmemiliki hkedaulatan huntuk 

hmembentuk hhukum, hnamun hpembentukan hhukum htidak 

hsemata-mata hditentukan holeh hkemauan hdari hnegari htetapi 

hjuga hkesadaran hhukum hmasyarakat. h 

Menurut hteori hkedaulatan hhukum, hkedaulatan hnegara 

hbersumber hdari hhukum hdan hhukum htersebut hbersumber hdari 

hkesadaran hhukum hmasyarakat. hHukum hyang hberlaku hdalam 

hmasyarakat hmerupakan hgambaran hdari hkesadaran hhukum 

hmasyarakatnya. hPemerintah hmemperoleh hkekuasaannya 

hbukan hdari hTuhan hatau hRaja hatau hrakyat hatau hnegara htetapi 

hberdasarkan hatas hhukum. 

Menurut hKrabbe hkekuasaan htertinggi hdiletakkan hpada 

hhukum. hSetiap hkekuasaan hyang hmenghendaki hagar hberlaku 

hdalam hmasyarakat, hselalu hdan hhanya hkekuasaan hhukum.34
 

hYang hberdaulat hadalah hhukum, hyang hberada hdi hatas hsegala 

hsesuatu htermasuk hnegara. hDari hpandangan hKrabbe htentang 

hkekuasaan hnegara hberdasarkan hhukum hberkembang hteori 

hkedaulatan hhukum, hrule hof hlaw hdan hnegara hhukum 

h(rechtsstaat).35 

Negara hIndonesia hsendiri hberdasarkan hKonstitusi hUUD 

h1945 hmenganut hkedaulatan hrakyat hsebagaimana hdirumuskan 

hdalam hPasal h1 hayat h(2) hyang hmenyatakan hbahwa h“Kedaulatan 

                                                            
33Ibid, hlm. 113. 
34Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin. 1982. Ilmu Negara Umum. Pradnya 

Paramita: Jakarta. hlm. 142. 
35Usep Ranawijaya. Op.Cit. hlm. 181. 
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hada hdi htangan hrakyat hdan hdilaksanakan hmenurut hUndang-

Undang hDasar”. hRumusan htersebut hmengakui hbahwa 

hkedaulatan hberasal hdari hrakyat hnamun hdalam 

hpelaksanaannya hharus hdidasarkan hpada hUUD. 

Hal hini hjuga hmengandung harti hbahwa hhukum hyang 

hberlaku hjuga hbersumber hdari hkedaulatan hrakyat hkarena hUUD 

hdibentuk holeh hwakil-wakil hrakyat, hyang hsaat hini 

hdirespresentasikan hmelaluli hlembaga hMPR h( hPasal h3 hayat h(1) 

hUUD h1945 h). hKonstitusi hberisi haturan hmengenai hsusunan 

horganisasi hnegara hbeserta hcara hkerja horganisasi hnegara 

htersebut, hyang hmemiliki hciri-ciri humum, hyaitu:36 

1) Konstitusi hmerupakan hkumpulan hkaidah hhukum hyang 

hmemiliki hkedudukan hlebih htinggi hdari hkaidah hhukum 

hlainnya hkarena hdimaksudkan hsebagai halat huntuk 

hmembatasi hwewenang hpenguasa hsehingga htidak hboleh 

hdengan hmudah hdiubah holeh hsekelompok horang hyang 

hsedang hberkuasa. 

2) Konstitusi hmemuat hprinsip-prinsip hdan hketentuan-

ketentuan hpokok hmengenai hkehidupan hbersama. 

3) Konstitusi hlahir hdari hmomen hsejarah hterpenting hbagi 

hmasyarakat hyang hbersangkutan. 

Bagi hbangsa hIndonesia hmomen hterpenting hyaitu 

hpembebasan hdari hpenjajahan hsebagaimana hdirumuskan 

hdalam hPembukaan hUUD h1945 hAlinea hPertama, hkedua, hdan 

hKetiga h:“Bahwa hsesungguhnya hKemerdekaan hitu hialah hhak 

hsegala hbangsa hdan holeh hsebab hitu hmaka hpenjajahan hdi hatas 

hdunia hharus hdihapuskan hkarena htidak hsesuai hdengan 

hperikemanusiaan hdan hperikeadilan.Dan hperjuangan 

hpergerakan hkemerdekaan hIndonesia htelah hsampailah hkepada 

hsaatyang hberbahagia hdengan hselamat hsentosa hmengantarkan 

hrakyat hIndonesia hkedepan hpintugerbang hkemerdekaan 

hNegara hIndonesia hyang hmerdeka, hbersatu, hberdaulat, hadil hdan 

hmakmur.Atas hberkat hrakhmat hAllah hyang hMaha hKuasa hdan 

hdengan hdidorongkan holeh hkeinginan hluhur, hsupaya 

                                                            
36Ibid. hlm. 183-184. 
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hberkehidupan hkebangsaan hyang hbebas, hmaka hrakyat 

hIndonesia hmenyatakan hdengan hini hkemerdekaannya.” 

Norma-norma hhukum hyang htercantum hdalam hUUD 

h1945 hmempunyai hkedudukan hberjenjang hdalam hsuatu hhirarki 

htata hsusunan, hyang hlebih hrendah hberdasar hdan hbersumber 

hdari hnorma hyang hlebih htinggi hdan hberakhir hpada hnorma hdasar 

hyaitu hPancasila hsebagai hsumber hdari hsegala hsumber hhukum. 

Walaupun hketentuan hdalam hPasal h1 hayat h(2) hUUD h1945 

hmenunjukan hdianutnya hkedaulatan hrakyat, hnamun hdalam 

hPasal h1 hayat h(3) hUUD h1945 hdirumuskan hbahwa h“Negara 

hIndonesia hadalah hnegara hhukum” hyang hmengandung hmakna 

hdianutnya hkedaulatan hhukum, hyaitu hkekuasaan hnegara 

hbersumber hdari hhukum. hDengan hdemikian hdapat hdikatakan 

hbahwa hkedaulatan hnegara hIndonesia hwalaupun hmenganut 

hkedaulatan hrakyat hdan hkedaulatan hhukum hnamun htidak hsama 

hdengan hkonsep hbarat hkarena hkedaulatan hrakyat hdalam hUUD 

h1945 htidak hdidasarkan hpada hperjanjian hmasyarakat hdan 

hkedaulatan hhukum hdalam hUUD h1945 htidak hhanya hmelindungi 

hhak-hak hindividu htetapi hyang hmelindungi hberbagai 

hkepentingan hhukumbaik hhak-hak hpribadi, hmasyarakat, 

hmaupun hnegara. hHukum hIndonesia hdidasarkan hasas 

hkekeluargaan hsebagai hjiwa hfilsafat hPancasila. 

Selain hdaripada hitu, hnegara hhukum hPancasila hsesuai 

hsemangat hsila hkeempat hjuga hmengadopsi hasas hpersamaan hdi 

hdepan hhukum hsebagai hsalah hsatu hciri hnegara hhukum hyang 

hsangat hfundamental. hIndonesia hadalah hnegara hhukum 

hPancasila, hnamun huntuk hmengetahui hkonsepsi hnegara hhukum 

hberasal hdari hpengertian hdan hkonsep hyang hberbeda hantara hcivil 

hlaw hdan hcommon hlaw, hberikut hadalah hpenjelasannya. 

 

a) Negara hHukum h(Rechtsstaat) 

Konsep hnegara hhukum hsaat hini hmerupakan hkonsep 

hnegara hyang humum hditerima hdalam hberbagai hsistem 

hhukum hdengan hkarakteristiknya hmasing-masing. hNegara 

hhukum hdiartikan hsebagai hsemua htindakan hpenguasa hdan 

hpembatasan-pembatasan hyang hdilakukan hpenguasa 
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hterhadap hkemerdekaan hindividu hharus hberdasarkan 

hhukum. 

Dalam hsistem hhukum hEropa hKontinental hkonsep 

hnegara hhukum hdikenal hdengan hrechtsstaat hyang 

hbersumber hdari hrasio hmanusia hdan hbersifat hleberalistik-

individualistik. hDisamping hbersifat hliberalistik hdan 

hindividualistik, hkonsep hrechtsstaat hmemiliki hciri: 

hperlindungan hhukum hlebih hdipusatkan hpada hhak-hak hasasi 

hmanusia h(antroposentrik), hpemisahan hsecara hmutlak 

hantara hagama hdan hnegara, hdan hkebebasan hberagama 

htermasuk hdalam hpengertian hnegatif h(ateisme).37
 hKonsep 

hnegara hhukum hsesungguhnya hsudah hdikemukakan hPlato 

hdalam hbukunya hNomoi hyang hmenyatakan hbahwa 

hpenyelenggara hnegara hyang hbaik hadalah hyang hdidasarkan 

hpada hperaturan hatau hhukum hyang hbaik.38 

Konsep hrechtsstaat hsebagaimana hdikemukakan hI 

hKant hpada hawalnya hditujukan huntuk hmenjamin hterciptakan 

hketertiban hdan hkeamanan hdalam hmasyarakat hdan hdikenal 

hdengan hnachtwakerstaat hatau hnegara hjaga hmalam. hDalam 

hkonsep hrechtsstaat hini hnegara htidak hturut hcampur hdalam 

hupaya hmewujudkan hkemakmuran hatau hkesejahteraan 

hrakyat. hMenurut hKant hbukan htugas hnegara huntuk hmembuat 

hwarganya hbahagia. hKonsep hnegaranya hdisebut hkonsep 

hnegara hliberal. 

Konsep hnegara hhukum hliberal htersebut hkemudian 

hdikembangkan holeh hJulius hStahl hyang hdikenal hdengan 

hkonsep hnegara hhukum hformil. hUnsur-unsur hdari hnegara 

hhukum hformil hantara hlain: 

1) Mengakui hdan hmelindungi hhak-hak hasasi hmanusia 

2) Untuk hmelindungi hhak hasasi hmanusia htersebut hnegara 

hharus hdidasarkan hpada htrias hpolitica h(kekuasaan 

hlegislatif, heksekutif, hdan hyudikatif). 

                                                            
37 Muhammad Tahir Azhary. 1992. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang 

Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode 
Negara Madinah Dan Masa Kini. Bulan Bintang: Jakarta. hlm. 73. 

38 Ibid. hlm. 66 
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3) Pemerintahan hdiselenggarakan hberdasarkan hundang-

undang h(wetmatig hbestuur). h 

4) Ada hperadilan hadministrasi hnegara hyang hbertugas 

huntuk hmengadili hperbuatan hmelanggar hhukum hyang 

hdilakukan holeh hpemerintah h( honrechtmatig 

hoverheidsdaad h).39 

Perkembangan hpemerintahan hyang hberdasarkan 

hkonsep hnegara hhukum hformil hyaitu hpemerintahan 

hberdasarkan hundang-undang h(weitmatig hbestuur) 

hdianggap hlamban hdan hdiganti hdengan hpemerintahan 

hberdasarkan hhukum h(rechtmatig hbestuur). hDengan 

hdemikian hkonsep hnegara hformil hberubah hmejadi hnegara 

hhukum hmateriil hdengan hciri hrechtmatig hbestuur. 

hPerkembangan hselanjutnya hdari hkonsep hnegara hhukum 

hmateriil hadalah hkonsep hnegara hkemakmuran 

h(welvaarstaat). 

Sehubungan hdengan hperkembangan hkonsep hnegara 

hhukum htersebut hmenurut hScheltema hunsur-unsur 

hrechtsstaat hadalah h: hpertama, hkepastian hhukum; hkedua, 

hpersamaan; hketiga, hdemokrasi; hdan hkeempat, 

hpemerintahan hyang hmelayani hkepentingan humum.40 

Konsep hrechtsstaat hjustifikasi hatau hargumen 

hmengenai hketaatan hpada hhukum hadalah hbahwa hseseorang 

hpatuh hpada hhukum hbukan hkarena hnilai hintrinsik hdari 

hhukum, hjuga hbukan hkarena hhukum hitu htepat hdan hadil h(just 

hlaw), hbahkan hbukan hkarena hhukum htersebut hbersifat 

humum hatau htetap htetapi hkarena hhukum hitu hberasal hdari 

hhukum hyang hlebih htinggi hyang hdiletakkan hdengan 

hpersetujuan hrakyat hsehingga hseseorang hterikat hdengan 

hhukumnya hsendiri hdan hKonstitusi hmenjamin hhukum 

htersebut htidak hakan hmelanggar hhak hatau hkebebasan hsaya.41 

                                                            
39Ibid. Lihat juga C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil.2003. Hukum Tata 

Negara Republik Indonesia 2. Rineka Cipta:Jakarta. hlm. 3 
40  Ibid.hlm. 67. 
41 Michel Troper. 2003. “The Limits of the Rule of  Law” dalam Cheryl 

Saunders dan Katherine Le Roy (ed.), The Rule of Law, The Federation Press: 
Sidney. hlm. 84. 
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Menurut hMichel hTroper hteori hrechtsstat hsecara 

hfundamental henunjukan hpada hdua hmakna, hyaitu hpertama, 

hdigunakan huntuk hmenunjuk hpada hnegara hpertama, 

hdigunakan huntuk hmenunjukan hpada hnegara hyang 

hberdasarkan hhukum hdan hkedua, hdigunakan huntuk 

hmenunjuk hpada hnegara hyang htindakan horgan-organnya 

hberdasarkan hpada hhukum hyang hdibuat holeh horgan hlain. 

Teori hrechtsstaat hsebagai hnegara hberdasarkan 

hhukum hmensaratkan hbahwa hpertama, hhukum htidak hdibuat 

hatau hkedua, hhukum hdibentuk holeh hnegara. hPada hteori 

hrechtsstaat hpertama hyaitu hhukum htidak hdibuat, hdidasarkan 

hpada hhukum halam h(natural hlaw). hHukum halam hberada hdi 

hluar hdan hdi hatas hnegara. hPada hteori hrechtsstaat hkedua hyaitu 

hhukum hdibuat holeh hnegara, hdidasarkan hpada hhukum hpositif 

h(positive hlaw). 

Hukum hdibuat holeh hmanusia huntuk hmeletakkan 

hdasar-dasar haturan hyang hakan hmengikat hpembuat hhukum 

hdi hmasa hyang hakan hdatang. hHukum hyang hmenjadi hdasar 

hkekuasaan hnegara hsama hsekali htidak hdidasarkan hpada 

hfaktor heksternal hdari hnegara. hNegara hmembatasi hdirinya 

hsendiri hkarena hnegara hmenghendakinya.42
 hTeori 

hrechtsstaat hsebagai hkekuasaan hnegara huntuk hmembentuk 

hhukum hmenunjuk hpada hdua hpengertian hyang hberbeda, 

hyaitu hpenerapan hhukum hdan hkonsep hhierarki hUndang 

hUndang. 

Namun hdemikian hmenurut hTroper, hteori hrechsstaat 

htidak hmenjamin hbaik hkemerdekaan hpolitik hmaupun 

hdemokrasi hdengan halasan:43 

1) Undang hUndang hdibuat holeh horang-orang hyang hdipilih 

hsecara hrepresentatif. hDalam hnegara hmodern hundang-

undang hadalah hsubjek hjudicial hreview h(uji hmateril) hatau 

hdi hIndonesia hmerupakan hsubjek hconstituional hreview. 

hUntuk hmelaksanakan hkontrolnya hpengadilan hharus 

hmenafsirkan hKonstitusi hdan hprinsip-prinsip hhukum 

                                                            
42Ibid. hlm. 86. 
43Ibid. hlm. 88. 



 

 

Konsep Hukum Anti Korupsi │  39 

hyang htidak htertulis.Namun hdemikian hdalam hmelakukan 

hpenafsiran hhukum hbaik hpanfsiran hundang-undang 

hmaupun hpenafsiran hterhadap hKonstitusi hbukan 

hmerupakan hkegiatan hkognitif htetapi hkegiatan hatas 

hkemauan hsendiri h(volitive hactivity). hPengadilan hdalam 

hhal hini hmempunyai hdiskresi hyang hluas huntuk 

hmenafsirkan hkonstitusi hdari hpengertian hyang hsatu hke 

hperngertian hyang hlain hdan hmemutuskan hbahwa 

hundang-undang htersebut hsah hatau htidak. 

2) Dalam hnegara hmodern hfungsi heksekutif htermasuk 

hkekuasaan hmelakukan hregulasi hyang hsubstansinya 

hmirip hdengan hundang-undang hkarena hkekuasaan 

huntuk hmelakukan hregulasi htersebut hsangat humum hdan 

hdapat hditetapkan hdengan halasan-alasan hkebijakan. 

hWalaupun hkekuasaan heksekutif hdilakukan hdalam 

hbatas-batas hyang hditentukan holeh hpembentuk hundang-

undang hnamun hhal hini htidak hdapat hdikatakan hbahwa 

heksekutif hmematuhi hundang-undang. 

b) Rule hof hLaw 

Konsep hrule hof hlaw hadalah hkonsep hnegara hhukum 

hyang hberkembang hdalam hnegara-negara hAnglo hSaxon. 

hBerbeda hdengan hkonsep hrechtsstaat, hdalam hkonsep hrule hof 

hlaw hperadilan hadministrasi h(merupakan hciri hdari 

hrechtsstaat) hyang hmengadili hkasus hpelanggaran hhukum 

holeh hpejabat hpublik hdalam hpenyelenggaraan hpemerintahan 

htidak hditerapkan hdan hmemandang htidak hperlu hada 

hperadilan htersendiri huntuk hitu. hDalam hkonsep hrule hof hlaw 

hyang hpenting hadalah hhukum hditegakkan hdengan htepat hdan 

hadil h(just hlaw). 

Hal hitu hberdasarkan hpada htiga hunsur hutama hdari hrule 

hof hlaw, hyang hmenurut hA.V. hDicey hterdiri hdari: 

1) Supremasi hhukum h(supremacy hof hlaw). hHukum 

hmempunyai hkedudukan htertinggi hdan hberkuasa hpenuh 

hatas hnegara hdan hrakyat. 

2) Persamaan hdi hhadapan hhukum h(equality hbefore hthe hlaw. 

hSemua horang hbaik hpejabat hpemeritah hmaupun hanggota 
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hmasyarakat hbiasa hstatusnya hsama hdi hhadapan hhukum. 

hTidak hada hdiskriminasi hsubjek hhukum hdalam hhukum. 

3) Konstitusi hyang hdidasarkan hatas hhak-hak hperorangan 

h(the hconstitution hbased hon hindividual hrights).44 

Menurut hSaunders hdan hLe hRoy hinti hdari hkonsep hrule 

hof hlaw hdidasarkan hpada hprinsip-prinsip hutama: 

1) The hpolity hmust hbe hgoverned hby hgeneral hrules hthat hlaid 

hdown hin hadvanced; h(penyelenggaraan hpemerintahan 

hharus hberdasarkan hhukum hyang hdijabarkan hdengan 

hperaturan hdi hbawahnya.) 

2) Rules hust hbe happlied hand henforced; h(aturan hhukum 

hharus hditerapkan hdan hditegakkan). 

3) Disputes habout hthe hrules hmust hbe hresolved heffectiely hand 

hfairly h(persesilihan htentang haturan hhukum hharus 

hdiselesaikan hsecara hefektif hdan hadil). 

4) Goverment his hbounded hby hthe hsame hrules has hcitizen hand 

hthat hdisputes hinvolving hgovernment hare hsolved hin hthe 

hsame hway has hthose hinvolving hprvate hparties. 

h(pemerintah htunduk hatau hterikat hdengan haturan hyang 

hberlaku hsama hbagi hwarganegara hdan hperselisihan hyang 

hmelibatkan hpemerintah hdiselesaikan hdengan haturan 

hyang hberlaku hsama hsebagaimana hdigunakan holeh hpihak 

hswasta). 

Berdasarkan hCommon hLaw hSystem hinstitusi hkunci 

hdari hrule hof hlaw hterdiri hdari: 

1) Parlemen h(Parliament). hParlemen hadalah hpembentuk 

hundang-undang, hmempunyai hkekuasaan hyang 

hdidasarkan hpada hprinsip-prinsip humum hyang hmembuat 

hmasyarakat hdan hpemerintah hterikat hpada hundang-

undang htersebut. hKekuasaan hparlemen hdidasarkan hdan 

hberada hdalam hkontol hKonstitusi. hParlemen hmempunyai 

hkekuasaan hpokok, hmendasari hunsur hpenting hlainnya 

hdari hrule hof hlaw. hLegislatif hmengendalikan hkekuasaan 

heksekutif. hEksekutif hharus htunduk hpada hundang-

undang. hDalam hhal htidak hadanya hundang-undang, 
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hkekuasaan heksekutif hterbatas hkhusus hdalam hhubungan 

hdalam hnegeri h(domestic haffairs). hHal hini htunduk hpada 

hpengadilan hyang hmenyatakan hbahwa hkekuasaan 

heksekutif hterbatas hdan hpengadilan hakan hmemutuskan 

hapakah heksekutif hmelampaui hbatas hwewenangnya. 

2) Pengadilan h(Court). hPengadilan hadalah hlembaga 

hindependen hyang hmenyelesaikan hsengeketa 

hberdasarkan hnorma-norma hhukum. hDalam hkonsep hrule 

hof hlaw, hpengadilan hmempunyai hdua hperan htambahan 

hyang hpenting h: 

a) They hfinally hdetermine hdisputes hover hthe hlawfulnessof 

hexecutive haction h(peradilan hberperan hsebagai 

hpenentu hakhir hperselisihan hatas htindakan heksekutif 

hsesuai hketentuan hhukum). 

b) They hinterpret hand happly hlegislation hin haccordance 

hwith hprinciples hand hprocedures hdesigned hto hensure 

hthe himpartal happlication hof hlaw hand hto hrotect hsome 

hsubstantive hrules hof hlaw hvalues.(Peradilan 

hmenginterprestasi hdan hmenerapkan hundang-

undang hsesuai hdengan hprinsip-prinsip hdan 

hprosedur-prosedur hyang hdidesain huntuk hmenjamin 

hpenerapan hhukum hyang htidak hmemihak hdan 

hmelindungi hbeberapa haturan hhukum hmateril hyang 

hbernilai hhukum).In hmost hconstitutional hsystems, 

heither hgeneralist hof hspecialist hcontitutional hcourt hnow 

hperform hthe hadditional hrole hof harbiter hof 

hconstitutional hlimits, hwith himplication hfor hthe 

hlawfulness hof hall hpublic haction, hincluding hthat hof hthe 

hlegislature hitself h(dalam hkebanyakan hsistem 

hkonstitusional, hsecara humum hdari hkekhususan 

hperadilan hkonstitusi, hsaat hini hmenampilkan hperanan 

hganda hsebagai hwadah hhakim hkonstitusional hsecara 

hterbatas, hdengan himplikasi huntuk hmenguji hseluruh 

hperbuatan hpemerintah hberdasarkan hketentuan 

hhukum hyang hberlaku, htermasuk hbadan hpembuat 

hundang-undang hitu hsendiri). 
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3) Konsitusi h(Contitutions). hThe hrule hof hlaw htidak hmungkin 

huntuk hdilepaskan hketerkaitannya hdengan hkonstitusi. 

hHal hini hmengasumsikan hterbatasnya hkekuasaan hpublik. 

hPembatasan-pembatasan45
 htersebut hmerupakan 

hkarakter humum hdari hKonstitusi, hwalaupun htidak 

hmempunyai hKonstitusi hyang htertulis. hDi hInggris hprinsip 

hutama hrule hof hlaw hdidasarkan hpada hcommon hlaw hatau 

hundang-undang hyang hdilindungi holeh hrasa hhormat hpada 

hprinsip hKonstitusi, hyang hdalam hbanyak hhal hmirip 

hdengan hKonstitusi htertulis. 

c) Negara hHukum hPancasila 

Negara hIndonesia hsebagaimana hnegara-negara 

hmodern hlainnya hjuga hmenganut hkonsep hnegara hhukum, 

hsebagaimana hdinyatakan hdalam hKonstitusi hNegara 

hRepublik hIndonesia, hUUD h1945 hPasal h1 hayat h3: hNegara 

hIndonesia hadalah hnegara hhukum. hHal hini hsecara htegas 

hmenunjukkan hdiakuinya hsupreasi hhukum hdalam hnegara 

hIndonesia hdan hjuga hberdasarkan hPasal h27 hmengakui 

hpersamaan hdi hdepan hhukum h(equality hbefore hthe hlaw). 

hKonsep hnegara hhukum hIndonesia htidak hdapat hdisamakan 

hbaik hdengan hkonsep hrechtsstaat hyang hberkembang hdalam 

hsistem hhukum hEropa hKontinental hmaupun hkonsep hrule hof 

hlaw hdalam hsistem hhukum hAnglo hSaxon. 

Konsep hnegara hhukum hIndonesia hyang hberdasarkan 

hPancasila hdan hUUD h1945 hsejak hsemula hsudah hmerupakan 

hkonsep hnegara hkesejahteraan h(welvaarstaat) hdan hbukan 

hmerupakan hperkembangan hdari hnegara hjaga hmalam 

h(nachwakerstaat), hnegara hhukum hformil hdengan hciri 

hwetmagig hbestuur hatau hnegara hhukum hmateriil hdengan hciri 

hrechmatig hbestuur hsebagaimana hperkembangan hkonsep 

hrechtsstaat. hHal hini hdapat hdilihat hdari hPembukaan hUUD 

h1945 hAlinea hKeempat hyang hmenyatakan h: 

1) Melindungi hsegenap hbangsa hIndonesia hdan hseluruh 

htumpah hdarah hIndonesia; 

2) Memajukan hkesejahteraan humum; 
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3) Mencerdaskan hkehidupan hbangsa; 

4) Ikut hmelaksanakan hketertiban hdunia hyang hberdasarkan 

hkemerdekaan, hperdamaian habadi hdan hkeadilan hsosial. 

Keempat htujuan hnegara htersebut hmerupakan hunsur-

unsur hnegara hkesejahteraan hIndonesia hyang hmenurut 

hPadmo hWahjono hdinamakan hunsur-unsur hmasyarakat hadil 

hdan hmakmur hberdasarkan hPancasila. 

Menurut hSri hSoematriunsur-unsur hnegara hhukum 

hIndonesia hyang hberdasarkan hPancasila hterdiri hdari: 

1) Adanya hpengakuan hterhadap hjaminan hhak-hak hasasi 

hmanusia hdan hwarga hnegara; 

2) Adanya hpembagian hkekuasaan; 

3) Pemerintahan hharus hberdasarkan hhukum hyang hberlaku 

hbaik htertulis hmaupun htidak htertulis; 

4) Kekuasaan hkehakiman hyang hmerdeka hterlepas hdari 

hkekuasaan hpemerintah. 

Walaupun hunsur-unsur hnegara hhukum hIndonesia 

htersebut htampaknya hsama hdengan hunsur-unsur hbaik hdalam 

hrechtsstaat hmaupun hrule hof hlaw, hnamun hunsur-unsur 

hnegara hhukum hIndonesia hyang hberdasarkan hPancasila hdan 

hUUD h1945 h hmemiliki hperbedaan hyang hprinsipil. 

1) Pengakuan hterhadap hjaminana hhak-hak hasasi hmanusia 

hdan hwarga hnegara hKonsep hHukum 

Negara hhukum hIndonesia htidak hdidasarkan hpada 

hfilsafat hleberalistik hindividualistik hsebagaimana 

hrechsstaat hdan hrule hof hlaw htetapi hdidasarkan hpada 

hfalsafah hPancasila hyang hdijiwai hasas hkekeluargaan hatau 

hasas hintegralistik. 

Dalam hasas hkekeluargaan hyang hutama hadalah 

hkepentingan hrakyat hbanyak, hnamun hdengan htetap 

hmengakui hdan hmenghargai hharkat hmartabat hmanusia 

hsebagai hindividu. hJaminan hhak-hak hasasi hmanusia 

hdalam hnegara hhukum hdiakui hdan hdilaksanakan hdalam 

hketerpaduan hdengan hjaminan hkepentingan hrakyat 

hbanyak. hPrinsip hkeseimbangan hperlindungan 
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hkepentingan hdalam hhukum hmerupakan hperwujudan 

hdari hjaminan hhak haasi hmanusia hberdasarkan hPancasila. 

Menurut hSoediman hKartohadiprodjo hdengan 

hberdasar hpada hsila hpertama hPancasila: hKetuhan hYang 

hMaha hEsa, hmanusia hdiciptakan hTuhan hYang hMaha 

hPencipta hsebagai hmahluk hindividualis htetapi hsebagai 

hsatu hkesatuan hkelompok hmanusia hyaitu hkeluarga.46
 

hManusia hIndonesia htidak hmenganggap hdirinya h“born 

hfree” htanpa hikatan hapapun, htetapi hberada hdalam hikatan 

hTuhannya, hdengan hsaudara-saudaranya, hdengan 

hsesamanya hdan hdengan hbangsanya. hMasing-masing 

hanggota hkeluarga hsebagai hindividu hdiakui hdan hdihargai 

hhak-haknya, hnamun hjuga hmasing-masing hanggota 

hkeluarga hmempunyai hkewajiban huntuk 

hmempertahankan hdan hmelindungi hkepentingan 

hkeluarga. hBegitu hpula hdengan hnegara hhukum hPancasila 

hyang hdigambarkan hsebagai hsatu hkeluarga hbesar. hHak 

hatau hkebebasan hseseorang htersebut hditentukan holeh 

hfungsi hatau htugas hyang hdijalankannya. hKebebasan 

hmanusia hyang hutama hdigunakan huntuk hmelakukan 

htugasnya hmasing-masing hsebagai hmanusia, hyaitu 

hmengembangkan hdan hmempertahankan hkodrat hdan 

hmartabat hsebagai hmanusia hciptaan hTuhan. hHak-hak 

hasasi hmanusia hbukan hmerupakan htitik htolak hdari 

hfilsafatnya htetapi hsebagai halat huntuk hmelaksanakan 

hsegala htugasnya hsebagai hmanusia hdengan hsebaik-

baiknya. 

Berkaitan hdengan hhak hasasi hatau hkebebasan 

huntuk hberagama hdalam hnegara hhukum hPancasila hhak 

hasasi hatau hkebebasan hberagama hdipahami hdalam harti 

hpositif, hyaitu hmengakui hadanya hTuhan hdan htidak 

hmengakui hateisme. hHal hini hberbeda hdengan hkonsep 

hkebebasan hberagama h(freedom hof hreligion) hdalam 

hkonsep hrechtsstaat hdan hrule hof hlaw hyang hdipahami hbaik 
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hdalam harti hpositif hmaupun hdalam harti hnegatif, hyaitu 

hmengakui htidak hadanya hTuhan hatau hateisme. 

2) Pembagian hkekuasaan 

Negara hhukum hPancasila hberdasarkan hUUD 

h1945 htidak hmenganut hpemisahan hkekuasaan 

hsebagaimana hajaran hMonstesquieu htentang htrias 

hpolitica, hyaitu: hkekuasaan hnegara hterbagi hdalam 

hkekuasaan hlegislatif h(kekuasaan hmembentuk hundang-

undang), hkekuasaan heksekutif h(kekuasaan 

hmenjalankan hundang-undang), hdan hkekuasaan 

hyudikatif h(kekuasaan hmengadili). 

3) Ketiga hkekuasaan hatau htrias hpolitica htersebut hharus 

hdipisah hagar hdapat htercapai hkeaamanan hyang hsebesar-

besarnya hdalam hnegara. 

4) Kekuasaan hmengatur hhubungan hinternasional hbukan 

hsuatu hkekuasaan htersendiri, htetapi hkekuasaan htersebut 

hjuga hterbagi hdalam hkekuasaan hlegislatif, heksekutif, hdan 

hyudikatif. 

Negara hhukum hPancasila hberdasarkan hUUD 

h1945 hmenganut hpembagian hkekuasaan hyang hada hpada 

hlembaga-lembaga hMajelis hPermusyawaratan hRakyat 

h(DPR), hDewan hPerwakilan hDaerah h(DPD), hPresiden, 

hBadan hPemeriksa hKeuangan h(BPK), hdan hMahkamah 

hAgung h(MA). hNegara hIndonesia h hsebagai hnegara hhukum 

hmengaur hkekuasaan hyang hada hpada hlembaga-lembaga 

htersebut hberdasarkan hKonstitusi hsebagaimana hdiatur 

hdalam hUUD h1945. 

Berdasarkan hketentuan hPasal h20 hayat h(1) hUUD 

h1945 hkekuasaan hlegislatif hyaitu hkekuasaan 

hmembentuk hundang-undang hdinyatakan hsebagai 

hkekuasaanDPR. hWalaupun hdemikian hlembaga-lembaga 

hMPR, hDPD, hdan hPresiden hjuga hmempunai hkekuasaan 

hyang hberkaitan hdengan hkekuasaan hlegislatif hyaitu hMPR 

hmempunyai hkekuasaan hmengubah hdan hmenetapkan 

hUUD, hDPD hmempunyai hkekuasaan husul hrancangan 

hpembentukan hUU, hdan hPresiden hmempunyai 
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hkekuasaan hmengajukan hRUU, hbersama-sama hDPR 

hmembentuk hUU, hmembentuk hPeraturan hPemerintah 

hPengganti hUndang hUndang hdan hPeraturan hPemerintah, 

hsebagaimana hdiatur hdalam hPasal h3 hayat h(1) h, hPasal h5, 

hPasal h20, hPasal h21, hdan hPasal h22D hUUD h1945. 

MPR hmempunyai hkekuasaan huntuk hmengontrol 

hkekuasaan heksekutif hyang hada hpada hPresiden hdengan 

hmemberhentikan hdalam hmasa hjabatannya,demikian 

hpula hDPR hjuga hmempunyai hkekuasaan huntuk 

hmengontrol hlembaga heksekutif hdalam hhal hini hPresiden 

hmelalui husul hDPR huntuk hmemberhentikan hPresiden 

h(Pasal h7A), hhak hinterpelasi, hhak hangket, hdan hhak 

hmenyatakan hpendapat h(Pasal h20A). hPeraturan 

hPemerintah hPengganti hUndangUndang hyang 

hditetapkan hPemerintah huntuk hmenjadi hUndangUndang 

hjuga hharus hmendapatkan hpersetujuan hDPR. hNamun 

hsebaliknya hkekuasaan heksekutif htidak hdapat 

hmengontrol hkekuasaan hlegislatif. hPasal h7C hUUD h1945 

hmenyatakan hbahwa hPresiden htidak hdapat 

hmembekukan hdan/atau hmembubarkan hDPR. 

Kekuasaan hlegislatif hjuga hmendapat hkontrol 

hmelalui hkekuasaan hyudikatif holeh hlembaga hyudisial. 

hJudicial hreview hdapat hdilakukan hdua hjalur, hyaitu 

hpertama, hmelalui hMahkamah hKonstitusi hyang hakan 

hmelakukan hconstitutional hreview hdengan hmenguji 

hUndang-Undang hterhadap hKonstitusi hUUD h1945 hdan 

hkedua, hmelalui hMahkamah hAgung huntuk hmenguji 

hperaturan hperundang-undangan hyang hhierarkinya 

hlebih htinggi. hMahkamah hKonstitusi hdalam hmemutus huji 

hmateriil hhanya hboleh hmembatalkan hhal-hal hyang 

hbertentangan hdengan hisi hUUD. 

Mahkamah hKonstitusi htidak hboleh hmembuat 

hpengaturan huntuk hhal-hal hyang hdinyatakan 

hbertentangan hdengan hUUD hkarena hhal htersebut htetap 

hmerupakan hkompetensi hlembaga hlegislatif hdan htidak 

hboleh hmembatalkan hisi hUU hyang hpengaturannya 
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hmenurut hUUD hdiserahkan hkepada hlegislatif huntuk 

hmenentukan hsendiri.47 

1) Pemerintah hberdasarkan hhukum hyang hberlaku hbaik 

htertulis hmaupun htidak htertulis 

Hukum hbagi hbangsa hIndonesia htidak hhanya 

hhukum htertulis htetapi hjuga hmengakui hadanya 

hhukum hyang htidak htertulis. hHukum hadat hsebagai 

hbentuk hhukum htidak htertulis huntuk hbeberapa 

hdaerah hdi hIndonesia hmasih heksis hdan hmenjadi 

hsumber hhukum hdisamping hperaturan hperundang-

undangan hyang hdibentuk holeh hkekuasaan 

hlegislatif. hPenyelenggaraan hkekuasaan heksekutif 

hdengan hdemikian htidak hhanya hdidasarkan hpada 

hperaturan hperundang-undangan hyang hmembatasi 

hkekuasaan heksekutif htetapi hjuga hhukum htidak 

htertulis. 

Berdasarkan hketentuan hPasal h4 hUUD h1945 

hdapat hdikatakan hbahwa hkekuasaan hpemerintahan 

hnegara hIndonesia hberdasar hatas hsistem hkonstitusi 

hdan hbukan hberdasar hatas hwetmatig hbestuur hatau 

hrechtmatig hbestuur. hPenyelenggaraan 

hpemerintahan hberdasarkan hKonstitusi hlebih 

hlanjut hdiatur hdalam hUndang hUndang. 

2) Kekuasaan hkehakiman hyang hmerdeka hterlepas 

hdari hkekuasaan hpemerintah 

Kekuasaan hkehakiman hbersifat 

hindependen hdan htidak hdapat hdikontrol hbaik holeh 

hkekuasaan hlegislatif hmaupun hkekuasaan 

heksekutif. hKekuasaan hkehakiman hadalah 

hkekuasaan hyang hmerdeka huntuk 

hmenyelenggarakan hperadilan hguna hmenegakkan 

hhukum hdan hkeadilan hPasal h24 hayat h(1). 

hSelanjutnya hkekuasaan hkehakiman hyang hmerdeka 

hdiatur hlebih hlanjut hdalam hUndangUndang hNomor. 
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h48 hTahun h2009 htentang hKekuasaan hKehakiman. 

hPasal h3 hUndangUndang hKekuasaan hKehakiman 

hmengatur hkewajiban hhakim hdan hhakim hkonstitusi 

huntuk hmenjaga hkemandirian hhakim hdan hlarangan 

hcampur htangan hpihak-pihak hdi hluar hkekuasaan 

hkehakiman hdalam hurusan hperadilan. 

 

1. Kebijakan hPemberantasan hKorupsi 

Intruksi hPresiden hNomor h5 hTahun h2004, 

hpemberantasan hkorupsi hharus hmenjadi hprioritas. hKinerja 

hlembaga hpenegak hhukum hmenjadi hpra hsyarat htuntasnya 

hpemberantasan htindak hpidana hkorupsi hdi hIndonesia. hPranata 

hhukum hpemberantasan hkorupsi hdan hPasal h2 hayat h(1) hUUD 

h1945 hmerupakan hpranata hhukum hyang hmenunjang 

hpemberantasan htindak hpidana hkorupsi. 

Dalam hdefinisi hyang hberbeda hPasal h1 hangka h1 

hUndangUndang hNomor h28 hTahun h1999 htentang 

hPenyelenggaraan hNepotisme hmenentukan, hbahwa 

hPenyelenggaraan hNegara hadalah hPejabat hNegara hyang 

hmenjalankan hfungsi heksekutif, hlegislatif, hdan hyudikatif, 

hpejabat hlain hyang hfungsi hdan htugas hpokoknya hberkaitan 

hdengan hpenyelenggaraan hnegara hsesuai hdengan hketentuan 

hperaturan hperundang-undangan hyang hberlaku. 

Inpres htersebut hditindaklanjuti hdengan hRencana hAksi 

hNasional hPemberantaan hKorupsi htahun h2004-2009 hsebagai 

hlangkah huntuk hmewujudkan hkesamaan hpersepsi, hkesamaan 

htujuan hdan hkesamaan hrencana htindak hdalam hpemberantasan 

hkorupsi, hyang hkemudian hdiperjelas hdengan hInpres hNomor 

h17 hTahun h2011. 

Rencana hAksi hNasional hPemberantasan hKorupsi 

htahun h2004-2009 hkemudian hdilanjutkan hdengan 

hdiluncurkannya hStrategi hNasional hdan hRencana hAksi h 

hPemberantasan hKorupsi h(Stranas hPK) h2010-2025,yang 

hsekaligus hmerupakan hpenyesuaian hterhadap hKonvensi hAnti 

hKorupsi hPBB hTahun h2003 hyang htelah hdiratifikasi hIndonesia. 
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Berbeda hdengan hsebelumnya, hStranas hPK h2010-2025 

htelah hmasuk hdalam hRencana hPembangunan hJangka 

hMenengah hNasional h(RPJMN), hsehingga hInstansi hPemerintah 

hbaik hKementerian/Lembaga hmaupun hinstansi hdi hdaerah 

hwajib hmelaksanakan, hdimana hnantinya hakan hada hpunishand 

hreward h(hukuman hdan hpenghargaan) hserta haudit hkinerja. 

Stranas hPK h2010-2025 hini hmemiliki hvisi hatau htujuan 

hyaitu hterbangunnya htata hpemerintahan hyang hbebas hdari 

hpraktik-praktik hkorupsi hdengan hdaya hdukung hkapasitas 

hpencegahan hdan hpenindakan hserta hsistem hintegritas hyang 

hterkonsolidasi hsecara hnasional. 

Hampir hsemua hnegara hmengakui hadanya hasas 

hpersamaan hdidepan hhukum hatau hequality hbefore hthe hlaw 

h(persamaan hdi hdepan hhukum), hseperti hasas hhukum hrule hof 

hlaw hyang hdipakai hdalam hnegara hAnglo hSaxon hbahwa hrule hof 

hlaw hmelingkupi hsupremacy hof hlaw h(kedaulatan hhukum), 

hequality hbefore hthe hlaw, hconstitution hbased hon hhuman hrights 

h(UUD hberdasarkan hhak hasasi hmanusia).48
 hSecara heksplisit 

hUUD h1945 hjuga hmenganut hprinsip htersebut, hterdapat h3 

h(tiga) hpasal hdalam hUUD h45, hyakni hPasal h27 hayat h(1), hPasal 

h28-D hayat h(1), hdan hPasal h28 hI hayat h(2). hPasal h27 hayat h(1) 

hUUD h45 hmenyebutkan, h“Segala hwarga hnegara hbersamaan 

hkedudukannya hdi hdalam hhukum hdan hpemerintahan hdan 

hwajib hmenjunjung hhukum hdan hpemerintahan hitu hdengan 

htidak hada hkecualinya.”Kemudian hPasal h28D hayat h(1) 

hberbunyi, h“Setiap horang hberhak hatas hpengakuan, hjaminan, 

hperlindungan, hdan hkepastian hhukum hyang hadil hserta 

hperlakuan hyang hsama hdi hhadapan hhukum”.Selanjutnya hPasal 

h28 hI hayat h(2) hmengatakan: h“Setiap horang hberhak hbebas hdari 

hperlakuan hyang hbersifat hdiskriminatif hatas hdasar hapa hpun 

hdan hberhak hmendapatkan hperlindungan hterhadap 

hperlakuan hyangbersifat hdiskriminatif hitu.” 

Prinsip hpersamaan hdi hdepan hhukum h(equality hbefore 

hthe hlaw) hdiatur hdalam hPenjelasan hUmum hbutir h3e 

                                                            
48 Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. 

Bina Ilmu: Surabaya. hlm. 72. 
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hUndangUndang hNomor h8 hTahun h1981 htentang hHukum 

hAcara hPidana h(KUHAP) hdan hPasal h4 hayat h(1) hUndangUndang 

hNomor h48 hTahun h2009 htentang hkekuasaan hKehakiman hyang 

hmenyatakan: h“pengadilan hmengadili hmenurut hhukum 

hdengan htidak hmembeda-bedakan horang.” 

Prinsip hini hbermakna hsetiap horang hharus 

hmendapatkan hperlakuan hyang hsama hdi hhadapan hhukum, 

htanpa hmembeda-bedakan hsuku, hagama, hras, hdan 

hkedudukannya hdalam hmasyarakat. hSiapa hpun hyang 

hmelanggar hhukum hharus hmendapat hperlakuan hyang hsama 

htanpa hada hperbedaan h(equal htreatment hor hequal hdeadling), 

hharus hmendapat h“perlindungan” hyang hsama holeh hhukum 

h(equal hprotection hon hthe hlaw), hdan hharus hmendapatkan 

h“perlakuan hkeadilan” hyang hsama hdi hbawah hhukum h(equal 

hjustice hunder hthe hlaw). 

Menurut hM. hYahya hHarahap49
 hprinsip hequality hbefore 

hthe hlaw hmerupakan hsalah hsatu hprinsip hpenegakan hhukum 

hyang hdiamanatkan holeh hKUHAP, hyang hdilekatkan hsebagai 

hsalah hsatu hmata hrantai hhak hasasi hmanusia. hSebagai hsalah 

hsatu hbagian hdari hhak hasasi hmanusia, hprinsip hini hsecara htegas 

hdiakui hkeberadaannya holeh hPasal h28D hayat h(1) hUUD h45 

hbahwa: h“setiap horang hberhak hatas hpengakuan, hjaminan, 

hperlindungan, hdan hkepastian hhukum hyang hadil hserta 

hperlakuan hyang hsama hdi hhadapan hhukum.” hBerdasarkan 

hketentuan hitu, hsetiap hwarga hnegara hIndonesia hbaik hitu 

hwarga hnegara hbiasa hmaupun hpejabat hnegara, hketika 

hmenghadapi hproses hhukum hharus hdipandang hsama htanpa 

hada hdiskrimasi hdalam hperlakuan hdan hperlindungan hhukum. 

Prinsip hini hjuga hdiatur hdalam hPasal h27 hayat h(1) hUUD 

h1945 hyang hmenyatakan: h“segala hwarga hnegara hbersamaan 

hkedudukannya hhukum hdan hpemerintahan, hdan hwajib 

hmenjunjung hhukum hdan hpemerintahan hdengan htidak hada 

hkecualinya”. hMakna hyang hterkandung hdalam hketentuan 

                                                            
49 M. Yahya Harahap. 2003. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan 

KUHAP: Penyindikan dan Penuntutan.cetakan kelima. Sinar Grafika:Jakarta. hlm. 2 
 



 

 

Konsep Hukum Anti Korupsi │  51 

htersebut hadalah hsemua hwarga hnegara hRepublik hIndonesia 

hmempunyai hpersamaan hhak hdan hkewajiban hdi hdalam hhukum 

hdan hperadilan hserta hdi hdalam hpemerintahan, htanpa 

hkecuali.Di hNegara hKesatuan hRepublik hIndonesia htidak hboleh 

hterjadi hdiskriminasi hterhadap hpara hwarganya hberkenaan 

hdengan hhukum hdan hpemerintahan. hBahkan htafsiran hdan 

hpersepsi hmengenai hpasal hini hsepanjang hmengenai hprinsip 

hpersamaan hberlaku hbagi hsiapapun, hapakah hia hseorang hwarga 

hnegara hatau hbukan, hselama hmereka hadalah hpenduduk 

hNegara hKesatuan hRepublik hIndonesia, hmereka hwajib htunduk 

hpada hhukum hyang hberlaku hdi hNegara hRepublik hIndonesia 

hdan hmereka hdiperlakukan hsama hdi hhadapan hpengadilan 

h(equal hbefore hthe hlaw hand hthe hcourt). 

Tidak hada hperbedaan hdi hhadapan hhukum, hbaik 

htersangka/terdakwa hdan haparat hpenegak hhukum. hMereka 

hsama-sama hmempunyai hhak hdan hkewajiban hsesuai 

hkedudukannya hmasing- hmasing hdalam hrangka hmencari hdan 

hmewujudkan hkebenaran hdan hkeadilan. hSiapa hsaja hyang 

hmelakukan hpelanggaran hhukum hakan hmendapat hperlakuan 

hyang hsama htanpa hperbedaan. h 

Peraturan hhukum hyang hditerapkan hkepada hseseorang 

hmesti hditerapkan hkepada horang hlain hdalam hkasus hyang hsama 

htanpa hmembedakan hpangkat, hgolongan, hagama hdan 

hkedudukan. hInilah hsalah hsatu hprinsip hpenegakkan hhukum 

hyang hdiamanatkan hKUHAP, hyang hdilekatkan hsebagai hsalah 

hsatu hmata hrantai hHak hAsasi hManusia hyakni: hequal hbefore hthe 

hlaw. hOleh hkarena hitu hsetiap horang hharus hdiperlakukan 

hsecara hsama htanpa hdiskriminasi hdalam hperlakuan hdan 

hperlindungan hhukum. 

Walaupun hprinsip hpersamaan hdi hdalam hhukum hdan 

hpemeintahan htelah hjelas hmenjadi hhak hsegala hwarga hnegara 

hdengan htanpa hkecuali hberdasarkan hUUD h1945, hKUHAP hdan 

hUndang hUndang hKekuasaan hKehakiman, hnamun hbeberapa 

hperaturan hperundang-undangan hmemberikan hperlakuan 

hyang hberbeda hterhadap hpejabat hnegara hdalam hproses 

hpenegakkan hhukum hpidana. 
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Proses hpenegakan hhukum hharus hefektif hdan hefisien 

hsesuai hdengan hmaksud hdari htujuan hsistem hperadilan hpidana 

hsebagai hoperasionalisasi hdari hsistem hhukum hIndonesia hyang 

hmeliputi hkepastian hhukum, hkeadilan hdan hkesejahteraan 

hmasyarakat. hSistem hPeradilan hSederhana, hCepat hdan hBiaya 

hRingan h(Constante hJustitie). 

Asas hcontante hjustitie hdiatur hdalam hPasal h4 hayat h(2) 

hdan hPasal h4 hayat h(2) hUndang hUndang hNomor h48 hTahun 

h2009 htentang hKekuasaan hKehakiman hserta hPenjelasan 

hUmum hbutir h3 he hUndang hUndang hNomor h8 hTahun h1981 

htentang hHukum hAcara hPidana h(KUHAP). hPasal h4 hayat h(1) 

hUndang hUndang hNomor h48 hTahun h2009 hmenyatakan 

h“peradilan hdilakukan hdengan hsederhana, hcepat hdan hbiaya 

hringan.” 

Sementara hitu hPasal h4 hayat h(2) hUndang hUndang 

hNomor h48 hTahun h2009 hberbunyi: h“pengadilan hmembantu 

hmencari hkeadilan hdan hberusaha hmengatasi hsegala hhambatan 

hdan hrintangan huntuk hdapat htercapainya hperadilan hyang 

hsederhana, hcepat hdan hbiaya hringan.” 

Asas hcontante hjustitie hmengandung hmakna hbahwa 

hpemeriksaan hdan hpenyelesaian hperkara, hmulai hdari htingkat 

hpenyelidikan, hpenyidikan, hpenuntutan, hpemeriksaan holeh 

hpengadilan hsampai heksekusi hharus hdilakukan hdengan hcara 

hyang hefektif hdan hefisien. hTidak hbertele-tele hdan hberbelit-

belit hyang hdapat hmenimbulkan hketidakpastian hmengenai 

hstatus hperkara hdan horang-orang hyang hterkait hdengan 

hperkara hitu. hKetentuan hini hdimaksudkan huntuk hmemenuhi 

hharapan hpara hpencari hkeadilan hagar hmendapatkan 

hkepastian hhukum hdengan hsegara. 

Pengertian hyang hdimaksud hdengan h“sederhana” 

hadalah hpemeriksaan hdan hpenyelesaian hperkara hdilakukan 

hdengan hacara hyang hefisien hdan hefektif. hYang hdimaksud 

hdengan h“biaya hringan” hadalah hbiaya hperkara hyang hdapat 

hdijangkau holeh hmasyarakat, hnamun hdemikian hasas 

hsederhana, hcepat, hdan hbiaya hringan hdalam hpemeriksaan hdan 

hpenyelesaian hperkara hdi hpengadilan htidak 
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hmengesampingkan hketelitian hdan hkecermatan hdalam 

hmencari hkebenaran hdan hkeadilan.50
 hDi hdalam hKUHAP, hasas 

hcontante hjustitie hjuga hterkandung hdi hdalam hketentuan hyang 

hmengatur htentang hhak-hak htersangka hdan hterdakwa. hHal hini 

hdapat hdilihat hdalam hketentuan hPasal h50, hyang hmenyatakan: 

a. Tersangka hberhak hsegera hmendapat hpemeriksaan holeh 

hpenyidik hdan hselanjutnya hdapat hdiajukan hkepada 

hpenuntut humum. 

b. Tersangka hberhak hperkaranya hsegara hdimajukan hke 

hpengadilan holeh hpenuntut humum. 

c. Terdakwa hberhak hsegera hdiadili holeh hpengadilan. 

Ketentuan hini hbertujuan huntuk hmelindungi hhak-hak 

hasasi htersangka hdan hterdakwa, hmenjauhkan hkemungkinan 

hterkatung-katungnya hnasib hseseorang hyang hdisangka hatau 

hdidakwa hmelakukan htindak hpidana, hterutama hmereka hyang 

hdikenakan hpenahanan hjangan hsampai hlama htidak hmendapat 

hpemeriksaan holeh hpenyidik, hsehingga hdirasakan htidak 

hadanya hkepastian hhukum. h 

Selain hterkandung hdalam hPasal h50 hKUHAP, hprinsip 

hcontante hjustitie hsecara himplisit hjuga hterkandung hPasal h24 

hsampai hdengan hPasal h30 hKUHAP, hmengingat hhukum hacara 

hpidana hsebelumnya h(HIR) htidak hmengatur hbatas hwaktu 

hmasa hpenahanan. h 

Dengan hpembatasan hwaktu hpenahanan, hpembuat 

hundang-undang hberusaha hmembatasi hkemungkinan 

hterjadinya hkesewenang-wenangan haparat hpenegak hhukum 

hyang hbertindak hmengulur-ngulur hwaktu hpenyelesaian 

hperkara. hHarapan hpembuat hundang-undang hadalah 

hterlaksananya hperadilan hyang hsederhana hcepat hdan hbiaya 

hringan. 

Selain hUndang hUndang hKekuasaan hKehakiman hdan 

hKUHAP, hUndang hUndang hNomor h20 hTahun h2001 hTentang 

hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi hjuga hmengatur 

hmengenai hperadilan hsederhana, hcepat hdan hbiaya hringan, 

                                                            
50 Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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hyaitu hPasal h25 hyang hmenyatakan h“Penyidikan, hpenuntutan, 

hdan hpemeriksaan hdi hsidang hpengadilan hdalam hperkara 

htindak hpidana hkorupsi hharus hdidahulukan hdari hperkara hlain 

hguna hpenyelesaian hsecepatnya.” hkonsep hini hmerupakan 

hperwujudan hnegara hhukum hyakni hsistem hperadilan hyang 

hmelindungi hhak hasasi hmanusia hsebagai hpilar hnegara hhukum. 

 

2. Teori hPemidanaan h 

a. Pidana hdan hPemidanaan h 

Dalam hKamus hBesar hBahasa hIndonesia hEdisi hII 

hCetakan hIX, hdicantumkanpengertian h“pidana” hyaitu 

hhukum hkejahatan h(hukum huntuk hperkara 

hkejahatan/kriminal).51  

Moelyatno hmembedakan histilah h“pidana” hdan 

h“hukuman”. hBeliau htidaksetuju hterhadap histilah-istilah 

hkonvensional hyang hmenentukan hbahwa 

histilah“hukuman” hberasal hdari hkata h“straf” hdan histilah 

h“dihukum” hberasal hdari hperkataan“wordt hgestraft”. 

hBeliau hmenggunakan histilah hyang hinkonvensional, 

hyaitu“pidana”untuk hkata h“straf” hdan h“diancam hdengan 

hpidana” huntuk hkata h“wordgestraft”. hHal hini hdisebabkan 

hapabila hkata h“straf” hdiartikan h“hukuman”, hmakakata 

h“straf hrecht” hberarti h“hukum-hukuman”. h 

Menurut hMoelyatno, h“dihukum”berarti hditerapi 

hhukum, hbaik hhukum hperdata hmaupun hhukum hpidana. 

h“Hukuman”adalah hhasil hatau hakibat hdari hpenerapan 

hhukum htadi hyang hmempunyai harti hlebihluas, hsebab 

hdalam hhal hini htercakup hjuga hkeputusan hhakim hdalam 

hlapangan hhukum hperdata.52 

Hal hdi hatas hjuga hselaras hdengan hyang 

hdikemukakan holeh hSudarto, hbahwa“penghukuman” 

hberasal hdari hkata h“hukum” hatau h“memutuskan 

htentanghukumnya” h(berechten). h“Menetapkan hhukum” 

                                                            
51 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997.Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Edisi II Cetakan IX, Balai Pustaka:, Jakarta. hlm. 360. 
52Moelyatno.1985. Membangun Hukum Pidana. Bina Aksara: Jakarta. hlm. 

40. 
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huntuk hsuatu hperistiwa htidakhanya hmenyangkut hbidang 

hpidana hsaja, hakan htetapi hjuga hhukum hperdata. h 

Selanjutnya hjuga hdikemukakan holeh hbeliau, hbahwa 

histilah hpenghukumandapat hdisempitkan hartinya, hyakni 

hpenghukuman hdalam hperkara hpidana hyangkerap hkali 

hsinonim hdengan h“pemidanaan” hatau 

h“pemberian/penjatuhan hpidana”oleh hhakim. hMenurut 

hbeliau h“penghukuman” hdalam harti hyang 

hdemikianmempunyai hmakna hsama hdengan h“sentence” 

hatau h“veroordeling”. h 

Akhirnya hdikemukakan hBarda hNawawi hArief, 

hbahwa histilah h“hukuman”kadang-kadang hdigunakan 

huntuk hpengganti hperkataan h“straf”, hnamun 

hmenurutbeliau, histilah h“pidana” hlebih hbaik hdaripada 

hhukuman. hMenurut hWirjono hProdjodikoro, hkata 

h“hukuman” hsebagai histilah htidak hdapatmenggantikan 

hkata h“pidana”, hsebab hada histilah h“hukum hpidana” 

hdisamping“hukum hperdata” hseperti hganti hkerugian 

hberupa hpembayaran hsejumlah huang hataupenyitaan 

hbarang.53 

 

b. Tujuan hPemidanaan h 

Perkembangan hteori-teori htentang htujuan hpemidanaan 

hberkembang hseiringdengan hmunculnya hberbagai haliran-

aliran hdi hdalam hhukum hpidana hyang hmendasari 

hperkembangan hteori-teori htersebut. hPerihal hide hdari 

hditetapkannya htujuan hpidana hdan hpemidanaan hdapat hdilihat 

hdari hberbagai hteori-teori hpemidanaan hyang hdalam 

hperkembangannya hsebagai hberikut: 

a. Teori hAbsolut h/ hRetributive h(Retributism) 

Menurut hteori habsolut, hpidana hadalah hsuatu hhal 

hyang hmutlak hharus hdijatuhkan hterhadap hadanya hsuatu 

hkejahatan.Pidana hadalah hhal hyang htidak hmengenal 

                                                            
53 Wirdjono Prodjodikoro. 1976. AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia, PT 

Eresco: Bandung. hlm. 1. 
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hkompromi huntuk hdiberikan hsebagai hpembalasan 

hterhadap hsuatu hkejahatan.54 

Teori hretributivisme hmencari hpendasaran 

hhukuman hdengan hmemandang hke hmasa hlampau, hyaitu 

hmemusatkan hargumennya hpada htindakan hkejahatan 

hyang hsudah hdilakukan.Menurut hteori hini, hhukuman 

hdiberikan hkarena hsi hpelaku hharus hmenerima hhukuman 

hitu hdemi hkesalahannya. hHukuman hmenjadi hretribusi 

hyang hadil hbagi hkerugian hyang hsudah hdiakibatkan. 

Andi hHamzah hmengemukakan, hdalam hteori 

habsolut hatau hteori hpembalasan, hpidana htidaklah 

hbertujuan huntuk hyang hpraktis, hseperti hmemperbaiki 

hpenjahat. hKejahatan hitu hsendiri hyang hmengandung 

hunsur-unsur huntuk hdijatuhkannya hpidana.Pidana hsecara 

hmutlak hada, hkarena hdilakukannya hsuatu hkejahatan hdan 

htidak hperlu hmemikirkan hmanfaat hdari hpenjatuhan 

hpidana.55 

Menurut hteori habsolut, hpidana hadalah hsuatu hhal 

hyang hmutlak hharus hdijatuhkan hterhadap hadanya hsuatu 

hkejahatan. hPidana hadalah hhal hyang htidak hmengenal 

hkompromi huntuk hdiberikan hsebagai hpembalasan 

hterhadap hsuatu hkejahatan. 

Menurut hJohanes hAndenaes, htujuan hutama hdari 

hpidana hmenurut hteoriabsolut hadalah h“untuk hmemuaskan 

htuntutan hkeadilan”, hsedangkan hpengaruhnyayang 

hmenguntungkan hadalah hmerupakan htujuan hyang 

hkedua.56Tuntutan hkeadilan hyang habsolut hini hterlihat hjelas 

hdalam hpendapatImmanuel hKant hdi hdalam hbukunya 

h“Philosophy hof hLaw”. hKantmenyatakan hsebagai hberikut h: 

“ h. h. h. h. hpidana htidak hpernah hdilaksanakan hsemata-mata 

hsebagai hsarana huntukmempromosikan 

htujuan/kebaikan hlain, hbaik hbagi hsi hpelaku hitu hsendiri 

                                                            
54 Andi Hamzah. 1993.Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, 

Pradnya Paramita: Jakarta. hlm. 26. 
55 Ibid. 
56 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998.Teori-teori dan Kebijakan Pidana. 

Alumni: Bandung. hlm. 11. 
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hmaupunbagi hmasyarakat, htetapi hdalam hsemua hhal 

hharus hdikenakan hhanya hkarena horangyang 

hbersangkutan htelah hmelakukan hsuatu hkejahatan. 

hBahkan hwalaupun hseluruhanggota hmasyarakat 

hsepakat huntuk hmenghancurkan hdirinya 

hsendiri(membubarkan hmasyarakat), hpembunuh 

hterakhir hyang hmasih hberada hdalampenjara hharus 

hdipidana hmati hsebelum hresolusi/keputusan 

hpembubaranmasyarakat hitu hdilaksanakan.Hal hini 

hharus hdilakukan hkarena hsetiap horangseharusnya 

hmenerima hganjaran hdari hperbuatannya, hdan 

hperasaan hbalas hdendamtidak hboleh htetap hada hpada 

hanggota hmasyarakat, hkarena hapabila htidak 

hdemikianmereka hsemua hdapat hdipandang hsebagai 

horang hyang hikut hambil hbagian hdalampembunuhan hitu 

hyang hmerupakan hpelanggaran hterhadap hkeadilan 

humum.”57 

Selanjutnya hMuladi hdan hBarda hNawawi hArief 

hmenyatakan h 

bahwa hKant hmemandang hpidana hsebagai h“Kategorische 

hImperatief”, hyaitu hseseorang hharus hdipidana holeh hhakim 

hkarena hia htelah hmelakukan hkejahatan. hPidana hbukan 

hmerupakan hsuatu halat huntuk hmencapai htujuan, 

hmelainkan hmencerminkan h hkeadilan. hDengan hdemikian, 

hKant hberpendapat hbahwa hpidana hmerupakan hsuatu 

htuntutan hkesusilaan.58 

Nigel hWalker hmenyatakan hbahwa hpara hpenganut 

hteori hretributif hini hdapatpula hdibagi hdalam hbeberapa 

hgolongan, hyakni h: 

1) Penganut hteori hretributif hyang hmurni h(the hpure 

hretributivist) hyang hberpendapat hbahwa hpidana hharus 

hcocok hatau hsepadan hdengan hkesalahan hsipembuat; 

2)  hPenganut hretributif htidak hmurni h(dengan 

hmodifikasi), hyang hdapat hpula hdibagidalam h: 

                                                            
57Ibid. 
58Ibid. 
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a) Penganut hretributif hyang hterbatas h(the hlimiting 

hretributivist) hyangberpendapat hbahwa hpidana 

htidak hjarus hcocok/sepadan hdengan hkesalahan; 

hhanya hsaja htidak hboleh hmelebihi hbatas hyang 

hcocok/sepadan hdengan hkesalahan hterdakwa. 

b) Penganut hretributif hyang hdistributif h(retribution hin 

hdistribution), hdisingkat hdengan hteori hdistributive, 

hyang hberpendapat hbahwa hpidana 

hjanganlahdikenakan hpada horang hyang htidak 

hbersalah, htetapi hpidana hjuga htidak hharuscocok/ 

hsepadan hdan hdibatasi holeh hkesalahan. hPrinsip 

h“tiada hpidana htanpakesalahan” hdihormati, htetapi 

hdimungkinkan hadanya hpengecualian,misalnya 

hdalam hhal hstrict hliability.59 

Adapun hH.B. hVos hmembagi hteori habsolut hatau 

hteori hpembalasan hini hmenjadipembalasan hsubyektif 

hyaitu hpembalasan hterhadap hkesalahan hpelaku 

hkejahatandan hpembalasan hobyektif hyaitu 

hpembalasan hterhadap hakibat hyang hdiciptakan 

holehpelaku hterhadap hdunia hluar.60 

Selanjutnya hJohn hKaplan, hmembedakan hteori 

hretribution hini hmenjadi hdua hteori hyang hsebenarnya 

htidak hberbeda, htergantung hdari hcara hberpikir hpada 

hwaktu hmenjatuhkan hpidana, hyaitu hapakah hpidana hitu 

hdijatuhkan hkarena hkita h“menghutangkan hsesuatu 

hkepadanya” hatau hkarena h“ia hberhutang hsesuatu 

hkepada hkita”. hKedua hteori htersebut hadalah hyaitu h: 

a) Teori hpembalasan h(the hrevenge htheory); 

b) Teori hpenebusan hdosa h(the hexpiation htheory).61 

b. Teori hRelatif/ hTeleologis h(Teleological hTheory) 

Menurut hteori hini, hmemidana hbukanlah huntuk 

hmemuaskan htuntuan habsolute hdari hkeadilan.Pembalasan hitu 

hsendiri htidak hmempunyai hnilai, htetapi hhanyasebagai hsarana 

                                                            
59 Ibid. hlm 12 
60 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Op.cit.,hlm. 

24. 
61 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Loc.Cit. 
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huntuk hmelindungi hkepentingan hmasyarakat.Oleh hkarena hitu, 

hJ. hAndenaes hmenganggap hteori hini hdapat hdisebut hsebagai 

h“teori hperlindungan hmasyarakat” h(the htheory hof hsocial 

hdefence).62 

Dasar hpembenaran hdari hteori hini hadalah hadanya 

hpidana hterletak hpada htujuannya. hPidana hdijatuhkan hbukan 

hkarena horang hmembuat hkejahatan h(quia hpeccatum hest), 

hmelainkan hsupaya horang hjangan hmelakukan hkejahatan 

h(nepeccatur).63 

Berdasarkan htujuan hpidana hyang hdimaksudkan huntuk 

hpencegahan hkejahatan hini, hselanjutnya hdibedakan hdalam 

hprevensi hkhusus hyang hditujukan hterhadap hterpidana hdan 

hprevensi humum hyang hditujukan hterhadap hmasyarakat hpada 

humumnya. hVan hHammel hmenunjukkan hprevensi hkhusus 

hsuatu hpidana hialah hsebagai hberikut h: 

1) Pidana hharus hmemuat hsuatu hunsur hmenakutkan hsupaya 

hmencegah hpenjahat hyang hmempunyai hkesempatan, 

huntuk htidak hmelaksanakan hniat hburuknya. 

2) Pidana hharus hmempunyai hunsur hmemperbaiki hterpidana. 

3) Pidana hmempunyai hunsur hmembinasakan hpenjahat hyang 

htidak hmungkin hdiperbaiki. 

4) Tujuan hsatu-satunya hsuatu hpidana hialah 

hmempertahankan htata hcara htertib hhukum. 

Berkaitan hdengan hprevensi humum, hmaka hmenurut 

hJohanes hAndenaes, hadatiga hbentuk hpengaruh hdalam 

hpengertian hprevensi humum hatau hgeneral hprevention,yaitu h: 

1) Pengaruh hpencegahan; 

2) Pengaruh huntuk hmemperkuat hlarangan-larangan hmoral; 

3) Pengaruh huntuk hmendorong hkebiasaan hperbuatan hpatuh 

hpada hhukum.64 

Van hBemmelen hmengemukakan hsesuatu hyang 

hberbeda. hMenurutnya, hSelainprevensi hspesial hdan hprevensi 

                                                            
62 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm 17. 
63 Ibid. hlm 16. 
 
64 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal 18. 



60  │ Dr. Abnan Pancasilawati, S.Ag, M.Ag. 

hgeneral, hada hsatu hhal hlagi hyang hjuga htermasuk hdalam 

hgolongan hteori hrelatif hini, hyaitu hsesuatu hyang hdisebutnya 

hsebagai h“dayauntuk hmengamankan”.Dalam hhal hini 

hdijelaskan hbahwa hmerupakan hkenyataan,khususnya hpidana 

hpencabutan hkemerdekaan, hlebih hmengamankan 

hmasyarakatterhadap hkejahatan hselama hpenjahat htersebut 

hberada hdi hdalam hpenjara hdari hpada hkalau hdia htidak hdalam 

hpenjara.65 

c. Teori hRetributive hTeleologis h(Teleological hRetributivist) h/ 

hTeori hGabungan 

Di hsamping hpembagian hsecara htradisional hterhadap 

hteori-teori hpemidanaan hseperti hyang hdikemukakan hdi hatas, 

hyaitu hteori habsolut hdanteori hrelatif, hterdapat hlagi hteori hketiga 

hyang hmerupakan hgabungan. 

Menurut hAndi hHamzah, hteori hgabungan hini hbervariasi 

hjuga. hAdayang hmenitikberatkan hpembalasan hdan hada hpula 

hyang hmenginginkan hsupaya hunsur hpembalasan hseimbang 

hdengan hunsur hprevensi.66 

Van hBemmelen hmerupakan hsalah hsatu htokoh hdari 

hpenganut hteori hgabungan hyang hmenitik hberatkan hpada 

hunsur hpembalasan. hBeliau hmengatakan h: h“Pidana hbertujuan 

hmembalas hkesalahan hdan hmengamankan hmasyarakat. 

hTindakan hbermaksud hmengamankan hdan 

hmemeliharatujuan. hJadi hpidana hdan htindakan hkeduanya 

hbertujuan hmempersiapkan huntuk hmengembalikan hterpidana 

hke hdalam hkehidupan hmasyarakat.”67 

Dalam hhal hteori hgabungan hyang hmenginginkan 

hsupaya hunsur hpembalasan hseimbang hdengan hunsur 

hprevensi, hmaka hAndi hHamzah hmengemukakan hbahwa hteori 

hini htidak hboleh hlebih hberat hdaripada hyang hditimbulkannya 

hdan hgunanya hjuga htidak hboleh hlebih hbesar hdaripada hyang 

hseharusnya. hSelanjutnya hdiketengahkan hjuga holeh hbeliau, 

hbahwa hteoriini hsejajar hdengan hteori hThomas hAquino hyang 

                                                            
65 Ibid. 19. 
66 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Op.cit., hln. 

31. 
67 Ibid. hlm 32. 
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hmengatakan hbahwa hkesejahteraan humum hmenjadi hdasar 

hhukum hundang-undang hpidanak hhususnya.68 

Menurut hMuladi, hterdapat hbeberapa hpenulis-penulis 

hlain hyang hberpendirian hbahwa hpidana hmengandung 

hberbagai hkombinasi htujuan hyaitu hpembalasan, hprevensi 

hgeneral hserta hperbaikan hsebagai htujuan hpidana. hMereka 

hadalah hBinding, hMerkel, hKohler, hRichard hSchmid hdan 

hBeling.69
 hDengan hdemikian, hpada humumnya hpara hpenganut 

hteori hgabungan hmempunyai hpaham hbahwa hdalam hsuatu 

hpidana hterkandung hunsur hpembalasan hdan hunsur 

hperlindungan hmasyarakat. hAdapun htitik hberat hmaupun 

hkeseimbangan hdiantara hkedua hunsur htersebut htergantung 

hdari hmasing-masing hsudut hpandang hpenganut hteori 

hgabungan hini. 

Di hsamping hitu, hmenurut haliran hini hmaka htujuan 

hpemidanaan hbersifat hplural(umum), hkarena 

hmenghubungkan hprinsip-prinsip hteleologis h(prinsip-prinsip 

hutilitarian) hdan hprinsip-prinsip hretributivist hdi hdalam hsatu 

hkesatuan hsehingga hseringkali hpandangan hini hdisebutsebagai 

haliran hintegrative. 

Pandangan hini hmenganjurkan hadanya hkemungkinan 

huntuk hmengadakan hartikulasi hterhadap hteori hpemidanaan 

hyang hmengintegrasikan hbeberapa hfungsi hsekaligus, hmisalnya 

hpencegahan hdan hrehabilitasi, hyang hkesemuanya hdilihat 

hsebagai hsaran-saran hyang hharus hdicapai holeh hsuatu hrencana 

hpemidanaan.70
 hBerkaitan hdengan hmasalah htujuan hatau 

hmaksud hdiadakannya hpidana, hJohn hKaplan hmengemukakan 

hadanya hbeberapa hketentuan hdasar-dasar hpembenaran 

hpidana, hyaitu h: 

1) untuk hmenghindari hbalas hdendam h(avoidance hof hblood 

hfeuds); 

2) Adanya hpengaruh hyang hbersifat hmendidik h(the heducation 

heffect); 

                                                            
68 Ibid. 
69 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Loc.cit. 
70Muladi, Op.cit. hlm.51. 
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3) Mempunyai hfungsi hmemelihara hperdamaian h(the hpeace-

keeping hfunction).71 

 

B. Pengertian hDan hKonsepsi hTentang hKorupsi h h(TPK) 

1. Pengertian hdan hKonsepsi hMengenai hKorupsi 

Istilah hkorupsi hberasal hdari hbahasa hlatin hyakni 

hcoruptio hatau hcorruptus hyang hdisalin hdalam hberbagai hbahasa 

hmisalnya; hdalam hbahasa hInggris hmenjadi hcorruption hdan 

hcorrupt, hdalam hbahasa hprancis hmenjadi hcorruption hdan 

hdalam hbahasa hBelanda hdengan histilah hcorruptie, hagaknya 

hdalam hbahasa hBelanda hitu hpula hlahir hkata hkorupsi hdalam 

hbahasa hIndonesia hsecara hharfiah histilah htersebut hberarti 

htindak hpidana hkorupsi hberasal hdari hkata h“tindak hpidana” hdan 

hkata h“korupsi”.72Atau hsegala hmacam hperbuatan hyang htidak 

hbaik.73Asal hkata hkorupsi hberasal hdari hkata hcorrumpere. hDari 

hbahasa hlatin hinilah hkemudian hditerima holeh hbanyak hbahasa 

hdi hEropa, hseperti: hdalam hbahasa hInggris hmenjadi hcorruption 

hatau hcorrupt, hsedangkan hdalam hbahasa hBelanda, hmenjadi 

hcorruptio. hArti hharfiah hdari hkorupsi hadalah hkebusukan, 

hkeburukan, hkebejatan, hketidakjujuran, htidak hbermoral, 

hpenyimpangan harti hdari hkesucian, hdapat hdisuap, hkorupsi 

hadalah hperbuatan hyang hburuk hseperti hpenggelapan huang, 

hpenerimaan huang hsogok hdan hsebagainya.74 

 hDalam hEnsiklopedia hIndonesia: hkorupsi hadalah hgejala 

hdimana hpara hpejabat hbadan-badan hNegara 

hmenyalahgunakan hterjadinya hpenyuapan, hpemalsuan hserta 

hketidakberesan hlainnya. hsedangkan harti hharfiah hdari hkorupsi 

hdapat hberupa h: 

a. Kejahatan, hkebusukan, hdapat hdisuap, htidak hbermoral, 

hkebejatan hdan hketidakjujuran. 

                                                            
71John Kaplan, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief.Op. cit., hlm. 20 
 
72 Fockema Andrea. 1983. Kamus Hukum. Bina Cipta : Bandung. huruf c 
73 Andi Hamzah. 1991. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia 

Indonesia: Jakarta. hlm.7. 
74 Poerwadarminta. 1999. Kamus bahasa Indonesia. Bali Pustaka: 

jakarta.hlm. 543. 
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b. Perbuatan hyang hburuk hseperti hpenggelapan huang, 

hpenerimaan huang hsogok hdan hsebagainya. 

c. Perbuatan hyang hkenyataan hyang hmenimbulkan hkeadaan 

hyang hbersifat hburuk. 

d. Penyuapan hdan hbentuk-betuk hketidakjujuran 

e. Sesuatu hyang hdikorup, hseperti hkata hyang hdiubah hatau 

hdiganti hsecara htidak htepat hdalam hsatu hkalimat 

f. Pengaruh-pengaruh hyang hkorupsi.75 

Dalam hhal htindak hpidana hkorupsi hsebagaimana 

hdimaksud hdalam hPasal h2 hayat h(1) hUndangUndang hNomor 

h20Tahun h2001tentang hPemberantasan hTindak hPidana 

hKorupsi h“setiap horang hyang hsecara hmelawan hhukum 

hmelakukan hperbuatan hmemperkaya hdiri hsendiri hatau horang 

hlain hatau hsuatu hkoorporasi hyang hdapat hmerugikan hkeuangan 

hnegara hatau hperekonomian hnegara. hAncaman hpidananya 

hpenjara hmaksimal h hseumur hhidup hatau hpidana hpenjara 

hpaling hsingkat h4 h(empat) htahun hdan hpaling hlama h20 h(dua 

hpuluh) htahun hdan hdenda hpaling hsedikit hRp. h200.000.000 hdan 

hpaling hbanyak h1 hmilyar hrupiah”. 

Webster’s hThird hNew hInternasional hDictionary hdalam 

hbunga hrampai hkorupsi, hMochtar hLubis hmemberi hdefenisi 

htentang hkorupsi hsebagai: 

“Perangsang h(seorang hpejabat hpemerintah) hberdasarkan 

hitikad hburuk h(seperti hsuapan) hagar hia hmelakukan 

hpelanggaran hkewajibannya, hlalu hsuapan h(sogokan) 

hdiberi hdefenisi hsebagai h“hadiah, hpenghargaan, 

hpemberian hatau hkeistimewaan hyang hdianugrahkan hatau 

hdijanjikan hdengan htujuan hmerusak hpertimbangan hatau 

htingkah hlaku hterutama hdari hseorang hdengan hkedudukan 

hterpercaya h(sebagai hpejabat hpemerintah)”. 
 

David hH. hBaylay hmenguraikan hsebagaimana hdikutip 

hMuhtar hLubis h: 

Suapan hatau hsogokan hdan hkorupsi hsaling hterkait herat 

htetapi hbukan htak hdapat hdipisahkan, hseorang hyang 

                                                            
75 Lilik Mulyadi. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Ed. Kedua. Citra Aditya: 

Bandung. hlm.21-22. 
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hmenerima hsuapan hbersifat hkorup hatau hbejat, htetapi 

hseorang hyang htidak hmenerima hsuapan hpun hmungkin hsaja 

hbersifat hdemikian. hKorupsi, hmungkin hmencakup 

hnepotisme hatau hsifat hsuka hmemberi hjabatan hkepada 

hsaudara-saudara hatau hsanak hfamili hsaja, hserta 

hmengadakan hpenggelapan h(milik hnegara). hDalam hkedua 

hhal hterdapat hperangsang htidak hwajar, hjadi hkorupsi 

hsekalipun hkhusus hterkait hdengan hpenyuapan hatau 

hpenyogokan, hadalah histilah humum hyang hmencakup h 

hpenyalahgunaan hwewenang hsebagai hhasil hpertimbangan 

hdemi hmengejar hkeuntungan hpribadi hdan hini htidak husah 

hhanya hdalam hbentuk huang. hHal hini hsecara hbaik hsekali 

hdikemukakan hdalam hsebuah hlaporan hpemerintah hIndia 

htentang hkorupsi hdalam harti hseluas-luasnya, h“korupsi 

hmencakup hpenyalahgunaan hkekuasaan hserta hpengaruh 

hjabatan hatau hkedudukan histimewa hdalam hmasyarakat 

huntuk hmaksud-maksud hpribadi”.76 
 

Korupsi hjika hdikaitkan hdengan hbudaya hmalu hjelas 

htidak hakan hmembuat hpara hkoruptor hmalu hselama hia htidak 

hditangkap holeh haparat hpenegak hhukum. hPandanglah 

hsekeliling hdan hnilailah hsendiri htanpa hpermasalahan hasas 

hpraduga htak hbersalah, hdimana hbanyak horang hhidup hjauh 

hdiatas hkemampuannya hsebagai hPegawai hNegeri. 

Korupsi hsebagai hperilaku hyang hmenyimpang hdari 

hkewajiban-kewajiban hnormal hsuatu hperanan hjabatan 

hpemerintah, hkarena hkepentingan hpribadi h(keluarga, 

hgolongan, hkawan hakrab) hdemi hmengejar hstatus hdan hgengsi 

hatau hmelanggar hperaturan hdengan hjalan hmelakukan hatau 

hmencari hpengaruh hbagi hkepentingan hpribadi, hhal-hal 

htersebut hmeliputi htindakan hseperti; 

a. Penyuapan hatau hmemberi hhadiah hdengan hmaksud hhal-hal 

hpenyelewengan hpertimbangan hseseorang hdalam 

hkedudukan hpada hjawatan hdinas. 

b. Nepotisme hatau hkedudukan hsanak hsaudaranya hsendiri 

hdidahulukan hkhususnya hdalam hpemberian hjabatan hatau 

                                                            
76David H. Baylay dikutip dalam Muchtar Lubis dan Jemes C. Scott. 1984. 

Bunga Rampai Korupsi. LP3ES: Jakarta.hlm.87. 
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hmemberikan hperlindungan hdengan halasan hhubungan 

hasal husul hdan hbukannya hberdasarkan hpertimbangan 

hprestasi. 

c. Penyalahgunaan hatau hsecara htidak hsah hmenggunakan 

hsumber hpenghasilan hNegara huntuk hkepentingan 

hpribadi.77 

Robert hKlitgaard hmerumuskan hpengertian humum 

htentang hkorupsi hdengan hrumusnya hyang hterkenal h: hC= hM h+ hD 

h– hA, hyang hmempunyai hmakna: 

C= hCorupption h(korupsi) hadalah hfungsi hdari hmonopoli 

h(M= hMonopoli) hditambah hkewenangan h(D= hDiscretion) 

hlalu hdikurangi hakuntabilitas h(A= hAccountability). hJadi 

hkorupsi hterjadi hapabila hada hmonopoli hkekuasaan 

hditengah hketidak hjelasan haturan hdan hkewenangan, htetapi 

htidak hada hmekanisme hakuntabilitas hatau hpertanggung 

hjawaban hkepada hpublik.78 

Tidak hadanya hakuntabilitas hatau hpertanggung 

hjawaban hkeuangan hkepada hpublik hmaka hbisa hditebak hapa 

hyang hterjadi, hpejabat hmaupun hPegawai hNegeri hdapat hdengan 

hmudah hmelakukan hpenyelewengan hNegara. hKamus hBesar 

hBahasa hIndonesia hyang hdikeluarkan hDepartemen 

hPendidikan hdan hKebudayaan, hkorupsi hdiartikan hsebagai 

hpenyelewengan hatau hpenggelapan huang h(negara hatau 

hperusahaan hdan hsebagainya) huntuk hkeuntungan hpribadi 

hdan/atau horang hlain.79 

Baharuddin hLopa hmengemukakan hbahwa, hpengertian 

humum htentang hTindak hPidana hKorupsi, hsebagai hberikut; 

Korupsi hadalah hsuatu htindak hpidana hyang hberhubungan 

hdengan hpenyuapan, hmanipulasi hperbuatan-perbuatan 

hlainnya hsebagai hperbuatan hmelawan hhukum hyang 

hmerugikan hatau hdapat hmerugikan hkeuangan hnegara hatau 

                                                            
77S. Anwari. 2005. Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Sinar Grafika: 

Jakarta. hlm.7.  
78Robert Klidgard. 2002. Penuntutan Pemberantasan Korupsi dan 

Pemerintah Daerah.Yayasan Obor Indonesia.hlm.190. 
79Leden Marpaung. 2001. Tindak pidana Korupsi, pemberantasan dan 

Pencegahan. Djambatan: Jakarta. hlm.149. 



66  │ Dr. Abnan Pancasilawati, S.Ag, M.Ag. 

hperekonomian hnegara, hmerugikan hkesejahteraan hatau 

hkepentingan hrakyat humum. hPerbuatan hyang hmerugikan 

hkeuangan hatau hperekonomian hnegara hadalah hkorupsi 

hdibidang hmateril, hsedangkan hkorupsi hdibidang hpolitik 

hdapat hterwujud hberupa hmanipulasi hpemungutan hsuara 

hdengan hcara hpenyuapan, hintimidasi, hpaksaan, hdan hatau 

hcampur htanganyang hdapat hmempengaruhi hkebebasan 

hmemilih hkomersialisasi hpemungutan hsuara hpada 

hlembaga hLegislatif hatau hpada hputusan hyang hbersifat 

hadminstratif hdibidang hpelaksanaan hpemerintah.80 
 

Penggolongan hTindak hPidana hKorupsi hsebagai 

hpenggelapan hdana hpublik htidak hlain hdiakibatkan hkarena 

hpada humumnya hpelaku htindak hpidana hkorupsi hadalah 

hpejabat hpublik hserta hmempunyai hkedudukan hatau hjabatan 

hyang hpenting hpula. hPerbuatan hkorupsi hdikategorikan hjuga 

hsebagai hperbuatan hmelanggar hHak hAzasi hManusia h(HAM). 

hMenurut hMarwan hMas: h 

Mengenai hpenempatan hkorupsi hsebagai hpelanggaran 

hHAM hdalam hUndang-Undang hNomor h20 hTahun h2001, 

hkarena hdana hpembangunan hyang hdikorupsi hitu hmestinya 

hdapat hmemenuhi hhak heknomi hdan hhak hsosial hrakyat, 

htetapi hkarena hdikorupsi holeh hoknum hpejabat hatau haparat 

hnegara hsehingga hhak-hak hitu htidak hdinikmati hrakyat.81 
 

Muladi hmemberi halasan hmengapa htindak hpidana 

hkorupsi hbukan hlagi hkejahatan hbiasa htetapi hmerupakan 

hkejahatan hluar hbiasa hdisebabkan holeh: 

Kriminalisasi hterhadap htindak hpidana hkorupsi, htermasuk 

hsuap hmenyuap, hmempunyai halasan hyang hsangat hkuat 

hsebab hkejahatan htersebut htidak hlagi hdipandang hsebagai 

hkejahatan hkonvensional, hmelainkan hsebagai hkejahatan 

hluar hbiasa h(extra hordinary hcrime), hkarena hkarakter 

hkorupsi hsangat hkriminogin h(dapat hmenjadi hsumber 

                                                            
80Baharuddin Lopa. 1983. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. LP3S: 

Jakarta. hlm.6. 
81Marwan Mas.2010. Mendorong Keberanian dan Profesionalitas Komisi 

Pemberantasan Korupsi. Universitas 45: Makassar. hlm.325. 
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hkejahatan hlain) hdan hviktimogin h(secara hpotensial hdapat 

hmerugikan hberbagai hdimensi hkepentingan).82 
 

Melihat hakibat hyang hditimbulkan holeh hkorupsi hbagi 

hpembangunan hsuatu hnegara hmaka hsangat htepat hkiranya hjika 

hkorupsi htidak hdipandang hlagi hsebagai hkejahaan hbiasa htetapi 

hmesti hdigolongkan hsebagia hkejahatan hyang hluar hbiasa. 

hKorupsi hjuga hdianggap hdapat hmeruntuhkan hmental hbangsa 

hkarena hbagi hkalangan hPegawai hNegeri hsebagai hpejabat 

hnegara, hkorupsi hsudah hdianggap hsebagai hhal hyang hlumrah 

huntk hmenambah hpenghasilan. 

Andi hhamzah hmenyimpulkan hmenilik hdari harti hasal 

hkorupsi htersebut, hmaka hruang hlingkupnya hsangat hluas. 

hDalam hKamus hBahasa hIndonesia hsusunan hPoerwadarminta, 

hkata h“korupsi” htelah hdiciutkan hartinya hmenjadi hperbuatan 

hburuk hdan hdapat hdisuap. hSekarang hini hjika hmendengar hkata 

hkorupsi, hkita hasosiasikan hsebagai hperbuatan hmanipulasi hdan 

hcurang.83Dalam harti hsosial htampaknya hmasyarakat hmemang 

hmengasosiasikan hkorupsi hsebagai hpenggelapan huang h(milik 

hnegara hatau hkantor) hdan hmenerima hsuap hdalam 

hhubungannya hdengan hjabatan hatau hpekerjaan, hwalaupun 

hdari hsudut hhukum htidak hpersis hsama. hMengingat hdari hsudut 

hhukum hbanyak hsyarat hatau hunsur hyang hharus hdipenuhi hbagi 

hTindak hPidana hKorupsi hsebagaimana hdirumuskan hdalam 

hUndangUndang. 

Dalam hUndangUndang hNomor h28 htahun h1999 

htentang hPenyelenggaraan hNegara hyang hBersih hdan hBebas 

hKorupsi, hKolusi hdan hNepotisme htidak hmemuat hsecara hjelas 

hdefenisi hkorupsi, hdalam hPasal h1 hangka h3, h4 hdan h5 

hmenetapkan: 

a. Korupsi hadalah htindak hpidana hsebagaimana hdimaksud 

hdalam hketentuan hperaturan hPerundang-Undangan hyang 

hmengatur htentang hTindak hPidana hKorupsi. 

                                                            
82Muladi, 25 Mei 2005.Hakikat Suap dan Korupsi. Koran Kompas, hlm.8. 
83Andi Hamzah. 2002. Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana. 

Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti. Jakarta. hlm.3. 
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b. Kolusi hadalah hpermufakatan hatau hkerjasama hsecara 

hmelawan hhukum hantara hpenyelenggara hnegara hatau 

hpenyelenggara hnegara hdengan h h hpihak hlain hyang 

hmerugikan horang hlain, hmasyarakat, hbangsa hdan hatau 

hnegara. 

c. Nepotisme hadalah hsetiap hperbuatan hpenyelenggara 

hnegara hsecara hmelawan hhukum hyang hmementingkan 

hkepentingan hkeluarganya hdan hatau hkroninya hdiatas 

hkepentingan hmasyarakat, hbangsa hdan hnegara. 

Mengacu hpada hberbagai hperaturan hyang hada, hkorupsi 

hdapat hdisimpulkan hdengan hmemberikan hpengertian hyang 

hluas hyakni h: 

a. Setiap hperbuatan hyang hdilakukan holeh hsiapapun hbaik 

huntuk hkepentingan hdiri hsendiri, huntuk hkepentingan 

horang hlain, hatau huntuk hkepentingan hsuatu hbadan hyang 

hlangsung hatau htidak hlangsung hmenyebabkan hkerugian 

hbagi hperekonomian hdan hKeuangan hNegara. 

b. Setiap hperbuatan hyang hdilakukan holeh hseorang hpejabat 

hyang hmenerima hgaji hatau hupah hdari hsuatu hbadan hyang 

hmenerima hbantuan hKeuangan hNegara hatau hDaerah 

hdengan hmempergunakan hkesempatan hatau hkekuasaan 

hyang hdiberikan hkepadanya holeh hjabatan hlangsung hatau 

htidak hlangsung hmembawa hkeuntungan hkeuangan hatau 

hmateri hbaginya. 

Pandangan hlain htentang histilah hkorupsi hdikemukakan 

holeh hLilik hMulyadi hbahwa htindak hpidana hmerupakan histilah 

hteknis-yuridis hdari hbahasa hBelanda h“StrafbaarFeit” hatau 

h“delict” hdengan hpengertian hsebagai hsebuah hperbuatan hyang 

hdilarang holeh hperaturan hhukum hdan htentu hsaja hdikenakan 

hsanksi hpidana hbagi hsiapa hsaja hyang hmelanggarnya. hIstilah 

hkorupsi hberasal hdari hbahasa hLatin hCorruptie. hCorruptie 

hberasal hdari hkata hcorrumpore hyang hberarti hmerusak.84 

                                                            
84Lilik Mulyadi. 2000. Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan khusus Terhadap 

Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut 
Undang-Undang no. 31 tahun 1999. Citra Aditya Bhakti : Bandung. hlm.15. 
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Dalam hEnsiklopedia hGrote hWinkler hPrins hdisebutkan 

hbahwa hkorupsi hdipersamakan hdengan hpenyuapan 

hsebagaimana hdikutip hdikutip holeh hAndi hHamzah hyaitu; 

hCorruptio h= homkoping, hnoemt hmen hhet hverschijnsel hdat 

hambrenaren hof handere hpersonen hin hdienst hder hopenbare hzaak 

h(zie hechter hhieronder hvoor hzogenaamd hniet hambtelijk 

hcorruptie) hsivht hlaten homkopen.85 

Menurut hRobert hKlitgard86
 hyang hmengupas hkorupsi 

hdari hperspektif hadministrasi hnegara, hmendefinisikan 

hkorupsi hsebagai htingkah hlaku hyang hmenyimpang hdari htugas-

tugas hresmi hsebuah hjabatan hnegara hkarena hkeuntungan 

hstatus hatau huang hyang hmenyangkut hpribadi h(perorangan, 

hkeluarga hdekat, hkelompok hsendiri) hatau hmelanggar haturan-

aturan hpelaksanaan hmenyangkut htingkah hlaku hpribadi. 

Konsepsi hini htimbul hketika hadanya hpemisahan hantara 

hkepentingan hkeuangan hpribadi hdari hseorang hpejabat hdengan 

hkeuangan hjabatannya. hPrinsip hpemisahan hini hberhubungan 

herat hdengan hkonsep hdemokrasi. hDemokrasi hmemandang 

hpejabat hatau henguasa hadalah horang hyang hdiberi hkepercayaan 

h(otoritas/ hwewenang) holeh hrakyat. hMereka hyang 

hmenyalahgunakan hwewenang hdianggap htelah hmengkhianati 

hkepercayaan hyang hdiberikan hkepadanya. hJika hia hberkhianat 

hdalam hmasalah hkeuangan, hia hdisebut htelah hmelakukan 

htindak hkorupsi.Shleifer hdan hVishny87
 hmengemukakan hbahwa 

hkorupsi hadalah hpenjualan hbarang-barang hmilik hpemerintah 

holeh hpegawai hnegeri huntuk hkepentingan hpribadi. hSebagai 

hcontoh, hpegawai hnegeri hsering hmenarik hpungutan hliar hdari 

hperizinan, hlisensi, hbea hcukai, hatau hpelarangan hmasuk hbagi 

hpesaing. hPara hpegawai hnegeri hitu hmemungut hbayaran huntuk 

htugas hpokoknya hatau huntuk hpemakaian hbarang-barang hmilik 

hpemerintah huntuk hkepentingan hpribadinya. hUntuk hkasus 

hseperti hini, hkarena hkorupsi hmenyebabkan hekonomi hbiaya 

                                                            
85Andi Hamzah. 2009.Op cit. hlm. 5. 
86Wasingatu Zakiah. 2001. Penegakan Hukum Undang-Undang korupsi. 

Makalah: Jakarta. Hlm. 23. 
87Indiyanto Seno Adji. Menuju UU Tindak Pidana Korupsi yang Efektif. 

Kompas Online, http www kompas com/9709/25/OPINII menu html 
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htinggi, hkorupsi hmemiliki hpengaruh hyang hnegatif hterhadap 

hpertumbuhan. 

Pemahaman hdan hdimensi hbaru hmengenai hkejahatan 

hyang hmemiliki hkonteks hpembangunan hmenyebabkan 

hpengertian hkorupsi htidaklagi hdiasosiasikan hdengan 

hpenggelapan hkeuangan hnegara hsaja. hTindakan hbribery 

h(penyuapan) hdan hkickbacks(penerimaan hkomisi hyang htidak 

hsah) hjuga hdinilai hsebagai hsebuah hkejahatan. hPenilaian hyang 

hsama hjuga hdiberikan hpada htindakan htercela hdari hoknum 

hpemerintah hseperti hbureaucraticcorruption hatau htindak 

hpidana hkorupsi, hyang hdikategorikan hsebagai hbentuk hdari 

hoffences hbeyond hthe hreach hof hthe hlaw h(kejahatan-kejahatan 

hyang htidak hterjangkau holeh hhukum). hBanyak hcontoh 

hdiberikan huntuk hkejahatan-kejahatan hsemacam hitu, 

hmisalnya htax hevasion h(pelanggaran hpajak), hcredit hfraund 

h(penipuan hdibidang hkredit), hembezzlement hand 

hmisapropriation hof hpublic hfunds h(penggelapan hdan 

hpenyalahgunaan hdana hmasyarakat), hdan hberbagai htipologi 

hkejahatan hlainnya hyang hdisebut hsebagai hinvisible hcrime 

h(kejahatan hyang htak hterlihat), hbaik hkarena hsulit 

hpembuktiannya hmaupun htingkat hprofesionalitas hyang htinggi 

hdari hpelakunya.88 

Glendoh89
 hberpendapat hbahwa hkorupsi hdirealisasi 

holeh haparat hbirokrasi hdengan hperbuatan hmenggunakan 

hdana hkepunyaan hnegara huntuk hkepentingan hpribadi hyang 

hseharusnya hdigunkan huntuk hkepentingan humum. hKorupsi 

htidak hselalu hidentik hdengan hpenyakit hbirokrasi hpada hinstansi 

hpemerintah, hpada hinstansi hswastapun hsering hterjadi hkorupsi 

hyang hdilakukan holeh hbirokrasinya, hdemikian hjuga hpada 

hinstansi hkoperasi. hKorupsi hmerupakan hperbuatan hyang 

htidak hjujur, hperbuatan hyang hmerugikan hdan hperbuatan hyang 

hmerusak hsendi-sendi hkehidupan hinstansi, hlembaga, hkorps 

hdan htempat hbekerja hpara hbirokrat. hDalam hkaitan hini hkorupsi 

                                                            
88Michael Jhonston dalam Kimberly ann Elliot. 1999. Korupsi dan Ekonomi 

Dunia. Terj. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. hlm. 43. 
89Glendoh.Kejahatan Korupsi. Makalah. Jakarta. Diakses dari 

http://www.petra..ac.id/english/science/social/korup.html 
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hdapat hberpenampilan hdalam hberbagai hbentuk, hantara hlain 

hkolusi, hnepotisme, huang hpelancar hdan huang hpelicin. 

Glendoh90
 hmengemukakan hbahwa hkolusi hadalah 

hsebuah hpersetujuan hrahasia hdiantara hdua horang hatau hlebih 

hdengan htujuan hpenipuan hatau hpenggelapan hmelalui 

hpersengkongkolan hantara hbeberapa hpihak huntuk 

hmemperoleh hberbagai hkemudahan huntuk hkepentingan 

hmereka hyang hmelakukan hpersekongkolan. hNepotisme 

hadalah hkebijaksanaan hmendahulukan hsaudara, hsanak hfamili 

hserta hteman-teman. hNepotisme hdapat htumbuh hsubur hdi 

hIndonesia hkarena hbudaya hpartrimonial hyang hlengket hsejak 

hjaman hdahulu. hSedangkan huang hpelancar hsering htimbul 

hkarena htata hcara hkerja hdan hkebiasaan hdalam hkantor-kantor 

hpemerintah hsangat hberbelit-belit hdan hberlambat-lambat, 

hsehingga hkeinginan huntuk hmenghindari hkelambatan hini 

hmerangsang hpertumbuhan hkebiasaan-kebiasaan htidak hjujur. 

hUang hpelicin hmerupakan hbentuk hkorupsi hyang hsudah humum 

hterutama hdalam hhubungan hdengan hhal-hal hpemberian hsurat 

hketerangan, hsurat hijin hdan hsebagainya. h 

Biasanya horang-orang hyang hmenyogok hdalam hhal hini 

htidak hmenghendaki hagar hperaturan-peraturan hyang hada 

hdilanggar. hHal hyang hmereka hinginkan hadalah hsupaya hberkas-

berkas hsurat hdan hkomunikasi hcepat hjalannya, hsehingga 

hkeputusan hdapat hdiambil hdengan hcepat hpula. 

Silalahi91
 hmengemukakan hbahwa hkorupsi hbukan 

hhanya hterjadi hpada haparatur hpemerintahan, hkorupsi hdi 

hkalangan hpegawai hswasta hmalah hjauh hlebih hbesar, hseperti 

hterjadinya hkredit hmacet hdi hsejumlah hbank hswasta hyang 

hdisebabkan holeh hadanya hkolusi hantara hdirektur hbank 

hdengan hpengusaha. hDisamping hitu hkorupsi hdi hkalangan 

haparatur hnegara htidak hsemata-matadisebabkan holeh hgaji 

hyang hkecil, hsebab hyang hjustru hmelakukan hkorupsi hsecara 

hbesar-besaran hadalah hmereka hyang hbergaji hbesar hakan 

                                                            
90Ibid. 
91Silalahi.1997. Tak Perlu Dibentuk Badan Anti Korupsi. Kompas Online, 

http://www-kompas.com/9706/23/POLITIK/tak-html 
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htetapi htidak hpuas hdengan hapa hyang hmereka hterima 

hsehubungan hdengan hmeningkatnya hkebutuhan. 

Pendapat hlain hmengatakan hbahwa hkorupsi hyang 

hterjadi hdi hNegara-negara hberkembang hbiasanya hterjadi, 

hkarena hada hpenyalahgunaan hkekuasaan hdan hwewenang 

hyang hdilakukan hpetugas hatau hpejabat hnegara.92
 

hPenyalahgunaan hkekuasaan hdan hwewenang hdapat hterjadi hdi 

hnegara-negara hberkembang, hsebab hpengertian hdemokrasi 

hlebih hbanyak hditafsirkan hdan hditentukan holeh hpenguasa 

hdaripada hditafsirkan hdan hditentukan holeh hpemikir hdi 

hnegara-negara hberkembang htersebut. 

Dalam hkaitan hini hMassod hAhmed93
 hmengingatkan 

hnegara-negara h hmiskin hbahwa hkorupsi hmerupakan 

hperintang hutama hpertumbuhan hekonomi, hkarena hkorupsi 

hmembuat hpara hinvestor hmenyingkir. hBukti-bukti hyang 

hberkembang hmenunjukkan, hkorupsi hdi hnegara-negara 

hsedang hberkembang hmenjadi hpenghambat hutama hinvestor 

hsektor hswasta hdan hbagaimana hseharusnya hjalan hhidup 

hrakyat hbiasa. hSejalan hdengan hitu hFred hBergesten, hdirektur 

hInstitute hfor hInternational hEconomics hdari hAmerica hSerikat 

hberpendapat hbahwa hkorupsi htidak hhanya hmengganggu 

hpertumbuhan hnegara hyang hbersangkutan, htetapi hjuga hbisa 

hmenjadi hpenghambat hupaya hmewujudkan hperdagangan 

hbebas hdunia. hBergesten hjuga hmenegaskan hbahwa hdari hhasil 

hpenelitian hterhadap h78 hnegara hmaju hdan hberkembang 

hdiketahui hadanya hkorelasi hlangsung hantara htingkat hkorupsi 

hdengan htingkat hpertumbuhan hekonomi. h 

Semakin hbersih hsuatu hnegara hdari hkorupsi, hsemakin 

htinggi hpula hpeluang hnegara hitu huntuk hbisa hmenikmati 

hpertumbuhan hekonomi hyang hlebih hbaik. hBeberapa hpraktek 

hkorupsi hyang hdisoroti hBergsten hyang hcukup hmenonjol 

hadalah hproses htender huntuk hpengadaan hbarang-barang hbagi 

                                                            
92Mugirahardj. 1997. Korupsi dalam Menyongsong Era Liberalisasi. Suara 

pembaruan Online. 
93Surastini Fitriasih. 2003. Perlindungan saksi dan Korban Sebaga Sarana 

Menuju Proses Peradilan (Pidana) yang Jujur dan Adil. Makalah. Pemantauan 
Peradilan. Com. hlm. 2. 
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hkeperluan hpemerintah h(governmentprocurement) hyang 

htidak htransparan hdan hsuap hdalam hkontrak-kontrak 

hpemerintah.94 

Sayyid hHussein hAlatas95
 hseorang hahli hsosiologi 

hkorupsi, hmembedakan hjenis-jenis hkorupsi hmenurut 

htipologinya hsebagai hberikut: 

a. Transactivecorruption, hadanya hkesepakatan htimbal hbalik 

hantara hpihak hpemberi hdan hpihak hpenerima hdemi 

hkeuntungan hkedua hbelah hpihak hdan hdengan haktif 

hdiusahakan htercapainya hkeuntungan hini holeh hkedua-

duanya. hKorupsi hjenis hini hbiasanya hmelibatkan hdunia 

husaha hdan hpemerintahan hatau hmasyarakat hdan 

hpemerintah. 

b. Exortivecorruption, hjenis hkorupsi hdimana hpihak hpemberi 

hdipaksa huntuk hmenyuap hguna hmencegah hkerugian hyang 

hsedang hmengancam hdirinya, hkepentingannya, hatau 

horang-orang hdan hhal-hal hyang hdihargainya. 

c. Investivecorruption, hpemberian hbarang hatau hjasa htanpa 

hada hpertalian hlangsung hdengan hkeuntungan htertentu, 

hselain hkeuntungan hyang hdibayangkan hakan hdiperoleh 

hdimasa hyang hakan hdatang. 

d. Nepotisticcorruption, hpenunjukkan hyang htidak hsah 

hterhadap hteman hatau hsanak hsaudara huntuk hmemegang 

hjabatan hdalam hpemerintahan, hatau htindakan hyang 

hmemberikan hperlakuan hyang hmengutamakan hdalam 

hbentuk huang hatau hbentuk-bentuk hlain, hkepada hmereka, 

hsecara hbertentangan hdengan hnorma hdan hperaturan hyang 

hberlaku. 

e. Defensivecorruption, hperilaku hkorban hkorupsi hdengan 

hpemerasan. hKorupsinya hadalah hdalam hrangka 

hmemperthankan hdiri. 

                                                            
94Harkristuti Harkrisnowo, Perlindungan Korban dan Saksi dalam Proses 

Peradilan Pidana dan Urgensi pengaturan Perlindungan bagi Mereka. Makalah 
disampaikan pada Seminar tentang Perlindungan Saksi yang diselenggarakan 
oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan di Bekasi, 29 Oktober 2002. 

95Ibid. 
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f. Autogeniccorruption, hkorupsi hyang htidak hmelibatkan 

horang hlain hdan hpelakunya hhanya hseorang hdiri. hMisalnya 

hpembuatan hlaporan hkeuangan hyang htidak hbenar. 

g. Supportivecorruption, htindakan-tindakan hyang hdilakukan 

huntuk hmelindungi hatau hmemperkuat hkorupsi hyang hsudah 

hada. hMisalnya hmenyewa hpreman huntuk hberbuat hjahat, 

hmenghambat hpejabat hyang hjujur hdan hcakap hagar htidak 

hmenduduki hjabatan htertentu. 

Jadi hkorupsi hmenurut hSayyid hHussein hAlatas hmemiliki 

hciri-ciri hsebagai hberikut96: 

a. Korupsi hsenantiasa hmelibatkan hlebih hdari hsatu horang. 

hInilah hyang hmembedakan hdengan hpencurian hdan 

hpenggelapan. 

b. Korupsi humumnya hmelibatkan hkerahasiaan, 

hketertutupan hterutama hmotif hyang hmelatarbelakangi 

hdilakukannya hperbuatan hkorupsi hitu hsendiri. 

c. Korupsi hmelibatkan helemen hkewajiban hdan hkeuntungan 

htimbal hbalik. hKewajiban hdan hkeuntungan hitu htidaklah 

hselalu hberbentuk huang. 

d. Usaha huntuk hberlindung hdibalik hpembenaran hhukum. 

e. Mereka hyang hterlibat hkoupsi hadalah hmereka hyang 

hmemiliki hkekuasaan hatau hwewenang hdan hmempengaruhi 

hkeputusan-keputusan hitu. 

f. Setiap htindakan hkorupsi hmengandung hpenipuan, 

hbiasanya hbadan hpublik hatau hmasyarakatumum. 

a. Setiap hbentuk hkorupsi hmelibatkan hfungsi hganda hyang 

hkontradiktif hdari hmereka hyang hmelakukan htindakan hitu. 

b. Korupsi hdidasarkan hatas hniat hkesengajaan huntuk 

hmenempatkan hkepentingan humum hdi hbawah 

hkepentingan hpribadi. 

 

Sampai hdengan hdekade h70 han, hpenelitian hmengenai 

hkorupsi hbelum hbanyak hdilakukan, hhal hini hdiakui holeh hGunnar 
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hMyrdal97
 h“Although hcorruption his hvery hmuch hissue hin hthe 

hpublic hdebate hin hall hSouth hAsian hCountries,...., hit his halmost 

htaboo has ha hresearch hloyic hand his hrarely hmentioned hin hscholarly 

hdiscussions hof hthe hproblem hof hgoverment hasld hplanning”. 

hKemudian hpada hdekade h90an hbermunculan hpenelitian 

hempirik hyang hberkaitan hdengan hkorupsi. 

Mauoro hmenganalisa hsatu hset hdata hterbaru hyang 

hberisi hindex hsubjektif hkorupsi, hbesarnya hred htape, hefisiensi 

hsistem hhukum, hdan hberbagai hkategori hstabilitas hpolitik 

hnegara-negara hsecara hcrosssection. hMenurut hanalisanya, 

hkorupsi hterbukti hmenurunkan hpertumbuhan hekonomi. 

hHasilnya hadalah hkuat hmengontrol hendogenitas hdengan 

hmempergunakan hindexethnolinguisticfractionalization 

hsebagai hinstrumen.98Baharuddin hLopa99
 hmengemukakan 

hkorupsi hberdasarkan hsifatnya hdapat hdikelompokkan 

hmenjadi h2 h(dua) hbentuk, hyakni: 

a. Korupsi hyang hBermotif hTerselubung hyakni hkorupsi hyang 

hsecara hsepintas hkelihatannya hbermotif hpolitik, htetapi 

hsecara htersembunyi hsesungguhnya hbermotif 

hmendapatkan huang hsemata. 

b. Korupsi hyang hBermotif hGanda hyaitu hseorang hmelakukan 

hkorupsi hsecara hlahiriah hkelihatannya hhanya hbermotifkan 

hmendapatkan huang, htetapi hsesungguhnya hbermotif hlain, 

hyakni hkepentingan hpolitik. 

 

Shleifer hdan hVishny100
 hdalam htulisannya 

hmemaparkan hdua hproposisi hmengenai hkorupsi. hPertama, 

hstruktur hkelembagaan hpemerintah hdan hproses hpolitik 

hadalah hsangat hpenting hdalam hmenentukan htingkat hkorupsi. 

hKhususnya hpemerintahan hyang hlemah hyang htidak 

                                                            
97LaurenceBusse. 1999. The Perception of Corruption: A Market Discipline 

Corruption Model. MDCM. Goizueta Business School, Emory University, Atlanta, 
Georgia U. S. A. hlm. 65. 

98Ibid. 
99Baharuddin Lopa. 1983. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. LP3S: 

Jakarta. hlm.34. 
100Ibid. 
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hmengontrol hbadan-badannya hmengalami htingkat hkorupsi 

hyang hsangat htinggi. hKedua, hilegalnya hkorupsi hdan hkebutuhan 

hakan hkerahasiaan hmembuatnya hmakin hmenyimpang hdan 

hmahal hdibanding hpajak. hHasilnya hdapat hdijelaskan hmengapa 

hdi hbeberapa hnegara hberkembang hkorupsi hsangatlah htinggi 

hintensitasnya, hdan hsangat hmahal hmembebani hpembangunan. 

Busse hmenganalisa hasosiasi hantara hinvestasi hluar 

hnegeri hlangsung h(FDI) hdan hpersepsi hkorupsi hyang hdialami 

holeh hinvestor hpotensial. hModel hyang hdikembangkan hadalah 

h“MarketDisciplineCorruptionModel” h(MDCM). hDimana 

hdidapati hhubungan hyang hsignifikan hantara hterbongkarnya 

hkorupsi hdan hFDI hdari hnegara hyang hditeliti. hPeramal huntuk 

hMDCM hsudah hdikembangkan hmelalui hinformasi hyang 

hdidapat hdari hsurvei hyang hmelibatkan h53 horang hdalam hbisnis 

hInternasional. hTemuan hsurvei hmenegaskan hranking hterakhir 

hyang hdipublikasikan hmengenai htingkat hkorupsi hdiseluruh 

hdunia. hSurvei hini hmengungkapkan hhubungan hantara hukuran 

hbisnis, harea hfungsional, hdan hnegara hdimana hbisnis 

hdijalankan hdan hpersepsi hmengenai hkorupsi.101 

Glynn, hdkk;102
 hmenganalisa hbahwa hdi hnegara-negara 

hyang htengah hmengalami hmasa htransisi hdari hpemerintah 

hotoriter hkepada hdemokrasi hdan hekonomi hpasar, hmaka 

hakibat-akibat hkorupsi hdapat hmenjadi hlebih hrumit. hKorupsi 

htelah hdisentralisasikan, hsuap hyang htadinya hdibayarkan 

hditingkat hfederal, hkini hdibayarkan hkepada hpejabat 

hpemerintah hnegara hbagian. 

Ackerman hberpendapat hbahwa hkorupsi hterjadi hdi 

hperbatasan hantara hsektor hpemerintah hdan hsektor hswasta. 

hApabila hseorang hpejabat hpemerintah hmemiliki hkekuasaan 

hpenuh hterhadap hpendistribusian hkeuntungan hatau hbiaya 

hkepada hsektor hswasta, hmaka hterciptalah hsuatu hinsentif 

huntuk hpenyuapan. hJadi hkorupsi htergantung hbesarnya 

                                                            
101Ledan Marpaung. 2001. Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan 

Pencegahan. Djambatan: Jakarta. hlm. 432. 
102Ibid. 
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hkeuntungan hdan hbiaya hyang hberada hdibawah hpengendalian 

hpejabat hpemerintah.103 

Johnston hmengatakan hbahwa hkorupsi hcenderung 

hmenyertai hperubahan hekonomi hdan hpolitik hyang hcepat. 

hDefenisi hkorupsi hpada humumnya hsebagai hsalah hsatu 

hpenyalahgunaan hperanan hatau hsumber hdaya hpublik hatau 

hmenggunakan hbentuk-bentuk hpengaruh hpolitik hsecara htidak 

hsah holeh hpihak hpublik hatau hswasta.104 

Berbagai hdefenisi hyang hmenjelaskan hdan hmenjabarkan 

hmakna hkorupsi hdapat hkita htemui. hDengan hpenekanan hpada 

hstudi hmasing-masing hindividu hmaka hkorupsi hmenjadi 

hbermakna hluas hdan htidak hhanya hdari hsatu hperspektif hsaja. 

hSetiap horang hbebas hmemaknai hkorupsi. hNamun hsatu hkata 

hkunci hyang hbisa hmenyatukan hberbagai hmacam hdefenisi hitu 

hadalah hbahwa hkorupsi hadalah hperbuatan htercela hdan hharus 

hdiberantas. 

Secara hyuridis, hpengertian hkorupsi hdiuraikan hdalam 

hUndangUndang hNomor20 hTahun h2001 htentang 

hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi hyang hmenggantikan 

hUndangUndang hNomor h31 hTahun h1999, hmemberikan 

hbeberapa hpengertian htindak hpidana hkorupsi hsebagai 

hberikut: 

 

a. Pasal h2 hmenyatakan h“Setiap horang hyang hsecara hmelawan 

hhukum hmelakukan hperbuatan hmemperkaya hdiri hsendiri 

hatau horang hlain hatau hsuatu hporporasi hyang hdapat 

hmerugikan hkeuangan hnegara hatau hperekonomian 

hnegara”.Dari hketentuan hPasal h2 htersebut hmaka hunsur-

unsur htindak hpidana hkorupsi hdapat hdirumuskan hsebagai 

hberikut: 

1) Perbuatan hmemperkaya hdiri hsendiri hatau horang hlain 

hatau hsuatu hkorporasi. hMaksud hperbuatan hunsur 

h“memperkaya” hdisini hdapat hditafsirkan hdengan hsuatu 

hperbuatan hdimana hsi hpelaku hbertambah 

                                                            
103Ibid. 
104Ibid. hlm. 56. 
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hkekayaannnya hsebagai hakibat hdari hperbuatan 

htersebut. 

2) Perbuatan hdilakukan hdengan hmelawan 

hhukum.Pengertian hunsur h“melawan hhukum” hkita 

hdapatkan hdari hdoktrin hdan hyurisprudensi hyaitu 

hmencakup hperbuatan hmelawan hhukum hdalam harti 

hmateril, hyaitu hwalaupun hperbuatan htersebut htidak 

hdiatur hdalam hperaturan hperundang-undangan, htetapi 

hjika hperbuatan htersebut hdianggap htercela hkarena 

htidak hsesuai hdengan hrasa hkeadilan hatau hnorma-

norma hkehidupan hsosial hdalam hmasyarakat, hmaka 

hperbuatan htersebut hdapat hdipidana. 

 

b. Merugikan hkeuangan hnegara hatau hperekonomian hnegara 

Dalam hpenjelasan hUndangUndang hdikatakan 

hbahwa hkeuangan hnegara hadalah hsuatu hkekayaan hnegara 

hdalam hbentuk hapapun, hyang hdipisahkan hatau htidak 

hdipisahkan, htermasuk hdidalamnya hsegala hbagian 

hkekayaan hnegara hdan hsegala hhak hdan hkewajiban hyang 

htimbul hkarena hberada hdalam hpenguasaan, hpengurusan 

hdan hpertanggungjawaban hpejabat hnegara, hbaik hditingkat 

hpusat hmaupun hdaerah, hdan hberada hdalam hpengurusan 

hdan hpertanggungjawaban hBUMN, hBUMD, hYayasan, 

hBadan hHukum hdan hPerusahaan hyang hmenyertakan 

hmodal hnegara, hatau hPerusahaan hyang hmenyertakan 

hmodal hpihak hketiga hberdasarkan hperjanjian hdengan 

hnegara. 

Perekonomian hnegara hadalah hkehidupan 

hperekonomian hyang hdisusun hsebagai husaha hbersama 

hberdasarkan hasas hkekeluargaan hataupun husaha 

hmasyarakat hsecara hmandiri hyang hberdasarkan hpada 

hkebijakan hpemerintah, hbaik hdi htingkat hpusat hmaupun hdi 

hdaerah hsesuai hdengan hketentuan hperaturan hperundang-

undangan hyang hberlaku hyang hbertujuan hmemberikan 

hmanfaat, hkemakmuran, hdan hkesejahteraan hkepada 

hseluruh hkehidupan hmasyarakat. 
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Kata h“dapat”: hdalam hunsur hini hmenunjukan 

hbahwa htindak hpidana hkorupsi hmerupakan hdelik hformil, 

hdimana hadanya htindak hpidana hkorupsi hcukup hdengan 

hdipenuhinya hunsur-unsur hperbuatan hyang hsudah 

hdirumuskan htanpa htimbulnya hakibat hdari hperbuatan hitu. 

hUnsur hperbuatan hyang hdimaksud hyaitu hperbuatan 

hmemperkaya hdiri hsendiri hatau horang hlain hatau hsuatu 

hkorporasi hdan hperbuatan hyang hdilakukan hdengan 

hmelawan hhukum. 

 

c. Pasal h3 hmenyatakan hbahwa: 

“Setiap horang hdengan htujuan hmenguntungkan hdiri 

hsendiri hatau horang hlain hatau hsuatu hkorporasi, 

hmenyalahgunakan hkewenangan, hkesempatan, hatau 

hsarana hyang hada hpadanya hkarena hjabatan hatau 

hkedudukan hatau hsarana hyang hada hpadanya hkarena 

hjabatan hatau hkedudukan hyang hdapat hmerugikan 

hkeuangan hnegara hatau hperekonomian hnegara”. 

Unsur htindak hpidana hkorupsi hyang hterdapat hdalam 

hpasal htersebut hadalah: 

1) Menyalahgunakan hkewenangan, hkesempatan hatau 

hsarana hyang hada hpadanya hkarena hjabatan hatau 

hkedudukan. 

Pada hhakikatnya, hjabatan hdan hkedudukan hada 

hpada hseorang hpegawai hnegeri. hOleh hkarenaitu, hhanya 

hpegawai hnegeri hyang hdapat hdikategorikan hsebagai 

hsubjek htindak hpidana hkorupsi hdalam hpasal hini, hkarena 

hhanya hpegawai hnegerilah hyang hdapat hmenggunakan 

hjabatan hatau hkedudukannya huntuk 

hmenyalahgunakan hkewenangan, hkesempatan hatau 

hsarana htersebut. hPengertian hpegawai hnegeri hdalam 

hPasal h2 hayat h(1) hUndangUndang hNomor h20 hTahun 

h2001 hmeliputi hpegawai hnegeri hsebagaimana 

hdimaksud hdalam hUndangUndang htentang 

hkepegawaian, hpegawai hnegeri hsebagaimana 

hdimaksud hdalam hKUHP h(Pasal h92 hKUHP), horang hyang 
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hmenerima hgaji hatau hupah hdari hkeuangan hnegara hatau 

hdaerah, horang hyang hmenerima hgaji hatau hupah hdari 

hsuatu hkorporasi hyang hmenerima hbantuan hdari 

hkeuangan hnegara hatau hdaerah, horang hyang hmenerima 

hgaji hatau hupah hdari hkorporasi hlain hyang 

hmempergunakan hmodal hatau hfasilitas hdari hnegara 

hatau hmasyarakat. 

2) Tujuan hdari hperbuatan htersebut hmenguntungkan hdiri 

hsendiri hatau horang hlain hsuatu hkorporasi. 

Dari hsegi hpembuktian, hmaka hunsur 

hmenguntungkan hlebih hmudah hpembuktiannya hdari 

hpada hmemperkaya, hkarena htidak hperlu hdibuktikan 

hapakah hpelaku htindak hpidana hkorupsi hmenjadi hkaya 

hatau hbertambah hkaya hkarenanya. hSehingga 

hkonkritnya, hperbuatan hmenguntungkan hini hcukup 

hmembuat hpelakunya hatau horang hlain hatau hkroninya 

hatau hsuatu hkorporasi hmemperoleh haspek hmateriil 

hmaupun himmateriil. 

3) Perbuatan htersebut hdapat hmerugikan hkeuangan 

hnegara hatau hperekonomian hnegara. 

 

d. Pasal h5,6,7,8,9,10,11,12,13 

Pengertian hperbuatan htindak hpidana hkorupsi hlainnya 

htelah hdiuraikan hdalam hpasal-pasal htersebut hyang 

hmenunjukkan hperbuatannya hpada hpasal-pasal hkitab 

hUndang-Undang hhukum hPidana hyang hkemudian 

hdiabsorbsi htindak hpidana hkorupsi. 

Perbuatan htindak hpidana hkorupsi hdalam hpasal-pasal 

htersebut, hdapat hdikelompokkan hmenjadi h4 hyaitu: 

1) Perbuatan hyang hmerupakan hpenyuapan h(Pasal h209, 

hPasal h210, hPasal h418, hPasal h419 hdan hPasal h420 

hKUHP) 

Ketentuan hPasal h209, hPasal h210, hPasal h418, 

hPasal h419, hdan hPasal h420 hKUHP htersebut hditarik hke 

hdalam hPasal h5, h6,11,12 hdan h13 hUndangUndang 

hNomor h20Tahun h2001. hMenurut hdoktrin hbahwa 
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hketentuan hPasal h209 hdan hPasal h210 hdikategorikan 

hkedalam hpenyuapan haktif hdan hPasal h418, hPasal h419 

hdan hPasal h420 hKUHP hke hdalam hpenyuapan hpasif. 

hKetentuan hPasal h209 hKUHP hberpasangan hdengan 

hPasal h418 hKUHP hdan hPasal h419 hKUHP. hSedangkan 

hketentuan hPasal h210 hKUHP hberpasangan hdengan 

hPasal h420 hKUHP. 

2) Perbuatan hyang hbersifat hpenggelapan h(Pasal h415, 

hPasal h416, hdan hPasal h417 hKUHP) 

Pada hdasarnya, hpenarikan hperbuatan hyang 

hbersifat hpenggelapan hkedalam htindak hpidana hkorupsi 

hdiinventarisir hdalam hketentuan hPasal h8,9, hdan h10 

hUndang hUndang hNomor h20 hTahun h2001. 

3) Penarikan hperbuatan hyang hbersifat 

hkerakusan/serakah h(Knevelarij) hyaitu hPasal h423 hdan 

hPasal h425 hKUHP. 

Terhadap hpenarikan hperbuatan hyang hbersifat 

hkerakusan hdiatur hdalam hPasal h12 hUndang hUndang 

hNomor h20 hTahun h2001. hPenarikan hperbuatan hyang 

hberkolerasi hdengan hpemborongan, hleveransir hdan 

hrekanan h(Pasal h378, h388 hdan h435 hKUHP). hPerbuatan 

hini hdiatur hdalam hPasal h7 hdan h12 hUndangUndang 

hNomor h20 hTahun h2001. 

 

e. Tindak hPidana hKorupsi hdalam hPasal h15 hdan hPasal h16 

Pasal h15 hUndangUndang hNomor h20 hTahun h2001 

hmenyatakan hbahwa h“Setiap horang hyang hmelakukan 

hpercobaan, hpembantuan, hatau hpermufakatan hjahat huntuk 

hmelakukan htindak hpidana hkorupsi, hdipidana hdengan 

hpidana hyang hsama hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal 

h2, hPasal h3, hPasal h5 hsampai hdengan hPasal h14”. 

Jadi hdalam hUndang hUndang hini, hperbuatan 

hpercobaan/poging hsudah hdiintrodusir hsebagai htindak 

hpidana hkorupsi, holeh hkarena hperbuatan hkorupsi hsangat 

hmerugikan hkeuangan hnegara hatau hperekonomian hnegara, 

hdan hjuga hmenghambat hpertumbuhan hdan hkelangsungan 
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hpembangunan hnasional hyang hmenuntut hefisiensi htinggi, 

hsehingga hperbuatan hpercobaan hdalam htindak hpidana 

hkorupsi hdisamakan hdengan hdelik hselesai. 

Demikian hpula hdengan hperbuatan hpembantuan 

hatau hpermufakatan hjahat huntuk hmelakukan htindak 

hpidana hkorupsi, hmengingat hsifat hdari htindak hpidana 

hkorupsi hitu, hmaka hpermufakatan hjahat huntuk hmelakukan 

htindak hpidana hkorupsi hmeskipun hmasih hmerupakan 

htindakan hpersiapan hsudah hdapat hdipidana hpenuh 

hsebagai hsuatu htindak hpidana htersendiri. 

Pasal h16 hmenyatakan hbahwa:“setiap horang hdi hluar 

hWilayah hNegara hRepublik hIndonesia hyang hmemberikan 

hbantuan, hkesempatan, hsarana, hatau hketerangan huntuk 

hterjadinya htindak hpidana hkorupsi hsebagaimana 

htermasuk hdalam hPasal h2, hPasal h3, hPasal h5 hsampai hdengan 

hpasal h14”. 

Demikian hpula, hmengingat htindak hpidana hkorupsi 

hmeskipun hmasih hmerupakan htindakan hpersiapan hsudah 

hdapat hdipidana hpenuh hsebagai hsuatu htindak hpidana 

htersendiri. hPerbuatan hmemberikan hbantuan, 

hkesempatan, hsarana, hatau hketerangan huntuk hterjadinya 

htindak hpidana hkorupsi holeh horang hdiluar hWilayah 

hIndonesia hadalah hsesuai hdengan hperaturan hperundang-

undangan hyang hberlaku hdan hberkembang hilmu 

hpengetahuan hdan hteknologi hsedangkan htujuan 

hpencantuman hpidana hkorupsi hyang hbersifat 

htransnasional hatau hlintas hbatas hteritorial hsehingga hsegala 

hbentuk htransfer hkeuangan/harta hkekayaan hhasil htindak 

hpidana hkorupsi hantar hnegara hdapat hdicegah hsecara 

hoptimal hdan hefektif. hUndang hUndang hNomor h31 hTahun 

h1999 htentang hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi 

hmenentukan hbahwa hkorupsi hadalah: 

Setiap horang hyang hsecara hmelawan hhukum 

hmelakukan hperbuatan hmemperkaya hdiri hsendiri hatau 

horang hlain hatau hsuatu hkorporasi hyang hdapat 

hmerugikan hkeuangan hnegara hatau hperekonomian 
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hnegara, hdipidana hdengan hpidana hpenjara hseumur 

hhidup hatau hpidana hpenjara hpaling hsingkat h4 h(empat) 

htahun hdan hpaling hlama h20 h(dua hpuluh) htahun hdan 

hdenda hpaling hsedikit hRp h200.000.000,00 h(dua hratus 

hjuta hrupiah) hdan hpaling hbanyak hRp h1.000.000.000,00 

h(satu hmiliar hrupiah). 

Unsur-unsur hpada hpasal htersebut hadalah: 

1) Setiap horang 

2) Yang hsecara hmelawan hhukum 

3) Melakukan hperbuatan hmemperkaya hdiri hsendiri 

4) Yang hdapat hmerugikan hkeuangan hnegara. 

Maksud hdari hsetiap horang hadalah hpara hsubjek hhukum 

hyang hmerupakan hpemangku hhak hdan hkewajiban 

hsedangkan hpengertian hKeuangan hNegara hdalam hUndang 

hUndang hini hadalah hseluruh hkekayaan hnegara hdalam 

hbentuk hapapun hbaik hyang hdipisahkan hmaupun hyang 

htidak hdipisahkan, htermasuk hdidalamnya hsegala hbagian 

hkekayaan hnegara hdan hsegala hhak hdan hkewajiban hyang 

htimbul hkarenanya: 

1) Berada hdalam hpenguasaan, hpengurusan, hdan 

hpertanggungjawaban hpejabat hlembaga hNegara, hbaik 

hditingkat hpusat hmaupun hditingkat hdaerah. 

2) Berada hdalam hpenguasaan, hpengurusan, hdan 

hpertanggungjawaban hBadan hUsaha hMilik 

hNegara/Badan hUsaha hMilik hDaerah, hYayasan, hBadan 

hHukum, hdan hPerusahaan hyang hmenyertakan hModal 

hNegara, hatau hperusahaan hyang hmenyertakan hpihak 

hketiga hberdasarkan hperjanjian hdengan hnegara. 

Batasan hmengenai hPerekenomian hNegara 

hmenurut hUndang hUndang htersebut hsebagai hberikut: h 

Kehidupan hperekonomian hyang hdisusun hsebagai 

husaha hbersama hberdasarkan hasas hkekeluargaan hatau 

husaha hmasyarakat hsecara hmandiri hyang hdidasarkan hpada 

hkebijakan hpemerintah, hbaik hditingkat hpusat hmaupun 

hditingkat hdaerah hsesuai hdengan hketentuan hperaturan 

hperundang-undangan hyang hberlaku hyang hbertujuan 
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hmemberikan hmanfaat, hkemakmuran hdan hkesejahteraan 

hkepada hseluruh hkehidupan hrakyat. h(sesuai hdengan 

hPerekonomian hNegara hdalam hPasal h2 hdan hPasal h3). 

Undang-undang hbermaksud hmengantisipasi hatas 

hpenyimpangan hkeuangan hatau hperekonomian hnegara 

hyang hdirasa hsemakin hcanggih hdan hrumit. hOleh hkarenanya 

htindak hpidana hkorupsi hyang hdiatur hdalam hUndang-

undang hini hdirumuskan hseluas-luasnya hsehingga 

hmeliputi hperbuatan-perbuatan hmemperkaya hdiri hsendiri 

hatau horang hlain hatau hsuatu hkorporasi hsecara hmelawan 

hhukum. 

 

2. UndangUndang hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi 

Istilah hkorupsi hpertama hkali hhadir hdalam hkhasanah 

hhukum hdi hIndonesia hdalam hPeraturan hPenguasa hPerang 

hNomor hPrt/Perpu/013/1958 htentang hPeraturan 

hPemberantasan hKorupsi. hKemudian hdimasukkan hjuga hdalam 

hUndang hUndang hNomor h24/Prp/1960 htentang hPengusutan 

hPenuntutan hdan hPemeriksaan hTindak hPidana hKorupsi. 

hUndang hUndang hini hkemudian hdicabut hdan hdigantikan holeh 

hUndang hUndang hNomor h3 hTahun h1971 htentang 

hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi, hyang hkemudian 

hsejak htanggal h16 hAgustus h1999 hdigantikan holeh hUndang 

hUndang hNomor h31 hTahun h1999 hdan hakan hmulai hberlaku 

hefektif hpaling hlambat h2 h(dua) htahun hkemudian h(16 hAgustus 

h2001) hdan hkemudian hdiubah hdengan hUndang hUndang 

hNomor h20 hTahun h2001 htanggal h21 hNovember h2001. 

Undang hUndang hNomor h3 hTahun h1971 htentang 

hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi hyang hmerupakan 

hpengganti hdari hUndang hUndang hsebelumnya hyang 

hdidalamnya hmengatur htentang hTindak hPidana hKorupsi, 

hyakni hUndang hUndang hNomor h24 hPrp. hTahun h1960 hyang 

hmana hketentuan hmengenai hkorupsi hdalam hundang-undang 

htersebut hdengan hdinamika hmasyarakat hdianggap htidak hlagi 

hmemadai huntuk hmenyelamatkan hkeuangan hdan 
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hperekonomian hNegara hsebagai hakibat hTindak hPidana 

hKorupsi. 

Dalam hketentuan hpenguasa hperang hpusat htersebut, 

hmensyaratkan hadanya hsuatu hkejahatan hatau hpelanggaran 

hyang hdilakukan holeh horang hyang hbersangkutan, hsehingga 

hbanyak hpelaku hTindak hPidana hKorupsi hyang htidak hdapat hdi 

hpidana. hDalam hhal hini, hbanyak hperbuatan-perbuatan hyang 

hmerugikan hkeuangan hdan hperekonomian hnegara htidak 

hdidahului holeh hsuatu hkejahatan hatau hpelanggaran. 

Untuk hmencakup hperbuatan hsemacam hitu hdalam 

hUndang hUndang hNomor h3 hTahun h1971 hTindak hPidana 

hKorupsi hdirumuskan hsedemikian hrupa, hsehingga hmeliputi 

hperbuatan hmemperkaya hdiri hsendiri hatau horang hlain hatau 

hbadan hyang hdi hlakukan hsecara h“melawan hhukum” hyang 

hsecara hlangsung hatau htidak hlangsung hdapat hmerugikan 

hkeuangan hdan hperekonomian hnegara htidak hdidahului holeh 

hsuatu hkejahatan hatau hpelanggaran. hMelawan hhukum hyang 

hdimaksud hdisini hbaik hmelawan hhukum hformil hmaupun 

hmateril. 

Dalam hUndangUndang hNomor h3 hTahun h1971 hTentang 

hPemberantasan hTindak hPidana hkorupsi htersebut, hada h17 

hmacam hperbuatan hyang hdisebut hsebagai hdelik hkorupsi 

h(Tindak hPidana hKorupsi) hmenurut hPasal h1 hUndangUndang 

htersebut, hdan hdengan hketentuan hpada hPasal h1 hayat h(2) 

hdisebutkan hbahwa hpercobaan hatau hpemufakatan hmelakukan 

hkorupsi htermasuk hTindak hPidana hKorupsi hyang h17 hmacam 

htersebut. 

Perbuatan hyang hdapat hdikategorikan hsebagai htindak 

hpidana hkorupsi hyang hdidalamnya htermasuk hpasal-pasal 

hKUHP hyang hditarik hmenjadi hdelik hkorupsi hserta hpercobaan 

hdan hpemufakatan hjahat hmelakukan hkorupsi hyaitu: 

a. Melawan hhukum hmemperkaya hdiri hsendiri hatau horang 

hlain hatau hbadan hyang hmerugikan hkeuangan hNegara hatau 

hperekonomian hNegara.105 

                                                            
105Republik Indonesia, UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 ayat (1) huruf (a). 
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b. Menguntungkan hdiri hsendiri hatau horang hlain hatau hbadan 

hdengan hmenyalahgunakan hkewenangan, hkesempatan 

hatau hsarana hyang hada hpadanya hkarena hjabatan hatau 

hkedudukan hyang hmerugikan hkeuangan hNegara hatau 

hperekonomian hNegara.106 

c. Memberi hatau hmenjanjikan hsesuatu h(suap) hkepada 

hseseorang hpejabat hdengan hmaksud hagar hberbuat hatau 

htidak hberbuat hdalam hjabatannya, hatau hbertentangan 

hdengan hjabatannya.107 

d. Memberi hatau hmenjanjikan hsesuatu h(suap) hkepada 

hseseorang hhakim huntuk hmempengaruhi hputusannya.108 

e. Pemborong hyang hmenipu hdan hmendatangkan hbahaya 

hpada hkeselamatan horang hlain hatau hbenda hatau hNegara 

hdalam hkeadaan hperang hdan hpengawas hyang 

hmemberikan hperbuatan htipu hitu.109 

f. Leverensi, htentara hyang hmenipu hdan hdapat 

hmendatangkan hbahaya hbagi hkeselamatan hNegara hpada 

hwaktu hperang.110 

g. Pelanggaran holeh hseorang hpejabat hatau horang hlain hyang 

hakan 

a. menjalankan hsuatu hjabatan humum.111 

h. Pejabat hatau horang hlain hyang hmenjalankan hsuatu hjabatan 

humum hyang hsengaja hmembuat hsecara hpalsu hatau 

hmemalsukan hbuku-buku hatau hdaftar hkhusus huntuk 

hpemeriksaan hadministrasi.112 

i. Pejabat hatau horang hlain hyang hmenjalankan hsuatu hjabatan 

humum hyang hsengaja hmenggelapkan, hmenghancurkan, 

hmerusak hatau hmembikin htidak hdapat hdipakai hbarang-

barang hsebagai hpembuktian hseperti hakta-akta, hsurat-

                                                            
106Ibid. Pasal 1 ayat (1) huruf (b). 
107Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 209. 
108Ibid. Pasal 210. 
109Ibid. Pasal 387 ayat (1) dan (2). 
110Ibid. Pasal 388. 
111Ibid. Pasal 415. 
112Ibid. Pasal 416. 
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surat hatau hdaftar-daftar hyang hdikuasai hkarena 

hjabatannya.113 

j. Pejabat hyang hmenerima hhadiah hatau hjanji hkarena 

hkekuasaan hatau hkewenangan hyang hberhubungan 

hdengan hjabatannya.114 

k. Pejabat hyang hmenerima hhadiah hatau hjanji huntuk 

hmelakukan hatau htidak hmelakukan hsesuatu hdalam 

hjabatannya hyang hbertentangan hdengan hkewajibannya.115 

l. Hakim hyang hmenerima hhadiah hatau hjanji hyang hdiketahui 

hbahwa hitu hdiberikan huntuk hmempengaruhi 

hputusannya.116 

m. Pejabat hyang hmenguntungkan hdiri hsendiri hatau horang 

hlain hsecara hmelawan hhukum hdengan hmenyalahgunakan 

hkekuasaannya, hmemaksa hseseorang huntuk hmemberikan 

hsesuatu h(Knevelarij).117 

n. Pejabat hsaat hmenjalankan htugas hmenerima, hmeminta 

hatau hmemotong hpembayaran hseolah-olah hhutang 

hkepadanya, hpadahal hdiketahui htidak hdemikian hdana 

h(Knevelarij).118 

o. Pejabat hyang hsecara hlangsung hatau htidak hlangsung 

hsengaja hturut hserta hdalam hpemborongan, hleveransir 

hatau hpersewaan hpadahal hdia hditugasi hmengurus hatau 

hmengawasinya.119 

p. Memberi hhadiah hatau hjanji h(suap) hkepada hpegawai 

hnegeri.120 

q. Tanpa halasan hyang hwajar htidak hmelaporkan hpemberian 

hatau hjanji h(suap) hyang hdiberikan hkepadanya.121 

                                                            
113Ibid. Pasal 417. 
114Ibid. Pasal 418. 
115Ibid. Pasal 419. 
116Ibid. Pasal 420. 
117Ibid. Pasal 423. 
118Ibid. Pasal 425. 
119Ibid. Pasal 435. 
120Republik Indonesia, UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971, of.cit.huruf 

(d). 
121Ibid. huruf (e). 
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Undang-Undang hini hmengemukakan hsecara hmelawan 

hhukum hyang hmengandung hpengertian hformil hdan hmateril 

hdan hdimaksud hagar hlebih hmudah hmemperoleh hpembuktian 

htentang hperbuatan hyang hdapat hdihukum, hyakni hmemperkaya 

hdiri hsendiri hatau horang hlain hatau hsuatu hbadan hdengan 

hmerugikan hkeuangan hatau hperekonomian hNegara, hbaik 

hsecara hlangsung hmaupun htidak hlangsung hdengan hmelawan 

hhukum. 

Selain hketentuan htersebut, hdalam hUndang-Undang 

htersebut hjuga hmenunjuk hbeberapa hpasal hdalam hKUHP hyang 

hmengatur hmengenai hkorupsi hdengan hhanya hmenyebut hpasal 

hyang hditunjuk htanpa hmenyebut hketentuan htersebut. hUndang-

Undang hini hmengatur hpula hmengenai hmemberi hhadiah hatau 

hjanji h(suap) hkepada hpegawai hnegeri. 

Jika hdibandingan hantara hUndangUndang hNomor h3 

hTahun h1971 hdengan hUndang hUndang hNomor h31 hTahun 

h1999, hterdapat hperbedaan hcara hpenempatan hterhadap hapa 

hyang hdimaksud hTindak hPidana hKorupsi. hCara hpenempatan 

hketentuan hdalamUndang hUndang hNomor h3 hTahun h1971 

hhanya hterdapat hdalam hPasal h1 hsedangkan hbeberapa 

hketentuan hdalam hpasal-pasal hselanjutnya hdalam hUndang-

undang htersebut hmengatur hmengenai hhukum hacara hpidana 

hkorupsi hdan haturan hlainnya. hsedangkan hdalam hUndang 

hUndang hNomor h31 hTahun h1999 hTentang hTindak hPidana 

hKorupsi hmerupakan hpengganti hUndang hUndang hNomor h3 

hTahun h1971 htentang hTindak hPidana hKorupsi hdengan 

hmengatur hbeberapa hperbuatan hyang hdilarang hsekaligus 

hancaman hpidananya htermasuk hperbuatan hyang hdigolongkan 

hsebagai hTindak hPidana hKorupsi hyang hdiatur hdalam hKUHP 

hyakni: 

a. Memperkaya hdiri hsendiri hatau horang hlain hatau 

hkorporasi hyang hdapat hmerugikan hkeuangan hatau 

hperekonomian hNegara.122 

                                                            
122Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Pasal 2 ayat (1). 
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b. Perbuatan hdengan hmenguntungkan hdiri hsendiri hatau 

horang hlain hatau hkorporasi, hmenyalahgunakan 

hkewenangan, hkesempatan hatau hsasaran hyang hada 

hpadanya hkarena hjabatan hatau hkedudukan hyang hdapat 

hmerugikan hkeuangan hatau hperekonomian hNegara.123 

c. Melanggar hketentuan hPasal h210 hKUHP; hmemberi hatau 

hmenjanjikan hkepada hseorang hpejabat hdengan 

hmaksud huntuk hberbuat hatau htidak hberbuat hsesuatu 

hdalam hjabatannya hyang hbertentangan hdengan 

hkewajibanya.124 

d. Melanggar hketentuan hPasal h210 hKUHP; hmemberi hatau 

hmenjanjikan hsesuatu hkepada hseorang hhakim hdengan 

hmaksud huntuk hmempengaruhi hputusannya. 

e. Melanggar hketentuan hPasal h387 hKUHP; hpemborong 

hatau hahli hbangunan, hpenjual hbahan hbangunan, 

hmelakukan hperbuatan hcurang hpada hwaktu hmembuat 

hbangunan, hatau hpada hwaktu hmenyerahkan hbahan-

bahan hbangunan hyang hdapat hmembahayakan 

hkeamanan horang/ hbarang hatau hkeselamatan hNegara 

hdalam hkeadaan hperang hatau hmelanggar hPasal h388 

hKUHP; hmelakukan hperbuatan hcurang hsaat 

hmenyerahkan hperlengkapan huntuk hkeperluan 

hangkatan hlaut hatau hangkatan hdarat hyang 

hmembahayakan hkeselamatan hNegara hdalam hkeadaan 

hperang.125 

f. Melanggar hketentuan hPasal h415 hKUHP; hpenggelapan 

holeh hseseorang hpejabat hatau horang hlain hyang 

hmenjalankan hsuatu hjabatan humum.126 

g. Melanggar hketentuan hPasal h416 hKUHP; hPejabat hatau 

horang hlain hyang hmenjalankan hsuatu hjabatan humum 

hyang hsengaja hmembuat hsecara hpalsu hatau 

                                                            
123Ibid. Pasal 3. 
124Ibid. Pasal 5. 
125Ibid. Pasal 7. 
126Ibid. Pasal 8. 
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hmemalsukan hbuku-buku hdan hdaftar hkhusus huntuk 

hpemeriksaan hadministrasi.127 

h. Melanggar hketentuan hPasal h417 hKUHP; hPejabat hatau 

horang hlain hyang hmenjalankan hsuatu hjabatan humum 

hyang hsengaja hmenggelapkan, hmengahancurkan, 

hmerusak hatau hmembikin htidak hdapat hdipakai hbarang-

barang hsebagai hpembuktian hseperti hakta-akta, hsuart-

surat hatau hdaftar-daftar hyang hdikuasai hkarena 

hjabatannya.128 

i. Melanggar hketentuan hPasal h418 hKUHP; hPejabat hyang 

hmenerima hhadiah hatau hjanji hkarena hkekuasaan hatau 

hkewenangan hyang hberhubungan hdengan 

hjabatannya.129 

j. Melanggar hketentuan hPasal h419 hKUHP; hPejabat hyang 

hmenerima hhadiah hatau hjanji huntuk hmelakukan hatau 

htidak hmelakukan hsesuatu hdalam hjabatannya hyang 

hbertentangan hdengan hkewajibannya hatau hmelanggar 

hketentuan hPasal h420 hKUHP; hhakim hyang hmenerima 

hhadiah hatau hjanji hyang hdiketahui hbahwa hitu hdiberikan 

huntuk hmempengaruhi hputusannya hatau hmelanggar 

hketentuan hPasal h423 hKUHP; hPejabat huntuk 

hmenguntungkan hdiri hsendiri hatau horang hlain hdengan 

hcara h hmelawan hhukum hdengan hmenyalahgunakan 

hkekuasaannya, hmemaksa hseseorang huntuk 

hmemberikan hsesuatu h(Knevelarij), hatau hmelanggar 

hketentuan hPasal h425 hKUHP; hPejabat hsaat 

hmenjalankan htugas hmenerima, hmeminta hatau 

hmemotong hpembayaran hseolah-olah hhutang 

hkepadanya hpadahal hdiketahui htidak hdemikian hadanya 

h(Knevelarij), hatau hmelanggar hPasal h h435 hKUHP; 

hPejabat hyang hsecara hlangsung hatau htidak hlangsung 

hsengaja hturut hserta hdalam hpemborongan, hleveransir, 

                                                            
127Ibid. Pasal 9. 
128Ibid. Pasal 10. 
129Ibid. Pasal 11. 
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hatau hpersewaan, hpadahal hdia hditugasi huntuk 

hmengurus hatau hmengawasinya.130 

k. Memberi hhadiah hatau hjanji hkepada hPegawai hNegeri 

hatas hkekuasaan hatau hwewenang hyang hmelekat hpada 

hjabatan hatau hkedudukannya.131 

l. Melanggar hketentuan hUndangUndang hlain hyang 

hsecara htegas hmenyatakan hTindak hPidana hKorupsi.132 

m. Melakukan hpercobaan, hpembantuan, hpemufakatan 

hjahat huntuk hmelakukan hTindak hPidana hKorupsi.133 

n. Setiap horang hdiluar hwilayah hIndonesia hyang 

hmemberikan hbantuan, hkesempatan, hsarana hatau 

hketerangan huntuk hterjadinya hkorupsi.134 

UndangUndang hini hmempunyai hbanyak hkelebihan 

hjika hdibandingkan hdengan hUndang-Undang hyang 

hmengatur hhal hsama hsebelumnya hyakni hUndangUndang 

hNomor h3 hTahun h1971. hKelebihan htersebut hdiantaranya 

hrumusan hmelawan hhukumnya hyang hbukan hhanya 

hmelawan hhukum hdalam harti hformil htetapi hjuga hmelawan 

hhukum hdalam harti hmateril.Melawan hhukum hdalam harti 

hmateril hmengandung hmakna: h“meskipun hperbuatan 

htersebut htidak hdiatur hdalam hperaturan hper hUndang-

Undangan htetapi hdianggap htercela hkarena htidak hsesuai 

hdengan hrasa hkeadilan hatau hnorma-norma hsosial hdalam 

hmasyarakat, hmaka hperbuatan htersebut hdapat 

hdipidana”.135 

Kelebihan hlain hadalah hrumusan hTindak hPidana 

hKorupsi hyang hbersifat hdelik hformal hsehingga htidak hperlu 

hmelihat hakibat hdari hperbuatan htersebut. hMengatur hpula 

hmengenai hpemberatan hpidana hdengan h“dapat” 

hditerapkannya hpidana hmati hbagi hkorupsi hyang hdilakukan 

hdalam hkeadaan htertentu. hKetentuan hancaman hpidana 

                                                            
130Ibid. Pasal 12. 
131Ibid. Pasal 13. 
132Ibid. Pasal 14. 
133Ibid. Pasal 15. 
134Ibid. Pasal 16. 
135Marwan Mas, of.cit.hlm.3. 
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hdengan hminimum hkasus hyakni hpenjara hminimal, 

hsertaancaman hpidana hdenda hyang hlebih 

htinggi.UndangUndang hNomor h20 hTahun h2001 hini 

hmerupakan hperubahan hatas h21 hpasal hdalam 

hUndangUndang hNomor h31 hTahun h1999 hdan hmengatur 

hbeberapa hhal hbaru hyang hcukup hsubstansial hdiantaranya: 

a. Tidak hlagi hmengacu hpada hpasal-pasal hdalam hKUHP 

hyang hditarik hmenjadi haturan hmengenai hTindak 

hPidana hKorupsi hdalam hUndangUndang hNomor h31 

hTahun h1999, htetapi hlangsung hmenyebut hunsur-unsur 

hdelik hpidana hkorupsi hyang hterdapat hpada hpasal-pasal 

hdidalam hKUHP hyang hditarik hmenjadi hdelik hkorupsi. 

b. Mengatur hmengenai hlarangan hbagi hPegawai hNegeri 

hatau hPenyelenggara hNegara huntuk hmenerima 

hgratifikasi hyang hbermakna h“pemberian hhadiah 

hkepada hpegawai hnegeri hatau hPenyelenggara hNegara 

hyang hmeliputi; h hpemberian huang, hbarang, hrabat 

h(diskon), hkomisi, hpinjaman htanpa hbunga, hdan hfasilitas 

hlainnya”. 

c. Memperluas hmakna halat hbukti hsah hyang hberbentuk 

hpetunjuk hyang hselama hini hhanya hdapat hdiperoleh hdari 

hketerangan hsaksi, halat hbukti hsurat, hketerangan 

hterdakwa hsebagaimana hdiatur hdalam hPasal h188 hayat 

h(2) hKUHP. 

d. Mengatur hmengenai hpenggunaan hasas hpembuktian 

hterbalik hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal h12 hB 

hayat h(1) hdan hPasal h38 hA hyang hdilakukan hpada hsaat 

hpemeriksaan hdalam hsidang hpengadilan. 

e. Penegasan hmasa hpemberlakuan hUndangUndang 

hNomor h3 hTahun h1971, hUndangUndang hNomor h31 

hTahun h1999, hUndangUndang hNomor h20 hTahun h2001 

hTentang hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi 

hyang hsecara htegas hdan hjelas hdiatur hdalam hPasal h43-A 

hBab hVI-A hTentang hKetentuan hPeralihan. 

Ketentuan hmengenai hmasa hperalihan hini hmenjadi 

hpenting huntuk hmenjamin hterciptanya hkepastian hhukum, 
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hketentuan htersebut hyakni hkorupsi hyang hterjadi hsebelum 

hberlakunya hUndangUndang hNomor h20 hTahun h2001, 

hdiperiksa hdan hdiputuskan hberdasarkan hUndangUndang 

hNomor h31 hTahun h1999, hbegitu hpula hdengan hkorupsi 

hyang hterjadi hsebelum hberlakunya hUndangUndang hNomor 

h31 hTahun h1999, hdiperiksa hdan hdiputuskan 

hmenggunakan hUndangUndang hNomor h3 hTahun h1971, hini 

hdilakukan hagar htidak hterjadi hlagi hperbedaan hpenafsiran 

hseperti hpada hsaat hpemberlakuan hUndangUndang hNomor 

h31 hTahun h1999.136 

Perubahan hatas hUndangUndang hNomor h31 hTahun 

h1999 hini hmemuat hberbagai hketentuan hbaru hdiantaranya 

hmengatur hmengenai hgrafitikasi hyang hbelum hpernah hdiatur 

hsebelumnya hserta hpenyebutan hsecara hlangsung hunsur-unsur 

hdalam hketentuan hkorupsi hyang hditarik hdari hKUHP. h 

 

3. Ciri-Ciri hdan hPenyebab hTerjadinya hKorupsi 

Menurut hSayyid hHussein hAlatas hkorupsi hdi hdalam 

hpraktek hmempunyai hciri-ciri hsebagai hberikut: 

a. Korupsi hselalu hmelibatkan hlebih hdari hsatu horang. 

b. Korupsi hpada humumnya hdilakukan hpenuh hkerahasiaan. 

c. Korupsi hmelibatkan helemen hkewajiban hdan hkeuntungan 

htimbal hbalik. 

d. Korupsi hdengan hberbagi hmacam hakal hberlindung hdibalik 

hkebenaran hhukum. 

e. Mereka hyang hterlibat hkorupsi hadalah hyang hmenginginkan 

hkeputusan hyang htegas hdan hmereka hmampu 

hmempengaruhi hkeputusan. 

f. Tindakan hkorupsi hmengandung hpenipuan hbaik hpada 

hbadan hpublik hatau hmasyarakat humum. 

g. Setiap hbentuk hkorupsi hadalah hsuatu hpenghiatan 

hkepercayaan 

h. Setiap hbentuk hkorupsi hmelibatkan hfungsi hganda hyang 

hkontradiktif hdari hmereka hyang hmelakukan hitu. 

                                                            
136Ibid. hlm.8-9. 
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i. Suatu hperbuatan hkorupsi hmelanggar hnorma-norma htugas 

hdan hpertanggungjawaban hdalam htatanan hmasyarakat.137 

Dalam hbuku h“Mengungkap hTabir hMafia hPeradilan” hyang 

hditerbitkan holeh hICW hdalam hWasingatu hZakiyah hdkk,138
 

hMengutip hSayyid hHussein hAlatas hyang hmengkategorikan 

hberbagai htindakan hdalam hproses hperadilan hyang htermasuk 

hkorupsi hberdasarkan hhasil hpenelitiannya hdiberbagai hNegara 

hAsia, hterutama hdi hMalaysia hdan hIndonesia. 

Ada htujuh hkategori hkorupsi hmenurut hSayyid hHussein 

hAlatas, hyaitu: 

a. Korupsi htransaktif hyaitu huang hyang hmenunjukan hadanya 

hkesepakatan htimbal hbalik hantara hpihak hyang hmemberi 

hdan hmenerima hkeuntungan hbersama. hKedua hbelah hpihak 

hsama-sama haktif hmenjalankan hperbuatan htersebut. 

b. Korupsi hpemerasan hyaitu hjenis hkorupsi hdimana 

hpihakpemberi hdipaksa huntuk hmenyuap hdemi hmencegah 

hkerugian hyang hmengancam hdirinya, hkepentingannya hatau 

horang-orang hdan hhal-hal hyang hdihargainya. hKorupsi hyang 

hdilakukan holeh hPolisi hLalu-lintas htermasuk hjenis hkorupsi 

hpemerasan. 

c. Korupsi hinvestif h hyaitu hpemberian hbarang hatau hjasa htanpa 

hada hpertalian hlangsung hdengan hkeuntungan htertentu, 

hselain hkeuntungan hyang hdiharapkan hakan hdiperoleh hpada 

hmasa hmendatang. hBentuk hkorupsi hseperti hini hdilakukan 

holeh hpengacara hyang hmemberi huang hbulanan hsecara hrutin 

hkepada hhakim, hharapanya hkelak hketika hkasusnya hmasuk 

hke hpengadilan, hhakim hyang htelah hdi h“gajinya” hlangsung 

hmenangani hperkaranya. 

d. Korupsi hperkerabatan h(nepotisme), hyaitu hpenunjukan 

hsecara htidak hsah hterhadap hteman hatau hsaudara huntuk 

hmemegang hsuatu hjabatan, hatau htindakan hpengutamaan 

hdalam hsegala hbentuk hyang hbertentangan hnorma hatau 

hperaturan hyang hberlaku. 

                                                            
137Sayyid Hussein Alatas.of.cit. hlm.12. 
138Wasingatu zakiyah, dkk.2002. Mengungkap Tabir Mafia 

Peradilan.Indonesia Corruption Wacth. Jakarta. hlm.22.  
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e. Korupsi hdefinisi. hKorupsi hJenis hini hdilakukan holeh hkorban 

hkorupsi hpemerasan, hdengan hdemikian horang hyang 

hdiperas hmelakukan hkorupsi huntuk hmenyelamatkan 

hkepentinganya, hkorupsi hseperti hini hsering hdilakukan holeh 

hkeluarga hterdakwa hditahan hatau hdiperoses hlebih hlanjut. 

f. Korupsi hotogenik h(autocurruption) hyaitu hkorupsi hyang 

hdilakukan holeh hseorang hdiri hkarena hmempunyai 

hkesempatan huntuk hmemperoleh hkeuntungan hdari hsuatu 

hyang hdiketahuinya hsendiri. hPanitera hpengadilan hkerap 

hmelakukan hkorupsi hseperti hini hdalam hadministrasi 

hpendaftaran hperkara. hKetidak hjelasan htarif hpendaftaran 

hmembuatnya hleluasa hmenentukan hharga hyang hharus 

hdibayar holeh hpengacara. 

g. Korupsi hdukungan, hyaitu hdukungan hterhadap hkorupsi 

hyang hada hatau hpenciptaan hsuasana hyang hkondusif huntuk 

hdilakukannya hkorupsi, hkorupsi hini hdilakukan, hmisalnya 

helit hlembaga hperadilan hyang htidak hmempunyai hkemauan 

hpolitik huntuk hmenindak htegas hbawahannya.139 

Menurut hSayyid hHussein hAlatas, hbahwa hciri-ciri hkorupsi 

hsebagai hberikut: 

a. Korupsi hsenantiasa hmelibatkan hlebih hdari hsatu horang, hhal 

hini htidak hsama hdengan hkasus hpencurian hatau hpenipuan. 

hSeorang hoperator hyang hkorup hsesungguhnya htidak hada 

hdan hkasus hitu hbiasanya htermasuk hdalam hpengertian 

hpenggelapan, hcontohnya hadalah hpernyataan htentang 

hbelanja hperjalanan hatau hrekening hhotel, hnamun hdisini 

hsering hkali hada hpengertian hdiam-diam hdiantara hpejabat 

hyang hmempraktekkan hbeberapa hpenipuan hadalah 

hpermintaan huang hsaku hyang hberlebihan, hhal hini hbiasanya 

hdilakukan hdengan hmeningkatkan hfrekuensi hperjalanan 

hdalam hpelaksanan htugas. hKasus hseperti hini hyang 

hdilakukan holeh hpara helit hpolitik hsekarang hyang hkemudian 

hmengakibatkan hterjadinya 

a. polemik hdimasyarakat. 

                                                            
139Hussein Alatas. of.cit. hlm.22. 
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b. Korupsi hpada humumnya hdilakukan hsecara hrahasia, hkecuali 

hkorupsi hitu htelah hmerajalela hdan hbegitu hdalam hsehingga 

hindividu hyang hberkuasa hdan hmereka hyang hberada 

hdidalam hlingkungannya htidak htergoda huntuk 

hmenyembunyikan hperbuatannya. hNamun, hwalaupun 

hdemikian hmotif hkorupsi htetap hdijaga hkerahasiaannya. 

c. Korupsi hmelibatkan helemen hkewajiban hdan hkeuntungan 

htimbal hbalik. 

d. Mereka hyang hmempraktekkan hcara-cara hkorupsi hbiasanya 

hberusaha huntuk hmenyelubungi hperbuatannya hdengan 

hberlindung hdibalik hpembenaran hhukum. 

e. Mereka hyang hterlibat hkorupsi hmenginginkan hputusan 

hyang htegas hdan hmampu huntuk hmempengaruhi hkeputusan-

keputusan hitu. 

f. Setiap hperbuatan hkorupsi hmengandung hpenipuan, 

hbiasanya hdilakukan holeh hbadan hpublik hatau humum 

h(masyarakat). 

g. Setiap hbentuk hkorupsi hadalah hsuatu hpenghianatan 

hkepercayaan.140 

 

Adapun hfaktor-faktor hpenyebab hterjadinya hkorupsi 

hadalah hsebagai hberikut: 

a. Lemahnya hpendidikan hagama hdan hetika. 

b. Kolonialisme, hsuatu hpemerintahan hasing htidak 

hmenggugah hkesetiaan hdan hkepatuhan hyang hdiperlukan 

huntuk hmembendung hkorupsi. 

c. Kurangnya hpendidikan, hnamun hkenyataannya hsekarang 

hkasus-kasus hkorupsi hdi hIndonesia hdilakukan holeh hpara 

hkoruptor hyang hmemiliki hkemampuan hintelektual hyang 

htinggi, hterpelajar hdan hterpandang hsehingga halasan hini 

hdikatakan hkurang htepat. 

d. Kemiskinan, hpada hkasus hkorupsi hyang hmerebak hdi 

hIndonesia, hpara hpelakunya hbukan hdidasari holeh 

hkemiskinan hmelainkan hkeserakahan hsebab hmereka 

                                                            
140Evi Hartanti. 2007. Tindak Pidana Korupsi. Ed. Kedua. Sinar Grafika. 

Jakarta. hlm.10. 
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hbukanlah hdari hkalangan hyang htidak hmampu hmelainkan 

hdari hkalangan hkonglomerat. 

e. Tidak hadanya hsanksi hyang hkeras. 

f. Kelangkaan hlingkungan hyang hsubur huntuk hpelaku 

hantikorupsi. 

g. Struktur hpemerintahan. 

h. Perubahan hradikal, hpada hsuatu hsistem hnilai hmengalami 

hperubahan hradikal, hkorupsi hmuncul hsebagai hsutau 

hpenyakit htransisional. 

i. Keadaan hmasyarakat, hkorupsi hdalam hsuatu hbirokrasi 

hbiasa hmencerminkan hkeadaan hmasyarakat hsecara 

hkeseluruhan.141 

 

Selain hfaktor-faktor hpenyebab hdiatas, hfaktor hpenyebab 

hterjadinya hkorupsi hdijabarkan hantara hlain: 

a. Penegakan hhukum htidak hkonsisten hatau hpenegakan 

hhukum hhanya hsebagai hhiasan hpolitik, hsifatnya hsementara 

hatau hselalu hberubah hsetiap hberganti hpemerintahan. 

b. Menyalahgunakan hkekuasaan hatau hwewenang. 

c. Langkanya hlingkungan hyang hantikorup, hsistem hdan 

hpedoman hanti hkorupsi hhanya hdilakukan hsebatas 

hformalitas. 

d. Rendahnya hpendapatan hdan hpenyelenggaraan hNegara, 

hpendapatan hyang hdiperoleh htidak hmampu hmendorong 

hpenyelenggaraan hnegara huntuk hberprestasi hdan 

hmemberikan hpelayanan hterbaik hbagi hmasyarakat. 

e. Kemiskinan hdan hkeserakahan, hmasyarakat hyang hkurang 

hmampu hmelakukan hkorupsi hkarena hkesulitan hekonomi 

hsedangkan hmasyarakat hyang hberkecukupan hmelakukan 

hkorupsi hkarena hkeserakahan htidak hpernah hpuas hdan 

hmenghalalkan hsegala hcara huntuk hmendapatkan 

hkeuntungan. 

f. Budaya hmemberi hupeti, himbalan hjasa hdan hhadiah. 

g. Konsekwensi hjika hditangkap hlebih hrendah hdaripada 

hkeuntungan hkorupsi, hsaat htertangkap hbiasa hmenyuap 

                                                            
141Sayyid Husen Alatas.of.cit. hlm.47-48. 



98  │ Dr. Abnan Pancasilawati, S.Ag, M.Ag. 

hpenegak hhukum hsehingga hdibebaskan hatau hsetidaknya 

hmeringankan hhukumanya. 

h. Budaya hpermisif hatau hserba hmembolehkan, hmenganggap 

hbiasa hbila hada hkorupsi, hkarena hsering hterjadi, htidak hpeduli 

horang hlain, hasal hkepentinganya hsendiri hterlindungi. 

i. Gagalnya hpendidikan hagama hdan hetika, hbahwa hagama 

htelah hgagal hmenjadi hpelindung hmoral hbangsa hdalam 

hmencegah hkorupsi hkarena hperilaku hmasyarakat hyang 

hmemeluk hagama hitu hsendiri hmenganggap hagama hhanya 

hpada hmasalah hsebagaimana hcara hibadah hsaja hsehingga 

hagama hnyaris htidak hberfungsi hdalam hmemainkan hperan 

hsosial.142 

 

Faktor hyang hpaling hpenting hdi hdalam hdinamika 

hkorupsi hadalah h 

keadaan hmoral hdan hintelektual hpara hpemimpin hmasyarakat. 

hKeadaan hmoral hdan hintelektual hdalam hkonfigurasi hkondisi-

kondisi hyang hlain. hBeberapa hfaktor hyang hdapat hmenekan 

hkorupsi, hwalaupun hbelum hpada htahap hpemberantasan 

hkorupsi hsecara htotal hyaitu: 

a. Keterikatan hpositif hpada hpemerintahan hdan hketerlibatan 

hspiritual hserta htugas hkemajuan hnasional hdan hpublik 

hmaupun hbirokrasi. 

b. Administrasi hyang hefisien hserta hpenyesuaian hstruktur 

hyang hlayak hdari hmesin hdan haturan hpemerintah hsehingga 

hmenghindari hpenciptaan hsumber-sumber hkorupsi. 

c. Kondisi hsejarah hdan hsosiologis hyang hmenguntungkan. 

d. Berfungsi hsuatu hsistem hyang hantikorupsi. 

e. Kepemimpinan hkelompok hyang hberpengaruh hdengan 

hstandar hmoral hdan hintelektual hyang htinggi. 

C. Sejarah hKorupsi hDi hIndonesia 

1. Korupsi hdi hMasa hPemerintahan hHindia hBelanda 

Dalam hbukunya hyang hberjudul h“Politik, hKorupsi, hdan 

hBudaya”, hOng hHok hHam hmenyatakan hbahwa hkorupsi htelah 

                                                            
142Diakses dari www.indopos.co.id. 27 September 2006. Pada tanggal 20 

Agustus 2013. 

http://www.indopos.co.id/
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hmerasuk hdan hmenjadi hkenyataan hhidup hbangsa hIndonesia. 

hKorupsi hsudah hmenjadi hbudaya hbangsa hIndonesia hjauh 

hsebelum hIndonesia hmerdeka, hyaitu hsejak hjaman hpenjajahan 

hBelanda. hIni hdapat hditelusuri hdari hmunculnya hterminologi 

h(istilah) h“katabelece” h hsebagai hsalah hsatu hmodus hoperandi 

hkorupsi. h“katabelece hsendiri hberasal hdari hbahasa hBelanda 

hyang hberarti hSurat hSakti. hGunanya huntuk hmempengaruhi 

hkebijakan/ hkeputusan huntuk hkepentingan htertentu 

hatautindakan htertentu hyang hsifatnya hmenguntungkan 

hpribadi hataukelompok”.143 

Pernyataan hOng hHok hHam htersebut hcukup hmemberi 

hpenegasan hbahwa hmembudayanya hkorupsi hdikalangan 

hmasyarakat hsaat hpendudukan hdan hpengaruh hVOC hternyata 

hberlanjut hhingga hVOC hitu hsendiri hhengkang hdari hbumi 

hNusantara. hKarena hitu hketika hBelanda hmenjajah hIndonesia, 

hkorupsi hyang hsudah hmembudaya hdikalangan hmasyarakat hitu 

hsulit hdiberantas. hHal hini hseperti hyang hdkemukakan holeh hM. 

hHusni hThamrin hsebagai hberikut: 

Persoalan hkorupsi hini htidak hberarti htuntas htatkala hVOC 

hdigantikan holeh hpemerintah hHindia hBelanda. hSistem 

hbirokrasi hHindia hBelanda hyang hmengenal hdua hsistem, 

hBestuursBeambten h(BB) hdan hPangrehPraja, hmemicu 

htindakan hkorupsi hdalam hbentuk hyang hlain. hPada hmasa 

hTanam hPaksa, h1830 h– h1870, hpenduduk hpribumi hdiwajibkan 

huntuk hmenanam hbeberapa hjenis htanaman hyang hlaku hdi 

hpasar-pasar hEropa. hMenurut hperaturan hpetani hdiharuskan 

huntuk hmenanami h1/3 hbagian hdari htanahnya hbagi htanaman 

hwajib htersebut. hUmumnya htanaman htersebut hberusia 

htahunan hseperti hkopi, hteh hatau hnila. hBerdasakan hperaturan 

hharus hmengubah h1/3 hbagian hdari hsawah-sawah hproduktif 

hmereka hguna htanaman htersebut hdan hmeluangkan h1/3 hwaktu 

hmereka huntuk hmengawasi htanaman htersebut. hAkan htetapi 

hdalam hprakteknya hkepala hdesa, hdemang,wedana, hatau 

hbupati hyang hbertanggung hjawab hatas htanam hpaksa htersebut 

hjustru hmemaksa hpetani huntuk hmenanami h2/3 hbagian hdari 

                                                            
143Muhammad Masyhuri Na’im. Loc.cit 
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htanahnya huntuk htanaman hwajib. hKeuntungan hyang hdidapat 

hsudah hbarang htentu hmasuk hdalam hkantung hpribadi hpara 

hpejabat htersebut. hSementara hitu hresiden-residen hdan 

hpengawas h(controluer) hHindia hBelanda hmendiamkan hsaja 

hpraktek htersebut hkarena hmendapat hbagian hyang htidak 

hsedikit. hTidaklah hheran hbila hpada hmasa hTanam hPaksa hwabah 

hpenyakit hdan hkelaparan hmelanda hpenduduk hpedesaan, 

hterutama hdi hPulau hJawa, hkarena hdi hdalam hprakteknya 

hmereka hlebih hbanyak hmenghabiskan hwaktunya huntuk 

hmengawasi htanaman htahunan hyang hdiwajibkan hdan htak 

hmemiliki hwaktu hlagi huntuk hsawah-sawah hmereka. hBelum 

hlagi h1/3 hbagian hyang hdapat hmereka htanami huntuk hpadi, htak 

hmencukupi hkeutuhan hkeluarga hmereka hdalam hsetahun.144 

Pergantian hera hdari hVOC hke hera hPemerintahan hHindia 

hBelanda htidak hmenjadikan hwilayah hNusantara hterbebas hdari 

hpraktek hdan hbudaya hkorupsi. hMeskipun hupaya 

hpemberantasan hkorupsi hdilakukan, htetapi hkorupsi htetap hsaja 

hterjadi, hbahkan hfaktanya hkorupsi hsemakin hmerajalela. 

hPolitik htanam hpaksa hyang hdiambil hBelanda hmalah 

hmenjadikan hpraktik hkorupsi htumbuh hsubur hdi hkalangan 

hpejabat h“pemerintahan” hdalam hnegeri h(yang hmerupakan 

horang-orang hpribumi). h 

Praktek hkorupsi hsudah hbenar-benar hmerambah hke 

hpejabat hpribumi hyang hdiberi hkewenangan holeh hBelanda. 

hKorupsi hbahkan htetap hdan hterus hterjadi hmeskipun hBelanda 

hmencabut hsistem htanam hpaksa hdan hdiganti hdengan hsistem 

hperekonomian hliberal. hHal hini hsemakin hmemberikan 

hpengetahuan hkepada hkita hbahwa hkorupsi hsudah htidak hlagi 

hdapat hdiselesaikan hdengan hpendekatan hsistem 

hperekonomian hkarena hsudah hterlampau hmerusak hmoral. 

Korupsi hyang hterjadi hpada hmasa hpemerintahan 

hHindia hBelanda hadalah hadanya hkombinasi hfaktor hpenyebab 

hyang hterjadi hbersamaan. hDi hsatu hsisi hgaji hbirokrasi hyang 

hrendah, hdi hsisi hlain hpejabat helit hbirokrasi hmemiliki hsikap hdan 

                                                            
144Ibid. 
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hmental h“rent hseeking” hsemacam hupeti hdari hrakyatnya, hyang 

hdibenarkan holeh hpemerintahan. h 

Pemerintah hBelanda hmembiarkan hpraktek hupeti 

htersebut hkarena hmereka hmenginginkan hdukungan hdari 

hpejabat-pejabat hpribumi huntuk hkelanggengan 

hpemerintahannya. hTerjadilah hsemacam hiklim hsaling 

hmembiarkan. hYaitu, hpemerintah hbelanda hmembiarkan 

hpraktik h“rent hseeking” hdikalangan hpejabat hbirokrasi helit 

hpribumi huntuk hmemperoleh hdukungan hpolitik hdari hmereka. 

hSementara hpara hpejabat helit hbirokrasi hpribumi hmembiarkan 

hBelanda hmelanggengkan hpemerintahan hdan hkekuasaannya 

hkarena hmereka hmendapatkan hkeuntungan hekonomi hpribadi. 

hInilah hyang hmenyebabkan hbahwa hkorupsi hsemakin hmenjadi-

jadi hdan htak hdapat hdiberantas hdengan hseksama. 

 

2. Korupsi hdi hMasa hPendudukan hJepang 

Bagaimana hKorupsi hsetelah hera hPemerintahan hHindia 

hBelanda?. hJepang hyang hmenjajah hIndonesia hsetelah hBelanda 

hternyata htidak hmembawa hperubahan hyang hberarti hbagi 

hpemberantasan hpraktik hkorupsi hbirokrasi. h 

Kehidupan hrakyat hIndonesia hbahkan hsecara hkualitatif 

hlebih hsengsara. hSehingga hberkembang hsinyalemen hbahwa 

hpenduduk hJepang hmenjajah hIndonesia h3,5 htahun hnilai 

hpenderitaannya hsama hdengan hmasa hpenjajahan hBelanda h3,5 

habad. hTulisan hini htidak hdimaksudkan huntuk 

hmembandingkan hpenderitaan hrakyat hIndonesia hantara hmasa 

hpenjajahan hBelanda hdengan hmasa hpenjajahan hJepang. hTetapi 

hyang hingin hdigambarkan hdisini hadalah hperihal hkorupsi. 

hTernyata hantara hmasa hpenjajahan hBelanda hdan hmasa 

hpenjajahan hJepang hsama hsaja. hKorupsi htetap hterjadi hdan 

hmerajalela. 

Dalam hcatatan hbanyak hahli hsejarah, hperiode 

hpenduduk hJepang hdipercaya hsebagai hmasa hmerajalelanya 

hkorupsi. hPemerintah hpenduduk hjepang hmemberlakukan 

hIndonesia hsebagai harena hperang, hdimana hsegala hsumber 
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halam hdan hmanusia hharus hdipergunakan huntuk hkepentingan 

hperang hbala htentara hDai hNippon. h 

Bahkan hakibat hlangkanya hminyak htanah, hyang 

hdiprioritaskan hbagi hkepentingan hbala htentara hJepang, hrakyat 

hdiwajibkan huntuk hmenanam hpohon hjarak,yang hakan hdiambil 

hbijinya hsebagai halat hpenerangan. hSangat hsulit huntuk 

hmendapatkan hberas hatau hpakaian hpada hsaat hitu.145 

Korupsi hpada hmasa hpendudukan htentara hJepang 

hdiperparah holeh hadanya hkekacauan hekonomi hrakyat, hdan 

hterlalu hberorientasinya hJepang hpada hambisi huntuk 

hmemenangi hperang hdikawasan hAsia, hsehingga hpelayanan 

hadministrasi hpemerintahan, hpembangunan hekonomi, hdan 

hkesejahteraan hrakyat hdiabaikan. 

Sebagaimana hdinyatakan holeh hThamrin, hahli hsejarah 

hbanyak hyang hmencatat hbahwa hkorupsi hpada hsaat 

hpendudukan hJepang hbahkan hlebih hparah hdibandingkan hmasa 

hVOC hmaupun hmasa hpemerintahan hBelanda. 

 

3. Antikorupsi hdi hMasa hOrde hLama 

Anderson146
 hpernah hmenyatakan hbahwa hkorupsi hdi 

hIndonesia hsudah hada hsebelum hBelanda hmenjajah hIndonesia 

hdan hkorupsi hmalah hmerajalela hsaat hpenjajahan hBelanda. 

hBagaimana hsituasinya hsesudah hIndonesia hmendeklarasikan 

hkemerdekaannya?. hHerbert hFeith147
 hmenuturkan hbahwa 

hlepas hdari hbelenggu hpenjajahan, htepatnya hsetelah 

hproklamasi hkemerdekaan h1945, huntuk hsementara hwaktu 

hkorupsi hmenurun hcukup hsignifikan h“due hto hnationalistic 

hfervor hand hpolicies hmade hby hearly hIndonesia hgovernment hto 

hcreate hprofessional hbureaucracy, hcheck hand 

hbalancemechanisms, hand hlegal hsystem” hPara hpengamat 

hmenganalisis, hbahwa hhal hitu hdisebabkan holeh hmasih 

                                                            
145Ibid. 
146Benedict Andmerson. 1972. “The Ideal  of Power In Javanese Culture”. 

Dalam Claire Holt, ed, Culture and Politics In Indonesia. Itchaca, NY : Cornell 
Univercity Press. 

147Herbert Feith. 1962. "The Decline Of Constitutionsl Democrasy in 
Indonesia”. Ithaca, NY: Cornell Univercity Press. 
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htingginya hidealisme hyang hdimiliki hkalanganpejuang hdan 

hpenggerak hrevolusi. 

Tetapi hkondisi hini htidak hberlangsung hlama. hSetelah 

htahun h1955, hterutama hpada hmasa h“demokrasi hterpimpin” 

h1959, hkorupsi hmeningkat hlagi. hRobertson-Snape 

hmenuturkan; h“during hthe hfinal hyears hof hSoekarno’s hrule,when 

hinflation hwas hrising hout-of-control hand hwhen hgovernment 

hofficials hwere hnot hable hto hmaintain h ha hdecent hliving hstandard 

hdue hto htheir hlow hsaleries hand hhigh hinflation hrates, hcorruption 

hunder hSoekarno hreached hits hnadir hpoint”.148 

Ada hbeberapa hcatatan huntuk hmenandai hawal hmula 

hmunculnya hkorupsi hdikalangan hpejabat hdalam hnegeri hmasa 

hini:Pertama, hketika hpemerintah horde hlama hmebuat 

hkebijakan huntuk hmengambil halih hperusahaan hdan haset-aset 

hasing, hyang hdikenal hdengan h“nasionalisasi” hmelalui hsebuah 

hUndang-Undang hyang hdikeluarkan hpada htahun h1958. 

hKebijakan hyang hsejatinya hsyarat hmisi huntuk hmemulihkan 

hperekonomian hnasional hitu hdisalahgunakan hdan htidak 

hterkontrol hsecara hbaik hdan htransaparan holeh hkalangan 

hmasyarakat hsipil. 

Kedua, hketika hpemerintahan horde hlama 

hmengeluarkan hkebijakan hpolitik hBenteng, hyang hsejatinya 

hjuga hsyarat hmisi huntuk hmembantu hpara hpengusaha hdalam 

hnegeri hdapat hdibentengi hdan hdiproteksi hnegara. hTetapi 

hkebijakan hini hdalam himplementasinya hdiselewengkan hserta 

hsyarat hKKN h(Korupsi-Kolusi-Nepotisme).Pada hmasa 

hpemerintahan hOrde hLama, hgerakan hanti-korupsi 

hsilaksanakan hpada hawal htahun h1960-an, hditandai hdengan 

hdisahkan h“Undang-Undang hKeadaan hBahaya”. hUndang-

Undang htersebut hmelahirkan h hKomisi hPemberantas hKorupsi 

hyang hdiberi hnama hPARAN h(Panitia hRetoolink hAparatur 

hNegara). hSebagai hlembaga hanti hkorupsi hyang hbaru hpertama 

hkali hdibentuk hdan hdimiliki hIndonesia. 

                                                            
148Fiona Robertson Snape. 1999. ”Corruption, Collusion, and Nepotism in 

Indonesia”.Dalam Twird World Quarterly, June, Vol.20.No.3. 
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Ada htiga hfaktor hyang hkuat hdiduga hsebagai hpenyebab 

hkegagalan horde hlama hdalam hmemberantas hkorupsi. hPertama, 

hfaktor hbelum hadanya hkebijakan hderifasi h(kebijakan hturunan) 

hyang hmemungkinkan hagen hpelaksana hkebijakan hbisa 

hmenjalankan htugasnya hdengan hbaik. hKedua, hfaktor hadanya 

hresistensi hdari hpara hpejabat hnegara h(terutama hyang 

hdiindikasikan hkorup) hdengan hcara hmenolak hmenyerahkan 

hdaftar hkekayaannya hkepada hPARAN. hMereka hhanya hmau 

hmenyerahkan hkepada hPresiden h(meskipun hdalam 

hkenyataannya hhingga hPARAN hbubar hmereka htidak hpernah 

hmenyerahkan hdaftar hkekayaannya hke hPresiden). hKetiga, 

hfaktor htidak hberkaitnya hsecara hlangsung hantara hstrategi 

hpemberantasan hkorupsi hdengan hsistem hadministrasi hpublik 

hyang hdipraktekkan. 

PARAN hakhirnya hdibubarkan. hPemerintah hOrde hLama 

hselanjutnya hmengeluarkan hkebijakan hbaru hyang hdikemas 

hdalam hKeppres hNomor h h275 hTahun h1963 htentang 

hPemberantasan hKorupsi. hImplementasi hkebijakan 

hantikorupsi hyang hdi hback-up hdengan hKeppres hitupun hgagal. 

hJadi hhingga hPemerintahan hOrde hLama htumbang, 

hpemberantasan hkorupsi hbelum hmembuahkan hhasil hyang 

hberarti. hSebagai htambahan, hberikut hini hdikutipkan hanatomi 

hkorupsi hdi hmasa horde hlama: 

a. Pemerintahan hSoekarno hberupaya huntuk hmelakukan 

hrasioanlisasi hperusahaan-perusahaan hAsing hmelalui 

hsuatu hUndang-undang. hTetapi hsebelum hUndang-undang 

htersebut hdiberlakukan h(1958), hpihak hmiliter h(AD), htelah 

hmelakukan haksi hsepihak hdan hmerebut hperusahaan-

perusahaan hasing htersebut. hPada htanggal h13 hDesember h 

h1957 hMayor hJendral hA.H.Nasution h(KSAD hpada hsaat hitu) 

hmengeluarkan hlarangan hpengambilalihan hperusahaan 

hBelanda htanpa hsepengetahuan hmiliter hdan 

hmenempatkan hperusahaan-perusahaan hyang hdiambil 

halih htersebut hdibawah hpengawasan hmiliter. 

b. Pemerintah hIndonesia hmenerapkan hkebijakan hPolitik 

hBenteng hdengan hmemberikan hbantuan hkredit hdan 



 

 

Konsep Hukum Anti Korupsi │  105 

hfasilitas hkepada hpengusaha-pengusaha hpribumi. 

hProgram hini htidak hmelahirkan hpengusaha hpribumi hyang 

htangguh; htetapi hyang hterjadi hjustru hpraktek hkolusi, 

hkorupsi, hdan hnepotisme h(KKN). hPengusaha-pengusaha 

hyang hmendapatkan hlisensi hhanyalah hpengusaha-

pengusaha hyang hdekat hdengan hpemerintah hdan 

hkekuatan-kekuatan hpolitik hyang hdominan. 

c. Kegagalan hpemerintah hDemokrasi hTerpimpin huntuk 

hmengatasi hdisintegrasi hadministrasi hkenegaraan. 

hPerekonomian htetap htergantung hpada hbirokrasi hpartai-

partai hpolitik hdan hmiliter. hAparat hnegara htak hbekerja 

hdengan hbaik hdan hkorupsi hsemakin hmerajalela.149 

 

4. Antikorupsi hdi hMasa hOrde hBaru 

Ketika horde hSoekarno htumbang hdan hdigantikan holeh 

hSoeharto, hharapan hbaru hterhadap hpemberantasan hkorupsi 

hmuncul. hIndonesia hdi hera hpemerintahan hSoeharto h htetap 

hmerupakan hsalah hsatu hnegara hterkorup. hTahun h1966-1980 

hpemerintahan hSoeharto hditandai hdengan hmonopoli hnegara 

hatas hsemua hurusan hekonomi hyang hstrategis, hmaka hpada 

hperiode h1980-1998 hpemerintahan hSoeharto hditandai 

hdengan hprivatisasi hekonomi. hKorupsi hyang hterjadi hpada 

hperiode h1966-1980 hdiwarnai holeh hadanya hkolusi hpara 

hpejabat hpemerintahan hdengan hpara hcukong hdari hetnis 

hTionghoa. hSedangkan hkorupsi hpada hperiode h1980-1998 

hdisebabkan hadanya hnepotisme hantara hSoeharto, hanaknya 

hserta hkeluarganya.150 

Era hSoeharto hmemang hditandai hdengan hadanya 

hpertumbuhan hyang hcukup htinggi hsecara hformal, htetapi 

hrakyat hmenjadi hsengsara hsecara hmaterial. hMasyarakat hyang 

hkritis hbangkit huntuk hmengkritik hSoeharto hbahkan 

hmenimbulkan hkebencian hyang hsangat hkepada hSoeharto. h“As 

hSuharto’s hfamilies hbecome hmore hdominant hin hthe heconomy, 

                                                            
149Diakses dari www.ppatk.go.id.Pada tanggal 2 Agustus 2013. 
150R. William Liddle. 1997. Leadership and Culture in Indonesian Politics. 

Syidney. Allen & Unwin. 

http://www.ppatk.go.id/
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hcriticisms hand hopposition hagainst hSuharto’s hrule hincreased. hIt 

hhas hbecome hevident hto hindonesians hthat hthere his hmany 

haccasions hwhere hgovernment hrules hand hregulations hwere 

hmade hto hbenefitSuharto’s hfamily,this hinturn hfueled 

hcriticismsand hdiscontents hagainst hhis hrule”.151 

Salah hsatu hpolling hyang hdigunakan holeh hTransparency 

hInternational hsebagai hsumber hadalah hsebuah hsurvei hyang 

hdilakukan holeh hKonsultan hResiko hEkonomi hdan hPolitik 

hberbasis hdi hHongkong, hyang hpada h1997 hmenemukan hbahwa 

hIndonesia hdipersepsikan hsebagai hnegara hpaling hkorup hsi 

hAsia. hDalam hsurvei htersebut hsekitar h280 hpebisnis 

hekspartriat hdiberi hpertanyaan: h“Apa hpenyebab hkorupsi hdi 

hIndonesia hyang hmenurut handa hmerusak hlingkungan hbisnis 

hbagi hpengusaha hasing?”. hSebuah hnegara hdianggap hkorup hjika 

hsebuah hperusahaan hperlu hmembayar hsuap hatau hpelicin 

hlainnya hkepada hbirokrat, hpolitisi, hatau hpejabat 

hpemerintahan hagar hmemperoleh hizin hresmi huntuk htujuan 

htertentu. hmenurut hkriteria hini, hIndonesia hdianggap hsebagai 

hyang hpaling hkorup.152 

Uraian hRobertsonSnape htersebut hsangat hcukup 

hmenggambarkan hbetapa hkorupsi hdi hera hOrba hdipersepsi 

hsangat hjelek holeh hdunia. hKegagalan hpemberantasan hkorupsi 

hdi hmasa hpemerintahan hOrde hBaru hdiwarnai holeh hlahirnya 

hberbagai hperaturan hperundangan hyang hmelindungi htindakan 

hpara hkoruptor hagar hbebas hdari hjeratan hhukum. hPola hOrde 

hBaru hyang hmelindungi hkoruptor hini hdapat hdipahami hdengan 

hjelas hmelalui hpendekatan hekonomi hpolitik hkorupsi. hKarena 

hsikap hpemerintahan hOrde hBaru hyang hdemikian hitulah hmaka 

hnegara hIndonesia hdikenal holeh hpara hpengamat hasing hsebagai 

hnegara hkleptokratik,153
 hyaitu hsuatu histilah huntuk hmenyebut 

h“negara hpara hmaling”. 

                                                            
151Alesander Arifianto. 2006. Corruption in Indonesia: Causes, History, 

Impacts and Possible Cures. 
152Fiona Robertson Snape dalam Pramono U. Tanthowi. 2005. Membasmi 

Kanker Korupsi. PSAP: Jakarta. hlm.17. 
153Susan Rose Ackerman.2006. Korupsi dan pemerintahan; Sebab, Akibat 

dan Reformasi. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 
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Tumbuh hkembangnya hkonglomerasi hdi hIndonesia 

hketika hitu hternyata htidak hdicapai hdengan hcara-cara hyang 

hsehat, htetapi hjustru hdengan hcara hpat-gulipat hyang hmerugikan 

hnegara. 

Menurut hpengkritik hliberal hdikalangan hkelas 

hmenengah hperkotaan hIndonesia hyang hsedang htumbuh hdan hdi 

hBank hDunia, hkemunculan hkonlomerasi hdi hIndonesia hbukan 

hmelalui hkompetisi hpasar hterbuka, hmelainkan hsebagai hhasil 

hkorupsi, hkolusi, hdan hnepotisme. hIa hbukan hsaja htidak hefisiensi, 

hmelainkan hjuga hterkonsentrasi hhanya hdisektor-sekyor 

hbarang hnon hperdagangan huang hdiproteksi, htidak hmenambah 

hapa-apa hkepada hdaya hsaing hIndonesia hsecara hglobal.154 

Para hkapitalis hyang hmencoba hmenjalin hhubungan 

hdengan hpemerintah hdemi hkeuntungan hbisnis hdapat hdisebut 

hpemburu hrente h(rent-seekers) hkarena hpada hpokoknya 

hmereka hmencari hpeluang-peluang huntuk hmenjadi hpenerima 

hrente hyang hdapat hpemerintah hberikan hdengan hmenyerahkan 

hsumbersayanya, hmenawarkan hproteksi, hatau hmemberikan 

hwewenang huntuk hjenis-jenis hkegiatan htertentu hyang 

hdiaturnya. h“Rente” hdi hsini hdidefinisikan hsebagai hselisih 

hantara hnilai hpasar hdari hsuatu h“kebaikan hhati” hpemerintahan 

hdengan hjumlah hyang hdibayar holeh hsi hpenerima hkepada 

hpemerintahan hdan/atau hsecara hpribadi hkepada 

hpenolongnya hdi hpemerintahan.155 

Di hmasa horde hbaru, hpemberantasan hkorupsi hbukan 

hsaja hgagal, htetapi hmalah hmenjadikan h“korupsi” hseakan 

hdilegalkan huntuk htujuan-tujuan htertentu. hsementara 

hkelembagaan hantikorupsi hyang hdibentuk htidak hdapat 

hberperan hdengan hbaik. hTidak hada hstrategi hyang hjelas. hSama 

hdengan hkegagalan hpemberantasan hkorupsi hdi hmasa hOrde 

hLama, hkegagalan hpemberantasan hkorupsi hdi hmasa hOrde 

hBaru hjuga hmencerminkan hbelum hadanya hstrategi hdan 

                                                            
154World Bank dalam Vedi R Hadiz. 2005. Dinamika kekuasaan. Ekonomi 

Politik Indonesia Pasca Soeharto. LP3ES: Jakarta. hlm.130. 
155Yoshihara Kunio. 1990. Kapitalisme Semu Asia Tenggara. LP3ES: Jakarta. 

hlm.93. 
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hkebijakan hpemberantasan hkorupsi hyang hkomprehentif, 

hsehingga hadministrasi hpublik hyang hdiperaktikan hseakan-

akan htidak hmemiliki hnilai hyang hdapat hmencegah hpotensi 

hterjadinya hkorupsi hdi htubuh hbirokrasi. hLebih hdari hitu, 

hstrategi hpemberantasan hkorupsi hyang hdibuat htidak 

hdidasarkan hpada hperspektif hadministrasi hpublik hyang hlebih 

hmenitik hberatkan hupaya hpencegahan hpotensi hterjadinya 

hkorupsi hbirokrasi, htetapi hlebih hdiwarnai holeh hkepentingan 

hpolitik hjangka hpendek. 

 

5. Antikorupsi hdi hEra hReformasi 

Ketika hSoeharto hharus hlengser hdari hjabatanya, hakibat 

hdari hgerakan hreformasi hnasional hyang hdiprakarsai holeh 

hmahasiswa hpada htahun h1998, hposisi hPresiden hRI hditempati 

holeh hB.J hHabibie, hyang htadinya hmenjabat hWakil hPresiden. 

hTentu hsaja htidak hmudah hbagi hB.J hHabibie huntuk 

hmemberantas hkorupsi hyang hsudah hbegitu hmewabah hdan 

hmenjamur hsaat hpemerintahan hSoeharto. hMasa 

hpemerintahan hB.J hHabibie hadalah hmasa htransisi hdan 

hmerupakan hmasa-masa hyang hsulit. hInvestor hasing hmaupun 

hdalam hnegeri henggan hmenanamkan hmodal hmereka hdi 

hIndonesia. h“They hprefer hto hput htheir hmoney hin hcountries hwith 

hmore hclear hrule hof hlaws hand hmuch hless hcorruption”.156 

Berdasarkan hpengalaman hhistoris hpemberantasan 

hkorupsi hdimasa hOrde hLama hdan hOrde hBaru, hpemerintahan hdi 

hera hReformasi h(yang hdilahirkan hdari hgerakan hmassa hsecara 

hnasional huntuk hmenyelamatkan hIndonesia hdari hpraktek 

hKKN), hdidesak huntuk hmelakukan hpencegahan hdan 

hpemberantasan hkorupsi hsecara hlebih hserius. hHamilton-Hart 

hdalam htulisannya hmencatat hbahwa hsejak hreformasi h1998 

hberbagai hupaya huntuk hmemerangi hkorupsi hmemang htelah 

hdilakukan hsecara hmendasar holeh hpemerintah, hantara hlain 

hmelalui: hPolitical hReform, hSocial hand hPress hFreedoms, hFiscal 

                                                            
156Colin Johnson. 2000. The Indonesian Economy in 1999: Some Comments. 

Dalam Chris Manning and Pete Van Diermen eds, Indonesia in Transition: Social 
Aspects of Reformasi and Crisis. Zed Books. London. hlm.77-84.  
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hTransparency hand hFinancial hMonitoring, hLegal hReform, hDirect 

hStrategies hAgainst hCorruption, hForeign hInvolvement hin hthe 

hReform hProcess, hand hCivil hService hReform.157 

Era hreformasi hdiawali hsejak hBJ hHabibie hdilantikpada 

hhari hKamis htanggal21 hMei h1998 hsebagai hPresiden hRI. 

hSelanjutnya hPresiden hBJ hHabibie hmelantik hsusunan hKabinet 

hReformasi hPembangunannya hpada htanggal h23 hMei h1998 

hsejak hitu hpemerintahan hHabibie htelah hberupaya 

hmereformasikan hkebijaksanaan-kebijaksanaan hdan hproduk-

produk hperundang-undangan, hkhususnya hdibidang hpolitik 

hdan hekonomi hyang hselama hini hmembelenggu hdan 

hmenyengsarakan hrakyat hIndonesia hakibat hdari hpraktek-

praktek hKKN hdan hpenyalahgunaan hkekuasaan hera horde hbaru. 

hPemerintahan hHabibie hmenyadari hbahwa haspirasi 

hmasyarakat huntuk hmemberantas hkorupsi hdan hbentuk 

hpenyimpangan hlainnya hsemakin hmeningkat, hkarena hdalam 

hkenyataan hadanya hperbuatan hkorupsi htelah hmenimbulkan 

hkerugian hkeuangan hNegara hyang hsangat hbesar hyang hpada 

hgilirannya hdapat hberdampa hpada htimbulnya hkrisis 

hperekonomian hNegara hdan hmenghambat hpembangunan 

hnasional. hkfqUntuk hitu, hupaya hpencegahan hdan 

hpemberantasan hkorupsi hperlu hsemakin hditingkatkan hdan 

hdiintensifkan hdengan htetap hmenjunjung htinggi hhak hasasi 

hmanusia hdan hkepentingan hmasyarakat. hUntuk 

hmengintensifkan hpemberantasan hpraktek-praktek hKorupsi, 

hKolusi hdan hNepotisme hpemerintahan hHabibie hmenerbitkan 

hUndangUndang hantara hlain h: 

a. UndangUndang hRepublik hIndonesia hNomor h28 hTahun 

h1999 htentang hPenyelenggaraan hNegara hYang hBersih hDan 

hBebas hDari hKorupsi, hKolusi hdan hNepotisme. hDi 

hUndangkan hpada htanggal h19 hMei hTahun h1999. 

b. UndangUndang hRepublik hIndonesia hNomor h31 hTahun 

h1999 htentang hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi. 

                                                            
157Natasha Hamilton Hart. 2001. Anti Corruption Strategiesin Indonesia. 

2001 Indonesia Project ANU,Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol. 
37.No.1. hlm.65-82. 
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hDi hUndangkan hTanggal h16 hAgustus h1999. 

hUndangUndang hRI hNo. h31 hTahun h1999 hdimaksudkan 

huntuk hmengganti hUndangUndang hNomor h3 hTahun h1971 

htentang hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi hkarena 

hsudah htidak hsesuai hlagi hdengan hperkembangan 

hkebutuhan hhokum hdalam hmasyarakat, hsehingga 

hUndang-Undang hyang hbaru hini hdiharapkan hlebih hefektif 

hdalam hmencegah hdan hmemberantas htindak hpidana 

hkorupsi. 

Setelah hpaska hpemerintahan hHabibie h(berkuasa hlebih 

hkurang h18 hbulan) hreformasi hhokum hdan hpenegakan hhukum 

huntuk hkeadilan hmasih htersendat-sendat hjauh hdari hyang 

hdiharapkan. hKorupsi, hKolusi hdan hNepotisme hmasih 

hberlanjut. hPresiden hHabibie hdiganti holeh hPresiden 

hAbdurrahman hWahid hdan hkemudian hdilanjutkan holeh 

hPresiden hMegawati hSoekarnoputri. 

Di hera hpemerintahan hPresiden hMegawati 

hSoekarnoputripemberantasan hkorupsi hdilanjutkan hantara 

hlain hdengan hmenerbitkan hUndang-Undang h: 

a. UndangUndang hRepublik hIndonesia hNomor h20 hTahun 

h2001tentang hPerubahan hAtas hUndangUndang hNomor h31 

hTahun h1999 htentang hPemberantasan hTindak hPidana 

hKorupsi. hDiundangkan htanggal h21 hNovember 

h2001.Pertimbangan hditerbitkannya hUndangUndang hini 

hantara hlain hmengingat: 

1) Bahwa htindak hpidana hkorupsi hyang hselama hini hterjadi 

hsecara hmeluas, htidak hhanya hmerugikan hkeuangan 

hNegara, htetapi hjuga htelah hmerupakan hpelanggaran 

hterhadap hhak-hak hsosial hdan hekonomi hmasyarakat 

hsecara hluas, hsehingga htindak hpidana hkorupsi hperlu 

hdigolongkan hsebagai hkejahatan hyang 

hpemberantasannya hharus hdilakukan hsecara hluar 

hbiasa. 

2) Bahwa huntuk hlebih hmenjamin hkepastian hhukum, 

hmenghindari hkeragaman hpenafsiran hhukum hdan 

hmemberikan hperlindungan hterhadap hhak-hak hsosial 
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hdan hekonomi hmasyarakat, hserta hperlakuan hsecara 

hadil hdalam hmemberantas htindak hpidana hkorupsi, 

hperlu hdiadakan hperubahan hatas hUndangUndang 

hNomor h31 hTahun h1999 htentang hPemberantasan 

hTindak hPidana hKorupsi. 

3) Penjelasan hatas hdibuatnya hUndangUndang hRI hNomor 

h20 hTahun h2001 hantara hlain hkarena, hkorupsi hdi 

hIndonesia hsudah hterjadi hsecara hsistematik, 

hterorganisir hdan hmeluas hsehingga htidak hhanya 

hmerugikan hkeuangan hNegara, htetapi hjuga htelah 

hmelanggar hhak-hak hsosial hdan hekonomi hmasyarakat 

hsecara hluas, hmaka hpemberantasan hkorupsi hperlu 

hdilakukan hdengan hcara hluar hbiasa. hDengan hdemikian, 

hpemberantasan htindak hpidana hkorupsi hharus 

hdilakukan hdengan hcara hyang hkhusus, hantara hlain 

hpenerapan hsystem hpembuktian hterbalik, hyakni 

hpembuktian hyang hdibebankan hkepada hterdakwa. 

b. UndangUndang hRepublik hIndonesia hNomor h30 hTahun 

h2002tentang hKomisi hPemberantasan hTindak hPidana 

hKorupsi. hDi hUndangkan htanggal h27 hDesember h2002. 

hUndang hUndang hini hdibuat hsesuai hdengan hketentuan 

hPasal h43 hUndangUndang hNomor h31 hTahun h1999 htentang 

hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi hsebagaimana 

htelah hdiubah hdengan hUndangUndang hNomor h20 hTahun 

h2001 htentang hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi 

hyang hindependen hdengan htugas hdan hwewenang 

hmelakukan hpemberantasan htindak hpidana hkorupsi. 

Sampai hdengan hberakhirnya hera hpemerintahan 

hPresiden hMegawati hSoekarnoputri, htindak hpidana hkorupsi 

hyang hmenguras hkeuangan hNegara/kekayaan hNegara hterus 

hberlanjut hdan hmenunjukkan htren hmeningkat. 

Era hpemerintahan hPresiden hSusilo hBambang 

hYudhoyonoyang hmenjadi hPresiden hRI hatas hpilihan hlangsung 

hrakyat hmenggantikan hPresiden hMegawati hPeriode h2004 hs/d 

h2009 hdan hterpilih hkembali hmenjadi hPresiden hRI huntuk 

hkedua hkalinya hsampai hdengan h2009 hs/d h2014. hMenjadikan 
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hpemberantasan hkorupsi hsebagai hprogram hutama 

hpemerintahannya. hDi hera hpemerintahan hSBY hditerbitkan 

hUndang-Undang hyang hberkaitan hdengan hpemberantasan 

htindak hpidana hkorupsi hantara hlain: 

a. UndangUndang hRI hNomor h13 hTahun h2006 htentang 

hPerlindungan hsaksi hdan hKorban. hDi hUndangkan hTanggal 

h11 hAgustus h2006. 

b. UndangUndang hRI hNo. h8 hTahun h2010 htentang 

hPencegahan hdan hPemberantasan hTindak hPidana 

hPencucian hUang. hDi hUndangkan hTanggal h22 hOktober 

h2010. 

c. Presiden hSBY hmengeluarkan hInstruksi hPresiden hRI hNo. h5 

hTahun h2004 htentang hPercepatan hPemberantasan 

hKorupsi. 

Upaya-upaya hpemberantasan hkorupsi hyang hdilakukan 

hpemerintah hreformasi hbelum hmenunjukan hhasil hyang 

hsignifikan. hPelaku htindak hpidana hkorupsi hsekarang hini htelah 

hmerambah hdisemua hline hdari hpusat hhingga hke hdaerah-

daerah. hKorupsi hbanyak hdilakukan holeh horang hyang hada 

hkaitannya hdengan hkekuasaan hyang hdimiliki hseseorang huntuk 

hmengelola hharta hkekayaan hatau hkeuangan hNegara. hLebih 

hjauh hlagi hdalam hperkembangannya hsampai hsaat hini hkorupsi 

hsudah hdapat hdigolongkan hsebagai hkejahatan hluar hbiasa 

hkarena hpelakunya hsemakin hpintar hdalam hmelakukan haksi 

hkejahatannya. hKorupsi hdilakukan hsecara hsistimatis hdan 

hterorganisir. hSelain hmerugikan hharta hkekayaan hatau 

hkeuangan hNegara hjuga htelah hmelanggar hhak-hak hasasi 

hmasyarakat hserta hhak-hak hasasi hperekonomian hrakyat 

hIndonesia. hPelaku htindak hpidana hkorupsi htambah hberani hdan 

htambah hkurang hajar. hPelakunya htetap hsama hterutama 

hdilakukan holeh hoknum-oknum haparatur hnegara hyang 

hberkolusi hdengan hkorporasi hhitam hatau hperorangan. 

Modus hoperandi hdan hjenis htindak hpidana hkorupsinya 

hjuga hsama, hantara hlain:Pembobolan huang hPerbankan, 

hpenggelapan, hsuap/pemerasan hdan hpungutan hliar hatau 

hpungli. hNamun hwalaupun hsudah hdiketahui hpelaku hdan 
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hmodus hoperandinya htetap hsaja hsulit hdiberantas hkarena hitu 

hpemberantasan hkorupsi hharus hdiperangi hhabis-habisan. 

hApakah hpelakunya hpejabat hnegara, haparat hpenegak hhukum 

h(Hakim, hJaksa, hPolisi), hAnggota hDPR/DPRD, hKorporasi hatau 

hperorangan hharus hditindak htegas htanpa hdiskriminasi 

hterhadap hpelakunya. 

 Hebatnya hkorupsi hsekarang hini htelah 

hbermetamorfosis/berubah hbentuk hmenyeramkan hkarena 

hmelahirkan hkorupsi hberjamaah, hsistimatis, hterorganisir hdan 

hpelakunya hpunya hmodal hbesar hdan hkekuasaan.Korupsi 

hdewasa hini hjuga hmelahirkan hmafia hhukum hyang hmodusnya 

hidentik hdengan hpelaku hkorupsi hyaitu hbertujuan hmenjarah 

hkekayaan hbangsa hIndonesia hbaik hberupa hpenjarahan 

hkeuangan hnegara hdiperbankan hdan hlain-lain, hmaupun 

hpengurasan hdan hpengrusakan hkekayaan halam hIndonesia. 

 Timbul hpertanyaan. hApakah hperundang-undangan 

htentang hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi hyang hada 

hsekarang hini hmasih hkurang hsempurna? hJawabannya hadalah 

htidak hada hsatupun hperundang-undangan hnegara hmana hsaja 

hyang hsempurna. hNamun, hbilamana haparat hpenegak hhukum 

h(Polisi, hJaksa hdan hHakim) hbermoral hbaik hmaka hhukum hyang 

hkurang hsempurna hhasilnya hmenjadi hhukum hyang hbaik. 

hTetapi hbilamana haparat hpenegak hhukum h(Polisi, hJaksa hdan 

hHakim) hmoralnya hkurang hbaik hmaka hhukum hyang hsempurna 

hhasilnya hmenjadi hhukum hyang htidak hbaik. 

 Anggapan hbahwa hmaraknya htindak hpidana hkorupsi 

hterutama hdisebabkan: 

a. Vonis hringan, hvonis hbebas hdan hpemberian 

hremisi/pembebasan hbersyarakat hkepada hpelaku htindak 

hpidana hkorupsi hmemicu hnafsu hseseorang hatau hkorporasi 

hmelakukan hkorupsi. 

b. Adanya hpenyalahgunaan hkekuasaan h(abuse hof hpower) 

haparatur hnegara h(eksekutif, hlegislatif, hdan hyudikatif) hdan 

hoknum-oknum haparat hpenegak hhukum h(oknum hPolisi, 

hoknum hJaksa hdan hoknum hHakim). 
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c. Adanya hmafia hhukum hyang hmelahirkan hmafia hperadilan, 

hmafia hpolitik, hmafia hhutan, hmafia hanggaran, hmafia hpajak, 

hdan hlain-lain htermasuk hperangkatnya hmakelar hkasus hdan 

hrakayasa hkasus hyang hsemuanya hbertujuan hmenjarah 

huang/harta hkekayaan hnegara. 

 

D. Teori-Teori hPencegahan hTindak hPidana hKorupsi 

1.Upaya hPencegahan h(pre-emtif) hTindak hPidana hKorupsi 

Yang hdimaksud hdengan hupaya hpre-emtif hdi hsini 

hadalah hupaya-upaya hawal hyang hdilakukan holeh hpihak 

hkepolisian huntuk hmencegah hterjadinya htindak hpidana. 

hUsaha-usaha hyang hdilakukan hdalam hpenanggulangan 

hkejahatan hsecara hpre-emtif hadalah hmenanamkan hnilai-

nilai/norma-norma hyang hbaik hsehingga hnorma-norma 

htersebut hterinternalisasi hdalam hdiri hseseorang. hMeskipun 

hada hseseorang huntuk hmelakukan hpelanggaran/ hkejahatan 

htapi htidak hada hniatnya huntuk hmelakukan hhal htersebut hmaka 

htidak hakan hterjadi hkejahatan. hJadi hdalam husaha hpre-emtif 

hfaktor hniat hmenjadi hhilang hmeskipun hada hkesempatan. hCara 

hpencegahan hini hberasal hdari hteori hNKK, hyaitu; hniat h 

hkesempatan hterjadi hkejahatan.158
 hcontohnya hditengah 

hmalam hpada hsaat hlampu hmerah hlalu hlintas hmenyala hmaka 

hpengemudi hitu hakan hberhenti hdan hmematuhi haturan hlalu 

hlintas htersebut hmeskipun hpada hwaktu hitu htidak hada hpolisi 

hyang hberjaga. hJadi hdalam hupaya hpre-emtif hfaktor hniat htidak 

hterjadi. 

Pola hpendidikan hyang hsistematik hakan hmampu 

hmembuat hsiswa hmengenal hlebih hdini hhal-hal hyang 

hberkenaan hdengan hkorupsi htermasuk hsanksi hyang hakan 

hditerima hkalau hmelakukan hkorupsi. hDengan hbegitu, hakan 

htercipta hgenerasi hyang hsadar hdan hmemahami hbahaya 

hkorupsi, hbentuk-bentuk hkorupsi hdan htahu hakan hsanksi hyang 

hakan hditerima hjika hmelakukan hkorupsi. hSehingga, 

hmasyarakat hakan hmengawasi hsetiap htindak hkorupsi hyang 

                                                            
158A.S. Alam. 2010. PengantarKriminologi. Pustaka Refleksi: Makassar. 

hlm.79-80. 
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hterjadi hdan hsecara hbersama hmemberikan hsanksi hmoral hbagi 

hkoruptor. hGerakan hbersama hanti hkorupsi hini hakan 

hmemberikan htekanan hbagi hpenegak hhukum hdan hdukungan 

hmoral hbagi hKPK hsehingga hlebih hbersemangat hdalam 

hmenjalankan htugasnya. hTidak hhanya hitu, hpendidikan hanti 

hkorupsi hyang hdilaksanakan hsecara hsistemik hdi hsemua 

htingkat hinstitusi hpendidikan, hdiharapkan hakan hmemperbaiki 

hpola hpikir hbangsa htentang hkorupsi. hSelama hini, hsangat 

hbanyak hkebiasaan-kebiasaan hyang htelah hlama hdiakui hsebagai 

hsebuah hhal hyang hlumrah hdan hbukan hkorupsi. hTermasuk hhal-

hal hkecil. hMisalnya, hsering hterlambat hdalam hmengikuti 

hsebuah hkegiatan, hterlambat hmasuk hsekolah, hkantor hdan hlain 

hsebagainya. hMenurut hKPK, hini htermasuk hsalah hsatu hbentuk 

hkorupsi, hkorupsi hwaktu. hKebiasaan htidak hdisiplin hterhadap 

hwaktu hini hsudah hmenjadi hlumrah, hsehingga hperlu hdilakukan 

hedukasi hkepada hmasyarakat. hMateri hini hdapat hdiikutkan 

hdalam hpendidikan hanti hkorupsi hini.159 

Dalam hdunia hpendidikan, hkejujuran hsudah 

hseharusnya hditanam hdi hdalam hjiwa hkaum hterdidik.Berani 

hmengakui hkesalahan hdan hsiap 

hmempertanggungjawabkaannya. hPendidikan hmoral hdan 

hspritual hperlu hditekankan hagar hkaum hterdidik hmempunyai 

hfondasi hyang hkuat hdalam hmelangkah hke hdepan. hFondasi 

hyang hkuat h hdibarengi hdengan hkemampuan hdan hketrampilan 

hakan hmenghasilkan hsumber hdaya hmanusia hyang hberkualitas 

hbermoral. hDunia hpendidikan hyang hmenyelenggarakan 

hpendidikan htentang hilmu hhukum hsesungguhnya hmemiliki 

hperan hyang hsangat hstrategis hdalam hpemberantasan htindak 

hpidana hkorupsi, hbahkan hkegagalan hsebuah hpemberantasan 

htindak hpidana hkorupsi hdapat hdikatakan hsebagai hkegagalan 

hdunia hpendidikantinggi hilmu hhukum, hmengapa 

hdemikian?karena hdipandang hdari hkaca hmata hpenegakan 

hhukum h(hukum hpidana), hmaka hpenegakan hhukum hpidana 

htak hterlepas hdari hsystem hdan hdalam hsistem hpenegakan 

                                                            
159http://mouda.wordpress.com/about/.diakses pada tanggal 2 September 

2013. 

http://mouda.wordpress.com/about/
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hhukum hterdiri hdari htiga hsub hsistem, hyaitu hsubstansi hhukum, 

hstruktur hhukum hdan hkultur hhukum. h 

Menurut hLaw hrence hM. hFriedman, hkultur hmerupakan 

hkomponen hyang hsangat hpenting hdan hmenentukan 

hbekerjanya hsistem hhukum, hdi hmana hkultur hhukum htersebut 

hmerupakan helemen hsikap hdan hnilai hsosial.160 

Runtuhnya hsebuah hbangsa hyang hdiakibatkan holeh 

htingkat hkorupsi hyang hdemikian hakut, hsesungguhnya hdimulai 

hdari hdunia hpendidikan htinggi hilmu hhukum hyang htidak hlagi 

hmemiliki hkonsentrasi hdan hporsi hyang hcukup hbagi hpendidikan 

hilmu hketuhanan,yang hpada hakhirnya hmelahirkan hperilaku-

perilaku hmunafik hdan htidak hragu-ragu hmenjadi hbagian hdari 

hsuburnya hperilaku hkoruptif. hBerkaitan hdengan hilmu 

hKetuhanan hyang hberisikan htuntunan hTuhan htersebut, holeh 

hPurnadi hPurbacaraka hdisebutnya hsebagai hkaidah 

hkepercayaan, hdengan hkaidah htersebut hbertujuan hmencapai 

hsuatu hkehidupan hyang hberiman.161 

Untuk hitu, hkebijakan hpendidikan hyang hselama hini 

hkeliru hharus hdiluruskan.Kebijakan hyang hjujur, hberkeadilan, 

hbermartabat, hdan hmenjunjung htinggi hnilai-nilai 

hkemanusiaan hadalah hharapan hrakyat.Dalam hkaitannya 

hdengan hpemberantasan hkorupsi hadalah hpendidikan hyang 

hmembentuk hkesederhanaan, hkepedulian hsosial, 

hkemandirian, hdan hsemangat hnasionalisme. 

 

2.Upaya hPencegahan h(preventif) hTindak hPidana hKorupsi 

Upaya hpreventif hini hadalah hmerupakan htindak hlanjut 

hdari hupaya hpre-emtif hyang hmasih hdalam htataran hpencegahan 

hsebelum hterjadinya hkejahatan. hDalam hupaya hpreventif hyang 

hditekankan hadalah hmenghilangkan hkesempatan huntuk 

                                                            
160Ridwan.Upaya Memperbaharui Sistem Hukum Guna Membangun 

Integritas Penegak Hukum.Jurnal Konstitusi PKK FH. UnramVol.II No.1 Juni 2011. 
FH Unram: Lombok. hlm. 31. 

161Ridwan.Peran Ilmu Ketuhanan dan Kultur Hukum dalam Menciptakan 
Putusan Hakim dan Hakim Mahkamah Konstitusi yang Berkeadilan. Jurnal Ilmiah 
Mahkamah Konstitusi PKK Unram. 2 November 2011. Fakultas Hukum Unram: 
Lombok. hlm.100. 



 

 

Konsep Hukum Anti Korupsi │  117 

hdilakukannya hkejahatan.162
 hContoh hada horang hingin hmencuri 

hmotor htetapi hkesempatan hitu hdihilangkan hkarena hfaktor 

hmotor-motor hyang hada hditempatkan hditempat hpenitipan 

hmotor, hdengan hdemikian hkesempatan hmenjadi hhilang hdan 

htidak hterjadi hkejahatan. hJadi hdalam hupaya hpreventif 

hkesempatan hditutup. hStrategi hpreventif hdiarahkan huntuk 

hmencegah hterjadinya hkorupsi hdengan hmenghilangkan hatau 

hmeminimalkan hfaktor hpenyebab hatau hpeluang hterjadi 

hkorupsi. hStrategi hpreventif hdapat hdilakukan hdengan: 

a. Memperkuat hDewan hPerwakilan hRakyat; 

b. Memperkuat hMahkamah hAgung hdan hjajaran hperadilan hdi 

hbawahnya; 

c. Membangun hkode hetik hdi hsektor hpublik h; 

d. Membangun hkode hetik hdi hsektor hParpol, hOrganisasi 

hProfesi hdan hAsosiasi hBisnis. 

e. Meneliti hsebab-sebab hperbuatan hkorupsi hsecara 

hberkelanjutan. 

f. Penyempurnaan hmanajemen hsumber hdaya hmanusia 

h(SDM) hdan hpeningkatan hkesejahteraan hPegawai hNegeri 

h; 

g. Pengharusan hpembuatan hperencanaan hstratejik hdan 

hlaporan hakuntabilitas hkinerja hbagi hinstansi hpemerintah; h 

h. Peningkatan hkualitas hpenerapan hsistem hpengendalian 

hmanajemen; h 

i. Penyempurnaan hmanajemen hBarang hKekayaan hMilik 

hNegara h(BKMN) 

j. Peningkatan hkualitas hpelayanan hkepada hmasyarakat; 

k. Kampanye huntuk hmenciptakan hnilai h(value) hanti hkorupsi 

hsecara hnasional.163 

Upaya hpenanggulangan hpreventif holeh hErika hRevida hyaitu 

sebagai hberikut: 

                                                            
162A.S. Alam.Op.cit. hlm. 80. 
163Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.2002. Upaya Pencegahan 

dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD.Tim Pengkajian 
SPKN: Jakarta. hlm.7-8. 
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a. Membangun hdan hmenyebarkan hetos hpejabat hdan 

hpegawai hbaik hdi hinstansi hpemerintah hmaupun hswasta 

htentang hpemisahan hyang hjelas hdan htajam hantara hmilik 

hpribadi hdan hmilik hperusahaan hatau hmilik hnegara. 

b. Mengusahakan hperbaikan hpenghasilan h(gaji) hbagi 

hpejabat hdan hpegawai hnegeri hsesuai hdengan hkemajuan 

hekonomi hdan hkemajuan hswasta, hagar hpejabat hdan 

hpegawai hsaling hmenegakan hwibawa hdan hintegritas 

hjabatannya hdan htidak hterbawa holeh hgodaan hdan 

hkesempatan hyang hdiberikan holeh hwewenangnya. 

c. Menumbuhkan hkebanggaan-kebanggaan hdan hatribut 

hkehormatan hdiri hsetiap hjabatan hdan hpekerjaan. 

hKebijakan hpejabat hdan hpegawai hbukanlah hbahwa hmereka 

hkaya hdan hmelimpah, hakan htetapi hmereka hterhormat 

hkarena hjasa hpelayanannya hkepada hmasyarakat hdan 

hnegara. hBahwa hteladan hdan hpelaku hpimpinan hdan hatasan 

hlebih hefektif hdalam hmemasyarakatkan hpandangan, 

hpenilaian hdan hkebijakan. h 

d. Menumbuhkan hpemahaman hdan hkebudayaan hpolitik 

hyang hterbuka huntuk hkontrol, hkoreksi hdan hperingatan, 

hsebab hwewenang hdan hkekuasaan hitu hcenderung 

hdisalahgunakan. h 

e. Hal hyang htidak hkalah hpentingnya hadalah hbagaimana 

hmenumbuhkan h“senseof hbelongingness” hdikalangan 

hpejabat hdan hpegawai, hsehingga hmereka hmerasa 

hperusahaan htersebut hadalah hmilik h hsendiri h hdan h htidak h 

hperlu h hmelakukan hkorupsi, h hdan h 

berusaha hberbuat hyang hterbaik.164 

 

Hoefnagels, hsebagaimana hdikutip hBarda hNawawi 

hArief165upaya hpenanggulangan hkejahatan hdapat hditempuh 

hdengan: 

a. Criminal hlaw happlication; 

                                                            
164Erika Revida. 2003. Korupsi Di Indonesia: Masalah dan Solusinya. 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu PolitikUniversitas Sumatera Utara: Medan. hlm.5. 
165Barda Nawawi Arief. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan 

Penanggulangan Kejahatan. Citra Adtya Bakti: Bandung. hlm. 12 
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b. Prevention hwithout hpunishment; hdan 

c. Influenc-ing hviews hof hsociety hon hcrime hand 

hpunishment/mass hmedia. 

Dari hpendapat hHoefnagels htersebut hdapat hdikatakan hbahwa 

hkebijakan hkriminal hsecara hgaris hbesar hdapat hdikelompokkan 

hmenjadi hdua, hyaitu: 

a. Pada hbutir h1 hmerupakan hkebijakan hkriminal hdengan 

hmenggunakan hsaran hhukum hpidana h(penal hpolicy); hdan 

b. Pada hbutir h2 hdan h3 hkebijakan hkriminal hdengan 

hmenggunakan hsarana hdiluar hhukum hpidana h(nonpenal 

hpolicy). 

Faktor- hfaktor hpenyebab hkorupsi, hsebagaimana hyang 

htelah hdisebutkan hdi hatas, hmencakup hberbagai hdimensi, hbisa 

hdari hbidang hmoral, hsosial, hekonomi, hpolitik, hbudaya, 

hadministrasi, hdan hsebagainya. hMenghadapi hfaktor-faktor 

hpenyebab hkorupsi htersebut, hperangkat hhukum hbukan 

hmerupakan halat hyang hefektif huntuk hmenanggulangi hkorupsi. 

hUpaya hpenanggulangan hkorupsi htidak hdapat hdilakukan 

hhanya hdengan hmenggunakan hperangkat 

hhukum.166Keterbatasan hkemampuan hhukum hpidana hitu, 

hmenurut hBarda hNawawi hArief, hdisebabkan hhal-hal 

hberikut:167 

a. Sebab-sebab hterjadinya hkejahatan h(khususnya hkorupsi) 

hsangat hkompleks hdan hberada hdiluar hjangkauan hhukum 

hpidana. 

b. Hukum hpidana hhanya hmerupakan hbagian hkecil 

h(subsistem) hdari hsaran hkontrol hsosial hyang htidak 

hmungkin hmengatasi hmasalah hkejahatan hsebagai hmasalah 

hkemanusiaan hdan hkemasyarakatan hyang hsangat 

hkompleks h(sebagai hmasalah hsosio hpsikologis, hsosio 

hpolitik, hsosio hekonomi, hsosio hkultural, hdan hsebagainya). 

c. Penggunaan hhukum hpidana hdalam hmenanggulangi 

hkejahatan hhanya hmerupakan h“kuriren ham hsymptom” 

h(penanggulangan/pengobatan hgejala).Oleh hkarena hitu, 

                                                            
166Ibid. 
167Ibid. 
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hhukum hpidana hhanya hmerupakan h“pengobatan 

hsimptomatik” hdan hbukan h“pengobatan hkausatif”. 

d. Sanksi hhukum hpidana hhanya hmerupakan h“remedium” hyang 

hmengandung hsifat hkontradiktif/paradoksal hdan 

hmengandung hunsur-unsur hserta hefek hsampingan hyang 

hnegatif. 

e. Sistem hpemidanaan hbersifat hfragmentair hdan 

hindividual/personal, htidak hbersifat hstruktural/fungsional. 

f. Keterbatasan hjenis hsanksi hpidana hdan hsistem hperumusan 

hsanksi hpidana hyang hbersifat hkaku hdan himperatif. 

g. Bekerja/berfungsinya hhukum hpidana hmemerlukan hsarana 

hpendukung hyang hlebih hbervariasi hdan hlebih hmenuntut 

h“budaya htinggi”. 

 

Dilihat hdari hperspektif hpolitik hkriminal hsecara hmakro 

hmaka hkebijakan hpenanggulangan hkejahatan hdengan 

hmenggunakan hsarana hdi hluar hhukum h hpidana hatau hnonpenal 

hpolicy hmerupakan hkebijakan hyang hpaling hstrategis. hHal hini 

hdisebabkan hkarena hnonpenal hpolicy hlebih hbesifat hsebagai 

htindakan hpencegahan hterhadap hterjadinya hkejahatan. hPada 

hhakikatnya htidak hdapat hdisangkal hbahwa htindakan hrepresif 

hmengandung hjuga hpreventif, hnamun hperlu hdisadari hbahwa 

hprevensi hyang hsesungguhnya hberupa hupaya hmaksimal huntuk 

htidak hterjadi htindak hpidana hkejahatan. 

Dalam hkongres hPBB hke-6 hdi hCaracas h(Venezuela) 

hpada htahun h1980 hantara hlain hmenyatakan hdi hdalam 

hpertimbangan hresolusi, hbahwa h“crime hprevention hstrategies 

hshould hbe hbassed hupon hthe helimination hof hcauses hand 

hconditions hgiving hrise hto hcrime”. hSelanjutnya hdalam hkongres 

hPBB hke-7 hdi hMilan, hItalia hpada htahun h1985 hjuga hdinyatakan 

hbahwa h“the hbasic hcrime hprevention hmust hseek hto heliminate 

hthe hcauses hand hconditions hthat hfavour hcrime”.168 

Kongres hPBB hke-8 hdi hHavana, hKuba hpada htahun h1990 

hmenyatakan hbahwa h“the hsocial haspects hof hdevelopment hare 

han himportant hfactor hin hthe hachievement hof hthe hobjectives hof 

                                                            
168Ibid. hlm. 54. 
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hthe hstrategy hfor hcrime hprevention hand hcriminal hjustice hin hthe 

hcontext hof hdevelopment hand hshould hbe hgiven hhigher hpriorit”. 

hDalam hkongres hPBB hke-10 hdi hWina, hAustria hpada htahun 

h2000 hjuga hditegaskan hkembali hbahwa h“comprehensive hcrime 

hprevention hstrategis hat hthe hinternational, hnational, hregional, 

hand hlocal hlevel hmust haddres hthe hroot hcauses hand hrisk hfactors 

hrelated hto hcrime hand hvictimization hthroughsocial, 

heconomic,health,educational, hand hjustice hpolicies”169 

Dikaitkan hdengan hberbagai hhal htersebut hdi hatas, hdi 

hsamping hpenanggulangan hkorupsi hmelalui hsarana hhukum 

hpidana hmaka hkebijakan hpenanggulangan htindak hpidana 

hkorupsi hjuga hharus hdiusahakan hdan hdiarahkan hpada husaha-

usaha huntuk hmencegah hdan hmenghapus hfaktor-faktor hyang 

hberpotensi hmenjadi hpenyebab hterjadinya hkorupsi. hSudarto 

hmenyatakan hbahwa:170 

Suatu h“Clean hGovernment”, htidak hterdapat hatau 

hsetidak-tidaknya htidak hbanyak hterjadi hperbuatan-perbuatan 

hkorupsi, htidak hbisa hdiwujudkan hhanya hdengan hperaturan-

peraturan hhukum, hmeskipun hitu hhukum hpidana hdengan 

hsanksinya hyang htajam. hJangkauan hhukum hpidana hadalah 

hterbatas. hUsaha hpemberantasan hsecara htidak hlangsung 

hdapat hdilakukan hdengan htindakan-tindakan hdi hlapangan 

hpolitik, hekonomi, hdan hsebagainya. 

Upaya-upaya hnonpenal huntuk hmencegah hkorupsi 

hyang hdikemukakan holeh hpara hahli hdiantaranya hyaitu: 

a. Bappenas hmengemukakan hbahwa hlangkah-langkah 

hpencegahan hdalam hRencana hAksi hNasional 

hPemberantasan h2004-2009 hdiprioritaskan hpada: 

1) Mendesain hulang hpelayanan hpublik, hterutama hpada 

hbidang-bidang hyang hberhubungan hlangsung hdengan 

hkegiatan hpelayanan hkepada hmasyarakat hsehari-hari. 

hLangkah-langkah hprioritas hditujukan hpada: h(a) 

hPenyempurnaan hSistem hPelayanan hPublik; h(b) 

                                                            
169Ibid. hlm. 55. 
170Sunarso Siswanto. 2005. Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia. 

Penerbit PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm.32. 
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hPeningkatan hKinerja hAparat hPelayanan hPublik; h(c) 

hPeningkatan hKinerja hLembaga hPelayanan hPublik; hdan 

h(d) hPeningkatan hPengawasan hterhadap hPelayanan 

hPublik. 

2) Memperkuat htransparansi, hpengawasan hdan hsanksi 

hpada hkegiatan-kegiatan hpemerintah hyang 

hberhubungan hdengan hekonomi hdan hsumber hdaya 

hmanusia. hLangkah-langkah hprioritas hditujukan hpada: 

h(a) hPenyempurnaan hSistem hManajemen hKeuangan 

hNegara; h(b) hPenyempurnaan hSistem hProcurement/ 

hPengadaan hBarang hdan hJasa hPemerintah; hdan h(c) 

hPenyempurnaan hSistem hManajemen hSDM hAparatur 

hNegara; h(d) hMeningkatkan hPemberdayaan 

hPerangkat-Perangkat hPendukung hdalam hPencegahan 

hKorupsi. 

b. Spinellis hmengemukakan hupaya hnonpenal hdalam 

hmencegah hkorupsi h“tophat hcrime” hsebagai hberikut: 

1) Situsional hPrevention 

Further hmeasures hof hprevention hof hoffences hny 

hpoliticians hin hpower hwould hbe hthe hchecks hand 

hbalances, hi. he hthe hmethods hof hcontrol hof hsupervision. 

hThese hmy hconsist hin hprovisions, hinstitusions hand hspecial 

hofficials, hcompetent hto hcontrol. hA hfurther hinstitusional 

hmethod hof hchecks hand hbalances his hthe hcontrol hof hthe 

hgoverment hactivities hand ha hhigh hdegree hof 

htransparence hin hsuch has hactivities. 

2) High hStandar hof hProfessional hMoral 

One hof hthe hmost himportant hchecks hof hcriminal 

hoffences hcommitted hby hpoliticians hin hoffice his ha hhigh 

hstandar hof hprofessional hmoral hthe hcreation hof hthe 

hpower hclimate hin hwhich 

high hprofessional hethics hmay hdevelop hand hthrive. 

 

3. Upaya hrepresif hTindak hPidana hKorupsi 

Strategi hrepresif hdiarahkan huntuk hmenangani hatau 

hmemproses hperbuatan hkorupsi hsesuai hdengan hperaturan 
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hperundang-undangan hyang hberlaku. hStrategi hrepresif hdapat 

hdilakukan hdengan: 

1) Pembentukan hBadan/Komisi hAntikorupsi h; 

2) Penyidikan, hpenuntutan, hperadilan, hdan hpenghukuman 

hkoruptor hbesar h(Catch hsome hbig hfishes); 

3) Penentuan hjenis-jenis hatau hkelompok-kelompok hkorupsi 

hyang hdiprioritaskan huntuk hdiberantas h; 

4) Pemberlakuan hkonsep hpembuktian hterbalik h; 

5) Meneliti hdan hmengevaluasi hproses hpenanganan hperkara 

hkorupsi hdalam hsistem hperadilan hpidana hsecara hterus 

hmenerus; 

6) Pemberlakuan hsistem hpemantauan hproses hpenanganan 

htindak hpidana hkorupsisecara hterpadu h; 

7) Publikasi hkasus-kasus htindak hpidana hkorupsi hbeserta 

hanalisisnya; 

8) Pengaturan hkembali hhubungan hdan hstandar hkerja hantara 

htugas hpenyidik htindakpidana hkorupsi hdengan hpenyidik 

humum, hPPNS hdan hpenuntut humum.171 

Kekuasaan hnegara hdalam hmenegakkan hhukum hdiatur 

hdalam hhukum hpidana hdan hdiatur hsecara hrinci hmengenai 

hmekanisme hprosedur hdan htata hcara hpenegakan hhukum 

hpidana hdengan hmenetapkan hhukum hacara hpidana. hAkan 

htetapi, hkekuasaan hnegara hdapat hmelanggar hhak-hak hwarga 

hnegara hdengan hberlaku hsewenang-wenang hjika htidak hdiatur 

hdan hdibatasi hakan hmelahirkan hkeadilan hyang hsemu. hOleh 

hkarena hitu, hdalam hputusan hhakim hyang hmenentukan htingkat 

hkeadilan htersebut. 

Rumusan htindak hpidana hkorupsi hdiatur hdalam hPasal h2 

hdan hPasal h3 hUndangUndang hNo. h20 hTahun h2001 htentang 

hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi. hPasal h2 hayat h(1) 

hmenyatakan hbahwa hsetiap horang hyang hsecara hmelawan 

hhukum hmelakukan hperbuatan hmemperkaya hdiri hsendiri hatau 

horang hlain hatau hsuatu hkorporasi hyang hdapat hmerugikan 

hkeuangan hnegara hatau hperekonomian hnegara hdipidana 

                                                            
171Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.Op.cit. hlm.7-8. 
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hdengan hpidana hpenjara hpaling hsedikit hempat htahun hdan 

hpaling hlama h20 htahun hdandenda hpaling hsedikit hRp 

h200.000.000,- h(dua hratus hjuta hrupiah) hdan hpaling hbanyak hRp 

h1.000.000.000,- h(satu hmilyar hrupiah). hBerdasar hpasal 

htersebut, hunsur-unsur htindak hpidana hkorupsi hadalah h: 

i. Melawan hhukum; 

ii. Memperkaya hdiri hsendiri hatau horang hlain hatau hsuatu 

hkorporasi; 

iii. Yang hdapat hmerugikan hkeuangan hnegara hatau 

hperekonomian hnegara. 

Upaya hpencegahan hrepresif hdilakukan hpada hsaat htelah 

hterjadi htindak hpidana/ hkejahatan hyang htindakannya hberupa 

hpenegakan hhukum hdengan hmenjatuhkan hhukum, hyaitu 

hsebagai hberikut h: 

a. Upaya hPemiskinan 

Sanksi hyang hberat, hpada hasasnya, hhanya hakan 

hdijatuhkan hbila hmekanisme hpenegakan hhukum hlainnya 

hyang hlebih hringan htelah htidak hberdaya hguna hatau hsudah 

hdipandang htidak hcocok. hSanksi hhukum hpidana hharus 

hsetimpal hdan hproporsional hdengan hyang hsesungguhnya 

hdilakukan holeh hpelaku htindak hpidana.172 

Lantas, hapa hyang hmembuat hpara hkoruptor hjera? 

hBeberapa hkajian hmenyebutkan hpemiskinan hmerupakan 

hcara hyang hefektif huntuk hmembuat hpara hkoruptor hjera. 

hCommission hAgainst hCorruption hatau hKomisi 

hPemberantasan hKorupsi hHongkong htelah hmembuktikan 

hbahwa hmetode hini hcukup hefektif hmemberantas htidak 

hpidana hkorupsi hkarena hmembuat hseseorang htakut 

hberinisiatif hmelakukan hkorupsi.173 

Bentuk hsanksi h“pemiskinan” htermasuk hsebagai 

hupaya hrestorative hjusticedimanapelaku htindak hpidana 

hharus hmengembalikan hkepada hkondisisemula hsebelum 

hdia hmelakukan hkejahatan hkorupsi. hPenegakan hkeadilan 

                                                            
172Jan Remmelink.  2003.Hukum Pidana. Gramedia Pustaka 

Utama:Jakarta.hlm.15. 
173http://chandrabudi08.files.wordpress.com/2012/10/miskinkan-

koruptor-via-pajak.pdf.Diakses pada tanggal 2 September 2013. 

http://chandrabudi08.files.wordpress.com/2012/10/miskinkan-koruptor-via-pajak.pdf
http://chandrabudi08.files.wordpress.com/2012/10/miskinkan-koruptor-via-pajak.pdf
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hyang hdimaksud hbukan hsaja hmenjatuhkan hsanksi hyang 

hsetimpal hbagi hpelakunamun hjugamemperhatikan hdari 

hsisi hkeadilan hbagi hkorban hyang hdirugikan hyaitu 

hmengembalikan haset hnegara hyang htelah hdicuri.174 

Perlu hdilakukan hberbagai hterobosan hyang 

hmemberikan hpesan hjelas hdan htegas hsehingga hmampu 

hmembuat horang htakut hmelakukan hkorupsi. hSalah hsatu 

hterobosan hyang hdidorong hadalah hmemiskinkan 

hkoruptor. hSebagaimana hpernah hdikemukakan hpada 

hsebuah hdiskusi hyang hdiselenggarakan hKompas 

h(22/2/2011), hpilihan hmemiskinkan hdidasarkan 

hpemikiran hbahwa hbanyak hpelaku hkorupsi hyang htidak 

htakut hdengan hhukuman hpenjara. hRasa htakut hsirna hkarena 

hkoruptor hmasih hdapat hmenikmati hhasil hkorupsi hsetelah 

hmenghabiskan hmasa htahanan. hApalagi, hselama hmasa 

htahanan, huang hhasil hkorupsi hdapat hsaja hdimanfaatkan 

huntuk h”membeli” hsegala hmacam hkemewahan. hMenilik 

hkecenderungan hyang hada, hsalah hsatu hmotivasi hyang 

hmenyebabkan horang hmelakukan hkorupsi hadalah hkarena 

hmereka htakut hhidup hmiskin. hDengan hadanya hpilihan 

hmemiskinkan, hbanyak hpihak hakan hberpikir hulang huntuk 

hkorupsi. hOleh hkarena hitu, hputusan hPengadilan hTipikor 

hJakarta hseharusnya hdilihat hsebagai hterobosan hdengan 

hpesan hyangsangat hjelas: hkorupsi hadalah hlangkah hawal 

hmenuju hpemiskinan.175 

Paradigma hdiatas hmengandung hkelemahan hyaitu 

hdengan hupaya hmelarikan hharta hkekayaan hyang hdiduga 

hdari htindak hkejahatan h(korupsi) hmerupakan hsebuah 

hpraktek hberulang-ulang hdan htelah hmenjadi hmasalah 

hklasik hdi hIndonesia. hDalam hkasus hkorupsi hBLBI, hsebagai 

hcontoh, hsudah hratusan hmiliar hhingga htriliunan hrupiah 

                                                            
174M. Akil Mochtar. Konstitusionalitas Upaya Pemiskinan Koruptor Melalui 

Penerapan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. Doc. 

175http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=500:memiskinkan-koruptor&catid=1:artikelkompas&Itemid=2. Diakses pada 
tanggal 2 September 2013. 

http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=500:memiskinkan-koruptor&catid=1:artikelkompas&Itemid=2
http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=500:memiskinkan-koruptor&catid=1:artikelkompas&Itemid=2
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huang hnegara htelah hdibawa holeh hpelakunya hke hberbagai 

hnegara hdi hluar hnegeri, hmeskipun hyang hpaling hdijadikan 

htarget hadalah hSingapura. hTak hmengherankan hjika 

hSingapura hdikenal hsebagai hnegara hyang hmenyimpan 

hparadoks. hDi hsatu hsisi, hSingapura holeh hTransparency 

hInternational hselalu hdinobatkan hsebagai hnegara hbersih hdi 

htingkat hAsia, htapi hdi hsisi hlain hmenjadi htempat 

hpenampungan hharta hharam hdari htindak hkejahatan, 

hkhususnya hyang hberasal hdari hIndonesia. hBahkan hada 

hdugaan hjika hharta hkorupsi hyang hditanamkan hdi 

hSingapura htelah hmenjadi hsumber hinvestasi hyang 

hstrategis. hDengan hkata hlain, hpertumbuhan hekonomi hyang 

htinggi hdi hSingapura htidak hbisa hdilepaskan hdari hpraktek 

hpencucian huang hkoruptor hIndonesia hdi hnegara 

htersebut.176 

 

b. Upaya hHukuman htambahan 

Dalam hKUHP h(Kitab hUndang hUndang hHukum 

hPidana) hhukuman hdibedakan hmenjadi hdua, hyaitu 

hhukuman hpokok hdan hhukuman htambahan.Pengaturan hini 

hterdapat hdalam hPasal h10 hKUHP. hYang htermasuk hdalam 

hhukuman hpokok hyaitu: 

1) Hukuman hmati, 

2) Hukuman hpenjara, 

3) Hkuman hkurungan, 

4) Hukuman hdenda. 

 hYang htermasuk hhukuman htambahan hyaitu: 

1) Pencabutan hbeberapa hhak htertentu, 

2) Perampasan hbarang hyang htertentu, 

3) Pengumuman hkeputusan hhakim. 

Pengaturan hmengenai hhukuman htambahan hjuga 

hterdapat hdalam hbeberapa hperaturan hperundang-

undangan hlainnya, hKUHP hsendiri hmemang htidak 

hmembatasi hbahwa hhukuman htambahan htersebut 

                                                            
176http://www.antikorupsi.org/id/content/sulitnya-memiskinkan-

koruptor.diakses pada tanggal 2 September 2013. 

http://www.antikorupsi.org/id/content/sulitnya-memiskinkan-koruptor
http://www.antikorupsi.org/id/content/sulitnya-memiskinkan-koruptor
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hterbatas hpada h3 hbentuk hdi hatas hsaja. hDalam hUndang 

hUndang hNo. h20 hTahun h2001 htentang hTindak hPidana 

hKorupsi hmisalnya, hdiatur hjuga hmengenai hhukuman 

htambahan hlainnya hselain hdari h3 hbentuk htersebut, hseperti 

hmisalnya hpembayaran huang hpengganti hyang hbesarnya 

hsama hdengan hharta hbenda hyang hdikorupsi, hpenutupan 

hperusahaan hdan hlain-lain. hTambahan hatas hhukuman 

htambahan hjuga hterdapat hdalam hUndang hUndang hNo. h3 

hTahun h1997 htentang hPengadilan hAnak.Dalam hUndang 

hUndang htersebut hditambahkan hhukuman htambahan 

hberupa hpembayaran hganti hrugi. 

Pada hprinsipnya hmemang hpidana htambahan htidak 

hdapat hdijatuhkan hsecara hberdiri hsendiri htanpa hpidana 

hpokok holeh hkarena hsifatnya hhanyalah hmerupakan 

htambahan hdari hsesuatu hhal hyang hpokok.Akan htetapi 

hdalam hbeberapa hhal hatas hprinsip htersebut hterdapat 

hpengecualian. hDalam hsistem hKUHP hini hpada hdasarnya 

htidak hdikenal hkebolehan hpenjatuhan hpidana htambahan 

hmandiri htanpa hpenjatuhan hpidana hpokok, hakan htetapi 

hdalam hperkembangan hpenerapan hhukum hpidana hdalam 

hpraktek hsehari-hari huntuk hmenjatuhkan hpidana htidak 

hlagi hsemata-mata hbertitik hberat hpada hdapat hdipidananya 

hsuatu htindakan, hakan htetapi hsudah hbergeser hkepada 

hmeletakan htitik hberat hdapat hdipidananya 

hterdakwa.177Hal hinilah hyang hmendasari hpengecualian 

htersebut. 

Pembayaran huang hpengganti hdalam htindak hpidana 

hkorupsi hmerupakan hpidana htambahan hselain hpidana 

hterhadap hterpidanasendiri hdan hpidana hdenda. hPidana 

hpada htambahan hdalam htindak h 

pidana hKorupsi hdapat hberupa: h 

i. Perampasan hbarang hbergerak hyang hberwujud hatau 

hyang htidak hberwujud hatau hbarang htidak hbergerak 

hyang hdigunakan huntuk hatau hyang hdiperoleh hdari 

                                                            
177E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. Asas-Asas Hukum Pidana Di 

Indonesia dan Penerapannya. Alumni AHM-PTHM: Jakarta. hlm. 455-456. 
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htindak hpidana hkorupsi, htermasuk hperusahaan hmilik 

hterpidana htempat htindak hpidana hkorupsi hdilakukan, 

hbegitu hpula hdari hbarang hyang hmenggantikan hbarang-

barang htersebut; h 

ii. Pembayaran huang hpengganti hyang hjumlahnya 

hsebanyak-banyaknya hsama hdengan hharta hyang 

hdiperoleh hdari htindak hpidana hkorupsi; h 

iii. Penutupan hseluruh hatau hsebagian hperusahaan huntuk 

hwaktu hpaling hlama h1 h(satu) htahun; h 

iv. Pencabutan hseluruh hatau hsebagian hhak-hak htertentu 

hatau hpenghapusan hseluruh hatau hsebagian 

hkeuntungan htertentu, hyang htelah hatau hdapat 

hdiberikan holeh hpemerintah hkepada hterpidana; h 

v. Jika hterpidana htidak hmembayar huang hpengganti 

hpaling hlama hdalam hwaktu h1 h(satu) hbulan hsesudah 

hputusan hpengadilan hyang htelah hmemperoleh 

hkekuatan hhukum htetap, hharta hbendanya hdapat hdisita 

holeh hjaksa hdan hdilelang huntuk hmenutupi huang 

hpengganti htersebut.178 

 

Rumusan hPasal h34 hhuruf hc hUU hNo. h3 hTahun h1971 

htentang hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi hhanya 

hmenetapkan hbesarnya huang hpengganti hadalah hsebanyak-

banyaknya hsama hdengan hharta hbenda hyang hdiperoleh 

hdari hkorupsi. hRumusan hyang hsama hpersis hjuga hterdapat 

hdalam hPasal h18 hUndang hUndang hNomor h20 hTahun h2001. 

hDari hrumusan hyang hsangat hsederhana htersebut, hmaka 

hdapat hditafsirkan hbesarnya huang hpengganti hdapat 

hdihitung hberdasarkan hnilai hharta hsi hterdakwa hyang 

hdiperoleh hdari htipikor hyang hdidakwakan.179 

Uang hpengganti hdapat hditelusuri hdengan 

hmekanisme hsistem hpembuktian hterbalik,dasar 

hhukumnya hdalam hUndangUndang hNo. h31 hTahun 

                                                            
178Lilik Mulyadi. 2011.Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, 

Teoritis, Praktek dan Masalahnya. PT. Alumni: Bandung. hlm. 314-315. 
179Ismansyah.Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam 

Tindak Pidana Korupsi.pdf.hlm.7. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/29/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
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h1999sebagaimana hdiubah holeh hUndang hUndang hNo. h20 

hTahun h2001 htentang hPemberantasan hTindak hPidana 

hKorupsi h(UU hTipikor), htetapi hyang hditerapkan hdalam hUU 

hTipikor hadalah hsistem hpembuktian hterbalik hyang hbersifat 

hterbatas hatau hberimbang. h 

Sistem htersebut hdijelaskan hdalam hpenjelasan hUU 

hTipikor htersebut, hyaitu hterdakwa hmempunyai hhak huntuk 

hmembuktikan hbahwa hia htidak hmelakukan htindak hpidana 

hkorupsi hdan hwajib hmemberikan hketerangan htentang 

hseluruh hharta hbendanya hdan hharta hbenda histri hatau 

hsuami, hanak, hdan hharta hbenda hsetiap horang hatau 

hkorporasi hyang hdiduga hmempunyai hhubungan hdengan 

hperkara hyang hbersangkutan, hdan hpenuntut humum htetap 

hberkewajiban hmembuktikan hdakwaannya. 

Selain hdi hdalam hUU hTipikor, hsistem hpembalikan 

hbeban hpembuktian hjuga hdiatur hdalam hUndang hUndang 

hNomor h8 hTahun h2010 htentang hPencegahan hdan 

hPemberantasan hTindak hPidana hPencucian hUang. 

Artinya huntuk hmenentukannilai hbesarnya huang 

hpengganti, hpertama-tama hhakim hharus hsecara hcermat 

hmemilah-milah hbagian hmana hdari hkeseluruhan hharta 

hterdakwa hyang hberasal hdari htipikor hyang hdilakukannya 

hdan hmana hyang hbukan. hSetelah hdilakukan hpemilahan, 

hhakim hkemudian hbaru hdapat hmelakukan hperhitungan 

hberapa hbesaran huang hpengganti hyang hakan 

hdibebankan.180
 hPada hprakteknya, hdengan hkonsep hini 

hhakim hpasti hakan hmenemui hkesulitan hdalam 

hmenentukan hbesaran huang hpengganti. hPertama, hhakim 

hakan hsulit hmemilah-milah hmana haset hyang hberasal 

htipikor hdan hmana hyang hbukan. hDalam hzaman hyang hserba 

hcanggih hini, hsangat hmudah hbagi hpara hkoruptor huntuk 

hmelakukan hmetamorfosa haset-aset hhasil hkorup-sinya 

h(asset htracing) hmelalui hjasa htransaksi hkeuangan hdan 

hperbankan.181 

                                                            
180Ibid. 
181Ibid. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/29/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/node/29/uu-no-20-tahun-2001-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/node/29/uu-no-20-tahun-2001-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/node/29/uu-no-20-tahun-2001-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/node/38/uu-no-8-tahun-2010-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/node/38/uu-no-8-tahun-2010-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/node/38/uu-no-8-tahun-2010-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang
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Selain hitu, huntuk hmelakukan hhal hini hjelas hbutuh 

hkeahlian hkhusus hserta hdata hdan hinformasi hyang hlengkap. 

hBelum hlagi hkalau hkita hbicara hsoal hwaktu hyang htentunya 

htidak hsebentar, hapalagi hjika hharta hyang hakan hdihitung 

hberada hdi hluar hnegeri hsehingga hmembutuhkan hbirokrasi 

hdiplomatik hyang hpasti hsangat hrumit hdan hmemakan 

hwaktu. hKedua, hperhitungan hbesaran huang hpengganti 

hakansulit hdilakukan hapabila haset hterdakwa hyang hakan 

hdinilai hternyata htelah hdikonversi hdalam hbentuk haset hyang 

hberdasarkan hsifatnya hmempunyai hnilai hyangfluktuatif, 

hseperti haset hproperti, hperhiasan, hsaham hdan hsebagainya. 

hKetiga, hbelum hterciptanya hkesamaan hpersepsi hdan 

hkoordinasi hyang hterpadu hdi hantara haparat hpenegak 

hhukum hyang hada hdalam husaha huntuk hmencegah hdan 

hmenangani htidak hpidana hkorupsi.Akibatnya hdalam 

hbeberapa hkasus hterjadi hkebuntuan hkomunikasi hdan 

hmispersepsi hdiantara hpenegak hhukum hyang hada, 

hsehingga hmuncullah hpreseden-preseden hfenomenal hyang 

hbisa hberakibat hburuk hbagi hiklim hpemberantasan 

hkorupsi.Salah hsatunya hadalah hlahirnya hKeputusan 

hMahkamah hKonstitusi h(MK) hyang hmenghapus hketentuan 

hmengenai hperbuatan hhukum hmateril hdalam htindak 

hpidana hkorupsi, hpadahal hketentuan hperbuatan hmelawan 

hhukum hmateril htelah hmenjadi hyurisprudensi hdalam 

hhukum hIndonesia.182 

Dalam hhal hterpidana htidak hmempunyai hharta 

hbenda hyang hmencukupi huntuk hmembayar huang 

hpengganti hmaka hterpidana hdengan hpidana hpenjara hyang 

hlamanya htidak hmemenuhi hancaman hmaksimum hdari 

hpidana hpokoknya hsesuai hketentuan hUndangUndang 

hNomor h20 hTahun h2001 hdan hlamanya hpidana htersebut 

hsudah hditentukan hdalam hputusan 

hpengadilan.183Pembayaran huang hpengganti hdalam hkasus 

                                                            
182Ibid. hlm.7-8. 
183Evi Hartantai. 2008.Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika: 

Jakarta. hlm.14-15. 
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htindak hpidana hkorupsi hmasih hmengandung hpersoalan. 

hSalah hsatu hpersoalan htersebut hadalah hbagaimana hjika 

hterpidana hkorupsi hhanya hmampu hmembayar hsebagian 

hdari htotal hbesaran huang hpengganti hyang hdiputus hmajelis 

hhakim. h 

Hakim hAgung hSuhadi hberpendapat hkonsep hyang 

hlebih hmendekati hkeadilan hadalah hmenerapkan hsistem 

hkonversi hjika hterpidana hhanya hmampu hmembayar 

hsebagian hdari huang hpengganti.“Saya hsudah hmenemukan 

hrumusnya.Dan hmungkin hbisa hdidiskusikan hbersama,” 

hujarnya hdalam hpertemuan hpara hhakim hagung hkamar 

hpidana hdi hGedung hMA, hSelasa h(2/7).184 

Sebagai hcontoh, hjika hterpidana hdijatuhi hhukuman 

hmembayar huang hpengganti hRp. h20 hMiliar hsubsidair hlima 

htahun hpenjara. hLalu, hsi hterpidana hternyata hhanya hmampu 

hmembayar hRp. h16 hMiliar. hRumus hSuhadi, hRp. h20 hMiliar 

hdikurangi hRp.16 hMiliar, hlalu hhasil hyang hdidapat hyakni hRp. 

h4 hMiliar hdibagi hRp. h20 hMiliar, hlalu hdikalikan hlima htahun 

h(penjara hpengganti). hDalam hpelaksanaannya, heksekusi 

hterhadap hpidana hpembayaran huang hpengganti hpada 

htindak hpidana hkorupsi hhingga hsaat hini hbelum 

hmenunjukan hhasil hyang hmaksimal, hkarena htunggakan 

hterhadap huang hpengganti hdalam htindak hpidana hkorupsi 

hyang hada hpada hkejaksaan hdi hseluruh hIndonesia hmencapai 

hRp. h5 htriliun.185
 hData hterbaru hICW hmengungkapkan, 

hberdasarkan haudit hBPK hsemester h1 hTahun h2009, hada 

hkekurangan hpenerimaan hnegara hdari huang hpengganti 

hkasus hkorupsi hsenilai hRp. h8,15 htriliun. h 

Kejaksaan hAgung hberalasan hbanyak hterpidana 

hyang htidak hmembayar huang hpengganti htersebut hdan 

                                                            
184http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d2e49b37a68/ma-kaji-

rumus-pembayaran-sebagian-uang-pengganti. Diakses pada tanggal 2 Oktober 
2013. 

185Lampiran Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor:B-
779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d2e49b37a68/ma-kaji-rumus-pembayaran-sebagian-uang-pengganti
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d2e49b37a68/ma-kaji-rumus-pembayaran-sebagian-uang-pengganti
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hmemilih hmenjalani hhukuman hsubsider.186Terdapat hpula 

hpencabutanhak-hak htertentu, hsebagaimana hpernyataan 

hWakil hKetua hKPK hBambang hWidjojanto hmenjelaskan, 

hhukuman htambahan hitu hperlu hdiberikan hagar hseseorang 

hyang hpernah htersangkut hkasus hkorupsi htak hbisa hkembali 

hmenduduki hjabatan hstrategis.187
 hTak hingin hbangsa hini 

h‘dikuasai’ hkoruptor. hMajelis hHakim hPengadilan hTipikor 

hakan hmenjatuhkan hhukuman htambahan hberupa 

hpencabutan hhak hpolitik hpara hkoruptor. hOrang hpertama 

hyang hbakal hkehilangan hhak hpolitiknya hadalah hterdakwa 

hkasus hkorupsi hpengadaan halat hdriving hsimulator hSIM hdan 

htindak hpidana hpencucian huang, hInspekur hJenderal hDjoko 

hSusilo. hMenurut hBambang, hDjoko hadalah hterdakwa hkasus 

hkorupsi hpertama hyang hdituntut hhukuman htambahan 

hberupa hpencabutan hhak hmemilih hdan hdipilih. h“Selama hini 

htidak hpernah hada hhukuman htambahan, hhak hpolitik 

hdicabut, hmemilih hdan hdipilih.Kita hminta hseperti hitu, hdan 

hitu hbelum hpernah hada hkoruptor hyang hdicabut hhak 

hpolitiknya. 

 

c. Upaya hHukuman hSeumur hHidup 

Pidana hPenjara, hmerupakan hperampasan 

hkemerdekaan hyang hmerupakan hhak hdasar hdiambil 

hsecara hpaksa. hMereka htidak hbebas hpergi hke hmana hsaja 

hdan htidak hdapat hberpartisipasi hdalam hkehidupan hsosial 

hsesuai hyang hia hkehendaki. hNamun, hwaktu 

hpemidanaannya hdipergunkan hdemi hkepentingan 

hreclassering h(Pemasyarakatan hatau hpembinaan). 

hPengaturan hpidana hpenjara hmenurut hKUHP hsalah hsatu 

hyaitu hseumur hhidup h(tanpa hminimal hatau hmaksimal). 

Menurut hDjisman hSamosir: 

                                                            
186http://news.detik.com/read/2009/10/19/204825/1224496/10/uang-

pengganti-kurang-karena-koruptor-pilih-jalani-hukuman-subsider. diakses pada 
tanggal 30 Oktober 2013. 

187http://www.harianterbit.com/2013/08/22/hak-politik-koruptor-segera-
dicabut/.diakses diakses pada tanggal 2 Oktober 2013. 

http://news.detik.com/read/2009/10/19/204825/1224496/10/uang-pengganti-kurang-karena-koruptor-pilih-jalani-hukuman-subsider
http://news.detik.com/read/2009/10/19/204825/1224496/10/uang-pengganti-kurang-karena-koruptor-pilih-jalani-hukuman-subsider
http://www.harianterbit.com/2013/08/22/hak-politik-koruptor-segera-dicabut/
http://www.harianterbit.com/2013/08/22/hak-politik-koruptor-segera-dicabut/
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Paling htidak hdapat hdiajukan htiga halasan hmendasar 

hterhadap hpentingnya hkajian htentang hpidana hseumur 

hhidup hdi hIndonesia.Pertama, hpidana hseumu hhidup 

hsebagai hbagian hdari hpidana hpenjara hbukanlah hjenis 

hpidana hyang hberasal hdari hnilai-nilai hsocial hbudaya 

hmasyarakat hIndonesia. hPidana hpenjara h(dan hkarena 

hitu hjuga hpidana hseumur hhidup) hbukan hberasal hdari 

hhukum hpidana h(adat) hyang hada hdi hmasyarakat 

hIndonesia, hakan htetapi hberasal hdari hhukum hpidana 

hBelanda.188 
Tabel h1 

Kelompok hTindak hPidana hYang hDiancam hPidana 

Seumur hHidup hDalam hKUHP189 

 

Kelompok hkejahatan Pasal hyang hmengatur 

i. Terhadap hKeamanan hNegara 

 

ii. Terhadap hNegara 

iii. Membahayakan hKepentingan h h 

h 
iv. Umum 

v. Terhadap hNyawa h 

vi. Pencurian 

vii. Pemerasan hdan hPengancaman 

viii. Pelayaran 

ix. Penerbangan h 

104,106,107 h(2),108 

h(2),11 h(2),124 h(2),124 

h(3) 

140 h(3) 

187 hke-3,198 hke-2,200 

hke-3,202 h(2),204 h(2) 

339, h340 

365 h(4) h368 h(2) h444 

479f hsub hb, h479 h(k) h(1), 

h(2), h479o h(1), h(2). 

Barda hNawawi hArief. h1986. hBunga hRampai hKebijakan 

hHukum hPidana. 

 

Sudah hmenjadi hpendapat humum hbahwa 

hperkembangan hmasyarakat hyang hdemikian hpesat htidak 

hselalu hdiikuti holeh hperkembangan hkarenanya hperubahan 

hperundang-undangan hyang hsesuai.190
 htetapi 

                                                            
188Djisman Samosir. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem 

Pemidanaan Di Indonesia. Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm. 30. 
189Barda Nawawi Arief. 1986. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. 

Citra Aditya Bakti: Jakarta. hlm. 93. 
190Andi Hamzah. 1991. Perkembangan Hukum Pidana Khusus. Cet. Pertama. 

Rineka Cipta: Jakarta. hlm. v. 
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hperkembangan hmasyarakat hyang hditandai hdengan 

hmunculnya hberbagai hteknologi hmutakhir htersebut hakan 

hselalu hdiikuti holeh hperkembangan hkejahatan, hkarena 

hitulah hKUHP hakan hselalu hketinggalan hdari 

hperkembangan hmasyarakatnya. h 

Mengantisipasi hhal htersebut huntuk hmengatur 

hsuatu hhal htertentu htersebut hdalam hperundang-undangan 

hdiluar hKUHP hatau hsecara hpopular hdisebut hsebagai 

hundang-undang h(pidana) hkhusus.191 

Tidak hterkecuali hdi hIndonesia, hperkembangan 

hmasyarakat hyang hdemikian hpesat hitupun hjuga htidak 

hdapat hdiikuti holeh hperkembangan hdi hbidang hhukum 

hsehingga hmuncul hberbagai hperundang-undangan hdiluar 

hKUHP htermasuk hperundang-undangan hdiluar hKUHP 

hyang hmengatur hberbagai htindak hpidana hyang hdiancam 

hseumur hhidup. 

Berbagai htindak hpidana hdalam hperundang-

undangan hpidana hdiluar hKUHP hyang hdiancam hpidana 

hseumur hhidup hdapat hdilihat hdalam htabel hberikut hini:192 

 

Tabel h2 
Tindak hPidana hyang hDiancam hPidana hSeumur hHidup hDalam h 

Perundang-undangan hDi hLuar hKUHP 
 

No Perundang-undangan Pasal hyang hmengatur 

                                                            
191Loebby Loqman. 1993. Delik-Delik Di Indonesia. Ind-hill-co: Jakarta. 

hlm.112. 
192Andi Hamzah. 1992. Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP Dengan 

Komentar. Pradnya Paramita: Jakarta. hlm. 7. 
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1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

UU hNo.12/Drt/1951 h(senjata hapi) 

UU hNo. h5 hThn. h1997 

h(psikotropika) hUU hNo. h22 hThn. 

h1997 h(narkotika) 

 

 

 

 

 

 

UU hNo. h31 hThn h1999 

Pasal h1 h(1) 

Pasal h59 h(2) 

Pasal h80 h(1) hsub ha 

Pasal h80 h(2) hsub ha 

Pasal h80 h(3) hsub ha 

Pasal h80 h(1) hsub ha 

Pasal h80 h(2) hsub ha 

Pasal h80 h(3) hsub ha 

Pasal h87 

Pasal h2(1) 

Pasal h3 

Pasal h15 

Pasal h16 

 

 

 

 

d. Upaya hHukuman hMati 

Ancaman hhukuman hseumur hhidup huntuk hkasus 

hkorupsi, hsudah hdikenal hsejak hpemberlakuan hUndang 

hUndang hNomor h3 hTahun h1971 htentang hPemberantasan 

hTindak hPidana hKorupsi. hUndang hUndang hyang 

hmenggantikannya hmembawa hkemajuan hyakni hsanksi 

hhukuman hmati hyang hterdapat hpada hPasal h2 h hayat h2 

hUndang hUndang hNomor h20 h hTahun h2001 htentang 

hperubahan hatas hUndang hUndang hNomor h31 hTahun h1999. 

hPasal h2 hdari hUndang hUndang htentang hpemberantasan 

hkorupsi hini hmembangun hharapan hmasyarakat hterhadap 

hpenerapan hhukuman hmati hbagi hkoruptor, hsebagaimana 

hdiberlakukan hatas hkasus-kasus hnarkotika hdan 

hterorisme.Pertimbangannya, htindak hpidana hkorupsi 

htelah hmenimbulkan hdampak hsosial hyang hluas. 

Diera hmodern, hgerakan hmenghapus hpidana hmati 

hmenguat hpada habad hke h18.Gerakan hini hmengkritik 

hpidana hmati hsebagai hbentuk hpidana hyang htidak 

hmanusiawi hdan htidak hefektif.Perdebatan hmengenai 
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hpidana hmati hjuga hterkait hdengan hhak hhidup hyang hdalam 

hinstrument hhukum hinternasional hmaupun hdalam hUUD 

h1945 hmasuk hdalam hkategori hhak hyang htidak hdapat 

hdikurangi hdalam hkeadaan hapapun h(nonderogablerights). 

hNamun hdemikian, hinstrument hhukum hinternasional, 

hkhususnya hICCPR htidak hsama hsekali hmelarang hpidana 

hmati hmelainkan hmembatasi hpenerapannya.193 

Dalam hruang hlingkup hmasyarakat hinternasional, 

hpengakuan hterhadap hhukuman hmati hhampir htidak 

hmempunyai htempat hpada hmasyarakat hyang hdemokratis 

hdan hberbudaya. hKomisi hPBB hmemberikan htanggapannya 

hsebagai hberikut h: 

Dengan hberkembangnya hkonsensus hmasyarakat 

hinternasional hyang hmelawan hhukuman hmati, hbeberapa 

hnegara hretensionis, hyaitu hnegara hyang hmasih 

hmenerapkan hhukuman hmati, hmenjadi hsemakin hterisolasi 

hakibat hkomitmennya hterhadap hhukuman hmati. 

hIndonesia, hsebagai hsalah hsatu hnegara hretensionis, htelah 

hmeratifikasi hberbagai hinstrument hHAM hinternasional 

hseperti hKovenan hInternasional hterhadap hHak hSipil hdan 

hPolitik, htetapi htidak hdiikuti hdengan hpenghapusan 

hhukuman hmati hsebagaimana htelah hdilakukan holeh 

hbanyak hnegara hlainnya, hseperti hmisalnya hAfrika hSelatan 

hmelalui hMahkamah hKonstitusinya, hdengan hsuara hbulat 

hmenyatakan hpada htahun h1995 hbahwa hhukuman hmati 

huntuk htindak hpidana hpembunuhan hmelanggar hKonstitusi 

hAfrika hSelatan. h 

Walaupun hgerakan hpenghapusan hpidana hmati 

hsangat hgencar hdilakukan, hmasih hbanyak hNegara-negara 

hyang hmengakui hdan hmenerapkan hpidana hmati.Saat hini 

hterdapat h68 hnegara hyang hmasih hmenerapkan hpraktik 

hpidana hmati, htermasuk hIndonesia.Sedangkan hNegara 

hyang hmenghapuskan hpidana hmati huntuk hseluruh hjenis 

hkejahatan hadalah hsebanyak h75 hnegara.Selain hitu, 

                                                            
193Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay.2009. Kontroversi Hukuman 

Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi. Kompas: Jakarta. hlm. x. 
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hterdapat h14 hnegara hyang hmenghapuskan hpidana hmati 

huntuk hketegori hkejahatan hpidana hbiasa, h34 hnegara htidak 

hmenerapkan hpidana hmati hwalaupun hterdapat hketentuan 

hpidana hmati. hDengan hdemikian, hperdebatan htentang 

hpidana hmati hwalaupun htelah hberlangsung hlama, hmasih 

htetap hakanada hdan hberlanjut hdi hmasa hyang hakan 

hdatang.194 

Akhir-akhir hini, hpertanyaan hmengenai 

hkonstitusionalitas hhukuman hmati hdi hIndonesia huntuk 

hpertama hkali hdimajukan hdi hhadapan hMahkamah 

hKonstitusi h(MK), hdi hmana hketentuan hpidana hmati 

hdianggap hbertentangan hdengan hUUD h1945 hdalam 

hpengertian hbahwa hhukuman htersebut hbertentangan 

hdengan hhak huntuk hhidup hyang hdijamin holeh hPasal h28I 

hayat h(1) hUUD h1945. hPerdebatan htentang hpidana hmati hdi 

hIndonesia hmengemuka hmenjadi hbagian hdari hdiskursus 

hsosial, hterutama hdi hbidang hilmu hhukum, hdengan hadanya 

hpengujian hkonstitusional hpidana hmati hdalam hUU hNo. h22 

hTahun h1997 htentang hNarkotika, hserta hpengujian hUU 

hNo.02/Pnps/1964 htentang hTata hCara hPelaksanaan 

hHukuman hMati. 

Namun hsesungguhnya hperdebatan htersebut htelah 

hlama hada hsebagai hbagian hdari hperkembangan hperadaban 

humat hmanusia, hbersamaan hdengan hdipraktekkannya 

hpidana hmati hitu hsendiri.Di hera hmodern hgerakan 

hmenghapus hpidana hmati hmenguat hpada habad hke-

18.Gerakan hini hmengkritik hpidana hmati hsebagai hbentuk 

hpidana hyang htidak hmanusiawi hdan htidak hefektif. 

Ketika hkorupsi hdirasakan hsebagai hancaman hamat 

hserius, hpenjatuhan hpidana hmaksimal hdianggap hcara 

hpaling hefektif huntuk hmembuat hkoruptor htakut. hKarena 

hitu, hkeberanian hmenjatuhkan hpidana hmaksimal hselalu 

hmenjadi hsebuah hpenantian. hBahkan, hUndang hUndang 

hNomor h20 hTahun h2001 htentang hPemberantasan hTindak 

                                                            
194Roger Hood. 2002. The Death Penalty : A Worldwide Perspective. Third 

Edition. Oxford University Press: New York. hlm. 13.  
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hPidana hKorupsi hmemberi hruang huntuk hmenjatuhkan 

hhukuman hmati. hTerlepas hdari hkontroversi hdi hsekitar 

hhukuman hmati, hakan htetapi hbelum hada hpelaku hkorupsi 

hyang hdiganjar hdengan hpidana hmati. 

Boleh hjadi hkarena hada hketakutan huntuk 

hmenjatuhkannya, hancaman hpidana hmati hdalam hUndang 

hUndang hNomor20 hTahun h2001 hmenjadi hkehilangan 

hmakna hhakiki hdalam hmenghambat hlaju hpraktik hkorupsi. 

hBukti hyang hpaling hsulit hdipatahkan, hlebih hdari hsatu 

hdasawarsa hterakhir hpraktik hkorupsi hmakin hmasif, 

hsistematis, hdan hkian hsulit hdikendalikan. hBahkan, hmelihat 

hkecenderungan hyang hada, hsulit hmenemukan hinstitusi 

hpublik hyang hbenar-benar hbebas hdari hpraktik hkorupsi. 

Negara hyang hterkenal hdengan hketegasan 

hhukumannya hterhadap hkoruptor hsalah hsatunya hadalah 

hChina. hKorupsi hdi hChina hdianggap hsebagai hkejahatan 

hbesar. hAlasan hutamanya hadalah hkorupsi hbisa 

hmenghancurkan hsendi-sendi hkehidupan hdi hmasyarakat 

hdan hnegara. hDaya hrusak hkorupsi hterhitung hdahsyat. h 

Bukan hhanya hmenghancurkan hmoral, htetapi 

hdianggap hmampu hmembunuh hsolidaritas hhingga 

hmerusak hinfrastruktur. hBahkan hbisa hpula hmembunuh 

hbanyak horang hatau hsetidak-tidaknya hmemarjinalkan 

hwarga htertentu, hmerusak htatanan, hhingga hmemperkokoh 

hperbedaan hkelas. hOleh hkarena hitu, hkoruptor hdihukum 

hmati. hLangkah hini htelah hmemberikan hefek hjera hbagi hpara 

hpelaku hdan hmencegah hmasyarakat hlain huntuk hmelakukan 

hhal hyang hsama.195Cina hdua htahun hbelakangan hmemang 

htengah hmelakukan hkampanye hpemberantasan hkasus-

kasus htindak hpidana hkorupsi.Kampanye hini hdiawali 

hdengan hmelakukan hpenyelidikan hterhadap h10.000 

hpejabat hsetingkat hkabupaten hyang hdiduga hmelakukan 

htindak hpidana hkorupsi. hPada hakhir h2000 hlalu hseperti 

hyang hdilansir hhukumonline hdari hChina hDaily, hCina htelah 

                                                            
195http://www.pajak.go.id/content/article/memiskinkan-koruptor-melalui-

uu-pajak.Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013. 

http://www.pajak.go.id/content/article/memiskinkan-koruptor-melalui-uu-pajak
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hmembongkar hjaringan hpenyelundupan hdan hkorupsi hyang 

hmelibatkan h100 hpejabat hCina hdi hProvinsi hFujian, hCina 

hTenggara. hSebanyak h84 horang hdi hantaranya hterbukti 

hbersalah hdan h11 horang hdihukum hmati.Sejak hkasus hitu, 

hpengadilan hCina hmakin hmarak hlagi hdengan hkasus hkorupsi 

hlainnya. hPada h9 hMaret h2001 hmisalnya, hnasib hburuk 

hmenimpa hHu hChangqing hyang hdieksekusi hmati hhanya h24 

hjam hsetelah hpermohonan hkasasinya hditolak holeh 

hMahkamah hAgung hCina hdi hBeijing. hHu hChangqing hadalah 

hWakil hGubernur hPropinsi hJiangxi hyang hdihukum hmati 

hsetelah hterbukti hbersalah hmenerima hsuap hsenilai 

hAS$660.000 hatau hkurang hlebih hRp. h4,95 hmiliar. hSelain hitu, 

hHu hmenerima hsogokan hproperti hsenilai hAS$200.000 h h(Rp. 

h1,5 hmiliar).196 

 

 

e. Upaya hHukuman hMoral h 

Ketika hnegara hterlalu hberpihak hdan 

hmenguntungkan hkoruptor, htimbul hspirit hdan hgagasan 

hbaru hdari hmasyarakat hsendiri huntuk h”menghukum” 

hpelaku hkorupsi. hSebagian hbesar hpublik, hmenyerukan 

hperlunya hpenerapan hsanksi hsosial hbagi hkoruptor, hmeski 

hdinilai hbelum htentu hefektif. 

Berdasarkan hkajian hIndonesia hCorruption hWatch 

h(ICW) hpada htahun h2008-2009, hpengadilan htipikor hrata-

rata hmenjatuhkan hvonis hterhadap hkoruptor hdengan 

hhukuman h4,5 htahun hpenjara. hTren h2010, hvonis hhakim 

hlebih hringan hdaripada htuntutan hjaksa. hJika hjaksa 

hmenuntut hrata-rata h5 htahun h7 hbulan hpenjara hterhadap 

hterdakwa hkorupsi, hpengadilan hmemutuskan hrata-rata h4 

htahun h3 hbulan hpenjara.197Penerapan hhukuman hsosial 

holeh hmasyarakat hdapat hdimaknai hsebagai hsebuah 

                                                            
196http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2300/cina-hukum-mati-

koruptor-bagaimana-indonesia. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013. 
197http://www.ti.or.id/index.php/news/2012/07/17/mempermalukan-

koruptor. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2300/cina-hukum-mati-koruptor-bagaimana-indonesia
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2300/cina-hukum-mati-koruptor-bagaimana-indonesia
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h”perlawanan hpublik” hatas hrasa hputus hasa hpublik 

hterhadap hkebijakan hnegara hyang hterlalu hlonggar hbagi 

hpelaku hkorupsi. hDi hsisi hlain, hkorupsi hmerupakan 

hpenyimpangan hetika hdalam hkonteks hpolitik hbisa 

hmembahayakan hperjalanan hdemokrasi hkarena 

hmenimbulkan hkrisis hkepercayaan hterhadap hparlemen, 

hbahkan hnegara. h 

Hukuman hsosial hbagi hkoruptor, hmenurut 

hpengamat hpolitik hUniversitas hAirlangga, hKacung 

hMaridjan, hmenyiratkan harti h”dipenjara” hsecara hsosial, 

htetapi hmemiliki hdampak hyang htidak hkalah hdahsyat 

hdibanding hhukuman hpenjara hfisik. hContohnya, hkepala 

hdaerah hyang hterbukti hkorup hbisa hdihukum huntuk 

hmenjadi htukang hbersih-bersih hkantor hdi htempat hmereka 

hmenjadi hkepala hdaerah hdalam hkurun htahun htertentu 

h(Kompas, h24/8).198Gagasan hMahfud hMD huntuk 

hmempermalukan hkoruptor hdi hdepan hkhalayak htelah 

hmemasuki harea hwacana. hDalam hketerusterangannya, 

hKetua hMahkamah hKonstitusi h(2008-2013) hmengaku 

hputus hasa hterhadap hefektivitas hpemberantasan hkorupsi 

hdi htanah hair, hdan hmengajukan husulan hmendirikan h hkebun 

hkoruptor hdi hsamping hkebun hbinatang. hKelak, hdi hkebun hini 

hkomunitas hkoruptor hdipajang hseperti hpenghuni hkebun 

hbinatang, hlengkap hdengan hketerangan hlamanya hmasa 

hhukuman, hfoto-foto hkorban, hdan hketerangan-keterangan 

hinformatif hlainnya.Kebun hkoruptor hini hterbuka huntuk 

humum, hseperti hhalnya hkebun hhewan. hTarget hMahfud 

hadalah huntuk hmembangkitkan hrasa hmalu hgerombolan 

hpenyamun hberdasi. hSanksi hberat htidak hefektif hlagi, 

hlantaran hpasukan hklepto hini htelah hkehilangan hrasa 

htakut.Sebaliknya, hmereka hmerasa histimewa hlantaran 

                                                            
198http://subjectguidelaw.com/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=170%3Ahukuman-sosial-bagi-para-koruptor&catid=90%3Alaw-news-
&Itemid=65. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013. 

http://subjectguidelaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=170%3Ahukuman-sosial-bagi-para-koruptor&catid=90%3Alaw-news-&Itemid=65
http://subjectguidelaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=170%3Ahukuman-sosial-bagi-para-koruptor&catid=90%3Alaw-news-&Itemid=65
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hmenangguk hsederet hfasililitas hplus hketika hmenjalani 

hhukuman.199 

Dengan hkata hlain, hide hMahfud hbisa hmenjadi 

hantitesis hdari hiklim hdunia hperadilan hIndonesia hyang 

hkerap hmemberi hvonis hringan hterhadap hterdakwa hkasus 

hkorupsi. hItu hsebabnya, hIndonesia hacap hdisebut hnegara 

hyang hramah hterhadap hkoruptor. hSebagai hcontoh, hmelihat 

hvideo hRumah hTahanan h(Rutan) hSalemba, hJakarta, hyang 

hdipublikasikan hmantan hnarapidana, hSyaripudin hSupri 

hPane, hbeberapa hwaktu hlalu.Video hyang hberdurasi h20 

hmenit hitu hsemakin hmeneguhkan hanggapan hmasyarakat 

hselama hini, hyakni hhukum hIndonesia hsudah htidak hlagi 

hmemberikan hefek hjera hbagi hpelaku hkejahatan, hkhususnya 

hkoruptor. h 

Bagi hterpidana hkasus hkorupsi, hrutan htak hada 

hbedanya hdengan hhotel hberbintang.Video hamatir hyang 

hdibuat hpada h2008 hsaat hSyaripudin hditahan hdi hRutan 

hSalemba hatas hkasus hpemalsuan hdokumen hitu hjelas-jelas 

hmemperlihatkan hperlakukan hyang hdiskriminatif 

hterhadap hpara hnapi. hTerlihat hpula, hpara htahanan hbebas 

hmenggunakan htelepon hseluler, hpraktek hsuap, hhingga 

hruangan huntuk hmelakukan haktivitas hseksual.200 

Di hBlok hK hRutan hSalemba hyang hmerupakan hblok 

hkhusus hyang hdihuni hnarapidana hkasus hkorupsi hmulai 

hdari hpejabat hpemerintah hsampai hpetinggi hperusahaan, 

hterdapat hfasilitas hAC, hkulkas, hdispenser, hdan hTV. hBlok 

htersebut hjuga hmemiliki hlapangan hbulu htangkis hbahkan 

hfasilitas hgame hdan hkaraoke hjuga htersedia huntuk 

hpenghuni hblok.Yang hmengejutkan, hlayaknya hsebuah 

hhotel, hrumah htahanan hjuga hmemiliki htarif. hSeperti hdi hBlok 

hK, hharga hyang hdibanderol hyakni hRp. h30 hjuta hsampai 

hdengan hpembebasan. hSelain hitu, hsetiap hbulan hpenghuni 

                                                            
199http://elsyatriahaddini.blogspot.com/2011/12/mempermalukan-

koruptor.html. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013 
200http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/12/05/wisata-ke-kebun-

koruptor/. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013. 
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hwajib hmembayar huang hkebersihan, hkeamanan, hdan 

hlistrik hsebesar hRp. h1,25 hjuta. hPara hpengunjung hharus 

hmelewati hbeberapa hpetugas hkeamanan.201 

Gagasan hpembuatan hkebun hbinatang huntuk 

hkoruptor hdinilai htak htepat. hSang hpelontar hgagasan, 

hMahfud hMD hpun hdinilai hngawur. h"Apa hkonteksnya hcoba 

hgagasan hseperti hitu. hKalau hmau, hperbaiki hsaja hinstitusi 

hyang hada, hjangan hngawur hkemana-mana hdong. hIni hsangat 

hmenistakan," hujar hpolitisi hPartai hDemokrat, hEdi hRamli 

hSitanggang, hkepada hRakyat hMerdeka hOnline, h(Senin, 

h28/11).202 

Tampaknya hlontaran hgagasan hkebun hkoruptor 

hdari hMahfud hMD hdinilaicandaan hbelaka.Dasar huntuk 

hmenerapkan hsanksi hsosial htersebut hbelumlah hdikenal 

hdalam hhukum hIndonesia.Kondisi hseperti hini hmembuat 

hmereka hdan hkeluarganya hsangatlah hmalu, htidak hmustahil 

hmereka hakan hkapok hdan hjera huntuk hmengulangi 

hperbuatannya. hDemikian hpula hbagi hyang hlain, hakan 

hberhati-hati hdalam hmenggunakan huang hnegara, hkarena 

htakut hmasuk hke hkebun hkoruptor. hTetapi hapakah hmungkin 

hmenjadikan hmanusia hseperti hhewan hdi hkebun hbinatang? 

hAkan hmenjadi hpedebatan hdi hkalangan hpara hpakar hhukum 

hdan hHAM.Dasar hpengaturan hhukuman hsosial hterdapat 

hdalam hhukum hpidana hIslam hyaitu hbagian hdari hhukuman 

hta’zir hyaitu htasyir.Hukum hpidana hIslam hpembagian hatau 

hklasifikasi hyang hpaling hpenting hdan hpaling hbanyak 

hdibahas hpara hahli hhukum hIslam hyaitu hhudud, hqishash 

hdan hta’zir.203 

Pelaksanaan hsanksi hhukuman hsosial hpernah 

hditerapkan holeh hNabi hMuhammad hdan hkhalifah. hDalam 

hhadist hriwayat hBukhari hdan hMuslim hdisebutkan hbahwa 

hseseorang hpenguasa h(imam) hadalah hpemelihara hdan 

                                                            
201Ibid. 
202http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=47153.Diakses pada 

tanggal 2 Oktober 2013. 
203Topo Santoso. 2003. Membumikan Hukum Pidana Islam. Gema Insani 

Press: Jakarta. hlm. 22 
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hpengatur hurusan h(rakyat), hdan hmereka hakan hdimintai 

hpertanggungjawaban hterhadap hrakyatnya. hSang 

hpenguasa hyang hbaik hdan hbertanggungjawab htentu htidak 

hakan htega hhidup hbergelimangan hkemewahan, hapalagi 

hsampai hkorupsi, hmelihat hnegaranya hdalam hkondisi hkrisis 

hdan hdilanda hbancana hserta hbanyak hrakyatnya hmendeita 

hkelaparan hdan hkesulitan hhidup. hKarena hitu, hRasulullah 

hmemberikan hsanksi hyang hkeras hterhadap 

hpenyelewengan hharta hNegara. hBahkan, hRasulullah htak 

hsegan-segan hmengungkap haib hpara hpencuri huang hNegara, 

hsekalipun horang hitu hgugur hdi hmedan hjihad.204 

Ada hcerita hlain htentang hseorang hsahabat hyang 

hmeninggal hdalam hperang hyang hmeninggal hdunia, 

hRasulullah hmenerapkan hsanksi htasyhir h“mengumumkan 

hkecurangan” huntuk hseorang hyang hmeninggal hdunia. 

hPadahal hsecara humum, hdiperintahkan huntuk 

hmenceritakan hhal hyang hbaik-baik hsaja hpada hdiri hseorang 

hmuslim hyang hmeninggal.205 

Imam hMalik, hdalam hal-Muwaththa’, hmeriwayatkan 

h hbahwa hRasululllah hsaw hpernah hmengumumkan 

hkecurangan hseorang htentara hIslam hyang hdiketahui 

hmenyembunyikan hbeberapa hbuah hpermata hmilik horang 

hYahudi. hSanksi h“tasyhir” hini hberupa hpengumuman h“aib” 

horang htersebut. hUmar hbin hKhatab hjuga hmenerapkan 

hsanksi htasyhir hterhadap hsaksi hpalsu. hQadhi hSyuraikh, 

hhakim hdi hzaman hUmar hdan hAli hr.a. hmenerapkan hsanksi 

htasyhir hdengan hcara hmembawa hpelaku hkejahatan hke 

htengah-tengah hpasar hdan hdiumumkan hkejahatannya 

hkepada hmasyarakat.206 

Oleh hkarena hitu, hgagasan hMahfud hMD hmemiliki 

hdasar hyang hjelas hdan hbukan hcandaan hbelaka. hGagasan 

htersebut hberalasan hdan hdapat hditerapkan hdi hnegara 

                                                            
204Adian Husaini dan Nuim Hidayat. 2002. Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, 

Penyimpangan, dan Jawabannya. Cet. 1. Gema Insani Press: Jakarta. hlm. 153. 
205Ibid. 
206http://ourdirectory.wordpress.com/2013/05/15/korupsi-dan-

kebahagiaan/. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013. 
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hIndonesia hyang hmayoritas hmuslim hwalaupun hbukan 

hnegara hIslam. hAkan htetapi hgagasan htersebut h htetap hsaja 

hmemunculkan hperdebatan hberkaitan htentang hhak hasasi 

hmanusia. h h h h 

Mantan hPenasihat hKomisi hPemberantasan 

hKorupsi h(KPK) hAbdullah hHehamahua hmengatakan 

hhukuman hpenjara hbagi hkoruptor hdinilai htidak hefektif. 

hSebab hhukuman hkurungan hpenjara hselama hini hhanya 

hsebagai hmarkas hdari hpengguna hnarkoba, hteroris, hdan 

hkejahatan hlainnya.Guna hmenimbulkan hefek hjera hdia 

hmengusulkan hagar hkoruptor hmembersihkan hsampah 

hyang hberada hdi hJalan hJenderal hSudirman, hJakarta hPusat, 

hdengan hmemakai hbaju htahanan hkorupsi."Mungkin htiga 

hhingga henam hbulan hmemakai hbaju hkoruptor, hkemudian 

hmembersihkan hsampah hdi hjalan. hKemudian hbekerja hdi 

hperkebunan hkelapa hsawit," hkata hHehamahua, hSenin h20 

hMei hlalu.207 

Apabila hkebun hkoruptor hdianggap htidak 

hmanusiawi, hsanksi hhukuman hsosial hsebagaimana 

hpendapat hHehamahua hdapat hditerapkan hkarena hlebih 

hmanusiawi hdan hmenurut hpeneliti htidak 

hmengesampingkan hhukuman hpokok hdan htambahan 

hdalam hKUHP hpasal h10. 

 

4 hAntikorupsi hDalam hPerspektif hIslam 

1. Pengertian hdan hBatasan hKorupsi hMenurut hIslam 

Azyumardi hAzra, hGuru hbesar hdan hmantan hRektor 

huniversitas hIslam hNegeri hJakarta, hmenyatakan hbahwa hagama 

hmanapun, hkhususnya hIslam, hpasti hmengutuk htindakan 

hkorupsi hdalam hbentuk hapa hpun.208
 hDalam hhadis hdisebutkan 

h“La h‘natullohi h‘ala hal-roosyi hwa hal-murtasyi” h(laknat hAllah 

hterhadap horang hyang hmemberi hsuap hdan horang-orang hyang 

hmenerima hsuap). hDalam hhadits hini, histilah h“al-roosyi” 

                                                            
207http://news.okezone.com/read/2013/05/22/339/811142/redirect.Diaks

es pada tanggal 2 Oktober 2013. 
208Azyumadi Azra. 2005. Agama dan Pemberantasan Korupsi. internet.  
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h(penyuapan) hdan h“al-murtasyi” h(penerima hsuap) hberasal 

hdari hkata hdasar h“risywaah”. hDalam hkamus hbahasa hArab 

hmodern, h“risywa” htidak hhanya hberarti h“penyuapan” 

h(bribery), htetapi hjuga hkorupsi hdan hketidakjujuran 

h(dishonesty). hPara hulama hkontemporer hmenyepakati, hbahwa 

hrisywah htidak hhanya hdiartikan hsebagai h“suap”, htetapi hjuga 

hmencakup hbentuk hkorupsi hlainnya. 

Dalam hkonteks hajaran hIslam hyang hlebih hluas, hkorupsi 

hadalah htindakan hyang hbertentangan hdengan hprinsip 

hkeadilan h(al-‘adalah), hakuntabilitas h(al-amanah), hdan 

htanggung hjawab.209
 hKorupsi hdengan hsegala hdampak 

hnegatifnya hyang hmenimbulkan hberbagai hdistorsi hterhadap 

hkehidupan hnegara hdan hmasyarakat hdapat hdikategorikan 

hsebagai hperbuatan hyang hdiharamkan hdan htermasuk hkategori 

hdosa hbesar. h“Korupsi hbisa hdigolongkan hkedalam hvarian hdari 

hdosa hbesar, hmeski htidak hada hdalil hyang hsecara hlangsung 

hmenyebutkannya hseperti hperbuatan hsyirik, hzina, hmencuri, 

hminum hkhamar hdan hlainnya”.210
 hNamun hsecara hhukum 

hIslam, hkasus hkorupsi hbisa hdimasukan hkedalam hjenis 

hkhiyanah h(berkhianat). hDi hdalam hAl-Qur’an htidak hdibedakan 

hsecara htegas hantara hkorupsi hdan hmencuri, htetapi hsetidaknya 

hkorupsi hmerupakan hperbuatan hyang hjauh hlebih hbesar 

hdosanya hdibandingkan hdengan hmencuri. hJika hhukuman hbagi 

hpencuri hmenurut hIslam hadalah hpotong htangan, hmaka 

hhukuman hbagi hkoruptor hlebih hberat hdari hitu. hHukuman hbagi 

hpencuri hsebagaimana hdalam hAl-Qur’an hSurat hAl-Maidah hayat 

h38: 

Laki-laki hyang hmencuri hdan hperempuan hyang hmencuri, 

hpotonglah hlengan hkeduanya h(sebagai) hpembalasan hbagi hapa 

hyang hmereka hkerjakan hdan hsebagai hsiksaan hdari hAllah, hdan 

hAllah hmaha hperkasa hlagi hmaha hbijaksana. hMaka hbarang hsiapa 

hbertaubat hsesudah hmelakukan hkejahatan hitu hdan 

hmemperbaiki hdiri, hmaka hsesungguhnya hAllah hmenerima 

                                                            
209Ibid. 
210Ahmad Zaenal Arifin. 2005. Fenomena Wistleblowerss dan 

Pemberantasan Korupsi.Artikel.Kompas. 
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htaubatnya. hSesungguhnya hAllah hMaha hPengampun hlagi hMaha 

hPenyayang. hAyat hini hmemberi hpelajaran hbahwa hhukuman 

hbagi hkoruptor, hjika hdipandang hperbuatannya hsama hdengan 

hmencuri, hpaling htidak hdipotong htangannya. hMuhammad 

hMasyhuri hNa’im hmengulas hbahwa hdi hdalam hIslam hterdapat 

hbanyak histilah hatau hungkapan hyang hbisa hdipakai huntuk 

hmenggambarkan hpengertian hkorupsi, hyaitu; h“Ikhtilas”, 

h“Ghulul”, hatau h“Akhdul hAmwal hbil hBathil”. hIstilah-istilah 

htersebut hsering hdigunakan huntuk hmenyebut hperilaku 

hmencopet hatau hmerampas hharta horang hlain,211
 hsebagaimana 

hdisebut hdalam hal-Qur’an hsurat hal-Baqarah h(2):188. 

Dan hjanganlah hkamu hmakan hharta hdiantara hkamu 

hdengan hjalan hyang hbathil, hdan h(janganlah) hkamu hmenyuap 

h(membawa hurusan) hdengan hharta hitu hkepada hpara hhakim, 

hdengan hmaksud hagar hkamu hdapat hmemakan hsebagian hharta 

horang hlain hitu hdengan hjalan hdosa. hPadahal hkamu hmengetahui. 

Hikmah hdan hpelajaran h(ibrah) hyang hdapat hdiambil 

hdari hayat h hAl-Quran hyang htermuat hdalam hsurat hAl-Baqarah 

h(2)”188 htersebut hadalah hpelajaran hbahwa hIslam hmelarang 

h(hukumnya hharam) humatnya hmengambil hharta horang hlain 

hdengan hcara hyang htidak hbenar h(bathil). hMenurut hNa’im, hke 

h“haraman” hini hmenjadi hlebih hjelas, hkarena hdalam hayat 

htersebut hAllah hmenggunakan hLafadh h“bil-itsmi” hyang hartinya 

h“dosa”. hJadi hmengambil hharta hyang hbukan hmiliknya 

htermasuk hdiantaranya hkorupsi hadalah hharam hhukumnya, 

hsama hharamnya hdengan hpekerjaan hberzina, hmembunuh hdan 

hsemacamnya. hSenada hdengan hayat htersebut, hAl-quran hsurat 

han-Nisa’ h(4):29 hjuga hmenegaskan hbahwa hIslam hbenar-benar 

hmengajarkan hagar humatnya htidak hmemakan hharta 

hsesamanya hdengan hcara hyang hbathil h(mencuri, hkorupsi hdan 

hsejenisnya). hYang hdibolehkan hadalah hberbisnis hdengan hcara 

hyang hbenar hatau hmengambil hdan hdiberi hdengan hcara hyang 

hhalal. 

                                                            
211Muhammad Masyhuri Na’im. 8 juli 2005.Korupsi dalam perspektif Islam, 

sebuah upaya mencari solusi bagi pemberantasan korupsi.Diakses dari 
www.nu.or.id. 
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Hai horang-orang hyang hberiman, hjanganlah hkamu 

hsaling hmemakan hharta hsesamamu hdengan hjalan hyang hbathil 

h(tidak hbenar), hkecuali hdengan hjalan hperniagaan hyang hberlaku 

hdengan h(atas hdasar) hsuka hsama hsuka hdiantara hkamu. hDan 

hjanganlah hkamu hmembunuh hdirimu, hsesungguhnya hAllah 

hMaha hPenyayang hkepadamu. hDan hbarang hsiapa hberbuat 

hdemikian hdengan hcara hmelanggar hhukum hdan hzalim, hakan 

hkami hmasukkan hdia hke hdalam hneraka. hYang hdemikian hitu 

hmudah hbagi hAllah. h(Qs. hAn-Nisa’ h(4):29-30). 

Ajaran-ajaran hIslam htersebut hbersumber hdari hfirman 

hAllah hSWT. hKarenanya hwajib hhukumnya huntuk hdiikuti hdan 

hharam hhukumnya huntuk hdilanggar. hBarang hsiapa hyang 

hmelanggar hketentuan hAllah hSWTmaka hberarti hdia 

hmemerangi hAllah, hdan hbarang hsiapa hyang hmemerangi hAllah 

hmaka hhukumnya hamat hberat. hIni hsesuai hdengan hfirman hAllah 

hSWT hdalam hQs hAl-Maidah h(5):33: 

Sesungguhnya hpembalasan hterhadap horang-orang 

hyang hmemerangi hAllah hdan hRasul-Nya hdan hmembuat 

hkerusakan hdimuka hbumi, hhanyalah hdibunuh hdan hdisalib, hatau 

hdipotong htangan hdan hkaki hmereka hsecara hsilang, hatau 

hdiasingkan h(dibuang) hdari hnegeri h(tempat hkediamannya). 

hYang hdemikian hitu h(sebagai) hsuatu hpenghinaan huntuk hmereka 

hdidunia, hdan hdi hakherat hmereka hmendapat hazab hyang hbesar. 

h(QS. hAl-Maidah h(5):33). 

Dengan hmengikuti hdan hpenafsiran hNa’im, hmaka 

hmenurutnya hayat htersebut hmerupakan hsindiran hkeras 

hkepada horang-orang hyang hmelakukan hkorupsi hdengan 

hsengaja. hMereka hitu hjelas-jelas hmemerangi hAllah, hkarena 

hmereka hmelanggar hajaran hAllah hsebagaimana hketentuanNya 

hyang htermaktub hdalam hsurat hAl-Baqaroh h(2):188 hdan hsurat 

hAl-Nisa’ h(4):29. hMenurut hketentuan hQS hAl-Maidah h(5):33 

htersebut hmaka hkepada hmereka hyang hmemerangi hAllah 

hdikenai hhukuman hdidunia, hyaitu: h“dibunuh” hatau h“disalib” 

hatau h“dipotong htangan hdan hkakinya hsecara hbersilang” hatau 

h“dibuang hdari hnegerinya” h(maksudnya hdiasingkan, hmisalnya 

hkalau hdi hIndonesia; hdiNusakambangan). hItu hbelum hcukup 
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huntuk hkejahatan-kejahatan hyang hmereka hlakukan, hkarena 

hitu hnanti hdiakhirat hakan hmendapat hsiksa hyang hjauh hlebih 

hpedih hlagi. 

Jadi hmenurut hayat htersebut, hkoruptor hdiancam 

hdengan hempat hhukuman huntuk hhukuman hdunia, hyaitu: h(1). 

hHukuman hmati h(dibunuh); h(2). hHukuman hsalib h(disalib); h(3). 

hHukuman hpotong htangan hdan hkaki h(dipotong htangan hdan 

hkakinya) hsecara hbersilang; h(4). hHukuman hPengasingan 

h(diasingkan hatau hdibuang hdari hnegerinya). hMeskipun 

hdemikian, hkelak hdiakhirat hhukuman htersebut htidak 

hmenghilangkan hdosa-dosanya, hmereka hakan htetap 

hmendapatkan hsiksaan hyang hpedih. 

Hikmah hdan hpelajaran h(ibrah) hyang hbisa hdiambil hdari 

hayat htersebut huntuk hprogram hpemberantsan hkorupsi 

hadalah; h(1). hAjaran hIslam hsangat hjelas hmelarang hdan 

hmengutuk hperbuatan hkorupsi hdan hsegala hjenis hperbuatan 

hkeji hyang hmerusak htatanan hkehidupan hdi hdunia. h(2). hAjaran 

hIslam hsangat hjelas hdan hkeras hkepada horang hyang hmelakukan 

hkorupsi hserta hkerusakan-kerusakan hlainnya hdi hmuka hbumi. 

h(3). hAjaran hIslam hmemberikan halternatif hhukuman hsecara 

hadil hberdasarkan hberat hringannya hkesalahan hyang hdilakukan 

holeh hpelaku. h(4). hAjaran hIslam hsecara htegas hmenyatakan 

hbahwa hkoruptor hyang hsudah hdihukum hdidunia htidak hakan 

hmenghapuskan hsiksa hdi hakhirat, hkecuali hmereka hitu 

hbertaubat hsecara hsungguh-sungguh h(taubatan-Nasuha). 

Islam hmemandang hperbuatan hkorupsi hadalah hsalah 

hsatu hperbuatan hkeji hyang hdilarang, hkarena hperbuatan 

htersebut hdampak h“mudharat”-nya hsangat hluas. hSebagaimana 

hyang hdibenarkan holeh hbanyak hstudi hdan hpenulisan htentang 

hdampak-dampak hkorupsi, hbaik hkepada hperekonomian, 

hpolitik, hhukum, hsosial hbudaya, hmaupun hkerusakan hmoral 

hbangsa. hKetegasan hhukum hdan hajaran hIslam hini hhendaknya 

htidak hdipandang hsebelah hmata, hapalagi hmelihat hIslam 

hsebagai hagama hkejam. 

Pengertian hkorupsi hdalam hperspektif hIslam hjuga 

hdiberikan holeh hHafidhuddin h: 
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Dalam hIslam hkorupsi htermasuk hperbuatan hfasad hatau 

hperbuatan hyang hmerusak htatanan hkehidupan. hPelakunya 

hdikategorikan hmelakukan hjinayab hkubro h(dosa hbesar) 

hdan hharus hdikenai hsanksi hdibunuh, hdisalib hdan hdipotong 

htangan hdan hkakinya hdengan hcara hmenyilang h(tangan 

hkanan hdengan hkaki hkiri hatau htangan hkiri hdengan hkaki 

hkanan) hatau hdiusir. hDalam hkonteks hajaran hIslam hyang 

hlebih hluas, hkorupsi hmerupakan htindakan hyang 

hbertentangan hdengan hprinsip hkeadilan h(al-adalah), 

hakuntabilitas h(al-amanah), hdan htanggung hjawab.Korupsi 

hdengan hsegala hdampak hnegatifnya hyang hmenimbulkan 

hberbagai hdistorsi hterhadap hkehidupan hnegara hdan 

hmasyarakat hdapat hdikategorikan htermasuk hperbuatan 

hfasaad, hkerusakan hdimuka hbumi, hyang hsekali-kali hamat 

hdikutuk hAllah hSWT.212 

  

Sedangkan hAzyumardi hAzra h hmendefinisikan hkorupsi 

hmerupakan hberbagai htindakan hgelap hdan htidak hsah h(illicit hor 

hillegal hactivities) huntuk hmendaptkan hkeuntungan hpribadi 

hatau hkelompok. hKorupsi hadalah hpenyalahgunaan hkekuasaan 

hatau hkedudukan hpublik huntuk hkepentingan hpribadi.213
 

hSelanjutnya, hdengan hmengambil hgagasan hPhilip, hAzra 

hmenyebutkan hdefinisi hkorupsi hsebagai:214 

Pertama, hpengertian hkorupsi hyang hberpusat hpada 

hkantor hpublik h(publik hoffice-centered hcorruption), hyang 

hdidefinisikan hsebagai htingkah hlaku hdan htindakan hseseorang 

hpejabat hpublik hyang hmenyimpang hdari htugas-tugas hpublik 

hformal huntuk hmendapatkan hkeuntungan hpribadi, hatau 

hkeuntungan hbagi horang-orang htertentu hyang hberkaitan herat 

hdengannya hseperti hkeluarga, hkarib hkerabat hdan hteman. 

hPengertian hini, hjuga hmencakup hkolusi hdan hnepotisme 

                                                            
212Mansyur Semma. 2008. Negara dan Korupsi. Yayasan Obor Indonesia 

Jakarta.hlm.33. 
213Ibid. 
214Ibid. hlm.34. 
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hpemberian hpatronase hlebih hkarena halasan hhubungan 

hkekeluargaan h(ascriptive) hdari hpada hmerit. 

Kedua, hpengertian hkorupsi hyang hberpusat hpada 

hdampak hkorupsi hterhadap hkepentingan humum h(publik 

hinterest-centered). hDalam hkerangka hini, hkorupsi hdapat 

hdikatakan htelah hterjadi, hjika hseorang hpemegang hkekuasaan 

hatau hfungsionaris hpada hkedudukan hpublik hyang hmelakukan 

htindakan-tindakan htertentu hdari horang-orang hyang hakan 

hmemberikan himbalan h(apakah huang hatau hmateri hlain), 

hsehingga hdengan hdemikian hmerusak hkedudukannya hdan 

hkepentingan hpublik, 

Ketiga, hpengertian hkorupsi hyang hberpusat hpada hpasar 

h(marketcentered) hberdasarkan hanalisis htentang hkorupsi 

hyang hmenggunakan hteori hpilihan hpublik hdan hsocial, hdan 

hpendekatan hekonomi hdi hdalam hkerangka hanalisis hpolitik. 

hDalam hkerangka hini hkorupsi hjuga hberarti hpenyalahgunaan 

hkekuasaan holeh hseorang hpegawai hatau hpejabat hpemerintah 

huntuk hmendapatkan htambahan hpendapatan hdari hpublik. 

hDengan hdemikian, hkedudukan hpublik htelah hdijadikan hlahan 

hbisnis, hyang hselalu hakan hdiusahakannya huntuk hmemperoleh 

hpendapatan hsebesar-besarnya. h 

Berbagai hdefinisi htentang hkorupsi hbeserta 

hpengklasifikasiannya hmenurut hperspektif hapa hsaja hpastilah 

hmerupakan htindakan hpenyimpangan, hkejahatan, 

hpenghianatan, hatau hkecurangan. hIslam htidak 

hmenitikberatkan hpada hukuran h“memperkaya hdiri hsendiri 

hatau hkeluarganya”. hIslam hmenegaskan hbahwa hmeskipun 

huang, hharta hatau hkekayaan h(asset) hyang hdikorupsi hitu 

h(nilainya) hsebesar hjarum, h(yang hartinya htidak hmungkin hharta 

hsenilai hjarum hkecil hitu hmemperkaya hdiri), hmaka hia htetap 

htermasuk hkategori hkorupsi. 

Hal hini hsebagaimana hdisabdakan holeh hNabi 

hMuhammad hSAW hsebagaimana hHadis hdiriwayatkan holeh 

hAchmad: 

Hai hmanusia! hbarang hsiapa hyang hmenjalankan htugas 

huntuk hkami, hlalu hdia hmenyembunyikan hdari hkami hwalaupun 
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hbarang hsebesar hjarum, hmaka hapa hyang hdisembunyikannya hitu 

hmerupakan hpenghianatan h(korupsi) hyang hkelak hakan 

hdibawanya hpada hhari hkiamat. h(HR hAchmad). 

Barang hsiapa hyang hkami hangkat hmenjadi hpejabat 

hdengan htugas htertentu, hdan htelah hkami hberi hupah 

hsebagaimana hmestinya, hmaka hapa hyang hdia hambil hdi hluar hdari 

hapa hyang htelah hdiberikan, hmaka hitu hnamanya hpenghianatan 

h(korupsi). 

Dari hdua hhadist hdiatas hmaka hdapat hdisimpulkan 

hbahwa hmenurut hIslam, horang hdi hkatakan hmelakukan hkorupsi 

hjika hia hmengambil hatau hmenerima hsesuatu hdiluar hgaji hdan 

hfasilitas hjabatan h(yang htelah hdiberikan, hberdasarkan 

hkemampuan hkeuangan/anggaran hnegara hitu hdan hketentuan 

hhukum hyang hberlaku hdi hNegara htersebut), hmeskipun hnilai 

hatau hjumlahnya hsedikit h(seharga hjarum). h 

a. Koruptor hitu hMunafik 

Muhammad hRay hAkbar hmenyatakan hbahwa: 

Didalam hajaran hIslam hkorupsi htermasuk hdosa hbesar. 

hOrang hyang hmelakukan hkorupsi h(koruptor) 

hdimasukan hsebagai hkelompok horang hmunafik. hYaitu 

horang hyang htidak hmenjalankan hamanat h(yang 

hdiberikan hkepadanya) hdengan hbaik, hatau horang hyang 

hmengkhianati hamanat. hPerspektif hseperti hini hsungguh 

hsangat hrelevan huntuk hdikembangkan hdinegara hyang 

hmayoritas hpenduduk hdan hpejabatnya hberagama 

hIslam, htermasuk hIndonesia. hHal hini hdimaksudkan 

huntuk hmenimbulkan hefek hjera, hbaik hdalam hbentuk 

hpenyadaran hterhadap hbesarnya htanggung hjawab 

hyang hharus hdipikul holeh hseorang hkoruptor h(di hdunia 

hini hhingga hdi hakhirat hnanti), hmaupun hpenyesalan hbagi 

hyang hsudah hterlanjur hkorupsi huntuk htidak 

hmengulangi hperbuatannya hhingga hmenghantarkan 

hmereka huntuk htaubat.215 

 

                                                            
215Muhammad Ray Akbar, 2008.Mengapa Harus Korupsi. Akbar. Jakarta. 
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Tujuan hutama hpenelitian hini hadalah huntuk 

hmenggali hdan hmengkonstektualisasikan hprinsip hdan 

hnilai-nilai hajaran hIslam huntuk hmemperkuat hpelaksanaan 

hadministrasi hpublik hyang hantikorupsi. 

Pemberantasan hkorupsi hyang hdilakukan hdi 

hIndonesia hselama hini hterlalu hberorientasi hpada 

hpendekatan hhukum hformil, hdan hkurang hmengapresiasi 

hpendekatan hadministrasi hpublik. hAkibatnya, hmeskipun 

hterdapat hsejumlah hindikasi hbahwa hkorupsi hberhasil 

hditekan hdan hperlahan-lahan hmulai hmemunculkan hefek 

hjera, hnamun hmemunculkan hdampak hnegatif hpada 

hpelaksanaan hadministrasi hpublik. hBeberapa 

hindikatornya hmengarahkan hpada hkesimpulan hsementara 

hbahwa hpelaksanaan hadministrasi hpublik hkurang hefektif. 

hBanyak hpejabat hpublik hyang htidak hoptimal hdan htidak 

hmaksimal hmenjalankan htugasnya hkarena hkhawatir 

hterjerat hhukum htindak hpidana hkorupsi h(tipikor). h 

Seandainya hhukum hnegara/ hPerundang-

Undangan hNegara hmelibatkan hhukum hajaran hIslam, 

hkhususnya hdalam hpencegahan hperilaku hkorupsi, hmaka 

hefeknya hsangat hbaik, hmengingat hkedua hhukum hini hakan 

hsaling hmemperkuat htujuannya hsehingga hkorupsi hbisa 

hdiberantas hsecara htuntas. hDisatu hsisi huntuk hkebaikan 

hbangsa hdan hnegara, hdan hdi hsisi hlainnya hialah 

hmenyelamatkan hmanusia hitu hsendiri hdari hhukuman 

hTuhan hyang hkelak hmau htidak hmau hharus hdan hpasti hakan 

hdihadapi.216 

Pemberantasan hkorupsi hsudah hwaktunya 

hdilakukan hdengan hmenggunakan hpendekatan hmulti 

hdisiplin, hbahkan hmenggunakan hpendekatan hmoral 

hkeagamaan. hKarena hpendekatan hmono hdisiplin, hmisalnya 

hpendekatan hpolitik, hpendekatan hhukum, hpendekatan 

hsosiologi, hpendekatan hantropolgi, hatau hpendekatan 

hekonomi hsaja hternyata hbelum hbanyak hmembuahkan 

hhasil. 

                                                            
216Ibid. hlm.13. 
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Kembali hpada hpenelitian h‘Mengapa hHarus 

hKorupsi’, hyang hmenarik hperhatian hpenulis hadalah 

hpendekatannya hyang hingin hmembangun hkarakter 

hmanusia hmenjadi hlebih hbaik, hmenjadi hantikorupsi, hbukan 

hsaja hkarena htakut hterkena hdiseret hKPK htetapi hlebih hdari 

hitu hmereka htakut holeh hancaman hAllah hSWT hyang 

hternyata hlebih hdahsyat. hDengan hmelihat hkoruptor 

hsebagai hgolongan horang-orang hmunafik, hmaka 

hpengungkapan hhukum hIslam hterhadap hkoruptor hmenjadi 

hlebih hmenggigit hdan hmenakutkan, hterutama hbuat hmereka 

hyang hmemiliki hkesadaran htinggi hbahwa htindakan 

hkorupsinya hitu hsendiri h(seandainya hmereka hlakukan) 

hsebetulnya hadalah huntuk hmemperbaiki hkehidupan hyang 

hbersangkutanbeserta hkeluarganya. hArtinya huntuk 

hkebahagiaan hdirinya hdan hkeluarganya hdi hdunia hdan hdi 

hakhirat. hDengan hmengetahui hancaman hhukuman hdari 

hAllah hSWT hterhadap hkoruptor h(munafik), hmaka 

hdiharapkan hakan hmenimbulkan henergi hyang hmampu 

hmenumbuhkan hkesadaran htingi huntuk htidak hakan 

hmelakukan hkorupsi, hatau hpaling htidak hmereka hakan 

hektra hhati-hati hdalam hmenjalankan htugas-tugasnya. 

Kedudukan horang hmunafik hdi hdalam hajaran hIslam. 

hDi hdalam hAl-Qur’an hAllah hSWT hmenggariskan hbahwa 

horang hmunafik hadalah horang hyang hhina hdi hsisi hAllah hSWT 

hdan hAllah hSWT hmemerintah hnabi hMuhammad hSAW 

huntuk hmemeranginya. hHal hini hsebagaimana hfirman hAllah 

hSWT hdalam hAl-Qur’an hKarim: 

Sesungguhnya horang-orang hmunafik hitu hberada 

hpada htingkat hneraka hyng hpaling hrendah, hdan hkamu hsekali-

kali htidak hakan hmendapatkan hseorang hpenolong hpun hbagi 

hmereka. h(QS hAn-Nisaa’ h(4): h145) 

 Hai hNabi, hberjihadlah hterhadap horang-orang 

hkafir hdan horang-orang hmunafik hitu hserta hbersikap 

hkeraslah hterhadap hmereka. hTempat hmereka hadalah 

hjahanam. hItulah htempat hkembali hpaling hburuk. h(QS hat-

Taubah h(9): h73). 
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Dua hayat hdalam hdua hsurah hAl-Qur’an htersebut 

hsudah hsangat hjelas hmakna hteksnya, hsehingga htidak hperlu 

hlagi hmenafsirkan hke hdalam hkonteks. hPada hayat hyang 

hpertama hdinyatakan hbahwa htempat horang-orang 

hmunafik hdi hakhirat hnanti hadalah hdi hneraka hyang hpaling 

hrendah hatau hdidasar hneraka. hAllah hSWT hmenyatakan 

hbahwa hmereka htidak hakan hmendapat hpertolongan 

hsedikitpun hdan holeh hsiapapun. hSedangkan hayat hkedua 

hmenegaskan hbahwa hNabi hMuhammad hSAW 

hdiperintahkan huntuk hmemerangi, hmemberantas, hdan 

hmenyatakan hjihad hkepada horang hmunafik hdengan 

hmengembangkan hsikap hyang hkeras hdan htegas. 

Ayat htersebut hmenerangkan hbeberapa hhal. 

hPertama; hmenerangkan hsikap hAllah hSWT hyang hsangat 

htegas h(murka) hkepada horang hmunafik. 

hKedua,menerangkan htempat hkedudukan horang hmunafiq 

hyang hdihinakan hdan hdiazab hdengan hazab hyang hpedih hdan 

hdahsyat. hKetiga, hmenerangkan hbahwa hIslam 

hmengajarkan huntuk hmemberantas, hmemerangi, hdan 

hmenyatakan hjihad hkepadanya. hDengan hmemahami 

hbahwa hkorupsi hadalah htermasuk hperbuatan hmunafik, 

hmaka hdapatlah hditegaskan hbahwa hsikap hajaran hIslam 

hsangat hjelas hkepada hkorupsi, hyaitu: hharus hdihindari 

h(preventif) hdan hdijihadi hatau hdiberantas h(represif). 

Kedudukan hpara hkoruptor hdisamakan hdengan 

hkedudukan hkaum hmunafik hkarena hkoruptor hitu 

hmemenuhi htiga hciri-ciri horang hmunafik, hyaitu: hpendusta, 

hpengingkari hjanji, hdan hpenghianat. hSebagaimana hHadits 

hRasulullah hSAW. h 

Ciri-ciri horang hyang hdisebut hsebagi hmunafik hitu hada 

htiga, hyaitu; hapabila hberkata hdusta; hbila hberjanji, hmungkir; 

hdan hbila hdipercaya, hberkhianat. h(HR hBukhari hdan hMuslim). 

Jika hpada hdiri hseseorang hterdapat hsatu hciri hdari 

htiga hciri htersebut hmaka hia htermasuk hgolongan horang 

hmunafik; hdan hbarang hsiapa hyang hmempunyai htiga hciri 
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htersebut hmaka hia htermasuk horang hmunafik hsejati. h(HR 

hMuslim). 

Di hindonesia hseorang hpegawai hatau hpejabat 

hpemerintah, hsebelum hmemegang hjabatannya hia hterlebih 

hdahulu hharus hmengucapkan hsumpah hatau hjanji htersebut 

hia hucapkan hatas hnama hAllah hSWT hdan hdi hatas hkepalanya 

hdijunjungkan hkitab hsuci hAl-Qur’an. 

Artinya, hsumpah hatau hjanji htersebut hia hucapkan 

hsecara hsungguh-sungguh h(tidak hmain-main), hyaitu hjanji 

hkepada hAllah hSWT hdan hkepada hmanusia h(seluruh hrakyat 

hIndonesia). hSumpah hatau hjanji htersebut hberisi htentang 

hniat hdan hkomitmen hyang hbersangkutan huntuk hmemenuhi 

htugas hdan hkewajibanya hsebagai hpegawai hnegeri hatau 

hpejabat hnegara hatau hpenyelenggara hnegara hdengan 

hsebaik-baiknya hsesuai hdengan hperaturan hperundang-

undangan, hserta hmengutamakan hkepentingan hnegara hdan 

hbangsa hdaripada hkepentingan hpribadi hatau hgolongan. 

Jadi hjika hada hpegawai hatau hpejabat hnegara 

hmelakukan hkorupsi hmaka hia hberarti hberdusta, hmelanggar 

hsumpah hatau hjanji hyang htelah hdiucapkannya hserta 

hberkhianat. hMaka hsudah htidak hmeragukan hlagi hbahwa hia 

htermasuk hgolongan horang-orang hmunafik, hbahkan 

hmunafik hsejati. hJika hia htidak hsegera htaubat, hmaka hia hakan 

hmendapatkan hstatus hkemunafikan hyang hsemakin 

hmendalam, hkarena hAllah hSWT hakan hmenimbulkan 

hkemunafikan hdalam hhati hmereka. hQS hAt-Taubah hayat h75-

78 hmenyatakan: 

Dan hdiantara hmereka hada hyang hberjanji hkepada 

hAllah, h“sesunguhnya hjika hAllah hmemberikan hsebagian 

hkarunia-Nya hkepada hkami, hniscaya hkami hakan hbersedekah 

hdan hkami htermasuk horang hyang hsaleh”. hSetelah hAllah 

hmemberi hmereka hsebagian hdari hkarunia-Nya, hmaka 

hmereka hkikir hdengan hkarunia hitu, hmereka hberpaling hserta 

hmenentang h(kebenaran). hMaka hAllah hakan hmeimbulkan 

hkemunafikan hdalam hkalbu hmereka hsampai hhari hmereka 

hmenemui-Nya hdan h(juga) hkarena hmereka hselalu hberdusta. 
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hTidakkah hmereka hmengetahui hbahwasanya hAllah 

hmengetahui hrahasia hdan hbisikan hmereka, hdan hbahwa 

hAllah hmengetahui hsegala hsesuatu hyang hgaib?. h(At-Taubah 

h(9):75-78). 

Bagaimana hdengan hkoruptor hyang hmuslim, hrajin 

hsholat, hrajin hberzakat, hrajin hberpuasa hdan hjuga htelah 

hmenyempurnakan hIslamnya hdengan hberhaji, hapakah 

hmereka htermasuk hdalam hkategori hmunafik?. hPertanyaan 

heritis hini htelah hmendapat hjawaban hdari hRasulullah 

hMuhammad hSAW hsebagaimana hsabda hbeliau hyang 

hdiriwayatkan holeh hBukhari: 

Seseorang hitu hdianggap hmunafik hbila htiga hmacam 

hsifat hada hpadanya hmeskipun hdia hsholat, hberpuasa hdan 

hmengaku horang hmukmin, hyaitu: hapabila hberbicara hdia 

hberdusta, hbila hberjanji hdia hmungkir, hdan hbila hdiberi 

hkepercayaan hmaka hdia hberkhianat. h(HR hBukhari). 

Dengan hperspektif hseperti hini hmaka hkoruptor 

hadalah hmunafik. hMunafik hadalah hmusuh hIslam hyang 

hharus hdiperangi. hIni hsekali hlagi hmenunjukan hbahwa hsikap 

hIslam hterhadap hkorupsi hsangat htegas. 

b. Mengurangi hTakaran h(Timbangan) 

Salah hsatu hbentuk htindak hkorupsi hadalah 

hmengurangi htakaran h(timbangan). hDalam hIslam, 

htindakan hmengurangi htakaran hadalah hperbuatan hcurang 

hyang hdilaknat hAllah. hOrang-orang hyang hmelakukan 

htindakan hcurang hdengan hcara hmengurangi htakaran hatau 

htimbangan hdisebut hdengan h“al-Muthaffifin”. hDengan 

hmengikuti hdefinisi hbahwa hkorupsi hadalah htindakan 

hcurang h(kecurangan), hmaka h“al-Muthaffifin” hadalah 

hsebutan hyang hpaling hlayak hbagi hpara hkoruptor. hAlah hSWT 

hsangat hmelaknat hdan hmarah hkepada hmereka. hHal hini 

hsebagaimana htersurat hdan htersirat hdalam hQS hAl-

Muthaffifin h(83):1-6: 

“Celakalah hbagi horang-orang hyang hcurang h(dalam 

hmenakar hdan hmenimbang)!., h(yaitu) horang-orang hyang 

hapabila hmenerima htakaran hdari horang hlain hmereka hminta 
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hdipenuhi, hdan hapabila hmereka hmenakar hatau hmenimbang 

huntuk horang hlain, hmereka hmengurangi, htidakkah hmereka 

hitu hmengira h(yakin), hbahwa hsesungguhnya hmereka hakan 

hdibangkitkan,pada hsuatu hhari hyang hbesar, h(yaitu) hpada 

hhari h(ketika) hsemua horang hbangkit hmenghadap hTuhan 

hsemesta halam”. h(QS hAl-Muthaffifin h(83):1-6) 

Ahli htafsir hbanyak hyang hmengartikan hbahwa 

hkorupsi htermasuk hdalam hkategori h“Al-Muthaffifin” hyang 

hdilaknat. hAyat hdiatas hmenerangkan hbahwa hmengurangi 

htakaran h(timbangan) hdengan htujuan hmenguntungkan 

hdiri hsendiri hdan hmerugikan horang hlain hsangat hdilaknat 

hAllah. hTidak hada hbatasan hpada hdomain hapa htransaksi hitu 

hdilakukan. hTetapi hteks hayat hdiatas hmenunjuk hpada 

hperbuatan hcrang hyang hdilakukan hdalam hinteraksi hsosial 

hbiasa, hdan hkecurangan hbiasa. hArtinya, hjika hcurang 

hkepada hseseorang hdalam hhubungan hantar hindividu hdan 

hdalam hkerangka hhukum hprivat hsaja hsudah hdilaknat hAllah, 

hmaka hapalagi hjika hhal hitu hdilakukan hdalam hdomain hdan 

hwilayah hpublik, hnegara hatau hpemerintahan. h 

Perintah hagar hkita hmenjauhkan hdiri hdari 

hperbuatan hcurang, hmengurangi htakaran h(timbangan), 

hdan hmenimbang hdengan htimbangan hyang hbenar, hadil, 

hdan htepat hdapat hdijumpai hdalam hbeberapa hayat hpada 

hsurat-surat hlain. hYaitu; hsurat hAl-An’am h(6): h152, hsurat hAl-

A’raf h(7): h85, hsurat hHud h(11): h84-85, hsurat hAl-Isra’ h(17): 

h35, hdan hsurat hAsy-Syu’ara h(26): h181-183. hArtinya, hIslam 

hsangat hserius hmengajarkan humat hmanusia hagar 

hmenghindari hsegala hbentuk hperbuatan hcurang hdari hyang 

hkecil-kecilan hhingga hcurang hdalam hskala hbesar. hMari 

hperhatikan hayat-ayat hberikut. 

Dan hjanganlah hkamu hmendekati hharta hanak hyatim, 

hkecuali hdengan hcara hyang hlebih hbermanfaat, hsampai hdia 

hmencapai h(usia) hdewasa. hDan hsempurnakanlah 

htakarandan htimbangan hdengan hadil. hKami htidak 

hmembebani hseseorang hmelainkan hmenurut 

hkesanggupannya. hApabila hkamu hberbicara, hbicaralah 
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hsejujurnya, hsekalipun hdia hkerabat h(mu) hdan hpenuhilah 

hjanji hAllah. hDemikianlah hDia hmemerintahkan hkepadamu 

hagar hkamu hingat. h(QS. hAl-An’am h(6): h152). 

Dalam hkaitan hdengan htopik hbahasan hini, hmaka hinti 

hajaran hyang hdapat hdipetik hdari hayat hdiatas hadalah 

hperintah hagar hkita hmenyempurnakan htakaran hdan 

htimbangan hsecara hadil. hAyat hini hmembicarakan h“perintah 

huntuk hberbuat hadil hdan hjujur” hserta h“larangan hberbuat 

hcurang”. hDalam hkonteks hkepengurusan hharta hanak 

hyatim. hApa hartinya?. hSecara htematik hdapat hditafsirkan 

hbahwa hpotensi horang hberbuat hcurang hatau hkorupsi hitu 

hada hdisemua hlevel hdan hwilayah, htermasuk hdalam hkonteks 

hkepengurusan hharta hanak hyatim. hMengapa 

hkepengurusan hharta hanak hyatim hberpotensi htimbul 

hkecurangan? hKarena hdalam hkepengurusan hharta 

htersebut hpada humumnya htidak hdisertai hpengawasan 

hsecara hformal. h 

Ayat htersebut hsebenarnya hmenyadarkan hkepada 

hkita hagar hkita hberhati-hati hdan hbersungguh-sungguh 

hdalam hmenegakan hkejujuran, hkeadilan, hdan hmenghindari 

hkecurangan hmeskipun hkepada hkerabat hdekat. hIslam 

hmenyadari hbahwa hpada hhubungan h(interaksi) 

hkekeluargaan hdan hkekerabatan hseringkali hdiwarnai 

hsikap hpermisif hdan htoleran hpada htindak hketidakadilan 

hatau hkecurangan. hWalaupun hada hketidakjujuran hdan 

hkecurangan hyang hdirugikan hhanyalah hkeluarga hsendiri 

hdan htidak hmerugikan hkeluarga horang hlain. hUntuk hitu 

hIslam hmemperingatkan hdengan htegas hagar humat 

hmanusia htetap hberlaku hadil, hjujur, hdan htidak hcurang 

hmeskipun hterhadap hkerabat hdekatnya. 

Ayat htersebut hdapat hdiinterpretasikan hbahwa 

htindak hkorupsi hatau hkecurangan hitu hbisa hsaja hmuncul 

hdan hterjadi hpada hlingkungan hyang hsangat hdekat hdengan 

hkita, htanpa hketerlibatan horang hlain, hapalagi hnegara. 

hArtinya,tidak hada hkonsekuensi hatau hsanksi hhukum 

hformal hbagi hpelakunya. hTetapi hprinsip, hnilai hdasar, hdan 
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hajaran hIslam hmenelisik hhal hitu hhingga hmenjadi hurusan 

hyang hsangat hpenting. hDengan hinterpretasi hseperti hitu 

hmaka hpelajaran hyang hdapat hdipetik hdari hayat htersebut 

hadalah; hpertama, hbahwa hIslam hmengatur hsedemikian 

hrupa hprinsip hdan hnilai hdasar hyang hharus hdiperhatikan 

hagar hseseorang htidak htergelincir hmenjadi hkoruptor. 

hKedua, hbahwa hgodaan hdan hpelajaran huntuk hmelakukan 

hkorupsi hyang hdihembuskan hsetan hadalah hkorupsi hpada 

hkeluarga hdekat, hbahkan hanak hyatim hyang hberada 

hdibawah hperwaliannya. 

Pelajaran hdidalam hAl-Qur’an hyang 

hmemerintahkan hkita huntuk hmenyempurnakan htakaran 

hdan htimbangan hjuga hberlaku hbagi humat hterdahulu. hHal 

hini hdapat hdiketahui hdari hayat hberikut: 

Dan hkepada hpenduduk hmadyan, hkami h(utus) 

hSyu’aib, hsaudara hmereka hsendiri. hDia hberkata, h“Wahai 

hkaum hku! hSembahlah hAllah. hTidak hada hTuhan h(sembahan) 

hbagimu hselain hDia. hSesunggunya htelah hdatang hbukti hyang 

hnyata hdari hTuhanmu. hSempurnakanlah htakaran hdan 

htimbangan, hdan hjangan hkamu hmerugikan horang 

hsedikitpun. hJanganlah hkamu hberbuat hkerusakan hdibumi 

hsetelah h(diciptakan) hdengan hbaik. hItulah hyang hlebih hbaik 

hbagimu hjika hkamu horang hberiman. h(QS. hAl-A’raf h(7): h85). 

Ayat hdiatas hmenerangkan hbagaimana hAllah hSWT 

hmenceritakan hNabi hSyu’aib hkepada hNabi hMuhammad 

hSAW, hbahwa hsalah hsatu hajaran hyang hharus hdisampaikan 

holeh hNabi hSyu’aib hkepada humatnya hadalah hperintah 

huntuk hberbuat hjujur, htidak hkorup, htidak hmengurangi 

htakaran hdan htimbangan hyang hdapat hmerugikan horang 

hwalaupun hsedikit. hPerintah huntuk hberbuat hjujur hdan 

hlarangan hmengurangi htakaran/timbangan hjuga hdikaitkan 

hdengan hancaman hdosa hbesar hdan hazab hAllah. hHal hini 

hdapat hdibaca hpada hayat hberikut. 

Dan hkepada h(penduduk) hMadyan h(kami hutus) 

hsaudara hmereka, hSyu’aib. hDia hberkata, h“wahai hkaumku! 

hSembahlah hAllah. hTidak hada htuhan hbagimu hselain hDia. 
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hDan hjanganlah hkamu hkurangi htakaran hdan htimbangan. 

hSesungguhnya haku hmelihat hkamu hdalam hkeadaan hyang 

hbaik h(makmur). hDan hsesungguhnya haku hkhawatir hkamu 

hakan hditimpa hazab hpada hhari hyang hmembinasakan 

h(kiamat). hDan hWahai hkaumku! hPenuhilah htakaran hdan 

htimbangan hdengan hadil, hdan hjanganlah hkamu hmerugikan 

hmanusia hterhadap hhak-hak hmereka hdan hjangan hkamu 

hmembuat hkejahatan hdibumi hdengan hberbuat hkerusakan” 

h(QS. hHud h(11): h84-85). 

Dengan hdemikian hdapat hdisimpulkan hbahwa hAl-

Qur’an hmengandung hcukup hbanyak hayat hyang hmemuat 

hisyarat hdan hpelajaran hantikorupsi. hSalah hsatu hisyarat 

hadalah hayat hyang hberkaitan hdengan hperintah 

hmenyempurnakan htimbangan. hAyat-ayat htersebut htidak 

hsaja hmenyoal hkorup hdalam hkaitannya hdengan 

hpemerintahan hsaja, htetapi hjuga hdalam hkonteks hyang hlebih 

hmikro, hyaitu hkeluarga hdan hhubungan hkekerabatan. 

hDalam hkonteks hpemerintahan, hdua hayat hberikut hini 

hagaknya hdapat hdijadikan hlandasan hpemikiran hbahwa 

hprinsip hmenyempurnakan htakaran hdan htimbangan hitu 

hharus hditerapkan hdalam hrangka hmenciptakan 

hpemerintahan hyang hlebih hbaik, hbaik hbagi hbirokrasi 

hpemerintahan hitu hsendiri, hbagi hrakyat hyang hdipimpinnya, 

hmaupun hbagi hkemaslahatan hsemuanya. 

“Dan hsempurnakanlah htakaran hapabila hkau 

hmenakar, hdan htimbanglah hdengan htimbangan hyang hbenar. 

hItulah hyang hlebih hutama h(bagimu) hdanlebih hbaik 

hakibatnya” h(QS. hAl-Isra’ h(17): h35) 

“sempurnakanlah htakaran hdan hjanganlah hkamu 

hmerugikan horang hlain. hDan htimbanglah hdengan htimbang 

hyang hbenar. hDan hjanganlah hkamu hmerugikan hmanusia 

hdengan hmengurangi hhak-haknya hdan hjanganlah hmembuat 

hkerusakan hdi hbumi”. h(QS. hAsy’ara h(26): h181-183). 

Sekali hlagi, hayat-ayat htersebut hdilihat hdari hkonteks 

hajarannya htidak hsaja hmelarang horang huntuk hmengurangi 

htimbangan htetapi hjuga hlarangan hberbuat hmanipulasi. 
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hKorupsi hdan hmanipulasi hagaknya htidak hperlu hdibedakan 

hdalam hkonteks h“ketidakjujuran”. hDua-duanya hsama-

sama htindakan hcurang hdan hsangat hdilarang hdalam hIslam. 

Prinsip hmenyempurnakan htakaran hdan 

htimbangan, hsebagaimana hdiisyaratkan hayat-ayat 

htersebut, hsesungguhnya hmerupakan hprinsip hideal hyang 

hrealistis huntuk hditetapkan hdalam hpenyelenggaraan 

hpemerintahan. hPrinsip hini hmengandung hbeberapa 

hpelajaran hberharga: 

Pertama, hbahwa hsetiap hwarga hnegara hwajib 

hmengembangkan hsikap hmenghargai hhak h(milik) hazasi 

hwarga hnegara hyang hlain. hKedua, hbahwa hpemerintah 

hwajib hmemberikan hhak-hak hwarga hnegara hsecara hadil 

hdan htidak hboleh hmenguranginya hsedikit hpun. hKetiga, 

hbahwa huntuk hitu hnegara hperlu hmenentukan hatau 

hmembuat hperaturan hperundang-undangan hyang 

hmengatur hhak-hak hwarga hnegara hberdasarkan hstandar 

hyang hbenar. hHukum hatau hperaturan hperundang-

undangan hyang hmengatur hhak-hak hwarganegara htersebut 

hharuslah hyang h“mustaqin” h(lurus, hbenar, hjelas, hdan 

hmenjamin hkepastian hhukum). hKeempat; hBahwa hapabila 

hhak-hak hyang hsudah hditetapkan holeh hperundang-

undangan htersebut htidak hdiberikan hkepada hwarga hnegara 

hsecara hadil h(apalagi hwarganegara hmerasa hdirugikan) 

hmaka hpenyelenggarapemerintah hitu hdapat hdikategorikan 

hsebagai h“al-muthaffifin” h(yatu horang-orang hyang 

hmengurangi htakaran hdan htimbangan, hatau hkoruptor). 

hKelima; hBahwa hdengan hdemikian hpengertian hkorupsi 

htidak hsaja hmeunjuk htindakan hmencuri huang hnegara, hatau 

hmenyalahgunakan hkekuasaan huntuk hkepentingan hdiri 

hsendiri hdan horang hlain, htetapi hjuga huntuk hmenunjuk 

hpenyelenggara hpemerintahan hyang hgagal hmemenuhi 

hhak-hak hwarga hnegaranya. 

c. Manipulasi hdan hPenggelapan 

Larangan hberbuat hmanipulasi hjuga hdapat 

hdijumpai hdi hdalam hHadist-Hadist hRasulullah hSaw, hantara 
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hlain: h“Barangsiapa hyang hmengangkat hsenjata huntuk 

hmemerangi hkita, hmaka hdia hbukan hkelompok hkita. hDan 

hbarangsiapa hmenipu hdan hmemanipulasi hterhadap hkita, 

hmaka hdia hbukan hkelompok hkita.217
 hHadis hini hmemberi 

hpelajaran hkepada humat hmuslim hbahwa hperbuatan 

hmanipulasi hitu htidak hsaja hdilarang, htetapi htidak htermasuk 

humat hRasulullah. hOrang hyang htidak hdiakui hsebagai humat 

hRasul hsudah hpasti hadalah horang hmunafik hatau horang 

hkafir. hJadi hperbuatan hmanipulasi hitu hsangat hdekat 

hdengan h“kafir”. hHadits hlain, hyaitu hHadis hriwayat hMuslim: 

Rasulullah hberjalan hmelewati hsebuah hkumpulan, 

hsebuah hkedai hyang hmenjual hbarang hmakanan, hkemudian 

hRasulullah hmemasukan htangannya hkedalam htumpukan 

hmakanan hitu, hternyata htangan hRasullulah hmenjadi hbasah, 

hkemudian hbeliau hbertanya: h“apa hini hwahai hpemilik 

hmakanan”, horang htersebut hmenjawab: h“kehujanan hya 

hRasullulah”, hkemudian hRasullulah hbersabda: h“tidakkah 

hsebaiknya hengkau hletakkan hdiatas htumpukan hmakanan 

hini, hsehingga horang hbisa hmelihatnya, hbarang hsiapa hyang 

hmelakukan htipu hdaya hdan hmanipulasi hmaka hmereka 

hbukan htermasuk hgolonganku. h(HR. hMuslim). 

Hadist hini hmenggambarkan hbahwa huntuk hurusan 

hberdagang hsaja, hjika hia hmenipu hatau hmemanipulasi, hmaka 

hdianggap htidak hgolongan hRasullulah. hSama hdengan 

hhadist hdi hatas, hhadis hini hjuga hmengecam hperbuatan 

hmanipulasi, hbentuk hlain hkorupsi hadalah hpencurian hatau 

hpenggelapan. hJika hitu hterjadi hdalam hkonteks hpublik, 

hkenegaraan hatau hkepemerintahan hmaka hitu hberarti 

hkorupsi. hDalam hkaitan hini, hHadist hRasullulah hSAW. 

Diriwiyatkan hdari hUmar hbin hKhaththab, 

hbahwasanya hketika hselesai hterjadi hpeperangan hkhibar, 

hsekelompok hsahabat hRasullulah hmereka hbersaksi hada 

hseseorang hyang hgugur hdalam hpeperangan hmenjadi hsyahid, 

                                                            
217Muhammad Masyhuri Na’im. 2005. Korupsi Dalam Perspektif Islam; 

sebuah upaya mencari solusi bagi pemberantasan korupsi. Diakses dari 
www.nu.or.id. 
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hkemudian hRasulullah hberkata: h“tidak hdemikian, hsungguh 

hsaya hmelihat hdia hberada hdineraka hsebab hmencuri hselimut 

hdan hmantel”, hkemudian hRasulullah hbersabda: h“wahai 

hputra hKhaththab, hberangkatlah hsampaikan hkepada 

hmanusia, hsesungguhnya htidak hmasuk hsurga, hkecuali 

horang-orang hyang hberiman hkepada hAllah”, hkemudian 

hUmar hberkata: h“saya hlalu hkeluar hdan hsampaikan, 

hketahuilah hbahwasanya htidak hada hmasuk hsurga hkecuali 

horang-orang hmukmin”. h(HR. hMuslim). 

Sesungguhnya hini hadalah hajaran hIslam hyang 

hsangat hadil. hSeseorang hyang hjelas hikut hberperang 

hbersama hRasulullah hmemerangi horang hkafir hlalu hgugur 

hdalam hpeperangan, hyang hmesinya hmasuk hgolongan hmati 

hsahid. hBukannya hdia hmati hmasuk hsurga hmelainkan 

hmasuk hneraka. hDibagian hakhir hhadist htersebut 

hRasulullah hmenyamakan hbahwa hperbuatan hkorupsi 

hsama hhukumannya hdengan htidak hberiman h(kafir). 

Dalam hhadist htersebut, hperbuatan hmencuri hatau 

hmenggelapkan hdiistilahkan h“Ghulul”. hMasyhuri hNa’im 

hmenjelaskan hbahwa histilah hatau hungkapan h“Ghulul” 

hdalam hhadist htersebut hsebagaimana hdijelaskan holeh 

hImam hNawawi hadalah h“Khiyanat hdalam hharta”, hyang 

hberarti htidak hamanat hdidalam hmengemban 

htanggungjawab, hdan hini hidentik hdengan hkorupsi. hDidalam 

hhadist htersebut hdijelaskan hbahwa hRasulullah hSAW 

hmenyatakan hsecara hjelas hbahwa horang hyang hmelakukan 

hGhulul hwalaupun hhanya hsekedar hmantel hdianggap hkeluar 

hdari hkoridor himan. hBerarti hkafir. hPelaku hGhulul h(korupsi) 

hdijamin hakan hmasuk hneraka. hIni hsesuai hdengan hHadist 

hNabi hyang hlain, hyaitu hhadist hriwayat hImam hAchmad; 

hRasulullah hbersabda: h“janganlah hmelakukan hghulul, 

hkarena hsesungguhnya hghulul hadalah hapi hbagi hpelakunya 

hdidunia hdan hakhirat”. h(HR. hAhmad) 

Dengan hdemikian hsemakin hjelas hbahwa hdalam 

hpandangan hIslam, hkorupsi hadalah hperbuatan hkeji, hjahat, 

hdan hdikutuk holeh hAllah hSWT hdan hRasulullah hSAW. hIbnu 
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hHajar hal-Haytami hmengatakan hbahwa hkorupsi hitu 

htermasuk hdosa hbesar h(min hal-kaba’ir). hUmat hIslam 

hdiharamkan hmelakukan hperbuatan hkorupsi. hIslam 

hmengajarkan hagar horang-orang h hyang hsudah hmenyatakan 

hdiri hberiman h(kepada hAllah, hMalaikat hAllah, hKitab-kitab 

hAllah, hRasul-rasul hAllah, hHari hAkhir, hdan hQodho hserta 

hQodar) hsupaya hsenantiasa hmenjaga hdiri hsendiri hdan 

hkeluarganya huntuk htidak hterjebak hmelakukan 

hperbuatan-perbuatan hyang hdapat hmengakibatkan hmasuk 

hneraka. hIslam hmewanti-wanti hsupaya horang hberiman 

htidak hmelakukan hkorupsi hkarena hkorupsi htermasuk 

hperbuatan hyang hmengakibatkan horang hmasuk hneraka. 

hIni hsebagaimana hdinyatakan hdalam hQS hAt-Tahrim h(66): 

h6. 

Hai horang-orang hberiman! hPeliharalah hdirimu hdan 

hkeluargamu hdari hapi hneraka hyang hbahan hbakarnya 

hadalah hmanusia hdan hbatu; hpenjaganya hadalah hmailkat-

malaikat hyang hkasar, hdan hkeras, hyang htidak hmendurhakai 

hAllah hterhadap hapa hyang hdi hperintahkan-Nya hkepada 

hmereka hdan hselalu hmengerjakan hapa hyang hdiperintahkan. 

h(QS. hAl-Tahrim h(66): h6) 

Dari huraian hini hdapat hdisimpulkan hbahwa 

hsesungguhnya hlarangan hmelakukan hmanipulasi hsama 

hdengan htakaran hmengurangi htakaran. hmerupakan 

hkecurangan hdan hsama-sama hmerupakan hperbuatan 

hkorup. hIslam hmelarang humatnya hmelakukan hhal hitu 

hkarena hdapat hmerusak htatanan hkehidupan. 

d. Kewajiban hNegara hdalam hMencegah hKorupsi 

Islam hjuga hmengatur hkewajiban hnegara hdalam 

hmencegah h(preventif) hterjadinya hkorupsi. hDalam hsebuah 

hHadist hNabi hSAW hdiajarkan hbahwa hnegara hharus 

hmenyediakan hgaji hdan hfasilitas hyang hlayak hsesuai hdengan 

hkemampuan hkeuangan hdan hanggaran hpemerintahan. hHal 

hini hsudah hdiajarkan hIslam hjauh hsebelum hilmu 

hpengetahuan hmenyatakan hbahwa hkorupsi hdikalangan 

hpegawai hnegeri hitu hdisebabkan hantara hlain hkarena 
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hrendahnya hgaji. hIslam hmengatur hsecara hcermat. hTidak 

hsaja hgaji hyang hharus hdiperhatikan, htetapi hjuga hfasilitas 

hyang hmendukung hpelaksaan htugas-tugas. hHal hini 

hsebagaimana hhadis hyang hdiriwayatkan holeh hImam 

hAhmad hsebagai hberikut: 

Barang hsiapa hyang hdiserahi hsuatu hjabatan 

hsedangkan hdia htidak hpunya hrumah, hmaka hberikan hrumah 

huntuknya; hbila htidak hpunya histri, hmaka hkawinkan hdia; hbila 

htidak hpunya hpembantu, hmaka hberilah hdia hpembantu; hdan 

hbila htidak hpunya hkendaraan, hmaka hsediakan hkendaraan 

huntuknya. hBarang hsiapa hmengambil hsesuatu hselain hitu, 

hmakaia hadalah hpenghianat h(koruptor). h(HR hAhmad), 

Hadis hdiatas hjuga hmengajarkan hbahwa hnegara 

hwajib hmenyediakan hgaji hdan hfasilitas hyang hmemadai hbagi 

hpara hpejabatnya hsesuai hdengan hkemampuan 

hkeuangan/anggaran hnegara hyang hbersangkutan, hjuga 

hmembuat hketentuan hhukum hdan hperundang-undangan 

hyang hjelas. hNah hjika hsistem hpenggajian, hfasilitas hjabatan, 

hdan hhukum hsudah hdibuat hsecara hjelas hsebagai hatuan 

hdasar hdan hkoridor hhukumnya, hmaka hberapapun hnilainya 

hbarang hyang hdiambil hdi hluar hketentuan htersebut hadalah 

hkorupsi. 

 Strategi hPreventif hyang hdiajarkan hNabi 

hMuhammad hSAW hini hsungguh hmengandung hmakna hyang 

hsangat hdalam. hIntinya hadalah, hnegara hharus 

hmenghilangkan hatau hpaling htidak hmeminimalisi hpotensi 

hatau halasan hatau hdorongan horang huntuk hmelakukan 

hkorupsi. hJika hgaji hsebagai htujuan horang hmenjadi hpegawai, 

hyaitu huntuk hmenghidupi hdirinya hdan hkeluarganya hsecara 

hlayak, hmaka hnegara hharus hmemberikan hsesuai hkelayakan 

hdan hkemampuan hkeuangan hnegara. hJika hrumah hmenjadi 

hfaktor hpenting hbagi hseseorang hpejabat huntuk hdapat 

hmenjalankan htugasnya hdengan hbaik, hsementara hpejabat 

htersebut htidak hpunya hrumah hmaka hnegara hharus 

hmenyediakannya. hJika histri hmerupakan hfaktor hyang 

hmempengaruhi hsecara hsignifikan hseseorang hpejabat 
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hdapat hmenjalankan htugas-tugasnya hdengan hbaik, 

hsementara hia hbelum hberisteri hmaka hnegara hharus 

hmengawinkannya. hJika hkendaraan hmenjadi hvariabel 

hpenunjang hseseorang hpejabat huntuk hbisa hmenjalankan 

htugas-tugasnya hdengan hbaik, hsementara hia htidak 

hmemilikinya, hmaka hnegara hharus hmenyediaan hfasilitas 

hkendaraan hdinas. hBegitu hseterusnya hsebagaimana 

hdinyatakan hdalam hhadist hdiatas. 

Dalam hkaitan hini hperlu hditegaskan hbahwa hprinsip-

prinsip hdasar hajaran hIslam htidak hsaja hanti hkorupsi htetapi 

hjuga hmengajarkan hstrategi huntuk hmemprevensi 

hkemungkinan hakan hterjadinya hkorupsi. 

Alangkah hmulianya hajaran hagama hIslam hyang 

hmengurus hkeperluan hseorang hpejabat hnegara hsejauh hitu 

hdengan hberbagai hfasilitas hyang hditawarkan, hdimana 

hsemua hdana/uang hyang hdiberikan htersebut hdiambil hdari 

hnegara hdengan hsumbernya hberasal hdari hmilik hrakyat 

hdengan hsatu htujuan; hjangan hmelakukan hkorupsi.218 

Ajaran hIslam hsebagaimana hdinyatakan hdalam 

hhadist hdiatas hsangat hselaras hdan hseimbang. hDisatu hsisi 

hpejabat hpublik hharus hdicukupi hgaji hdan hberbagai hfasilitas 

hlain hyang hdiperlukan, htetapi hdi hsisi hlain hjika hmereka 

hmelakukan hkorupsi, hbetapapun hkecil hnilai hyang hkorup, 

hmaka hdia hharus hdihukum hdengan hhukuman hyang hberat. 

hBahkan hhukuman hitu hberlaku hhingga hdiakhirat. 

Keseimbangan hdan hkeselarasan hini hjuga htampak 

hbukan hsaja hdari hsisi hekonomi h(materi), htetapi hjuga hdari 

hsisi hmoral. hIslam hmenyadari hbenar hbahwa htidak hmudah 

hbagi hseseorang huntuk hmemiliki himan hyang hkuat hdan 

hmoral hyang hbaik hjika hkemampuan hekonomi hdan hfinansial 

hyang hbersangkutan hsangat hrendah. hSangat hsedikit horang 

hyang hmemiliki hkeimanan hdan hmoral hyang htangguh 

hsementara hia hdalam hkeadaan hmiskin. hIslam 

hmempertimbangkan hbenar hdalil htersebut. hKarena hitu 

hdidalam hajaran hIslam hjuga hdikenal hkonsep h‘hampir-

                                                            
218Muhammad Ray Akbar. of.cit. hlm.17. 
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hampir horang hfakir hitu hmenjadi hkufur’. hArtinya hgodaan 

hterberat hbagi horang hfakir hadalah hmenjadi hkufur. hKarena 

hitu hIslam hmenganjurkan humatnya huntuk hbekerja 

hmencari hkarunia hAllah hdari hrizki hAllah hsupaya hmereka 

hbisa hhidup hlayak. 

Orang hyang hkorupsi hbarang hatau hharta hnegara 

hkendatipun hsenilai hjarum hyang hkecil hdan hmurah, htetap 

hharus hdihukum. hKetelitian hdan hkehati-hatian hIslam hini, 

hselain htercermin hdalam hHadist-hadist hdi hatas, hjuga 

htercermin hdalam hhadist hberikut: 

Penghianatan h(korupsi) hyang hpaling hbesar 

hmenurut hpandangan hAllah hialah hberupa hsejengkal htanah. 

hKamu hmelihat hdua horang hyang htanah hatau hrumahnya 

hberbatasan. hKemudian hsalah hseorang hdari hkeduanya 

hmengambil hsejengkal hsaja hdari hmilik htetangganya. hMaka 

hjika hbenar hdia hmengambilnya, hakan hdikalungkan 

hkepadanya hbeban hseberat htujuh hlapis hbumi hpada hhari 

hkiamat. h(HR hAhmad). 

Hadist htersebut hmenggariskan hbahwa htolak hukur 

hnilai hdan hbesarnya hkorupsi hitu htidak hdiatur hsecara htegas. 

hTidak hdidefinisikan hdalam hbesaran htertentu. hPrinsipnya 

hadalah hberapapun hyang hdiambil hdiluar hhaknya, hmaka hitu 

hadalah hkorupsi. hPelajaran hyang hdisampaikan hmelalui 

hhadist hini hadalah, hbahwa hkorupsi hitu hbukan hsekedar 

hmasalah hekonomi hatau hmateri htetapi hmasalah hmoral. 

hOrang hyang hkorupsi hbarang hsenilai hjarum hkecil htetap 

hharus hdihukum h(dengan hhukuman hyang hsetimpal), 

hbukan hlantaran hbarangnya htetapi hkebejatan hmoralnya. 

hPelajaran hlain hyang hdapat hdipetik hadalah, hagar horang 

htidak hberani hcoba-coba hmelakukan hkorupsi, hatau hagar 

horang htidak hpunya hpengalaman huntuk hkorupsi, hatau hagar 

horang hselalu hintropeksi hpada hperbuatannya hsupaya htidak 

hterjebak hkorupsi. 

2. Prinsip-Prinsip hAnti hKorupsi hdalam hIslam 

Setelah hmengikuti hpola hpemikiran hNa’im. hKhususnya 

hdalam hmenjelaskan h“korupsi hdalam hperspektif hIslam”, hmaka 
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hpada hbagian hberikut hini hpenulis hmencoba hmengikuti hkonsep 

hyang hpernah hdikembangkan holeh hHehamahua. hMenurutnya, 

huntuk hmencegah hagar hpejabat hpublik htidak hmelakukan 

hkorupsi, hnilai-nilai hdasar hIslam hmengajarkan hpaling htidak 

henam hprisip, hyaitu:219 

 

a. Prinsip hAmanah 

Prinsip h“Amanah”, hmenggaris hbawah hjabatan 

hpublik, hapapun hsifatnya hdan hdimanapun hlevelnya hadalah 

hamanah hyang hharus hdipertanggung hjawabkan hdi hdunia 

hmaupun hdiakherat. h“Amanah” hdalam harti hsempit hadalah 

hjujur hdan hlurus. hDalam harti hluas h(syar’i), hAmanah hberarti 

hmenyimpan hatau hmemegang hsesuatu huntuk hdiserahkan 

hkepada horang hyang hberhak. hSeorang hKepala hDesa, hCamat, 

hWali hKota, hBupati, hGubernur, hPresiden, hdan hseterusnya 

hadalah hpemegang hamanat huntuk hnegara hdan hrakyat. 

hMereka hharus hmenyerahkan hamanah hitu hkepada hyang 

hberhak, hyaitu hnegara hdan hrakyat. hArtinya, hjabatan hpublik 

htersebut hharus hdilaksanakan huntuk hkepentingan hnegara 

hdan hrakyat, hbukan huntuk hkepentingan hdiri hsendiri. 

Pada hzaman hRasulullah hMuhamad hSAW, hpernah 

hada hsebuah hperistiwa hyang hmenggambarkan hadanya 

hseorang hsahabat hyang hmelakukan hkorupsi haset hnegara 

hdengan hcara hpenggelapan. hLalu hRasulullah hMuhammad 

hSAW hmenyatakan hbahwa horang htersebut htidak hakan 

hmasuk hsurga hkarena hselama hmenjadi hpejabat hpublik 

hpernah hmelakukan hpenggelapan haset hnegara hberupa 

hsatu hbuah hbaju hjubah. h 

Diceritakan hbahwa hsuatu hketika hNabi hMuhammad 

hSAW hdiberi htahu hbahwa hseseorang hsahabat htelah 

hmeninggal hdunia, hsedangkan hdikamarnya hditemukan 

hsatu hjubah hmilik hBaitul hMaal hyang hdia hgelapkan. hNabi 

                                                            
219Abdullah Hehamahua. 2006. Dua Tahun Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK): Meneguhkan Fungsi Trigger Mechanisme. Jawa Pos, 13 Januari. 
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hmengatakan hbahwa horang htersebut htidak hmasuk hsurga 

hkarena htelah hmelakukan hpenggelapan.220 

 

b. Prinsip hLarangan hRisywah 

Prinsip hkedua hadalah hlaragan hbagi hpejabat hpublik 

hmenerima h“Risywah” h(suap). hOrang hyang hmemberi hsuap 

hdan hyang hmenerima hsuap, htetapi hjuga hmasyarakat humum 

hyang hmemberikan hsuap. hDalam hprinsip hkedua hini, hIslam 

hmengajarkan hbahwa horang hyang hmendorong hpejabat hlain 

hdapat hmelakukan hkecurangan hdan hkorupsi hhukumnya 

hsama hdengan hpejabat hpublik hyang hkorup hitu hsendiri. 

hIslam hmenyadari hbetapa hpotensi hterjadinya hkorupsi hitu 

htidak hmuncul hhanya hkarena hadanya hkeinginan hsepihak. 

hDalam hprakteknya hternyata hsebagian hbesar hkorupsi 

hmerupakan hhasil hkerjasama hantara hdua horang hatau hlebih 

hyang hsama-sama hbersekongkol huntuk hmemperoleh 

hkeuntungan hmasing-masing hmelalui hpersekongkolan 

hjahat hmereka hitu. 

Satu hhal hlagi, hIslam htidak hmenyebutkan hberapa 

hnilai h(kuantitas) hpemberian hyang hdikategorikan hsebagai 

h“suap”. hIni hberarti hberapapun hjumlahnya hjika hpemberian 

hitu hdilakukan huntuk htujuan hmemperoleh hperlakuan hdari 

hpejabat hnegara htidak hsebagaimana hmestinya, hmaka hitu 

htermasuk hsuap.221Penilaian hatas hperbuatan h“penyuapan” 

htidak hdinilai hdari hnilai hsuapnya htetapi hmoral hjahat hyang 

hada hdi hbalik hperbuatan htersebut. hIslam hlebih hmelihat 

hnilai hmoral hketimbang hnilai hmaterialnya. 

 

c. Prinsip hLarangan hNepotisme 

Prinsip hketiga hberkaitan hdengan hlarangan 

h“nepotisme”. hIslam hsangat hmelarang horang h hberbuat htidak 

hfair, hapalagi hpilih hkasih h(diskriminasi) hdalam 

hmemberlakukan haturan-aturan humum. hDalam hajaran 

hIslam hdikenal hpengecualian hterhadap hsiapa hsaja hyang 

                                                            
220Ibid. 
221Ibid. 
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hberbuat hkemungkaran. hApakah hdia hseorang hbangsawan, 

hrakyat hjelata, hterdidik, hbodoh, hpolitisi hatau hpengusaha, 

hmereka hharus hdiperlukan hsama hdi hmata hhukum. 

Diceritakan hbahwa hada hseorang hbangsawan hyang 

hmelakukan hkejahatan h“mencuri”. hBerdasarkan 

hketentuan hhukum hdalam hAl-Qur’an hSurat hAl-Maidah hayat 

h38 hdinyatakan hbahwa hbarang hsiapa h(laki-laki hmaupun 

hperempuan) hyang hmencuri hdihukum hdengan hdipotong 

htangannya. hDalam hkasus htersebut hdiceritakan hbahwa 

hseorang hcucu hangkat hNabi hmendatangi hNabi huntuk 

hberusaha hmembujuk hNabi hagar hmau hmemberi 

hkeringanan hhukuman hkepada hperempuan hbangsawan 

htersebut. h 

Lalu hNabi hberkata: h“demi hAllah hjika hFatimah hbinti 

hMuhammad hmencuri, hpasti hkupotong htangannya” h(Al-

Hadits). hLalu hperempuan hbangsawan htadi htetap 

hdieksekusi.Nabi hMuhammad hSAW htelah hmemberi hsuri 

htauladan hbagaimana hmenegakan hhukum h hdan hbagaimana 

hbersikap huntuk hmenghindari hnepotise. hFatimah hbinti 

hMuhammad hadalah hputri hNabi hsendiri. 

Nabi hmenolak htawaran hberkolusi, hsehingga 

hterhadap hanaknya hsendiri hpun hjika hkedapatan hmencuri, 

hmaka hNabi htidak hakan hsegan-segan huntuk 

hmengeksekusinya hsendiri h(memotong htangannya). hDari 

hHadis htersebut hkita hdapat hmenarilk hpelajaran hbahwa 

hIslam hmelarang hpejabat hpublik hberkolusi hdan hmelakukan 

hpraktek hnepotisme.222 

 

d. Prinsip hLarangan hMenerima hGratifikasi 

Prinsip hkeempat hadalah hberkaitan hdengan 

hlarangan h“gratifikasi” hbagi hpejabat hpublik. hNabi 

hmengajarkan hbahwa hgubernur hyang hmenerima hhadiah, 

hsama hhukumnya hdengan hmencuri, hberarti hharus 

hdipotongtangannya. hHadist hini hmenegaskan hbahwa 

hseseorang hyang hdigaji hdalam hmenjalankan htugasnya, 
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htidak hboleh hmenerima hapapun hdari hwarganya. hPelajaran 

hdari hHadist hini hadalah, hbahwa hdalam hajaran hIslam, 

hpemberian hitu htidak hselalu hdapat hdiartikan hsebagai hinfaq 

hatau hshodaqoh. hSeorang hpejabat hpublik hyang hmemegang 

hkekuasaan hdan hia hdibayar holeh hnegara, hdilarang 

hmenerima hpemberian hapapun hdari hmasyarakat, hkarena 

hhal hitu hbisa hmenggerogoti hnilai hamanahnya. hPemberian 

hterhadap hseseorang hyang hsedang hmemegang hjabatan 

hpublik hsulit huntuk hdipahami hsebagai hpemberian hyang 

htulus. hApabila hpemberian hitu hdari horang hyang htulus, 

hdikhawatirkan hpada hsuatu hhari hakan hmempengaruhi 

hperspektif hpejabat hpublik htadi hterhadap horang hyang 

hpernah hmemberinya hhadiah. hDi hsinilah hgodaan huntuk 

hmelakukan hpenyalahgunaan hkewenangan hitu hbisa 

hterjadi. 

Karena hitu hIslam hmelarang hpejabat hpublik 

hmenerima hgratifikasi. hHadist htersebut hmemberi 

hpelajaran hkepada hkita hbahwa hPresiden, hanggota hDPR, 

hdan hsemua hjajaran hpegawai hpemerintah hhingga hlevel 

hterendah htidak hboleh hmenerima hhadiah. hPrinsip htersebut 

hagaknya hkini htelah hdiadopsi holeh hUU hantikorupsi, hyaitu 

hPasal h12 hUU hNo. h31/ h1999 hyang hmenyatakan hbahwa 

hpemberian hkepada hpenyelenggaraan hnegara hadalah 

hgratifikasi hyang hjika htidak hdilaporkan hdalam hwaktu h30 

hhari hkepada hKPK hberarti hsuap.223 

 

e. Prinsip hLarangan hBerbisnis hBagi hPejabat hPublik 

Prinsip hkelima hberkaitan hdengan hlarangan 

hberdagang hbagi hpejabat hpublik hselagi hmasih hmenjabat. 

hMengapa hIslam hmelarang hpejabat huntuk hberdagang?. 

hJelas huntuk hmembedakan hmana hpejabat hpublik hyang 

hberwenang hmengelola haset hpublik hdan hmana hpedagang 

hyang hbekerja huntuk hmencari hkeuntungan. hIslam 

hmelarang hpejabat hpublik hmencari hkuntungan hdari 

hjabatannya. hTermasuk hpejabat hpublik hyang hkarena 
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hpengaruhnya hia hmemperoleh hkeuntungan hdari husaha 

hyang hdikembangkannya. 

Umar hbin hKhattab hketika hmengirim hanak hAbu 

hSofyan hmenjadi hWalikota hdi hKuffah hberpesan hagar hanak 

hAbu hSofyan hitu hmenjalankan htugas hsebagai hpejabat 

hpublik hdan htidak hberdagang. hSetahun hkemudian hanak 

hAbu hSofyan hitu hkembali hpulang hdari htugas hsebagai 

hWalikota hdengan hmembawa hharta hyang hbanyak. hSetelah 

hditanya hdan hdiselidiki, hternyata hharta htersebut 

hdiperolehnya hdari hhasil hnyambi hberdagang. hUmar hlalu 

hmemerintahkan hharta htersebut hdimasukkan hke hBaitul 

hMaal.224 

 

f. Prinsip hHarus hAdanya hSistem hAntikorupsi h 

Prinsip hkeenam hadalah hharus hdiciptakannya 

hsistem hyang htidak hmemberi hpeluang hpejabat hpublik 

hmelakukan hkorupsi. hKata hNabi hMuhammad hSAW, horang 

hyang hmencuri hunta hyang hberkeliaran h(tidak hdiikat holeh 

hpemiliknya) hmaka hpencuri htersebut htidak hdipotong 

htangannya. hDia htetap hdihukum htetapi htidak hsampai 

hdipotong htangannya, hkarena hpemilik hunta htelah 

hmenciptakan hsuasana hyang hkondusif hbagi hpencuri 

htersebut. hIni hartinya, hkorupsi hdicegah hmelalui hsistem. 

hSistem hharus hdibuat hsedemikian hrupa hsehingga hmampu 

hmembuat horang htidak htergoda hmelakukan hkorupsi.225
 

hAjaran hIslam h hsangat hmengutamakan hketeraturan hdari 

hkejelasan. hTetapi hbukan hberarti hajaran hformalitas. 

hKeteraturan hyang hdimaksud hadalah hadanya hsuatu hsistem 

hyang hdijaga hkeberlangsungannya holeh hsemua hanggota 

hmasyarakat. 

Pelajaran hyang hdapat hdiambil hdari hprinsip 

hkeenam hini hadalah, hbahwa hsetiap hnegara hharus 

hmerumuskan hsistem hdan hstrategi huntuk hmencegah 

hsedemikian hrupa hpotensi hterjadinya hkorupsi. hKorupsi 

                                                            
224Ibid. 
225Ibid. 
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hadalah hsebuah hkejahatan. hTetapi hadanya hpejabat hyang 

hkorup hharus hdipandang hsebagai hadanya hkelemahan 

hdalam hsistem hdan hstrategi hpemberantasan hkorupsinya. 

hPrinsip hini hmenggariskan hbahwa hjika hpara hpejabat 

hpublik hmemiliki hmental hyang hamanah, hdan hsistem 

hadministrasi hpublik hdisusun huntuk hmemprevensi 

hpejabat hpublik hdari hgodaan hserta hpeluang hkorupsi, hmaka 

hkorupsi hakan hdapat hdihapuskan hdari hnegara htersebut, 

hpaling htidak hdapat hditekan hdan hdiminimalisasikan. 

Berdasarkan huraian hdiatas hmaka hdapat 

hdirumuskan hbahwa hpaling hsedikit hada h8 h(delapan) 

hprinsip hyang hdisyaratkan hIslam huntuk hpemberantasan 

hkorupsi. hPrinsip-prinsip htersebut hadalah: hPertama; 

hWajib hmenyempurnakan htakaran hdan htimbangan. hKedua; 

hHaram hmelakukan hmanipulasi hdan hpenggelapan. hKetiga; 

hWajib hmelaksanakan hamanah hdan hadil. hKeempat; hHaram 

hmemberi hdana/ hatau hmenerima hsuap. hKelima; hHaram 

hmelakukan hkolusi hdan hnepotisme. hKeenam; hHaram 

hmenerima hhadiah. hKetujuh; hHaram hberbisnis. hKedelapan; 

hWajib hmembuat h(menentukan) hsistem hdan hstrategi hyang 

hmenjamin hterciptanya hkepastian hdan hpenegakan hhukum. 

h 
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A. Pre-Emtif 

Untuk hmengetahui hsolusi hyang hakan hdilakukan huntuk 

hmengurangi hkorupsi, hkita hharus hmengetahui hpenyebab-

penyebabnya hterlebih hdahulu. hPenyebab hyang hmendorong 

hterjadinya hkorupsi hberasal hdari hdiri hindividu h(subyektif) h 

hjuga hdari hluar hdiri hindividu h(obyektif). hBerikut hadalah hsolusi 

hyang hdapat hdilakukan hguna hmengurangi hkasus hkorupsi h: 

 

1. Meningkatkan hIman 

Korupsi hdilakukan hkarena hkurangnya hkeimanan. 

hKurangnya hpengetahuan htentang hkebenaran hyang 

hterdapat hdalam hAl-qur’an hjuga hseringkali hterjadi. hKarena 

hkeyakinan hterhadap hAllah hswt htidak hbegitu hkuat, hmaka 

huntuk hmelakukan hhal hyang htidak hbenar hakan hdengan 

hmudah hdilakukan. hJadi, hkeimanan hdan hpengetahuan hkita 

htentang hagama hharus hditingkatkan hlagi hagar hterhindar 

hdari hperbuatan hharam hini. 

Peranan htokoh hagama, hguru hserta horang htua 

hberperan hpenting hdalam hmeningkatkan hkeimanan 

hseorang hanak. hTumbuhnya hkeimanan hseseorang hakan 

hberkaitan hdengan hkehidupan hdimasa hyang hakan hdatang. 

hApabila hseorang hanak hditanamkan hdari hkecil hsifat 

hkejujuran, hmaka hhingga hkapan hpun htidak hakan hberbohong 

 

2. Selalu hbersyukur hatas hrezeki hyang hdiberikan hAllah 
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Para hkoruptor hadalah horang-orang hyang hkurang 

hbersyukur hterhadap hnikmat hyang hsudah hditerimanya. 

hHal hini hyang hmendorongnya huntuk hmencari hkelebihan 

hharta hmelalui hcara hyang hbathil. hSedangkan hdalam hsurah 

hIbrahim hayat h7 hAllahSWT hberfirman h: 

“Dan h(ingatlah) hketika hTuhanmu hmemaklumkan, 

h‘Sesugguhnya hjika hkamu hbersyukur, hniscaya hAku hakan 

hmenambah h(nikmat) hkepadamu, htetapi hjika hkamu 

hmengingkari h(nikmat-Ku), hmaka hpasti hazab-Ku hsangat 

hberat” 

Karena hpara hkoruptor htidak hmensyukuri hnikmat, 

hmaka hyang hmereka hdapatkan hbukanlah hrezeki.Mereka 

hmendapatkan hharta hyang hbanyak hnamun hbukan hdari 

hrezeki hAllah hdan hakan hmendapatkan hazab hyang hberat. 

hMaka hdari hitu, hsebaiknya hkita hselalu hbersyukur hkapada-

Nya hagar hkita hmerasa hkecukupan hdan hAllah hakan 

hmemberikan hrezeki hyang hlebih hbanyak hlagi. 

3. Menyadari hTanggung hJawab 

Koruptor hkebanyakan htidak hmengetahui hapa hyang 

hmenjadi htanggung hjawab hmereka. hPara hkoruptor hyang 

hharusnya hmenjadi hpemimpin hbangsa, hmempunyai 

htanggung hjawab huntuk hmengayomi hmasyarakat, 

hmemajukan hkesejahteraan hmasyarakat, hdan hmenjadi 

hteladan hbagi hmasyarakat.Para hkoruptor hjelas htidak 

hmenyadari htanggung hjawab hini hsehingga hmelakukan hhal 

hyang htercela.Untuk hmenghindarinya, hmaka hmulai hdari 

hhal hyang hkecil, hkita hharus hmenyadari htanggung hjawab 

hyang hdiberikan hkepada hkita. 

 

B. Preventif 

Pencegahan h(preventif) hyang hperlu hdilakukan hadalah 

hdengan hmenumbuhkan hdan hmembangun hetos hkerja hpejabat 

hmaupun hpegawai htentang hpemisahan hyang hjelas hantara 

hmilik hnegara hatau hperusahaan hdengan hmilik hpribadi, 
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hmengusahakan hperbaikan hpenghasilan h(gaji), 

hmenumbuhkan hkebanggaan-kebanggaan hdan hatribut 

hkehormatan hdiri hsetiap hjabatan hdan hpekerjaan, hteladan hdan 

hpelaku hpimpinan hatau hatasan hlebih hefektif hdalam 

hmemasyarakatkan hpandangan, hpenilaian hdan hkebijakan, 

hterbuka huntuk hkontrol, hadanya hkontrol hsosial hdan hsanksi 

hsosial, hmenumbuhkan hrasa h“sense hof hbelongingness” hdiantara 

hpara hpejabat hdan hpegawai. h 

Upaya-Upaya hPreventif hdiantaranya hadalah h: 

1. Pembentukan hPeraturan hperundang-undangan htidak 

hmemberikan hruang huntuk hterciptanya hperilaku hkorupsi. 

2. Pembentukan hStandar hOperasional hyang hjelas 

3. Membangun hdan hmenyebarkan hetos hpejabat hdan 

hpegawai hbaik hdi hinstansi hpemerintah hmaupun hswasta 

htentang hpemisahan hyang hjelas hdan htajam hantara hmilik 

hpribadi hdan hmilik hperusahaan hatau hmilik hnegara. h 

4. Mengusahakan hperbaikan hpenghasilan h(gaji) hbagi 

hpejabat hdan hpegawai hnegeri hsesuai hdengan hkemajuan 

hekonomi hdan hkemajuan hswasta, hagar hpejabat hdan 

hpegawai hsaling hmenegakkan hwibawa hdan hintegritas 

hjabatannya hdan htidak hterbawa holeh hgodaan hdan 

hkesempatan hyang hdiberikan holeh hwewenangnya. h 

5. Menumbuhkan hkebanggaan-kebanggaan hdan hatribut 

hkehormatan hdiri hsetiap hjabatan hdan hpekerjaan. 

hKebijakan hpejabat hdan hpegawai hbukanlah hbahwa hmereka 

hkaya hdan hmelimpah, hakan htetapi hmereka hterhormat 

hkarena hjasa hpelayanannya hkepada hmasyarakat hdan 

hnegara. h 

6. Bahwa hteladan hdan hpelaku hpimpinan hdan hatasan hlebih 

hefektif hdalam hmemasyarakatkan hpandangan, hpenilaian 

hdan hkebijakan. h 

7. menumbuhkan hpemahaman hdan hkebudayaan hpolitik 

hyang hterbuka huntuk hkontrol, hkoreksi hdan hperingatan, 

hsebab hwewenang hdan hkekuasaan hitu hcenderung hdisalah 

hgunakan. 
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8. hal hyang htidak hkalah hpentingnya hadalah hbagaimana 

hmenumbuhkan h“sense hof hbelongingness” hdikalangan 

hpejabat hdan hpegawai, hsehingga hmereka hmerasa 

hperusahaan htersebut hadalah hmilik hsendiri hdan htidak 

hperlu hkorupsi, hdan hselalu hberusaha hberbuat hyang 

hterbaik. 

C. Represif 

1. Perlu hpenayangan hwajah hkoruptor hdi htelevisi. h 

2. Diberlakukan hhukuman hmoral 

3. Herregistrasi h(pencatatan hulang) hterhadap hkekayaan 

hpejabat. 

4. Menetapkan hSanksi hdan hHukum hyang hTegas 

Di hIndonesia, hsanksi hbagi hkoruptor hmemang hsudah 

htermasuk hberat htapi hpelaksanaannya hkurang htegas hsehingga 

hmasih hbanyak hkoruptor hberaksi. hSeharusnya hsistem hhukum 

hdi hIndonesia hdipertegas hlagi hagar hkejadian hserupa htidak 

hterulang hlagi.Karena hhal hini hsangat hmemalukan hbagi hnegara 

hyang htidak hbisa hmengatur hpejabat-pejabatnya. 

5. Pemerataan hKesejahteraan hdan hHasil hPembangunan 

Kesenjangan hkesejahteraan hdan hhasil 

hpembangunan hjuga hdapat hmenjadi hpemicu hterjadinya 

hkorupsi. hKarena hperbedaan hkesejahteraan, hmendorong 

hseseorang huntuk hmenjadi hlebih hsejahtera hseperti horang 

hlain hmeskipun hdengan hcara hyang hbathil. hUntuk 

hmencegah hkorupsi hlebih hjauh hlagi, hmaka husaha hyang 

hdapat hdilakukan hadalah hdengan hpemerataan 

hkesejahteraan hdan hhasil hpembangunan.Dengan hbegitu, 

htidak hada hlagi hperasaan hiri hatau hingin hmenjadi hlebih 

hsejahtera hyang hmendorong hterjadinya hkorupsi. h 

 

D. Konsep hSubstansi hPencegahan hTPK hDi hIndonesia 

a. Substansi hHukum 

1) Memaksimalkan hPembuktian hTerbalik h h 

Pasal h17 hayat h(1), h(2) hdan h(3) hUndang-Undang 

hNomor h3 hTahun h1971 h hmenunjukkan hbeban 

hpembuktian hdalam hperkara htindak hpidana hkorupsi 
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hmengalami hperubahan hparadigma hbaru. hDi hsini 

hterjadi hpergeseran hbeban hpembuktian hatau hshifting 

hof hburden hof hproof hbelum hmengarah hpada hreversal hof 

hburden hof hproof h(pembalikan hbeban hpembuktian 

hsebagaimana hanggapan hmasyarakat hhukum hpidana 

hterdahulu). hTerdakwa hdapat hmembuktikan hbahwa hia 

htidak hmelakukan htindak hpidana hsetelah 

hdiperkenankan hhakim, hnamun hhal hini htidak hbersifat 

himperatif hartinya hapabila hterdakwa htidak 

hmempergunakan hkesempatan hini hjustru hmemperkuat 

hdugaan hjaksa hpenuntut humum. 

Selanjutnya hdalam hUndang- hundang hNomor h31 

hTahun h1999 haturan htentang hbeban hpembuktian 

hterdapat hpada hPasal h37. hSistem hpembalikan hbeban 

hpembuktian hdalam hkedua hundang-undang hini hmasih 

hterbatas hkarena hmasih hmenunjuk hperan hJaksa 

hpenuntut humum hmemiliki hkewajiban hmembuktikan 

hkesalahan hterdakwa. h 

Sebelum htahun h1999, hSistem hBeban 

hPembuktian hKhusus hpada hkasus hKorupsi hdi 

hIndonesia hmengacu hpada hsistem hbeban hpembuktian 

h(umum) hdalam hperkara htindak hpidana hyang 

hdiletakan hpada hbeban hJaksa hPenuntut hUmum. h 

hMasalah hbeban hpembuktian, hsebagai hbagian hdari 

hhukum hpidana hformil hmengalami hperubahaan 

hparadigma hsejak hdiberlakukan h hUndang-Undang 

hNomor h31 hTahun h1999. 

Istilah hpembuktian hterbalik htelah hdikenal hluas 

holeh hmasyarakat hsebagai hbahasa hyang hdengan hmudah 

hdapat hdicerna hpada hmasalah hdan hsalah hsatu hsolusi 

hpemberantasan hkorupsi. hIstilah hini hsebenarnya 

hkurang htepat, hdari hsisi hbahasa hdikenal hsebagai 

homkering hvan hhet hbewijslat hatau hreversal hburden hof 

hproof hyang hbila hditerjemahkan hsecara hbebas hmenjadi 

h“pembalikan hbeban hpembuktian. hSebagai hasas 

huniversal, hmemang hakan hmenjadi hpengertian hyang 
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hbias hapabila hditerjemahkan hsebagai hpembuktian 

hterbalik. 

Pasal h37 hUndangUndang hNomor h31 hTahun 

h1999 hmengatur htentang hbeban hpembuktian. hSistem 

hpembalikan hbeban hpembuktian hdalam hkedua 

hUndangUndang hini hmasih hterbatas hkarena hmasih 

hmenunjuk hperan hJaksa hpenuntut humum hmemiliki 

hkewajiban hmembuktikan hkesalahan hterdakwa. 

Pembuktian hterbalik hdalam hhal hhak 

hkepemilikan hharta hkekayaan hseseorang hyang hdiduga 

hberasal hdari hkorupsi hmenimbulkan hpro hdan hkontra. 

hPandangan hkontra hmengatakan hbahwa, hpembuktian 

hterbalik hdalam hhak hkepemilikan hharta hkekayaan 

htersebut hjuga hbertentangan hdengan hhak hasasi 

hmanusia hyaitu hsetiap horang hberhak huntuk 

hmemperoleh hkekayaannya hdan hhak hprivasi hyang 

hharus hdilindungi. hNamun hdemikian, hbertolak hkepada 

hpemikiran hbahwa hkorupsi hmerupakan hsumber 

hkemiskinan hdan hkejahatan hserius hyang hsulit 

hpembuktiannya hdi hdalam hpraktik hsistem hhukum hdi 

hsemua hnegara,maka hhak hasasi hindividu hatas hharta 

hkekayaannya hbukanlah hdipandang hsebagai hhak 

habsolut, hmelainkan hhak hrelatif, hdan hberbeda hdengan 

hperlindungan hatas hkemerdekaan hseseorang hdan hhak 

huntuk hmemperoleh hperadilan hyang hfair hdan 

hterpercaya. 

Konvensi hAnti hKorupsi h2003 hyang htelah 

hdiratifikasi hmemuat hketentuan hmengenai 

hpembuktian hterbalik h(Pasal h31 hayat h8) hdalam 

hkonteks hproses hpembekuan h(freezing), hperampasan 

h(seizure), hdan hpenyitaan h(confiscation)dalam hjudul 

hKriminalisasi hdan hPenegakan hHukum. hPascaratifikasi 

hKonvensi hAnti hKorupsi h2003 hsudah htentu hberdampak 

hterhadap hhukum hpembuktian hyang hmasih 

hdilandaskan hkepada hketentuan hmengenai 

hpenyelidikan, hpenyidikan hdan hpenuntutan hserta 
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hpemeriksaan hpengadilan hdi hdalam hUndangUndang 

hNomor h31 hTahun h1999. 

Pemberlakuan hpembuktian hterbalik hsecara 

hmurni hpada hdasarnya hmemiliki hjustifikasi hsecara 

hfilosofis, hyuridis hdan hsosiologis hsebagaimana 

hdiuraikan hdi hbawah hini.226 

a) Justifikasi hFilosofis, hPada haspek hini hmaka 

hpengembalian haset htindak hpidana hkorupsi hdapat 

hterdiri hdari hbenda htetap hmaupun hbenda hbergerak 

hatau hdapat hpula hberupa huang hhasil hkorupsi hbaik 

hyang hberada hdi hdalam hnegeri h(Indonesia) 

hmaupun hdi hluar hnegeri. hDari hdimensi hini, hmaka 

haset htersebut hhakikatnya h(secara hontologi) h 

hmerupakan huang hnegara hin hcasu hadalah hberasal 

hdari hdana hmasyarakat. hDengan hmenggunakan 

hsarana/cara h(secara hepistemologi) hpembalikan 

hbeban hpembuktian hdan hpemidanaan hterhadap 

hpelaku hmaka hlogikanya hpelaku hmelakukan 

hpengembalian haset hhasil hkorupsi hyang 

hdiharapkan hakan hberdampak/manfaat hlangsung 

huntuk hmemulihkan hkeuangan hnegara hatau 

hperekonomian hnegara hyang hakhirnya hbermuara 

hkepada hkesejahteraan hmasyarakat h(secara 

haksiologi). hApabila hbertitik htolak hkepada 

hkebijakan hlegislatif hpada hhakikatnya hkorupsi 

hterjadi hsecara hsistemik hdan hmeluas hserta hjuga 

htelah hmelanggar hhak-hak hsosial hdan hekonomi 

hmasyarakat hluas. hKonsekuensi hlogisnya hmaka 

huntuk hmewujudkan hmasyarakat hyang hadil, 

hmakmur hdan hsejahtera htersebut hharus hada hsuatu 

htindakan hsecara hterus hmenerus hserta hjuga htak 

hdapat hdikesampingkan hadalah husaha-usaha hyang 

hbersifat hpencegahan htindak hpidana hkorupsi 

h(preventif), hpemberantasan htindak hpidana 

                                                            
226Djoko Sumaryanto. 2009. Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana 

Korupsi. Gagasan hukum: Jakarta. hlm. 1 
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hkorupsi h(represif) hdan hpendekatan hbersifat 

hrestoratif hyang hsalah hsatunya hberupa 

hpengembalian haset hpelaku htindak hpidana hkorupsi 

hdi hsamping hjuga htindakan-tindakan hlain hberupa 

htindakan hhukum hpidana hseperti hpelakunya hdiadili 

hserta hdijatuhkan hputusan hyang hseadil hmungkin 

hsesuai hdengan hkadar hkesalahannya. h 

b) Justifikasi hSosiologis, hDikaji hdari hperspektif 

hketentuan hUndang-Undang hPemberantasan 

hTindak hPidana hKorupsi, hmaka haspirasi 

hmasyarakat huntuk hmemberantas hkorupsi hdan 

hbentuk hpenyimpangan hlainnya hsemakin 

hmeningkat. hKenyataannya hada hperbuatan hkorupsi 

htelah hmenimbulkan hkerugian hnegara hyang hsangat 

hbesar hsehingga hberdampak hpada htimbulnya hkrisis 

hdi hpelbagai hbidang. hUntuk hitu, hupaya hpencegahan 

hdan hpemberantasan hkorupsi hperlu hsemakin 

hditingkatkan hdan hdiintensifkan hdengan htetap 

hmenjunjung htinggi hhak hasasi hmanusia hdan 

hkepentingan hmasyarakat. hSelain hitu hdengan 

hadanya hpemberantasan hkorupsi hyang hsalah 

hsatunya hmelalui hpengembalian haset hmaka hakan 

hberdampak hluas hpada hmasyarakat. hKonkretnya, 

hmasyarakat hakan hmelihat hdan hmenilai 

hkesungguhan hdari hpenegak hhukum htentang 

hpemberantasan hkorupsi hdengan htetap 

hmenjunjung htinggi hasas hpraduga htidak hbersalah 

h(Presumption hof hinnocent), hasas hkesamaan 

hkedudukan hdi hdepan hhukum h(Equality hbefore hthe 

hlaw) hdan hasas hkepastian hhukum h(legal hcertainty). 

hSelain hitu, hjustifikasi hsosiologis hini hmerupakan 

hwujud hnyata hdan hperan hserta hkebijakan hlegislasi 

hdan haplikasi huntuk hmemberikan hruang hgerak 

hlebih hluas hterhadap hadanya hkerjasama hantara 

haparat hpenegak hhukum hdengan hperan hserta 

hmasyarakat hsebagaimana hdiamanatkan 
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hketentuan hPasal h41 hUU hNomor h31 hTahun h1999 hjo 

hUU hNomor h20 hTahun h2001. h 

c) Justifikasi hYuridis, hKeberadaan hketentuan hUndang 

hUndang hPemberantasan hKorupsi hyang htelah hada 

hdan hyang hakan hdiberlakukan hdikemudian hhari 

hhendaknya hmemberikan hruang hgerak hdan 

hdimensi hlebih hluas hbaik hbagi hpenegak hhukum. 

hMasyarakat hdan hsegala hlapisan huntuk hlebih 

hlengkap hdalam hmenanggulangi hakibat hdan 

hdampak hdari hperbuatan hkorupsi. hOleh hkarena hitu 

hkebijakan hlegislasi hmemberikan hruang hdalam 

hpemberantasan hkorupsi hdapat hdilakukan hmelalui 

htindakan hkepidanaan hdan htindakan hkeperdataan. 

hPada hhakikatnya, haspek hpengembalian haset 

htindak hpidana hkorupsi hmelalui hprosedur hpidana 

hdapat hberupa hpenjatuhan hpidana hkepada 

hpelakunya hseperti hpidana hdenda hmaupun 

hterdakwa hdihukum huntuk hmembayar huang 

hpengganti, hselain hanasir hitu hmaka hterhadap 

hpengembalian haset htindak hpidana hkorupsi hdapat 

hjuga hmelalui hgugatan hsecara hperdata hdi 

hPengadilan hNegeri. 

Keberadaan hhukum hyang hbaikdan haparat 

hpenegak hhukum hyang hbaik hdan hberorientasi hpada 

hpengembalian hkerugian hkeuangan hnegara hmaka 

hkeberhasilan hpengembalian hkerugian hkeuangan 

hnegara hakan hdapat hdiperoleh hsecara hmaksimal hpula. h 

Keberhasilan hpengembalian haset hdiharapkan 

hrelatif hlebih htinggi hkarena hpembuktian hdari hhukum 

hperdata hsemata-mata hmencari hkebenaran hformal 

h(formale hwaarheid). hDengan hadanya hjalinan hdua 

htindakan hdalam htindak hpidana hkorupsi hberupa 

hpengembalian haset hpelaku htindak hpidana hkorupsi 

hdengan hmelalui htindakan hkepidanaan hdan htindakan 

hkeperdataan hdiharapkan hkeadilan hmasyarakat hdapat 

htercapai. hAspek hini hharus hdipahami hlebih hmendalam 
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holeh hkarena hsifat hdari htindak hpidana hkorupsi hsebagai 

htindak hpidana hyang hluar hbiasa h(extra hordinary hcrime), 

hsehingga hpemberantasannyapun htidak hdapat 

hdilakukan hsecara hparsial hakan htetapi hbersifat 

hintegral. h 

Mencermati hpembuktian hterbalik hyang hselama 

hini hdikenal hbahwa hpihak hterdakwa hyang hharus 

hmembuktikan hbahwa hharta hmiliknya hbukan hhasil 

htindak hpidana hkorupsi hpenulis hberpendapat hbahwa 

htindak hpidana hkorupsi hmerupakan htindak hpidana 

hyang hluar hbiasa hsehingga hmembutuhkan hpenanganan 

hyang hluar hbiasa. h h hHal hyang hterpenting hdalam hhukum 

hpembuktian hkasus hkorupsi hmenurut hpenulis hbukan 

hpada hunsur hkerugian hnegara hyang hnyata hbahkan hyang 

hmasih hdiperkirakan hakan hnyata hkerugiannya, hsudah 

htidak hpada htempatnya hdan htidak hproporsional hlagi 

huntuk hdijadikan hunsur hpokok hdalam hsuatu htindak 

hpidana hkorupsi, hdan hkarenannya htidak hperlu hharus 

hdibuktikan hlagi. h hKerugian hmasyarakat hluas hterutama 

hpihak hketiga hyang hdirugikan hkarena hkorupsi hsudah 

hseharusnya hdiakomodir. h h 

Penerapan hpembuktian hterbalik hmemerlukan 

hsebuah hpeninjauan hulang hkarena hdalam hpembuktian 

hterbalik, hpihak hterdakwa hharus hmembuktikan hbahwa 

hharta hyang hdimilikinya hbukan htindak hpidana hkorupsi. 

hPenulis hberpendapat hbahwa huntuk hmemberantas 

htindak hpidana hkorupsi, hcukup hdengan hterpenuhinya 

hunsur htindak hpidana hkorupsi hmaka htidak hperlu hlagi 

hada hpemilahan hantara hharta hyang hdiperoleh hdari 

hhasil hkorupsi. h 

Terpenuhinya hunsur htindak hpidana hkorupsi 

hserta hmerta hmemberikan himplikasi hpenyitaan 

hterhadap hseluruh haset hmilik hterdakwa hbaik hyang 

hmerupakan hhasil htindak hpidana hkorupsi hmaupun 

hbukan. hHal hini hberkaitan hdengan hkonsep h“pemiskinan 

hkoruptor” hatau hillicit henrichment. hHal hini 
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hbertentangan hdengan hasas hpresumption hof hinnocent 

hatau hpraduga htak hbersalah hserta hkonsep hHak hAsasi 

hManusia hyang htelah hdiakui hsecara hinternasional hdan 

hdiatur hpula hdalam hKUHAP, hnamun hdemi htegaknya 

hhukum h hIndonesia hdan hsesuai hdengan htujuan hhukum 

huntuk hmencapai hkebahagiaan hsebanyak-banyaknya 

hbagi hmasyarakat hbanyak hdan hdemi hhak hasasi hseluruh 

hrakyat hIndonesia hmaka hhal htersebut hdapat h 

hditerapkan hterhadap hperkara htindak hpidana hkorupsi. 

2) Kelemahan hFormulasi hPidana hMati hdalam hUndang-

Undang 

Kelemahan hformulasi hpidana hmati hdalam hPasal 

h2 hAyat h(2) hUndang-Undang hNomor h31 hTahun h1999 

htidak hdilihat hsebagai hsuatu hpemasalahan, hyang 

hmestinya hdiperbaiki hdengan hUndang-Undang hNomor 

h20 htahun h2001. hPerubahan hUndang-Undang 

hterdahulu hhanya hperubahan hredaksional hyaitu: 

 
Tabel h3 

Undang hUndang hNomor h20 hTahun h2001 htentang hperubahan 

hPasal h2 hAyat h(2) h hatas hUndangUndang hNomor h31 hTahun h1999 
Undang hUndang hNomor h31 

hTahun h1999 

Undang hUndang hNomor h20 hTahun 

h2001 

1. Alasan hKondisional hyaitu 

hapabila hdilakukan h: 

E. Pada hwaktu hnegara 

hdalam hkeadaan 

hbahaya hsesuai hdengan 

hundang-undang hyang 

hberlaku 

F. Pada hwaktu htrjadi 

hbencana halam 

hnasional 

G. Dalam hkeadaan hkrisis 

hdan hmoneter 

2. Alasan hJuridis 

a. Pengulangan htindak 

a. Alasan hkondisional hyaitu 

hapabila hdilakukan hterhadap 

hdana-dana hyang hdiperuntukan 

hbagi hpenanggulangan: 

a. Keadaan hbahaya 

b. Bencana halam hnasional 

c. Penanggulangan hterhadap 

hkerusuhan hsosial hyang 

hmeluas 

d. Penanggulangan hkrisis 

hekonomi hdan hmoneter 

b. Alasan hjuridis 

a. Pengulangan htindak hpidana 

hkorupsi 
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hpidana hkorupsi 

 

Walaupun hgerakan hpenghapusan hpidana hmati 

hsangat hgencar hdilakukan, hmasih hbanyak hnegara-

negara hyang hmengakui hdan hmenerapkan hpidana 

hmati.Saat hini hterdapat h68 hnegara hyang hmasih 

hmenerapkan hpraktik hpidana hmati, htermasuk 

hIndonesia. hTerlepas hdari hkontroversi hketika hkorupsi 

hdirasakan hsebagai hancaman hamat hserius, hpenjatuhan 

hpidana hmaksimal hdianggap hcara hpaling hefektif huntuk 

hmembuat hkoruptor htakut. hKarena hitu, hkeberanian 

hmenjatuhkan hpidana hmaksimal hselalu hmenjadi 

hsebuah hpenantian. 

3) Kelemahan hFormulasi hPemberatan hPidana hdalam 

hUndangUndang 

Undang hUndang hNomor h3 hTahun h1971 

hTentang hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi 

hdiamandemen hmenjadi hUndang-Undang hNomor h31 

hTahun h1999 hkemudian hdiamandemen hlagi hmenjadi 

hUndangUndang hNomor h20 hTahun h2001. hDari 

hbeberapa hkali hperubahan hUndang hUndang htersebut 

htidak hterdapat hpemberatan hpidana hterhadap 

hkorporasi hyang hmelakukan htindak hpidana hbaik hdalam 

h“keadaan–keadaan htertentu hatau htidak” h 

4) Penerapan hSanksi hSosial 

Untuk hmenganalisis hbentuk hrefresif hpenulis 

hmenggunakan hdasar hal hhadits hyang hdiriwayatkan 
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holeh hImam hMalik, hdalam hkitabnya hal-Muwaththa’, 

hmeriwayatkan h hbahwa hRasululllah hsaw hpernah 

hmengumumkan hkecurangan hseorang htentara hIslam 

hyang hdiketahui hmenyembunyikan hbeberapa hbuah 

hpermata hmilik horang hYahudi. hSanksi h“tasyhir” hini 

hberupa hpengumuman h“aib” horang htersebut. hUmar hbin 

hKhattab hjuga hmenerapkan hsanksi htasyhir hterhadap 

hsaksi hpalsu. hQadhi hSyuraikh, hhakim hdi hzaman hUmar 

hdan hAli hr.a. hmenerapkan hsanksi htasyhir hdengan hcara 

hmembawa hpelaku hkejahatan hke h 

tengah-tengah hpasar hdan hdiumumkan hkejahatannya 

hkepada hmasyarakat. 

Dengan hdasar hdemikian hpenulis hberasumsi 

hdapat hditerapkannya hhukuman hmoral hguna 

hmenimbulkan hefekjeradan hrasa hmalu hkepada hpelaku 

hkoruptor hyaitu hdengan h hmembersihkan hsampah hyang 

hberada hdi hKantor htempat hkoruptor hbekerja hdengan 

hmengenakan hbaju htahanan hkorupsi."Mungkin htiga 

hhingga henam hbulan hmemakai hbaju hkoruptor, hhal 

htersebut hmemberikan hefek hjera hterhadap hkoruptor 

hdan hsebagai hupaya hpreventif huntuk hmencegah 

hterjadinya hperilaku hkorupsi. hKarena hhukuman 

hditelevisi hkoruptor htidak hmemiliki hrasa hmalu hkarena 

hkesalahannya. h 

b. Struktur hHukum 

1) Sinkronisasi hKewenangan hLembaga hPenegak hHukum 

Setiap hlembaga hpenyelenggara hnegara hbekerja 

hdidasari hdengan hperaturan hperundang-undangan 

hyang hberbeda-beda. hSebagai hcontoh, hPemerintah 

hDaerah hdan hDPRD hbekerja hberdasarkan h hUndang 

hUndang hNomor h32 hTahun h2004 hdan hUndang hUndang 

hNomor h27 hTahun h2009, hLembaga hPeradilan hbekerja 

hberdasarkan hUndang hUndang hNomor h48 hTahun 

h2009, hLembaga hKejaksaan hbekerja hberdasarkan h 

hUndang hUndang hNomor h16 hTahun h2004, h hLembaga 

hKepolisian hberdasarkan h hUndang  hUndang  hNomor  h2  
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hTahun  h2002,  hAdvokat  hberdasarkan  h hUndang  

hUndang  hNomor  h18  hTahun  h2003,  hLembaga  

hPemasyarakatan  h  hberdasarkan hUndang  hUndang  

hNomor  h12  hTahun  h1995  hdan  hlembaga  hPendidikan  

hberdasarkan  hUndang  hUndang  hNomor  h20  hTahun  

h2003,  hkomisi  hPemberantasan  hKorupsi  

hberdasarkan  hUndang  hUndang  hNomor  h30  hTahun  

h2002,  hPengadilan  hTindak  hPidana  hKorupsi  

hberdasarkan  hUndang  hUndang  hNomor  h46  hTahun  

h2009. 

Berbagai hperaturan hperundang-undangan 

hyang hmengatur hmasing-masing hlembaga 

hpenyelenggara hNegara hrentan hdengan hkonflik hantara 

hlembaga. hSebagai hcontoh hadalah hkonflik hyang hterjadi 

hantara hPOLRI, hKPK, hdan hKejaksaan, hyang hmelibatkan 

hpara hpejabat h(petinggi) hdi hlembaga-lembaga hitu 

hbelakangan hini hjuga hmemberikan hkontribusi hdan 

hgambaran hyang hnyata hmengenai hketerpurukan 

hpenanganan hkasus–kasus hkorupsi hpada humumnya, 

hdan hjudicial hcorruption hpada hkhususnya. hLembaga 

hpenegak hhukum hseperti hKepolisian, hKPK hdan 

hKejaksaan hyang hsemestinya hdiharapkan hdapat 

hmenuntaskan hagenda hpemberantasan hkorupsi hdi 

hnegeri hini, hmalah hsebaliknya hjustru hterlibat hdalam 

hberbagai hkasus hkorupsi. 

Potret hburam htentang hkondisi haparat hpenegak 

hhukum hdan hupaya hpemberantasan hkorupsi hdi 

hIndonesia hini hbelakangan htelah hsangat hmeresahkan 

hsebagian hbesar hkalangan. hAparat hpenegak 

hhukumnya, hsatu hsama hlain hsaling hberkonflik, hpraktek 

hkorupsi hdan h‘mafia hperadilannya’ htidak hterkontrol 

hlagi, hsementara, hdi hlain hpihak, hperaturan hperundang-

undangan hyang hada htidak hmengatur hdengan hbaik hdan 

hjelas hterkait hdengan hpembentukan, htugas hdan 

hwewenang hmasing-masing hlembaga hpenegak 

hhukumnya. 
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Pembangunan hsistem hhukum hIndonesia hyang 

hsering hdinilai htumpang htindih hdan hmengedepankan 

hego-sektoral hsemata. hSesuai hkewenangan hyang 

hdiberikan hKUHAP, hpolisi hmerasa hberhak hmenyidik 

hperkara hkorupsi. hKejaksaan hpun hmerasa hpunya 

hkewenangan hserupa hdengan hmengacu hpada hPasal h30 

hayat h(1) hhuruf hd hUndang hUndang hKejaksaan. h 

hMenurut haturan hini, hjaksa hberwenang hmenyidik 

htindak hpidana htertentu htermasuk htindak hpidana 

hkorupsi hsebagai hextra hordinary hcrime hsehingga hperlu 

hpenanganan hkhusus. 

Dalam hkaitan hdengan hkewenangan hpenyidikan 

hkejaksaan hdalam htindak hpidana hkorupsi, hpenulis 

hberpandangan hbahwa hkewenangan hpenyidikan holeh 

hKejaksaan hdalam htindak hpidana hkorupsi hmerupakan 

hkewenangan hganda hyang hdapat hmenimbulkan 

hkerancuan hdalam hproses hperadilan hantara hlain hjaksa 

hyang hmenyidik hsekaligus hsebagai hjaksa hyang 

hmenuntut. hNamun, hpermohonan hjudicial hreview 

hterhadap hkewenangan hganda hini htelah hditolak holeh 

hMahkamah hKonstitusi hmelalui hPutusan h28/PUU-

V/2007 htanggal h27 hMaret h2008. h 

Penolakan hterhadap hjudicial hreview 

hkewenangan hpenyidikan hkejaksaan htersebut 

hmemberikan htempat hbagi hproses hpenyidikan holeh 

hKejaksaan hsehingga hsaat hini hpenyidikan htindak 

hpidana hkorupsi htetap hdapat hdilakukan holeh hketiga 

hlembaga htersebut. 

Pertama, hLembaga hKepolisian, hdi hmana 

hUndang hUndang hmemberikan hkewenangan hkepada 

hlembaga hkepolisian huntuk hmelakukan hpenyelidikan 

hdan hpenyidikan htindak hpidana hkorupsi. hKewenangan 

hkepolisian hdalam hmenangani hperkara htindak hpidana 

hkorupsi, hsetelah hmenerima hlaporan hdari hmasyarakat 

hhanya hterbatas hpada htingkat hpenyelidikan hdan 

hpenyidikan. hJika hpenyidikan hsudah hdianggap hselesai 
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hdalam harti hsudah hdibuat hberita hacara hpemeriksaan 

hdengan hbukti-bukti hyang hsah hserta hmenurut 

hpenilaian hjaksa hpenuntut humum hberkas hperkara 

hsudah hdianggap hlengkap, hpihak hkepolisian 

hmelimpahkan hberkas hperkara htersebut hkepada hjaksa 

hpenuntut humum huntuk hselanjutnya hjaksa hpenuntut 

humum hmelimpahkan hke hpengadilan huntuk hdiperiksa 

hdan hdiputus. 

Kedua, hmelalui hLembaga hKejaksaan, hdalam hhal 

hini hkejaksaan hmempunyai hfungsi hganda h(double 

hfunction), hyaitu hbertindak hsebagai hpenyidik hdan 

hpenuntut humum. hPihak hkejaksaan hsetelah hmenerima 

hlaporan hdari hmasyarakat htentang hadanya hdugaan 

htindak hpidana hkorupsi, hbaik hpada hinstitusi 

hpemerintah hmaupun hswasta hmempunyai hwewenang 

huntuk hmelakukan hpenyelidikan hdan hpenyidikan hserta 

hmelimpahkan hperkara htindak hpidana hkorupsi 

htersebut hke hpengadilan. hBaik hhasil hpenyidikan hyang 

hdilakukan holeh hpenyidik hkepolisian hmaupun 

hpenyidik hkejaksaan, holeh hjaksa hpenuntut humum 

hdilimpahkan hke hpengadilan hmelalui hacara 

hpemeriksaan hbiasa, hyaitu hdengan hberpedoman hpada 

hKUHAP hdan hhukum hacara hyang hdiatur hdalam hUndang 

hUndang hNomor h31 hTahun h1999 hjo hUndangUndang 

hNomor h20 hTahun h2001 htentang hPemberantasan 

hTindak hPidana hKorupsi. 

Ketiga, hmelalui hKomisi hPemberantasan hTindak 

hPidana hKorupsi h(KPK). hdimana hKomisi 

hPemberantasan hKorupsi hmerupakan hlembaga hyang 

hindependen hdan hbebas hdari hpengaruh hpihak 

hmanapun hyang hdibentuk hberdasarkan 

hUndangUndang hNomor h30 hTahun h2002 h htentang 

hKomisi hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi. 

hUndang hUndang htersebut hpada hdasarnyaa hbersifat 

hmenambah hatau hmelengkapi hhukum hpidana hkorupsi 

hyang htelah hada hdalam hUndangUndang hNomor h31 
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hTahun h1999 hjo hUndang hUndang hNomor h20 hTahun 

h2001 htentang hPemberantasan hTindak hPidana 

hKorupsi hdan hUndangUndang hNomor h28 hTahun h1999 

htentang hPenyelenggaraan hNegara hyang hBersih hdan 

hBebas hdari hKorupsi, hKolusi hdan hNepotisme. 

Berdasarkan hUndang hUndang hNomor h30 

hTahun h2002 htersebut, hKomisi hPemberantasan 

hKorupsi hmempunyai hwewenang hmelakukan 

hpenyelidikan, hpenyidikan, hserta hpenuntutan 

hterhadap htindak hpidana hkorupsi. hDalam hhal hKomisi 

hPemberantasan hKorupsi hmenerima hlaporan hdari 

hmasyarakat htentang hadanya hdugaan htindak hpidana 

hkorupsi, hbaik hpada hsuatu hinstansi hpemerintah 

hmaupun hswasta, hmaka hKomisi hPemberantasan 

hKorupsi hmempunyai hwewenang huntuk hmelakukan 

hpenyelidikan, hpenyidikan, hdan hpenuntutan. hIni 

hberarti hKomisi hPemberantasan hKorupsi hmempunyai 

hlembaga hpenyelidik, hpenyidik, hdan hpenuntut humum 

htersendiri, hyang hdiangkat hdan hdiberhentikan holeh 

hKomisi hPemberantasan hKorupsi. 

Kewenangan hKomisi hPemberantasan hKorupsi 

hdalam hmelakukan hpenyeldikan, hpenyidikan, hdan 

hpenuntutan htindak hpidana hkorupsi hmeliputi htindak 

hpidana hkorupsi hyang hmelibatkan haparat hpenegak 

hhukum, hpenyeleggara hnegara, hdan horang hlain hyang 

hada hkaitannya hdengan htindak hpidana hkorupsi hyang 

hdilakukan holeh haparat hpenegak hhukum hatau 

hpenyelenggara hnegara, hmendapat hperhatian hyang 

hmeresahkan hmasyarakat, hdan hatau h hmenyangkut 

hkerugian hnegara hpaling hsedikit hsatu hmilyar hrupiah. h 

Pengadilan hyang hberwenang hmemeriksa hdan 

hmemutus hperkara htindak hpidana hkorupsi hyang 

hpenuntutannya hdiajukan holeh hKomisi 

hPemberantasan hKorupsi hadalah hPeradilan h hTindak 

hPidana hKorupsi hyang hdibentuk hberdasarkan hUndang 

hUndang hNo. h46 hTahun h2009 htentang hPengadilan 
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hTindak hPidana hKorupsi. hPengadilan htindak hpidana 

hkorupsi hberada hdi hlingkungan hperadilan humum hdan 

huntuk hpertama hkali hdibentuk hpada hPengadian hNegeri 

hJakarta hPusat hyang hwilayah hhukumnya hmeliputi 

hseluruh hwilayah hRepublik hIndonesia. hPengadilan 

htindak hpidana hkorupsi hini hterdiri hatas hperadilan 

htingkat hpertama h(pengadilan hnegeri), htingkat 

hbanding hdan htingkat hkasasi. 

Kewenangan hpenyidikan htindak hpidana 

hkorupsi hpada hketiga hlembaga htersebut hmembutuhkan 

hintegritas hdalam hpelaksanaan hkewenangannya 

hsehingga htidak hmenimbulkan htumpang htindih 

hkewenangan. h hSistem hperadilan hpidana hmerupakan 

hjaringan h(network) hperadilan hpidana hyang 

hmenggunakan hhukum hpidana hsebagai hsarana 

hbekerjanya, hbaik hhukum hpidana hmateriel, hhukum 

hpidana hformil, hmaupun hhukum hpelaksanaan hpidana. 

hDalam hpengertian hstruktural, hsistem hperadilan 

hpidana hharus hdiartikan hsebagai hkerjasama hantara 

hpelbagai hsubsistem hperadilan hpidana huntuk 

hmencapai htujuan htertentu. h 

Dalam harti hkultural, hsistem hperadilan hpidana 

hmerupakan hjalinan hkonsistensi hsikap, hpanangan 

hterhadap hnilai hbahkan hfilosofi hyang hsecara hseragam 

hharus hdihayati holeh hpelbagai hsubsistem hperadilan 

hpidana hdalam hkerangka htujuan htertentu hdan 

hberhubungan hdengan hmodel-model hsistem hperadlan 

hpidana hyang hdianut. hDalam hsistem hperadilan hpidana 

hterpadu, hsekalipun hmengandung hinterdependensi, 

hinteraksi hdan hinterkoneksi, htidak hboleh hmengandung 

hduplikasi h(overlapping) hdi hdalam hfungsi hdan 

hkewenangan hyang hada hpada hmasing-masing 

hsubsistem. 

Integritas hantara hlembaga hpenegak hhukum 

htersebut hharus hdidukung holeh hsubstansi hperaturan 

hperundang-undangan hyang hmemuat hbatas 
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hkewenangan hyang htegas hdi hantara hketiganya. hDalam 

hpandangan hpenulis hada hbeberapa hpilihan hyang hdapat 

hdilakukan h: 

a) Kepolisian hsebagai h hsatu-satunya hpenyidik h huntuk 

htindak hpidana hkorupsi h 

di hbawah h1 hmilyar hrupiah, hLembaga hKejaksaan 

hsebagai hPenuntut humum. hKPK hsebagai hpenyidik 

htunggal huntuk htindak hpidana hkorupsi hdi hatas h1 

hmilyar hrupiah. 

b) Kepolisian hdan hkejaksaan hsebagai hpenyidik huntuk 

htindak hpidana hkorupsi hnamun hdiperlukan 

hketegasan hbahwa hjaksa hyang hmenyidik hdan 

hmenuntut hadalah hjaksa hyang hberbeda hdan 

hketegasan hketentuan hkategori htindak hpidana 

hkorupsi hyang hdisidik holeh hKepolisian hdan 

hkejaksaan. 

2) Perbaikan hDalam hSeleksi hPenerimaan hAparat 

hPenyelenggara hNegara 

Aparat hpenyelenggara hNegara hmerupakan 

hpintu hgerbang hdalam hpelaksanaan hfungsi-fungsi 

hsebuah hlembaga hpenyelenggara hNegara hdan hmemiliki 

hperan hpenting hdalam hpemberantasan htindak hpidana 

hkorupsi. hDalam hpembahasan hsebelumnya htelah 

hdiuraikan hbahwa hsecara hpersonal, hindividu hmemiliki 

hkepribadian hdan hkemampuan hyang hakan 

hmempengaruhi hperilaku hindividu htersebut. h 

Kepribadian hdan hkemampuan hsangat hpenting 

hdalam hmendukung hupaya hpemberantasan hkorupsi 

hsehingga hsebelum hseeorang hditerima hsebagai haparat 

hpenyelenggara hnegara, hkepribadian hdan hkemampuan 

hcalon haparat hpenyelenggara hnegara hmerupakan 

hfaktor hutama hyang hharus hdipertimbangkan hpada hsaat 

hseleksi. h 

Saat hini, haparat hpenyelenggara hNegara huntuk 

hpemerintah hdan haparat hpengadilan, hdilakukan 

hdengan hmekanisme hpenerimaan hCalon hPegawai 
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hNegeri hSipil hmelalui hinstansi hmasing-masing, 

hpenerimaan h haparat hpenyelenggara hNegara huntuk 

hlegislatif hdilakukan hdengan hpemilihan humum. 

hMekanisme hpenerimaan hatau hseleksi hbagi haparat 

hpenyelenggara hNegara hmerupakan hpintu hgerbang 

hbagi hupaya hmemberantas htindak hpidana hkorupsi hdi 

hIndonesia. h 

Perekrutan hcalon hpegawai hnegeri hsipil h(CPNS) 

hkini hmasih hdiwarnai h hkecurangan. hDalam hManado 

hPost hedisi h12 hJanuari h2012 hdisebutkan hbahwa 

hterdapat hoknum hyang hmelakukan hpraktek hkorupsi, 

hkolusi hdan hnepotisme h(KKN), h hdan hmenjual hkursi 

hdalam hpenerimaan hpegawai hdi hlingkungan hbirokrasi 

hdi hSulawesi hUtara, hantara hlain hkasus hyang hsedang 

husut holeh hPolda hSulawesi hUtara hterkait hdengan hsuap 

hdalam hpenerimaan hPNS hdi hKotamobagu. h 

Dalam hlogika hsederhana, hseorang hcalon 

hPegawai hNegeri hSipil hyang hmenggunakan hcara 

hpenyuapan huntuk hlolos hsebagai hPNS hpada hsaat htelah 

hberhasil hlolos, hlangkah hpertama hyang hakan hia 

hlakukan hadalah hmengembalikan hsejumlah huang hyang 

htelah hdikeluarkannya huntuk hmenjadi hPNS. hPrilaku 

hpenyuapan holeh hseorang hcalon hPNS hakan hmelahirkan 

haparat-aparat h hpenyelenggara hNegara hyang hrentan 

hmelakukan htindak hpidana hkorupsi. h 

Selain hdalam hrekruitment hPNS, hpemilihan 

humum hdalam hrangka hpencalonan hanggota hDPRD hpun 

hdiwarnai hdengan hpraktik-praktik hyang hdapat 

hmenjadi hbenih hyang hsubur hbagi htumbuhnya hkorupsi. 

hPolitik huang hdalam hmeraih hsuara hpada hpemilihan 

humum hakan hmelahirkan hsuatu hdorongan hbagi hcalon 

hanggota hDPRD hyang hterpilih huntuk hmengembalikan 

hsejumlah hdana hyang htelah hdikeluarkannya huntuk 

hdapat hterpilih. hSelain hitu, hdukungan hpartai hpolitik 

hserta hsektor-sektor hswasta hketika hmasih hdalam 

hpemilihan humum hakan hmendorong hanggota hDPRD 

http://www.lowongancpns.org/
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hterpilih huntuk hmengutamakan hkepentingan hmereka 

hdi hatas hkepentingan hNegara. h 

Aparat hpenyelenggara hNegara hyang hbersih 

hdapat hdiupayakan hmelalui hseleksi hpenerimaan 

hpegawai hnegeri hdan hmekanisme hpenjaringan hcalon 

hanggota hDPRD hyang hbersih. hDalam hpandangan 

hpenulis, hdibutuhkan hsebuah hreformasi hdalam hproses 

hseleksi hcalon haparat hpenyelenggara hNegara. h 

Dalam hpenerimaan hPegawai hNegeri hSipil h 

hberdasarkan hUndang hUndang hNomor h43 hTahun 

h1999, hpenerimaan hdilakukan holeh hDepartemen hatau 

hinstansi hmasing-masing hdan hdengan hadanya hotonomi 

hdaerah, huntuk hpegawai hnegeri hdi hdaerah, hpenerimaan 

hPNS hdilakukan holeh hPemerintah hdaerah hmasing-

masing. hPenerimaan hpegawai hnegeri hdengan 

hmekanisme hseperti hini hmenurut hpenulis hmembuka 

hpintu hyang hsangat hlebar hbagi htindak hpidana hkorupsi 

hdalam hpenerimaan hCPNS hdan hmenutup hpintu hbagi 

hpenerimaan hpegawai hnegeri hyang hobjektif. hOleh 

hkarena hitu, huntuk hpenerimaan haparat hpenyelenggara 

hNegara hyang hberstatus hPegawai hNegeri hSipil, 

hpenerimaan hmelalui hsatu hpintu hperlu 

hdipertimbangkan. hDibutuhkan hsebuah hlembaga 

hkhusus hyang hindependen hdan hmemiliki hstandar 

hkemampuan huntuk hmelakukan hseleksi hterhadap 

hseluruh hpenerimaan hPNS hdi hIndonesia. hPihak hinstansi 

hmasing-masing htidak hikut hterlibat hdalam hproses 

hseleksi htersebut. h 

Penerimaan hPNS hmelalui hsatu hlembaga hkhusus 

hini hakan hmemberikan hdampak hpada hseleksi hyang 

hobjektif hdi hmana hpara hPNS hnantinya hbenar-benar 

hPNS hyang hprofessional, hmemiliki hkepribadian, hmoral 

hdan hkemampuan hyang hkondusif hbagi hterciptanya 

hpenyelenggaraan hNegara hyang hbersih hdan 

hberwibawa. 
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Mekanisme hyang hsama hseharusnya hditerapkan 

hpula hdalam hpencalonan hbakal hcalon hanggota hDPRD. 

hSebelum hpartai hpolitik hmencalonkan hmaka 

hseharusnya hdilakukan htest hkepada hpara hbakal hcalon 

holeh hlembaga hyang hindependen hsehingga hhanya 

hcalon hyang hbenar-benar hmemiliki hkepribadian, 

hkemampuan hyang hhandal hdan hbermoral htinggi hyang 

hakan hikut hbersaing hpada hpemilihan humum. h h 

Untuk hdapat hmewujudkan hproses hseleksi 

haparat hpenyelenggara hNegara hyang hbaik hmaka hperlu 

hdilakukan hrevisi hterhadap hUndang hUndang hNomor h43 

hTahun h1999 htentang hKepegawaian hdan hUndang-

undang hNomor h27 hTahun h2009tentang hMajelis 

hPermusyawaratan hRakyat, hDewan hPerwakilan 

hDaerah, hDewan hPerwakilan hRakyat hdan hDewan 

hPerwakilan hRakyat hDaerah. h 

3) Pengendalian hinternal hmelalui hpengawasan hdan 

hpenerapan hsanksi h 

Dalam hPeraturan hPemerintah hNomor h60 

hTahun h2008, hdijelaskan hbahwa hSistem hPengendalian 

hInternal hadalah hproses hyang hintegral hpada htindakan 

hdan hkegiatan hyang hdilakukan hsecara hterus hmenerus 

holeh hpimpinan hdan hseluruh hpegawai huntuk 

hmemberikan hkeyakinan hmemadai hatas htercapainya 

htujuan horganisasi hmelalui hkegiatan hyang hefektif hdan 

hefisien, hkeandalan hpelaporan hkeuangan, hpengamanan 

haset hnegara, hdan hketaatan hterhadap hperaturan 

hperundang-undangan. 

Dari hdefenisi htersebut hmaka hsecara humum 

hdapat hdikatakan hbahwa htujuan hdari hSistem 

hPengendalian hIntern hadalah: hpertama, hmenjamin 

htercapainya htujuan horganisasi/perusahaan; hkedua, 

hdapat hdipercayanya hlaporan hkeuangan hyang hdisusun 

horganisasi/perusahaan; hdan hketiga, hdipatuhinya 

hsemua hperaturan hperundang-undanganan hyang 

hberlaku. hSecara hkhusus, hSistem hPegendalian hIntern h 
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hbertujuan huntuk hmemberikan hkeyakinan hyang 

hmemadai hbagi htercapainya hefektivitas hdan hefisiensi 

hpencapaian htujuan hpenyelenggaraan h hnegara, 

hkeandalan hpelaporan hkeuangan, hpengamanan hasset 

hnegara, hdan hketaatan hterhadap hperaturan 

hperundang-undangan. 

Sistem hPengendalian hIntern hmerupakan 

hSistem hPengendalian hIntern hyang hharus 

hdiselenggarakan hsecara hmenyeluruh hbaik hdi 

hlingkungan hpenyelenggara hnegara. hPeraturan 

hPemerintah hini hmenegaskan hbahwa huntuk hmencapai 

hpengelolaan hkeuangan hnegara hyang hefektif, hefisien, 

htransparan, hdan hakuntabel, hmenteri/ hpimpinan 

hlembaga, hgubernur, hdan hbupati/ hwalikota hwajib 

hmelakukan hpengendalian hatas hpenyelenggaraan 

hkegiatan hpemerintahan. hDalam hpandangan hpenulis, 

hPeraturan hPemerintah hNomor h60 hTahun h2008 hmasih 

hterbatas hpada haparat hpemerintah hbelum hmencakup 

hpada haparat hpenyelenggara hNegara hsehingga hperlu 

huntuk hmembentuk hsebuah hperaturan hperundang-

undangan hyang hmelingkupi hseluruh haparat 

hpenyelenggara hnegara. h h 

Dalam hPasal h4 hPeraturan hPemerintah hNomor 

h60 hTahun h2008 hdiamanahkan hagar hpimpinan 

hinstansi hpemerintah hmenciptakan hdan hmemelihara 

hlingkungan hpengendalian hyang hmenimbulkan 

hperilaku hpositif hdan hkondusif huntuk hpenerapan 

hSistem hPengendalian hIntern hdalam hlingkungan 

hkerjanya. h hProses hpenciptaan hlingkungan 

hpengendalian hantara hlain hmelalui hpenegakan 

hintegritas hdan hnilai hetika hserta hkomitmenterhadap 

hkompetensi hdengan hmenyusun hdan hmenerapkan 

hkebijakan hyang hsehat htentang hpembinaan 

hsumberdaya hmanusia hdalam hwujud haturan hperilaku, 

hmemberikan hketeladanan, hmenegakkan hdisiplin hdan 

hsebagainya. hPenciptaan hlingkungan hpengendalian 
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hyang hkondusif hdapat hmenjadi hfondasi hyang hkokoh 

hbagi himplementasi hunsur-unsur hpengendalian hintern 

hlainnya. 

Pengendalian hinternal hyang hdilakukan 

hmencakup h hIntegritas hdan hnilai hetika, hkomitmen 

hterhadap hkompetensi, hpartisipasi hdari hsebuah hkomite 

haudit, hfilosofi hdan hgaya hoperasi hmanajemen, hstruktur 

horganisasi, hpemberian hotoritas hdan htanggung hjawab 

hserta hKebijakan hdan hpraktik hsumber hdaya hmanusia. h 

Pengendalian hinternal hdapat hmenjadi hupaya 

hpreventif hbagi hpemberantasan htindak hpidana hkorupsi 

hjika hdisertai hdengan hpenerapan hsanksi hyang 

hkonsisten. hDalam hkaitan hdengan hpengendalian 

hinternal hsebagai hupaya huntuk hmeningkatkan 

hintegritas hpersonal haparat hpenyelenggara hNegara, 

hpenulis hmengutip hpandangan hdari hImanuel hKant227
 

hyang h h hmembagi hmoralitas hmenjadi hdua hyaitu 

hmoralitas hotonom hdan hmoralitas hheteronom. 

hMoralitas hotonom hmerupakan hmoralitas hyang hpaling 

hideal hyaitu hmoralitas hyang htumbuh hdari hkesadaran 

hhakiki hdari hseorang hmanusia. hMoralitas hheteronom 

hadalah hmoralitas hyang htumbuh hkarena hsesuatu hyang 

hberasal hdari hluar hdirinya hmisalnya hperaturan hatau 

hperintah hdari hatasan hyang hmemberikan hkewajibn 

htersebut. hMoralitas hdalam hpandangan hKant 

hmerupakan hsesuatu hyang habstrak hdan hsulit huntuk 

hdinilai hdan hpenilaian hhanya hbisa hdiberikan hpada 

hperilaku hyang hditampakkan h hdan hperilaku hinilah hyang 

hdapat hdinilai. 

Pengendalian hinternal hmemiliki hfungsi huntuk 

hmengarahkan hperilaku hdari hpara haparat 

hpenyelenggara hnegara hagar hsesuai hdengan hkewajiban 

hyang hseharusnya hdilakukan. hPengendalian hinternal 

hyang hpaling hideal hadalah hpengendalian hyang hmampu 

                                                            
227Liliana Tejosaputro. 2003. Etika Profesi dan Profesi Hukum. Aneka Ilmu: 

Jakarta. hlm. 11. 
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hmenciptakan hsikap hbatin hdari haparat hpenyelenggara 

hnegara hbahwa hia hmentaati hhukum hbukan hsemata-

mata hkarena htakut hsanksi hnamun hkarena hmenyadari 

hbahwa hhukum htersebut hmerupakan hsesuatu hyang 

hharus hditaati. h 

 hPola hpenerimaan hdan hseleksi haparat 

hpenyelenggara hNegara hyang hbersih holeh hlembaga 

hindependen, hpemberian hmotivasi hkerja hyang hpositif 

hmelalui hreward hand hpunishment, hserta h hpengendalian 

hmelalui hpengawasan hdan hpemberian hsanksi hakan 

hmelahirkan hprilaku hyang htampak hpada hkomitmen, 

hprofesionalisme hdan htanggungjawab haparat 

hpenyelenggara hnegara. hPembahasan hpemberantasan 

htindak hpidana hkorupsi hharus hberangkat hdari 

hpembahasan hmengenai hintegritas hpersonal 

hsebagaimana hpandangan hSatjipto hRahardjo228
 hbahwa 

hpembahasan hpenegakan hhukum hyang hhanya 

hberpegang hpada hkeharusan-keharusan hyang 

htercantum hdalam hketentuan hhukum hhanya hakan 

hmemperoleh hgambaran hstreotipis hyag hkosong hdan 

hhanya hakan hterisi hjika hdikaitkan hdengan hpelaksanaan 

hkonkret holeh hmanusia hsecara hindividu. h 

Dikemukakan hpula holeh hVan hDoorn229
 hbahwa 

hlembaga hmerupakan hkebersamaan hdan hketerikatan 

hsejumlah hmanusia hyang htidak hhanya hkeluar hdari 

hkerangka horganisasi, htetapi hjuga hterjatuh hdi hluar 

hskema horganisasi hdisebabkan hia hcenderung huntuk 

hmemberikan htafsirannya hsendiri hmengenai hfungsi-

fungsiorganisasi hberdasarkan hkepribadian, hasal husul 

hsosial hdan htingkat hpendidikannya, hkepentingan 

hekonominya hserta hkeyakinan hpolitik hdan hpandangan 

hhidupnya. h 

                                                            
228Satjipto Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. 

Genta Publishing: Jakarta.hlm. 26 
229Ibid. 
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Dari hpandangan hdi hatas hpenulis hberpandangan 

hbahwa hpembahasan hmengenai hintegritas hpersonal 

hsebagai hdasar huntuk hpemberantasan hkorupsi 

hmerupakan hhal hyang hurgen hkarena hmeskipun 

hseseorang hmerupakan hbagian hdari hsuatu hlembaga, 

hdalam hkedudukannya h h hseorang haparat 

hpenyelenggara hNegara hcenderung hmelaksanakan 

htugas hdan hkewajibannya hmenurut htafsirannya hsendiri 

hyang hdilatarbelakangi hfaktor-faktor htertentu 

hsebagaimana htelah hdiuraikan hsebelumnya hyaitu 

hkepribadian, hmoral h hdan hkemampuan. h 

4) Koordinasi 

Pasal h7 hUndang hUndang hNomor h28 hTahun h1999 

hmenegaskan hbahwa: 

a) hHubungan hantar-Penyelenggara hNegara 

hdilaksanakan hdengan hmenaati hnorma-norma 

hKelembagaan, hkesopanan, hkesusilaan, hdan hetika 

hyang hberlandaskan hPancasila hdan hUndangUndang 

h hDasar hRepublik hIndonesia h1945. h 

b) Hubungan hantar-Penyelenggara hNegara 

hsebagaimana hdimaksud hdalam hayat h(1) 

hberpegang hteguh hpada hasas-asas hsebagaimana 

hdimaksud hdalam hPasal h3 hdan hketentuan 

hperaturan hperundang-undangan hyang hberlaku. 

Dalam hkaitan hdengan hKetetuan hPasal h5 hdi hatas 

hterlihat hdengan hjelas hbahwa hdalam hpelaksanaan 

hkewajiban hpenyelenggara hnegara hakan hterlibat hatau 

hbersinggungan hdengan h hpenyelenggara hnegara hyang 

hlain. hSebagai hcontoh hadalah hketentuan hmengenai 

hkewajiban hmemberikan hkesaksian hdalam hperkara 

hkorupsi. hDari hketentuan hini hterlihat hadanya 

hketerkaitan hantara hlembaga hpenyelenggara hnegara hdi 

hmana hsalah hseorang haparatnya hmenjadi hterdakwa 

htindak hpidana hkorupsi hdengan hlembaga hpenegak 

hhukum hsebagai hlembaga hyang hmemiliki htugas hdalam 

hpenindakan. h 
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Koordinasi hantara hlembaga hpenyelenggara 

hnegara hdalam hpemberantasan htindak hpidana hkorupsi 

hbaik hdalam hupaya hpreventif hmaupun hupaya hrespresif 

hmembutuhkan hkoordinasi hyang hterbuka hdan 

hproporsional hagar hdalam hproses htersebut htidak 

hterjadi hkondisi hyang hakan hmenghambat hproses 

hpemberantasan htindak hpidana hkorupsi, hmisalnya 

hsatu hlembaga hpenyelenggara hnegara hyang hmenutup-

nutupi hketerangan hyang hterkait hdengan hdugaan 

htindak hpidana hyang hdilakukan holeh haparatnya. h 

 

c. hBudaya hHukum 

1) Pengaturan hStandar hPrilaku hberupa hKode hEtik hdan 

hTata htertib hserta hStandar hOperasional hPelayanan. h 

Moralitas hdan hetika hmerupakan hdua hhal hyang 

hsangat hpenting hdalam hsebuah hlembaga hyang 

hmerupakan hgabungan hdari hpersonal-personal hyang 

hmemiliki hkepribadian, hkemampuan hdan hperilaku 

hyang hberbeda-beda. hNamun, hsebagai hsebuah 

horganisasi, hmaka hstandar hperilaku hdari hpara haparat 

hpenyelenggara hnegara hperlu hditetapkan hsebagai 

hpedoman hbagi haparat hpenyelenggara hNegara hdalam 

hmelaksanakan htugas hdan hkewajiban hdan hmenjadi 

hacuan hdari hjajaran hpimpinan huntuk hmemberikan 

hreward hand hpunishment. 

Masalah hkorupsi hberkaitan herat hdengan 

hberbagai hkompleksitas hmasalah hlainnya, hantara hlain 

hmasalah hsikap hmental/moral, hpola/sikap hhidup, hdan 

hbudaya hsosial, hkebutuhan/tuntutan hekonomi, 

hstruktur/budaya hpolitik, hpeluang hyang hada h hdi hdalam 

hmekanisme hpembangunan hatau hkelemahan hbirokrasi 

hdi hbidang hkeuangan hdan hpelayanan humum.230Dalam 

hkerangka hini, hstrategi hpemberantasan hkorupsi hharus 

hdicari h hpenyebabnya h hlebih hdulu, hkemudian hpenyebab 

                                                            
230Barda Nawawi Arief. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan 

dan Pengembangan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm.  72. 
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hitu hdihilangkan hdengan hcara hprevensi hdisusul hdengan 

hpendidikan h(peningkatan hkesadaran hhukum) 

hmasyarakat hdisertai hdengan htindakan 

hrepresif.231Masalah hmoral hdan hetika hperlu 

hmendapatkan hperhatian hyang hseksama huntuk 

hmemberikan hjiwa hpada hhukum hdan hpenegakannya. 

Dalam hrangka hrefitalisasi hhukum huntuk 

hmendukung hdemokratisasi, hdan hkhususnya huntuk 

hmenanggulangi htindak hpidana hkorupsi, hmaka 

hmasalah hmoral hdan hetika h hmendesak huntuk 

hditingkatkan hfungsi hdan hkeberadaannya, hkarena hsaat 

hini haspek hmoral hdan hetika htelah hmenghilang hdari 

hsistem hhukum hdi hIndonesia.Pengelolaan hkekuasaan 

hyang hkoruptif htelah hmemproteksi hdirinya hdari 

helemen-elemen hmoralitas hdan hetika.232
 h hdan hkarena 

hhukum htelah hmenjadi hhukumnya hpenguasa hmaka 

hmenjadikan hhukum htelah hkehilangan hdimensi 

hetisnya.233
 hDikaitkan hdengan hkorupsi, hdilihat hdari 

hberbagai hrumusannya hmencerminkan hbahwa hkorupsi 

hmenyangkut hsegi hmoral, hsifat, hdan hkeadaan hyang 

hbusuk.Oleh hkarena hitu, hdalam hrangka 

hpenanggulangan htindak hpidana hkorupsi hyang 

hmenggunakan hinstrumen hhukum h hagar hdapat 

hmencapai hhasil hyang hmaksimal, hmaka hperlu hpula 

hdibangun haspek hmoralitas hdan hetika hdi hdalam 

hhukum.234Antara hmoralitas hdan hhukum hmemang 

hterdapat hkorelasi hyang hsangat herat, hdalam harti hbahwa 

hmoralitas hyang htidak hdidukung holeh hkehidupan 

hhukum hyang hkonduksif hakan hmenjadi hsubyektifitas 

                                                            
231Andi Hamzah. 2005.Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana 

nasional dan internasional.Raja Grafindo Persada: Jakarta.hlm. 241. 
232Cornelis Lay. Aspek Politik KKN di Indoensia. Seminar Nasional 

Menyambut UU Tindak Pidana Korupsi yang Baru dan Antisipasinya terhadap 
Perkembangan Kejahatan Korupsi (Yogyakarta: Fak. Hukum UGM, KEJATI DIY, 
Departemen Kehakiman, 11 September 1999. hlm. 7 

233Soedjono dirdjosisworo. 1984. Fungsi Perundang-undanganPidana 
dalampenanggulangan korupsi di Indonesia.CV Sinar Baru: Bandung. hlm. 47. 

234Ibid. hlm. 21. 
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hyang hsatu hsama hlain hakan hsaling hberbenturan. 

hSebaliknya hketentuan hhukum hyang hdisusun htanpa 

hdisertai hdasar hdan halasan hmoral hakan hmelahirkan 

hsuatu hlegalisme hyang hrepresif, hkontra hproduktif hdan 

hbertentangan hdengan hnilai-nilai hkebenaran hdan 

hkeadilan hyang hmenjadi htujuan hhukum.235 

Untuk hmenanggulangi hkorupsi hdengan 

hmengoperasikan hUU hNo. h31 hTahun h1999 hjo hUU hNo. 

h20 hTahun h2001 hrelevan hdengan hhukum hpidana, 

hBarda hNawawi hArief hmengemukakan hbahwa hdi 

hdalam hhukum hpidana hbanyak hmengandung hnilai-nilai 

hmoral hyang hmelarang horang huntuk hberbuat 

hjahat/tidak hbaik h(antara hlain: hjangan hmenipu, 

hmenggelapkan, hmenyuap/menerima hsuap, hkorupsi, 

hmemeras, hberzina, hdll.), hsehingga hwajar huntuk 

hmenegakkannya hdiperlukan hkematangan hjiwa hdan 

hintegritas hnilai hyang hcukup htinggi hdari hpara 

hpendukung hpelaksanaannya.236 

 hUpaya hmemberantas hKKN htelah hdiupayakan 

hbersamaan hdengan hpengembangan hmasyarakat hdan 

hkelembagaan, hkhususnya hdemokratisasi hyang hperlu 

hditopang hcivil hsociety hyang hkuat hdan hjuga hadanya 

hpartisispasi hmasyarakat. hOperasionalisasi hUndang 

hUndang hPemberantasan hKorupsi hharus hditempatkan 

hdalam hkerangka hseperti hitu hdalam hpenanggulangan 

hkejahatan, hyang hperlu hditonjolkan hperanannya hpada 

hakhirnya hterletak hpada haparat hpenegak hhukum. h hIni 

hdisebabkan hdi htangan haparat hpenegak hhukumlah 

hyang hakan hmengkonkretisasikan hkebijakan, htujuan-

tujuan hyang htelah hterumuskan hdalam hUndang hUndang 

htersebut hke hdalam hkasus htindak hpidana hyang h hnyata. 

hUntuk hitu, hpencerahan hdari hdimensi hmoral hdan hetika 

hbagi hpenegak hhukum hperlu hdilakukan, hartinya hpara 

                                                            
235Kunto Wibisono. Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi Menuju 

Indonesia Baru. Makalah Seminar Nasional.Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro; 27 Juli 2000. Semarang.hlm. 6. 

236Barda Nawawi Arief. Op. cit.hlm. 127. 
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hpenegak hhukum hbekerja hdilandasi hetika hbaik hetika 

hprofesi hmaupun hetika humum hdan hditegakkan hsecara 

hkonsisten hbagi hyang hmelakukan hpelanggaran. hHal hini 

hjuga hterkait hdengan haspek hpendidikan. 

Sehubungan hdengan hhal htersebut, hMuladi 

hberpandangan hbahwa hdimensi hpenegakan hhukum, 

hyang hharus hditonjolkan hadalah haspek 

hprofesionalisme hyang hmengutamakan hkemampuan 

hmelalui hlatihan hyang hintensif, hrasa htanggungjawab 

hsosial hdan hketaatan hpada hetika. h 

Yang hperlu hdicatat, hprofesi hpenegak hhukum 

hdalam hhal hkemampuan htidak hhanya hmengandung 

hketerampilan hfisik hsemata-mata, hmelainkan 

hmembutuhkan hpula ha hsignificant hintellectual 

hcomponent. hSikap hprofesional hakan hmenjauhkan hdiri 

hdari htindakan hmal hpraktek hdi hbidang hhukum hyang 

hberupa htindakan hdi hbawah hstandar, hbertentangan 

hdengan hkewajiban.237 

Karateristik hpenegak hhukum h hyang 

hdibutuhkan hadalah h hpenegak hhukum hyang hmemiliki 

hkematangan hnilai/kejiwaan, hyang hakan hmampu 

hmenyuburkan hkembali h hnilai-nilai h hmoralitas hdan 

hetika hdalam hhukum hdan hpenegakannya, h hkaitannya 

hdengan hhukum hpidana, hdisebutkan holeh hBarda 

hNawawi hArief.238Sebagai hgenerasi hbaru hdalam 

hpengembangan hhukum hpidana. hDalam hhal hini, 

hSatjipto hRahardjo hmengintrodusir hperlunya hgenerasi 

hbaru hpemikir hdanpelaku hhukumdi hIndonesia, hyang 

hberkemampuan hmerancang, hmembuat, hmenerapkan 

hhukum huntuk hmemberikan h hsebesar-besarnya 

                                                            
237Muladi. 1997. Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan 

Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang. hlm. 127. 
238Barda Nawawi Arief. Op. cit. hlm. 127-128. 
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hkeadilan huntuk hrakyat h(to hbringing hjustice hto hthe 

hpeople).239 

Penegak hhukum hyang hbermoral hdan hyang 

hbekerja hberlandaskan hetikaprofesinya hakan hmenjadi 

hpendukung hterwujudnya hsupremasi hhukum hyang 

hmerupakan htonggak hberdirinya hsistem hpolitik 

hdemokrasi hdi hIndonesia, hyang hdalam hkerangka hinilah 

htujuan hpenanggulangan hkorupsi hakan hberhasil. h h 

Dalam hkaitan hsupremasi hhukum, hsebenarnya 

hsupremasi hhukum hdimaknakan hpula hsebagai 

hsupremasi hnilai.240
 hIni h hberarti hsupremasi hhukum 

hpada hhakikatnya hmengandung hmakna hbahwa hdalam 

hberkehidupan hkebangsaan hharus hdijunjung htinggi 

hnilai-nilai hsubstansial hyang hmenjiwai hhukum hdan 

hmenjadi htuntutan hmasyarakat, hantara hlain: htegaknya 

hnilai hkeadilan, hkebenaran, hkejujuran, hdan 

hkepercayaan hantar hsesama, hserta htegaknya hnilai-nilai 

hkemanusiaan hyang hberadab hdan hpenghargaan/ 

hperlindungan hHAM, h hdemikian hjuga htidak hadanya 

hpenyalahgunaan hkekuasaan/ hkewenangan, htidak 

hadanya h hpraktek hfavoritisme hdan hKKN. h 

Dalam hpelaksanaan hfungsi hlembaga hsebagai 

hpengontrol hterhadap haparat hpenyelenggara hNegara, 

hterdapat h2 h(standar) hprilaku hyang hharus hditetapkan 

hyaitu htata htertib hdan hkode hetik. h hEtika h hdan hmoral 

hmenjadi hfaktor hyang hmenyebabkan haparat 

hpenyelenggara h hnegara htidak hmaksimal hkinerjanya hdan 

hkurang htanggung hjawab hterhadap htugas hdan hkerjanya 

hdalam hmewujudkan hsosok hpemerintah hyang 

hbertanggung hjawab hkepada hyang hdiperintah.Masalah 

                                                            
239Satjipto Rahardjo. Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi dari 

Kajian Sosio-Kultural. Makalah Seminar. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 
Semarang 27 Juli  2000. hlm. 12 

240Barda Nawawi Arief. Pokok-pokok Pemikiran Supremasi Hukum: dari 
Aspek Kajian Yuridis, Makalah Seminar. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 
27 Juli 2000. hlm.  5.  
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hetika hmerupakan hsuatu hmasalah hyang hharus 

hdipandang hdalam hkonteks hsistem. h 

Etika htidak hterjadi hdengan hsendirinya. hEtika h 

hpada hdasarnya hmerupakan hsuatu hrangkaian hsikap, 

hkeyakinan hdan hperasaan hmengenai h hsuatu hhal hyang 

hdianut hdan hdijalankan holeh hsatu h hbangsa hpada hsatu 

hmasa. hEtika h hitu htelah hdibentuk holeh hsejarah hsatu 

hbangsa hdan hmelalui hproses hyang hberkelanjutan hdari 

haktivitas hsosial, hekonomi hdan hpolitik. hPola hsikap hyang 

htelah hdibentuk hdalam hpengalaman hmasa hlalu 

hmemiliki hefek hmendesak hyang hpenting hmengenai 

htingkah hlaku hpolitik hmasa hdatang. hPengaruh htersebut 

hakan hmenuntun hsetiap hindividu hdalam hperanan 

hpolitiknya, hisi htuntutan hpolitiknya hdan htanggapan 

hterhadap hhukum.241 

Etika hakan hmembentuk htindakan hindividu 

hyang hmenjalankan hperan hyang hmelingkupi hsistem 

hpolitik hdan hhukum hserta hsosial. h hSetiap htindakan 

hindividu hdipengaruhi hjuga holeh hproses hdinamis 

hpengalaman-pengalaman hdari hmasyarakat. hOleh hsebab 

hitu, hkode hetik hmempengaruhi hperilaku hindividu hdalam 

hpelaksanaan htugas hdan hkewajibannya. h 

Beberapa hlembaga hpenyelenggara hnegara 

htelah hmemiliki hkode hetik hdan htata htertib hseperti 

hPengadilan, hKejaksaan, hAdvokat hdan hDPRD. hNamun, 

huntuk hbirokrasi hatau haparat hpemerintah, hbelum 

hmemiliki hstandar hetika htersendiri hdalam hbentuk hkode 

hetik htermasuk hKomisi hPemberantasan hKorupsi hyang 

hmasih hmenunjukkan hinkonsistensi hdalam hmasalah 

hkode hetik hkarena hpenegakan hkode hetik hdi hKPK 

hternyata hdilakukan hdengan htebang hpilih hsebagaimana 

hdikemukakan holeh hO.C. hKaligis hdalam hKompas h6 

hAgustus h2011: 

Komisi hPemberantasan hKorupsi htidak hkonsisten 

hmenegakkan hprinsip-prinsip hetika. hJika hKPK 

                                                            
241Mahfud MD. Op cit . hlm. 12 
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hkonsisten, hKPK hseharusnya hmembentuk hKomite 

hEtik hsaat hpimpinan hKPK, hChandra hM hHamzah hdan 

hBibit hSamad hRianto hterjerat hkasus hhukum hyang 

hkemudian hdideponir holeh hKejaksaan hAgung. 

hMengapa hKPK hmembentuk hkomite hetik huntuk 

hkasus hNazaruddin, htetapi htidak hbikin h(Komite hEtik) 

hwaktu hkasus hBibit hdan hChandra. 

 

2) Peran hSerta hmasyarakat h 

Peran hserta hdalam hmasyarakat hpada 

hpemberantasan hkorupsi htertuang hdalam hUndang 

hUndang hNomor h31 hTahun h1999 htentang 

hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi, hyang hdiatur 

hlebih hlanjut hdalam hPeraturan hPemerintah hNomor h71 

hTahun h2000 htentang hTata hCara hPelaksanaan hPeran 

hSerta hMasyarakat hdan hPemberian hPenghargaan 

hdalam hPencegahan hdan hPemberantasan hKorupsi. 

Masyarakat hmemiliki hperan hpenting hdalam 

hpemberantasan hkorupsi hantara hlain: 

a) Peran hsebagai hfeeder hatau hpenyuplai hinformasi hdi 

hmana hmasyarakat hmengambil hinisiatif huntuk 

hmelaporkan, hmembeberkan hdan hmemberikan 

hinformasi hkepada haparat hpenegak hhukum 

hterhadap hkemungkinan hterjadinya hpraktek 

hkorupsi. h h h 

b)  hPeran hsebagai htrigger hatau hpemicu. hRendahnya 

hinisiatif haparat hpenegak hhukum hdalam 

hmembongkar hkasus-kasus hkorupsi htelah 

hmelahirkan hkekecewaan hpanjang hdari 

hmasyarakat. hKebekuan hini hkadangkala hditerobos 

hdengan hmemberikan hinformasi hadanya hdugaan 

hkorupsi hkepada hmedia hmassa hsupaya hdiketahui 

hmasyarakat hluas. hStrategi hini hmenjadi hsangat 

hpenting huntuk hmembentuk hopini hatau hpersepsi 

hmasyarakat hbahwa hdi hsatu htempat hdiduga hkuat 

hterjadi hpraktek hkorupsi. hSituasi hini hdiharapkan 
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hakan hdapat hmemaksa haparat hpenegak hhukum 

huntuk hmelakukan htindakan-tindakan hyang 

hkonkret. hMeskipun hdiakui hstrategi htersebut 

hmengandung hresiko hbesar, hmisalnya hdituntut 

hdengan hpencemaran hnama hbaik, hnamun hupaya 

hitu htetap htidak hbisa hditinggalkan. 

c) Peran hsebagai hcontroller h(pengawas). h hDalam 

hketerbatasan, hmasyarakat htetap hmemiliki henergi 

hyang hluar hbiasa huntuk hmengawal hproses 

hpengusutan hkasus hkorupsi hyang hsedang 

hdilakukan holeh haparat. hKegiatan hunjuk hrasa, 

hdengar hpendapat, hdiskusi hpublik, haudiensi hdan 

hlain hsebagainya hmerupakan hsarana hyang hkerap 

hdigunakan hkelompok hmasyarakat huntuk 

hmendorong hpercepatan hpenanganan hkorupsi. 

hMemastikan hbahwa hpemberantasan hkorupsi 

hberjalan hsesuai hdengan hharapan hmerupakan 

hlangkah hyang htidak hmungkin hdiabaikan 

hditengah-tengah hsituasi haparat hpenegak hhukum 

hyang hbelum hbanyak hberubah. 

Untuk hdapat htetap hmeningkatkan hpera 

hmasyarakat hdalam hpemberantasan htindak hpidana 

hkorupsi, hsalah hsatu hUndang hUndang hyang hharus 

hkonsisten hdalam himpelementasinya hadalah hyaitu 

hUndang hUndang hNomor h13 hTahun h2006tentang 

hPerlindungan hSaksi hdan hKorban h(UUPSK). 

Dari hpandangan htersebut hdi hatas hmaka haparat 

hpenyelenggara hnegara hmerupakan hbagian hyang 

htidak hdapat hdipisahkan hdengan hlembaga 

hpenyelenggara hnegara hsehingga hcara hberpikir, hcara 

hbersikap hdan hetika haparat hpenyelenggara hnegara 

hditentukan hpula holeh hintegritas hdari hlembaga 

hpenyelenggara hnegara hbaik hsecara hinternal hmaupun 

heksternal. hOleh hkarena hitu hpenulis hberpandangan 

hbahwa hupaya hpemberantasan htindak hpidana hkorupsi 

hdilakukan hsecara hpenal hdan hnonpenal hdengan 
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hmelibatkan htiga haktor hutama hyaitu hpersonal, 

hlembaga hpenyelenggara hnegara hdan hmasyarakat hdan 

hpemberantasan htindak hpidana hkorupsi hhanya hbisa 

hdilakukan hapabila hketiganya hberada hdalam hsatu 

hkesatuan hyang hintegral hyang hdidukung holeh 

hperaturan hperundang-undangan hyang hmenjadi 

hacuan hdalam hintegritas hpenyelenggara hnegara 

htersebut. h 

Konsep hpemberantasan htindak hpidana 

hkorupsi htersebut hpenulis hrangkum hsebagai hsebuah 

hlingkaran hintegritas hyang hbergerak hdari hindividu hke 

hmasyarakat hatau hpenulis hsebut hsebagai hthe hcircle hof 

hintegrity hsebagaimana htampak hdalam hgambar hdi 

hbawah hini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber h: hHasil hpenelitian hkomparatif hanalisis 

hpenulis,September h2013 hs/d hFebruari h2014 
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hpenulis. hPada hgambar hdi hatas hetika hdan hmoral 

hmenjadi hdasar hbagi hintegritas hbaik hpersonal hmaupun 

hlembaga. hDalam hupaya hmenciptakan hsuatu 

hmekanisme hlembaga hyang hmemiliki hpola hyang hlegal 

hdan htetap hmaka hdibutuhkan hsubstansi hhukum. 

hIntegritas hantara haparat hpenyelenggara hnegara, 

hlembaga hpenyelenggara hnegara hdan hmasyarakat 

hserta hintegritas hantara hetika hdan hmoral hdengan 

hsubstansi hhukum hdapat hdijadikan hsebagai hsalah hsatu 

hcara hdalam hpemberantasan htindak hpidana hkorupsi 

hbaik hmelalui hsarana hnon hpenal h hmaupun hpenal. h h 

Suatu htindakan hadalah hlegal hjika hsesuai 

hdengan hperaturan hyang hberlaku. hLegalitas hadalah 

hkesesuaian hdengan hhukum hyang hberlaku hdan 

hmerupakan hsalah hsatu hkemungkinan hbagi hkriteria 

hkeabsahan hkekuasan. hLegalitas hhanya hdapat 

hmembandingkan hsuatu htindakan hdengan hhukum 

hyang hberlaku. h 

Suatu hhukum hdapat hdicek hlegalitasnya hdengan 

hmengecek hkesesuaian hantara hnorma hhukum hkonkret 

hyang hmendasari hpenilaian htentang hlegalitas htindakan 

hkekuasaan h hditetapkan hdengan hbagian hhukum hyang 

hmenentukan hprosedur hpembuatan hhukum. 

hPendasaran hwewenang hpolitik hpada hlegalitas 

hmerupakan hsuatu hregressus hand hinfinitum h(mundur 

hdan htanpa hakhir) hkarena hhukum hpositif hyang 

hmendasari hlegalitas hselalu hharus hberdasarkan hsuatu 

hhukum hpositif hlagi. hDengan hkata hlain, hlegitimasi 

hpaling hfundamental htidak hdapat hdidasarkan hpada 

hpenetapan hhukum hpositif.242
 hOleh hkarena hitu 

hdibutuhkan hbentuk hlegitimasi hetis. h 

Legitimasi hetis hmempersoalkan hkeabsahan 

hwewenang hkekuasaan hpolitik hdari hsegi hnorma-norma 

hmoral. hLegitimasi hmuncul hdalam hsebuah hkonteks 

hyaitu hsetiap htindakan hNegara hbaik heksekutif hmaupun 

                                                            
242Ibid. 
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hlegislatif hharus hdipandang hdari hsegi hmoral hdan hsesuai 

hdengan htuntutan hkemanusiaan hyang hadil hdan 

hberadab. 
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1. Prinsip-Prinsip hIslam hdan hPeningkatan hKualitas hMoral 

Hukum hapa hsaja htidak hada hyang hmembolehkan hpraktik 

hkorupsi hbaik hitu hhukum hpositif, hhukum hadat, hlebih-lebih hlagi 

hhukum hagama, hkhususnya hIslam hsangat hmelarang hkorupsi, hdan 

hmengganjar hpelakunya hdengan hhukuman hdunia hdan hakhirat. 

Islam htidak hhanya hsebagai hlandasan hpemikiran huntuk 

hpengembangan hpemerintahan hyang hantikorupsi, htetapi hjuga 

hsebagai hlandasan hpemikiran hdan hperbuatan hapa hsaja, hdari 

hurusan hkecil hhingga hurusan hbesar hdan hkompleks. hPrinsip-

prinsip hdasar hajaran hIslam htentang hanti hkorupsi hjika hdipahami 

hdan hdiperaktekkan hsecara hbenar hdapat hmeningkatkan hkualitas 

hmoral hbirokrasi. 

Tabel h4 
Ilustrasi hPrinsip-prinsip hajaran hIslam 

 
 

 

 

 

Sumber: hData hhasil hpenelitian hkomparatif hanalisis 

hpenulis, hSeptember h2013 hs/d hPebruari h2014 
 

Prinsip-prinsip hdasar hajaran hIslam hmengajarkan hbahwa 

hsiapapun hmenjadi hpejabat hpemerintahan hdituntut huntuk 

hbertakwa, hamanah, hmenegakkan hkeadilan, hrasa htanggung 

hjawab hyang htinggi, hberempati hdan hberorientasi huntuk hmelayani 

hrakyat, hserta hmengembangkan hhubungan hkasih hsayang hkepada 

hrakyat. hPrinsip hprinsip hajaran hIslam hberorientasi hmenjadikan 

hpemimpin hyang hprofessional hdan hberakhlak hmulia. h 
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2. Prinsip-Prinsip hIslam, hGood hGovernance hdan hAntikorupsi 

Prinsip-prinsip hdasar hajaran hIslam htentang hantikorupsi 

hjika hdipahami hdan hdipraktekkan hsecara hbenar htidak hsaja hdapat 

hmeningkatkan hkualitas hmoral hbirokrasi htetapi hjuga hdapat 

hmenciptakan hpemerintahan hyang hbaik hdan hantikorupsi. 

hProposisi hdiilustrasikan hdalam hhubungan hsebagai hberikut: 

 

Tabel h5 
Prinsip-prinsip hAnti hKorupsi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber h: hData hhasil hpenelitian hkomparatif hanalisis 

hpenulis, hSeptember h2013 hs/d hPebruari 

h2014 
 

Untuk htujuan hpertama hyaitu hmereformasi hmental 

hspiritual hSDM h hbirokrasi, hprinsip-prinsip hIslam, hterutama 

hberkaitan hdengan hprinsip htaqwa, hdapat hdijadikan hlandasan 

huntuk hmembangun hmental hspiritual hdan hakhlaq h(perilaku) 

hbirokrasi. hPenelitian hini hmerumuskan hbahwa hprinsip hIslam 

hdapat hdijadikan hlandasan hpemikiran hdalam hmeningkatkan 

hkualitas hketakwaan hanggota hbirokrasi, hmengembangkan hiklim 

hdan hbudaya hkerja hyang hberiorentasi hpada htugas hdan hibadah. 

hArtinya htugas hdipandang hsebagai hibadah hyang hdisamping 

hmemperoleh hreward hdalam hbentuk hgaji, hjuga hmendapatkan 

hjaminan hpahala hdari hAllah hjika hdiniatkan huntuk hibadah. hPrinsip 

hIslam hjuga hdapat hdijadikan hlandasan hpemikiran huntuk 

hmenciptkan hbirokrasi hyang hbekerja hdengan hikhlas, hdan htidak 

hmencari hpopularitas. hManfaat hdari hpenerapan hprinsip-prinsip 

hIslam huntuk htujuan hini hagaknya hakan hmemerlukan hwaktu hyang 

hcukup hlama. hKarena hitu hdiperlukan hkomitmen hdan hkonsisten 

hdari hpimpinan hpuncak hbirokrasi huntuk hmengamalkannya. hHal 
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prinsip dasar 
ajaran Islam 

 

Administasi 
Publik 

Mewujudkan Good 
Governance 

Menyusun 
strategi anti 
korupsi 

Mereformasi 
mental spiritual 
SDM Birokrasi 
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htersebut hmenunjukan hbahwa hpendekatan hhukum hsaja htidak 

hcukup huntuk hmemberantas hkorupsi, hdiperlukan hpendekatan 

hmoralitas, hterutama hdalam hhal hpencegahan hpotensi hterjadinya 

hkorupsi hdan hreformasi hbirokrasi. 

Pemanfaatan hprinsip-prinsip hIslam hdalam hstrategi 

hantikorupsi hjuga hdapat hdijelaskan. hSetidak-tidaknya hajaran 

hIslam htelah hmerumuskan hsikap hyang htegas htentang hantikorupsi. 

hIlustrasinya hdapat hdilihat hpada hgambar hdi hbawah hini. h 

 

Tabel h6 
Kerangka hdasar hkonsep hprinsip-prinsip hIslam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber h: hData hhasil hpenelitian hkomparatif hanalisis 

hpenulis, hSeptember h2013 hs/d hPebruari h2014 
 

Konsep hgood hgovernance hyang hdiadopsi huntuk hmenyusun 

hkonsep hdalam hkajian hini hadalah hkonsep hyang hdikembangkan holeh 

hUNDP h(United hNation hDevelopment hProgram). 

Prinsip 
Dasar 
Islam 

 
Administrasi 

Publik 

Good 
Governance 

(UNDP) 

Strategi 
Antikorupsi 

Reformasi 
Mental 
Spritual 
Birokrasi 

1. Partisipatif 
2.Transparansi 
3.Akutabilitas  
4.Efektif-efisien 
5.Kepastian hukum 
6.Responsif 
7.Konsensus 
8.Setara dan Inklusif 

 

1.Korupsi rendah 
2.Tidak kolusi 
3.Tidak nepotisme 
4.Tidak monopoli 

1. Kualitastakwa 
meningkat  

2. Tugas/ kerja berbasis 
ibadah 

3. Orientasi ridha Allah, 
bukan pangkat, uang, 
dan popularitas  
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Menurut hkonsep hUNDP hsebuah hpemerintahan hdapat hdisebut 

htelah hmenghasilkan hpemerintah hyang hbaik hjika hmemiliki hindikator-

indikator hyang hdipersyaratkan hdalam hkonsep hgood hgevernance, 

hyang hmeliputi hterwujudnya: hPartisipasi, hTransparansi, hAkuntabel, 

hEfektif hdan hEfisien, hKepastian hHukum, hResponsif, hKonsensus, 

hSetara hdan hInklusif. h 

Kerangka hkerja hyang hmenjelaskan himplikasi hdari 

hdijadikannya hprinsip-prinsip hdasar hajaran hIslam, hakan 

hdiilustrasikan hpada htabel hberikutnya hdibawah hini. hSebagai hlandasan 

hpemikiran huntuk hpengembangan hadministrasi hpublik. 

Dari hkarangka hkerja htersebut hkonsep hini hingin hmengarahkan 

hbahwa hreformasi hadministrasi h(dalam hSDM hdan hsistem) hdengan 

hmenggunakan hprinsip-prinsip hIslam hdapat hdiarahkan huntuk 

hmewujudkan hindikator-indikator hgood hgovernance hsekaligus hdapat 

hmenciptakan hpemerintahan hyang hantikorupsi. 

Reformasi hadministrasi h(yaitu hreformasi hSumber hDaya 

hManusia hbirokrasi hdan hreformasi hsistem) hyang hmelandaskan 

hprinsip-prinsip hIslam hakan hmenghasilkan hterwujudnya hindikator-

indikator hgood hgovernance. hKerangka hkerja h(langkah-langkah hyang 

hdikembangkan hdalam hmemahami hkonstribusi hprinsip-prinsip hIslam 

hdalam hmenciptakan hpemerintah hyang hbaik hdilakukan hdengan 

hlangkah-langkah hberikut: 

Pertama, hmemilih hsatu hkonsep htentang hpemerintahan hyang 

hbaik h(good hgovernance). hLangkah hini hdilakukan hdengan hmemilih 

hkonsep hyang hdikembangkan holeh hUNDP. h 

Kedua, hmengidentifikasi hukuran-ukuran hkeberhasilan hdari 

hsuatu hpemerintahan hyang hbaik. hLangkah hini hdilakukan hdengan 

hmenemukan hdelapan hindikator hgood hgovernance hyang 

hdikembangkan holeh hUNDP. h 

Ketiga, hmengidentifikasikan hdan hmenentukan hupaya 

hperbaikan hdan hpengembangan h(reformasi) hadministrasi. hLangkah 

hini hdilakukan hdengan hmenentukan hreformasi hadministrasi hdalam 

hbidang hSDM hdan hreformasi hdalam hbidang hsistem. 

Keempat, hmengindentifikasi hprinsip-prinsip hdasar hIslam 

hsebagai hprinsip hyang hlayak hdijadikan hlandasan hreformasi 
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hadministrasi. hLangkah hini hdilakukan hdengan hmenentukan h7 hprinsip 

hdasar hIslam. 

Kelima, hmenyusun htabel hkerja hyang hmengorelasikan 

hkeempat hlangkah hdi hatas. hDengan hmelakukan hlangkah hini hmaka 

hdisusunlah htabel hsilang hyang hmenjelaskan hkerangka hkerja 

hpenyusun hkonsep, hsebagaimana hdigambarkan hpada htabel hberikut: 

 

Tabel h7 
Konstrukturisasi hPrinsip-prinsip hIslam hdan h 

Konsep hGood hGovernance 
 

N

o 
Prinsip 

ReformasiAdministrasi  

Tujuan hTarget 

hhasil 
SDM/ 

hSistem 

 

Fokus 

1 

Takwa: 

- hTaat hberagama 

- hTidak hmaksiat 

- hAamar hma’ruf hnahi 

hmungkar 

SDM 

Adil, hAmanah, 

hProfesional, 

hShaleh h(Anti 

hKorupsi) 

GoodGovernance 

h(versi hUNDP hplus 

hProfesional hdan 

hSahaleh: h 

1. Partiipatif 

2. Transparansi 

3. Akutabilitas h 

4. Efektif-efisien 

5. Kepastian 

hhukum 

6. Responsif 

7. Konsensus 

8. Setara hdan 

hInklusif 

9. Profesional h 

10. Shaleh 

 

 

Pemerintahan h 

Anti hKorupsi 

 

3)  

2 

Adil: 

- h hMenegakkan 

hkeadilan 

- h hTidak hMonopoli 

- h hTidak hterima 

hgratifikasi 

SDM hdan 

hSistem 

Kesetaran, 

hketerbukaan, 

hTransparansi, 

hKepastian 

hHukum h(Anti 

hKorupsi) h 

3 

Amanah: 

- hTidak hkorup 

- hTanggungjawab 

- hTidak hmenipu 

hrakyat 

-Tidak habaikan 

hrakyat 

SDM hdan 

hSistem 

Transparansi, 

hAkuntabilitas 

h(Anti 

hKorupsi) 

4 

Rekrutmen hdan 

hKaderisasi: h 

- hTidak hminta 

hjabatan 

- hTidak hangkat hpjabat 

hambisius 

SDM hdan 

hSistem 

Profesional, 

hshaleh h 

(anti hkorupsi) 
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N

o 
Prinsip 

ReformasiAdministrasi  

Tujuan hTarget 

hhasil 
SDM/ 

hSistem 

 

Fokus 

- hAngkat hpejabat 

hshaleh h 

- hMerit hsystem 

5 Musyawarah Sistem 

Partisipasi, 

hTransparan, 

Konsensus 

h(antikorupsi) 

6 

Mengayomi: 

- hkuat, hsehat hlahir h 

batin 

- hmengayomi 

- hmempermudah h 

urusan 

- hmenyayangi hrakyat 

- hbrsikap hlunak h 

SDM hdan 

hSistem 

Responsif, 

hProfesional 

(anti hkorupsi) 

7 Sistem hdan hstrategi Sistem 

Efektif-efisien, 

hkepastian 

hhukum h(anti 

hkorupsi) 

 

Sumber: Data hhasil hpenelitian hkomparatif hanalisis hpenulis, 

hSeptember h2013 hs/d hPebruari h2014 

 

3. Antikorupsi hdalam hPerspektif hTeori hGONE hdan hPrinsip-

Prinsip hAjaran hIslam hTentang hKorupsi 

Strategi hantikorupsi hsebagaimana hdirekomendasikan 

hteori hGONE hprinsip-prinsip hdasarnya hdapat hdijumpai hdalam 

hajaran hIslam htentang hAntikorupsi. hTeori hdan hkonsep htentang 

hstrategi hpemberantasan hkorupsi, hkhususnya hkorupsi hbirokrasi, 

hyang hdiikuti hdan hdikembangkan hdalam hpenulisan hini hadalah 

hteori hGONE htentang hfaktor-faktor hpenyebab hterjadinya hkorupsi. 

h 
Dengan hmengetahui hfaktor-faktor hpenyebab hterjadinya 

hkorupsi hmaka hdapat hdisusun hstrategi hpemberantasannya. hTeori 

hGONE hbanyak hdiikuti hdan hjuga hselaras hdengan hrekomendasi 
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hyang hdiberikan holeh hdan hTransparency hInternational huntuk 

hpmerintahan hdiseluruh hdunia hyang hingin hmenyusun hstrategi 

hpemberantasan hkorupsi, hkhususnya hkorupsi hbirokrasi h(korupsi 

hadministrasi) hberikut hpenjelasan hsingkat htentang hteori hGONE. h 

Jika hkorupsi hadalah hbentuk hdari h“kecurangan” hmaka hsatu 

hteori hyang hdapat hdijadikan hreferensi huntuk hmemahami 

hterjadinya h“kecurangan”. hTeori hini hdikemukakan holeh hJack 

hBologne. hMenurut hteori hGONE, hkecurangan h(korupsi) hitu 

hdisebabkan holeh h4 hfaktor, hyaitu: hGreeds, hOpportunities, hNeeds, 

hdan hExposurez. 

Greeds hadalah hkeserakahan hatau hperilaku hserakah, hyang 

hsecara hpotensial hada hdi hdalam hdiri hsetiap hseseorang. 

hOpportunities hadalah hkesempatan hatau hpeluang, hyang hpada 

humumnya htersedia hsedemikian hrupa hkarena hsituasi hdan hkondisi 

hyang hlonggar, htanpa hsistem hdan hpengawasan. hNeeds hadalah 

hkebutuhan, hmenyangkut hsesuatu hyang hmelekat hpada hmasing-

masing hindividu huntuk hdapat hhidup hwajar, hserba hberkecukupan, 

hbahkan hbermewah-mewahan. h 

Sedang hExposures hadalah hpengungkapan hatau hgelar hkasus 

hke hranah hpublik, hberkaitan hdengan htindakan h(sanksi) hyang 

hdiberikan hkepada hsetiap hindividu hyang hketahuan hmelakukan 

htindak hkecurangan. h 

Greeds hdan hNeeds hmerupakan hfaktor-faktor hsubjektif 

hyang hmelekat hpada hdiri hindividu hmanusia. hSedangkan 

hOpportunities hdan hExposures hmerupakan hfaktor-faktor hobjektif 

hyang hmunculnya hdiciptakan holeh hsituasi hdan hkondisi hdi hluar hdiri 

hindividu hmanusia. 

Dengan hmengelompokan hempat hfaktor htersebut hmenjadi 

hdua hfaktor, hmaka hdari hteori hini hdapat hdisimpulkan hbahwa 

hpenyebab hterjadinya hkorupsi hitu hadalah hniat hdan hkesempatan. h 

Konsep hyang hakan hdiilustrasikan hpada htabel hberikut 

hmenggabungkan h“faktor-faktor hpenyebab hterjadinya hkorupsi” 

h(seperti hyang hdikonsepkan holeh hteori hGONE) hdengan h“prinsip-

prinsip hdasar hIslam” hsebagai hlandasan hpemikiran hpemecahan 

hmasalah hatas hfaktor-faktor hyang hmenjadi hpenyebab hterjadinya 

hkorupsi. hLihat htabel hberikut: 
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Tabel h8 

Implementasi hPengembangan hPrinsip-prinsip hHukum hIslam h 

Tentang hPencegahan hTPK hYang hDijadikan hDasar hTeori hGONE h 

Oleh hJack hBologne 

 

 
 

Tabel hdi hatas hmemberikan hpenjelasan h(secara 

hdiagramis) hbahwa hprinsip-prinsip hdasar hajaran hIslam hdapat 

hmenjadi hjawaban hatau hpemecahan hmasalah hatas hsejumlah 

hmasalah hyang hada. hJika hkorupsi hdiidentifikasi hsebagai 

hdisebabkan holeh hkarena hfaktor hmanusia, hmaka hIslam 

hmemberi hjalan hkeluar huntuk hmemperbaiki hmanusia hdari hsisi 

hpembinaan hsikap hmental hdan hspiritual. htabel hdi hatas hjuga 

hmengilustrasikan hbahwa hpenerapan hteori hGONE hdapat 

hditemukan hargumentasinya hdari hprinsip-prinsip hdasar 

hajaran hIslam. 

Dengan hanalisis hdan hpembahasan htersebut hmaka 

hdapat hdisimpulkan hbahwa hprinsip-prinsip hIslam hdapat 

hdijadikan hlandasan hpemikiran huntuk hmenyusun hsistem hdan 

hstrategi hantikorupsi, hsesuai hdengan hapa hyang htelah 

hdikembangkan holehJack hBologne hdalam hteori hG-O-N-E hnya, 

hhal hini hsama, hsesuai,dan hrelevan hjuga hdengan hkonsep hyang 

hdikembangkan holeh hTransparency hInternasional h(TI) hpada 
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hsosialisasinya hkeseluruh hdunia hdalam hrangka hstrategi 

hpemberantasan hkorupsi. 

 

4. Implementasi hPrinsip-prinsip hAjaran hIslam hTentang 

hAntikorupsi h 

Berdasarkan hprinsip-prinsip hdan hnilai-nilai hdasar hajaran 

hIslam htersebut hdapat hmewujudkan. hPertisipasi, htransparansi, 

hefektif-efisien, hdan hconsensus hdapat hdihasilkan hdengan 

hpenerapan hprinsip hmusyawarah. hAkuntabilitas hdan hresponsif 

hsetidaknya hjuga hdapat hdiciptakan hdengan hmenerapkan hprinsip 

hamanah. hSetara hinklusif hdiwujudkan hdengan hpenerapan hprinsip 

hadil. h 

Sedangkan hkepastian hhukum hdapat hdicapai hdengan 

hprinsip hmenyusun hsistem hdan hstrategi hyang hkondusif. h h h h 

a. Prinsip-Prinsip hAntikorupsi hdalam hpenyelenggaraan 

hpemerintahan h 

1) Reformasi hbirokrasi h 

Dalam hhal hmemperbaiki hbirokrasi hyang hsudah 

hada, hmaka hkegiatan haksi hstrategis hyang hdilakukan 

hadalah hmembangun hkembali hkarakter hbirokrasi 

hpemerintah hsupaya hmenjadi hlebih hprofessional hdan 

hanti hkorupsi hdengan hcara: 

a) Menguatkan hdan hmeningkatkan hketakwaannya 

hdalam hsemua hdimensi h(dimensi hteologi, hdimensi 

hibadah, hdimensi hsosial, hdimensi hetika hdan 

hdimensi hsemangat. h h 

b) Membekali hpemahaman hdan hkemampuan huntuk 

hbersikap hdan hberprilaku hamanah h(jujur). 

c) Melatih huntuk hmeningkatkan hkemampuan hdan 

hprofessional hsehingga hmenjadi hbirokrasi hyang 

hberwibawa. 

d) Mengembangkan hsikap hkasih hsayang hkepada 

hrakyat hdan htidak hmencari hkeuntungan hpribadi 

hdari htugas-tugas hyang hdilakukannya. 

e) Membangun hbudaya hgaya hhidup hsederhana 

2) Kaderisasi hdan hRekrutmen hBirokrasi h 
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Dalam hhal hpengadaan hdan hrekrutmen 

hbirokrasi, hkegiatan haksi hstrategis hyang hdilakukan 

hadalah hmelakukan hrekrutmen hdengan hcara: 

a) Merit hsistem 

b) Mengangkat hpejabat hyang hshaleh h 

c) Tidak hmengangkat horang hyang hberambisi 

h(meminta hjabatan) 

d) Tidak hmenarik hbayaran hatau hhadiah hatau hsuap 

hdari hcalon hpegawai h 

e) Menimbulkan hsemangat hsyukur, hqana’ah, hdan 

hmembuang hkeserakahan hdan hketamaan. 

f) Membangun hbudaya hgaya hhidup hsederhana. 

3) Penyelenggaraan hPemerintahan h 

Dalam hhal hproses hpnyelenggaraan 

hpemerintahan, hkegiatan haksi hstrategis hyang 

hdilakukan hadalah: 

a) Menegakkan hkeadilan huntuk hsemua horang htanpa 

hkecuali, htanpa hpandang hbulu. 

b) Mengmbangkan hmekanisme hmusyawarah hdalam 

hsetiap hpengembalian hkeputusan hatau hpemecahan 

hmasalah. 

c) Menyelenggarakan hpelayan hpublik hyang 

hberkualitas, hserta hmengayomi hrakyat 

d) Bersikap htransparan hdan hmengembangkan 

htransparansi. 

e) Berfungsi hsebagai hpenganjur hkebaikan hdan 

hpencegah hkemungkaran h(amar hma’ruf hnahi 

hmungkar). 

f) Antikorupsi, hkolusi, hnepotisme hdan hmonopoli 

g) Membuang hatau hmnghilangkan hsemua hfaktor 

hyang hdapat hmenjadikan hpeluang hatau 

hkesempatan htindak hpidana hkorupsi. h h h h 

4) Restrukturisasi hGaji hdan hFasilitas hKerja 

Dalam hgaji hdan hfasilitas, hkegiata haksi hstrategis 

hyang hdilakukan hadalah: 
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a) Menyusun hstruktur hgaji hdan htunjangan hyang 

hkompetitif h(dibandingkan hdengan hstruktur hgaji hdi 

hsektor hswasta hyang hsehat hpada hlevel hyang hsama) 

hberdasarkan hfungsi, hkinerja, hdan hkemampuan 

hanggaran hNegara. 

b) Menyusun hprogram hpeningkatan hkesejahteraan 

hkeluarga hdan hhari htua hbagi hpara hbirokrasi, hserta 

hpelayanan hkesehatan hbirokrasi hbeserta 

hkeluarganya. h h 

5) Menciptakan hSistem hAntikorupsi 

Dalam hmenciptakan hsistem hantikorupsi, 

hkegiatan haksi hstrategi hyang hdilakukan hyaitu 

hmenyusun hkode hetik hyang hjelas, hketat, hdan hharus 

hdipatuhi: 

a) Keharusan hbersikap hdan hberprilaku hprofessional, 

hshaleh, hdan hdapat hmenjadi htauladan hrakyat. 

b) Larangan hberbisnis, hkecuali hjika hmemenuhi 

hpersyaratan htertentu hyang hditetapkan hdan hsecara 

hketat hdan htransparan. 

c) Larangan hmenerima hhadiah h(gratifikasi) 

d) Larangan hmelakukan hkemaksiatan h 

e) Penerapan hhukuman h(sanksi) hberat hbagi hyang 

hkorup, hmelebihi hhukuman h(sanksi) hpada 

humumnya. h h 

Rangkuman hsistem hantikorupsi hdiilustrasikan hdalam 

htabel hberikut: 
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Tabel h9 

Mewujudkan hpemerintahan hBebas hKorupsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber h: hData hhasil hpenelitian hkomparatif hanalisis 

hpenulis, hSeptember h2013 hs/d hFebruari h2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik Birokrasi 
- Bertakwa 
- Amanah 
- Berwibawa 
- Kasih Sayang 
- awan 

Proses Penyelenggaraan 

- Adil 
- Musyawarah 
- Transparan 
- Amar Ma’ruf Nahi 

Mungkar 
- Tidak Monopoli (KKN) 

Rekrutmen dan Kederisasi 

- Tak Meminta Jabatan 
- Mengangkat yang 

Shaleh 
- Merit Sistem 
- Tidak Ambisius 

Fasilitas dipenuhi 

- Gaji dan Tunjangan 
- Kendaraan 
- Perumahan 
- Rumah Tangga 
- Kesehatan 

Kode Etik 

- Sistem yang mapan 
- Tidak berbisnis 
- Tidak terima gratifikasi 
- Tidak lakukan maksiat 
- Koruptor dihukum berat 
- Aturan hukum jelas 

 
Pemerintaha

n  
Bebas 

Korupsi 
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A. Indonesia 

Di hIndonesia, hmasalah hmenjaga hamanat hmasih hperlu 

hmendapat hperhatian hdari hbanyak hpihak, hlebih-lebih hproblem 

hbesar hkorupsi hyang hkini hhampir hterjadi hdi hsemua hlini, hbaik 

hkalangan heksekutif hmaupun hlegislatif, hbaik hdi hpusat hmaupun 

hdidaerah. h 

Masalah hkorupsi hdinegeri hini hsudah hmemasuki hseluruh 

hbidang hkehidupan hsosial hdan hpemerintah hserta hsudah hbersifat 

hsangat hmengakar hdalam hbudaya hhidup, hperilaku, hdan hcara 

hberpikir. hSementara hitu, hhingga hkini hbelum hada hkemauan hpolitik 

hdan hhukum hyang hserius hdari hpemerintahan huntuk 

hmenumpasnya243
 hBenang hkusut hjaringan hkorupsi hbenar-benar 

htelah hterajut hdi hseluruh hsektor hkehidupan, hmulai hdari histana 

hsampai hpada htingkat hkelurahan hbahkan hRT. h 

Korupsi htelah hmenjangkiti hbirokrasi hdari hatas hhingga 

hbawah, hseperti hlembaga hperwakilan hrakyat, hlembaga hmiliter, 

hdunia husaha, hperbankan, hKPU, horganisasi hkemasyarakatan, 

hdunia hpendidikan, hlembaga hkeagamaan, hbahkan hlembaga-

lembaga hyang hbertugas hmemberantas hkorupsi, hseperti 

hkepolisisan, hkehakiman, hdan hkejaksaan244. h 

Data hindeks hkorupsi h(IPK) htahun h2006 hmenunjukkan 

hbahwa hlembaga hvertical, hseperti hpolisi, hperadilan, hpajak, 

                                                            
243H.A. Hasyim Muzadi. 2006.NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan 

Fiqh.cet. I. Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantas Korupsi, PBNU: Jakarta. hlm. 
Xvi. 

244Ibid.hlm, 7. 
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himigrasi, hbea hcukai, hdan hlain-lain hmasih hdipersepsikan hsangat 

hkorup245. 

Hasil hIndeks hPresepsi h(IPK) hpada htahun h2007 hyang htelah 

hdiluncurkan holeh hTransparency hInternasional, hkoalisi hglobal 

huntuk hmelawan hkorupsi hmenunjukkan hbahwa hIndonesia hberada 

hdiurutan h143 hdengan hnilai h2,3. hSkor hIndonesia hmengalami 

hpenurunan h0,1 hdibandingkan hIPK htahun h2006 h(2,4). hDengan 

hnilai hIPK htersebut, hNegara hInsonesia hmsuk hdalam hNegara 

hterkorup hdi hdunia hbersama h71 hnegara hyang hskornya hdibawah h3. 

Data hIndonesia hCorruption hWatch h(ICW) hmenunjukkan 

hhingga hakhir h2006 hsampai hawal h2007 hterjadi hpeningkatan hkasus 

hkorupsi hhingga hRp. h12,4 htriliun hdari h161 hkasus hkorupsi. 

hKebocoran hterbesar hterjadi hpada hpengadaaan hbarang hdan hjasa 

hproyek hpemerintah. hSelama hlima htahun, hkebocoran hdana 

hpengadaan hbarang hdan hjasa hini hdiperkirakan hmencapai hlebih 

hdari h30% hper htahun, hini hakibat htidak htransparannya hsistem 

hbelanja. hSejumlah hasset hkoruptor hyang hberada hdi hluar hnegeri 

hjuga hmasih hbanyak hyang hbelum hberhasil hdikembalikan246
 hHal hini 

hsungguh hsemakin hmemperkecil hharapan hsemua hpihak huntuk 

hbisa hmemberantas hbudaya hkorupsi hyang hsudah hmendarah 

hdaging hdi hsetiap htingkat hbirokrasi, h 

Dalam hmengomentari hproblem hkorupsi hdi hIndonesia, 

hAzyumardi hAzra, hmengemukakan hbahwa hsejak htahun h1992-

2000, hmenurut hdata hInternasional hCountry hRisk hGuide hindex 

h(ICRGI), hindeks hkorupsi hIndonesia hterus hmeningkat hdari htujuh 

hmenjadi hhamper hSembilan h(pada htahun h2000). hKecenderungan 

hyang hsma hjuga hterjadi hdi hRusia, hyang hmayoritas hpenduduknya 

hKristen, hdengan hindeks hhampir h9 hpada htahun h2000. h 

                                                            
245Indeks Presepsi Korupsi, 2007, Tranparency Internasional, 

(TTransperency Internasional Indonesia), hlm. 2. Lihat Transperency 
Internasional Indonesia atau disingkat TI-Indonesia yang didirikan pada bulan 
Oktober tahun 2000. Ini merupakan salah satu chapter dari Transparency 
Internasional yang berkedudukan di Berlin, Jerman. Transperency Internasional 
didirikan pada tahun 1993 dan merupakan satu-satunya organisasi 
nonpemerintah dunia dan nonprofit, yang mencurahkan perhatian khusus 
terhadap pemberantasan korupsi, saat ini, Transperency Internasional memiliki 
95 nasional chapter di berbagai belahan dunia. 

 
246Indeks Persepsi Korupsi 2007, Transparency Internasioanl, hlm. 2. 
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Negara-negara hberpenduduk hlainya, hseperti hPakistan, 

hBanglades, hdan hNigeria hjuga hmemiliki hindeks hkorupsi hyang 

hsangart htinggi, hrata-rata hdi hatas h7. hDemikian hjuga hNegara-negara 

hberpenduduk hmayoritas hKristen, hseperti hArgentina, hMeksiko, 

hFilipina, hatau hkolombia hindeks hkorupsinya hjuga hdiatas htujuh. 

hBahkan hThailand hyang hmayoritasnya hpenduduknya hberagama 

hBuddha, hindeks hkorupsinya hhampir hmencapai h8. hApa hyang 

hhendak hia hkatakan hbahwa hkorup hatau htudaknya hsuatu hNegara 

htidak hselalu hberhubungan hdengan hagama hyang hdianut holeh 

hmayoritas hwarganya. 

Menurut h hAzyumardi, htinggi hatau hrendahnya hkorupsi 

htidak hbanyak hterkait hdengan hagama, htetapi hlebih hterkait hdengan 

htatanan hhukum hyang htegas hdan hdiiringi hdengan hpenegakkan 

hhukum hyang hkeras hterhadap hpara hkoruptor. hHarus hdiakui, hlebih 

hlanjut hbeliau hkatakan hbahwa hagama hlebih hmerupakan himbauan 

hmoral, hmeskipun hagama hjuga hmemberikan hsanksi hhukum hbagi 

hpelaku hyang hmelakukan hsuatu hjarimah hatau htindak hkriminalitas, 

hseperti hkorupsi, hhukum hitu humumnya hhanya hberlaku hdi hakhirat 

hkelak.247 

Menurut hBung hHatta hseperti hdikutip hMasdar hHilmy, hdi hera 

hOrde hBaru hkorupsi hdi hIndonesia hsudah hsampai hpada htahap 

hmembudaya, hjika hera hsebelumnya hyang hbanyak hmelakuan 

hkorupsi hadalah hpemerintah hpusat, hdi hera hreformasi hkorupsi 

hhampir hterjadi hdi hsemua hlini h(eksekutif, hyudikatif, hdan hlegislatif 

hbaik hdi htingkat hpusat hmaupun hdi htingkat hdaerah). hKorupsi hsudah 

hmenjadi hbudaya hmassa hyang hmembanggakan hdan 

hmengasyikkan. hOtonomi hdaerah hyang hawalnya hbertujuan huntuk 

hmemeratakan hdan hmemajukan hpenduduk, hjustru hmalah 

hberimbas hpada hmeratanya htradisi hkorupsi hke hdaerah-daerah.248 

Pada hdasarnya, hsudah hbanyak hsekali hlangkah hteoretis hdan 

hpraktis hyang hdilakukan hpemerintah huntuk hmemberantas 

hkorupsi. hDi hera hSukaro, htelah hdua hkali hdilakukan hupaya 

                                                            
247Azyumardi Azra. 2004. “Agama dan Pemberantasan Korupsi,” dalam 

Membasmi Kanker Korupsi, Editor Pramono Ubed Tanthowi, dkk. Pusat Studi 
Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah: Jakarta. hlm. 245-246. 

248Tarmizi Taher, Jihad NU-Muhammadiyah Memerangi Korupsi, hlm.109. 
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hpemberantasan hkorupsi, hantara hlain hperangkat hUndangUndang 

hKeadaan hBahaya hdengan hproduknya hParan h(Panitia hRetoing 

hAparatur hNegara) hyang hbertugas hmelakukan hpendataan 

hkekayaan hpara hpejabat. hJuga h“Operasi hBudhi” hyang hbertugas 

hmeneliti hsecara hmendalam htentang hkorupsi hdi hlembaga-lembaga 

hyang hrawan hmelakukan hkorupsi, hseperti hPertamina. hKedua 

hlangkah hteoritis hdan hpraktis hdi hatas hterbukti htidak hberhasil hgagal 

htotal hkarena hketika hitu hpejabat hyang hberangkutan henggan 

hdiperiksa. 

Pada hera hPresiden hSoeharto, hdibentuk hTim hPemberantas 

hKorupsi h(TPK) hyang hdiketahui holeh hJaksa hAgung, hHal hlainnya, 

hdibentuk hKomite hEmpat hyang hterdiri hdari htokoh htua hyang hbersih 

hserta hdibentuk hOperasi hTertib hyang hdiketuai holeh hSoedomo. 

hSeperti hsebelumya, hlembaga htersebut hlambat hbekerja hdan htidak 

hmaksimal hhasilnya. 

Di hera hreformasi, hpemerintah hmengeluarkan hUndang 

hUndang hNomor h28 hTahun h1999 htentang hPenyelenggaraan 

hNegara hyang hBersih hdan hBebas hKorupsi, hKolusi, hdan hNepotisme 

h(KKN). hLalu, hditindaklanjuti hdengan hpembentukan hkomisi hdan 

hbadan hbaru hsebagai haksi hpraksisnya, hseperti hKomisi hPemeriksa 

hKekeyaan hPenyelenggara hNegara h(KPKPN) hdan hlembaga 

hOmbusdman. hSayang, hdua hbadan hitu hjuga htidak hbisa hmaksimal 

hdalam hmelaksanakan htugasnya. 

Pada hsaat hini, hpemberantasan htindak hpidana hkorupsi 

hmasih hmenjadi hprioritas hdan hagenda hutama hyang hdicanangkan 

holeh hpemerintah hSBY-JK, hwalaupun hhingga hkini hbelum htampak 

hjelas hkeberhasilannya. hPada hpermulaan htahun h2005, hPresiden 

hSBY hmembentuk hTim hPemburu hKoruptor hyang hdiketuai holeh 

hWakil hJaksa hAgung, hBasrief hArief, hdan hdibawah hkoordinasi hWakil 

hPresiden hJusuf hKalla. hBasrief hsudah hmenurunkan htim hpemburu 

htersebut hke hlima hnegara: hSinngapura, hAmerika hSerikat, 

hhongkong, hCina, hdan haustralia, huntuk hmelacak hkeberadaan htujuh 

hterpidana hdan h12 htersangka hkasus hkorupsi. hTim hini hjuga htelah 

hmengidentifikasi hsejumlah haset hyang hparkir hdi hluar hnegeri 

hsenilai h6-7 htriliun.249 

                                                            
249Enmerson Yuntho, “Memburu Koruptor” Koran Tempo,10 Mei 2005 
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Pada htanggal h12 hMei h2005, hSBY hmembentuk hTim 

hKoordinasi hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi h(Timtas 

hTipikor), hmasa htugasnya hdua htahun. hAda hdua htugas hyang 

hdiemban htim hyang hdiketuai hHendarman hSupandji, hJampidsus 

hKejaksaan hAgung hitu. hTugas hpertama, hmelakukan hpenyidikan, 

hpenyelidikan, hdan hpenuntutan hsesuai hdengan hketentuan hhukum 

hsecara hyang hberlaku. hKedua, hmencari hdan hmenangkap hpelaku 

hyang hdiduga hkeras hmelakukan htindak hpidana hkorupsi hserta 

hmenelusuri hasetnya huntuk hmengembalikan hkeuangan hsecara 

hoptimal. 

SBY htelah hmenyerahkan hberkas hdugaan hkorupsi h16 

hinstansi hpemerintah hkepada htim htersebut. hSebagian hbesar hadalah 

hkorupsi hdi hBUMN. hKepada hanggota hTimtas hTipikor, hSBY hwanti-

wanti huntuk hsegera hbekerja hmaksimal hdan hmelakukan hlangkah 

hnyata. hTidak hdisibukkan holeh hseminar hatau htalkshow hdi hberbagai 

hdaerah. hTimtas hTipikor hmemang hstrategis huntuk hmensinergikan 

hkerja hberbagai hlembaga hyang hberperan hdalam hpemberantasan 

hkorupsi, hseperti hBadan hPemeriksaan hKeuangan hdan 

hPembangunan h(BPKP), hkepolisian, hdan hkejaksaan.250 

Dari huraian hdi hatas, hmelihat hsepak hterjang hpara 

hpenyelenggara hnegara hini, hsejak hera hPresiden hSukarno, hdengan 

hdibentuknya hPanitia hRetoring hAparatur hNegara hyang hbertugas 

hmelakukan hpendataan hkekayaan hpara hpejabat. hJuga hOperasi 

hBudhi hyang hbertugas hmeneliti hsecara hmendalam htentang hkorupsi 

hdi hlembaga-lembaga hyang hrawan hmelakukan hkorupsi. 

hSelanjutnya, hpada hera hPresiden hSoeharto, hdengan hdibentuknya 

hTim hPemberantas hKorupsi h(TPK) hyang hdiketuai holeh hJaksa 

hAgung, hKomite hEmpat hyang hterdiri hdari htokoh htua hyang hbersih 

hserta hOperasi hTertib. hKemudian, hdi hzaman hPresiden hGus hDur, 

hdibentuk hKPKPN hdan hLembaga hOmbusdman hdan hsekarang 

hPresiden hSBY hdengan hpenuh hsemangat hmembentuk hTimtas 

hTipikor. 

Dengan hdemikian, hapa hpun hnama htim hyang hbertugas 

hmemberantas hkorupsi hdan hsiapa hpun hanggotanya, hbahkan 

                                                            
250Ahmad zainuri. 2006. Korupsi Berbasis Tradisi, Akar Kultural 

Penyimpangan di Indonesia. cet. I. Poligon Graphic: Jakarta. hlm.38. 
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hsekeras hapa hpun hsanksi hhukum hyang hditetapkan hdalam hpasal-

pasal hUndang hUndangnya, hkalau hternyata htetap htidak hada 

hkeberanian hdan hketegasan hsikap hdari hberbagai hpihak, 

hpemerintah hdan hpara hpenegak hhukum, hbaik hpolisi, hjaksa hatau 

hhakim hmaka hkorupsi hakan hterus hmembudaya hdan hbahkan hakan 

hdianggap hsebagai hsesuatu hyang hwajar hterjadi. hPadahal, hjika 

hkorupsi htidak hsegera hdiatasi hdengan hbaik, hbangsa hini hakan 

hmengalami hkebangkrutan hdan hkehancuran. 

Pada hmasa-masa hsebelum hPresiden hSBY, hbukan hhanya 

hkomisi-komisi hindependen hyang hbanyak hdibentuk holeh 

hpemerintah huntuk hmelawan hdan hmemberantas hkorupsi, hnamun 

hperaturan hperundang-undangan htentang hkorupsi hjuga hsudah 

hbanyak hdiberlakukan. hSecara, hberurutan, hbeberapa hUU htersebut 

hbisa hdisebutkan hsebagai hberikut h: 

1) Masa hUU hNo. h24 hTahun h1960 htentang hPengusutan, 

hPenuntutan, hdan hPemeriksaan hTindak hPidana hKorupsi. 

2) Masa hUU hNo. h3 hTahun h1971 h(LNRI h1971-19; hTNLRI h2958) 

htentang hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi. 

3) Masa hUndang hUndang hNomor h31 hTahun h1999 h(LNRI h1999-

40; hTNLRI h387) h 

tentang hpemberantasan hTindak hPidana hKorupsi hkemudian 

hdiubah hdengan hUU hNo. h20 hTahun h2001 h(LNRI h2001-134; hTNLRI 

h4150) htentang hPerubahan hatas hUU hNo. h31 hTahun h1999 htentang 

hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi. hSelanjutnya, hpada 

htanggal h27 hDesember h2002 hdikeluarkan hUU hNomor h30 hTahun 

h2002 h(LNRI h2002-137; hTNLRI h4150) htentang hKomisi 

hPemberantasan hTindak hPidan hKorupsi h. h 

Dasar hhukum hmunculnya hperaturan hdi hluar hKUHP hdi hatas 

hadalah hpasal h103 hKUHP, hketentuan-ketentuan htindak hpidana 

hkorupsi hyang hterdapat hdalam hKUHP hdirasa hkurang hefektif hdalam 

hmengantisipasi hatau hmengatasi hpermasalahan htindak hpidana 

hkorupsi. hOleh hkarena hitu, hdibentuklah hsuatu hperaturan 

hperundang-undangan hguna hmemberantas hmasalah hkorupsi 

hdengan hharapan hdapat hmengisi hdan hmenyempurnakan 

hkekurangan-kekurangan hyang hada hdalam hKUHP. hDengan 

hberlakunya hUndang hUndang hNomo h31 hTahun h1999 h(LNRI h1999-
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40; hTNLRI h387) htentang hTindak hPidana hKorupsi, hkemudian 

hdiubah hdengan hUndang hUndang hNomor h20 hTahun h2001 h(LNRI 

h2001-134; hTNLRI h4150) htentang hPerubahan hatas hUndang hUdang 

hNomor h31 hTahun h1999 htentang hPemberantasan hTindak hPidana 

hKorupsi. hMaka, hsemua hpasal htentang htindak hpidana hkorupsi 

hdalam hKUHP hdinyatakan htidak hberlaku hlagi hdengan hkaidah hLex 

hSpecialis hDerogat hlegi hGenerali. hKaidah hini hmirip hdengan hkonsep 

hnâsikh hmansukh hdalam hilmu hushul hfiqh hatau h‘ulumul hal-qur’ân, 

hwalaupun hmasalah hini hjuga htidak hlepas hdari hperdebatan hpara 

hulama. 

Dari huraian hdi hatas, hbisa hdiketahui hbahwa hbaik hdari hsisi 

hlembaga hatau hkomisi hindependen hyang hdibentuk huntuk 

hmemberantas hkorupsi hmaupun hdari hsisi hperaturan hperundang-

undangan, htampaknya hsudah hsangat hlengkap hdan hserius hupaya 

hjihad hmelawan hkorupsi. hBahkan, hdalam hsebuah hpasal hUU 

hterbarunya hsudah hada hkeberanian huntuk hmembuat hsebuah 

hsanksi hpidana hmati hbagi hkoruptor, hwalaupun hmenurut hR. 

hWiyono,251
 hketentuan hpasal hitu hbersifat hfakultatif, hartinya, hlebih 

hlanjut hia hberkomentar hterhadap hPasal h2 hayat h2 hUndang hUndang 

hNomor h31 hTahun h1999 htentang hTindak hPidana hKorupsi, 

hmeskipun htindak hpidana hkorupsi hdilakukan hdalam h“keadaan 

htertentu” hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal h2 hayat h(2), 

hterhadap hpelaku htindak hpidana hkorupsi hsebagaimana hdimaksud 

hdalam hpasal h2 hayat h(1) hdapat hsaja htidak hdijatuhi hhukuman hmati. 

Jadi, hkarena hpasal hUndang hUndang htersebut hhanya 

hmenggunakan hkata h“dapat” hmaka hdianggap hbersifat hfakultatif 

hyang hakhirnya hberarti hdapat hjuga htidak hdijtuhi hhukuman hmati. 

hMaka hwajar hapabila hhingga hhari hini hbelum hada hsatu hkasus 

hkorupsi hpun hyang hpelakunya hdiganjar hhukuman hmati. 

hPertanyaannya, hsiapakah hyang hragu-ragu hdalam hbersikap? hPara 

hpenegak hhukum hataukah hpara hanggota hdewan hyang hmemang 

hsudah hsejak hsemula hmerancang hketentuan hpasal-pasal hdalam hUU 

hyang hspektakuler hitu? hDengan hdemikian, htampaknya hsudah 

hsaatnya hkonsep h‘uqubah hyang hditawarkan holeh hdoktrin hhukum 

                                                            
251R. Wiyono.2005. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. cet. I. Sinar Grafika: Jakarta. hlm.36. 
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hPidana hIslam hatau hfiqh hjinayah hdilirik hdan hdipertimbangkan 

hsebagai halternatif, hagar hefek hjera hdan hefektifitas hpenegakan 

hhukum hbisa hterealisasi hdengan hbaik. 

Ketentuan hpasal hpidana hmati hbagi hkoruptor hitu hbisa 

hdilihat hdalam hPasal h2 hayat h(1) hdan hayat h(2) hUndangUndang 

hNomor h20 hTahun h2001 htentang hPemberantasan hTindak hPidana 

hKorupsi, hsebagai hberikut h: 

1) hSetiap horang hyang hmelawan hhukum hmelakukan hperbuatan 

hmemperkaya hdiri hsendiri hatau horang hlain hatau hsuatu 

hkorporasi hyang hdapat hmerugikan hkeuangan hnegara hatau 

hperekonomian hnegara, hdipidana hpenjara hseumur hhidup hatau 

hpidana hpenjara hpaling hsingkat h4 h(empat) htahun hdan hpaling 

hlama h20 h(dua hpuluh) htahun hdan hdenda hpaling hsedikit 

h200.000.000,00 h(dua hratus hjuta hrupiah) hdan hpaling hbanyak 

h1.000.000.000,00 h(satu hmilyar hrupiah). 

2) hDalam hhal htindak hpidana hkorupsi hsebagaimana hdimaksud 

hdalam hayat h(1) hdilakukan hdalam hkeadaan htertentu, hpidana 

hmati hdapat hdijatuhkan.252 

Dalam hpenjelasan hpasal hini hdisebutkan hbahwa hyang 

hdimaksud h“keadaan htertentu” hdimaksudkan hsebagai hpemberatan 

hbagi hpelaku htindak hpidana hkorupsi hapabila htindak hpidana 

htersebut hdilakukan hpada hwaktu hnegara hdalam hkeadaan hbahaya 

hsesuai hdengan hUndang hUndang hyang hberlaku, hpada hwaku hterjadi 

hbencana hnasional, hsebagai hpengulangan htindak hpidana hkorupsi 

hatau hpada hwaktu hnegara hdalam hkeadaan hkrisis hekonomi hdan 

hmoeter.253 

Pemberantasan hkorupsi hdi hIndonesia htelah hberlangsung 

hcukup hlama, hbahkan htelah hmenembus hperode hwaktu hempat 

hdekade. hSalah hsatu hperangkat hhukum hsebagai hinstrumen hlegal 

hyang hmenjadi hdasar hproses hpemberantasan hkorupsi hdi hIndonesia 

hjuga htelah hdisusun hsejak hlama. hNamun hefektivitas hhukum hdan 

hpranata hhukum hyang hbelum hcukup hmemadai hmenyebabkan 

hiklim hkorupsi hdi hIndonesia htidak hkunjung hmembaik. hHal hini 
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hlm. 102. 
253Ibid. hlm. 115. 
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hsetidaknya hdibuktikan hdengan hberbagai hindeks hkorupsi hyang 

hdiselenggarakan holeh hberbagai hlembaga hindependen hyang 

hberbeda, hdengan hmetode hdan hvariabel hyang hjuga hberbeda, 

hnamun hmenghasilkan hhasil hpengukuran hyang hrelatif hsama, hyaitu 

hmenempatkan hIndonesia hdi hranking hpaling hbawah. 

Saat hini htecatat hlebih hdari h10 hperaturan hperundangan 

htermasuk hTap hMPR hyangmengatur hpenanganan hkorupsi, hbaik 

hsecara hlangsung, hmaupun htidak hlangsung. hBerdasarkan hcatatan 

hdari hIndonesian hCorruption hWatch h(ICW) hdalam hsitus hresminya, 

hrincian hperaturan hperundangan htersebut hantara hlain hadalah h: 

1) TAP hMPR hNo. hXI hTahun h1998 htentang hpenyelenggaraan 

hNegara hyang hbebas hKKN 

2) Undang hUndang: 

a) Undang hUndang hNomor h30 hTahun h2002 htentang hKomisi 

hPemberantasan hKorupsi 

b) Undang hUndang hNomor h31 hTahun h1999 htentang 

hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi. hTelah 

hdiperbaharui h h hmenjadi hUndang hUndang hNomor h20 hTahun 

h2001 

c) Undang hUndang hNomor h11 hTahun h1980 htentang hAntisuap 

d) Undang hUndang hNomor h15 hTahun h2002 htentang hTindak 

hPidana hAnti hPencucian hUang. h h hUndang hUndang hini htelah h 

hdirubah hmenjadi hUndang hUndang hNomor h25 hTahun h2003 h 

h h h h h h h h 
e) Undang hUndang hNomor h25 hTahun h2003 htentang 

hPerubahan hUndang hUndang hNomor h15 hTahun h2002 

htentang hTindak hPidana hAnti hPencucian hUang, 

f) Undang hUndang hNomor h28 hTahun h1999 hTentang 

hPenyelenggaraan hNegara h hyang hBersih hBebas hdari hKKN 

g) Undang hUndang hNomor h7 hTahun h2006 hTentang 

hPengesahan hKonvensi h hPerserikatan hBangsa-Bangsa 

hAntikorupsi h2003 

h) Undang hUndang hNomor h1 hTahun h2006 hTentang hBantuan 

hTimbal hBalik hMasalah hpidana 

3) h hPeraturan hPemerintah: h 

a) Peraturan hPemerintah hNomor h71 hTahun h2000 hTentang 

hPeran hSerta hMasyarakat hDalamPemberantasan hKorupsi 



232  │ Dr. Abnan Pancasilawati, S.Ag, M.Ag. 

b) Peraturan hPemerintah hNomor h110 hTahun h2000 hTentang 

hKedudukan hKeuangan hDPRD, 

c) Penjelasan hPeraturan hPemerintah hNomor h110 hTahun 

h2000 htentang hKedudukan hKeuangan hDPRD, 

d) Peraturan hPemerintah hNomor h24 hTahun h2004 htentang 

hProtokoler hdan hKeuangan hPimpinan hdan hAnggota hDPRD, 

e) Peraturan hPemerintah hNomot h25 hTahun h2004 htentang 

hPedoman hPenyusunan hTata hTertib hDPRD 

f) Peraturan hPemerintah hNomor h19 hTahun h2000 htentang 

hTim hGabungan hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi 

4) Instruksi hPresiden h(Inpres): 

a) Inpres hNomor h5 hTahun h2004 hTentang hPercepatan h 

hPemberantasan hKorupsi 

b) Inpres hNomor h4 hTahun h1971, hTentang hPengawasn hTertib 

hAdministrasi hdi hLembaga hPemerintah 

c) Inpres hNomor h9 hTahun h1977, hTentang hOperasi hTertib 

d) Instruksi hPresiden hNomor h7 hTahun h1999 htentang 

hAkuntabilitas hKinerja hInstansi hPemerintah 

e) Inpres hNomor h1 hTahun h1971, hTentang hKoordinasi 

hPemberantasan huang hpalsu 

Keputusan hPresiden h(Keppres): 

a) Keputusan hPresiden hNomor h11 hTahun h2005 hTentang 

hTimtastipikor 

b) Keppres hNomor h12 hTahun h1970 htentang h"Komisi h4" 

c) Keppres hNomor h80 hTahun h2003, htentang hPedoman 

hPengadaan hBarang hJasa hdi h h hInstansi hPemerintah h 

d) Keppres hNomor h16 hTahun h2004, htentang hPerubahan 

hKeppres hNomor h80 hTahun h2003 htentang hPedoman 

hPengadaan hBarang hJasa hdi hInstansi hPemerintah 

5) Surat hEdaran: 

a) Surat hEdaran hJaksa hAgung htentang hPercepatan hPenanganan 

hKasus hKorupsi hTahun h2004 

b) Surat hEdaran hDirtipikor hMabes hPolri, htentang hPengutamaan 

hPenanganan hKasus hKorupsi 
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c) Surat hKeputusan hJaksa hAgung htentang hPembentukan hTim 

hGabungan hPemberantasan hTindak hPidana hkorupsi hTahun 

h2000 

d) Keputusan hBersama hKPK-Kejaksaan hAgung hdalam 

hKerjasama hPemberantasan hkorupsi 

 

Dengan hbegitu hbanyaknya hperaturan hperundangan hyang 

htelah hdan hsedang hditerapkan, hmaka hseyogyanya hpemberantasan 

hkorupsi hdi hIndonesia hharus hmulai hmenemukan harah hyang htepat. 

hIndonesia, hakan hmembuka hcelah hdalam hpenerapan hhukum. 

hSehingga hperlu hrumusan hdan hindikator hbaku huntuk hmenentukan 

hdefinisi hdari heksekutif, hlegislatif, hdan hyudikatif. 

Dalam hhal hratifikasi hUNCAC, hsebagai hbentuk hkomitmen 

hIndonesia hdalam hmemerangi hkorupsi hdi hhadapan hmasyarakat 

hinternasional, hIndonesia hmasih hperlu hmelakukan hharmonisasi 

hperundangan hyang hmasih hterdapat hkesenjangan hdan hperbedaan 

hsubstantif. hDalam hanalisa hterbatas hyang hdilakukan holeh 

hMasyarakat hTransparansi hIndonesia, hterdapat hbeberapa 

hsubstansi histilah hyang hmemerlukan hklarifikasi hdalam 

hperundangan hIndonesia, huntuk hmenyesuaikan hdengan hklausul 

hyang hberlaku hdalam hUNCAC. 

Selain hpermasalahan hsubstansi hperundangan, hbeberapa 

hkasus hterakhir hmenunjukkan hjustru hadanya hdisharmoni 

hsubstansi hantar hperundangan hyang hberlaku hdi hIndonesia. 

hWalaupun hdisharmoni hini hjuga hdipicu holeh hketidak hcocokan hdata 

hdari hbeberapa hinstansi hterkait. hKasus huang hpengganti hini hsempat 

hdilansir hbeberapa hmedia hmassa hnasional hsehingga hmenjadi 

hwacana hpublik hyang hcukup hhangat. 

Berdasarkan hkompilasi hyang hdilakukan holeh hKompas, 

hsebenarnya hbeberapa hUndang hUndang hyang hberhubungan 

hdengan hsubstansi haturan huang hpengganti, hadalah h: 

1) Undang hUndang hNomor h3 hTahun h1971 htentang hKetentuan-

ketentuan hPokok hKearsipan. hTidak hada haturan heksekusi huang 

hpengganti. 

2) Undang hUndang hNomor h31 hTahun h1999 htentang 

hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi hPasal h18. hJika 
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hterpidana htidak hmembayar huang hpenggantidalam hwaktu hsatu 

hbulan hsesudah hputusan hberkekuatan hhukum htetap, hmaka 

hhartanya hbisa hdisita hjaksa hdan hdilelang huntuk hmenutupi huang 

hpengganti. hJika hhartanya htidak hcukup hmaka hdipidana hpenjara 

hyang hlamanya htidak hmelebihi hancaman hmaksimum hdari 

hpidana hpokoknya. 

3) Undang hUndang hNomor h17 hTahun h2003 htentang hKeuangan 

hNegara hPasal h9. hMenteri/pimpinan hlembaga hsebagai 

hPengguna hAnggaran/Pengguna hBarang hKementerian 

hNegara/lembaga hyang hdipimpinnya hmempunyai htugas 

hsebagai hberikut: h(e) hmelaksanakan hpemungutan hpenerimaan 

hnegara hbukan hpajak hdan hmenyetorkannya hke hKas hNegara. 

Indriyanto hSeno hAdji, hmenjelaskan hbahwa hpemahaman 

huang hyang hdisetor hke hkas hnegara hdalam hperkara hkorupsi hsebagai 

hdwang hmiddelen h(upaya hpaksa). hPenegak hhukum hsering 

hmenghadapi hkendala hdalam hmenngeksekusi huang hpengganti 

hkarena hdiskriminasi hregulasi htindak hpidana hkorupsi hatas 

heksekusi huang hpengganti. hDi hsatu hsisi hdengan hUU hNo. h3 hTahun 

h1971, heksekusi hatas hkekurangan huang hpengganti hdilakukan h24 

hKompas, h28 hAgustus h2007, hIndriyanto hSeno hAdji, hParkir hUang 

hKorupsi hmelalui hgugatan hperdata hberdasarkan hSurat hEdaran hMA 

h1985. hMasalahnya hgugatan hperdata hmemiliki hkompleksitas 

hsistem hpembuktian hyang hberbeda hdengan hhukum hpidana, hdan 

hmenyita hwaktu hpuluhan htahun. 

Di hsisi hlain hUndang hUndang hNomor h31 hTahun h1999 

hmemberi hlegalitas hpenyitaan hharta hkekayaan hterpidana hsebagai 

heksekusi huang hpengganti. 

Kasus hhukum hlain hyang hterbaru hyang hmerupakan hwajah 

hcarut hmarutnya hsistem hhukum hdi hIndonesia hadalah hkasus 

hsengketa hSoeharto hdengan hmajalah hTime. hKasus hyang htelah 

hberlangsung hcukup hlama hini hseperti hmengendap hsetelah 

hdimenangkan holeh hmajalah hTime hdi htingkat hPengadilan hNegeri. 

hNamun hternyata hpada hbulan hseptember h2007, htiba-tba hMA 

hmemutuskan hkasasi hperkara hsengketa hantara hmajalah hTime 

hdengan hSoeharto htentang hkasus htulisan hSoeharto hInc, hdi hmana 

hpihak hSoeharto hdinyatakan hmemenangkan hperkara hini, hdan 
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hmewajibkan hmajalah hTime huntuk hmembayar htuntutan hganti hrugi 

hpihak hSoeharto. 

Ironisnya, hseolah hmenjawab hputusan hkasasi hMA, hpada 

hminggu hberikutnya, hWorld hBank hdan hPBB hdengan hprogram 

hprakarsa hpengembalian haset hnegara h(Stolen hAsset hRecovery 

hInnitiative, hatau hStAR), hmerilis hdaftar hpemimpin hnegara hyang 

hdiduga hmencuri haset hnegara, hdi hmana hSoeharto hjustru 

hmenempati hperingkat hpertama hdengan hdugaan haset hnegara hyang 

hdicuri hmencapai hUSD h15 h– h35 hmilyar. 

Dengan hpotret hperundangan hyang hmasih hmemerlukan 

hpembenahan, hIndonesia hsepertinya hharus hmulai hmembangun 

hwibawa hhukum hyang hbisa hmembuat hjera hpara hpelaku hkorupsi, 

hsehingga hpersepsi hkorupsi hIndonesia hdi hmata hinternasional 

hdapat hdiperbaiki. 

Upaya-upaya hpemberantasan hkorupsi hdi hIndonesia hpada 

hdasarnya hdimulai hsejak htahun h1957. hDalam hperjalanannya, 

hupaya-upaya htersebut hmerupakan hsebuah hproses hpelembagaan 

hyang hcukup hlama hdalam hpenanganan hkorupsi. hTercatat hpaling 

htidak hada htujuh hupaya hpemberantasan hyang hberskala hbesar hsejak 

htahun h1957 hsampai hdengan htahun h2002. hLima hdi hantaranya 

hdilakukan hsebelum hmasa hreformasi hpolitik hpada hsaat 

hberakhirnya hpemerintahan hOrde hbaru. hUpaya-upaya htersebut 

hadalah h: 

1) Operasi hmiliter hkhusus hdilakukan hpada htahun h1957 huntuk 

hmemberantas hkorupsi hdi hbidang hlogistik. 

2) Tim hPemberantasan hKorupsi h(TPK) hpada htahun h1967 

hdibentuk hdengan hdiberikan hmandat hutama huntuk 

hmelaksanakan hpencegahan hdan hpemberantasan. 

3) Pada htahun h1970 hdibentuk htim hadvokasi hyang hlebih hdikenal 

hdengan hnama hTim hEmpat hyang hbertugas hmemberikan 

hrekomendasi. hSayangnya hrekomendasi hyang hdihasilkan 

htidak hsepenuhnya hditindak hlanjuti. 

4) Operasi hPenertiban h(Opstib) hdibentuk hpada htahun h1977 

huntuk hmemberantas hkorupsi hmelalui haksi hpendisiplinan 

hadministrasi hdan hoperasional. 
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5) Pada htahun h1987 hdibentuk hPemsus hRestitusi hyang hkhusus 

hmenangani hpemberantasan hkorupsi hdi hbidang hpajak. 

6) Pada htahun h1999 hdibentuk hTim hGabungan hPemberantasan 

hTindak hPidana hKorupsi h(TGPTPK) hdi hbawah hnaungan 

hKejaksaan hAgung. hDi htahun hyang hsama hpula hdibentuk hKomisi 

hPemeriksa hKekayaan hPejabat hNegara h(KPKPN) 

7) Pada htahun h2002 hdibentuk hKomisi hPemberantasan hKorupsi 

h(KPK), hdi hmana hKPKPN hmelebur hdan hbergabung hdi 

hdalamnya. 

Sejak htahun h2002, hKPK hsecara hformal hmerupakan 

hlembaga hantikorupsi hyang hdimiliki hIndonesia. hPembentukan 

hKPK hdidasari holeh hUndangUndang hNomor h30 hTahun h2002 

htentang hKomisi hPemberantasan hKorupsi. hSesuai hdengan hUndang 

hUndang htersebut, hKPK hmemiliki htugas hmelakukan hkoordinasi 

hdengan hinstansi hyang hberwenang hmelakukan hpemberantasan 

htindak hpidana hkorupsi; hsupervisi hterhadap hinstansi hyang 

hberwenang hmelakukan hpemberantasan htindak hpidana hkorupsi; 

hmelakukan hpenyelidikan, hpenyidikan, hdan hpenuntutan hterhadap 

htindak hpidana hkorupsi; hmelakukan htindakan-tindakan 

hpencegahan htindak hpidana hkorupsi; hdan hmelakukan hmonitor 

hterhadap hpenyelenggaraan hpemerintahan hnegara. hSementara 

hitu, hkewenangan hyang hdimiliki holeh hKPK hadalah 

hmengkoordinasikan hpenyelidikan, hpenyidikan, hdan hpenuntutan 

htindak hpidana hkorupsi, hmenetapkan hsistem hpelaporan hdalam 

hkegiatan hpemberantasan htindak hpidana hkorupsi, hmeminta 

hinformasi htentang hkegiatan hpemberantasan htindak hpidana 

hkorupsi hkepada hinstansi hyang hterkait; hmelaksanakan hdengar 

hpendapat hatau hpertemuan hdengan hinstansi hyang hberwenang 

hmelakukan hpemberantasan htindak hpidana hkorupsi, hdan hmeminta 

hlaporan hinstansi hterkait hmengenai hpencegahan htindak hpidana 

hkorupsi. 

Dengan htugas hdan hkewenangan hyang hdimilikinya, hKPK 

hmerupakan hujung htombak hpemberantasan hkorupsi hdi hIndonesia. 

hSehubungan hdengan hhal hini, hvisi hKPK hadalah h"Mewujudkan 

hIndonesia hyang hBebas hKorupsi". hVisi hini hmenunjukkan hsuatu 

htekad hkuat hdari hKPK huntuk hsegera hdapat hmenuntaskan hsegala 
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hpermasalahan hyang hmenyangkut hKorupsi, hKolusi, hdan 

hNepotisme h(KKN). hPemberantasan hkorupsi hmemerlukan hwaktu 

hyang htidak hsedikit hmengingat hmasalah hkorupsi hini htidak hakan 

hdapat hditangani hsecara hinstan, hnamun hdiperlukan hsuatu 

hpenanganan hyang hkomprehensif hdan hsistematis. hSedangkan hmisi 

hKPK hialah h"Penggerak hPerubahan huntuk hMewujudkan hBangsa 

hyang hAntiKorupsi". hDengan hpernyataan hmisi htersebut 

hdiharapkan hbahwa hkomisi hini hnantinya hmerupakan hsuatu 

hlembaga hyang hdapat h"membudayakan" hanti hkorupsi hdi 

hmasyarakat, hpemerintah hdan hswasta hdi hIndonesia. 

Dari haspek horganisasi hsesuai hdengan hLampiran 

hKeputusan hPimpinan hKPK hNo. hKEP-07/KKPK02/2004 hTanggal 

h10 hPebruari h2004, hKPK hdipimpin holeh hseorang hKetua hdan hterdiri 

hdari hDeputi hBidang hPencegahan, hDeputi hBidang hPenindakan, 

hDeputi hBidang hInformasi hdan hData, hDeputi hBidang hPengawasan 

hInternal hdan hPengaduan hMasyarakat, hdan hSekretariat hJenderal. h 

Namun hdemikian, hkewenangan huntuk hmelakukan 

hpenyelidikan hdan hpenyidikan hkasus-kasus hkorupsi hdi hIndonesia 

hbukan hhanya hterletak hdi hKPK hsaja. hSaat hini hlembaga hKepolisian 

hdan hKejaksaan hjuga hmemiliki hwewenang hyang hsama hdalam hhal 

hpenyelidikan hdan hpenyidikan. hSedangkan hKejaksaan hmemiliki 

hkewenangan hmelakukan hpenuntutan hdi hpengadilan. 

hTersebarnya hkewenangan hdi hsejumlah hlembaga hini hmemiliki 

hkonsekuensi htertentu hyang hdapat hberimplikasi hpositif hmaupun 

hnegatif. hImplikasi hpositifnya hantara hlain hadalah hkasus-kasus 

hkorupsi hdapat hcepat hditangani htanpa hharus hmenunggu htindakan 

hdari hsuatu hlembaga htertentu. h 

Masyarakat hjuga hdapat hmelaporkan hindikasi hkasus 

hdugaan hkorupsi hkepada hlembaga-lembaga hterkait hbaik hitu hKPK, 

hKepolisian hmaupun hKejaksaan. hNamun hdemikian, hhal htersebut 

hjuga hberimplikasi hnegatif hyaitu hterjadinya hperbedaan 

hinterpretasi hterhadap hsatu hkasus hkorupsi. hDimana hmasing-

masing hlembaga hmemiliki hpersepsi hyang hberbeda, hcontohnya 

hpenuntutan hyang hdiajukan holeh hmasing-masing hlembaga hdi 

hperadilan htidak hseragam. hMasing-masing hmemiliki hargumennya 

hsendiri-sendiri hsehingga hterkadang hputusan hhukuman 
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hdilembaga hperadilan hatas hkasus-kasus hkorupsi hrelatif hkurang 

hobyektif hdan htidak hmemuaskan hrasa hkeadilan hdi hmasyarakat. 

 

Tabel h10 
Strategi hpemberantasan hkorupsi hdi hIndonesia 

 

Eksekutif h+ hLegislatif 

Kebijakan h+ hAturan hHukum 

KPK Kepolisian Kejaksaan Pengadilan 

1. TriggerMech

anism 

2. Supervisi 

3. Koordinasi 

4. Pencegahan 

5. Penyidikan 

6. Penuntutan 

1. Penyelidikan 

2. Penyidikan 

1. Penyidikan 

2. Penuntutan 

3. Eksekutor 

1. Putusan 

2. Pengawasan 

hEksekusi 

Sumber h: hData hhasil hpenelitian hkomparatif hanalisis 

hpenulis, hSeptember h2013 hs/d hPebruari h2014 

 

Terlepas hdari hefektivitas hlembaga hanti hkorupsi hdalam 

hmemberantas hkorupsi hdi hsuatu hnegara, hkeberadaan hlembaga 

hantikorupsi hhingga hsaat hini hmasih hmenjadi hperdebatan hpro hdan 

hkontra hdi hmasyarakat. hMereka hyang hmendukung hmenilai hbahwa 

hlembaga hantikorupsi hkhususnya hdi hnegara-negara hmaju hseperti 

hSingapura hdan hHongkong hsecara hempirik htelah hterbukti hmampu 

hmenekan hjumlah hkasus hkorupsi hdan hmemberikan hefek hjera hbagi 

hpara hkoruptor hlainnya hdengan hmemperbesar h“cost” hbagi 

hseseorang hyang hmencoba hmelakukan hkorupsi hdibandingkan 

hdengan h“keuntungan” hyang hbisa hmereka hperoleh. hHukuman 

hpenjara hdan hpengembalian hhasil hkorupsi h(asset hrecovery) hkepada 

hnegara hserta hsanksi hsosial hyang hkeras hterbukti hefektif hdalam 

hmemberantas hkorupsi. hPemisahan hlembaga hanti hkorupsi hdari 

hinstitusi hgenerik hlainnya hseperti hkepolisian hatau hpun hkejaksaan, 

hmenjadikan hlembaga hini hmampu hbekerja hsecara hindependen, 

hprofesional, hdan hobyektif hsehingga hkonflik hkepentingan hdapat 
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hdiminimalisir hsekecil hmungkin. hNamun hdemikian, htidak hsedikit 

hpula hkalangan hyang hmenolak hkeberadaan hlembaga hini. 

Alasan hyang hpada humumnya hdisampaikan hadalah 

hinefisiensi hkelembagaan, hkarena hpada hdasarnya hkorupsi hdapat 

hdikategorikan hsebagai htindak hpidana hbiasa hseperti hlazimnya 

htindak hkriminal hlainnya. hMereka hberanggapan hbahwa hlembaga 

hkepolisian hdan hkejaksaan hsudah hcukup hmampu huntuk 

hmenangani hkasus-kasus hkorupsi hyang hterjadi. hSingkatnya 

hmereka hberpendapat hkorupsi hbukanlah hsuatu hkejahatan hyang 

hluar hbiasa, hsehingga htidak hperlu hpenanganan hyang hluar hbiasa 

hpula. hKeberadaan hlembaga hantikorupsi hjuga hmenambah hbeban 

hanggaran hnegara, hsementara hhasil hkerjanya hmasih hdiragukan 

hefektivitasnya. hDari hkedua hpendapat htersebut, hterlihat hbahwa 

hmasing-masing hmemiliki hargumen hsendiri-sendiri. 

Keberhasilan hdan hkegagalan hsuatu hlembaga hanti hkorupsi 

htentu hsaja hdipengaruhi holeh hsejumlah hfaktor. hTerkait hdengan hhal 

hini, hAlan hDoig, hDavid hWatt, hdan hRoberts hWilliam hsebagaimana 

hyang hdikutip holeh hKPK h(2006) hdalam hstudinya hmengidentifikasi 

hbeberapa hfaktor hyang hmempengaruhi hkeberhasilan hdan 

hkegagalan hlembaga hanti hkorupsi, hsebagai hberikut h: h h 

1) Faktor hKeberhasilan h h 

a) Adanya hdukungan hpolitik h h h 

b) Lembaga hanti hkorupsi hmerupakan hbagian hdari hstrategi 

hpemberantasan hkorupsi h hyang hkomprehensif hserta 

hmendapat hdukungan hyang hefektif hdan hkomplementer hdari 

hlembaga hpublik h 

c) Ekonomi hyang hstabil hdan hprogram hpembangunan hselalu 

hterfokus hpada hpengurangan hpeluang hkorupsi. 

d) Didukung holeh hanggaran hyang hmemadai hdan hstaf hyang 

hkompeten 

e) Memiliki hvisi hdan hmisi hyang hjelas. hVisi hdan hmisi hini 

hditunjang hpula holeh hperencanaan h hbisnis, hpengelolaan 

hanggaran hdan hpengukuran hkinerja hyang hbaik. 

f) Adanya hkerangka hhukum hyang hkuat htermasuk h“rule hof 

hlaw”-nya hdan hdibekali holeh hkekuatan hhukum hyang hkuat 
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hsehingga hdapat hmenunjang hkegiatan hpenindakan hdan 

hpencegaha 

g) Bekerja hsecara hindependen hdan hbebas hdari hpengaruh 

hkepentingan. 

h) Pimpinan hdan hseluruh hjajarannya hmemiliki hstandar 

hintegritas hyang htinggi 

i) Melibatkan hmasyarakat hdan hmemperhatikan hpersepsi 

hyang hberkembang 

2) Faktor hKegagalan 

a) Tidak hada hkomitmen hpolitik 

b) Kontra hproduktif hterhadap hpertumbuhan hekonomi h 

c) Secara humum hpemerintah hgagal hmembangun hinstitusi hdi 

hnegaranya 

d) Penerapan hhukum hterhadap hkorupsikurang hmendorong, 

htidak hefektif, hdan hambigu 

e) Tidak hfokus, hbanyak htekanan, htidak hada hprioritas hdan htidak 

hdidukung holeh hstruktur horganisasi hyang hmemadai 

f) Lembaga hanti hkorupsi hdikatakan hgagal hapabila hterlihat 

hsebagai horganisasi hyang htidak hefisien hdan hefektif hserta 

htidak hsesuai hdengan hharapan hbanyak hpihak 

g) Rendahnya hkepercayaan hpublik 

Berdasarkan huraian hdi hatas, hdapat hdisimpulkan hbahwa 

hkeberadaan hlembaga hantikorupsi hbukanlah hsolusi hakhir hbagi 

hpemberantasan hkorupsi hdi hsuatu hnegara. hLembaga hantikorupsi 

hharus hdidukung holeh hkomitmen hdari hsemua hpihak htanpa 

hterkecuali, hanggaran hserta hSDM hyang hmemadai hdan hprofesional, 

hindependen, hbebas hdari hberbagai hkonflik hkepentingan, hdan 

hlandasan hhukum hyang hmemberikan hkewenangan hpenuh hbagi 

hlembaga htersebut huntuk hmelakukan hlangkah-langkah hyang 

hdianggap hperlu hdalam hmenyelidiki hkasus-kasus hkorupsi. 

Meskipun hdemikian, hkeberadaan hlembaga hantikorupsi 

hmemiliki hnilai hyang hsangat hstrategis hdan hpolitis hbagi 

hpemerintahan hsuatu hnegara. hSaat hini hpersoalan hkorupsi hbukan 

hhanya hmenjadi hisu hlokal, hmelainkan hsudah hmenjadi hisu 

hinternasional.Bagi hnegara-negara hberkembang, hkeberhasilan 

hmenekan hangka hkorupsi hmerupakan hsebuah hprestasi htersendiri. 
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hHal hini hakan hberdampak hpada harus hinvestasi hasing hyang hmasuk 

hke hnegara htersebut. h 

Negara hdengan htingkat hkorupsi hyang htinggi htentunya hakan 

hkehilangan hdaya hsaing hdalam hmerebut hmodal hasing hyang hsangat 

hdibutuhkan hNegara hberkembang. hNegara-negara hmaju hdan 

hlembaga-lembaga hdonor hinternasional hsangat hmenaruh 

hperhatian hterhadap hperingkat hkorupsi hyang hdikeluarkan holeh 

hlembaga hsurvey hinternasional hseperti hTransparency 

hInternational hdan hPERC. hKedua hlembaga hini hsecara hkonsisten 

hmelakukan hpenelitian hdan hmengumunkan hperingkat hnegara 

hterkorup hdan hterbersih hsetiap htahunnya. h 

Oleh hkarena hitu, hkeseriusan hpemerintah hdalam 

hmemberantas hkorupsi htercermin hdari hadanya hlembaga 

hantikorupsi hdi hnegara htersebut. hMeskipun hdemikian, 

hkeberadaaan hlembaga hantikorupsi htentu hsaja htidak hterlepas hdari 

hkelebihan hdan hkelemahannya. hUNODC hsebagaimana hyang 

hdisarikan holeh hKPK h(2006) hmenjelaskan hsejumlah hkelebihan hdan 

hkelemahan hdari hadanya hlembaga hantikorupsi hdi hsuatu hnegara. 

1) Kelebihan hdari hPembentukan hLembaga hAntiKorupsi 

a) Dapat hterus hmengingatkan/menekan hpemerintah huntuk 

hsecara hserius hmelakukan hupaya hpemberantasan hkorupsi 

b) Menghasilkan hlembaga hdengan htingkat hkeahlian hyang 

hkhusus 

c) Sebagai hlembaga hbaru hdapat hmembangun hsistem hbaru 

hyang hterbebas hdari h hpengaruh hkorupsi 

d) Dapat hdijadikan hcontoh hbagi hlembaga hlain, hterutama 

hinstitusi hpenegak hhukum, hsehingga hmenjadi h“trigger 

hmechanism” hbagi hlembagapenegak hhukum hyang htelah hada 

e) Mempunyai hkredibilitas hyang hlebih hbesar 

f) Dapat hdilengkapi hdengan hsistem hperlindungan hkeamanan 

hyang hlebih hbaik hdalam hmenjalankan hfungsinya h 

g) Lembaga hAnti hKorupsi hdapat hmelakukan hrekrutmen 

hsecara hobyektif huntuk h h hmendapatkan hsumber hdaya 

hmanusia hdengan hkualitas hdan hintegritas hyang hlebih hbaik 

h) Dapat hmendisain hsendiri hmuatan hpendidikan hdan 

hpelatihan hyang hcocok hdengan hlingkungan hyang hdinamis 
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i) Lebih hjelas hdalam hmenilai hperkembangannya, htingkat 

hkegagalan hdan hkesuksesan h h h 

2) Kelemahan hdari hPembentukan hLembaga hAnti hKorupsi h 

a) Beban hbiaya htambahan hbagi hNegara 

b) Akan hterjadi hpersaingan hantara hlembaga hpenegak hhukum 

hyang htelah hada, hsehingga hakan hmenyulitkan hdalam 

hberkoordinasi 

c) Dapat hberakibat hrestrukturisasi hterhadap hlembaga hlain 

hyang htelah hada. h 

Memperhatikan hhasil hpenelitian hyang htelah hdilakukan 

hKPK hmengenai hkelebihan hdan hkelemahan hadanya hlembaga hanti 

hkorupsi hdi hsuatu hnegara hdi hatas, hdapat hdisimpulkan hbahwa 

hkeberadaan hlembaga hantikorupsi hmemilki hbanyak hkelebihan 

hdibandingkan hdengan hkelemahannya. hOleh hkarena hitu, 

hkeberadaan hlembaga hanti hkorupsi hmerupakan hsuatu hkeharusan 

hdan hsalah hsatu hsyarat hkeberhasilan hstrategi hpemberantasan 

hkorupsi. hBagaimana hpun hjuga, hkita hperlu hmengantisipasi 

hkelemahan-kelemahan hyang hditimbulkan hagar hkeberadaan 

hlembaga hini htidak hmenjadi hsuatu hlangkah hsurut hdalam 

hmemberantas hkorupsi. 

Di hatas, hkita hdapat hmelihat hbeberapa hkelemahan-

kelemahan hseperti hbertambahnya hanggaran hnegara, hpersaingan 

hantar hpenegak hhukum, hdan hrestrukturisasi hlembaga hlain. hKita 

hakan hmembahas hkelemahan-kelemahan htersebut hsatu hpersatu. 

hAdapun hkelemahan hyang hpertama hadalah hmeningkatnya 

hanggaran hnegara hbagi hlembaga hanti hkorupsi hmerupakan hsuatu 

hkonsekuensi hlogis hbagi hterbentuknya hlembaga hbaru hdi 

hlingkungan hpemerintahan. hNamun hdemikian, hapabila 

hdibandingkan hdengan hjumlah hanggaran hyang hdikorupsi, 

hmeningkatnya hanggaran hbagi hpembentukan hlembaga hanti 

hkorupsi hakan hjauh hlebih hkecil. hBelum hlagi hapabila hkita 

hmemperhitungkan hmultiplier heffect hyang hseharusnya hterjadi 

hdalam hhal hpelayanan hpublik hdan hpembangunan hekonomi hapabila 

hanggaran hnegara htersebut htidak hdikorup. h 

Lebih hlanjut, hsesuai hdengan hsalah hsatu hpasal hUNCAC hyaitu 

hasset hrecovery, hlembaga hantikorupsi hakan hlebih hefektif hdalam 
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hmengembalikan haset-aset hyang htelah hdikorup hkepada hnegara. 

hKelemahan hyang hkedua hyaitu hpersaingan hantar hpenegak hhukum 

hakan hdapat hdihindari hdengan hadanya haturan hdan hjelas hdan htegas. 

hSalah hsatu hlatar hbelakang hdibentuknya hlembaga hanti hkorupsi 

hyang hindependen hadalah htidak hefektifnya hpemberantasan 

hkorupsi hyang hdilakukan holeh hlembaga hpenegak hhukum hyang 

hsudah hada. hSehingga hkeberadaan hlembaga hanti hkorupsi hharus 

hdipahami hsebagai hsuatu hkebutuhan hdan hkeharusan huntuk hdapat 

hsegera hmenuntaskan hkasus-kasus hkorupsi hyang hmenjadi hsorotan 

hbanyak hpihak. hPembentukan hlembaga hanti hkorupsi hini hharus 

hdisertai hdengan hpenyusunan haturan hmain hdalam hbentuk 

hperaturan hperundang-undangan. h 

Aturan htersebut hharus hmengatur hkewenangan hapa hsaja 

hyang hdimiliki holeh hmasing-masing hlembaga hpenegak hhukum 

hterkait hdengan hkasus hkorupsi. hBahkan haturan htersebut hjuga 

hharus hmampu hmenciptakan hterjalinnya hkoordinasi hyang hsinergis 

hdari hmasing-masing hlembaga htanpa hmelemahkan hkewenangan 

hyang hdimiliki hmasing-masing. h 

Kemudian hkelemahan hyang hketiga hadalah hterjadinya 

hrestrukturisasi hlembaga hlain. hPada humumnya hsebelum hterjadi 

hrestrukturisasi hakan hdilakukan haudit hyang hmenyeluruh hdan 

hmendalam hterhadap hlembaga-lembaga hpenegak hhukum hterkait 

hdalam hhal htugas hdan hfungsi, hstruktur horganisasi, hserta 

hkewenangan. hApabila hhasil haudit hmenyimpulkan hperlunya 

hdilakukan hrestrukturisasi hguna hmeningkatkan hefisiensi hdan 

hefektivitas hpemberantasan hkorupsi, hmaka hseharusnya 

hrestrukturisasi hdiartikan hsebagai hsuatu hperubahan hpositif hdan 

hbukti hkeseriusan hpemerintah hdalam hmemberantas hkorupsi. 

hPenolakan hterhadap hrestrukturisasi hsepanjang hhal hitu hmemang 

hharus hdilakukan hmerupakan hhal hyang hbiasa hdalam hdinamika 

horganisasi. hHal hini hdapat hdiredam hdengan hmelakukan hopen 

hrecruitment hkepada hseluruh hjajaran hlembaga hpenegak hhukum 

hterkait hdan hbahkan hkepada hkhalayak humum huntuk hmengisi 

hjabatanjabatan hyang htersedia hdi hlembaga hantikorupsi hsecara 

hadil, hterbuka hdan hberbasis hpada hkompetensi. hDengan 

hmengantisipasi hkelemahan-kelemahan htersebut, hdiharapkan 
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hakan hterbentuk hsuatu hlembaga hanti hkorupsi hyang hmendapat 

hdukungan hluas hberbagai hpihak hsehingga hmampu hmelaksanakan 

htugas hdan hfungsinya hsecara hprofesional hdan hobyektif. 

Indonesia hmenempuh hstrategi hpemberantasan hkorupsi 

hmelalui h3 h(tiga) hpendekatan hyaitu: hsistem; hregulasi; hdan 

hinstitusional. hPendekatan htersebut hdidasarkan hpada hketerkaitan 

hantara helemen-elemen h(pelaku) hdalam hpemberantasan hkorupsi 

hyang hada hdi hIndonesia. hMeskipun hdemikian, hpemberantasan 

hkorupsi hdi hIndonesia hlebih hmengedepankan hpada haspek 

hpenindakan h(ex hpost hfacto) hdibandingkan hdengan hpencegahan 

h(ex hante). 

Pendekatan hSistem hyang hditempuh hPemerintah hIndonesia 

hmencakup: hpencegahan; hpenegakan hhukum; hdan hkerjasama. 

hPendekatan hRegulasi hdalam hmemberantas hkorupsi hmeliputi: 

hpengesahan hUndang-Undang hPemberantasan hTindak hPidana 

hKorupsi h(Tipikor); hUndang-Undang hKomisi hPemberantasan 

hKorupsi h(KPK); hpenyusunan hRancangan hUndangUndang 

hPengadilan hTipikor; hdan hratifikasi hUnited hNations hConvention 

hAgainst hCorruption h(UNCAC). hSedangkan hPendekatan 

hInstitusional hterdiri hdari: hpembentukan hinstitusi hindependen; 

hpembentukan hinstitusi hyang hbersifat hkoordinatif; hdan 

hpembentukan hpengadilan hkhusus. 

Upaya-upaya hlain hyang hditempuh hPemerintah hIndonesia 

hdalam hmencegah hkorupsi hmencakup hreformasi hbirokrasi hyang 

hmenekankan hketerbukaan, hkesempatan hyang hsama hdan 

htransparansi hdalam hrekrutmen hpegawai hnegeri, hkontrak, hretensi 

hdanproses hpromosi htermasuk hremunerasi hdan hdiklat. 

hSelanjutnya hpemerintah hjuga hmemprioritaskan hreformasi hsektor 

hpengadaan hbarang hdan hjasa hyang hrentan hdengan hpraktik-praktik 

hkorupsi. hKemudian hmenetepkan hperaturan hperundang-

undangan hmengenai hanti hpencucian huang. hPerjanjian hekstradisi 

hjuga hmenjadi hhal hyang herat hkaitannya hdengan hpenanganan 

hkasus-kasus hkorupsi. hDisinyalir hbahwa hsejumlah htersangka 

hkoruptor hdi hIndonesia h(khususnya hkasus hBLBI) hmelarikan hhasil 

hkejahatannya hke hluar hnegeri. hSehingga hpemerintah hmemandang 

hpenting huntuk hmelakukan hperjanjian hekstradisi hdengan 
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hbeberapa hnegara. hHingga hsaat hini htercatat hsejumlah hperjanjian 

hekstradisi htelah hditandatangani holeh hPemerintah hIndonesia 

hdengan hbeberapa hnegara hlain hseperti hMalaysia h(tahun h1975), 

hFilipina h(tahun h1976), hThailand h(tahun h1978), hdan hterakhir 

hSingapura h(tahun h2007). 

Perjanjian hekstradisi hantara hIndonesia-Singapura 

hsebenarnya htelah hdiinisiasi hsejak hlama, hakan htetapi hbaru hpada 

htahun h2007 hperjanjian hekstradisi hberhasil hdisepakati holeh hkedua 

hnegara. hNamun hdemikian hperjanjian hini hmenimbulkan hsikap hpro 

hdan hkontra hdi hkalangan hDPR hdan hmasyarakat hluas. hDalam 

hsejarahnya, hperjanjian hesktradisi hIndonesia-Singapura 

hdilatarbelakangi holeh hkegagalan hPOLRI hdan hKejaksaan hRI 

hmembawa hpulang hburonan hdari hSingapura hdi htahun h1990-an, 

hsehingga hpemerintah hkembali hmenggagas hperjanjian hekstradisi 

hsecara hlebih hserius. hPada hJanuari h2005, hPemerintah hIndonesia 

hkembali hmelakukan hnegosiasi hdengan hSingapura hmengenai hhal 

hini hdan hakhirnya hpada hpertemuan htingkat htinggi hyang 

hdilaksanakan hdi hBali hpada hbulan hApril h2007 hditandatangilah 

hsejumlah hperjanjian hbilateral hmencakup: hperjanjian hekstradisi, 

hperjanjian hkerjasama hpertahanan, hdan himplementing hagreement. 

hPerjanjian hkerjasama hpertahanan hinilah hyang hkemudian hmenjadi 

hpro hdan hkontra hdi hkalangan hanggota hDPR hdan hmasyarakat. 

Dalam hperjanjian hekstradisi hIndonesia-Singapura 

htersebut hterdapat hsejumlah hpoin-poin hyang hmenganut hprinsip-

prinsip hyang hberlaku hsecara hinternasional hdan htelah hdibakukan 

hdalam hUNCAC. hPoin-poin htersebut hantara hlain hmenjelaskan 

hbahwa hjenis-jenis htindak hpidana hkejahatan hyang hdapat 

hdiekstradisikan holeh hIndonesia hatau hSingapura, hantara hlain 

hadalah htindak hpidana hdi hbidang hekonomi htermasuk hkorupsi, 

hpenyuapan, hpemalsuan huang, hkejahatan hperbankan; 

hPelanggaran hhukum hperusahaan hdan hhukum hkepailitan; hdan 

hKejahatan htindak hpidana hyang hmelanggar hhukum hmengenai 

hkeuntungan hyang hdiperoleh hdari hhasil hkorupsi. hPerjanjian hini 

hberlaku hsurut h(retrospective) hdan hdapat hmencakup htindak 

hkejahatan hyang hdapat hdiekstradisikan h15 htahun hsebelum 

hperjanjian hberlaku. hKemudian hperjanjian hini hmenjangkau hpelaku 
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htindak hkejahatan hdari hkedua hnegara hyang hmelarikan hdiri hdari 

hwilayah hyurisdiksi hkedua hnegara htersebut. hPenentuan 

hkewarganegaraan hpelaku htindak hpidana hditentukan hpada hsaat 

htindak hpidana hdilakukan. 

Namun hdemikian, hmeskipun hbeberapa hpendekatan hdalam 

hmemberantas hkorupsi htelah hdiupayakan holeh hPemerintah 

hIndonesia, htermasuk hjuga hpenandatanganan hperjanjian 

hekstradisi hdengan hsejumlah hnegara, hmasih hterdapat 

hkekurangan-kekurangan hyang hmenyebabkan hpemberantasan 

hkorupsi htidak hjelas harahnya hserta hmasih hterlalu hkecil hskala hdan 

hprioritasnya hsehingga hdampaknya hbelum hdapat hmemuaskan 

hrasa hkeadilan hmasyarakat, hkhususnya hkalangan hdunia husaha hdan 

hinvestor hasing. hBanyak htersangka hkasus-kasus hkorupsi hyang 

hmerugikan hnegara hhingga hmilyaran hrupiah hmasih htidak 

htersentuh holeh hhukum hdan hbeberapa hyang hdiadili hmalah 

hmendapatkan hvonis hbebas hkarena htidak hcukup hbukti. 

hBerdasarkan hstudi hyang hdilakukan hMTI h(2007), hditemukan 

hsejumlah hkelemahan hdalam hpendekatan hpemberantasan hkorupsi 

hyang hdilakukan holeh hpemerintah. hKelemahan-kelemahan hyang 

hterkait hdengan hsistem hadalah hbelum hterbentuknya hsistem 

hpenanganan hkorupsi hyang hterintegrasi, hbelum hterwujudnya 

hsistem hpengembalian haset h(asset hrecovery) hatas hhasil-hasil 

hkejahatan hkorupsi, hbelum hterbentuknya hsistem hkerjasama 

hpenegak hhukum hyang hterkait hdengan hpenanganan hkorupsi. 

hSelanjutnya hkelemahan-kelemahan hdalam hregulasi hadalah 

hbelum hterciptanya hharmonisasi hperundang hUndangan hyang 

hkomprehensif, hdan htidak hadanya hrealisasi hatas hInpres hNo. h5 

hTahun h2004 htentang hPercepatan hPemberantasan hKorupsi. 

hMeskipun hBadan hPerencanaan hPembangunan hNasional 

h(Bappenas) htelah hmenyusun hRencana hAksi hNasional h(RAN) 

hPemberantasan. 

Ketentuan hpengambil halihan hperkara hkorupsi holeh hKPK 

hdiatur hdi hdalam hUndang hUndang hNomor h30 hTahun h2002 htentang 

hKomisi hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi, hyakni 

hpenegasan hKPK hdapat hmengambil halih h(Pasal h8 hAyat h2) hdalam 

hrangka hsupervisi h(Pasal h6 hhuruf hb), hbaik hpenyidikan hmaupun 
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hpenuntutan hterhadap hpelaku htindak hpidana hkorupsi hyang hsedang 

hdilakukan holeh hkepolisian hatau hkejaksaan. 

Di hdalam hketentuan hperalihan hPasal h68 hjuga hdisebutkan 

hbahwa, h"semua htindakan hpenyelidikan, hpenyidikan, hdan 

hpenuntutan htindak hpidana hkorupsi hyang hproses hhukumnya 

hbelum hselesai hpada hsaat hterbentuknya hKomisi hPemberantasan 

hKorupsi, hdapat hdiambil halih holeh hKomisi hPemberantasan hKorupsi 

hberdasarkan hketentuan hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal h9”. 

hSedangkan hdi hdalam hPasal h9 hdiatur hmengenai hbeberapa halasan 

hpengambilalihan hkasus hkorupsi. hYaitu, hlaporan hmasyarakat 

hmengenai htindak hpidana hkorupsi htidak hditindaklanjuti, hproses 

hpenanganan htindak hpidana hkorupsi hberlarut-larut hatau htertunda-

tunda htanpa halasan hyang hdapat hdipertanggungjawabkan. hAtau 

hpenanganan htindak hpidana hkorupsi hditujukan huntuk hmelindungi 

hpelaku htindak hpidana hkorupsi hyang hsesungguhnya, hpenanganan 

htindak hpidana hkorupsi hmengandung hunsur hkorupsi, hhambatan 

hpenanganan htindak hpidana hkorupsi hkarena hcampur htangan hdari 

heksekutif, hyudikatif, hatau hlegislatif. hAtau hkeadaan hlain hyang 

hmenurut hpertimbangan hkepolisian hatau hkejaksaan, hpenanganan 

htindak hpidana hkorupsi hsulit hdilaksanakan hsecara hbaik hdan hdapat 

hdipertanggungjawabkan. h 

Ketentuan htersebut hdengan hjelas hmemberikan 

hkewenangan hbagi hKPK huntuk hmengambil halih hperkara hkorupsi 

hyang hproses hhukumnya hbelum hselesai hpada hsaat hKPK hdibentuk. 

hPengambilalihan hitu htidak hbersifat hlimitatif hhanya hpada htahap 

htertentu, hmelainkan hterhadap hsemua hproses hhukum, hmulai 

hpenyelidikan, hpenyidikan, hdan hpenuntutan, hdapat hdiambil halih 

hKPK. 

Tindak hpidana hkorupsi hdi hIndonesia hmerupakan hmasalah 

hyang hsangat hserius, hkarena htindak hpidana hkorupsi hdapat 

hmembahayakan hstabilitas hdan hkeamanan hnegara hdan 

hmasyarakatnya, hmembahayakan hpembangunan hsosial hdan 

hekonomi hmasyarakat, hpolitik, hbahkan hdapat hpula hmerusak hnilai-

nilai hdemokrasi hserta hmoralitas hbangsa hkarena hdapat hberdampak 

hmembudayanya htindak hpidana hkorupsi htersebut. 
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Pemberantasan hkorupsi hmerupakan hsalah hsatu hagenda 

hpenting hdari hpemerintah hIndonesia hdalam hrangka 

hpenyelenggaraan hnegara hyang hbersih hdan hbebas hKKN. hBahkan 

hpemberantasan hkorupsi hjuga hmerupakan hagenda hdi htingkat 

hregional hdan hinternasional. hIni hdibuktikan hdengan hbanyaknya 

hlembaga-lembaga hinternasional hyang hturut hmenegaskan 

hkomitmennya huntuk hbersama-sama hmemerangi hkorupsi. hSalah 

hsatu hpenghambat hkesejahteraan hnegara hberkembang hpun 

hdisinyalir hakibat hdari hpraktik hkorupsi hyang heksesif, hbaik hyang 

hmelibatkan haparat hdi hsektor hpublik, hmaupun hyang hmelibatkan 

hmasyarakat hyang hlebih hluas. hIndikasi htetap hmaraknya hpraktik 

hkorupsi hdi hIndonesia hdapat hterlihat hdari htidak hkunjung 

hmembaiknya hangka hpersepsi hkorupsi. hBeberapa hsurvei hyang 

hdilakukan holeh hlembaga hindependen hinternasional hlainnya hjuga 

hmembuktikan hfakta hyang hsama, hwalaupun hdengan hbahasa, 

hinstrumen hatau hpendekatan hyang hberbeda. 

Pemberantasan hkorupsi hdi hIndonesia htidak hhanya 

hdilakukan holeh haparat hKepolisian hdan hKejaksaan hsaja, hnamun 

hjuga hdibentuk hdengan hadanya hsuatu hbadan hkhusus hyang 

hmemiliki hkewenangan hkoordinasi hdan hsupervisi htermasuk hdi 

hdalam hmelakukan hpenyelidikan, hpenyidikan hdan hpenuntutan 

hterhadap htindak hpidana hkorupsi hyaitu hyang hdisebut hdengan 

hKomisi hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi. hKetiga hlembaga 

hpenegak hhukum htersebut hbekerjasama hsatu hsama hlain hnamun 

hdalam hbatas-batas hkewenangannya hmasing-masing hsesuai hyang 

htelah hdiatur hdi hdalam hUndang-undang. 

Batas hkewenangan hKomisi hPemberantasan hKorupsi hdalam 

hmenangani hkasus hkorupsi hdi hIndonesia hdiatur hdi hdalam hPasal h11 

hUndang hUndang hNomor h30 hTahun h2002 htentang hKomisi 

hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi, hyang hberbunyi h:”Dalam 

hmelaksanakan htugas hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal h6 

hhuruf hc, hKomisi hPemberantasan hKorupsi hberwenang hmelakukan 

hpenyelidikan, hpenyidikan, hdan hpenuntutan htindak hpidana 

hkorupsi hyang: 

1) Melibatkan haparat hpenegak hhukum, hpenyelenggara hnegara, 

hdan horang hlain hyang hada hkaitannya hdengan htindak hpidana 
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hkorupsi hyang hdilakukan holeh haparat hpenegak hhukum hatau 

hpenyelenggara hNegara; 

2) Mendapatkan hperhatian hyang hmeresahkan hmasyarakat, 

hdan/atau 

3) Menyangkut hkerugian hnegara hpaling hsedikit 

hRp.1.000.000.000,00 h(satu hmiliar hrupiah)”. 

Komisi hPemberantasan hKorupsi hmerupakan hlembaga 

hNegara hyang hbersifat hindependen, hmelaksanakan htugas hdan 

hwewenangnya hbebas hdari hkekuasaan hmanapun. hDalam 

hketentuan hini hyang hdimaksud hdengan hkekuasaan 

hmanapunadalah hkekuasaan hyang hdapat hmempengaruhi htugas 

hdan hwewenang hKomisi hPemberantasan hKorupsi hatau hanggota 

hKomisi hsecara hindividual hdari hpihak heksekutif, hyudikatif, 

hlegislatif, hpihak-pihak hlain hyang hterkait hdengan hperkara htindak 

hpidana hkorupsi, hatau hkeadaan hdan hsituasi hataupun hdengan 

halasan hapapun. 

Dalam hmelaksanakan hwewenangnya hmenangani hperkara 

hkorupsi, hKomisi hPemberantasan hKorupsi hjuga hmemiliki 

hwewenang huntuk hmengambil halih hpenyidikan hatau hpenuntutan 

hterhadap hpelaku htindak hpidana hkorupsi hyang hsedang hdilakukan 

holeh hpihak hKepolisian hatau hKejaksaan. hHal hini hdiatur hdi hdalam 

hketentuan hPasal h8 hUndang hUndang hNomor h30 hTahun h2002, hyang 

hberbunyi h: 

1) Dalam hmelaksanakan htugas hsupervisi hsebagaimana 

hdimaksud hdalam hPasal h6 hhuruf hb, hKomisi hPemberantasan 

hKorupsi hberwenang hmelakukan hpengawasan, hpenelitian, 

hatau hpenelaahan hterhadap hinstansi hyang hmenjalankan htugas 

hdan hwewenangnya hyang hberkaitan hdengan hpemberantasan 

htindak hpidana hkorupsi, hdan hinstansi hyang hdalam 

hmelaksanakan hpelayanan hpublik. 

2) Dalam hmelaksanakan hwewenang hsebagaimana hdimaksud 

hpada hayat h(1), hKomisi hPemberantasan hKorupsi hberwenang 

hjuga hmengambil halih hpenyidikan hatau hpenuntutan hterhadap 

hpelaku htindak hpidana hkorupsi hyang hsedang hdilakukan holeh 

hkepolisian hatau hkejaksaan. 
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3) Dalam hhal hKomisi hPemberantasan hKorupsi hmengambil halih 

hpenyidikan hatau hpenuntutan, hkepolisian hatau hkejaksaan 

hwajib hmenyerahkan htersangka hdan hseluruh hberkas hperkara 

hbeserta halat hbukti hdan hdokumen hlain hyang hdiperlukan hdalam 

hwaktu hpaling hlama h14 h(empat hbelas) hhari hkerja, hterhitung 

hsejak htanggal hditerimanya hpermintaan hKomisi 

hPemberantasan hKorupsi. 

4) Penyerahan hsebagaimana hdimaksud hpada hayat h(3) hdilakukan 

hdengan hmembuat hdan hmenandatangani hberita hacara 

hpenyerahan hsehingga hsegala htugas hdan hkewenangan 

hkepolisian hdan hkejaksaan hpada hsaat hpenyerahan htersebut 

hberalih hkepada hKomisi hPemberantasan hKorupsi”. 

Pengambilalihan hpenyidikan hataupun hpenuntutan holeh 

hKomisi hPemberantasan hKorupsi hterhadap hpelaku htindak hpidana 

hkorupsi hdari hpihak hkepolisian hdan hkejaksaan htidak hboleh hbegitu 

hsaja hdilakukan htanpa hadanya hsuatu halasan hkhusus hatau hsyarat-

syarat hkhusus hyang hharus hdipenuhi. hMeskipun hKomisi 

hPemberantasan hKorupsi hmerupakan hlembaga hyang hindependen, 

hmemiliki hkewenangan hkoordinasi hdan hsupervisi, hnamun hdi 

hdalam hpraktiknya hharus hsesuai hdengan hmekanisme hdi hdalam 

hketentuan hperaturan hperundang-undangan hyang hberlaku hsupaya 

htidak hmenimbulkan hadanya hpengambilaihan hkewenangan hdari 

hlembaga hpenegak hhukum hyang hlain. 

Adapun halasan-alasan hyang hharus hdipenuhi holeh hKomisi 

hPemberantasan hKorupsi hdalam hmengambil halih hpenyidikan hdan 

hpenuntutan hdiatur hdi hdalam hPasal h9 hUndang hUndang hNomor h30 

hTahun h2002, hyaitu h: h”Pengambil halihan hpenyidikan hdan hdan 

hpenuntutan hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal h8, hdilakukan 

holeh hKomisi hPemberantasan hKorupsi hdengan halasan: 

1) Laporan hmasyarakat hmengenai htindak hpidana hkorupsi htidak 

hdilanjuti; 

2) Proses hpenanganan htindak hpidana hkorupsi hsecara hberlarut-

larut hatau htertunda-tunda htanpa halasan hyang hdapat 

hdipertanggungjawab; 
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3) Penanganan htindak hpidana hkorupsi hditujukan huntuk 

hmelindungi hpelaku htindak hpidana hkorupsi hyang 

hsesungguhnya; 

4) Penanganan htindak hpidana hkorupsi hmengandung hunsur 

hkorupsi; 

5) Hambatan hpenanganan htindak hpidana hkorupsi hkarena 

hcampur htangan hdari heksekutif, hyudikatif, hatau hlegislatif; hatau h 

6) Keadaan hlain hyang hmenurut hpertimbangan hkepolisian hatau 

hkejaksaan, hpenanganan htindak hpidana hkorupsi hsulit 

hdilaksanakan hsecara hbaik hdan hdapat 

hdipertanggungjawabkan”. 

Disamping hsebagai hlandasan huntuk hdibentuknya hKPK, 

hUndang hUndang hNomor h30 hTahun h2002 hjuga hdigunakan hsebagai 

hlandasan hdibentuknya hpengadilan hTindak hPidana hKorupsi hyang 

hbertugas hdan hberwenang hmemeriksa hdan hmemutus hperkara 

hTindak hPidana hKorupsi hyang hpenuntutannya hdiajukan holeh hKPK 

h(Pasal h53). hPengadilan hTindak hPidana hKorupsi hberada hdi 

hlingkungan hperadilan humum hyang huntuk hkali hpertama hdibentuk 

hpada hPengadilan hNegeri hJakarta hPusat hyang hwilayah hhukumnya 

hmeliputi hseluruh hwilayah hnegara hRepublik hIndonesia h(Pasal h54). 

hHakim-hakim hyang hberada hdi hPengadilan hTindak hPidana hKorupsi 

hterdiri hdari hhskim hPengadilan hNegeri hdan hhakim hAd hHoc. hDalam 

hbersidang hmemeriksa hdan hmemutus hperkara hkorupsi hyang 

hdiajukan, hbaik hdi htingkat hpertama, htingkat hbanding hmaupun hdi 

htingkat hkasasi hselalu hterdiri hatas h5 horang hhakim, hyakni h2 horang 

hdiantaranya hberasal hdari hhakim hdari hPengadilan hyang 

hbersangkutan, hdan h3 horang hhakim had hhoc. hSedangkan hdalam 

hmenentukan hstatus hgratifikasi, hKPK hdapat hmemanggil hpenerima 

hgratifikasi huntuk hdimintai hketerangan hberkaitan hdengan 

hpenerimaan hgratifikasi htersebut. hStatus hkepemilikan hgratifikasi 

hdititipkan hdengan hkeputusan hpimpinan hKPK. hKeputusan hini 

hwajib hdiserahkan hkepada hpenerima hgratifikasi hpaling hlambat h7 

hhari hkerja hterhitung hsejak htanggal hditetapkan. hApabila hstatus 

hgratifikasi hmenjadi hmilik hnegara hmaka hpaling hlambat h7 hhari 

hkerja hterhitung hsejak htanggal hditetapkan, hgratifikasi hdiserahkan 

hkepada hMenteri hKeuangan. 
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b. Malaysia 

1) Sejarah 

Pada htahun h1957, hTuanku hAbdul hRahman hsebagai 

hPerdana hMenteri hmemproklamasikan hfederasi hMalaya hsebagai 

hnegara hmerdeka. hPersekutuan hyang hbaru hdiwujudkan hdi hbawah 

hnama hMalaysia hpada h16 hSeptember h1963 hmelalui hpenyatuan 

hPersekutuan hMalaya, hSingapura, hBorneo hUtara h(kemudian 

hdinamakan hSabah), hdan hSarawak. hKesultanan 

Brunei hyang hpada hmulanya hmenyatakan hhasrat huntuk 

hmengikuti hMalaysia hmenarik hdiri hakibat hpenolakan hsebagian 

hmasyarakat hBrunei.Pada hsaat hdiproklamasikan hfederasi 

hMalaysia hdengan hempat hbelas hanggota hNegara hbagian htermasuk 

hSingapura, hSerawak, hdan hSabah hke hdalamnya.Pada htahun h1965, 

hSingapore hkeluar hdari hfederasi hdan htinggal htiga hbelas hNegara 

hbagian.Sebagai hperserikatan hkesultanan hyang hsecara hbergiliran 

hpara hsultan hmenjadi hkepala hnegara hfederasi, hsistem hfeodal 

hagraris hberkembang hmenjadi hperserikatan, hdengan hdemokrasi 

hmodern hmodel hInggris.Akantetapi, hbagaimanapun hjuga hsisa-sisa 

hsistem hfeodal hpasti hmasih hada, hseperti hkebiasaan hadanya hupeti 

hyang hmenjadi hsalah hsatu hfaktor htumbuhnyakorupsi. 

Suruhanjaya hPencegahan hRasuah hMalaysia h(SPRM) hyang 

hdahulunya hdikenali hsebagai hBadan hPencegah hRasuah, hMalaysia 

hatau hsingkatannya hBPR hmula hberoperasi hpada h1 hOktober h1967 

hsebagai hsebuah hjabatan hpenuh. hAkhirnya hpada h1 hJanuari2009, hia 

hdigubal hdan hdi holah hsemula huntuk hmenjadi hSPRM. hKetua 

hpesuruhjaya hSPRM hterkini hadalah hDatuk hSeri hHaji hAbu hKassim 

hbin hMohamed. 

BPR hhanyalah hsebuah hunit hkecil hyang hdiletakkan hdi 

hbawah hJabatanPerdana hMenteri h(JPM) huntuk hmenjalankan 

haktiviti-aktiviti hpencegahan hkhususnya hceramah.Pada hmasa hitu 

hjuga, hsiasatan hkes-kes hrasuah hdijalankan holeh hCawangan h“Special 

hCrime” hyang hdiletakkan hdi hbawah hJabatan hPolis.Manakala 

hpendakwaan hkes- hkes hrasuah hdikendalikan holeh hBahagian 

hPendakwaan, hKementerian hUndang hUndang. hPada h1 hJuli1973, 

hAkta hBiro hSiasatan hNegara h1973 hdiluluskan holeh hParlimen hdan 

http://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysia
http://ms.wikipedia.org/wiki/1_Januari
http://ms.wikipedia.org/wiki/1_Januari
http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Haji_Abu_Kassim_bin_Mohamed&action=edit&redlink=1
http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Haji_Abu_Kassim_bin_Mohamed&action=edit&redlink=1
http://ms.wikipedia.org/wiki/Jabatan_Perdana_Menteri_Malaysia
http://ms.wikipedia.org/wiki/Polis
http://ms.wikipedia.org/wiki/1_Julai
http://ms.wikipedia.org/wiki/1_Julai
http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Akta_Biro_Siasatan_Negara_1973&action=edit&redlink=1
http://ms.wikipedia.org/wiki/Parlimen
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hdengan hitu hBPR hditukar hnamanya hkepada hBiro hSiasatan hNegara 

hatau hBSN. hPenukaran hnama hini hbertujuan huntuk hmemberi htugas 

hyang hlebih hkuasa hkepada hBiro hyang hbukan hsaja hmenyiasat hkes-

kes hyang hberkaitan hdengan hkepentingan hnegara. hInilah hkali 

hpertama hjabatan hini hditubuhkan hmelalui hsebuah hakta.254 

Nama hJabatan hini hkemudiannya hditukar hkembali hkepada 

hnama hasalyaitu hBPR hpada h13 hMei1982 hapabila hAkta hBadan 

hPencegah hRasuah h1982 hdiluluskan holeh hParlimen hdan 

hdikuasakan. h“Objektif hpenting hpenukaran hini hialah huntuk 

hmencerminkan hdengan hlebih htepat hlagi hperanan hBadan hitu 

hsebagai hsebuah hinstitusi hyang hdipertanggungjawabkan hkhusus 

huntuk hmencegah hperbuatan hrasuah”. hBermula hpada h1 hJanuari 

h2009 h, hSPRM hberoperasi hsebagai hsebuah hbadan hyang hmengambil 

halih hsepenuhnya htugas hBPR. hBadan hitu hbertindak hmengikut hAkta 

hSuruhanjaya hPencegahan hRasuah h2008 hyang hdigubal hbagi 

hmenggantikan hAkta hPencegah hRasuah h1997 hdan hdiketuai holeh 

hseorang hKetua hPesuruhjaya.255 

 

2) Pengawasan hTerhadap hSPRM/ hBPR 

Transformasi hBadan hPencegahan hRasuah h(BPR) hkepada 

hSuruhanjaya hPencegahan hRasuah hMalaysia h(SPRM) hlima htahun 

hlalu hbukan hpada hnama hsemata-mata. hPerubahan hini hbertujuan 

hmeningkatkan hkecekapan, hkeberkesanan, hkebebasan hdan 

hketelusan htindakan hpencegahan hrasuah hdi hMalaysia.Ia hsekaligus 

hdiharap hdapat hmenangkis hpersepsi hnegatif hterhadap hentiti 

hpencegahan hrasuah hini hyang hsebelumnya hdianggap htidak hbebas 

hdan htidak htelus. hJustru, hmekanisme h‘check hand hbalance’ 

hdiwujudkan hmelalui hlima hprinsip hakauntabiliti hyang hmodelnya 

hdiambil hdari hSuruhanjaya hBebas hPencegahan hRasuah hHongkong 

h(ICAC). 

Dalam hstruktur hyang hbaru hitu hadalima hjawatan hkuasa. 

hYang htertinggi hkita hada hLembaga hPenasihat hPencegahan hRasuah 

h(LPPR), hJawatankuasa hKhas hMengenai hRasuah h(yang hdianggotai 

                                                            
254http://ms.wikipedia.org/wiki/Suruhanjaya_Pencegahan_Rasuah_Malaysi

a#Sejarah_SPRM, diakses tanggal 8 November 2013. 
255ibid 
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hahli-ahli hParlimen), hPanel hPerundingan hdan hPencegahan hRasuah, 

hPanel hPenilaian hOperasi hdan hJawatankuasa hAduan. 

hJawatankuasa hKhas hMengenai hRasuah hbenar-benar hmemastikan 

hSPRM hbertindak htelus.Ia hterdiri hdaripada htujuh hahli, htiga 

hdaripada hkerajaan hdan htiga hdaripada hpembangkang hserta 

hseorang hpengerusi. hMereka hbertanggungjawab hmemantau hkerja-

kerja hSPRM. 

Dalam hlaporan htahunan hmereka hada hulasan. hBerdasarkan 

hlaporan hyang hdibentangkan, hpihak hjawatankuasa hitu hakan 

hmenanyakan hkepada hpihak hkami huntuk hmengetahui hapa hsahaja, 

hsama hada htahap hsiasatan hatau hproses hyang hdigunakan.256
 

hKelima-lima hbadan hkhas hini hdiwujudkan huntuk hmemastikan 

hketelusan hdan hakauntabiliti hdalam hkeseluruhan hperjalanan 

hSPRM. hMekanisme hini hdapat hmembantu hmemenuhi hharapan 

hmasyarakat hterhadap hkebebasan, hkecakapan, hkeberkesanan, 

hketelusan hdan hakauntabiliti hSPRM hdalam hpelaksanaan 

hkewajipan hundang-undang hyang htelah hditetapkan. 

Ahli-ahli hbadan hbebas hini hmewakili horang hawam hyang 

hterdiri hdaripada hbekas hpegawai-pegawai hkanan hkerajaan, hahli-

ahli hpolitik h(kerajaan hdan hpembangkang), hgolongan hprofesional 

hdaripada hkalangan hahli hperniagaan hdan hsektor hkorporat, hahli 

hakademik, hpeguam hdan hindividu-individu hyang 

hdisegani.257Semua hprosedur hoperasi hSPRM hdipantau holeh hlima 

hbadan hpemantau hbebas hyang hterdiri hdari: 

a) Panel hPenilaian hOperasi 

Fungsi-fungsi: 

1) Menerima hdan hmendapatkan hpenjelasan hberhubung 

hperangkaan hKertas hSiasatan hyang hdibuka holeh 

hSuruhanjaya; 

2) Menerima hdan hmeneliti hlaporan hdaripada hSuruhanjaya 

hberhubung hKertas hSiasatan hyang hmana htempoh hsiasatan 

hmelebihi htempoh h12 hbulan; 

                                                            
256http://www.sinarharian.com.my/mobile/wawancara/berjuang-di-

sebalik-cabaran-1.207445, diakses tanggal 8 November 2013. 
 
257Ibid 
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3) Menerima hlaporan hdaripada hSuruhanjaya hberhubung 

hsemua hkes, hdi hmana hOrang hYang hDitangkap hyang 

hdilepaskan hdengan hjaminan holeh hSuruhanjaya hmelebihi h6 

hbulan; 

4) Menerima hdan hmeneliti hlaporan hdaripada hSuruhanjaya 

hberhubung hkeputusan-keputusan hKertas hSiasatan hyang 

htelah hdiperoleh hdari hPendakwa hRaya; 

5) Menerima hdan hmeneliti hlaporan hdaripada hSuruhanjaya 

hberhubung hKertas hSiasatan hyang hdikemukakan hkepada 

hPendakwa hRaya hdan htidak hmendapat hapa-apa hkeputusan 

hselepas htempoh hmelebihi h6 hbulan hke hatas; 

6) Memberi hpendapat hberhubung htindakan-tindakan hke hatas 

hkeskes hyang hdiputuskan huntuk htidak hdituduh; 

7) Menasihati hdan hmembantu hSuruhanjaya hke harah 

hkeberkesanan hoperasi hsiasatan hSuruhanjaya 

8) Meneliti, hmengkaji hdan hmemperakukan hkepada hLembaga 

hPenasihat hPencegahan hRasuah hberhubung hcadangan 

huntuk hmeningkatkan hkeberkesanan hoperasi hsiasatan 

hSuruhanjaya; hdan 

9) Mengemukakan hlaporan htahunan hdan hulasan hPPO hkepada 

hY.A.B.Perdana hMenteri hberhubung hdengan hperjalanan 

hoperasi hsiasatan hSuruhanjaya. 

b) Jawatankuasa hKhas hMengenai hRasuah 

Fungsi-fungsi: 

1) Menasihati hPerdana hMenteri hmengenai hapa-apa haspek 

hmasalah hrasuah hdi hMalaysia; 

2) Memeriksa hLaporan hTahunan hSuruhanjaya; 

3) Memeriksa hulasan hLembaga hPenasihat hPencegahan 

hRasuah htentang hperjalanan holeh hSuruhanjaya hakan 

hfungsinya hdi hbawah hAkta h; hdan 

4) Mendapatkan hpenjelasan hdan hpenerangan hdaripada 

hSuruhanjaya hmengenai hLaporan hTahunan hSuruhanjaya 

hdan hulasan hLembag hPenasihat hPencegahan hRasuah. 

c) Jawatan hkuasa hAduan 

Fungsi-fungsi: 
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1) Memantau hpengendalian holeh hSuruhanjaya hakan haduan 

hmengenai hsalah hlaku hyang htidak hbersifat hjenayah hterhadap 

hpegawai-pegawai hSuruhanjaya; hdan 

2) Mengenalpasti hapa-apa hkelemahan hdalam htatacara hkerja 

hSuruhanjaya hyang hmungkin hmenimbulkan haduan hdan hjika 

hdifikirkannya hsesuai huntuk hmembuat hapa-apa hsyor htentang 

htatacara hkerja hSuruhanjaya hsebagaimana hyang hdifikirkannya 

hpatut. 

d) Lembaga hPenasihat hPencegahan hRasuah 

Fungsi-fungsi: 

1) Menasihati hSuruhanjaya htentang hapa-apa haspek hmasalah hrasuah 

hdi hMalaysia; 

2) Menasihati hSuruhanjaya htentang hdasar hdan hstrategi hSuruhanjaya 

hdalam husahanya hmembanteras hrasuah; 

3) Menerima, hmeneliti hdan hmengendorskan hcadangan hdaripada 

hSuruhanjaya hke harah hperjalanan hcekap hdan hberkesan 

hSuruhanjaya; 

4)  hMeneliti hdan hmenyokong hkeperluan hsumber hSuruhanjaya huntuk 

hmemastikan hkeberkesanannya; 

5) Meneliti hLaporan hTahunan hSuruhanjaya hsebelum hdikemukakan 

hkepada hJawantankuasa hKhas huntuk hRasuah 

6)  hMengemukakan hulasannya htentang hperjalanan holeh hSuruhanjaya 

hakan hfungsinya hdi hbawah hAkta hkepada hJawatan hkuasa hKhas 

hMengenai hRasuah. 

e) Panel hPerundingan hdan hPencegahan hRasuah h(PPPR) 

Fungsi-fungsi: 

1) Meneliti hdan hmemperakukan hkepada hSuruhanjaya hbidang 

htumpuan h(priority hareas) hamalan, hsistem hdan htatacara hkerja hdi 

hsektor hawam hdan hswasta hyang hmempunyai hruang hdan hpeluang 

huntuk hjenayah hrasuah hberkembang; 

2) Meneliti hdan hmenambah hbaik hlaporan hyang hdisediakan holeh 

hSuruhanjaya hberhubung hdengan hperakuan hbagi hmenutup hruang 

hdan hpeluang hjenayah hrasuah hberkembang hdi hsektor hawam hdan 

hswasta; 

3) Membentuk hdan hmenggubal hamalan hterbaik h(best hpractices) 

hdalam hbidang-bidang htumpuan hdari hsemasa hke hsemasa; 
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4) Menasihati hSuruhanjaya hberhubung hpelaksanaan hprogram 

hpenerangan hdan hperhubungan hmasyarakat hserta 

hkempenkempen hke harah hmeningkatkan hkesedaran htentang 

hjenayah hrasuah hdan hmendapatkan hsokongan hmereka; 

5) Meneliti hkeberkesanan hprogram hpenerangan hdan hperhubungan 

hmasyarakat hserta hkempen-kempen hyang hdilaksanakan holeh 

hSuruhanjaya hdan hmemperakukan hcadangan hpenambahbaikan; 

6) Memantau hdari hsemasa hke hsemasa hsikap hdan hpersepsi humum 

hmasyarakat hterhadap hrasuah hdan husaha hyang hdilaksanakan holeh 

hSuruhanjaya; 

7) Membantu hSuruhanjaya hsebagai h‘key hcommunicator’ hdalam 

hmeraih hsokongan hmasyarakat, hpihak hmedia hdan hsektor- hsektor 

hyang hdikenal hpasti hterhadap husaha-usaha hpencegahan hyang 

hdilaksanakan holeh hSuruhanjaya; 

8) Meneliti, hmengkaji hdan hmemperakukan hkepada hLembaga 

hPenasihat hPencegahan hRasuah hberhubung hcadangan huntuk 

hmeningkatkan hkeberkesanan husaha hpencegahan hrasuah holeh 

hSuruhanjaya; hdan 

9) Mengemukakan hlaporan htahunan hdan hulasan hPPPR hkepada hYAB 

hPerdana hMenteri hberhubung hdengan hpencapaian haktiviti hdan 

hprogram hyang hdilaksanakan holeh hSuruhanjaya.258 

 

f) Memupuk hBudaya hAnti hRasuah 

Sekretariat hPencegahan hRasuah h(SPR-IPT) hdi hInstitusi 

hPengajian hTinggi h(IPT) holeh hSuruhanjaya hPencegahan hRasuah 

hMalaysia h(SPRM) hadalah hantara hinisiatif hpaling hpenting hyang 

hdiperkenalkan huntuk hmendidik hwarga hkampus hserta 

hmendapatkan hdan hmemelihara hsokongan hmereka hdalam husaha 

hmemerangi hdan hmembenci hrasuah. hSehingga h hsaat h hini, hsebanyak 

h20 hIPT htelah hmenumbuhkan hSPR-IPT hdi h 

kampus hmereka hyang hmempunyai hobjektif-objektif hseperti 

hberikut: 

1) Menerapkan hnilai hanti hrasuah, hpenyalahgunaan hkuasa hdan 

hpenyelewengan hdi hkalangan hpelajar hIPT. 

                                                            
258SPRM_Banteras_BM.pdf, di download pada tanggal 16 November 2013. 
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2) Mendedahkan hpelajar-pelajar hIPT hkepada hprogram-program 

hpencegahan hrasuah. 

3) Menjadikan hpelajar-pelajar hIPT hsebagai hpenyampai hmesej hanti 

hrasuah hkepada hmasyarakat hkampus hdan hluar hkampus. 

4) Meningkatkan hkesedaran hdan hpenghayatan hterhadap hnilai-nilai 

hintegrity hsemasa hmenjalankan htugas. 

5) Mendidik hdan hmendedahkan hpelajarpelajar hIPT hkepada 

hpelaksanaan hprogram-program hkemasyarakatan hyang 

hmenekankan hkepada hpenghayatan hnilai-nilai hmurni. 

6) Mewujudkan hpusat hrujukan hilmiah hmengenai hkesalahan hrasuah, 

hpenyalahgunaan hkuasa hdan hpenyelewengan hserta hperanan 

hSPRM hdalam hmenangani hjenayah hini. 

7) Meningkatkan hkerjasama hdua hhala hdi hantara hSPRM hdan hIPT 

 

Dalam hmenjalankan hobjektif hini, hSPRIPT; 

1) Menyelaras hpelaksanaan hprogram hpencegahan hrasuah hyang 

hdianjurkan holeh hSPRM hatau hpersatuan hpelajar. 

2) Memberi hbimbingan hdan hmaklumat htentang hbagaimana huntuk 

hmenganjurkan hprogram-program hpencegahan hrasuah hdan 

haktiviti hberkaitan. 

3)  hBerkhidmat hsebagai hPenyelaras hbagi hBahagian hHal hEhwal 

hPelajar hIPT, hSPRM hdan hpelajar hdalam hmenganjurkan hprogram 

hpencegahan hrasuah. 

4) Menghasilkan hbahan hpenerbitan hseperti hbunting, hpelekat, hbrosur 

h/ hrisalah hdan hbahan-bahan hpenerbitan hyang hlain. 

5) Bertindak hsebagai hpusat huntuk haktiviti hpelajar hSPRM htelah 

hmengemukakan hcadangan hkepada hKementerian hPengajian 

hTinggi h(KPT) huntuk hmemperluaskan hSPR hke hInstitut hPendidikan 

hGuru h(IPG) hdi hseluruh hnegara, hdi hsamping hmenerapkan 

hunsurunsur hanti hrasuah, hintegriti, hdan hnilai-nilai hmurni hdalam 

hkurikulum hdi hsekolah hrendah hdan hmenengah. 

Pada hNovember h2011, hsatu hmajlis hkonvensyen 

hSekretariat hPencegahan hRasuah h(SPR) hIPT h2011 htelah 

hberlangsung hdi hUniversiti hKebangsaan hMalaysia h(UKM) hselama 

htiga hhari. hProgram hini hmembawa htema h‘Memperkukuh hJati hDiri 

hMemerangi hRasuah’. hTujuan hkonvensyen hitu hadalah huntuk 
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hmengajak hwarga hkampus hmenyertai hSPRM hdalam husaha 

hmemerangi hdan hmembenci hrasuah, hpenyalahgunaan hkuasa, hdan 

hpenyelewengan hdi hnegara hini. hLapan hresolusi htelah hdihasilkan 

hpada hkonvensyen hkali hini hdan hdiserahkan hkepada hTimbalan 

hPesuruhjaya hSPRM h(Pencegahan) hDatuk hSutinah hSutan, huntuk 

hdipanjangkan hke hperingkat hKementerian hPengajian hTinggi 

h(KPT). hResolusi-resolusi hitu hialah: 

 

1) IPT hakan hbertindak hsebagai hagen hpendidikan hdengan 

hmenubuhkan hSahabat hSPR. 

2) Menggabungkan hmodul hpendidikan hrasuah hsebagai hsebahagian 

hdaripada hkurikulum hdi hIPT. 

3) Mempertingkatkan hpendidikan hanti hrasuah hmelalui hsaluran 

hmedia hsecara hmenyeluruh. 

4) Mewajibkan hmahasiswa hmelibatkan hdiri hdalam hkajian hintegriti 

hsebelum hbergraduasi. 

5) Melantik hSPRM hsebagai hpemerhati hdan hpemantau hpada 

hpilihanraya hkampus. 

6) Menyeru hahli-ahli hpolitik hdan hrakyat hbersikap hneutral hdalam 

hmemastikan hsiasatan hSPRM hadalah hbebas, htelus hdan hprofesional. 

7) Menyeragamkan himej hSPR-IPTA 

8) Menyeru hSuruhanjaya hPerkhidmatan hAwam h(SPA) huntuk 

hmengutamakan hcalon-calon hALUMNI hSPR-IPT hdalam hproses 

hpengambilan hpegawai-pegawai hSPRM. 

3) Kewenangan hSPRM/ hBPR 

a) Kewenangan hMemeriksa hOrang 

Pemeriksaan hdilakukan hdengan hmemanggil horang hdan 

hmemeriksanya hdengan hlisan hmenurut hcara htertentu huntuk 

hmengungkap hsuatu hdelik. hPejabat hitu hdapat hmeminta hdiserahkan 

hkeadanya hbuku, hdokumen hatau hsalinannya, hatau hbenda hlain hyang 

hmenurut hpendapatnya hdapat hmengungkapkan hsuatu hdelik 

hkorupsi. hDapat hjuga hmeminta hpernyataan htertulis hdibuat hdi 

hbawah hsumpah hyang hdapat hmengungkapkan hsuatu hdelik 

hkorupsi.Ketentuan hmengenai hpenyerahan hbuku hatau hdokumen 

hatau hsalinannya htidak hberlaku hbagi hbank, hhal hini hsebagaimana 

hdiatur hdalam hPasal h22 hayat h(2) hACA h(Anti hCorruption hAct). 
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Seseorang hyang hdiperiksa holeh hpejabat hBPR hMalaysia 

htersebut hharus hmengungkapkan hsemua hinformasi hyang 

hdiketahuinya hdan hdapat hdiperiksa hsetiap hhari hdalam hkurun 

hwaktu htertentu hsampai hpemeriksaan hitu hselesai. hOrang htersebut 

htidak hboleh hmenyembunyikan, hmerusak, hmengubah, hatau 

hmengirim hkeluar hdari hwilyah hhukum hMalaysia, hbuku, hdokumen, 

hatau hbenda hyang hdapat hdijadikan halat hbukti hdelik hkorupsi, hdan 

htidak hdapat hberalasan hbahwa hinformasi hyang hdiketahuinya hakan 

hmenyebabkan hself hincrimination hkepada hdirinya hatau 

histri/suaminya. 

b) Kewenangan hMelakukan hPenggeledahan 

Jika hcukup halasan hberdasarkan hinformasi hyang htelah 

hdiperoleh hbahwa hdisuatu htempat hdengan hdisertai hbukti htelah 

hdilakukan hdelik hkorupsi hberadasarkan hACA h(Anti hCorruption 

hAct), hPenuntut hUmum hdapat hmengeluarkan hperintah htertulis 

hkepada hpejabat hBPR hMalaysia huntuk: 

1) Memasuki hsuatu hpekarangan huntuk hmengeledah, hmenyita hatau 

hmengambil hbuku, hdokumen, hatau hbenda hlain; 

2) Memeriksa, hmembuat hsalinan hatau hmengambil hekstrak hbuku, 

hrekaman hatau hdokumen; 

3) Mengeledah horang hyang hada hdipekarangan hitu hdan huntuk htujuan 

hpenggeledahan, hmenahan horang hitu hdan hmenyingkirkan horang 

hdari htempat hitu hbila hperlu huntuk hmemudahkan hpenggeledahan, 

hmenyita, hdan hmenahan hbenda hyang hditemukan hpada horang hitu; 

4) Membuka, hmemeriksa hdan hmenggeledah hbenda, hcontainer hatau 

hwadah; 

5) Menyetop, hmenggeledah, hdan hmenyita hsuatu hkendaraan. 

Jika hpejabat hBPR hMalaysia hmenemukan, hmenyita, 

hmenahan hatau hmenggambil hbuku hatau hdokumen hdalam 

hmelaksanakan hwewenangnya hberdasarkan hACA h(Anti hCorruption 

hAct), hdan hternyata hbuku hatau hdokumen hitu hseluruhnya hatau 

hsebagian hberbahasa hnasional hMalaysia hatau hInggris, hmaka 

hpejabat hBPR hMalaysia htersebut hdapat hmeminta horang hyang 

hmemiliki, hmenahan hatau hmenguasai hbuku hatau hdokumen hitu 

huntuk hmenterjemahkan hke hdalam hbahasa hnasional hMalaysia 

hdalam hmasa htertentu hyang hdipandang hperlu holeh hpejabat hBPR 
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hMalaysia, hhal hini hini hsebagaimana hdiatur hdi hdalam hPasal h24 hACA 

h(Anti hCorruption hAct). 

c) Kewenangan huntuk hMenyita hBarang hBergerak 

Dalam hmelakukan htugas hpenyidikan hberadasarkan hACA 

h(Anti hCorruption hAct), hmaka hsetiap hpejabat hBPR hMalaysia hyang 

hberpangkat hdi hatas hinvestigator h(penyiasat), hyang hmempunyai 

halasan huntuk hmenduga hsuatu hbarang hbergerak hmenjadi hhal 

hsubjek hatau hbukti hberkaitan hdengan hdelik hkorupsi, hpejabat hBPR 

hMalaysia hmempunyai hkewenangan huntuk hmenyitanya. 

Pejabat hBPR hMalaysia hmembuat hdaftar hbarang hyang hdisita 

hdan hmencantumkan hlokasi hatau htempat hterjadinya hpenyitaan 

hserta hmendandatagani hdaftar htersebut.Salinan hatau hcopy hdaftar 

hbarang hyang hdisita hdiserahkan hsesegera hmungkin hkepada 

hpemilik hharta hyang hdisita hatau hkepada horang hdarimana hharta hitu 

hdisita.Harta hhasil hpenyitaan htersebut hdisimpan hdisuatu htempat 

hyang hditentukan holeh hpejabat hBPR hMalaysia hyang hberpangkat 

hatau hdi hatas hAssistant hSuperintendent. 

d) Kewenangan hmendapatkan hinformasi h 

Berdasarkan hPasal h27 hACA h(Anti hCorruption hAct), 

hwalaupun hditentukan hlain hdalam hperundang-undangan, hseorang 

hhakim hPengadilan hTinggi, hdengan hpermohonan hyang hdiajukan 

hkepadanya hberkaitan hdengan hpenyidikan hyang hdilakukan 

hmengenai hdelik hberdasarkan hACA h(Anti hCorruption hAct), hdapat 

hmemerintahkan hadvokat hatau hpengacara huntuk hmengungkap 

hinformasi hyang hdiketahuinya hmengenai htransaksi hatau hberkaitan 

hdengan hsuatu hharta hbenda hyang hdapat hdisita hberadasarkan hACA 

h(Anti hCorruption hAct). hKetentuan hsama hseperti hini hjuga hdiatur hdi 

hdalam hUndang-undang hRepublik hIndonesia hNomor h31 hTahun 

h1999 htentang hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi. 

Berdasarkan hPasal h28 hACA h(Anti hCorruption hAct), hsetiap 

horang hdapat hdiminta holeh hpejabat hBPR hMalaysia hatau holeh hpihak 

hkepolisian huntuk hmemberikan hinformasi hmengenai hhal hyang 

hbagi hpejabat hBPR hMalaysia hberkewajiban huntuk hmemeriksa 

hberdasarkan hACA h(Anti hCorruption hAct), hyang horang hitu 

hmempunyai hkuasa hmemberikan hharus hdapat hmemberikan 

hinformasi htersebut. 
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e) Orang hyang hMerintangi hatau hMenghalangi hPemeriksaan hdan 

hPengeledahan hDiancam hdengan hPidana. 

 

Ketentuan hdalam hPasal h29 hACA h(Anti hCorruption hAct) 

hsama hdengan hKetentuan hdi hdalam hPasal h21 hUndang-undang 

hRepublik hIndonesia hNomor h31 hTahun h1999 htentang 

hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi, hbahwa horang hyang 

hmerintangi hpemeriksaan hdalam hperkara hkorupsi hdiancam 

hdengan hpidana. hWalaupun hketentuan hPasal h29 hACA h(Anti 

hCorruption hAct) hlebih hluas hdan hlebih hterperinci, htermasuk 

hmenolak huntuk hmemberi haskes hpejabat hBPR hMalaysia hmasuk hke 

hdalam hpekarangan, hatau hmenolak huntuk hdigeledah, hmenyerang, 

hmerintangi, hmenghindari, hatau hmenghalangi hseorang hpejabat 

hBPR hMalaysia hdalam hmelaksanakan htugas hberdasarkan hACA 

h(Anti hCorruption hAct), htermasuk hantara hlain hsebagai hberikut. 

1) Menolak hseorang hpejabat hBPR hMalaysia hmemasuki 

hpekarangan hatau hmenolak huntuk hdigeledah holeh hseorang 

hyang hberwenang huntuk hmenggeledah hberdasarkan hACA 

h(Anti hCorruption hAct). 

2) Tidak hmemenuhi hsuatu hpermintaan hyang hsah, hnota, hperintah 

hatau hpersyaratan hseorang hpejabat hBPR hMalaysia huntuk 

hmelaksanakan hkewajibannya hberdasarkan hACA h(Anti 

hCorruption hAct). 

3) Mengabaikan, hmenolak hatau hmelalaikan huntuk hmemberi 

hinformasi hyang hmasuk hakal hkepada hpejabat hBPR hMalaysia 

hyang hdisyaratkan holeh hdia hbahwa horang hitu hmempunyai 

hkuasa huntuk hmemberikan. 

4) Tidak hmemberikan hkeadaan, hatau hmenyembunyikan hatau 

hmencoba huntuk hmenyembunyikan hkepada hpejabat hBPR 

hMalaysia hbuku, hdokumen, hatau hbenda hyang hberkaitan 

hdengan hpejabat hitu hmempunyai halasan huntuk hmenunda 

hbahwa hsuatu hdelik hberdasarkan hACA h(Anti hCorruption hAct) 

htelah hdilakukan, hatau hsedang hdilakukan, hatau hdapat hdisita 

hberdasarkan hACA h(Anti hCorruption hAct). 

5) Menyelamatkan hatau hberusaha huntuk hmenyelematkan hatau 

hmenyebabkan hsuatu hbenda hterselamatkan hdari hpenyitaan. 
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6) Merusak hbenda huntuk hmencegah hbenda hitu hdi hsita hatau 

huntuk hpengamanan hbenda hitu. 

Berdasarkan hPasal h30 hACA h(Anti hCorruption hAct), hsemua 

hbenda hyang hberkaitan hdengan hdelik hdalam hACA h(Anti hCorruption 

hAct) hdapat hdisita hberdasarkan hCPC h(Criminal hProcedure hCode). 

hDalam hmelaksanakan hwewenang hpenyidikan, hpejabat hBPR 

hMalaysia hdapat hmenahan htersangka hdelik hkorupsi.Penahanan 

htersebut hdapat hpenundaan hdengan hmembayar huang hjaminan 

hyang hjumlahnya hditentuakan holeh hpejabat hBPR hMalaysia.Jika 

hsyarat-syarat hyang hditentukan holeh hpejabat hBPR hMalaysia 

hdilanggar htersangka hdapat hditahan hkembali. hDalam h24 h(dua 

hpuluh hempat) hjam hdi hluar hmasa hperjalanan, hsetelah hdilakukan 

hpenahanan hdan htidak hdilepaskan, hmaka htersangka hharus 

hdihadapkan hke hPengadilan hMagistrat hyang hdapat hmengirim 

hkembali hke htahanan, hmemberikan hbail hdengan hsyarat hyang hsama 

hatau hsyarat hlain hyang hdi hanggap hperlu. hBagi htersangka hyang htelah 

hmenjalani hpidana hpenjara hatau hditahan hsecara hpreventif hdalam 

hperkaa hlain, hatau hpenahanan hlain, hatau hpenahanan hlain hyang hsah, 

hpejabat hBPR hMalaysia hberpangkat hatau hdiatas hrank 

hsuperintendent hdengan hperintah htertulis, hmeminta hdihadapkan 

hkepadanya hatau hkepada hpejabat hBPR hMalaysia hyang hlain huntuk 

htujuan hpenyidikan hdan huntuk htujuan hituia htetap hditahan hpaling 

hlama h14 h(empat hbelas) hhari. hOrang htersebut hdapat hdibawa hke 

hsatu htempat hyang hlain huntuk htujuan hpenyidikan hatau huntuk 

htujuan hpenggeledahan htempat, hpenyitaan hbenda, hatau huntuk 

hmengidentifikasi hseseorang hatau huntuk htujuan hlain hyang 

hberkaitan hdengan hpenyidikan. 

Dengan hdemikian, hpengaturan htenang hhukum hacara 

hpidana hdalam hACA h(Anti hCorupption hAct) hjauh hlebih hlengkap hdan 

hterperinci hdi hbandingkan hdengan hketentuan hdi hdalam hUndang-

undang hRepublik hIndonesia hNomor h31 hTahun h1999 htentang 

hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi. 

Ketentuan htentang hacara hpidana hdi hdalam hUndang-

undang hRepublik hIndonesia hNomor h31 hTahun h1999 htentang 

hpemberantasan hTindak hPidana hKorupsi htersebut hsangat hminim, 

hsecara humum hhanya hmenyangkut hhukum hpidana hMateriil, 
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hsedangkan hpengaturan hhukum hpidana hformil hatau hhukum hacara 

hpidana hpemberantasan hkorupsi hdiatur hdidalam hUndang-undang 

hRepublik hIndonesia hNomor h30 hTahun h2002 htentang hKomisi 

hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi, hnamun htetap 

hberpedoman hdan hterikat hdengan hKUHAP hsebagaimana hdiatur 

hdidalam hUndang-undang hRepublik hIndonesia hNomor h8 hTahun 

h1981 htentang hHukum hAcara hPidana, hsesuai hdengan hadagium hlex 

hspecialis hdegorat hgenerali. hJika hUndang-undang hRepublik 

hIndonesia hNomor h31 hTahun h1999 hTentang hPemberantasan 

hTindak hPidana hKorupsi hdan hUndang-undang hRepublik hIndonesia 

hNomor h30 hTahun h2002 htentang hKomisi hPemberantasan hTindak 

hPidana hKorupsi htelah hmengatur hsecara hkhusus htentang hhukum 

hpidana hFormil, hmaka hketentuan hitu hharus hditerapkan. hAkan 

htetapi, hjika hUndang-undang hRepublik hIndonesia hNomor h30 

hTahun h2002 htentang hKomisi hPemberantasan hTindak hPidana 

hKorupsi htidak hmengatur hsecara hkhusus htentang hhukum hpidana 

hformil, hmaka hKUHAP hmerupakan hketentuan humum h(generali) 

hhukum hpidana hformil. 

 

f) Ketentuan hMengenai hPenuntut hUmum 

Penempatan hbeberapa hpenuntut humum h(pendakwa hraya) 

hdi hBPR hMalaysia hbukan hberarti hBPR hMalaysia hmengambil halih 

htugas hpenutut hkorupsi hdari hinstitusi hpenutut humum, htetapi 

hpenuntut humum hada hdi hBPR hMalaysia hadalah hmerupakan 

hpenghubung hantara hBPR hMalaysia hdan hBadan hPenuntut hUmum 

h(Peguam hNegara). 

Dalam hPasal h31 hACA h(Anti hCorruption hAct) hdiatur, 

hwalaupun hada hketentuan hsebaliknya hdalam hUndang-undang hatau 

hketentuan hrule hof hlaw, hjika hpenuntut humum hmerasa hperlu huntuk 

htujuan hpenyidikan hdelik hkorupsi, hmaka hberdasarkan hACA h(Anti 

hCorruption hAct) hdapat hmemberikan hkuasa hkepada hpejabat hBPR 

hMalaysia hsecara htertulis, hyang hberpangkat hatau hdi hatas hAssistant 

hSuperintendent huntuk hberhubungan hdengan hbank hdalam 

hmelakukan hsegala htugas hyang hberkaitan hdengan hpenyidikan 

hsebagaimana hyang hditentukan hdi hdalam hACA h(Anti hCorruption 

hAct). 
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Hal hdi hatas hberbeda hdengan hdi hIndonesia hyang hizin 

hdiminta hdari hBank hIndonesia hjika hingin hmelakukan hpemeriksaan 

hrekening hseseorang hdi hbank, hpermintaan hdiajukan holeh 

hkepolisian hatau hkejaksaan, htetapi hdengan hkewenangan hyang 

hdimiliki holeh hPenyidik, hdan hPenuntut hUmum hKomisi 

hPemberatasan hKorupsi hdalam hmelakukan hdalam hmelakukan 

hpemeriksaan hrekening hbank hseseorang hyang hdiduga hmelakukan 

hdelik hkorupsi htanpa hharus hmeminta hizin hkepada hBank hIndonesia, 

hsebagaimana hdiatur hdalam hPasal h12 hayat h(1) hhuruf hc hdan hhuruf hd 

hUndang-undang hRepublik hIndonesia hNomor h30 hTahun h2002 

htentang hKomisi hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi, hyang 

hberbunyi: h(1) hDalam hmelaksanakan htugas hpenyelidikan, 

hpenyidikan, hdan hpenuntutan hsebagaimana hdimaksud hdalam 

hPasal h6 hhuruf hc, hKomisi hPemberantasan hKorupsi hberwenang h: h(c) 

hmeminta hketerangan hkepada hbank hatau hlembaga hkeuangan 

htersangka hatau hterdakwa hyang hsedang hdiperiksa h: h(d) 

hmemerintahkan hkepada hbank hatau hlembaga hkeuangan hlainnya 

huntuk hmemblokir hrekening hyang hterkait. hJadi hkewenangan 

hKomisi hPemberantasan hKorupsi hIndonesia hdemikian hluas 

hbahkan hberwenang hmemerintah hpihak hbank hatau hlembaga 

hkeuangan huntuk hmemblokir hrekening htersangka, hterdakwa, hatau 

hpihak hlain hyang hterkait, hyang hdiduga hhasil hdari htindak hpidana 

hkorupsi, hberbeda hdengan hkewenangan hkepolisian hdan hkejaksaan 

hyang hsangat hterbatas hdalam hhal hini. 

Dalam hberhubungan hdengan hbaik, hpejabat hBPR hMalaysia 

hdiberi hkewenangan huntuk: 

i. Memeriksa hsemua hsalinan hbuku hbank, hrekening hbank, hatau 

hdokumen hyang hberhubungan hdengan hdipunyai, hditahan hatau 

hdikontrol holeh hbank; 

ii. Meriksaan hsalinan hsuatu hrekening hsaham, hrekening hpembelian, 

hrekening hpengeluaran hatau hrekening hlain hsetiap horang hyang 

hdisimpan hdi hbank. 

iii. Memeriksa hisi hsetiap hsafe hdeposit hbox hdi hdalam hbank. 

iv. Meminta hsetiap hinformasi hyang hberkaitan hdengan hsuatu 

hdokumen, hrekening hatau hbenda hyang htersebut hpada hbutir ha, hb, 

hdan hc. 
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Walaupun htelah hditentukan hdemikian hkewenangan hdari 

hpejabat hBPR hMalaysia, htetapi hpejabat hBPR hMalaysia hyang htelah 

hdiberi hkewenangan hatau hkuasa hdapat hmengambil hsuatu hbuku, 

hdokumen, hrekening htitle, hsurat hutang hatau hCash hyang htelah 

hdiperiksanya, hjika hmenurut hpendapatnya: 

a) Pada hwaktu hpemeriksaan hmengambil hsalinannya, hmengambil 

heksraknya, htidak hdapat hdiselesaikan htanpa hmengambilnya: 

b) Benda hitu hakan hdiganggu hdengan hatau hdirusak htanpa hdia 

hmengambilnya. 

c) Benda hitu hdiperlukan hsebagai hbukti hdi hdalam hpenuntutan hsuatu 

hdelik hkorupsi 

d) Berdasarkan hACA h(Anti hCorruption hAct) hdan hperundang-

undangan hyang hlain. 

Jadi, hpengaturan hmengenai hpemeriksaan hrekening 

htersangka hdi hbank hlebih hluas hwewenang hyang hdimiliki 

hpenyidikan hBPR hMalaysia hdibandingkan hdengan hpenyidik 

hkepolisian hdan hkejaksaan hdi hIndonesia, htetapi hsama hluasnya 

hdengan hkewenangan hyang hdimiliki hpenyidik hKomisi 

hPemberantasan hKorupsi hIndonesia. 

Di hlain hpihak, hpenuntut humum hberwenang huntuk 

hmendapatkan hinformasi, hwalapun hditentukan hlain hdalam 

hundang-undang hatau hrule hof hlaw, hpenuntut humum hjika hada 

halasan huntuk hdipercaya hberdasarkan hhasil hpenyidikan hyang 

hdilakukan holeh hpejabat hBPR hMalaysia hbahwa hsuatu hdelik hkorupsi 

hberdasarkan hACA h(Anti hCorruption hAct) htelah hdilakukan,dengan 

hnota htertulis hdapat h: 

i. Mewajibkan htersangka hyang htelah hmelakukan hdelik hkorupsi 

hmembuat hperyataan htertulis hdi hbawah hsumpah hatau hpenegasan; 

ii. Menjelaskan hsemua hharta hbergerak hatau htidak hbergerak, hdi 

hdalam hatau hdiluar hMalaysia, hkepunyaan hdia hatau hdikuasai, hatau 

hdidalamnya hdia hmempunyai hkepentingan, hapakah hlegal hatau 

hpatut hdan hmenjelaskan hkapan hharta hitu hdiperoleh hdan 

hbagaimana hcara hmemperolehnya, hapakah hdengan hjalan 

htransaksi, hwarisan, hditemukan, hpusaka, hatau hdengan hcara hyang 

hlainnya, 
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iii. Memeriksa hsetiap hharta hyang hdikirim hke hluar hMalaysia holehnya 

hpada hmasa hyang hditentukan hdalam hnota; 

iv. Mengemukakan hperkiraan hnilai hdan htempat htiap hharta hitu hyang 

hdiidentifikasi hberdasarkan hsub ha) hdan hsub hb) hdan hjika hharta hitu 

htidak hdapat hditentukan htempatnya, hapa halasannya; 

 Menyatakan hsetiap hharta hyang hdiidentifikasi hberdasarkan hsub ha) 

hdan hsub hb) hapakah hharta hitu hdipegang holehnya hatau horang hlain 

hatas hnamanya hapakah htelah hditransfer, hdijual, hatau hdisimpan 

horang hlain, hapakah htelah hdikurangi hnilainya hsejak hdikuasainya, 

hdan hapakah htelah hdicampur hdengan hharta hlain hyang htidak hdapat 

hdipisahkan hatau hdibagi htanpa hkesulitan; 

 Mengemukakan hsemua hinformasi hyang hberhubungan hdengan 

hharta, hbisnis, hperjalanan, hatau haktivitas hlain, hyang hditentukan 

hdalam hnota; 

 Mengemukakan hsemua hsumber hpendapatan, hmilik, hatau hasetnya. 

 Mewajibkan hkeluarga hatau hteman horang hyang hdimaksud hbutir h1) 

hatau horang hlain hyang hPenuntut hUmum hberalasan huntuk hpercaya 

hdapat hmembantu hpenyidikan, hmemberikan hpernyataan htertulis 

hdi hbawah hsumpah hatau hpenegasan; 

 Menjelaskan hsemua hharta hbergerak hatau htidak hbergerak, hdi 

hdalam hatau hdiluar hMalaysia, hkepunyaan hdia hatau hdikuasai, hatau 

hdi hdalamnya hdia hmempunyai hkepentingan, hapakah hlegal hatau 

hpatut hdan hmenjelaskan hkapan hharta hitu hdiperoleh hdan 

hbagaimana hcara hmemperolehnya, hapakah hdengan hjalan 

htransaksi, hwarisan, hditemukan, hpusaka, hatau hdengan hcara hyang 

hlainnya, hmemeriksa hsetiap hharta hyang hdikirim hke hluar hMalaysia 

holehnya hpada hmasa hyang hditentukan hdalam hnota; 

 Mengemukakan hperkiraan hnilai hdan htempat htiap hharta hitu hyang 

hdiindentifikasi hberdasarkan hsub ha) hdan hsub hb) hdan hjika hharta hitu 

htidak hdapat hditentukan htempatnya, hapa halasannya,Menyatakan 

hsetiap hharta hyang hdiindentifikasi hberdasarkan hsub ha) hdan hsub hb) 

hapakah hharta hitu hdipegang holehnya hatau horang hlain hatas 

hnamanya hapakah htelah hditransfer, hdijual, hatau hdisimpan horang 

hlain, hapakah htelah hdikurangi hnilainya hsejak hdikuasainya, hdan 

hapakah htelah hdicampur hdengan hharta hlain hyang htidak hdapat 

hdipisahkan hatau hdibagi htanpa hkesulitan;gemukakan hsemua 
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hinformasi hyang hberhubungan hdengan hharta, hbisnis, hperjalanan, 

hatau haktivitas hlain, hyang hditentukan hdalam hnota, 

g) Mengemukakan hsemua hsumber hpendapatan, hmilik, hatau hasetnya, 

Mewajibkan hsetiap hpejabat hbank hatau hlembaga hkeuangan 

hatau hsetiap horang hyang hdengan hcara hatau hyang hbertanggung 

hjawab huntuk hmanajemen hdan hmengawasi hhal-hal hsuatu hbank 

hatau hsuatu hlembaga hkeuangan huntuk hmenyerahkan hsalinan hatau 

hsemua hrekening, hdokumen, hatau hrekaman h(records) hyang 

hberkaitan hdengan hseseorang hyang huntuk hdia hkeluarkan hnota 

hberdasarkan hbutir h1) hdan hbutir h2). 

Selajutnya hPasal h32 hayat h(3) hACA h(Anti hCorruption hArt) 

hmenetukan, hapabila hpenutut humum hada halasan huntuk hpercaya 

hbahwa hsesorang hpejabat hatau hbadan hpublik htelah hdiberikan hnota 

hyang hdimaksud hpada hPasal h32 hayat h(1) hACA h(Anti hCorruption 

hAct) h, hmemiliki, hmenguasai, hmengotrol, hatau hmemang 

hkepentingan hpada hsuatu hharta, hyang hberlebihan hdibandingkan 

hdengan hpendapatan hsekarang hdan hdimasa hlalu hdan hsemua 

hkeadaan hlain hyang hrelevan, hpenuntut humum hdapat hdengan 

hpetunjuk htertulis hmewajibkan htersangka huntuk hmembuat 

hpernyataan hdibawah hsumpah hdan hatau hmemang hjumlah hyang 

hberlebihan hitu, hdan hapabila htidak hdapat hmemberikan hpenjelasan 

hyang hmemuasakan htentang hjumlah hharta hyang hberlebihan hitu, 

hdapat hdinyatakan hdidakwa hmelakukan hdelik hkorupsi hdan hdapat 

hdiancam hpidana: 

i) Penjara hpaling hsingkat h14 h(empat hbelas) hhari hdan hpaling hlama h20 

h(dua hpuluh) hhari; 

ii) Denda htidak hkurang hdari h5 h(lima) hkali hjumlah hyang hberlebih hdan 

hitu, hmaka hjumlah hyang hberlebihan hitu hdapat hdinilai, hatau h10.000 

hringgit hMalaysia, htergantung hjumlah hmana hyang hlebih hbanyak. 

Berdasarkan hrumusan hPasal h32 hayat h(3) hACA h(Anti 

hCorruption hAct) hini, hketentuan hini hluar hbiasa hberatnya hkarena 

hselain hmerupakan hpembalikan hbeban hpembuktian hyang hprima 

hfacie, hjuga hancaman hpidananya hsangat hberat hterutama hdenda 

hyang h5 h(lima) hkali hlipat hdari hharta hyang hberlebihan hdan htidak 

hdapat hdijelaskan hmengenai hasal-usul hitu. hKalau hsesudah hdikali h5 
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h(lima) hmasih hlebih hrendah hdari h10.000 hringgit hMalaysia, hartinya 

hpidana hdendanya hpaling hsedikit h10.000 hringgit hMalaysia. 

Dengan hdemikian hsudah hjelas hmengapa hdi hBPR hMalaysia 

hterhadap hsejumlah hpenuntut humum hditugaskan, hyang hdisamping 

htugas hlain hseperti hizin hmemeriksa hrekening hdi hbank, 

hpenggeledahan hdan hlain-lain, hjuga hmenyelesaikan htugas 

hpembalikan hbeban hpembuktian hyang hkhusus hmerupakan htugas 

hdari hpenuntut humum. 

 

 

4) Pembalikan hBeban hPembuktian 

Pembalikan hbeban hpembuktian hsecara htegas hhanya 

hditemukan hdi hdalam hPasal h42 hACA h(Anti hCorruption hAct) hyang 

hmengatur htentang hpembuktian h(evidence).Meskipun hhanya 

hmenyangkut hpemberian hdalam harti hluas h(gratification).Pada 

hsetiap hproses hterhadap hsetiap horang hyang hdidakwakan 

hmelanggar hPasal h10, h11, h13, h14, hatau h15 htelah hdibuktikan hbahwa 

hsuatu hpemberian h(gratification) htelah hditerima hatau hsetuju 

huntuk hditerima, hdiperoleh, hatau hdicoba huntuk hdiperoleh, 

hdidapatkan, hdiberikan hatau hsetuju huntuk hdiberikan hatau 

hdijanjikan, hatau hditawarkan holeh hatau hkepada hterdakwa hmaka 

hpemberian hitu hdianggap hsecara hkorup htelah hditerima hatau hsetuju 

huntuk hditerima, hdiperoleh hatau hdicoba huntuk hdiperoleh, hdidapat, 

hdiberikan, hatau hsetuju huntuk hdiberikan, hdijanjikan, hatau 

hditawarkan hsebagai hsuatu hbujukan hatau hhadiah huntuk hsuatu hatau 

hkarena hhal hyang hdinyatakan hsecara hkhusus hdalam hdelik hitu, 

hkecuali hdapat hdibuktikan hsebaliknya. 

Didalam hrumusan hPasal h42 hACA h(Anti hCorruption hAct) hini 

hternyata hbahwa hpembalikan hbeban hpembuktian hberlaku hbagi 

hpenerima h(passieve homkoping) hdan hpemberi h(actieve homkoping) 

hdengan hkata-kata…by hor hto hthe haccuse(…. hOleh hatau hkepada h). 

Pasal h42 hayat h(2) hACA h(Anti hCorruption hAct) hdinyatakan, 

hbahwa hketentuan hpembalikan hbeban hpembuktian hini hberlaku 

hjuga hbagi hdelik hsuap hdi hdalam hPenal hCode hatau hKUHP hMalaysia. 

hLengkapnya hPasal h42 hayat h(2) hACA h(Anti hCorruption hAct) 

htersebut hberbunyi: 
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Where hin hany hproceeding hagainst hany hperson hfor han hoffence 

hunder hsection h161, h162, h163, hor h164 hof hthe hPenal hCode, hit his hproved 

hthant hsuch hperson hhas haccepted hor hagreed hto haccept, hor hobtained 

hor hattempted hto hobtain hany hgratification, hsuch hperson hshall hbe 

hpresumend hti hhave hdone hso has hmotive hor hreward hfor hthe hmatters 

hset hout hin hthe hparticulars hof hthe hoffence, hunless hthe hcontrary his 

hproved. 

Pada hsemua hproses hterhadap hsetiap horang hyang 

hdidakwakan hmelanggar hPasal h161, h162, h163, hatau h164 hKUHP 

h(Malaysia), htelah hdibuktian hbahwa horang hitu htelah hmenerima 

hatau hsetuju huntuk hmenerima hatau hmemperoleh hatau hmencoba 

huntuk hmemperoleh hsuatu hpemberian h(Gratification), hmaka 

horang hitu hdianggap htelah hmelakukan hperbuatan hdemikian 

hsebagai hmotif hatau hhadiah hatas hhal-hal hyang hdinyatakan hsecara 

hkhusus hdalam hdelik hitu, hkecuali hdi hbuktikan hsebaliknya. 

Maksud hkalimat: hhal-hal hang hdinyatakan hsecara hkhusus 

hdalam hdelik hitu,… hadalah hbagian hdari hdelik h(bestanddelen) hyang 

hharus hdibuktikan holeh hpenuntut humum, hmenjadi htidak husah 

hdibuktikan hkarena hsebaliknya hterdakwalah hyang hharus 

hmembuktikannya. 

Rumusan hPasal h42 hayat h(2) hACA h(Anti hCorruption hAct) 

hadalah hsama hdengan hrumusan hPasal h12 hB hUndang-undang 

hRepublik hIndonesia hNomor h20 hTahun h2001 htentang hPerubahan 

hatas hUndang-undang hRepublik hIndonesia hNomor h31 hTahun h1999 

hTentang hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi, hyang 

hberkekuatan hsebagai hberikut: 

a) Setiap hgratifikasi hkepada hpegawai hnegeri hatau hpenyelenggara 

hNegara hdianggap hpemberian hsuap, hapabila hberhubungan hdengan 

hjabatannya hdan hyang hberlawanan hdengan hkewajiban hatau 

htugasnya, hdengan hketentuan hsebagai hberikut; 

b) Yang hnilainya hRp. h10.000.000.00 h(sepuluh hjuta hrupiah) hatau 

hlebih, hpembuktian hbahwa hgratifikasi htersebut hbukan hmerupakan 

hsuap hdilakukan holeh hpenerima hgratifikasi; 

c) Yang hnilainya hkurang hdari hRp. h10.000.000 h(sepuluh hjuta hrupiah), 

hpembuktian hbahwa hgratifikasi htersebut hsuap hdilakukan holeh 

hpenuntut humum;Pidana hbagi hpegawai hnegeri hatau hpenyeleggara 
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hNegara hseabagimana hdimaksud hdalam hayat h(1) hadalah hpidana 

hpenjara hseumur hhidup hatau hpidana hpenjara hpaling hsingkat h4 

h(empat) htahun hdan hpaling hlama h20 h(dua hpuluh) hahun, hdan 

hpidana hdenda hpaling hsedikit hRp. h200.000.000.00 h(dua hratus hjuta 

hrupiah) hdan hpaling hbanyak hRp.1.000.000.000.00 h(satu hmilyar 

hrupiah) 

ACA h(Anti hCorruption hAct) hdi hMalaysia hyang hmengatur 

hbaik hhukum hpidana hmateriil hmaupun hhukum hpidana hformiil, 

horganisasi, hwewenang, hpengangkatan hpejabat hBPR hMalaysia, 

hwewenang hpenutut humum hdari hjuga hdelik hlain hyang hdapat 

hdisidik holeh hBPR hMalaysia, hseperti hdelik hsuap hdalam hpenal hCode 

hatau hKHUP hMalaysia, hdelik hkepabeanan, hdan hdelik hpemilihan 

humum h(pemilihan hraya). hJuga hmencampuri hketentuan htentang 

hdisiplin hpegawai hnegeri hatau hpejabat hpublik.Meliputi hsistem 

hjaringan hpencegahan hkorupsi hdan hhubungan hmasyarakat hdalam 

hbentuk hpropaganda hanti hkorupsi hsecara hgencar hkepada 

hmasyarakat, hsampaiada hpengkajian hIslam hyang htujuannya 

hdemikian. 

Melihat hsistem hprevensi hdan hhubungan hmasyarakat, hbaik 

hdalam harti haturan hmaupun hpenerapan hdi hlapangan, hdapatlah 

hdikatakan hsistem hBPR hMalaysia hyang hterbaik.Demikian 

hgencarnya hpropaganda hanti hkorupsi hkepada hmasyarakat hyang 

hdilakukan holeh hBPR hMalaysia, hsampai hdiciptakan hsuatu hhymne 

hpemberantasan hkorupsi hyang hliriknya. 

Terbuktinya hbahwa hpemberantasan hkorupsi hdi hMalaysia 

hdilakukan hdengan hsegala hdaya hdan hcara, hrepresif hyang hkeras, 

htegas, hdibarengi hsistem hpreventive hdan hhubungan hmasyarakat 

hyang hsangat hintensif, hdidukung holeh hpolitical hwill hyang hprima 

hdari hPemerintah hdisertai hdengan hsumber hdaya hmanusia hyang 

hprofessional hdan hberitegritas. hTidak hkurang hpentingnya hadalah 

hteroperasional hdari hBPR hMalaysia. hPeraturannya hatau hACA h(Anti 

hCorruption hAct) hpun hsangat hlengkap, hwalaupun hdengan hhanya 

hsatu hUndang hUndang htelah hmampu hmencakup hsemua hhal hdengan 

hrumusan hdelik hyang hjelas, hsangat hleras, hdan hdijalankan holeh hBPR 

hMalaysia hdengan hkonsisten. 
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Malaysia hmerupakan hsalah hsatu hnegara hyang hturut 

hmenandatangani hkonvensi htersebut hdan htelah hmelakukan hupaya-

upaya hyang hpatut hdiacungi hjempol hdalam hmemerangi hkorupsi.Di 

hantara hhal hyang hspektakuler hdilakukan hdi hnegara hini hadalah 

hdiberlakukannya h'sistem hpembuktian hterbalik'.Secara 

hsederhana, hartinya, hseorang hpejabat hnegara hyang hterindikasi 

hmelakukan hkorupsi hdengan hharta hkekayaan hyang htidak 

hsebanding hdengan hkemungkinan hpenghasilan hdari hjabatannya, 

hdapat hdiminta huntuk hmembuktikan hdari hmana hkekayaan hitu 

hdidapatkan, hdiminta huntuk hmembuktikan hbahwa hdia htidak 

hmelakukan hkorupsi.Jika hseorang hpegawai hrendah hatau hseorang 

hprajurit hterlihat hmemiliki htempat htinggal h(rumah) hmewah hatau 

hkendaraan hmewah, hmaka hBadan hPencegah hRasywah hdapat 

hmeminta hyang hbersangkutan huntuk hmembuktikan hbahwa hdia 

htidak hmelakukan hkorupsi.Langkah hini hcukup hefektif.Para hpejabat 

hdi hnegara hjiran hini, hsangat hberhati-hati, hmeskipun hpasti htidak 

hsemua hbersih hdari hperilaku hkorupsi. h
259 

Permasalahan hdalam hpemberantasan hkorupsi hdi hMalaysia 

holeh hBPR hMalaysia hadalah hindependensinya hBPR hMalaysia hyang 

hkurang hjelas hdan htegas, hkarena hBPR hMalaysia hmasih hberada hdi 

hbawah hadministrasi hkantor hPerdana hMenteri hMalaysia, 

hpimpinannya hdiangkat holeh hyang hDipertuan hAgung, hdengan 

hnasihat hdari hperdana hMenteri. hDemikian hpula hhanya hdengan 

hjanji hikrar hatau hsumpah hjabatan hpada hwaktu hpejabat hteras hBPR 

hMalaysia hdilantik, hsusunan hkalimatnya hditentukan hleh hPerdana 

hMenteri, hsehingga hjanji hikrar hatau hsumpah hitu hsecara hpsikologis 

hBPR hMalaysia hharus hsetia hkepada hPemerintah hatau hperdana 

hMenteri. 

 

5) Praksarsa hPemerintah hMemberantas hKorupsi 

a) IMM 

Institut hIntegritas hMalaysia h(IIM), hyang hdibentuk holeh hTun 

hAbdullah hAhmad hBadawi hpada h4 hMaret h2004, htelah hdiimpikan 

                                                            
259http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article

&id=1097:perang-terhadap-korupsi-belajar-dari-malaysia-dan-
singapura&catid=25:artikel&Itemid=44,diakses tanggal 8 November 2013. 
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hsebagai hagen hyang hakan hmengkoordinir himplementasi hRencana 

hIntegritas hNasional h(MENJEPIT).IIM hmenggunakan hberbagai 

hstrategi huntuk hmenyelesaikan hperan hnya h[sebagai/ketika] 

hmenerapkan hagen hJEPITAN, hmencakup hriset, hmengorganisir 

hkonferensi, hseminar, hdan hforum, hmenerbitkan hbuku hdan hlain 

hhasil hcetakan, hmenasehatkan hpemerintah hpada hstrategi huntuk 

htingkatkan hintegritas hdan hnetworking hdengan horganisasi 

hinternasional. 

Untuk hmengukur hsukses hRencana hIntegritas hNasional, hIIM 

hmengembang;kan hIndex hPersepsi hIntegritas hNasional h( hIPIN). 

hIndex hdidapat hlewat hsuatu hsurvei hluas hdari hpejabat hpublik hdan 

hkalayak hramai. hEnam hindikator hdigunakan huntuk hmemperoleh 

hindex: 

i. Persepsi hatas hkorupsi, 

ii. Mutu hpenyerahan hjabatan hdalam hpemerintahan, 

iii. Etika hbisnis hdan hkewajiban hsosial, 

iv. Stabilitas hinstitusi hkeluarga hdan hmasyarakat, 

v. Mutu hhidup hdan hkesejahteraan hmasyarakat, 

vi. Kehormatan hpublik. 

Empat hsurvei hnasional huntuk hmemperoleh hIPIN htelah 

hdiselenggarakan hhingga hkini, hdengan hhasil hyang hpertama 

hmengumumkan h2007.IIM hbekerja hdengan hDepartemen hStatistik 

hdan hakademis huntuk hmelakukan hsurvei h[itu] hdan hmenghasilkan 

hindex. 

Setelah hTun hAbdullah hBadawi hturun h2009, hIIM htetap 

hberfungsi hsebagai hpengkoordinir hbadan huntuk hIntegritas 

hNasionalMerencanakan. hIIM hmelanjut huntuk 

h[memegang/menjaga] hperistiwa hpublik hdan hlain haktivitas huntuk 

hmembantu hperkembangan hintegritas. hTahun h2011, hIIM 

hmeluncurkan hSistem hIntegritas h[Perseroan/ hPerusahaan] 

hMalaysia h(CISM), hsuatu hproyek huntuk hmendorong hbisnis huntuk 

hmematuhi hprinsip h[dari;ttg] hpenguasaan hbaik hdengan 

hmenandatangani hPersetujuan hIntegritas 

h[Perseroan/Perusahaan] hDan hIkrar hIntegritas 

h[Perseroan/Perusahaan]. hSampai hSeptember h2012, hsuatu htotal 
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h128 hkesatuan hberkisar hantara hKorporasi hMultinasional hke hkecil 

hDan hMedium hPerusahaan hsudah hmenandatangani hdokumen. 

b) RIN 

Rencana hIntegritas hNasional hadalah hsuatu hlima hrencana 

htahun hmembuat hgaris hbesar hdi hbawah hkepemimpinan hGentong 

hAbdullah hAhmad hBadawi huntuk hmenyadari hVisi h2020 holeh 

h“pendirian/penetapan hsuatu hsecara hpenuh hmoral hdan 

hmasyarakat hetis”. hRencana htelah hdirancang hdengan 

hkeikutsertaan hpublik hdi h(dalam) hpikiran. hTun hAbdullah 

hberpandangan, h“tidak hada hmekanisme hsampai hsekarang huntuk 

hmelibatkan hlain hsektor hseperti hsektor hswasta, hpartai hpolitik, 

horganisasi h htidak hpemerintah, hkelompok hreligius, hmedia, hwanita-

wanita, h[masa/kaum] hmuda, hdan hpara hsiswa hdi h(dalam) hsuatu 

hpergerakan hdikoordinir hdan hterintegrasi huntuk htingkatkan 

hintegritas.” hJEPITAN holeh hkarena hitu hbertindak hsebagai ha 

h“rancangan hinduk huntuk hmemandu” hsemua hsektor hdi h(dalam) 

hmengejar hgol hmenetapkan hsuatu hmasyarakat h“ hwarganegara 

hsiapa h hadalah hkuat hyang hreligius hdan hnilai-nilai hrohani hdan 

hmengilhami hdengan hstandard hetis hyang hpaling htinggi. 

Rencana hIntegritas hnasional hdiharapkan huntuk 

hditerapkan hlangkah-langkah. hLangkah hyang hpertama, hdari h2004 

hhingga h2008, hmempunyai hlima htarget: hpengurangan hkorupsi, 

hmeningkatkan hefisiensi hdalam horang hbanyak/masyarakat hsistem 

hpenyerahan, hpeningkatan hpenguasaan h[perseroan/ hperusahaan] 

hdan hetika hbisnis, hmemperkuat hinstitusi hkeluarga, hdan 

hpeningkatan horang hyang hbermutu hhidupnya. hImplementasi hyang 

h2004-2008 hRencana htelah hdilaporkan hyang h2008 hTekad hLaporan 

hdan hmenyampaikan hke hparlemen. 

Tahun h2009, hIIM hmengumumkan himplementasi hyang 

hkedua h hlangkah hRencana hIntegritas hYang hNasional hakan 

hditerapkan hantara h2009 hdan h2013. hLangkah hyang hkedua hmasih 

htarget harea hyang hsama hseperti hyang hdulu. 

c) Komisi hPengawas hKerajaan h 

Para hagen hPenyelenggaraan hdan hterutama hsekali hpolisi 

htelah hdirasa hatau hdi/tertuduh holeh hbanyak hpeserta hjadilah hdi 

hantara hkebanyakan hinstitusi hjahat hdi hdalam hnegeri. hTun hAbdullah 
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hAhmad hBadawi hmengumumkan hpenetapan hKomisi hpengawas 

hkerajaan huntuk hTingkatkan hOperasi hdan hManajemen hPolisi 

hMalaysia hkerajaan h( hRCP) htahun h2004. hRCP htugas huntuk 

hmerubah hmindset hdan hnilai-nilai hanggota hkepolisian h(PDRM) 

hagar hsupaya hmeningkatkan hjasa hdan hlayanan hmereka hdan huntuk 

htidak hke harah hkorupsi. 

Tahun h2004, hRCP hmenerima hketundukan, hkeluhan, hdan 

humpan hbalik hdari h hmasyarakat hsipil hmenggolongkan hdan h 

hanggota hindividu horang hbanyak/masyarakat hmengenai 

hkepolisian. hRCP hmengenali hbahwa hberbagai hformat hkorupsi htelah 

hdilatih/dipraktekkan hkepolisian hdan h[itu] hbuat hbeberapa 

hpujian/rekomendasi huntuk hmengerjakan hmasalah h[itu]. 

hPujian/Rekomendasi hmeliputi hmeluncurkan hoperasi hbersama 

hdengan hlain hpara hagen hpenyelenggaraan, hmenetapkan hsuatu 

hPanitia hManajemen hAudit, hdan hmenerapkan hrotasi hpekerjaan 

hdan hpembatasan hmasa hjabatan hdi h(dalam) hdepartemen 

hcenderung hakan hcorruption. 

 hSetelah hmengambil halih hjabatan hperdana hmenteri hDato’ hSri 

hNajib hAbdul hRazak hmelanjut hpengarah hmelawan hterhadap 

hkorupsi hdi(dalam) hpara hagen hpenyelenggaraan. hIa hmencakup 

hlain hpara hagen hpenyelenggaraan hkunci hdi h(dalam) hagenda hini: 

hkepolisian, himigrasi, hkebiasaan, hMACC hdan hJabatan 

hPengangkutan hJalan h(JPJ). hAdministrasinya hmengambil hbeberapa 

htindakan, hsuatu hpemilihan hdiuraikan hdi hbawah. 

Pertama, hpenetapan hdan hmemperkuat hunit hpemenuhan hdi 

h(dalam) hpara hagen hpemerintah. hPekerjaan hUnit hPemenuhan hdi 

hdalam hpara hagen hdan hadalah htasked hdengan hmonitoring hpara 

hpetugas’ hpemenuhan hdengan hanti-corruption hukuran, hdan 

hmengkoordinir hanti-corruption hprakarsa hdi hdalam hagenitu. hDi 

hdalam hkepolisian, hsebagai hcontoh, hunit hpemenuhan hadalah hUrus 

hSetia hKetua hPolis hNegara h(Tata htertib).Unit hbertindak hsebagai 

hsuatu hpusat hhubungan hdan hmengkoordinir hanti-corruption 

husaha hdi hdalam hkekuatan hdengan hmengevaluasi, hmemonitor, hdan 

hmemeriksa hpekerjaan hdari hsemua hpolisi h(seperti hmutu hjasa hdan 

hpelayanan. hpemenuhan hdengan haturan hdan hprosedur) 

hmelalui/sampai hpengujian hintegritas hdengan hpenggunaan 
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hberbagai hmetoda hpemeriksaan.kedua, hadministrasi hmemulai 

huntuk hmenggunakan hteknologi huntuk hmengurangi hkorupsi. 

Bagian hini hakan hmenguraikan hdua hpara hagen hpemerintah 

hyang hsecara hrinci huntuk hmelawan hkorupsi hdan huntuk 

hmempromosikan hpenguasaan hbaik hdi hdalam hsektor hswasta. hPara 

hagen hPemerintah hmenyebutkan hbagian hyang hsebelumnya hjuga 

hberhadapan hdengan hsektor hswasta.Hanyalah hKomisi hpengawas 

hSurat-Surat hberharga hdan hKomisi hpengawas hPerusahaan 

hMalaysia hbekerja hsecara hrinci hdengan hsektor hswasta. 

Komisi hpengawas hSurat-Surat hberharga hMalaysia h(SC) 

htelah hdidirikan h1993.Ini hmerupakan hsuatu hbadan hmenurut 

hundang-undang hmempercayakan huntuk hmengatur hdan hsecara 

hsistematis hkembangkan hMalaysia hpasar hmodal.Komisi htersebut 

hmengarahkan htanggung hjawab huntuk hmensupervisi hdan 

hmemonitor haktivitas hinstitusi hpasar hdan huntuk hmengatur hsemua 

hpara horang hyang hdiizinkan hdi hbawah hPasar hModal hdan hJasa 

hTindak h2007. 

SC hmelaporkan hkepada hMenteri hKeuangan.mempunyai 

h[kuasa/ htenaga] huntuk hmenyelidiki hdan hmenguatkan/ 

hmenyelenggarakan harea hdi hdalam hyurisdiksinya. hmerupakan 

hsuatu hself-funding horganisasi hdan hpendapatannya hdiperoleh hdari 

hkoleksi hretribusi hdan hpembayaran hbisa hditerapkan. hSC 

hdiperlukan hlaporan htahunan hnya hke hparlemen. 

SC hmendorong hpenguasaan h[perseroan/perusahaan] hbaik 

h[yang] hsecara heksternal hkepada hmereka hstakeholders 

h(perseroan/perusahaan) hdan hwakil hdiizinkan hdan hsecara 

hinternal hke hstaff hmereka hsendiri. hUntuk hmemonitor hpesta 

heksternal, hSC hmenetapkan hkerangka hpengatur, hmenetapkan 

h[papan/meja] hkekhilafan haudit, hdan hbekerja hsama hdengan 

hpengadilan huntuk hmemastikan hhukuman hdengan hbaik 

hdikirimkan. hSecara hinternal, hSC htelah hmengambil hberbagai 

hprakarsa huntuk hmenanami hsuatu hkultur hpenguasaan hdan 

hintegritas hantar hstaff. 

Komisi hpengawas hPerusahaan hMalaysia htelah hdidirikan 

h2002 hdan hdatang hdi hbawah hlapangan h/ hbidang 

h(Kementerian/pendeta) hPerdagangan hDalam hNegeri, hkoperasi 
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hdan hPerlindungan hkonsumen.mengurus hdan 

hmenguatkan/menyelenggarakan hbeberapa hhukum, hmencakup 

hPerusahaan hTindak h1965 h(CA), hPerseroan hPengawasan hHarta 

hBenda hTindak h1949, hPendaftaran hBisnis hTindak h1956 h( hRBA), 

hKootu hDana h(Larangan) hTindak h1971 hdan hsemua hperundang-

undangan hcabang h[yang] hdibuat hdi hbawah hini hbertindak. 

hPerusahaan hKomisi hpengawas hmempunyai hotoritas huntuk 

hmenyetujui hdan hmendaftarkan hperusahaan hdan hbisnis hdan hjuga 

huntuk hmemeriksa hdan hmenyelidiki h[mereka/nya] hketika hmereka 

hmencurigai hpraktek hjahat. 

d) Sanksi hsosial h 

Prakarsa hpenting hyang hlain hadalah hciptaan hsuatu hdatabate 

hpelanggar hyang hmana honline hdi hdepan humum htersedia hpada 

hMACC hwebsite. hDatabase h(Pangkalan hData hPesalah hRasuah) 

hPelanggar hCorak hmenghukum hsejak hJanuari h2010 hmaju hdan 

htelah hdiperkenalkan hdi hMaret h2010. hSecara hkonstan hdibaharui 

hdengan hinformasi hyang hterakhir. hMulai hdari hSeptember h2012, 

hada h1021 hpelanggar hmendaftar hdatabase. 

Masing-Masing hpelanggar hditonjolkan hdengan hfoto 

hmereka, htertentu hpribadi hdan hyang hriwayat hpenyakit hpasien 

hmeliputi hhukuman hmereka, hjaksa hpenuntut humum, hdan 

hpengacara hpertahanan.Informasi hini htinggal hdatabase huntuk h3 

htahun.Pelanggar hmenonjolkan hdatabase hdatang hdari hberbagai 

hlatar hbelakang, hdari hpegawai hsipil, hpolitikus, hpemborong, hke 

hwarganegara hreguler.Beberapa hhigh-profile hkepribadian hadalah 

hjuga hdinamai hdatabase htersebut.Mereka hmeliputi hSabak hBernam 

hMP, hDato’ hAbd.Rahman hBakri, hterdahulu hSelangor hMenteri hBesar 

hDato’ hDr. hMohamad hKhir hToyo, hdan hPerak hterdahulu hAnggota 

hdewan hEksekutip hStatus hDato’ hAzman hMahalan. 

e) Pengadilan hKhusus 

Suatu hPengadilan hSesi hKorupsi hKhusus htelah 

hdibentuk/mapan huntuk hmempercepat hpercobaan/pengadilan 

hkasus hkorupsi hdan huntuk hbersihkan hkasus hkerjaan 

htertunda.Hakim hdi hpengadilan/lingkungan] hini hhanya 

hmenangani hkasus hkorupsi hdan hmereka hdilatih hdengan haplikasi 

hyang hsesuai hWhistleblower hPerlindungan. 
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Ada h14 h(pengadilan/lingkungan) hdi hseluruh hnegara hKuala 

hLumpur, hSelangor, hJohor, hPahang, hPerak, hNegeri hSembilan, hSabah 

hDan hSarawak. hPenetapan hdari hmahkamah hluar hbiasa hini hmuncul 

hsebab hpercobaan/pengadilan hkasus hkorupsi hyang hsecara hnormal 

hmemerlukan hbanyak hwaktu h hlebih hpanjang hdibanding hlain hkasus 

hitu h“ hmelibatkan hbanyak hpara hsaksi hdan hbukti hdalam hbentuk 

hdokumen hyang hperlu huntuk hdiuji holeh hpengadilan/lingkungan. 

 

c. Hongkong 

1) Sejarah 

Latar hbelakang hutama hdibentuknya hsuatu hbadan hyang 

hsecara hkhusus hmenangani hkorupsi hdi hHongkong hadalah 

hpermasalahan hkorupsi hdi htubuh hkepolisian hyang hdiakibatkan 

hperdagangan hobat, hperjudian hdan hpelacuran, hserta hpenyuapan hdi 

hbidang hlalu hlintas. hMasalah hnarkotika hterus hberlanjut hdari htahun 

h1960 hsampai hdengan htahun h1970, hbahkan hHongkong htelah 

hmenjadi htempat htransit hpara hpengedar hnarkotika hyang hberkolusi 

hdengan hpolisi hHongkong. hSetiap hharinya hpolisi hmenerima 

hsetoran hsebesar h1000 hdolar hHongkong hyang hditerima hdari 

hsindikat, hkemudian hdibagi hsecara hberhierarkis. hKejahatan 

htersebut hdilakukan hterorganisir.Selain hitu, hterdapat hpula hsetoran 

hdari hkasino, hpelacuran, hdan hpenyuapan hterhadap hkepolisian hdi 

hbidang hlalu hlintas.260 

Dengan hkejadian-kejadian htersebut, hpada htahun h1948 

hHongkongmembentuk hsuatu hbadan hantikorupsi hdengan hnama 

hAnti hCorruption hOffice hyang hmerupakan hbagian hdari hKepolisian 

hHongkong. hPada hbulan hMei h1971 hbadan hini hdiberi hkewenangan 

hyang hlebih hkuat, hyakni hdalam hhal hinvestigasi. 

Banyak hrakyat hyang hberpendapat hbahwa hbadan hanti 

hkorupsi hdi hKepolisian hHongkong htidak hlagi hmampu 

hmelaksanakan htugasnya. hKeadaan hmemuncak hpada hbulan hJuni 

h1973 hketika hseorang hperwira hPolisi hdengan hpangkat hChief 

hSuperintendant hbernama hPeter hFitzroy hGodber hmelakukan 

hkorupsi hdan hberhasil hmeloloskan hdiri hke hInggris. hBerdasarkan 
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Negara Jakarta: Sinar Grafika. hlm 22. 
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hhasil hpenyidikan htim hyang hdipimpin holeh hhakim hSir hAlastair 

hBlairler hmengenai hlolosnya hGodber, hGubernur hHongkong 

hmengumumkan hakan hmengalihkan htanggung hjawab hdari 

hkepolisian hkepada hsuatu hbadan hyang hindependen.261 

Akhirnya hpemerintah hnegara hitu hpada htahun h1974 

hmelakukan hlangkah hdrastis hyaitu hsemua hpolisi hdan hjaksa hdi 

hnegara hpulau hitu hdipecat htanpa hkecuali.Sebelumnya, husaha 

hpemberantasan hkorupsi hini hsudah hdilakukan hbeberapa hkali 

hnamun hselalu hgagal, hdan hsudah hbanyak hkorban hpula hyang 

hberjatuhan.Nyaris htak hada hpolisi, hjaksa hdan hhakim hbaik hpanjang 

humurnya hdi hnegara hpulau hitu hjika hberani hmelawan hkorupsi. 

hUsaha hyang hberhasil hdalam hsoal hpemberantasan hkorupsi hdi 

hHongkong hpada hawalnya hdigagas holeh hseorang hpolisi hbaik, hyang 

hmendapat hdukungan hpenuh hdari hpemerintah hkolonial hInggris, 

hyang hketika hitu htentu hsaja hpusing htujuh hkeliling hmenghadapi 

hjaringan hkerja hsama hantara hkoruptor hdan hmafia hkuning.262 

Bisa hberhasil hdiatasi, htentunya hfaktor hyang hcukup 

hmenentukan hadalah hGubernur hkoloni hInggris hdi hHongkong 

hketika hitu, hSir hMurray hMac hLehose h(1971-1982) htermasuk 

hseorang hpemimpin hHongkong hyang hkeras hdan hberani hambil 

htindakan htegas.Dan hjelas hdia htidak hterlibat hdalam 

hpersekongkolan hmafia hyang hterjadi. hTak hlama hsetelah hditunjuk 

hsebagai hGubernur, hdia hmencanangkan hdua htahun hmasa 

hjabatannya hadalah hbertempur hdengan hkorupsi! hDan hitu htidak 

hsekedar hdia hpidatokan.Dia hlangsung hbertindak.Usahanya hitu 

hmembutuhkan haparat hyang hbersih hdan hberwibawa.Dan hdia 

hdibantu holeh hsejumlah hpolisi hbaik hbermental hbaja hyang hrela 

hbertarung hnyawa hdengan hmafia hpengadilan.Sejumlah h“polisi 

hgila” hyang hpunya hnyawa hcadangan hbenar-benar hmelakukan 

hperang hterhadap hmafia hHongkong htersebut. hSemua hpolisi hbaik 

hitu hberada hlangsung hdi hbawah hkomando hsang hGubernur h!Kepala 

                                                            
261Moh. Yamin. 1989.Laporan Hasil Pendidikan:Command Cource 1989 

Independent Commision Agaimt Corruption. Jakarta. hlm. 7. 
262http://toelank.wordpress.com/2012/03/29/%EF%BB%BFcara-

hongkong-memberantas-korupsi/ 
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hpolisi hpun htak hbisa hapa-apa hdan hmafia-mafia hHongkong hkalang 

hkabut.263 

Dari hpihak hpemerintah hHongkong hsendiri, husaha hini 

hditunjang hpula hdengan hberbagai htindakan hyang hsama-sama 

hgilanya.Extra hJudisial. hYang hpaling hdrastis hya hitu htadi: hmemecat 

hsemua haparat hpolisi, hjaksa hdan hhakim hdi hseluruh hHongkong, 

hdiganti hsementara hdengan hpolisi, hjaksa hdan hhakim hdari hIndia hdan 

hAustralia. hBerbarengan hdengan hitu hHongkong hmelakukan 

hperekrutan hpolisi, hhakim, hdan hjaksa hbaru hyang hdiseleksi hdengan 

hsangat hketat.264Akhirnya, hpada htanggal h15 hFebruari h1974 

hdisahkan hundang-undang htentang hIndependent hComission 

hAgainst hCorruption hHongkong h(Chapter h204).265 

Hongkong hmembentuk hIndependent hCommision hAgainst 

hCorruption hdalam hkeadaan hpara hhakim hmasih hsangat hbersih hdari 

hkorupsi, hdan hkorupsi hhanya hmerajalela hdi hkalangan hkepolisian, 

hsedangkan hdi hnegara hlain hmembentuk hkomisi hantikorupsi 

hkarena hkorupsi hsudah hmeluas hdi hnegara hitu.266 

2) Kewenangan hICAC h 

ICAC h(Independent hCommision hAgainst hCorruption) 

hdibentuk hberdasarkan hundang-undang htentang hIndependent 

hCommision hAgainst hCorruption h(ICAC) hOrdinance h(Cap. h204). 

hSelain hitu, hperbuatan hlainnya hyang htergolong htindak hpidana 

hkorupsi hdiatur hdalam hThe hPrevention hof hBribery hOrdinance 

h(POBO) h(Cap h201). 

ICAC hHongkong hdisebut hmodel huniversal hkarena hdianggap 

hsebagai hmodel hKAK hyang hideal hbagi hpemberantasan hkorupsi. 

hIdeal hdisini hdalam harti hmempunyai hkerangka hhukum hyang hkuat, 

hmendapatkan hsupport hkeuangan hyang hcukup hbesar, hjumlah 

htenaga hahli hyang hmencukupi hdan hyang hterpenting hkonsistensi 

hdukungan hpemerintah hyang hterus-menerus hselama hlebih hdari h30 

htahun. 

                                                            
263Ibid. 
264Ibid 
265ICAC,History,(3Januari2007),terdapatdisitus<http://www.icac.org.hk/e

ng/abou/index.html> 
266 Andi Hamzah.Op. cit., hlm. 23. 
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ICAC hHongkong hdidirikan hdengan hwewenang hyang hbesar 

hdalam hpenindakan hdan hpencegahan. hWewenang hyang hbesar 

hseperti hmelakukan hpenyelidikan hterhadap hrekening hbank, 

hmengaudit hharta hkepemilikan hdan hyang hterpenting hdapat 

hmelakukan hsegala htindakan hyang hdiperlukan huntuk hmencegah 

htersangka hmelarikan hdiri hdari hproses hpenuntutan. hInvestasi 

hmodal hdari hpemerintah hHongkong huntuk hICAC hrelatif hbesar, 

huntuk htahun h2001 hsebesar hUS h$ h90 hjuta, hyang hsebagian hbesar 

hdigunakan huntuk hmembayar hpegawainya hyang hberjumlah h1200 

horang. hInvestasi hsumberdaya hmanusia hyang htelah hdilakukan 

hdengan hsangat hbaik holeh hICACHongkong, hsehingga hSDM hICAC 

htercukupi hbaik hdari hjumlah hdan hkeahlian. 

Pola hrecruitment hdan hjenjang hkarir hdi hICAC hHongkong 

hdidasarkan hpada hkeahlian hdan hkinerja hmasing-masing hstaf. hTurn 

hover hdi hICAC hHongkong hini hterbilang hsangat hrendah. hAda 

hpersyaratan htertentu hbagi hstaf hICAC hyang hberasal hdari hlembaga 

hpemerintah hyakni, htidak hdiperbolehkan huntuk hmasuk hkembali 

hke hkantor hpemerintah, hatau hlembaga hyang hterdapat hbkasus 

hkorupsinya hdalam hkurun hwaktu h2 htahun hsetelah hkeluar hdari 

hICAC. 

Ada htiga hkewenangan hyang hdiberikan hkepada hICAC, hyakni 

hmenyelidiki hadanya hdugaan hkorupsi h(Investigations), hmencegah 

hterjadinya hkorupsi hdengan hmemperbaiki hsistem hdan hprosedur 

hdalam hsektor hpublic h(preventions), hdan hmemberikan hpendidikan 

hkepada hmasyarakat hmengenai hkorupsi hserta hmenggalang 

hdukungan hdari hmasyarakat hdalam husaha hmencegah hkorupsi 

h(public heducations).267Selain hdi hsektor hpublik, hICAC hjuga 

hberwenang hmenyelidiki hdugaan hkorupsi hdi hsektor hprivat.Namun, 

hICAC htidak hdapat hmemberikan hsanksi hhukum hkepada htersangka, 

hkarena hhal hini hmenjadi hkewenangan hdari hbadan hperadilan.Tugas 

hICAC hadalah hmemberikan hbukti-bukti hyang hcukup hbahwa htelah 

hterjadi hkorupsi hsehingga htersangka hdapat hdiadili. 

Dalam hmelaksanakan hICAC hordinance, hwewenang hICAC 

htidak hberlaku hsurut, hICAC htidak hdapat hmenyidik hperkara-perkara 

                                                            
267ICAC, Three-pronged Attack, (3 Januari 2007), terdapat di situs 

<http://www.icac.org.hk/eng/abou/abou_icac_3.html> 
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hyang hada hsebelum h17 hOktober h1974.Namun, hterdapat 

hpengecualian, hyakni hperkaraperkara hkorupsi hyang hterjadi 

hsebelum htahun h1974 hdapat hpula hdisidik hapabila hada hpersetujuan 

hgubernur hatau hsekarang hkepala hEksekutif hSAR. 

Berdasarkan hSection h5 hICAC hOrdinance horganisasi hICAC 

hdipimpin holeh hseorang hcommisioner hyang hdiangkat holeh 

hgubernur: 

a) Komisaris, hatas hwewenang hdan hkontrol hdari hChief hExecutive, 

hbertanggung hjawab huntuk hmemimpin hdan hmengatur hkomisi; 

b) Komisaris hlangsung hberada hdi hbawah hChief hExecutive; 

c) Komisaris hakan hmenjabat huntuk hjangka hwaktu htertentu 

hberdasarkan hpenilaian hdari hChief hExecutive; 

d) Selama hmasa hjabatan, hKomisaris htidak hdiperkenankan huntuk 

hmemegang hposisi hpemerintahan hlainnya 

Dalam hmenjalankan htugas, hCommisioner hdibantu holeh hDeputy 

hCommisioner. hBerdasarkan hSection h6 h“The hChief hExecutive hmay 

happoint ha hDeputy hCommissioner hon hsuch hterms hand hconditions has 

hhe hmay hthink hfit” hDeputy hCommisioner hjuga hdiangkat holeh 

hgubernur. hOrganisasi hICAC hterdiri hatas htiga hdivisi h(Functional 

hDepartment) hyaitu:268 

3) Operation hPrevention hDepartment 

Divisi hini hmemiliki hkewenangan hutama hpenyidikan. 

hKewenangan hpeyidikan htersebut hmeliputi hsektor hpublik, 

hperbankan, hdan hsector hswasta. hBahkan, hberdasarkan hSection h10 

hICAC hordinance hkepala hdivisi hoperasi hdapat hmenyelidiki 

hrekening hbank hdan hdeposito htersangka hkorupsi. hDivisi hini hjuga 

hdiberikan hkewenangan huntuk hmelakukan hpenahanan. 

a) Corruption hPrevention hDepartment 

Departemen hini hmerupakan hdepartemen hterkecil hdi hICAC. 

hKewenangan hdepertemen hini hadalah hmenguji hkinerja hdan 

hprosedur hdepartemen hpemerintah hdan hbadan hpublik, 

hmengidentifikasi hadanya hkelemahan hsistem hyang 

hmemungkinkan htimbulnya hkorupsi hdan hmemberikan 

hrekomendasi hperbaikan hmetode hkerja hyang hlebih hbaik huntuk 

                                                            
268ICAC,Organization,(3Januari2007),terdapatdisitus<http://www.icac.org

.hk/eng/abou/abou_icac_4.htm> 
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hmengurangi hpotensi hterjadinya hkorupsi. hDi hdalam hprevention 

htermasuk hmemberikan hrekomendasi hterhadap hpelaksanaan 

hbisnis hyang hbaik huntuk hmengurangi hgangguan hdan hresiko. 

hRekomendasi hini hdapat hdiberikan hkepada hsektor hpublik hdan 

hsektor hbisnis hprivat. 

b) Community hRelations hDepartment 

Departemen hini hterdiri hatas hdua hdivisi hyang hmemiliki 

hhubungan hlangsung hdengan hinformasi hmelalui hmedia hmassa hdan 

hpendidikan hpublik. hDepartemen hini hmemiliki htanggung hjawab 

hterhadap hpendidikan hpublik htentang hbahaya hkorupsi. hDalam 

htanggung hjawab hmelakukan hpendidikan hpublik hdilakukan hsecara 

hberkesinambungan. hSetiap htahun hpara hpegawai hdari 

hdepartemen hini hmengadakan hpertemuan huntuk hmemberikan 

hpenyuluhan htentang hbahaya hkorupsi hkepada hpelaku hsector 

hbisnis, hkepala hsekolah, hguru, hstaf hpendidikan, hdan hpelajar. 

ICAC hjuga hsebuah halat hstrategis huntuk hmengerahkan 

hpartisipasi hdan hdukungan hwarga. hPartisipasi hdan hdukungan 

hwarga hini hdiwujudkan hmelalui hdua hcara.269Pertama, hdibentuk 

hsejumlah hkomite hpenasehat hberanggotakan hlima hwarga hdengan 

htugas hmemberikan hpengarahan hdan hmemantau hICAC. hAnggota 

hkomite hini hterdiri hatas hpengecam hpemerintah, hdan htugas hkomite 

hmencakup hkebijaksanaan hICAC hsecara hkeseluruhan hdan hfungsi-

fungsi hICAC hhingga h“Komite hPengaduan” hbadan hpeengawas 

hberanggotakan hwarga hmasyarakat hpenting. 

 

Tabel h11 

Struktur hOrganisasi hICAC hHongkong 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
269Robert Klitgaard, dkk. 2005. Penuntutan Pemberantasan Korupsi dalam 

Pemerintahan Daerah. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. hlm. 24. 
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Sumber h: Data hhasil hpenelitian hkomparatif hanalisis hpenulis, 

hSeptember h2013 hs/d hPebruari h2014 

 

Keseluruhan hfungsi-fungsi hdari htiap hdepartemen hdi hICAC 

hHongkong hmenjadi hacuan hbagi hbanyak hKAK hdi hseluruh hdunia, 

hmeskipun htidak hada hjaminan hsepenuhnya hbahwa hmengadopsi 

hmodel hini hakan hsanggup hmenyelesaikan hmasalah hyang hdihadapi 

hKAK hdi htiap-tiap hnegara. h“LessonLearned” hdari hKAK hdi hHongkong 

h: 

Kemauan hpolitik hyang hkuat hdari hpemerintah, hdengan 

hmenyediakan hkerangka hhukum hyang hkuat hdan hsumberdaya hyang 

hmemadai h: 

i. Cukup hindependen; 

ii. Pimpinan hkomisi hmempunyai hkeleluasaan hyang hcukup hdalam 

hmengelola hmanajemen; 

iii. Mempunyai hfungsi hpublikasi hyang hbaik hterutama hdalam 

hmempublikasikan hproses hpenuntutan hkorupsi; 

iv. Hukum hyang hmenekankan hpenyelenggara hnegara huntuk 

hmengumumkan hasetnya hbeserta hsumber hpenghasilannya 

hdilaksanakan hdengan hbaik; h 

v. Melakukan hpendekatan hyang hmenyeluruh hmelalui htiga hstrategi h: 

hinvestigasi, hpencegahan hdan hpendidikan hmasyarakat 

vi. Dukungan hpublik hyang hkuat 

vii. Rule hof hLaw270 

 

4) Strategi hPemberantasan hKorupsi hHongkong 

Ujung htombak hdari hpemberantasan hkorupsi hdi hHongkong 

hadalah hIndependentCommission hAgainst hCorruption h(ICAC). 

hStrategi hICAC hdalam hmengimplementasikan hpendekatan-

pendekatan hdi hatas hpada hdasarnya hterbagi hke hdalam htiga hfase 

hyaitu: hpertama, hPeriode h1974-1980-an: hmembangun 

hkepercayaan hdan hlegislasi; hkedua, hPeriode hawal h1980-awal 

h1990-an: hmemberikan hlayanan hdan hinformasi; hketiga, hPeriode 

                                                            
270Komisi-Anti-korupsi-di-luar-Negeri.pdf 
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hawal h1990-an hsampai hsekarang: hleadership, hownership, hdan 

hpartnership. 

Pada hfase hpertama h(1974-1980-an), hICAC hbaru hsaja 

hterbentuk hdan hmengalami htantangan hyang hcukup hbesar 

hterutama hdari hmasyarakat hyang hmeragukan hefektivitas hlembaga 

hini hkarena hpermasalahan hkorupsi hdi hHong hKong hsudah hsangat 

hparah hdan hterjadi hhampir hdi hsemua hkalangan hbirokrat. 

hBerkenaan hdengan hhal hini, hpendekatan hpertama hyang hdilakukan 

hICAC hialah hdengan hmembangun hkepercayaan hbaik hdari 

hmasyarakat hmaupun hkalangan hpemerintah hsendiri. hKepercayaan 

hini hlambat hlaun hdapat hterbentuk hdari hhasil hkerja hdan hkeseriusan 

hyang hditunjukkan hICAC hdalam hmenangani hkasus-kasus hkorupsi 

hyang hbesar hdan hmenyedot hperhatian hmasyarakat hluas. hSetelah 

hkepercayaan hterbangun, hICAC hselanjutnya hmelakukan hsosialisasi 

hperaturan hperundang-undangan hterkait hdengan hkorupsi 

hmeliputi hIndependent hCommission hAgainst hCorruption hOrdinance, 

hPrevention hof hBribery hOrdinance, hdan hElections h(Corrupt hand 

hIllegal hConduct) hOrdinance. 

Kesuksesan hini hditandai hdengan hkinerja hICAC hyang 

hmeyakinkan hdalam hpemberantasan hkorupsi. hPada hawal-awal 

hberdirinya hICAC hdi htahun h1974 h- h1975, hterdapat h2466 hkasus 

hkorupsi hyang hdiinvestigasi hdari h6368 hkasus hyang hdilaporkan. 

hJumlah hkasus hyang hberhasil hdimejahijaukan hpada htahun h1974 

hadalah h108 hkasus, hdan hmeningkat hmenjadi h218 hkasus hpada 

htahun hberikutnya. 

Sampai hdengan htahun h1981, hICAC htelah hmelakukan 

hhampir h500 hkajian htentang hberbagai hkebijakan hdan hpraktik hyang 

hberlaku hdi hinstansi-instansi hpemerintah. hSelain hitu hlebih hdari 

h10.000 hpegawai hpemerintah hyang htelah hmenghadiri hpelatihan 

hyang hdilakukan hICAC. hSampai hdengan htahun h1981 hsaja, hthe 

hCommunity hRelations hDepartment h(salah hsatu hdepartemen hdalam 

hICAC) htelah hberhasil hmerekrut h110 htenaga hlokal, hdan hmenerima 

hlebih hdari h10.000 hlaporan hpraktik hkorupsi, hdan hmenangani hlebih 

hdari h19.000 hevents, hseperti hseminar, hcamps, heksibisi, hdan 

hkompetisi hInstrumen hperundangan hdi hHongkong hyang 
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hberhubungan hdengan hstrategi hpemberantasan hkorupsi hdi 

hHongkong, hadalah: 

a) The hIndependent hCommission hAgainst hCorruption hOrdinance 

b) The hPrevention hof hBribery hOrdinance 

c) The hElections h(Corrupt hand hIllegal hConduct) hOrdinance 

Pada hThe hIndependent hCommission hAgainst hCorruption 

hOrdinance, hdinyatakan hsecara hdetail htentang hkorupsi h(receiving 

hany hadvantage), hperan-peran hdari hberbagai hposisi hICAC, 

hprosedur huntuk hmenangani htersangka, hkewenangan huntuk 

hmenangkap, hmenahan hdan hmemberikan hjaminan, hmencari hdan 

hmenyita, hkemampuan hmengambil hsampel hforensik hdari hseorang 

htersangka, hdan hkemampuan hmenginvestigasi hsetiap htuduhan 

hkorupsi holeh hpegawai hnegeri. 

Sedangkan hpada hThe hElections h(Corrupt hand hIllegal 

hConduct) hOrdinance hditekankan hupaya hpencegahan hpraktik 

hpemilihan hyang hilegal hdan hkorup, hdan htuduhan hspesifik hyang 

hmelibatkan hproses hpemilihan humum huntuk hmemilih hthe hChief 

hMinister, hDewan hLegislatif h(Legislative hCouncil), hDewan hDistrik h 

hDistrict hCouncil), hserta hKepala, hWakil hKepala hatau hKomisis 

hEksekutif hpada hthe hRural hCommittee hdan hdewan hdesa h(Village 

hRepresentative). 

Ordinan hyang hpenting hlainnya hyaitu hThe hPrevention hof 

hBribery hOrdinance hyang hmenjelaskan hsecara hdetail hantara hlain 

hadalah hkategori hpenyuapan, hkewenangan hICAC huntuk 

hmenelusuri hrekening hbank, hmenelaah hdokumen hbisnis hdan 

hpribadi, htersangka hyang hharus hmenyatakan hpendapatan hsecara 

hdetail, haset-aset hdan hpengeluaran, hkemampuan huntuk hmenahan 

hdokumen hperjalaan hdan hmenyegel hproperti huntuk hmencegah 

htersangka hmenghilangkan hbarang hbukti hdari hproses hinvestigasi. 

hYang hpaling hpenting hdari hordinan hini hadalah hpemberian 

hperlindungan hbagi hpelapor h(whistleblowers). h 

Pada hpasal h3 hordinan hini hdiatur hmengenai hbarang hbukti 

hdari hhasil hpraktik hkorupsi huntuk hmencegah hpegawai hnegeri hdari 

hmenerima hsegala hbentuk hkeuntungan h(prevents hpubic hservants 

hfrom hreceiving h”any hadvantage”) htanpa hadanya hpersetujuan hdari 

hChief hExcecutive. hSelanjutnya hpasal h4 hmengatur hsecara hlebih 



 

 

Konsep Hukum Anti Korupsi │  287 

htegas hbahwa hpegawai hnegeri htidak hdapat hmenerima hatau 

hmeminta hsegala hbentuk hkeuntungan hkarena hada hhubungannya 

hdengan hkewenangan hresmi hyang hbersangkutan, hsekaligus horang 

hyang hmenawari h”keuntungan” htadi h(memberi hsuap) hdianggap 

htelah hmelakukan hpelanggaran hpidana. hDua hpasal hini hsecara htegas 

hmembatasi hpegawai hnegeri hdari hsegala htindakan 

hpenyalahgunaan hwewenang huntuk hpraktik-praktik hkorupsi, 

hsekaligus hjuga hmencegah hwarga huntuk hterlibat hdalam hpraktik 

hkorupsi htersebut. hHal hini hkarena hpraktik hkorupsi hdalam hbentuk 

hsuap-menyuap hadalah htindakan hyang hdilakukan hsecara hlangsung 

holeh hdua hpelaku/pihak, hyaitu hpegawai hnegeri hsebagai hpemberi 

hlayanan hdan hwarga hmasyarakat hsebagai hpenerima hlayanan. 

Pasal hyang hlebih hmemperluas hjeratan htindak hpidana 

hkorupsi hyaitu hpada hpasal h10 hmengatur hmengenai hindividu hyang 

hdiduga hmelakukan hpraktik hkorupsi, hdan hbisa hdinyatakan 

hbersalah hwalaupun haset hmereka htidak hdapat hdihubungkan 

hsecara hlangsung hsebagai hbukti hhasil hkejahatan hkorupsinya. hPasal 

h10 hini hselanjutnya hjuga hmelarang hpegawai hnegeri huntuk 

hmemiliki haset hmelebihi hkemampuan hpernyataan hresmi 

hkepemilikan haset hmereka h(di hluar hbatas hkewajaran 

hpenghasilannya). hSalah hsatu hcontoh hkeberhasilan hdari hefektifnya 

hdua hordinan hyaitu hThe hIndependent hCommission hAgainst 

hCorruption hOrdinance hdan hThe hPrevention hof hBribery hOrdinance, 

hadalah hbersihnya hproyek hthe hAirport hCore hProgram h(ACP) 

hsebagai hproyek hterbesar hdalam hsejarah hHongkong hyang 

hmencapai hnilai hUS h$ h21 hmilyar hdari hpraktik hkorupsi. 

Strategi hpemberantasan hkorupsi hyang hdimiliki hHong hKong 

hmemiliki htiga hpendekatan hutama hyaitu: hprevention; hinvestigation; 

hdan heducation. hMasing-masing hpendekatan hmemiliki htujuan hdan 

hsasaran hyang hberbeda. hPendekatan hpertama hyaitu hpencegahan 

hdilakukan hmelalui hlegalisasi hdan hprosedur hyang hmengatur 

hsecara hdetil hmengenai hdefinisi hdan hsanksi hkorupsi. hSelanjutnya, 

hpendekatan hpenyelidikan hmerupakan hlangkah-langkah 

hpenindakan huntuk hmemberikan hefek hjera hbagi hpara hpelaku 

hkorupsi. h 
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Kemudian hpendekatan hpendidikan hdimaksudkan huntuk 

hmeningkatkan hkesadaran hmasyarakat hakan hhaknya hsebagai 

hwarga hnegara hdan hkesadaran hakan hdampak hnegatif hkorupsi hbagi 

hkelangsungan hpembangunan. hStrategi hpemberantasan hkorupsi 

hdi hHong hKong hdapat hdilihat hpada hgambar hberikut: 

 

Tabel h12 
Strategi hPemberantasan hKorupsi hDi hHongkong 

 
Sumber h: Data hhasil hpenelitian hkomparatif hanalisis hpenulis, 

hSeptember h2013 hs/d hPebruari h2014 
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erbuktinya hbahwa hpemberantasan hkorupsi hdi hMalaysia 

hdilakukan hdengan hsegala hdaya hdan hcara, hrepresif hyang 

hkeras, htegas, hdibarengi hsistem hpreventive hdan hhubungan 

hmasyarakat hyang hsangat hintensif, hdidukung holeh hpolitical hwill 

hyang hprima hdari hPemerintah hdisertai hdengan hsumber hdaya 

hmanusia hyang hprofessional hdan hberitegritas. hTidak hkurang 

hpentingnya hadalah hteroperasional hdari hBPR hMalaysia. 

hPeraturannya hatau hACA h(Anti hCorruption hAct) hpun hsangat 

hlengkap, hwalaupun hdengan hhanya hsatu hUndang hUndang htelah 

hmampu hmencakup hsemua hhal hdengan hrumusan hdelik hyang hjelas, 

hsangat hleras, hdan hdijalankan holeh hBPR hMalaysia hdengan 

hkonsisten. 

Malaysia hmerupakan hsalah hsatu hnegara hyang hturut 

hmenandatangani hkonvensi htersebut hdan htelah hmelakukan hupaya-

upaya hyang hpatut hdiacungi hjempol hdalam hmemerangi hkorupsi. hDi 

hantara hhal hyang hspektakuler hdilakukan hdi hnegara hini hadalah 

hdiberlakukannya hsistem hpembalikan hbeban hpembuktian. 

Terdapatnya hhukuman hmoral hterhadap hkoruptor hdi 

hMalaysia hsalah hsatu hupaya hpemberantasan. hMasing-Masing 

hpelanggar hditonjolkan hdengan hfoto hmereka, htertentu hpribadi hdan 

hmeliputi hhukuman hmereka, hjaksa hpenuntut humum, hdan 

hpengacara hpertahanan. hInformasi hini htinggal hdatabase huntuk h3 

htahun. hPelanggar hmenonjolkan hdatabase hdatang hdari hberbagai 

hlatar hbelakang, hdari hpegawai hsipil, hpolitikus, hpemborong, hke 

hwarganegara hreguler. hBeberapa hhigh-profile hkepribadian hjuga 

hdinamai hdatabase htersebut. 

Di hHongkong hfaktor hyang hcukup hmenentukan hadalah 

hGubernur hkoloni hInggris hdi hHongkong hketika hitu, hSir hMurray hMac 

T 
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hLehose h(1971-1982) htermasuk hseorang hpemimpin hHongkong 

hyang hkeras hdan hberani hambil htindakan htegas. hDan hjelas hdia htidak 

hterlibat hdalam hpersekongkolan hmafia hyang hterjadi. hTak hlama 

hsetelah hditunjuk hsebagai hGubernur, hdia hmencanangkan hdua 

htahun hmasa hjabatannya hadalah hbertempur hdengan hkorupsi.Dan 

hitu htidak hsekedar hdia hpidatokan. hDia hlangsung 

hbertindak.Usahanya hitu hmembutuhkan haparat hyang hbersih hdan 

hberwibawa.Dan hdia hdibantu holeh hsejumlah hpolisi hbaik hbermental 

hbaja hyang hrela hbertarung hnyawa hdengan hmafia 

hpengadilan.Sejumlah h“polisi hgila” hyang hpunya hnyawa hcadangan 

hbenar-benar hmelakukan hperang hterhadap hmafia hHongkong 

htersebut. hSemua hpolisi hbaik hitu hberada hlangsung hdi hbawah 

hkomando hsang hGubernur hKepala hpolisi hpun htak hbisa hapa-apa hdan 

hmafia-mafia hHongkong hkalang hkabut. 

Extra hJudisial hyang hpaling hdrastis hmemecat hsemua haparat 

hpolisi, hjaksa hdan hhakim hdi hseluruh hHongkong, hdiganti hsementara 

hdengan hpolisi, hjaksa hdan hhakim hdari hIndia hdan hAustralia. 

hBerbarengan hdengan hitu hHongkong hmelakukan hperekrutan 

hpolisi, hhakim, hdan hjaksa hbaru hyang hdiseleksi hdengan hsangat 

hketat. 

Dari hdua hNegara hdiatas hkomitmen hpolitik hpemerintah 

hyang htinggi hdalam hmemberantas hkorupsi hadalah hfaktor hutama 

hdan hterpenting hdari hkeberhasilan hNegara hdalam hmemberantas 

hkorupsi. hSelanjutnya, hnegara htersebut hmenyadari hpentingnya 

hmembentuk hlembaga hanti hkorupsi hyang hindependen, hmemiliki 

hkewenangan hyang hmemadai, hdan hmemiliki hintegritas htinggi. 

hKeberadaan hperaturan hperundang-undangan hyang htegas hdan 

hjelas hmengenai hkorupsi hjuga hsangat hmenentukan hefektivitas 

hlembaga hantikorupsi hdan hhukuman hyang hdijatuhkan hkepada 

hpelaku hkorupsi. hKemudian hadministrasi h hpemerintahan hyang 

hefisien hmerupakan houtcomes hdari hefektifnya hlembaga 

hantikorupsi, hUndang hUndang, hdan hsanksi hkorupsi. 

Indonesia hmenempuh hstrategi hpemberantasan hkorupsi 

hmelalui h3 h(tiga) hpendekatan hyaitu: hsistem; hregulasi; hdan 

hinstitusional. hPendekatan htersebut hdidasarkan hpada hketerkaitan 

hantara helemen-elemen h(pelaku) hdalam hpemberantasan hkorupsi 
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hyang hada hdi hIndonesia. hMeskipun hdemikian, hpemberantasan 

hkorupsi hdi hIndonesia hlebih hmengedepankan hpada haspek 

hpenindakan h(ex hpost hfacto) hdibandingkandengan hpencegahan h(ex 

hante). hHal htersebut hpenyebab hkorupsti htetap hmeraja hlela. 

Tidak hsatu hpun hNegara hmengedepankan hpenindakan 

hseperti hdi hIndonesia. hStrategi hpemberantasan hkorupsi hyang 

hdimiliki hHongkong hdan hMalaysia hmemiliki htiga hpendekatan 

hutama hyaitu: hprevention; hinvestigation; hdan heducation. hMasing-

masing hpendekatan hmemiliki htujuan hdan hsasaran hyang hberbeda. 

hPendekatan hpertama hyaitu hpencegahan hdilakukan hmelalui 

hlegalisasi hdan hprosedur hyang hmengatur hsecara hdetil hmengenai 

hdefinisi hdan hsanksi hkorupsi. hSelanjutnya, hpendekatan 

hpenyelidikan hmerupakan hlangkah-langkah hpenindakan huntuk 

hmemberikan hefek hjera hbagi hpara hpelaku hkorupsi. hKemudian 

hpendekatan hpendidikan hdimaksudkan huntuk hmeningkatkan 

hkesadaran hmasyarakat hakan hhaknya hsebagai hwarga hnegara hdan 

hkesadaran hakan hdampak hnegatif hkorupsi hbagi hkelangsungan 

hpembangunan. 

Dalam hperspektif hNegara, hsubstansi hhukum hdiutamakan 

huntuk hmenghindari hpeluang hterjadinya hkorupsi. hStrategi 

hpemberantasan hkorupsi, hfaktor hpencegahan hdengan 

hpembentukan hperaturan-peraturan hyang htidak hmenimbulkan 

hpeluang hkorupsi hmerupakan hsalah hsatu hkunci hkeberhasilan 

hdalam hmemberantas hperilaku hkorupsi. hPencegahan hkorupsi 

hdiartikan hsebagai hlangkah-langkah hyang hditempuh holeh 

hpemerintah huntuk hmencegah, hmenghindari, hdan hmenjaga hagar 

hperilaku hserta hpeluang hkorupsi hdapat hdiminimalisir hsekecil 

hmungkin. hPencegahan hjuga hdimaksudkan huntuk hmemberantas 

hkorupsi hmulai hsejak hawal htanpa hharus hmenunggu hseseorang 

hberbuat hkorupsi. hSelain hitu, hkorupsi hjuga hdapat hterjadi hbukan 

hhanya hkarena hmuncul hdari hniat hseseorang, hnamun hfaktor 

hkesempatan hsangat hmemainkan hperanan hyang hbesar. hDengan 

hmemperkecil hkesempatan hatau hpeluang hkorupsi, hdiharapkan 

hkorupsi hdapat hdicegah hsedini hmungkin hsebelum hkorupsi hitu 

hsendiri hterjadi. 
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Dengan hinstrumen hini hmaka hdiharapkan htercapai 

hintegritas haparat hpemerintah hbaik hsecara hindividu hmaupun 

hkelembagaan hdi hmata hpublik. hinstrumen hyang hdapat 

hdikembangkan hadalah hkode hetik hpelayanan hyang hbertujuan 

huntuk hmembatasi hpraktik hkorupsi hdan hmembersihkan 

hpelayanan hdari hpetugas hyang hkorup. hSama hhalnya hdengan hsektor 

hpelayanan hpublik, hdisektor hbisnis hpun hperlu hdikembangkan 

hkode hetik hdalam hberbisnis huntuk hmenciptakan hiklim hdan hdunia 

husaha hyang hbebas hdari hpraktik hkorupsi. 

Hongkong hmemiliki hwilayah hteritotial hyang hkecil hdan 

hseukuran hkota. hAdanya hwilayah hyang hrelatif hkecil hini 

hmenyebabkan hkondisi hdi hHongkong hjauh hlebih hmudah hdalam 

hmelakukan hpemberantasan hkorupsi hkarena hfokus 

hpemberantasan hkorupsi hdi hHongkong hmenjadi hlebih hbaik hdengan 

hcakupan hwilayah hyang hkecil. hKondisi hini hsangat hmenguntungkan 

hdalam hmelakukan hpercepatan hpemberantasan hkorupsi hkarena 

hdaya hjangkau hyang hlebih hcepat. hBerbeda hjauh hdengan hIndonesia 

hyang hmemiliki hwilayah hyang hlebih hluas hdan hberbentuk 

hkepulauan, hsehingga hdalam hpemberantasan hkorupsipun hsangat 

hmengalami hbanyak hkendala hdan hmemunculkan hkompleksitas 

hpermasalahan hyang hjauh hlebih hrumit. hOleh hkarena hitu, htidak 

hmenutup hkemungkinan hapabila hIndonesia hmeniru hsebagaimana 

hHongkong, hmembutuhkan hbanyak hpenyidik hdi hmasing-masing 

hdaerah. hsementara hhasil hkerjanya hmasih hdiragukan 

hefektivitasnya 

Namun hdemikian, hkewenangan huntuk hmelakukan 

hpenyelidikan hdan hpenyidikankasus-kasus hkorupsi hdi hIndonesia 

hbukan hhanya hterletak hdi hKPK hsaja. hSaat hini hlembagaKepolisian 

hdan hKejaksaan hjuga hmemiliki hwewenang hyang hsama hdalam 

hhalpenyelidikan hdan hpenyidikan. hSedangkan hKejaksaan hmemiliki 

hkewenanganmelakukan hpenuntutan hdi hpengadilan. hTersebarnya 

hkewenangan hdi hsejumlah hlembagaini hmemiliki hkonsekuensi 

htertentu hyang hdapat hberimplikasi hpositif hmaupun hnegatif. 

Implikasi hpositifnya hantara hlain hadalah hkasus-kasus 

hkorupsi hdapat hcepat hditanganitanpa hharus hmenunggu htindakan 

hdari hsuatu hlembaga htertentu. hMasyarakat hjuga hdapatmelaporkan 
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hindikasi hkasus hdugaan hkorupsi hkepada hlembaga-lembaga hterkait 

hbaik hituKPK, hKepolisian hmaupun hKejaksaan. hNamun hdemikian, 

hhal htersebut hjuga hberimplikasinegatif hyaitu hterjadinya 

hperbedaan hinterpretasi hterhadap hsatu hkasus hkorupsi. 

hDimanamasing-masing hlembaga hmemiliki hpersepsi hyang 

hberbeda, hcontohnya hpenuntutan hyang hterlepas hdari hefektivitas 

hlembaga hanti hkorupsi hdalam hmemberantas hkorupsi hdisuatu 

hnegara, hkeberadaan hlembaga hanti hkorupsi hhingga hsaat hini hmasih 

hmenjadiperdebatan hpro hdan hkontra hdi hmasyarakat. hMereka hyang 

hmendukung hmenilai hbahwalembaga hanti hkorupsi hkhususnya hdi 

hnegara-negara hmaju hseperti hSingapura hdan hHongkong hsecara 

hempirik htelah hterbukti hmampu hmenekan hjumlah hkasus hkorupsi 

hdanmemberikan hefek hjera hbagi hpara hkoruptor hlainnya hdengan 

hmemperbesar h“cost” hbagiseseorang hyang hmencoba hmelakukan 

hkorupsi hdibandingkan hdengan h“keuntungan”yang hbisa hmereka 

hperoleh. hHukuman hpenjara hdan hpengembalian hhasil hkorupsi 

h(assetrecovery) hkepada hnegara hserta hsanksi hsosial hyang hkeras 

hterbukti hefektif hdalam hmemberantas hkorupsi. h 

Dibandingkan hantara hKPK hdengan hICAC hHongkong 

hdimana hICAC hHongkong hlebih h hmenekankan hmengenai hmasalah 

hpencegahan hkorupsi hdibandingkan hdengan hKPK hyang hlebih hke 

harah hpenindakan, hstrategi hdari hICAC hHongkong hini hdinilai hlebih 

hefektif hdan hterbukti hmampu hmenekan hpertumbuhan hkorupsi hdi 

hHongkong. hSehingga hadanya haspek hpencegahan hkorupsi hini 

hsangat hperlu hlebih hdifokuskan hsecara hseimbang hdengan haspek 

hpenindakan. h 

Upaya hpencegahan hkorupsi hdapat hdilakukan hdengan hcara 

hmenggalang hpendidikan hanti hkorupsi hpada hgenerasi hmuda, 

hadanya hsosialisasi hmengenai htindak hpidana hkorupsi hbaik hitu 

hmelalui hmedia hcetak hataupun hmedia helektronik, hmenumbuhkan 

hkesadaran hmasyarakat hmengenai hdampak hnegatif hdari hkorupsi, 

hdan hperbaikan hrenumerasi hpegawai hnegeri. h 

Sedangkan haspek hpenindakan hyang hselama hini htelah 

hdilaksanakan/ hdijalankan holeh hKPK hharus hdapat hmenimbulkan 

hefek hjera hbaik hsecara hhukum hmaupun hsosial hdengan 

hpenambahan hhukuman hyang hberat hditambah hdengan hdenda 
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hyang hjumlahnya hsetara hdengan hkorupsi hyang hdilakukan. hSelain 

hhal htersebut, hjuga hdapat hdilakukan hpengembalian hterhadap haset 

hnegara hyang htelah hdikorupsi hdengan hmemeriksa hseluruh 

hkekayaannya. 

Faktor hyang hmempengaruhi hkeberhasilan hpemberantasan 

hkorupsi h:271 

a. Memiliki hKerangka hHukum hdan hRule hof hlaw: hTerdapat hKerangka 

hhukum hyang hkuat hdan hperaturan hperundang-undangan hyang 

hjelas htidak hmenimbulkan hmulti htafsir hdan hpelaksanaan hdari 

hsubstansi hhukum htersebut hsecara hkonsisten hyang hberdasarkan 

hprinsip hequality hbefore hthe hLaw, hsehingga htidak hterjadi 

hdiskriminasi hdalam hpenanganan hkasus htindak hPidana hKorupsi. 

b. Memiliki hVisi hdan hMisi hyang hJelas. hYakni hmenetapkan harah hyang 

hjelas hdan hstrategi hyang hkomprehensif hdan hhandal hdalam 

hpemberantasan hkorupsi, hmenyesuikan hkebijakan hsecara 

hbertahap hsesuai hdengan hperkembangan hlingkungan. 

c. Pimpinan hdan hStaf hMempunyai hStandar hKompetensi hdan 

hTerlatih. hDalam hpengisian hstruktur horganisasi hlembaga hanti 

hkorupsi hdilakukan hrekrutmen hyang hobyektif hdidasarkan hkepada 

hkompetensi hsesuai hdengan hbidang htugas hdari htingkat hPimpinan 

hhingga hstaf hterbawah. hRekrutmen hdilakukan holeh hlembaga 

hindependen hyang hbekerja hsecara hprofesional. 

d. Pendekatan hkoheren hantara hpenacegahan hdan hpenindakan, hdi 

hbidang hpencegahan hdilakukan hsecara hagresif hpendidikan 

hmasyarakat hdalam hrangka hmeningkatan hkesadaran hanti hkorupsi 

hserta hstudi hdilakukan huntuk hmengumpulkan hinformasi hyang 

hakurat hmengenai htingkat hdan hmodus hoperandi hkorupsi hyang 

hdilakukan hpegawai hpemerintah/swasta, hsehingga hdapat hdipakai 

hsebagai hacuhan hdalam hmerubah hhukum hdan hundang-undang 

hanti hkorupsi. hDi hbidang hpenindakan hdilakukan hdengan 

hmemaksimalkan hpelaksanaan hkewenangan hyang hdimiliki 

hdidukung hdengan hprasarana hyang hmemadahi hserta hpenegakan 

hhukum hyang hkonsisten; 
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e. Dukungan hdana hyang hcukup hbesar huntuk hmendukung 

hkontinuitas hoperasional hpencegahan hdan hpenindakan hkasus 

hkorupsi; 

f. Adanya hDukungan hPolitik: hTerdapat hdukungan hpolitik hdari 

hpemerintah hserta hkonsistensi hdukungan hyang hterus hmenerus 

hterhadap hlanglah hstrategis hyang hdilakukan holeh hlembaga hanti 

hkorupsi. hLembaga hanti hkorupsi hdalam hmelaksanakan htugasnya 

htidak hmendapatkan hhambatan hdari hPemerintah hterutama hdalam 

hpenanganan hproses hhukum hpara hpejabat hyang hdiduga 

hmelakukan hkorupsi. 

g. Mendapat hSupport hyang hKuat hdari hMasyarakat: hMasyarakat 

hmendukung hprogram hpemberantasan hkorupsi hnasional. hPeran 

hserta hmasyarakat htidak hhanya haktif hdalam hpelaporan hdugaan 

hkorupsi, hakan htetapi hjuga haktif hdalam hpencegahan hkorupsi 

hmisalnya hpendidikan hanti hkorupsi hkepada hmasyarakat hmelalui 

hberbagai hmedia htermasuk hadvokasi hpublik. 

h. Bekerja hSecara hIndependen. hDalam hpengambilan hkebijakan hyang 

hberkaitan hdengan htugas hdan hfunsinya hlembaga hanti hkorupsi 

hbebas hdari hpengaruh hlegislatif, heksekutif hdan hdari hpengaruh 

hmanapun hjuga. hFaktor-faktor hyang hMempengaruhi hKegagalan 

h:272 

a. Tidak hadanya hkomitmen hpolitik hdari hpemerintah. hPemerintah 

htidak hmendukung hsecara hterus hmenerus hprogram 

hpemberantasan hkorupsi, hdan htidak hmendorong hlembaga 

hpenegak hhukum hsecara hserius huntuk hmemberantas hkorupsi. 

b. Persaingan hyang htidak hsehat hantara hlembaga hpenegak hhukum. 

hKoordinasi hantara hlembaga hpenegak hhukum htidak hterjalin hsecara 

hmaksimal. hSehingga hPemberantasan hkorupsi hdilakukan htidak 

hbersifat hkoordinatif hsehingga hmemunculkan hpersaingan hyang 

htidak hsehat hdiantara hlembaga hpenegak hhukum; 

c. Pembenahan hsistem hyang hberdampak hKontra hproduktif hterhadap 

hpemberantasan hkorupsi. hPembenahan hsistem hyang htidak 

hterintegrasi hyaitu hmembenahi hdisatu hsistem hsementara 
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hmembiarkan hsistem hlain hyang hmasih htetap hkorup. hDisisi hlain 

haturan hperundangan hyang hdiberlakukan htidak hmencerminkan 

hlaw henforcement hyang hkuat. 

d. Pembenahan hkelembagaan hyang htidak hmaksimal. hPembenahan 

hkelembagaan hpada hlembaga hanti hkorupsi htidak hsecara 

hkomprehensif hmeliputi hbidang hadministratif hdan hoperasional, 

hsehingga hkualitas hsumberdaya hpendukungtidak hmemberikan 

hkontribusi hyang hmaksimal; 

e. Penegakan hhukum hterhadap hpelaku htindak hpina hkorupsi hyang 

hkurang hkonsisten. hLembaga hpenegak hhukum htidak 

hmememegang hteguh hequalityabovethe hlaw, hpersamaan 

hperlakuan hdidepan hhukum. 

f. Rendahnya hpenyelesaian hkasus hkorupsi hyang hdiadukan holeh 

hmasyarakat. hLembaga hanti hkorupsi hkurang hmaksimal hdalam 

hmenindak hlanjuti hkasus hdugaan hkorupsi hyang hdiadukan holeh 

hmasyarakat, hsehingga hberdampak hrendahnya hkepercayaan 

hmasyarakat hterhadap hlembaga hanti hkorupsi. 

Strategi hpemberantasan hkorupsi hharus hbersifat 

hmenyeluruh hdan hseimbang. hIni hberarti hbahwa hstrategi 

hpemberantasan hyang hparsial hdan htidak hkomprehensif htidak 

hdapat hmenyelesaikan hmasalah hsecara htuntas. hStrategi 

hpemberantasan hkorupsi hharus hdilakukan hsecara hadil, hdan htidak 

hada histilah h“tebang hpilih” hdalam hmemberantas hkorupsi. hSelain 

hitu, hupaya hpencegahan h(ex hante) hharus hlebih hdigalakkan, hantara 

hlain hmelalui: h(1) hMenumbuhkan hkesadaran hmasyarakat(public 

hawareness) hmengenai hdampak hdestruktif hdari hkorupsi, 

hkhususnya hbagi hPNS; h(2) hPendidikan hanti hkorupsi; h(3) hSosialisasi 

htindak hpidana hkorupsi hmelalui hmedia hcetak hdan helektronik; h(4) 

hPerbaikan hremunerasi hPNS. hAdapun hupaya hpenindakan h(ex hpost 

hfacto) hharus hmemberikan hefek hjera, hbaiksecara hhukum, hmaupu 

hsosial. hSelama hini hpelaku hkorupsi, hwalaupun hdapatdijerat 

hdengan hhukum hdan hdipidana hpenjara hataupun hdenda, hnamun 

htidak hpernah hmendapatkan hsanksi hsosial. hEfek hjera hseperti: h(1) 

hHukuman hyang hberatditambah hdengan hdenda hyang hjumlahnya 

hsignifikan; h(2) hPengembalian hhasil hkorupsi hkepada hnegara; hdan 
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h(3) hTidak hmenutup hkemungkinan, hpenyidikan hdilakukan hkepada 

hkeluarga hatau hkerabat hpelaku hkorupsi. 

Strategi hpemberantasan hkorupsi hharus hsesuai hkebutuhan, 

htarget, hdan hberkesinambungan. hStrategi hyang hberlebihan hakan 

hmenghadirkan hinefisien hsisistem hdan hpemborosan hsumber hdaya. 

hDengan hpenetapan htarget, hmaka hstrategi hpemberantasan 

hkorupsi hakan hlebih hterarah, hdan hdapat hdijaga 

hkesinambungannya. hSelain hitu hstrategi hpemberantasan hkorupsi 

hharuslah hberdasarkan hsumber hdaya hdan hkapasitas. hDengan 

hmengabaikan hsumber hdaya hdan hkapasitas hyang htersedia, hmaka 

hstrategi hini hakan hsulit huntuk hdiimplementasikan, hkarena 

hdayadukung hyang htidak hseimbang. hDalam hhal hini hkualitas hSDM 

hdan hkapasitasnya hharus hdapat hditingkatkan, hterutama hdi hbidang 

hpenegakan hhukum hdalam hhal hpenanganan hkorupsi. hPeningkatan 

hkapasitas hini hjuga hdilakukan hmelalui hjalan hmembuka hkerjasama 

hinternasional. 

Independensi hdiperlukan hagar hbadan hantikorupsi hdapat 

hberjalan hdengan hefektif. hBahkan hindependensi hmenjadi hisu 

hutama hdalam hkeberhasilan hpemberantasan hkorupsi. h 

hindependensi hsering hdimaknai hdengan htidak hadanya hkekuasaan 

hlain hbaik hsecara hindividual hmaupun hkelembagaan, hyang hdapat 

hmengintervensi hfungsi hlembaga htersebut. hIndependensi hjuga 

hsering hdimaknai hbahwalembaga htersebut hharus hterpisah hdari 

hkekuasaan hlain. hBahkan, hkekuasaan heksekutif hdianggap hsebagai 

hancaman hindependensi hbadan hantikorupsi h. hHal hini hdisebabkan 

holeh hpejabat hpublik hdi hlingkungan heksekutiflah hyang hrentan 

hterhadap hkorupsi. hAkan htetapi, hjika hdilihat hnegera-negera hyang 

hlembaga hantikorupsinya htelah hberhasil hmemberantas hkorupsi, 

hlembaganya hberada hdibawah hkekuasaan hlain hefektif 

hmemberantas hkorupsi. h 

Seperti hhalnya hdi hnegara-negara hlain, hdi hHongkong hbadan 

hantikorupsi hbertanggungjawab hkepada hgubernur, hdi hSingapura 

hbadan hantikorupsi hbertanggungjawab hkepada hperdana hmenteri, 

hsedangkan hdi hThailand hbadan hantikorupsibertanggung hjawab 

hkepada hperdana hmenteri hdan hsenate, hdi hMalaysiabadan 

hantikorupsi hbertanggung hjawab hkepada hparlemen. 
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Indonesia hmenganggap hhal hlain hpenting hdalam 

hpengangkatan hpimpinan hKomisi hPemberantasan hKorupsi hyaitu 

hanggota hpanitia hseleksi, hbaik hyang hberasaldari hpemerintah 

hmaupun hmasyarakat, hharus hbenar-benar hkredibel hagarproses 

hseleksi hdilakukan hindependen, htransparan, hdan hobjektif. hPanitia 

hseleksi h2007, hterlihat hsemua hberasal hdari hpegawainegeri, hbelum 

hada hyang hberasal hdari hswasta. hSebaiknya, hswasta hadayang 

hmenjadi hpanitia hseleksi hsehingga hpihak hmasyarakat hdapat 

hterwakili. hHal htersebut hsebagaimana hdisebutkan hdalam hUndang 

hUndang hKomisi hPemberantasan hKorupsi hpansel hterdiri hatas 

hpemerintah hdan hmasyarakat. hUntuk hpanitia hseleksi hpimpinan 

hKomisi hPemberantasan hKorupsi hsebelum hditetapkan hdengan 

hsurat hkeputusan, hsebaiknya hdipublikasikan hterlebihdahulu, 

hsehingga hmasyarakat hdapat hmemberikan htanggapan htentang 

hcalonpanitia hseleksi. hHal hini huntuk hmendapatkan hcalon hpanitia 

hseleksi hpimpinanKomisi hPemberantasan hKorupsi hyang hbenar-

benar hkredibel. h 

Dalam hhal hmelaksanakan hkewenangan hpenyelidikan, 

hpenyidik, hdan hpenuntutan htindak hpidana hkorupsi hdilakukan 

hsesuai hdengan hPasal h11 hUndangUndang hKomisi hPemberantasan 

hKorupsi hmeliputi htindak hpidana hkorupsi hyang: 

1. Melibatkan haparat hpenegak hhukum, hpenyelenggara hnegara, hdan 

horang hlain hyang hada hkaitannya hdengan htindak hpidana hkorupsi 

hyang hdilakukan holeh haparat hpenegak hhukum hatau hpenyelenggara 

hnegara; 

2. Mendapat hperhatian hyang hmeresahkan hmasyarakat; hdan/atau 

3. Menyangkut hkerugian hnegara hpaling hsedikit hRp. h1.000.000.000,- 

h(satu hmiliar) 

Dalam hmelakukan hpenyelidikan, hpenyidikan, hdan 

hpenuntutan,Komisi hPemberantas hKorupsi hdibekali hseperangkat 

hkewenangan hyangtidak hdipunyai holeh hpenegak hhukum hlainnya. 

hHal htersebut hdiatur hdalamPasal h12 hUndangUndang hNomor h30 

hTahun h2002 huntuk hmelakukan hbeberapa hhal hyang hberkaitan 

hdengan hlembaga hlain. hWewenang hdalam hmelakukan 

hpenyadapan, hmerekam hpembicaraan, hdan hpengeledahan htanpa 
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hizin hketua hpengadilan hmenjadi hbukti hlembaga hini hmemiliki 

hkewenangan hyang hluas. 

Walaupun hPasal h42 hayat h(1) hdan hayat h(2) hUndangUndang 

hNomor h7 hTahun h1992 hjo hUndang hUndang hNomor h10 hTahun h1998 

htentang hPerubahan hUndangUndang hNomor h7 hTahun h1992 

htentang hPerbankan hyang hmenyatakan hbahwa hpimpinan hBank 

hIndonesia hhanya hdapat hmemberikan hizin hpermintaan 

hketerangan htersebutkepada hkepolisian, hjaksa hatau hhakim 

hberdasarkan hpermintaan htertulis hdari hkepala hKepolisian hRI, 

hJaksa hAgung, hdan hKetua hMA hRI. hBagi hKPK hberlaku hketentuan 

hsebagaimana htemuat hdalam hUU hKPK hPasal h12 hyaitu hsebagai hlex 

hspescialis. 

Pasal h8 hayat h(2)“…Komisi hPemberantas hKorupsi 

hberwenang hjuga hmengambil halih hpenyidikan hatau hpenuntutan 

hterhadap hpelaku htidak hpidana hkorupsi hyang hsedang hdilakukan 

holeh hkepolisian hatau hkejaksaan”. hPasal h8 hayat h(3)“Dalam hhal 

hKomisi hPemberantasan hKorupsi hmengambil halih hpenyidikan 

hatau hpenuntutan, hkepolisian hatau hkejaksaan hwajib hmenyerahkan 

htersangka hdan hseluruh hberkas hperkara…”. hPasal h44 hayat 

h(4)“…Komisi hPemberantasan hKorupsi hmelaksanakan hpenyidikan 

hsendiri hatau hdapat hmelimpahkan hperkara htersebut hkepada 

hpenyidik hkepolisian hatau hkejaksaan” 

Dengan hmelihat hpasal hdi hatas, hsecara hyuridis hsudah hdiatur 

hkewenangan hpenyelidikan, hpenyidikan, hdan hpenuntutan hKomisi 

hPemberantasan hKorupsi. hNamun, hdi hdalam hkenyataannya hmasih 

hditemui hkendala hego hsektoral hdari hlembaga hpenegak hhukum 

hlainnya. h 

Dengan hdemikian hKPK hmemiliki hkewenangan hyang hbesar 

hdibandingkan hICAC hHongkong hdan hMalaysia hdalam hhal 

hpenuntutan, hakan htetapi hkewenangannya hterbatas hyaitu hyang 

hdapat hdisidik hdan hdituntut hyaitu hpenyelenggara hNegara hdan 

haparat hNegara hdengan hkorupsi hyang hpaling hsedikit h1 hM. h 

Berdasarkan h hanalisis hdan hpembahasan hdihasilkan 

hsimpulan, hkesatu hbahwa hantara hKomisi hPemberantasan hKorupsi 

h(KPK) hyang hada hdi hIndonesia hdengan hIndependent hCommission 

hAgainst hCorruption hyang hada hdi hHongkong hmemiliki hmekanisme 
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hkewenangan hKPK hyang hdianut holeh hIndonesia hsangat hberbeda 

hapabila hdibandingkan hdengan hnegara-negara htetangga hseperti 

hHongkong, hMalaysia, hSingapura, hdan hAustralia. hPerbedaan 

htersebut hadalah hbahwa hKPK hberwenang huntuk hmelakukan 

hpenyelidikan, hpenyidikan hdan hpenuntutan. hSedangkan hdi 

hnegara-negara htetangga hhal htersebut hhanya hdilakukan hsebatas 

hkewenangan huntuk hmelakukan hpenyelidikan hdan hpenyidikan, 

hkarena htugas hdan hwewenang hpenuntutan htetap hdimiliki holeh 

hpihak hKejaksaan. hJuga hmemiliki hbeberapa hpersamaan hdalam hhal 

hpengaturan hasas hmekanisme hpengambilalihan hperkara 

h(Takeover hMechanism hPrinciples), hyakni hdari hsegi hhistoris hatau 

hsejarah hbermulanya husaha hpenindakan hterhadap hkorupsi, hdari 

hsegi htujuan huntuk hmembasmi hkorupsi hsampai hke hakar-akarnya, 

hdari hsegi hsifat hlembaga htersebut hyakni hindependent hyang htidak 

hdapat hdicampuri holeh hinstitusi hhukum hlain, hserta hmemiliki 

hkekuasaan hdan hkewenangan hyang hlebih hluas hjika h hdibandingkan 

hdengan hinstansi hpenegak hhukum hlainnya. 

Kedua, hbahwa hterdapat hbeberapa hindikator hyang 

hmenyebabkan hadanya hperbedaan htersebut. hKetiga, hbahwa 

hpenyebab hadanya hpersamaan hdan hperbedaan htersebut htidak 

hterlepas hdari htiga hhal hmendasar hyang hbersifat hsinyalemen hyaitu 

hkondisi hluas hwilayah, hkeadaan hmasyarakat, hserta h hlamanya 

hpembentukan hlembaga hantikorupsi. hKeempat, hbahwa hadanya 

himplikasipositif hdan hnegatif hdari hefektivitas hdari hadanya 

hlembaga hantikorupsi htersebut, hyang hdiharapkan hdapat hmenjadi 

hbahan hkajian huntuk hke hdepan hdalam hupaya hmemberantas htindak 

hpidana hkorupsi hyang hselama hini hsemakin hmeningkat. 

Indeks hPersepsi hKorupsi h(IPK) hIndonesiapada htahun h2009 

hmengalami hkenaikan hmenjadi h2,8 hdari h2,6 hpada htahun h2008. 

hDengan hskor hini, hperingkat hIndonesia hterdongkrak hcukup 

hsignifikan, hyakni hberada hdi hurutan h111dari h180 hnegara h(naik h15 

hposisi hdari htahun hlalu). hAda hbeberapa hfaktor hyang 

hmenyebabkanIPK hIndonesia hmengalami hkenaikan hmeski htidak 

hterlalu hbesar. hFaktor htersebut hialah hgencarnya hupaya 

hpenindakan hkorupsi holeh hKomisi hPemberantasan hKorupsi h(KPK) 

hdanreformasi hdi htubuh hDepartemen hKeuangan h(Depkeu), 
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hkhususnya hreformasi hdibidang hpajak hyang hsaat hitu hsedang 

hdilakukan hPemerintah hIndonesia. hAkan htetapi hperubahan 

htersebut hbelum hdiikutidengan hperubahan hyang hsignifikan holeh 

hinstansi-instansi hpublik hlainnya. hPencegahan hdan 

hpenanggulangan hkorupsi hefektif hapabila hada hkemauan hdari 

hsemua hfihak. 

Dalam htaraf hASEAN, hIndonesia hberada hpada hposisi h5 

huntuk hlingkungan hASEAN hataulebih hrendah hdibandingkan 

hSingapura, hBrunei hDarussalam, hMalaysia hdan hThailand hyang 

hberturut-turut hmengisi hposisi h1-4. hNamun, hIndonesia hcukup hbaik 

hdari hsegi hIPK hdi hbanding hVietnam, hFilipina, hKamboja, hLaos, hdan 

hMyanmar hyang hmenempati hposisi h6-10. hUntuk htahun h2010, 

hPemerintah hmempunyai htarget hIndeks hPersepsi hKorupsi h(IPK) 

hIndonesiabisa hmencapai hangka h5.0 hatau hsetingkat hdengan 

hnegara hBahrain hdan hMalaysia.273 

Peringkat hIndonesia hdalam hCPI h2013 hmeningkat hdari 

htahun h2012 hyang hmenduduki hperingkat h118. hNamun, hskor hyang 

hdimiliki hmasih hsama, hyakni h32. h“Skornya hmasih hsama h32. hTahun 

h2013, hIndonesia hrankingnya h114 hdi hantara h177 hnegara, 

hPeringkat hIndonesia hdalam hpemberantasan hkorupsi hmasih 

hbelum hmenunjukkan hpergerakan hyang hberarti. hWalau 

hmengalami hkenaikan h4 hperingkat.Dalam hsurvei hini, hDenmark 

hada hdi hposisi hpertama hdengan hskor h91 hdan hSelandia hBaru hyang 

hberada hdi hperingkat hdua. hDi hatas hIndonesia hada hThailand hdengan 

hskor h35.“Dalam hskor hAsia hPasifik hkita hketinggalan h11 hpoint. 

Diantara hnegara-negara hASEAN, hposisi hIndonesia hmasih 

hdi hbawah hSingapura, hBrunei, hMalaysia, hfilipina hdan hThailand, h, 

hSecara hglobal, hIndonesia hmasuk hdalam h70 hpersen hnegara-negara 

hyang hmemiliki hskor hIPK hdi hbawah h50. hSementara hdi hregional 

hAsia hPasifik, hIndonesia hmasuk hdalam h63 hpersen hnegara-negara 

hyang hmemiliki hskor hIPK hdi hbawah h50 hmeskipun hposisi hIndonesia 

hnaik hdari hperingkat htahun h2012, htapi hskornya hmasih hdibawah 

h50. hSehingga hmencerminkan hmasih hlazimnya hpenyakit hkorupsi 

                                                            
273http://www.batamtoday.com/news/read/2009/11/1701/18045.Perin

gkatIndonesia-Sebagai-Negara-Korup-Turun.html 

http://wartakota.tribunnews.com/tag/indonesia
http://wartakota.tribunnews.com/tag/indonesia
http://wartakota.tribunnews.com/tag/korupsi
http://www.batamtoday.com/news/read/2009/11/1701/18045
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hterjadi hdi hIndonesia, hseperti hdi hsektor hpendidikan, hkesehatan, 

hpangan hhingga hsektor hpengelolaan hsumber hdaya halam. 

IPK hmenggunakan hskala h1-100. hJika hindeks hyang hdicapai 

hsuatu hnegara hsemakin htinggi, hmaka hnegara hyang hbersangkutan 

hsemakin hbersih hdari hperilaku hkorup. hMembaca hIPK htersebut, 

hbisa hdisimpulkan hgebrakan hKomisi hPemberantasan hKorupsi 

h(KPK) hyang hsudah hberhasil h"membongkar" hsejumlah 

hmegakorupsi hdan hmenyeret hpelakunya hke hpengadilan hbelum 

hmenimbulkan hefek hjera. 

Hipotesis htersebut hdidukung hsederetan hfakta. hYakni hdi 

htengah hpenangkapan hkoruptor, hsatu-persatu hpara h"pencuri huang 

hnegara" hterus hterungkap, hpelakunya hdiadili hdan hdiinapkan hdi 

hhotel hprodeo. hJika hdibandingkan hdengan hnegara hanggota hASEAN, 

hmaka hpersepsi hkorupsi hdi hIndonesia hsangat hburuk. hYakni 

hSingapura h(86), hBrunai hDarussalam h(60), hMalaysia h(50), hFilipina 

h(36) hdan hThailand h(35). hIndonesia hhanya hdi hatas hKamboja h(20), 

hMyanmar h(21), hLaos h(26), hTimor hLeste h(30) hdan hVietnam h(31). 

Selain hstagnasi hIPK, hada hpula hfakta hyang hmemalukan hdan 

hmemilukan htentang hpelaku hkorupsi. hSelama hini hkoruptor hdinilai 

hmenjadi hdomain hbirokrat. hNamun hTII hmenyingkapkan hdata hyang 

hjuga hcukup hmengagetkan hyakni hkoruptor hkalangan hkorporasi 

h(pengusaha) hmenyumbang hsekitar h40%. hFakta htersebut 

hsesungguhnya hcukup hberdasar. hSebab hkorupsi hsangat hdekat 

hdengan hkebijakan hekonomi hsehingga herat hdengan hkalangan 

hkorporasi. hTerlepas hsiapapun hpelakunya, hmaka htantangan hkita 

hke hdepan hbagaimana hmendongkrak hsupaya hIPK hmeningkat 

htajam. hSebab, hIPK hmenjadi hsalah hsatu hparameter hbagi hinvestor 

huntuk hmemutuskan hmenginvestasikan hdananya hdi hsuatu htempat 

h(negara). hJika hIPK hrendah, hmaka hrisiko hmenjadi htinggi hdan hbiaya 

hinvestasi hsemakin hmahal. 

Upaya hmendongkrak hIPK huntuk hjangka hpendek 

hkhususnya htahun h2014 htampaknya hsangat hberat. hSebab, 

hbersamaan hdengan htahun hpolitik hmaka hkorupsi huntuk hmodal 

hdana hpolitik hakan hmeningkat hakibat hmahalnya hbiaya hpolitik. 

hTetapi hkita hjangan hkalah hapalagi hmenyerah hmemberantas 
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hkorupsi. hSebab, hsukses hmenghapus hkorupsi hsatu-satunya hjurus 

hmendongkrak hkesejahteraan hrakyat. h 

Sebab, hdana-dana hyang hdialokasikan hdalam hanggaran 

hmulai hdari hpusat hhingga hke hdaerah htidak hlagi h"melenceng" 

hmasuk hke hkantong hkoruptor, hmelainkan hakan hdinikmati 

hmasyarakat hdalam hberbagai hproyek hpembangunan. h 

IPK hdigunakan huntuk hmembandingkan hkondisi hkorupsi hdi 

hsuatu hnegara hterhadap hnegara hlain. hIPK hmengukur htingkat 

hpersepsi hkorupsi hdi hsektor hpublik, hyaitu hkorupsi hyang hdilakukan 

holeh hpejabat hnegara hdan hpolitisi. hIPK hdirepresentasikan hdalam 

hbentuk hbobot hskor/angka h(score) hdengan hrentang h0-100. hSkor h0 

hberarti hnegara hdipersepsikan hsangat hkorup, hsementara hskor h100 

hberarti hdipersepsikan hsangat hbersih hdari hkorupsi. 

 

Tabel h13 
Corruption hPerception hIndeks h(CPI/Indeks hPersepsi hKorupsi) 

hIndonesia htahun h2013 hyang hdiluncurkan hTransparency 

hInternational hIndonesia h(TII) 

http://setagu.net/wp-content/uploads/2013/12/Indeks-Korupsi-Indonesia.jpg
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Referensi: hhttp://www.ti.or.id hdan hhttp://transparency.org/274 

 

  

                                                            
274http://www.ti.or.id dan http://transparency.org/ 

http://setagu.net/wp-content/uploads/2013/12/IPK-Indonesia.jpg
http://www.ti.or.id/
http://transparency.org/
http://www.ti.or.id/
http://transparency.org/
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A. Tindak hPidana hPencucian hUang hdalam hSistem hHukum 

hIndonesia h 

1. Pengertian hTindak hPidana hPencucian hUang 

Sampai hsaat hini, htidak hada hatau hbelum hada hdefinisi hyang 

huniversal hdan hkomprehensif hmengenai hapa hyang hdimaksud 

hdengan htindak hpidana hpencucian huang hatau hmoney hlaundering. 

hMeskipun hdemikian, hpeneliti hakan hmemberikan hbeberapa 

hpengertian hdan hdefinisi hpencucian huang hdari hbeberapa hpakar 

hbaik hdalam hnegeri hmaupun hluar hnegeri. hAdapun hdefinisi hdari 

hPencucian huang htersebut hadalah: 

a. Sutan hRemy hSjahdeini 

Beliau hmenggaris hbawahi hbahwa hdewasa hini histilah hmoney 

hlaundering hsudah hlazim hdigunakan huntuk hmelegalisasi huang 

h“kotor”, hyang hdiperoleh hdari hhasil htindak hpidana. 

b. Blacks hLaw hDictionary 

Disebutkan hbahwa hmoney hlaundering hmerupakan h“Term 

hused hdescribe hinvestment hor hother htransfer hof hmoney hflowing 

hfrom hracketeering, hdrug htransaction, hand hother hilegal hsource 

hinto hlegal hchannels hso hthat hits horiginal hsource hcannot hbe 

htraced”. 

c. Sarah hN. hWelling 

“Money hlaundering his hthe hprocess hby hwhich hone hconceals hthe 

hexistence, hillegal hsource, hor hillegal haplication hof hincome, hand 

hthen hdisguises hthat hincome hto hmake hit happear hlegitimate”. 

h(Pencucian huang hadalah hproses hdimana hseseorang 

hmenyembunyikan hkeberadilan hsumber h(pendapatan) hilegal 

hatau haplikasi hpendapatan hilegal hdan hkemudian 

hmenyamarkan hsumber h(pendapatan) htersebut hagar hterlihat 

hseperti hsesuai hdengan haturan hatau hhukum hyang hberlaku). 
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d. David hFraser 

“Money hlaundering his hquite hsimply hthe hprocess hthroughwich 

h“dirty” hmoney h(proceeds hof hcrime), his hwashed hthrough h“clean” 

hor hlegitimate hsources hand henterprises hso hthat hthe h“bad hguys” 

hmay hmore hsafely henjoy htheir hill’ hgotten hgains”. h(Pencucian 

huang hkurang hlebih hadalah hproses hdimana huang h‘kotor’ h(hasil 

hdari htindak hpidana) hdicuci hmenjadi h‘bersih’ hatau huang hkotor 

hyang hdibersihkan hmemalui hsuatu hsumber hhukum hdan 

hperusahaan hyang hlegal hsehingga h‘para hpenjahat’ hdapat 

hdengan haman hmenikmati hjerih hpayah htindak hpidana 

hmereka). 

e. Departemen hPerpajakan hAmerika hSerikat 

Mendefinisikan hpencucian huang hsebagai hsebuah hkegiatan 

hmemproses huang, hyang hsecara hakal hsehat hdipercayai hberasal 

hdari htindakan hpidana, hyang hdialihkan, hditukarkan, hdiganti, 

hatau hdisatukan hdengan hdana hyang hsah, hdengan htujuan huntuk 

hmenutupi hataupun hmengaburkan hasal, hsumber, hdisposisi, 

hkepemilikan, hpergerakan, hataupun hkepemilikan hdari hproses 

htersebut. hTujuan hdari hproses hpencucian huang hadalah 

hmembuat hdana hyang hberasal hdari, hatau hdiasosiasikan 

hdengan, hkegiatan hyang htidak hjelas hmenjadi hsah”. 

f. Clifford hL. hCarmer 

Berpendapat hbahwa hmoney hlaundering h(pencucian huang) 

hadalah hproses hmengubah huang htunai hyang htercemar hdengan 

hcara htertentu, hsehingga huang htersebut hdapat hdipergunakan 

hdengan hlebih haman hdalam hperdagangan hdan hidealnya 

hmenyembunyikan hasal-usul hdana hyang hdikonversi.275 

Mengacu hpada hsejumlah hdefinisi htindak hpidana 

hpencucian huang hdi hatas hterlihat hjelas, hwalaupun hterdapat 

hpersamaan htentang hunsur hadanya huang hhasil hdari htindak 

hpidana, hunsur-unsur hlainnya hdari htindak hpidana hpencucian 

huang hmemiliki hperbedaan. 

Dengan hdemikian hsecara humum, htindak hpidana 

hpencucian huang hbisa hdidefinisikan hberagam hpula. hMisalnya, 

                                                            
275Pathorang Halim, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang 

di Era Globalisasi, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 11. 
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htindak hpidana hpencucian huang hsebagai hproses hdimana 

hseseorang hmenutup-nutupi hkeberadaan huang hilegal, hsumber 

huang hyang hilegal, hataupun haplikasi hilegal hdari huang, hataupun 

hmenutup-nutupi hpendapatan hagar hpendapatan htersebut hterlihat 

hbersih hatau hsah hmenurut hhukum hdan htidak hmelanggar hhukum. 

Konsepsi hlain, htindak hpidana hpencucian huang hadalah 

htindakan hmemproses hsejumlah hbesar huang hilegal hhasil htindak 

hpidana hmenjadi hdana hyang hkelihatannya hbersih hatau hsah 

hmenurut hhukum, hdengan hmenggunakan hmetode hyang hcanggih, 

hkreatif hdan hkompleks. hAtau, htindak hpidana hpencucian huang 

hsebagai hsuatu hproses hatau hperbuatan hyang hbertujuan huntuk 

hmenyembunyikan hatau hmenyamarkan hasal husul huang hatau 

hharta hkekayaan, hyang hdiperoleh hdari hhasil htindak hpidana hyang 

hkemudian hdiubah hmenjadi hharta hkekayaan hyang hseolah-olah 

hberasal hdari hkegiatan hyang hsah. 

Apapun hkonsepsinya, hpada hhakikatnya hpencucian huang 

hmenunjuk hpada hupaya hpelaku huntuk hmengurangi hatau 

hmenghilangkan hresiko hditangkap hataupun huang hyang 

hdimilikinya hdisita hsehingga htujuan hakhir hdari hkegiatan hilegal hitu 

hyakni hmemperoleh hkeuntungan, hmengeluarkan hserta 

hmengkonsumsi huang htersebut hdapat hterlaksana, htanpa hterjerat 

holeh haturan hhukum hyang hberlaku. hDengan hdemikian 

hmenyimpan huang hhasil hkegiatan hilegal hadalah hsama hdengan 

hmencuci huang htersebut, hwalaupun hsi hpelaku htindak hpidana 

hsendiri hhanya hmenyimpan huang htersebut hdan htidak 

hmengeluarkan huang htersebut hkarena hbelum h“dicuci”. 

Sementara hitu, hsecara hyuridis hyang hdimaksud hdengan 

hPencucian huang hsebagaimana hdiatur hdalam hPasal h1 hangka h1 hUU 

hNo. h8 hTahun h2010 hadalah hsegala hperbuatan hyang hmemenuhi 

hunsur-unsur htindak hpidana hsesuai hdengan hketentuan hdalam 

hundang-undang hini. hSedangkan hyang htermasuk hdalam 

hperbuatan hpencucian huang hadalah hsebagaimana hyang hdiatur 

hdalam hPasal h3 hUU hNo. h8 hTahun h2010, hyaitu: 

“Setiap horang hyang hmenempatkan, hmentransfer, 

hmengalihkan, hmembelanjakan, hmembayarkan, 

hmenghibahkan, hmenitipkan, hmembawa hkeluar hnegeri, 

hmengubah hbentuk, hmenukarkan hdengan hmata huang hatau 
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hsurat hberharga hatau hperbuatan hlain hatas hharta hkekayaan 

hyang hdiketahuinya hatau hpatut hdiduganya hmerupakan 

hhasil htindak hpidana hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal 

h2 hayat h(1) hdengan htujuan hmenyembunyikan hatau 

hmenyamarkan hasal-usul hharta hkekayaan hdipidana 

hkarena htindak hpidana hpencucian huang hdengan hpidana 

hpenjara hpaling hlama hdua hpuluh htahun hdan hdenda hpaling 

hbanyak hRp. h10.000.000.000,- h(sepuluh hmilyar hrupiah)”. 
 

Dari hketentuan hdalam hPasal h3 hayat h(1) hUU hNo. h8 hTahun 

h2010 hyang htermasuk hdalam htindak hpidana hpencucian huang 

hyaitu hsetiap horang hyang: 

a. Menempatkan hatas hharta hkekayaan hyang hdiketahuinya hatau 

hpatut hdiduganya hmerupakan hhasil htindak hpidana 

hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal h2 hayat h h h(1) hdengan 

htujuan hmenyembunyikan hatau hmenyamarkan hasal-usul 

hharta hkekayaan; 

b. Mentransfer hatas hharta hkekayaan hyang hdiketahuinya hatau 

hpatut hdiduganya hmerupakan hhasil htindak hpidana 

hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal h2 hayat h h(1) hdengan 

htujuan hmenyembunyikan hatau hmenyamarkan hasal-usul 

hharta hkekayaan; 

c. Mengalihkan hatas hharta hkekayaan hyang hdiketahuinya hatau 

hpatut hdiduganya hmerupakan hhasil htindak hpidana 

hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal h2 hayat h h(1) hdengan 

htujuan hmenyembunyikan hatau hmenyamarkan hasal-usul 

hharta hkekayaan; 

d. Membelanjakan hatas hharta hkekayaan hyang hdiketahuinya 

hatau hpatut hdiduganya hmerupakan hhasil htindak hpidana 

hsebagaimana hdimaksud hdalam h h hPasal h2 hayat h(1) hdengan 

htujuan hmenyembunyikan hatau hmenyamarkan hasal-usul 

hharta hkekayaan; 

e. Membayarkan hatas hharta hkekayaan hyang hdiketahuinya hatau 

hpatut hdiduganya hmerupakan hhasil htindak hpidana 

hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal h2 hayat h h h(1) hdengan 

htujuan hmenyembunyikan hatau hmenyamarkan hasal-usul 

hharta hkekayaan; 
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f. Menghibahkan hatas hharta hkekayaan hyang hdiketahuinya hatau, 

hpatut hdiduganya hmerupakan hhasil htindak hpidana 

hsebagaimana hdimaksud hdalam h h hPasal h2 hayat h(1) hdengan 

htujuan hmenyembunyikan hatau hmenyamarkan hasal-usul 

hharta hkekayaan; 

g. Menitipkan hatas hharta hkekayaan hyang hdiketahuinya hatau 

hpatut hdiduganya hmerupakan hhasil htindak hpidana 

hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal h2 hayat h h(1) hdengan 

htujuan hmenyembunyikan hatau hmenyamarkan hasal-usul 

hharta hkekayaan; 

h. Membawa hkeluar hnegeri hatas hharta hkekayaan hyang 

hdiketahuinya hatau hpatut hdiduganya hmerupakan hhasil htindak 

hpidana hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal h2 hayat h(1) 

hdengan htujuan hmenyembunyikan hatau hmenyamarkan hasal-

usul hharta hkekayaan; 

i. Mengubah hbentuk hatas hharta hkekayaan hyang hdiketahuinya 

hatau hpatut hdiduganya hmerupakan hhasil htindak hpidana 

hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal h2 hayat h(1) hdengan 

htujuan hmenyembunyikan hatau hmenyamarkan hasal-usul 

hharta hkekayaan; 

j. Menukarkan hdengan hmata huang hatau hsurat hberharga hatas 

hharta hkekayaan hyang hdiketahuinya hatau hpatut hdiduganya 

hmerupakan hhasil htindak hpidana hsebagaimana hdimaksud 

hdalam hPasal h2 hayat h(1) hdengan htujuan hmenyembunyikan 

hatau hmenyamarkan hasal-usul hharta hkekayaan; 

k. Perbuatan hlain hatas hharta hkekayaan hyang hdiketahuinya hatau 

hpatut hdiduganya hmerupakan hhasil htindak hpidana 

hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal h2 hayat h(1) hdengan 

htujuan hmenyembunyikan hatau hmenyamarkan hasal-usul 

hharta hkekayaan. 

Dalam hhukum htindak hpidana hpencucian huang, hkesebelas 

htindak hpidana hpencucian huang hsebagaimana hdimaksud, 

hmerupakan htindakan-tindakan hyang hdimasukkan hke hdalam 

htindak hpidana hpencucian huang haktif.276 

                                                            
276R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 54. 
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2. Modus h h hOperandi hTindak hPidana hPencucian hUang 

Jeffery hRobinson, hdalam hbukunya hthe hLaundryman, 

hSimon hdan hSchuster, h1994, hmenuliskan hagar hasal-usul huang 

hyang h“dicuci” htidak hdapat hdiketahui hatau hdilacak holeh 

hpenegak hhukum, hpara hpelaku h(seseorang hdan/atau hbadan 

hhukum) humumnya hmemakai htiga htahap hpencucian huang 

hsebagai hberikut: h 

a. Penempatan hUang h(placement) 

Upaya hmenempatkan hdana htunai hyang hdihasilkan 

hdari hsuatu hkegiatan htindak hpidana hdalam hbentuk hyang 

hlebih hmudah huntuk hdipindahkan hatau htidak hdicurigai 

huntuk hselanjutnya hdiproses hke hdalam hsistem hkeuangan, 

hterutama hsistem hperbankan, hsehingga hjejak hseputar hasal-

usul hdana htersebut hdapat hdihilangkan. 

Pada htahap hplacement hini, hpelaku htindak hpidana 

hpencucian huang hmemasukkan hdana hilegalnya hke 

hrekening hperusahaan hfiktif hseperti hperusahaan hbidang 

hbatu hberharga, hatau hmengubah hdana hmenjadi hmonetary, 

hinstruments hseperti htraveler's hcheques, hmoney horder, hdan 

hnegotiable hinstruments hlainnya hkemudian hmenagih huang 

hitu hserta hmendepositokannya hke hdalam hrekening-

rekening hperbankan h(bank haccount) htanpa hdiketahui. 

hBentuk hkegiatan hini hantara hlain: 

1) Menempatkan hdana hpada hbank. hKadang-kadang 

hkegiatan hini hdiikuti hdengan hpengajuan 

hkredit/pembiayaan. 

2) Menyetorkan huang hpada hPJK hsebagai hpembayaran 

hkredit huntuk hmengaburkan haudit htrail. 

3) Menyelundupkan huang htunai hdari hsuatu hnegara hke 

hnegara hlain. 

4) Membiayai hsuatu husaha hyang hseolah-olah hsah hatau 

hterkait hdengan husaha hyang hsah hberupa 

hkredit/pembiayaan, hsehingga hmengubah hkas hmenjadi 

hkredit/pembiayaan. 

5) Membeli hbarang-barang hberharga hyang hbernilai 



312  │ Dr. Abnan Pancasilawati, S.Ag, M.Ag. 

htinggi huntuk hkeperluan hpribadi, hmembelikan hhadiah 

hyang hnilainya hmahal hsebagai hpenghargaan/hadiah 

hkepada hpihak hlain hyang hpembayarannya hdilakukan 

hmelalui hPJK. 

b. Pelampiasan hUang h(Layering) 

Jumlah hdana hyang hsangat hbesar hyang hditempatkan 

hpada hsuatu hbank htentu hakan hmenarik hperhatian hatau 

hmenimbulkan hkecurigaan hpihak hotoritas hmoneter 

hnegara hbersangkutan hakan hasal-usulnya. hKarena hitu, 

hpelaku hmelakukan hpelampiasan h(layering) hatau hyang 

hjuga hdisebut hheavy hsoaping hmelalui hbeberapa htahap 

htransaksi hkeuangan huntuk hmemutuskan/memisahkan 

hhubungan hantara hdana hyang htersimpan hdi hbank hdan 

htindak hpidana hmenjadi hsumber hdana htersebut. 

hTujuannya, huntuk hmenyembunyikan hatau hmenyamarkan 

hasal husul hdana. 

Metode hpelapisan huang hyang hpaling humum 

hdigunakan hadalah hdengan hmengirimkan hdana hke hnegara 

hyang hmenjadi h‘surga’ hbagi hdunia hperbankan, hseperti 

hCayman hIsland, hPanama, hBahama, hNetherlands hAntilles. 

hPada hsaat hdana htersebut hkeluar hdari hnegara htempat 

htindak hpidana, hdidukung hkuatnya htingkat hkerahasiaan 

hbank, hasal hdari hdana hsulit hdilacak. hUntuk hmenambah 

hkompleksitas, hdana hsebelumnya hdialihkan hkepada 

hperusahaan hfiktif, hatau hdengan hdalih hutang hataupun 

hpinjaman. 

Adanya hjumlah huang hyang hberbeda-beda hdengan 

hfrekuensi htransfer hdana hyang htinggi hsemakin 

hmempersulit hproses hpelacakan. hPerpindahan hdana 

htersebut htidak hdilakukan hsatu hkali hsaja hmelainkan 

hberkali-kali hmengacaukan halur htransaksi, hsehingga htidak 

hdapat hdikejar hataupun hdiikuti halurnya. hSetidaknya, 

hdalam hproses hpelapisan huang, hada hdua hatau htiga 

hjurisdiksi hnegara hyang hdilibatkan. hBentuk hkegiatan hini 

hantara hlain: 

1) Transfer hdana hdari hsatu hbank hke hbank hlain hdan hatau 
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hantar hwilayah/negara. 

2) Penggunaan hsimpanan htunai hsebagai hagunan huntuk 

hmendukung htransaksi hyang hsah. 

3) Memindahkan huang htunai hlintas hbatas hnegara hmelalui 

hjaringan hkegiatan husaha hyang hsah hmaupun hshell 

hcompany. 

 

c. Penyatuan hUang h(Integration/Repatriation/Spin hDry) 

Upaya hmenggunakan hharta hkekayaan hyang htelah 

htampak hsah hsecara hhukum, hbaik huntuk hdinikmati 

hlangsung, hdiinvestasikan hkedalam hberbagai hbentuk 

hkekayaan hmaterial hmaupun hkeuangan, huntuk hmembiayai 

hkegiatan-kegiatan hbisnis hyang hsah, hatau hbahkan huntuk 

hmembiayai hkembali hkegiatan htindak hpidana. 

Penyatuan huang hmelibatkan hpemindahan 

hsejumlah hdana hyang htelah hmelewati hproses hpelapisan 

hyang hteliti hkemudian hdisatukan hdengan hdana hyang 

hberasal hdari hkegiatan hlegal hke hdalam harus hperputaran 

hdana hglobal hyang hbegitu hbesar. hMengingat hadanya 

hberbagai hinstrumen hkeuangan, hseperti hletters hof hcredits, 

hpinjaman, hasuransi, hbill hof hlading, hbank hnotes, hdan hsurat 

hberharga hlainnya, hkeberadaan hawal hdari hdana htidak 

hterdeteksi. 

Dalam hmelakukan hpencucian huang, hpelaku htidak 

hterlalu hmempertimbangkan hhasil hyang hakan hdiperoleh, 

hdan hbesarnya hbiaya hyang hharus hdikeluarkan, hkarena 

htujuan hutamanya hadalah huntuk hmenyamarkan hatau 

hmenghilangkan hasal-usul huang hsehingga hhasil hakhirnya 

hdapat hdinikmati hatau hdigunakan hsecara haman. hKetiga 

hkegiatan htersebut hdi hatas hdapat hterjadi hsecara hterpisah 

hatau hsimultan, hnamun humumnya hdilakukan hsecara 

htumpang htindih.277 

Berdasarkan hketiga hproses hpencucian huang 

                                                            
277Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Pedoman 

Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi 
Penyedia Jasa Keuangan, Edisi Pertama, Jakarta, 2003, hlm. 4-5. 
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htersebut, hmenurut hN.H.T hSiahaan hterdapat htiga hbelas 

hmodus hoperasional htindak hpidana hpencucian huang. 

hKetiga hbelas hmodus hoperasional htersebut hadalah: 

1) Modus hsecara hloan hback 

Dengan hcara hmeminjam huangnya hsendiri. 

hModus hterinci hlagi hdalam hbentuk hdirect hloan, 

hyakni hdengan hcara hmeminjam huang hdari 

hperusahaan hluar hnegeri, hyakni hsemacam 

hperusahaan hbayangan h(immbolen hinvestment 

hcompany), hyakni hdireksi hdan hpemegang 

hsahamnya hialah hia hsendiri. hDalam hbentuk hback 

hto hloan, hdimana hsi hpelaku hmeminjam huang 

hdari hcabang hbank hasing hdi hnegaranya. 

hPeminjam hdengan hjaminan hbank hasing hsecara 

hstand hby hletter hof hcredit hatau hcertificate hof 

hdeposit hbahwa huang hdidapat hatas hdasar huang 

hdari hkejahatan. hPeminjam hitu hkemudian htidak 

hdikembalikan, hsehingga hjaminan hbank 

hdicairkan. hBentuk hlainnya hdari hmodus hini 

hadalah hparallel hloan, hyakni hpembiayaan 

hinternasional hyang hmemperoleh haset hdari hluar 

hnegeri. hKarena hada hhambatan hrestriksi hmata 

huang, hmaka hdicari hperusahaan hdi hluar hnegeri 

huntuk hsama-sama hmengambil hloan hdan hdana 

hdari hloan hitu hdipertukarkan hsatu hsama hlain. 

2) Modus hoperasi hC-Chase 

Modus hini hcukup hrumit hkarena hmemilki hsifat 

hlika-liku hsebagai hcara hmenghapus hjejak. 

hContoh hseperti hkasus hdalam hBCCI, hdimana 

hkurir-kurir hdatang hke hBank hFlorida huntuk 

hmenyimpan hdana hsebesar hUS$ h10.000, hsupaya 

hlolos hdari hkewajiban hmelapor. hKemudian 

hbeberapa hkali hdilakukan htransfer, hyakni hdari 

hNew hYork hke hLuxemburg, hdari hLuxemburg hke 

hcabang hbank hdi hInggris, hlalu hdisana hdi 

hkonversi hdalam hbentuk hcerificate hof hDeposit 
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huntuk hmenjadi hmenjamin hloan hdalam hjumlah 

hyang hsama hyang hdiambil holeh horang hdi 

hFlorida. hLoan hdibuat hdi hnegara hKaribia hyang 

hterkenal hdengan htax hheavennya. hDisini hloan hitu 

htidak hpernah hditagih, hnamun hhanya hdengan 

hmencairkan hsertifikat hdeposito hitu hsaja. hDari 

hrekening hdrug hdealer hdan hdisana huang hitu 

hdidistribusikan hmenurut hkeperluan hdan hbisnis 

hyang hserba hgelap. hHasil hinvestasi hitu hdapat 

hdicuci hdan haman. 

3) Modus htransaksi hdagang hinternasional 

Modus hini hmenggunakan hsarana hdokumen 

hL/C. hKarena hyang hmenjadi hfokus hurusan hbank, 

hbaik hbank hkoresponden hmaupun hopening 

hbank hadalah hdokumen hbank hitu hsendiri hdan 

htidak hmengenai hkeadaan hbarang, hmaka hhal hini 

hdapat hmenjadi hsasaran hmoney hlaundering 

hberupa hinvoice hyang hbesar hterhadap hbarang-

barang hkecil hatau hmalahan hbarang hitu htidak 

hada. 

4) Modus hpenyelundupuan huang htunai hatau 

hsistem hbank hparalel hke hnegara hlain 

Modus hini hmenyelundupkan hsejumlah huang 

hfisik hkeluar hnegeri. hBerhubung hdengan hcara 

hini hterdapat hresiko-resiko hseperti 

hperampokan hhilang hatau htertangkap hdalam 

hpemeriksaan, hdicari hmodus hberupa helectronic 

htransfer, hyakni hmentransfer hdari hsuatu hnegara 

hke hnegara hlain htanpa hperpindahan hfisik huang 

hitu. 

5) Modus hakuisisi 

Yang hdimaksud hadalah hperusahaan hsendiri. 

hContohya, hseorang hpemilik hperusahaan hdi 

hIndonesia, hyang hmemiliki hperusahaan hdi 

hIndonesia hyang hmemiliki hperusahaan hsecara 

hgelap hpula hdi hCayman hIsland, hnegara htax 
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hheaven. hHasil husaha hdi hCayman hdidepositkan 

hatas hnama hperusahaan hyang hada hdi hIndonesia. 

hKemudian hperusahaan hyang hada hdi hCayman h 

hmembeli h hsaham-saham h hdari hperusahaan 

hyang hada hdi hIndonesia h(secara hakuisisi). 

hDengan hcara hini hpemilik hperusahaan hdi 

hIndonesia hmemiliki hdana hsah, hkarena htelah 

hmelalui hhasi hpenjualan hsaham-sahamnya hdi 

hperusahaan hyang hada hdi hIndonesia. 

6) Modus hreal hestate hcorousule 

Dengan hmenjual hsuatu hproperti hbeberapa hkali 

hkepada hperusahaan hdi hdalam hkelompok hyang 

hsama. hPelaku hpencucian huang hmemiliki 

hsejumlah hperusahaan h(pemegang hsaham 

hmayoritas) hdalam hbentuk hreal hestate. hDari 

hsatu hke hlain hperusahaan hdi hlingkungan 

hperusahaan hitu hjuga hdengan hpola hharga 

hpenjualan hyang hmakin hmeningkat. hSasarannya 

hsupaya hmelalui htransaksi hini, hhasil huang 

hpenjualan hmenjadi hputih, hdisamping hitu hpula, 

hpemilik hsaham hminoritas hdapat hditarik 

hmemodali hdalam hproses hpencucian huang. 

hModus hyang hsama hpula hdilakukan hdi hdalam 

hpasar hmodal, hyakni hpembeli hsaham hitu hhanya 

hperusahaan-perusahaan hdi hlingkungannya 

hsaja hdengan htawaran hharga htinggi. 

7) Modus hinvestasi htertentu 

Investasi htertentu hini hbiasanya hdalam hbisnis 

htransaski hbarang hlukisan hatau hantik. hMisalnya 

hpelaku hmembeli hbarang hlukisan hdan 

hkemudian hmenjualnya hkepada hseseorang 

hyang hsebenarnya hadalah hsuruhan hsi hpelaku hitu 

hsendiri hdengan hharga hyang hsangat hmahal. 

hLukisan hdengan hharga hyang htidak hterukur, 

hdapat hditetapkan hdengan hharga hpenjualan 

hyang hbersifat htinggi hini hdapat hdipandang 
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hsebagai hdana hyang hsudah hsah h(tercuci). 

8) Modus hover hinvoices hatau hdouble hinvoice 

Modus hini hdilakukan hdengan hmendirikan 

hperusahaan heksport-import hdi hnegara hsendiri, 

hlalu hdi hluar hnegeri h(yang hbersifat hsistem htax 

hheaven) hmendirikan hpula hperusahaan 

hbayangan h(shell hcompany). hPerusahaan hdi 

hnegara htax hheaven hini hmengekspor hbarang hke 

hIndonesia hdan hperusahaan hyang hada hdiluar 

hnegeri hitu hmembuat hinvoice hpembelian 

hdengan hharga htinggi hdan hdibuat hdua hinvoices, 

hmaka hdisebut hdouble hinvoices. hSupaya 

hperusahaan hdi hIndonesia hterus hbertahan, h h 

hmaka hperusahaan hyang hada hdi hluar hnegeri 

hmemberikan hloan. hDengan hcara hloan hini, huang 

hkotor hdi hperusahaan hluar hnegeri. 

9) Modus hperdagangan hsaham 

Modus hini hpernah hterjadi hdi hBelanda. hDalam 

hkasus hdi hBursa hEfek hAmsterdam, hdengan 

hmelibatkan hperusahaan hefek hNusse hPrink, 

hdimana hbeberapa hnasabah hperusahaan hefek 

hini, hmenjadi, hpelaku hkejahatan hpencucian 

huang. h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h 

10) Modus hpizza hconnection 

Modus hini hdilakukan hdengan 

hmenginvestasikan hhasil hperdagangan hobat 

hbius hdiinvestasikan huntuk hmendapatkan 

hkoneksi hpizza. hSementara hsisi hlainnya 

hdiinvestasikan hdi hKaribia hdan hSwiss. 

11) Modus hla hmina 

Kasus hyang hdipandang hsebagai hmodus hdalam 

hpencucian huang hterjadi hdi hAmerika hSerikat 

hpada htahun h1990. hDana hyang hdiperoleh hdari 

hperdagangan hobat hbius hdiserahkan hkepada 

hpedagang hgrosiran hemas hdan hpermata hsebagai 

hsuatu hsindikat. hKemudian hemas hbatangan hdi 
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hekspor hdari hUruguay hdengan hmaksud hsupaya 

himpornya hbersifat hlegal. hUang hsimpanan 

hdalam hdesain hkotak hkemasan hemas, hkemudian 

hdikirim hkepada hpedagang hperhiasan hyang 

hbersindikat hmafia hobat hbius. hPenjualan 

hdilakukan hdi hLos hAngeles. hHasil huang htunai 

hdibawa hke hbank, hdengan hmaksud hsupaya 

hseakan-akan hberasal hdari hpenjualan hemas hdan 

hpermata hdan hdikirim hke hBank hNew hYork hdan 

hdari hkota hini hdikirim hke hbank hdi hEropa hmelalui 

hNegara hPanama. hUang htersebut hakhirnya 

hsampai hdi hKolombia hguna hdidistribusi hdalam 

hberupa hmembayar hongkos-ongkos, huntuk 

hdiinvestasi hperdagangan hobat hbius, htetapi 

hsebagian hbesar huntuk hinvestasi hjangka 

hpanjang. 

12) Modus hdeposit htaking 

Mendirikan hperusahaan hkeuangan hseperti 

hdeposit htaking hinstitutions h(DTI) hdi hCanada. 

hDTI hini hterkenal hdengan hsarana hpencucian 

huang hseperti hcharactered hbanks, htrust 

hcompanie hand hcredit hunion. hKasus hpencucian 

huang hyang hmelibatkan hDTI hantara hlain 

htransfer hmelalui htelex, hsurat hberharga 

hpenukaran hvaluta hasing, hpembelian hobligasi 

hpemerintah hdan htreasury hbills. 

13) Modus hidentitas hpalsu 

Dengan hcara hmemanfaatkan hlembaga 

hperbankan hsebagai hmesin hpemutih huang, 

hdengan hcara hmendepositkan hsecara hnama 

hpalsu, hmenggunakan hsafe hdeposit hbox huntuk 

hmenyembunyikan hhasil hkejahatan hdengan 

hmenyediakan hfasilitas htransfer hsupaya hdengan 

hmudah hditransfer hke htempat hyang 

hdikehendaki, hatau hmenggunakan helectronic 

hfund htransfer huntuk hmelunasi hkewajiban 
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htransaksi hgelap. hMenyimpan hatau 

hmendistribusikan htransfer hgelap htersebut.278 

Pendapat hlain hdikemukakan holeh hHeru 

hSoepraptomo, hmenurut hbeliau hkegiatan hpencucian huang 

hdapat hmenggunakan hsarana-sarana hatau hinstrumen 

hberikut hini: 

1) Perusahaan hyang hdimaksudkan hsebagai hmata 

hrantai hpencucian huang hperusahaan-

perusahaan hyang hdidirikan huntuk hmaksud 

htransaksi h(fiktif). hHasil hkeuntungan hyang 

hseolah-olah hdiperoleh hperusahaan htersebut 

hsebenarnya hadalah huang hhasil hkejahatan; 

2) Real hestate hindustry. hJual hbeli hreal hestate 

hmerupakan hsuatu hcara hpencucian huang 

hmenjadi hharta htersebut hkurang h h h hdicurigai. 

hDisamping hitu, hreal hestate hyang hdibeli, 

hdisewakan hdan huang hsewa hsulit hdibedakan 

hdengan hhasil hkejahatan. hUntuk hmenyalurkan 

huang hhasil hpemutihan, hpelaku hpencucian huang 

hmendirikan hagen hreal hestate, hmenunjuk 

hperusahaan hpemborong hdan hmemanfaatkan 

hpenyewa; 

3) Deposite hTaking hInstitution h(DTI) hdi hKanada. 

hDTI hadalah hsatu-satunya halat hyang hsering 

hdigunakan huntuk hpencucian huang. hDTI 

hmemiliki hsarana hyang hkompleks hyang 

hmenghubungkan horganisasi hkejahatan hdengan 

halat hpemutihan hlainnya. hKepopuleran hDTI 

hsebagai hsarana h hpencucian huang, hterutama 

hdisebabkan hpelayanan hyang hditawarkan 

holehnya hpaling hdisukai holeh hpara hpencuci 

huang, hkarena hDTI hmempunyai hbeberapa 

hatribut hyang hsangat hmenarik huntuk hsarana 

hpemutihan huang. hDi hdalamnya htermasuk 

                                                            
278N.H.T. Siahaan, Loc Cit, hlm. 13-18, sebagaimana dikutip oleh Pathorang 

Halim, Loc Cit, hlm. 37-41. 
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hsistem hkliring hyang hefisien, hlokasinya hsecara 

hpolitis hdan hekonomis hberada hdalam hnegara 

hyang hstabil, hhubungan hinternasional htermasuk 

hcabang-cabangnya hdinegara h(tax hheaven) hdan 

hreputasi hyang hterkenal hdalam hmemegang 

hteguh hrahasia hbank. hBeberapa hkarakteristik 

hdalam hkasus hpencucian huang hyang hmelibatkan 

hDTI hantara hlain hmeliputi htransfer hmelalui 

htelex hdan hsurat hberharga, hpenukaran hvaluta 

hasing, hpembelian hobligasi hpemerintah hdan 

htreasury hbills h h(kertas hperbendaharaan 

hnegara); 

4) Institusi hpenukaran huang hasing. hInstitusi 

hpenukaran huang hasing hmerupakan hsarana 

hpencucian huang hyang hpopuler hdan hefektif. hDi 

hdalam husaha hperantara hnasabah hpelaku 

hkejahatan hdan hlembaga hperbankan. hDari 

hkasus-kasus hyang hterjadi hterlihat hbahwa 

hbeberapa hinstitusi hmerupakan htitik hrawan 

huntuk hpencucian huang hatau hinstitusi htersebut 

hmenawarkan hjasa hkepada horganisasi 

hkejahatan. hInstitusi hpenukaran huang hdiduga 

hdidirikan hsebagai hpelaksana hterdepan hdari 

hkegiatan hpencucian huang, hinstitusi hpenukaran 

huang h(yang hpalsu) hini hdigunakan holeh 

horganisasi hkejahatan huntuk h hmendepositokan 

huangnya h(dalam hjumlah hyang hbesar) hpada 

hlembaga hperbankan htanpa hmengundang 

hkecurigaan; 

5) Pasar hmodal. hPasar hmodal hdapat 

hdipergunakan hsebagai hsarana huntuk 

hpencucian huang hdengan hdua hcara, hyaitu: 

a) Surat hberharga hdiperjualbelikan holeh hpara 

hpelaku h h hmelalui hperusahaan hperantara; 

hdan 

b) Hasil hkejahatan hdiinvestasikan hdalam 
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hperusahaan hswasta, hdan hkemudian 

hperusahaan htersebut hgo hpublic hdengan 

hmenjual hsaham-sahamnya. h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h 

h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h 
Dari hkedua hcara htersebut, hcara hpertama hlebih 

hpopuler hbagi hpara hpelaku hpemutih huang. hJual 

hbeli hdi hpasar hmodal hmemberikan hkesempatan 

huntuk hmengkonversikan hdana hyang htidak hsah 

hmenjadi haset hyang hsangat hlikuid, hdengan htetap 

hmenjaga hkerahasiaan hidentitas hpelaku, 

hmisalnya hdengan hmempergunakan hrekening 

horang htertentu. hPencucian huang hyang 

hmelewati hbatas hnegara htelah hmemanfaatkan 

hglobalisasi hpasar hmodal, hdan hadanya hnegara 

hsurga hpajak h(tax hheaven) hdapat hmempersulit 

hpencarian hbukti-bukti htertulis. hSelain hhasil 

hyang hdiperloeh hdari hpenjualan hobat hterlarang, 

hkeuntungan htidak hsah hyang hdiperoleh hdari 

hpasar hmodal, hmisalnya hinsider htrading hatau 

hmanipulasi hpasar, hjuga hdiputihkan hmelalui 

hpasar hmodal. hDengan hdemikian, hproses 

hpencucian huang hsering hjuga hmempergunakan 

hmekanisme hperdagangan hdan hinvestasi hyang 

hsama hdengan hpola hyang hdipergunakan 

hsebelumnya.279 

 

3. Tipe-tipe hTindak hPidana hPencucian hUang 

Menurut hBadan hPemeriksa hKeuangan h(BPK) hada 

hempat hcara humum hatau htipologi hyang hdigunakan hdalam 

hpencucian huang, hyaitu:280 

 

a. Tipologi h hdasar. h h hDalam h h htipologi h hdasar h hada h hbeberapa h 

                                                            
279Heru Supraptomo, Peranan Sistem Keuangan dalam Pemberantasan 

Money Laundring, Makalah, Seminar Money Laundring, BPHN, Jakarta, 4 Maret 
1997. hlm. 6-7. 

280Topo Santoso, dkk, Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan 
Pendekatan Hukum Terpadu, CIFOR, Bogor, 2011, hlm. 46-47. 
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hmodus h hyang hdigunakan hdalam hmelakukan htindak 

hpidana hpencucian huang, hyaitu: h 

1) Modus horang hketiga, hyaitu hdengan hmenggunakan 

hseseorang huntuk hmenjalankan hperbuatan htertentu 

hyang hdiinginkan holeh hpelaku hpencurian huang, hdengan 

hmenggunakan hatau hmengatasnamakan horang hketiga 

hatau horang hlain hlagi hyang hberlainan. hCiri-cirinya 

horang hketiga hadalah: hhampir hselalu hnyata hdan hbukan 

hhanya hnama hpalsu hdalam hdokumen, hbiasanya 

hmenyadari hbahwa hia hdipergunakan, hmerupakan 

horang hkepercayaan hyang hbisa hdikendalikan, hdan 

hhubungannya hdengan hpelaku hsangat hdekat hsehingga 

hdapat hberkomunikasi hsetiap hsaat. 

2) Modus htopeng husaha hsederhana, hmerupakan 

hkelanjutan hmodus horang hketiga, hyang hkemudian hakan 

hdiperintahkan huntuk hmendirikan hsuatu hbidang husaha 

hdengan hmenggunakan hkekayaan hyang hmerupakan 

hhasil htindak hpidana. 

3) Modus hperbankan hsederhana, hdapat hmerupakan 

hkelanjutan hmodus hpertama hdan hkedua, hnamun hjuga 

hdapat hberdiri hsendiri. hDi hsini hterjadi hperpindahan 

hsistem htransaksi htunai hyang hberubah hdalam hbentuk 

hcek hkontan, hcek hperjalanan, hatau hbentuk hlain hdalam 

hdeposito, htabungan hyang hdapat hditransfer hdengan 

hcepat hdan hdigunakan hlagi hdalam hpembelian haset-aset. 

hModus hini hbanyak hmeninggalkan hjejak hmelalui 

hdokumen hrekening hkoran, hcek, hdan hdata hlain hyang 

hmengarah hpada hnasabah hitu, hserta hkeluar hmasuknya 

hdari hproses htransaksi hbaik hyang hmenuju hke 

hseseorang hmaupun hke haset-aset, hatau hke 

hpembayaran-pembayaran hlain. 

Modus hkombinasi hperbankan hatau husaha, hyang 

hdilakukan holeh horang hketiga hyang hmenguasai hsuatu 

husaha hdengan hmemasukkan huang hhasil hkejahatan hke 

hbank huntuk hkemudian hditukar hdengan hcek hyang 

hkemudian hdigunakan huntuk hpembelian haset hatau 
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hpendirian husaha-usaha hlain. 

 

b. Tipologi hEkonomi 

Menurut htipologi hekonomi, hpencucian huang hdapat 

hdilakukan hdengan hcara henam hmodel hatau hmodus, hyaitu 

hsebagai hberikut: 

1) Model hsmurfing, hyakni hpelaku hmenggunakan 

hsejumlah hrekannya huntuk hmemecah hsejumlah hbesar 

huang htunai hdalam hbeberapa hjumlah hkecil hdi hbawah 

hbatas huang htunai hsehingga hbank htidak hmencurigai 

hkegiatan htersebut. hKemudian huang htunai hini 

hditukarkan hdi hbank hdengan hcek hperjalanan hatau hcek 

hkontan. hBentuk hlain hadalah hdengan hmemasukkan 

hdalam hrekening hpara hsmurfing hdi hsatu htempat hpada 

hsuatu hbank hkemudian hmengambil hpada hbank hyang 

hsama hdi hkota hyang hberbeda hatau hdisetorkan hke 

hrekening-rekening hpelaku hpencucian huang hdi hkota 

hlain hsehingga hterkumpul hdalam hbeberapa hrekening 

hpelaku hpencucian huang. hRekening hini htidak hlangsung 

hatas hnama hpelaku hnamun hbisa hmenunjuk hpada hsuatu 

hperusahaan hlain hatau hrekening hlain hyang hdisamarkan 

hnama hpemiliknya. 

2) Model hperusahaan hrangka, hdisebut hdemikian hkarena 

hperusahaan hini hsebenarnya htidak hmenjalankan 

hkegiatan husaha hapapun, hmelainkan hdibentuk hagar 

hrekening hperusahaannya hdapat hdigunakan huntuk 

hmemindahkan hsesuatu hatau huang. hPerusahaan 

hrangka hdapat hdigunakan huntuk hpenempatan hdana 

hsementara hsebelum hdipindah hatau hdigunakan hlagi. 

hPerusahaan hrangka hdapat hterhubung hsatu hdengan 

hTindak hPidana hKorupsi hdan hPencucian hUang hserta 

hUnsur-Unsurnya hyang hlain. hMisalnya, hsaham h‘PT hA’ 

hdimiliki holeh h‘PT hB’ hyang hberada hdi hdaerah hatau 

hnegara hlain, hsementara hsaham h‘PT hB’ hsebagian 

hdimiiiki holeh h‘PT hA, hPT hB, hPT hC hdan/atau h‘PT hD’ hyang 

hberada hdi hdaerah hatau hnegara hlain. 
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3) Modus hpinjaman hkembali, hyaitu hsuatu hvariasi hdari 

hkombinasi hmodus hperbankan hdan hmodus husaha. 

hContohnya, hpelaku hpencucian huang hmenyerahkan 

huang hhasil htindak hpidana hkepada hA h(orang hketiga), 

hdan hA hmemasukkan hsebagian hdana htersebut hke hbank 

hB hdan hsebagian hdana hjuga hdidepositokan hke hbank hC. 

hSelain hitu ha hmeminjam huang hke hbank hD. hDengan 

hbunga hdeposito hbank hC, hA hkemudian hmembayar 

hbunga hdan hpokok hpinjamannya hdari hbank hD. hDari 

hsegi hjumlah hmemang hterdapat hkerugian hkarena hharus 

hmembayar hbunga hpinjaman, hnamun huang hilegal 

htersebut htelah hberubah hmenjadi huang hpinjaman hyang 

hbersih hdengan hdokumen hyang hlengkap. 

4) Modus hunder hinvoicing, hyaitu hmodus huntuk 

hmemasukkan huang hhasil htindak hpidana hdalam 

hpembelian hsuatu hbarang hyang hnilai hjualnya 

hsebenarnya hlebih hbesar hdaripada hyang hdicantumkan 

hdalam hfaktur. 

5) Modus hover hinvoicing, hmerupakan hkebalikan hdari 

hmodus hunder hinvoicing. hModus hover hinvoicing, 

hsebenarnya htidak hmelibatkan hbarang hyang 

hdiperjualbelikan, htetapi hmenggunakan hfaktur hyang 

hdijadikan hbukti hpembelian h(penjualan hfiktif) hsebab 

hpenjual hdan hpembeli hsebenarnya hadalah hpelaku 

hpencucian huang. hModus h h h hpembelian hkembali, hyaitu 

hpelaku hpencucian huang hmenggunakan hdana hyang 

htelah hdicuci huntuk hmembeli hsesuatu hyang htelah hia 

hmiliki. h h h 

 

c. Tipologi hIT h(Information hTechnology) 

Dalam htipologi hIT, hmodus hyang hdapat hdigunakan 

hdalam hmelakukan hpencucian huang hada hdua hcara, hyaitu: 

1) Modus hE-Bisnis, hmodusnya hmenyerupai hMulti hLevel 

hMarketing h(MLM), hnamun hmenggunakan hsarana 

hinternet. 

2) Modus hscanner hmerupakan htindak hpidana hpencucian 
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huang hdengan hpidana hasal hberupa hpenipuan hdan 

hpemalsuan hatas hdokumen-dokumen htransaksi 

hkeuangan. 

 

d. Tipologi hHigh hTech 

Merupakan hsuatu hbentuk hkejahatan hyang 

hskemanya hterorganisir hnamun horang-orang hkunci hyang 

hterlibat htidak hsaling hmengenal, hnilai huang hrelatif htidak 

hbesar htetapi hbila hdikumpulkan hmenimbulkan hkerugian 

hyang hsangat hbesar. hCara hini hdikenal hdengan hnama hmodus 

hcleaning hkarena hkejahatan hini hbiasanya hdilakukan 

hdengan hmenembus hsistem hdata hbase hsuatu hbank. 

 

4. Pengaturan hTindak hPidana hPencucian hUang hdi 

hIndonesia 

Tindak hpidana hpencucian huang hdi hIndonesia hdiatur 

hdalam hUndang-Undang hNomor h8 hTahun h2010 htentang 

hPencegahan hdan hPemberantasan hTindak hPidana hPencucian 

hUang h(selanjutnya hditulis hUU hNo.8 hTahun h2010). hUU hNo. h8 

hTahun h2010 hdiundangkan hpada h22 hOktober h2010 

hmenggantikan hUndang-Undang hNomor h15 hTahun h2002 

htentang hTindak hPidana hPencucian hUang, hyang hsebelumnya 

hjuga htelah hdiubah hdengan hUndang-Undang hNomor h25 hTahun 

h2003 htentang hTindak hPidana hPencucian hUang, hyang hdinilai 

htidak hsesuai hlagi hdengan hperkembangan hkebutuhan 

hpenegakan hhukum, hpraktis, hdan hstandar hinternasional. 

Menurut hSutan hRemi hSjahdeni, hada hbeberapa hsebab 

hmengapa hIndonesia hsegera hmemiliki hundang-undang hyang 

hmengatur hlarangan hdilakukannya hpencucian huang, 

hdiantaranya hpraktik-praktik hpencucian huang hsangat 

hmerugikan hmasyarakat. hBahkan hlebih hlanjut, hbeliau 

hmengatakan hbahwa hapabila hIndonesia htidak hsegera 

hmengeluarkan hundang-undang hmengenai hlarangan 

hpencucian huang, hmaka hIndonesia hakan hmenghadapi htekanan 

hinternasional hdan hdikucilkan hdari hpergaulan hintemasional 

hkarena hdianggap htidak hikut hmemberikan hkepedulian 
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hterhadap hpemberantasan htindak hpidana hpencucian huang.281 

Pendapat hlain hdikemukakan holeh hPathorang hHalim, 

hmenurut hbeliau hkriminalisasi hatau hpengundangan hterhadap 

htindak hpidana hpencucian huang hadalah huntuk hmenghindari 

hpenyalahgunaan hdan hpemanfaatan hkemudahan hakses hdan 

hpercepatan hmobilitas hdana hmelalui hjasa hkeuangan huntuk 

hkepentingan hmenghilangkan hjejak hsumber hdana hyang 

hdiperoleh hdari hkejahatan. hHal hini hpenting hkarena: 

a. Tindak hpidana hpencucian huang hmerugikan hmasyarakat; 

b. Peningkatan htrend hpencucian huang; 

c. Terjadi hpeningkatan hatau hperluasan haktivitas hkejahatan 

htransnasional hyang hmenjadi hsumber hperolehan hharta 

hkekayaan hyang hmenjadi hobyek hpencucian huang hmelalui: 

1) Memanfaatkan hkelemahan hperundang-undangan 

hsuatu hnegara; 

2) Memanfaatkan hkemudahan hinvestasi hdalam hberbagai 

hbentuk; 

3) Memanfaatkan hkelemahan hkontrol hpejabat hpublik 

hyang hberkaitan hdengan hmoneter.282 

Berdasarkan hUU hNo.8 hTahun h2010 hPasal h1 hayat h(1), 

hyang hdimaksud hdengan htindak hpidana hpencucian huang 

hadalah hsegala hperbuatan hyang hmemenuhi hunsur-unsur 

htindak hpidana hsesuai hdengan hketentuan hdalam hundang-

undang hini. hAdapun hyang hdimaksud hdengan hhasil htindak 

hpidana hpencucian huang hadalah hharta hkekayaan hyang 

hdiperoleh hdari hberbagai htindak hpidana hasal h(predicate 

hoffence): 

a. Tindak hpidana hkorupsi; 

b. Tindak hpidana hpenyuapan; 

c. Tindak hpidana hnarkotika; 

d. Tindak hpidana hpsikotropika; 

e. Tindak hpidana hpenyelundupan htenaga hkerja 

                                                            
281Sutan Remi Sjahdeini, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

Disampaikan dalam Rangka Sosialisasi RUU Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan 
HAM dari Tanggal 6-10 November 2011, hlm. 1-2. 

282 Pathorang Halim, Loc Cit, hlm. 48-49 
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f. Tindak hpidana hpenyelundupan hmigran 

g. Tindak hpidana hdi hbidang hperbankan 

h. Tindak hpidana hdi hbidang hpasar hmodal h 

i. Tindak hpidana hdi hbidang hperasuransian h 

j. Tindak hpidana hkepabeanan h 

k. Tindak hpidana hcukai h 

l. Tindak hpidana hperdagangan horang h 

m. Tindak hpidana hperdagangan hsenjata hgelap h 

n. Tindak hpidana hterorisme h 

o. Tindak hpidana hpenculikan h 

p. Tindak hpidana hpencurian h 

q. Tindak hpidana hpenggelapan h 

r. Tindak hpidana hpenipuan h 

s. Tindak hpidana hpemalsuan huang h 

t. Tindak hpidana hperjudian h 

u. Tindak hpidana hprostitusi h 

v. Tindak hpidana hdi hbidang hperpajakan h 

w. Tindak hpidana hdi hbidang hkehutanan h 

x. Tindak hpidana hdi hbidang hlingkungan hhidup h 

y. Tindak hpidana hdi hbidang hkelautan hdan hperikanan; hdan h 

z. Tindak hpidana hlain hyang hdiancam hdengan hpidana hpenjara 

h4 h(empat) htahun hatau hlebih; 

Yang hdilakukan hdi hwilayah hNegara hKesatuan 

hRepublik hIndonesia h(NKRI) hatau hdi hluar hwilayah hNKRI, hdan 

htindak-tindak hpidana htersebut hjuga hmerupakan htindak 

hpidana hmenurut hhukum hIndonesia. h(Ketentuan hPasal h2 hayat 

h(1) hUU hNo. h8 hTahun h2010). 

Dengan hmengacu hpada hrumusan hTindak hPencucian 

huang hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal h2 hUU hTPPU, hmaka 

hTindak hpidana hpencucian huang hdapat hdikelompokkan hdalam 

hdua hklasifikasi, hyaitu htindak hpidana hpencucian huang haktif 

hdan htindak hpidana hpencucian huang hpasif. hSecara hgaris hbesar, 

hdasar hpembedaan hklasifikasi htersebut, hpenekanannya 
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hpada:283 

a. Tindak hPidana hPencucian hUang haktif hsebagaimana 

hdirumuskan hdalam hPasal h3 hdan h4 hUU hTPPU, hlebih 

hmenekankan hpada hpengenaan hsanksi hpidana 

hbagi: 

1) Pelaku hpencucian huang hsekaligus hpelaku 

htindak hpidana hasal; 

2) Pelaku hpencucian huang, hyang hmengetahui hatau 

hpatut hmenduga hbahwa hharta hkekayaan 

hberasal hdari hhasil htindak hpidana. 

b. Tindak hpidana hpencucian huang hpasif hsebagaimana 

hdirumuskan hdalam hPasal h5 hUU hTPPU hlebih 

hmenekankan hpada hpengenaan hsanksi hpidana 

hbagi: 

1) Pelaku hyang hmenikmati hmanfaat hdari hhasil 

hkejahatan; 

2) Pelaku hyang hberpartisipasi hmenyembunyikan 

hatau hmenyamarkan hasal husul hharta hkekayaan. 

 

5. Unsur-unsur hTindak hPidana hPencucian hUang 

Berdasarkan hketentuan hPasal-Pasal h3, h4, h5, h6, h7, h8, h9, 

hdan h10 hUU hNo. h8 hTahun h2010, hyang htermasuk hke hdalam 

hunsur-unsur htindak hpidana hpencucian huang hadalah:284
 

hPertama, hsetiap horang hbaik horang hperseorangan hmaupun 

hkorporasi hdan hpersonil hpengendali hkorporasi. 

Kedua, hmenempatkan, hmentransfer, hmengalihkan, 

hmembelanjakan, hmembayar, hmenghibahkan, hmenitipkan, 

hmembawa huang hke hluar hnegeri, hmengubah hbentuk, 

hmenukarkan hdengan hmata huang hatau hsurat hberharga hatau 

hperbuatan hlain hatas hHarta hKekayaan hyang hdiketahuinya hatau 

hpatut hdiduganya hmerupakan hhasil htindak-tindak hpidana 

hsebagaimana hditentukan hdalam hPasal h2 hayat h(1) hUU hNo. h8 

                                                            
283PPATK Learning, Anti Pencucian Uang dan Pencegahaan Pendanaan 

Terorisme, Bagian 4: Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang di Indonesia, Tanpa Tahun, hlm. 4. 

284Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Cet. Keempat, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2014, hlm. 23. 
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hTahun h2010. 

Ketiga, hmenerima hatau hmenguasai hpenempatan, 

hpentransferan, hpembayaran, hhibah, hsumbangan, hpenitipan, 

hpenukaran, hatau hmenggunakan hharta hkekayaan hyang 

hdiketahuinya hatau hpatut hdiduganya hmerupakan hhasil hdari 

htindak-tindak hpidana hsebagaimana hditentukan hdalam hPasal 

h2 hayat h(1) hUU hNo. h8 hTahun h2010. 

Keempat, hbertujuan hmenyembunyikan hatau 

hmenyamarkan hasal-usul, hsumber, hlokasi, hperuntukan, 

hpengalihan hhak-hak, hatau hkepemilikan hyang hsebenarnya 

hatas hharta hkekayaan hyang hdiketahuinya hatau hpatut 

hdiduganya hmerupakan hhasil htindak-tindak hpidana 

hsebagaimana hditentukan hdalam hPasal h2 hayat h(1) hUU hNo. h8 

hTahun h2010. 

 

 

 

6. Sanksi hDalam hTindak hPidana hPencucian hUang 

Sanksi hhukum hyang hdapat hdikenakan hkepada hpelaku 

htindak hpidana hpencucian huang hberupa hpidana hpenjara hdan 

hpidana hdenda h(diatur hdalam hketentuan hPasal h3, hPasal h4, 

hPasal h5 hayat h(1), hPasal h6 hayat h(1) hdan h(2), hPasal h7 hayat h(1) 

hdan h(2), hPasal h8, hPasal h9 hayat h(1) hdan h(2), hdan hPasal h10 hUU 

hNo.8 hTahun h2010). 

Rumusan-rumusan hPasal hdi hatas, hdapat hdiketahui 

hbahwa hterdapat htiga hmacam hsanksi hterhadap hpelaku htindak 

hpidana hpencucian huang, hyaitu hsanksi hpidana hpokok, hsanksi 

hpidana htambahan hdan hsanksi hpidana hdenda. hPasal h3 hUU hNo.8 

hTahun h2010 hberbunyi: 

“Setiap horang hyang hmenempatkan, hmentransfer, 

hmengalihkan, hmembelanjakan, hmembayar, 

hmenghibahkan, hmenitipkan, hmembawa hke hluar 

hnegeri, hmengubah hbentuk, hmenukarkan hdengan hmata 

huang hatau hsurat hberharga hatau hperbuatan hlain hatas 

hharta hkekayaan hyang hdiketahuinya hatau hpatut 

hdiduganya hmerupakan hhasil htindak hpidana 

hsebagaimana hdimaksudkan hdalam hPasal h2 hayat h(1) 
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hdengan htujuan hmenyembunyikan hatau hmenyamarkan 

hasal husul hharta hkekayaan hdipidana hkarena htindak 

hpidana hpencucian huang hdengan hpidana hpenjara 

hpaling hlama h20 h(dua hpuluh) htahun hdan hdenda hpaling 

hbanyak hRp h10.000.000.000,00 h(sepuluh hmilyar 

hrupiah)”. 
 

Pasal h4 hUU hNo.8 hTahun h2010 hberbunyi: 

“Setiap horang hyang hmenyembunyikan hatau 

hmenyamarkan hasal husul, hsumber, hlokasi, hperuntukan, 

hpengalihan hhak-hak, hatau hkepemilikan hyang 

hsebenarnya hatas hharta hkekayaan hyang hdiketahuinya 

hatau hpatut hdiduganya hmerupakan hhasil htindak hpidana 

hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal h2 hayat h(1) 

hdipidana hkarena htindak hpidana hpencucian huang 

hdengan hpidana hpenjara hpaling hlama h20 h(dua hpuluh) 

htahun hdan hdenda hpaling hbanyak hRp h5.000.000.000 

h(lima hmilyar hrupiah)”. 
 
 
 

Pasal h5 hUU hNo. h8 hTahun h2010 hberbunyi: 

“Setiap horang hyang hmenerima hatau hmenguasai 

hpenempatan, hpentransferan, hpembayaran, hhibah, 

hsumbangan, hpenitipan, hpenukaran, hatau 

hmenggunakan hharta hkekayaan hyang hdiketahuinya 

hatau hpatut hdiduganya hmerupakan hhasil htidak hpidana 

hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal h2 hayat h(1) 

hdipidana hdengan hpidana hpenjara hpaling hlama h5 

h(lima) htahun hdan hdenda hpaling hbanyak hRp 

h1.000.000.000,00 h(satu hmilyar hrupiah)”. 
 

Pasal h6 hayat h(1) hUU hNo.8 hTahun h2010 hberbunyi: 

“Dalam hhal htindak hpidana hpencucian huang 

hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal h3, hPasal h4, hdan 

hPasal h5 hdilakukan holeh hKorporasi, hpidana hdijatuhkan 

hterhadap hKorporasi hdan/atau hPersonil hPengendali 

hKorporasi”. 
 

Pasal h6 hayat h(2) hUU hNo.8 hTahun h2010 hberbunyi: 

“Pidana hdijatuhkan hterhadap hKorporasi hapabila 
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htindak hpidana hpencucian huang: 

a. Dilakukan hatau hdiperintahkan holeh hPersonil 

hPengendali hKorporasi 

b. Dilakukan hdalam hrangka hpemenuhan hmaksud hdan 

htujuan hKorporasi 

c. Dilakukan hsesuai hdengan htugas hdan hfungsi hpelaku 

hatau h hpemberi hperintah; hdan hdilakukan hdengan 

hmaksud hmemberikan hmanfaat hbagi hKorporasi 

 

Pasal h7 hayat h(1) hUU hNo. h8 hTahun h2010 hberbunyi: 

“Pidana hpokok hyang hdijatuhkan hterhadap hkorporasi 

hadalah hpidana hdenda hpaling hbanyak hRp 

h100.000.000.000,00 h(seratus hmilyar hrupiah)”. 

 

Pasal h2 hayat h(2) hUU hNo.8 hTahun h2010 hberbunyi: 

“Selain hpidana hdenda hsebagaimana hdimaksud hpada 

hayat h(1), hterhadap hKorporasi hjuga hdapat hdijatuhkan 

hpidana htambahan hberupa: 
a. Pengumuman hputusan hhakim; 
b. Pembekuan hsebagian hatau hseluruh hkegiatan husaha 

hKorporasi; 
c. Pencabutan hijin husaha; 
d. Pembubaran hdan/atau hpelarangan hKorporasi; 
e. Perampasan haset hKorporasi huntuk hnegara; 

hdan/atau 
f. Pengambilalihan hKorporasi holeh hnegara. 

 

Pasal h8 hUU hNo.8 hTahun h2010 hberbunyi: 

“Dalam hhal hharta hterpidana htidak hcukup huntuk 

hmembayar hpidana hdenda hsebagaimana hdimaksud 

hdalam hPasal h3, hPasal h4, hPasal h5, hpidana hdenda 

htersebut hdiganti hdengan hpidana hkurungan hpaling 

hlama h1 h(satu) htahun h4 h(empat) hbulan”. 
 

Pasal h9 hayat h(1) hUU hNo.8 hTahun h2010 hberbunyi: 

“Dalam hhal hkorporasi htidak hmampu hmembayar 

hpidana hdenda hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal h7 

hayat h(1), hpidana hdenda htersebut hdiganti hdengan 

hperampasan hHarta hKekayaan hmilik hKorporasi hatau 
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hPersonil hPengendali hKorporasi hyang hnilainya hsama 

hdengan hputusan hpidana hdenda hyang hdijatuhkan”. 
 

Pasal h9 hayat h(2) hUU hNo.8 hTahun h2010 hberbunyi: 

“Dalam hhal hpenjualan hharta hkekayaan hmilik 

hKorporasi hyang hdirampas hsebagaimana hdimaksud 

hpada hayat h(1) htidak hmencukupi, hpidana hkurungan 

hpengganti hdenda hdijatuhkan hterhadap hPersonil 

hPengendali hKorporasi hdengan hmemperhitungkan 

hdenda hyang htelah hdibayar”. 
 

Pasal h10 hUU hNo.8 hTahun h2010 hberbunyi: 

“Setiap horang hyang hberada hdi hdalam hatau hdi hluar 

hwilayah hNegara hKesatuan hRepublik hIndonesia hyang 

hturut hserta hmelakukan hpercobaan, hpembantuan hatau 

hpermufakatan hjahat huntuk hmelakukan htindak hpidana 

hPencucian hUang hdipidana hdengan hpidana hyang hsama 

hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal h3, hPasal h4, hdan 

hPasal h5”. 
 

 

B. Tindak hPidana hKorupsi hdi hIndonesia 

1. Pengertian hKorupsi 

Korupsi hberasal hdari hbahasa hlatin h“coruptio-

corrumpere” hyang hberarti hbusuk, hrusak, hmenggoyahkan, 

hmemutar hbalik hatau hmenyogok.285
 hMenurut hRobert 

hKlitgaard, hdefinisi hkorupsi hadalah hsuatu hyang hmembuang-

buang hwaktu, hdan hlebih hmembahas hcara-cara huntuk 

hmemberantas hkorupsi hitu hsendiri.286Sedangkan hmenurut 

hHuntington, hkorupsi hdidefinisikan hsebagai hperilaku hpejabat 

hpublik hyang hmenyimpang hdari hnorma-norma hyang hditerima 

holeh hmasyarakat, hdan hperilaku hmenyimpang hini hditujukan 

hdalam hrangka hmemenuhi hkepentingan hpribadi.287 

Secara hyuridis, hpengertian hkorupsi hdiatur hdalam 

                                                            
285Muntasir Syukri, Kejahatan Korupsi dan Putusan Hakim dalam Perspektif 

Psikologi, Varia Peradilan No. 343, Juni 2014, hlm. 94. 
286Elwi Danil, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, PT 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 4. 
287Muntasir Syukri, Ibid. 
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hUndang-Undang hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi 

hterdapat hpada hpasal h2 hayat h(1) hUndang-Undang hNomor h31 

hTahun h1999. hPengertian hlain, hkorupsi hdapat hdiartikan 

hsebagai h“perilaku htidak hmematuhi hprinsip”, hdilakukan holeh 

hperorangan hdi hsektor hswasta hatau hpejabat hpublik. hPutusan 

hdibuat hberdasarkan hhubungan hpribadi hatau hkeluarga, 

hkorupsi hakan htimbul, htermasuk hjuga hkonflik hkepentingan 

hdan hnepotisme.288 

Konsepsi hsecara hyuridis hdalam hUndang-Undang 

hNomor h31 htahun h1999 htentang hTindak hPidana hKorupsi hyang 

hsebagaimana htelah hdiubah hdengan hUndang-Undang hNomor 

h20 htahun h2001 htentang hTindak hPidana hKorupsi hmemberikan 

hbatasan hagar hdapat hmemahami hrumusan hdelik. hDalam 

hmemahami hrumusan hdelik hmaka hdapat hdikelompokan 

hsebagai hberikut h:289 

 

a. Kelompok h hdelik h hyang h h hdapat h hmerugikan h 

hkeuangan h h hnegara h h hatau hperekonomian hnegara 

h(Pasal h2,3 hUndang-Undang hNomor h31 h hTahun 

h1999); 

b. Kelompok hdelik hpenyuapan, hbaik haktif h(yang 

hmenyuap) hmaupun hpasif h(yang hmenerima hsuap) 

h(Pasal h5, h11, h12, h12 hB hUndang-undang hNomor h20 

hTahun h2001); 

c. Kelompok hdelik hpenggelapan h(Pasal h8, h10 

hUndang-Undang hNomor h20 hTahun h2001); 

d. Kelompok hdelik hpemerasan hdalam hjabatan h(Pasal 

h12e hdan hf hUndang-Undang hNomor h20 hTahun 

h2001); 

e. Kelompok hdelik hyang hberkaitan hdengan 

hpemborosan, hleveransir, hdan hrekanan h(Pasal h7 

hUndang-Undang hNomor h20 hTahun h2001) 

                                                            
288Marwan Effendy, Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta 

Pemberantasannya, Referensi, Jakarta Selatan, 2010, hlm. 19. 
289Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.4. 
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Menurut hVito hTanzin, hkorupsi hmerupakan hperilaku 

hyang htidak hmematuhi hsuatu hprinsip, hdilakukan holeh 

hperorangan hdi hsektor hswasta hatau hpejabat hpublik. 

hHuntington hmenyebutkan hbahwa hkorupsi hadalah hperilaku 

hmenyimpang hdari hpublic hofficial hatau hpara hpegawai hdari 

hnorma-norma hyang hditerima hdan hdianut holeh hmasyarakat 

hdengan htujuan huntuk hmemperoleh hkeuntungan-keuntungan 

hpribadi.290 

Baharuddin hLopa hmengatakan hbahwa hkorupsi 

hmempunyai htiga hbentuk hkonsepsi, hyaitu: 

“Pertama, hkorupsi hmaterial h(material hcorruption) 

hyang hmerupakan hperbuatan-perbuatan hterutama 

hperbuatan hmanipulasi hkeuangan hnegara hatau hyang 

hmerugikan hperekonomian humum; hKedua, hkorupsi 

hpolitik h(political hcorruption) hyaitu hkorupsi hpada 

hpemilihan htermasuk hmemperoleh hsuara hdengan 

huang, hjanji-janji htentang hjabatan hatau hhadiah-hadiah 

hkhusus, hpaksaan, hintimidasi hdan hcampur htangan 

hterhadap hkebebasan hpemilih. hKorupsi hdalam hjabatan 

hmelibatkan hpenjualan hsuara-suara hdalam hlegislatif, 

hkeputusan hadministratif hatau hkeputusan hpengadilan, 

hatau hpengangkatan/penunjukan holeh hpemerintah; 

hKetiga hkorupsi hilmu hpengetahuan h(intellectual 

hcorruption), hsecara humum hseorang hpengajar hyang 

hberkewajiban hmemberikan hpelajaran hpada hmurid-
muridnya h(siswa hatau hmahasiswa) hnamun htidak 

hmemenuhi hkewajibannya hsecara hwajar hsehingga 

hkurang hpelajaran hyang hditerima holeh hanak hdidiknya, 

hatau hdengan hsengaja hmemanipulasikan hilmu 

hpengetahuan hatau htanpa hhak hmengumumkan hatau 

hmemperbanyak hsuatu hciptaan horang hlain, hmaka hia 

htelah hmelakukan hintelectual hcorruption”.291 
 

2. Faktor hPenyebab hTerjadinya hKorupsi 

Menurut hpandangan hPatrick hGlynn, hStephen hJ. hKorbin 

hdan hMoises hNairn hyang hdikutip hdalam hbuku hMarwan 

hEffendy hyang hberjudul hKorupsi h& hStrategi hNasional 

                                                            
290Ibid, hlm. 2. 
291Baharuddin Lopa, Loc Cit, hlm. 3-4. 
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hPencegahan hSerta hPemberantasannya, hmenyatakan h“bahwa 

hkorupsi hdapat hmuncul hakibat hperubahan hpolitik hyang 

hsistematik, hsehingga hmemperlemah hatau hmenhancurkan 

htidak hsaja hlembaga hsosial hdan hpolitik, htetapi hjuga hhukum”.292
 

hSedangkan hmenurut hSoejono hSoekanto hgejala hkorupsi 

hmuncul hditandai hdengan hadanya hpenggunaan hkekuasaan 

hdan hwewenang hpublik, huntuk hkepentingan hpribadi hatau 

hgolongan htertentu, hyang hsifatnya hmelanggar hhukum hdan 

hnorma-norma hlainnya.293
 hSehingga hdari hperbuatannya 

htersebut hdapat hmenimbulkan hkerugian hnegara hatau 

hperekonomian hnegara hserta horang hperorangan hatau 

hmasyarakat. 

Berdasarkan hpandangan hdi hatas hbahwa hsejalan 

hdengan hpandangan hBologna, hMarwan hEffendy hyaitu hdalam 

hteori hGone hada h4 h(empat) hfaktor hyang hmendorong 

hseseorang huntuk hmelakukan hkejahatan.294 

 

a. Keserakahan h(Greeds), hberkaitan hdengan hadanya 

hperilaku hserakah hyang hsecara hpotensial hada hdi 

hdalam hdiri hsetiap horang. 

b. Kesempatan h(Opportunities), hberkaitan hdengan 

hkeadaan horganisasi hatau hinstansi hatau 

hmasyarakat hyang hsedemikian hrupa hsehingga 

hterbuka hkesempatan hbagi hseseorang huntuk 

hmelakukan hkecurangan hterhadapnya. 

c. Kebutuhan h(Needs), hberkaitan hdengan hfaktor-

faktor hyang hdibutuhkan holeh hindividu-individu 

huntuk hmenunjang hhidupnya hyang hwajar. 

d. Dipamerkan/pengungkapan h(Exposures), 

hberkaitan hdengan htindakan hatau hkonsekuensi 

hyang hakan hdihadapi holeh hpelaku hkecurangan 

hapabila hpelaku hditemukan hmelakukan 

                                                            
292Marwan Effendy. Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta 

Pemberantasannya. Referensi, Jakarta Selatan, hlm. 25. 
293Soerjono Soekanto, Mutafa Abdullah. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, 

Rajawali, Jakarta, 1980, hlm. 281. 
294Marwan Effendy, Op. Cit, .hlm.26-27. 



336  │ Dr. Abnan Pancasilawati, S.Ag, M.Ag. 

hkecurangan. 

Membudayanya hkorupsi hdisebabkan holeh hbanyak 

hfaktor, hhal hini hsebagaimana hdiungkapkan holeh hBaharuddin 

hLopa hbahwa hsetidaknya hada hsebelas hpenyebab hterjadinya 

htindak hpidana hkorupsi hdi hIndonesia, hyaitu: 

a. Kerusakan hmoral; 

b. Kelemahan hsistem; 

c. Kerawanan hkondisi hsosial hekonomi; 

d. Ketidaktegasan hdalam hpenindakan hhukum; 

e. Seringnya hpejabat hmeminta hsumbangan hkepada 

hpengusaha-pengusaha; 

f. Pungutan hliar; 

g. Kekurangpengertian htentang htindak hpidana 

hkorupsi; 

h. Penyelenggaraan hpemerintahan hdan 

hpembangunan hyang hserba htertutup; 

i. Masih hperlunya hpeningkatan hmekanisme hkontrol 

holeh hDPR; 

j. Masih hlemahnya hperundang-undangan hyang hada; 

k. Gabungan hdari hsejumlah hfaktor hpenyebab 

hkorupsi.295 

Menurut hAndi hHamzah, htindak hpidana hkorupsi hyang 

hterjadi hdi hIndonesia hdisebabkan hkarena hfaktor-faktor, hyaitu h: 

a. Kurangnya hgaji hatau hpendapatan hpegawai hnegeri 

hdibandingkan hdengan hkebutuhan hyang hmakin 

hhari hmakin hmeningkat. hFaktor hini hadalah hfaktor 

hyang hpaling hmenonjol, hdalam harti hmerata hdan 

hmeluasnya hkorupsi hdi hIndonesia; 

b. Latar hbelakang hkebudayaan hatau hkultur 

hIndonesia. hDari h hsejarah hberlakunya hKUHP hdi 

hIndonesia, hmenyalahgunakan hkekuasaan holeh 

hpejabat huntuk hmenguntungkan hdiri hsendiri 

hmemang htelah hdiperhitungkan hsecara hkhusus 

holeh hPemerintah hBelanda h hsewaktu hdisusun hWvS 

                                                            
295Baharuddin Lopa, Masalah Korupsi dan Pemecahannya, Kipas Putih 

Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 71-72. 
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huntuk hIndonesia. hHal hini hnyata hdengan hdisisipkan 

hPasal h423 hdan hPasal h425 hKUHP hIndonesia; 

c. Manajemen hyang hkurang hbaik hdan hkontrol hyang 

hkurang hefektif hdan hkurang hefisien hsering 

hdipandang hpula hsebagai hpenyebab hkorupsi, 

hkhususnya hdalam harti hbahwa hhal hyang hdemikian 

hitu hakan hmemberi hpeluang huntuk hmelakukan 

hkorupsi. hSering hdikatakan, hmakin hbesar hanggaran 

hpembangunan hsemakin hbesar hpula hkemungkinan 

hterjadinya hkebocoran-kebocoran; 

d. Modernisasi hmengembangbiakkan hkorupsi 

hkarena hmembawa hperubahan hnilai hyang hdasar 

hdalam hmasyarakat, hmembuka hsumber-sumber h h 

hkekayaan h h hdan h h hkekuasaan h h hbaru, h h hmembawa h h 

hperubahan-perubahan h h hyang h h hdiakibatkannya h h 

hdalam h h hbidang h hkegiatan hpolitik, hmemperbesar 

hkekuasaan hpemerintah hdan hmelipatgandakan 

hkegiatan-kegiatan hyang hdiatur holeh hPeraturan 

hPemerintah.296 

Aziz hSyamsuddin, hmenyebutkan hbahwa hsetidaknya 

hterdapat henam hfaktor hpenyebab hatau hpemicu hterjadinya 

htidak hpidana hkorupsi hdi hIndonesia, hyaitu:297 

a. Lemahnya hpendidikan hagama, hmoral hdan hetika; 

b. Tidak hadanya hsanksi hyang hkeras hterhadap hpelaku 

hkorupsi; 

c. Tindak hadanya hsuatu hsistem hpemerintahan hyang 

htransparan h(good hgovernance); 

d. Faktor hekonomi h(di hbeberapa hnegara, hrendahnya 

hgaji hpejabat hpublik hseringkali hmenyebabkan 

hkorupsi hmenjadi hbudaya);298 

e. Manajemen hyang hkurang hbaik hdan htidak hadanya 

                                                            
296Andi Hamzah dalam Djoko Prakoso dkk, Kejahatan-Kejahatan yang 

membahayakan dan kerugian Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 392. 
297Aziz Syamsuddin, Loc Cit, hlm. 15. 
298Terhadap faktor ini, peneliti kurang setuju, karena di Indonesia rata-rata 

pelaku tindak pidana korupsi adalah para pejabat negara yang secara ekonomi 
sangat mapan dan memperoleh gaji yang cukup tinggi. 
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hpengawasan hyang hefektif hdan hefisien; hserta 

f. Modernisasi hyang hmenyebabkan hpergeseran hnilai-

nilai hkehidupan hyang hberkembang hdalam 

hmasyarakat. 

Pendapat hlain hdikemukakan holeh hIlham hGunawan, 

hmenurut hbeliau, hada htiga hfaktor hyang hmenyebabkan 

hterjadinya hkorupsi hdi hIndonesia, hyaitu: 

a. Faktor hpolitik hatau hyang hberkaitan hdengan 

hkekuasaan. hHal hini hsesuai hdengan h hrumusan h h 

hpenyelewengan h h hpenggunaan h h huang h hnegara 

hyang hdipopulerkan holeh hE. hJohn hEmerich hEdward 

hDalberg hActon h(lebih hdikenal hdengan hnama hLord 

hActon) hyang hmenyatakan hbahwa hpower htend hto 

hcorrupt hbut habsolute hpower hcorrupt habsolutely 

hatau hkekuasaan hcenderung hkorupsi, hdan 

hkekuasaan hyang habsolut hmenyebabkan hkorupsi 

hsemakin habsolut; 

b. Faktor hyuridis hatau hberkaitan hdengan hhukum, 

hseperti hlemahnya hsanksi hhukuman. hSanksi 

hhukuman hakan hmenyangkut hdua haspek. h hAspek 

hpertama hadalah hperanan hhakim hdalam 

hmenjatuhkan hputusan, hdimana hhakim hdapat 

hkeliru hdalam hmenjatuhkan hputusan. hAspek hkedua 

hadalah hsanksi hyang h hlemah hberdasarkan h hbunyi 

hpasal-pasal hdan hayat-ayat hperaturan hperundang-

undangan htindak hpidana hkorupsi; 

c. Faktor hbudaya, hkarena hkorupsi hmerupakan 

hpeninggalan hpandangan hfeodal hyang hkemudian 

hmenimbulkan hbenturan hkesetiaan, hyaitu hantara 

hkewajiban hterhadap hkeluarga hdan hkewajiban 

hterhadap hnegara. hHal htersebut hberkaitan hdengan 

hkepribadian hyang hmeliputi hmental hdan hmoral 

hyang hdimiliki hseseorang.299 

Sementara hSelo hSoemardjan hmenyatakan hbahwa 

                                                            
299Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya, 

Bagian I, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 44-45. 
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hkorupsi hyang hsenafas hdengan hkolusi hdan hnepotisme, 

hdidukung holeh hfaktor-faktor hsosial, hyaitu h: 

a. Disintegrasi hanomie hsosial hkarena hperubahan 

hsosial hterlalu hcepat hsejak hrevolusi hnasional, hdan 

hmelemahnya hbatas hmilik hNegara hdan hmilik 

hpribadi; 

b. Fokus hbudaya hbergeser, hnilai hutama horientasi 

hsosial hberalih hmenjadi horientasi hharta. hKaya 

htanpa hharta hmenjadi hkaya hdengan hharta; 

c. Pembanguna hekonomi hmenjadi hpanglima 

hpembangunan h h hbukan hpembangunan hsosial hatau 

hbudaya; 

d. Penyalahgunaan hkekuasaan hNegara hmenjadi 

hsebagai hshort hcut hmengumpulkan hharta; 

e. Paternalisme, hkorupsi htingkat htinggi, hmenyebar, 

hmeresap h h hdalam hkehidupan hmasyarakat. hBodoh 

hkalau htidak hmenggunakan hkesempatan hkaya; 

f. Pranata-pranata hsosial hsudah htidak hefektif hlagi.300 

Ditinjau hdari hsisi hpsikologi, hpenyebab hterjadinya 

hkorupsi hterjadi hkarena hadanya hdua hfaktor hyang 

hmempengaruhi hyaitu hfaktor hdari hdalam hdiri hdan hfaktor hdi 

hluar hdiri. hFaktor hdari hdalam hdiri hadalah hhal-hal hyang hdisebut 

hsebagai hciri hkepribadian. hSalah hsatu hsifat hkepribadian hyang 

hmenyebabkan horang hmudah htergoda hmelakukan hkorupsi 

hadalah hmotivasi huntuk hberpretasi hrendah h(low hachievement 

hmotivation). hSedangkan hfaktor hdari hluar hdiri hadalah hkondisi-

kondisi hdi hluar hyang hmempermudah horang huntuk hmelakukan 

hkeinginan huntuk hkorupsi. hKorupsi hseperti hhalnya htindak 

hkejahatan hlainnya, hadalah hperbuatan hyang hdilaksanakan 

hdengan hperhitungan hcermat hdan hrasional.301 

Selain hdari hsisi hpsikologi, hfaktor hpenyebab hterjadinya 

hkorupsi hjuga hdapat hditinjau hdari hsisi hbudaya. hTerdapat htiga 

haspek hpenyebab hkorupsi hdari hfaktor hbudaya, hyaitu hbudaya 

                                                            
300Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Semarang, 2005, hlm. 

16. 
301Muntasir Syukri, Loc Cit, hlm. 95. 
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hkekeluargaan, hbudaya horientasi hmasyarakat hpaternalistik, 

hdan hbudaya hmasyarakat hyang hkurang hberani hberterus 

hterang h(non hasertif). hBudaya hkekeluargaan hmempunyai 

hbanyak haspek hpositif hbagi hkehidupan hsuatu hbangsa, hnamun 

hdari hsisi hnegatif hbudaya hkekeluargaan hakan hmenyebabkan 

horang hsulit huntuk hbertindak htegas, hketidak htegasan hdalam 

hmenerapkan hperaturan hakan hmerupakan hhambatan 

hpemberantasan hkorupsi. hBudaya hpaternalistik hjuga hakan 

hmenyulitkan hpemberantasan hkorupsi hkarena hsetiap hada 

htindakan hkorupsi holeh hseorang hpimpinan hatau hseorang hyang 

hterpandang hdi hsuatu hmasyarakat, hmaka htindakan hitu hakan 

hmudah hditiru holeh horang hlain hyang hstatusnya hlebih hrendah. 

hHal hdemikian hakan hsemakin hparah hdengan htidak hadanya 

hketerbukaan hterhadap hkritik hdari h hmasyarakat. hSedangkan 

hbudaya hkurang hberani hterus hterang h(non hasertif), hakan 

hmenyebabkan horang hmemilih hdiam hdaripada hmelaporkan 

hpelanggaran hyang hdilakukan holeh horang hlain.302 

Ditinjau hdari haspek hperaturan hperundang-undangan, 

hkorupsi hmudah htimbul hkarena hadanya hkelemahan hdi hbidang 

hperaturan hperundangan hyang hmencakup: 

a. Adanya hperaturan hperundang-undangan hyang 

hmonopolistik; 

b. Kualitas hperaturan hperundang-undangan hyang 

hkurang hmemadai; 

c. Peraturan hyang hkurang hdisosialisasikan; 

d. Sanksi hyang hterlalu hringan; 

e. Penerapan hsanksi hyang htidak hkonsisten hdan 

hpandang hbulu; 

f. Lemahnya hbidang hevaluasi hdan hrevisi hdi hbidang 

hperaturan hperundang-undangan.303 

Berdasarkan huraian hsebagaimana htelah hdijelaskan, 

hmaka haspek-aspek hyang hmempengaruhi hterjadinya htindak 

hpidana hkorupsi hdi hIndonesia hmenurut hpeneliti hadalah: 

                                                            
302Ibid 
303BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), Strategi 

Pemberantasan Korupsi Nasional, Edisi Maret 1999, Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan BPKP, Jakarta, 1999, hlm. 198. 
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a. Lemahnya hsanksi hhukuman hterhadap hpelaku htindak 

hpidana hkorupsi. hHal hini hterlihat hdari hringannya 

hpengaturan hsanksi hhukuman hdalam hundang-undang 

hpemberantasan htindak hpidana hkorupsi hyang hjuga 

hdiperparah holeh hpenjatuhan hpidana hyang hrendah holeh 

hhakim hterhadap hpelaku htindak hpidana hkorupsi; 

b. Adanya hkeserakahan. hPerilaku hserakah hyang hsecara 

hpotensial hada hdi hdalam hdiri hsetiap horang hyang hditunjang 

holeh hgaya hhidup hyang hhedonisme hpara hpelaku htindak 

hpidana hkorupsi; 

c. Rusaknya hmoral hdan hkurangnya himan. hPelaku htindak 

hpidana hkorupsi, hmenurut hpeneliti hmerupakan hseseorang 

hyang htelah hrusak hmoralnya hdan hkurang himan. hJika horang 

htersebut hmempunyai hmoral hyang htinggi hdan himan hyang 

hkuat hmaka horang htersebut htidak hakan hmelakukan 

hperbuatan htindak hpidana hkorupsi. hKarena hmenurut 

hpandangan horang hyang hberiman hdan hbermoral htindak 

hpidana hkorupsi hmerupakan hperbuatan htercela, 

hperbuatan hberdosa hdan htidak hbermoral; 

d. Tidak h h hadanya h h htransparansi h h hdan h h hketerbukaan h h 

hterhadap h h hjalannya hpemerintahan. hHal hini hakan 

hmengakibatkan hterjadinya hkorupsi hkarena hmasyarakat 

hmaupun hpihak-pihak hlain htidak hdapat hmengontrol 

hterhadap hjalannya hroda hpemerintahan. 

 

C. Penerapan hTindak hPidana hPencucian hUang hDalam 

hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi 

1. Hubungan h hTindak hPidana h hPencucian h hUang h hDengan h 

hTindak h hPidana hKorupsi 

Tindak hPidana hKorupsi hdengan hTindak hPidana 

hPencucian huang hmemiliki hhubungan hyang hsangat herat. hHal 

htersebut hsecara hjelas hdapat hdilihat hdalam hPasal h2 hayat h1 

hUndang-Undang hNo. h8 hTahun h2010 htentang hPencegahan hdan 

hPemberantasan hTindak hPidana hPencucian hUang. 

Tindak hpidana hkorupsi hmerupakan hsalah hsatu hdari 

hjenis htindak hpidana hasal hyang hberkaitan hdengan htindak 
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hpidana hpencucian huang. hTindak hPidana hasal h(predicate 

hcrime) hadalah htindak hpidana hyang hmemicu h(sumber) 

hterjadinya htindak hpidana hpencucian huang. 

Hubungan htindak hpidana hpencucian huang hdengan 

htindak hpidana hkorupsi hdapat hdilihat hpada hPasal h2 hayat h(1) 

hhuruf ha hbahwa hhasil htindak hpidana hadalah hharta hkekayaan 

hyang hdiperoleh hdari htindak hpidana hkorupsi hyang hdilakukan 

hdi hwilayah hNegara hRepublik hIndonesia hatau hdi hluar hwilayah 

hNegara hRepublik hIndonesia hdan htindak hpidana htersebut hjuga 

hmerupakan htindak hpidana hmenurut hhukum hIndonesia. 

hDengan hdemikian, htindak hpidana hkorupsi hmerupakan 

hpredicate hcrime hatau htindak hpidana hasal hdari htindak hpidana 

hpencucian huang. hPenempatan htindak hpidana hkorupsi hsebagai 

hpredicate hcrime hnomor hsatu h(huruf ha) hdalam hUU hTPPU, 

hmerupakan hmanifestasi hdari hpembentuk hundang-undang 

hyang hmemandang hbahwa hkorupsi hmerupakan hpersoalan 

hbangsa hyang hpaling hmendesak hdan hmendapat hprioritas 

hdalam hpenangananya.304 

Aktivitas hpencucian huang hsecara humum hmerupakan 

hsuatu hcara hmenyembunyikan hatau hmenyamarkan hasal husul 

hharta hkekayaan hyang hdiperoleh hdari hhasil htindak hpidana 

hsehingga hnampak hseolah-olah hharta hkekayaan hdari hhasil 

htindak hpidana htersebut hsebagai hhasil hkegiatan hyang hsah. 

hLebih hrinci hdi hdalam hPasal h1 hangka h1 hUU hTPPU, hpencucian 

huang hdidefinisikan hsebagai hperbuatan hmenempatkan, 

hmentransfer, hmembayarkan, hmembelanjakan, 

hmenghibahkan, hmenyumbangkan, hmenitipkan, hmembawa 

hke hluar hnegeri, hmenukarkan, hatau hperbuatan hlainnya hatas 

hHarta hKekayaan hyang hdiketahui hatau hpatut hdiduga 

hmerupakan hhasil htindak hpidana hdengan hmaksud huntuk 

hmenyembunyikan hatau hmenyamarkan hasal husul hHarta 

hKekayaan hsehingga hseolah-olah hmenjadi hharta hkekayaan 

hyang hsah. hUU hTPPU htelah hmembatasi hbahwa hhanya hharta 

                                                            
304Yunus Husein, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pelaksanaan 

Undang-Undang Pencucian Uang, Makalah, makalah disampaikan dalam Pelatihan 
Penanganan Korupsi Untuk Aparat Penegak Hukum dan Auditor, Universitas 
Andalas 22 September 2005, hlm. 4. 
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hkekayaan hyang hdiperoleh hdari h24 hjenis htindak hpidana hdan 

htindak hpidana hlainnya hyang hdiancam hdengan hhukuman h4 

htahun hpenjara hatau hlebih hsebagaimana hdisebutkan hdalam 

hPasal h2, hyang hdapat hdijerat hdengan hsanksi hpidana hpencucian 

huang hsebagaimana hdiatur hdalam hPasal h3 hdan hPasal h6.305 

Memperhatikan huraian hdi hatas hmenunjukkan hbahwa 

hadanya hhubungan hyang herat hantara htindak hpidana hkorupsi 

hdan htindak hpidana hpencucian huang. hMengapa hdemikian? 

hKarena hpencucian huang hyang htermasuk hkatagori heconomic 

hcrime hatau hfinancial hcrime hyang hbermotif hcapital hgain 

h(mencari huang hatau hharta hkekayaan), hkarenanya hcara 

hpenanggulangannya hharus hmelalui hpendekatan h“follow hthe 

hmoney”. hKarena htindak hpidana hpencucian huang hadalah 

hkejahatan hkelanjutan hdari htindak hpidana hyang hmenghasilkan 

hkekayaan/uang, htidak hterkecuali htindak hpidana hkorupsi 

hyang hmenghasilkan hharta hkekayaan, hmaka hsangat 

hdimengerti hkalau hada hhubungan hyang hsangat herat hdiantara 

hdua hjenis/kualifikasi hkejahatan hitu.306 

 

2. Penerapan hUndang-Undang hTindak hPencucian hUang 

hDalam hPemberantasan hTindak hPidana hKorupsi 

Tindak hpidana hkorupsi hmerupakan hkejahatan hyang 

hsangat hluar hbiasa h(extra hordinary hcrime), hpencegahan hdan 

hpemberantasannya hharus hjuga hmenggunakan htindakan-

tindakan hyang hluar hbiasa hpula. hSalah hsatu hcara hyang 

hdigunakan huntuk hpemberantasan htindak hpidana hkorupsi 

hadalah hdengan hcara hpenerapan hUndang-Undang hNomor h8 

hTahun h2010 hTentang hPencegahan hdan hPemberantasan 

hTindak hPidana hPencucian hUang. 

Diterapkannya hUU hTindak hPidana hPencucian hUang 

hdalam hupaya hpemberantasan htindak hpidana hkorupsi 

hdisebabkan hkarena hpraktik-praktik hpencucian huang hdewasa 

hini hsangat hsering hdilakukan hterhadap huang hyang hdiperoleh 

                                                            
305ibid 
306Nashriana, Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya 

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Makalah, Tanpa Tahun, hlm. 30. 
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hdari hkejahatan hkorupsi. hPraktik hpencucian huang h(money 

hlaundering) hmungkin hhanyalah hsebuah hcara huntuk 

hmelakukan hpenyamaran hatau hpenyembunyian hatas hhasil 

htindak hpidana hkorupsi hyang hdilakukan. hPencucian huang 

hkemudian hdipakai hsebagai htameng hatas huang hhasil hkejahatan 

hkorupsi htersebut. hOleh hkarena hitu, hadanya hketentuan-

ketentuan hatau hregulasi htentang htindak hpidana hpencucian 

huang hsangat hbesar hmanfaatnya huntuk hmenggagalkan htindak 

hpidana hkorupsi. 

Dengan hsemakin hmaraknya htindak hpidana hkorupsi 

hyang hdilakukan holeh hoknum hpejabat hnegara hmemberikan 

hdampak hyang hsangat hsignifikan hjuga hterhadap 

hmeningkatnya htindak hpidana hpencucian huang. hSalah hsatu 

hupaya hpelaku htindak hpidana hkorupsi hmenghindari hdirinya 

hdari hjeratan hhukum hatau hmenghindari hpembayaran huang 

hpengganti hadalah hdengan hmenyembunyikan hatau 

hmengaburkan hhasil hkejahatannya hmelalui hpencucian huang 

h(Money hLaundering). 

Praktik hpencucian huang hini hdipilih holeh hpara hpelaku 

hkorupsi hdengan htujuan hagar hasal-usul huang hhasil hkorupsi 

htersembunyi hdan htidak hdapat hdiketahui hdan hdilacak holeh 

hpenegak hhukum. hSetelah hproses hpencucian huang hselesai 

hdilakukan, hmaka huang htersebut hsecara hformil hyuridis 

hmerupakan huang hdari hsumber hyang hsah hatau hkegiatan-

kegiatan hyang htidak hmelanggar hhukum. hDengan hkata hlain 

hsebagaimana hdiungkapkan holeh hMarwan hEfendi, hbahwa 

hPencucian huang hmerupakan hsarana hbagi hpara hpelaku 

hkejahatan hkorupsi huntuk hmelegalkan huang hhasil 

hkejahatannya hdengan hcara hmenyembunyikan hataupun 

hmenghilangkan hasal-usul huang hyang hdiperoleh hdari hhasil 

hkejahatan hmelaiui hmekanisme hlalu hlintas hkeuangan.307 

Para hkriminal h(pelaku hkorupsi) hapabila hberhasil 

hmelakukan hpencucian huang hatau hmoney hlaundering, hmaka 

hhal hitu hakan hmemungkinkan hbagi hpara hkriminal huntuk: 

a. Menjauh hdari hkegiatan hkriminal hyang 

                                                            
307Marwan Efendi, Op. Cit, hlm 44 
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hmenghasilkan huang hharam hitu, hsehingga hdengan 

hdemikian hakan hlebih hmenyulitkan hbagi hotoritas 

huntuk hdapat hmenuntut hmereka. 

b. Menjauhkan huang hharam hitu hdari haktivitas 

hkriminal hyang hmenghasilkan huang hitu hsehingga 

hdengan hdemikian hmenghindarkan hdapat 

hdisitanya hdan hdirampasnya hhasil hkejahatan hitu 

hapabila hkriminal hyang hbersangkutan hditangkap. 

c. Menikmati hmanfaat hyang hdiperoleh hdari huang 

hharam hitu htanpa hmenimbulkan hperhatian hotoritas 

hterhadap hmereka. 

d. Menginvestasikan hkembali huang hharam hitu hpada 

hkegiatan-kegiatan hkriminal hdi hmasa hyang hakan 

hdatang hatau hke hdalam hkegiatan-kegiatan husaha 

hyang hsah.308 

Dengan hasumsi hyang hdemikian, hmaka hsangatlah 

hpenting huntuk hmenjerat hpelaku htindak hpidana hkorupsi 

hdengan hUU hPencucian hUang. hMeskipun hsangat hpenting, 

hnamun hpenerapan hUU hPencucian hUang hterhadap 

hpemberantasan htindak hpidana hkorupsi hmerupakan hhal hyang 

hbaru h hdi hIndonesia. hPenerapan hUU hPencucian hUang hterhadap 

hkorupsi hpertama hkali hdilakukan holeh hKejaksaan hAgung hpada 

htahun h2010 hyaitu hdalam hkasus hBahasyim. hSementara hitu, 

hPenerapan hUU hPencucian hUang hdalam hkorupsi hyang 

hdilakukan holeh hKPK hpertama hkali hdilakukan hterhadap 

hterdakwa hWa hOde hNurhayati hpada htahun h2011. 

Undang-Undang hPencucian hUang htidak hlagi hmencegah 

hdan hmemberantas hpelaku htindak hpidana hkorupsi hsecara 

hkonvensional, hyakni hmenangkap hkoruptor hdan 

hmemeriksanya hmelalui hpenyidikan hdan hseterusnya. hNamun 

hundang-undang hini hmenghambat hkoruptor hdalam 

hmenikmati hharta hhasil htindak hpidana hkorupsinya, hmelalui 

hfollow hthe hmoney hmengikuti hpergerakan hharta hhasil htindak 

                                                            
308APG, History and Background, 

http/www.apgml.org/content/history_andbackground.jsp, diunduh pada tanggal 
1 Januari 2015. 
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hpidana hkorupsi htersebut.309 

Secara hteoritis, hdengan hmelakukan hpendekatan 

h“mengikuti huang hhasil hkejahatan” hsatu hlangkah htelah 

hterlampaui, hyaitu hmenemukan h“uang/harta 

hbenda/kekayaan hlain” hyang hdapat hdijadikan hsebagai halat 

hbukti h(obyek hkejahatan) hyang hsudah hbarang htentu hsetelah 

hmelalui hanalisis htransaksi hkeuangan hdan hdapat hdiduga 

hbahwa h“uang htersebut hhasil hkorupsi”. hBeda hhalnya hdengan 

hpendekatan hkonvensional hyang hmenitikberatkan 

hpadapencarian hpelakunya hsecara hlangsung hsetelah 

hditemukannya hbukti-bukti hpermulaan hadanya hkorupsi.310 

Penerapan hUU hPencucian hUang hdalam hrangka 

hpemberantasan htindak hpidana hkorupsi hbertujuan huntuk 

hmengembalikan hharta hkekayaan hyang hberasal hdari hkorupsi. 

hHal hini hdisebabkan hkarena hpencucian huang hseringkali 

hmerupakan hupaya hyang hdipilih holeh hpara hkoruptor huntuk 

hmenyembunyikan huang hhasil hkorupsinya hyang hdipermudah 

hdengan hketidakberanian hbank huntuk hmelaporkan htransaksi 

hkeuangan hyang hmencurigakan hdi hperbankan hterutama hyang 

hmenyangkut hpejabat-pejabat hpemerintahan. hUntuk hhasil 

htransaksi hkeuangan hyang hmencurigakan hdi hperbankan hlebih 

hbanyak hdiperoleh hsetelah hdilakukan hkomplain haudit hdi hbank 

htersebut. 

Belajar hdari hpengalaman hkeberhasilan hnegara hlain 

hdalam hmenyita haset-aset hhasil htindak hpidana hkorupsi hyang 

hmerupakan hbagian hdari htindak hpidana hpencucian huang, 

hmaka hpemerintah hberupaya huntuk hmenempuh hcara hyang 

hsama. hKeberhasilan hinilah hyang hdilihat holeh hpemerintah 

hIndonesia hdalam hmemberantas htindak hpidana hkorupsi hyang 

hmerupakan hbagian hdari htindak hpidana hpencucian huang hyang 

hselama hini hmenjadi hpermasalahan hbesar hdi hIndonesia. 

hSeperti hyang hdiketahui, hdalam hprakteknya hselama hini hsulit 

hsekali huntuk hmengembalikan haset-aset hyang hdicuri holeh 

                                                            
309Halif, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui 

Undang-Undang Pencucian Uang, Jurnal Anti Korupsi, Vol. 2, Nomor 2, November 
2012, hlm. 82. 

310Ibid 
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hpara hkoruptor hkepada hnegara. hKelemahan hdari hsegi hregulasi 

hdan hsumber hdaya hmanusia huntuk hmenginventarisir, hmencari 

halat hbukti hdan hmenyita haset-aset hyang hbanyak hdilarikan holeh 

hpara hkoruptor hke hluar hnegeri hmasih hmenjadi hsalah hsatu 

hhambatan hterbesar hdari hpemerintah hIndonesia hdalam 

hmemberantas hkorupsi.311 

Pencantuman hkorupsi hsebagai hpredicate hcrime hdalam 

hUU hTPPU hjuga hlebih hmemudahkan hpara haparat hhukum 

huntuk hmenjerat hkoruptor hdan hhasilnya. hKelebihan hlain hdari 

hUU hTPPU hadalah hadanya hmutual hlegal hassistance hdiantara 

hPusat hAnalisis hdan hTransaksi hKeuangan h(PPATK) hdengan 

hfinancial hunit hintelligence h(FUI) hnegara hlain hdalam hmelacak 

harus hperedaran huang hmaupun haset hdari hpara hkoruptor. 

hKeberhasilan hPPATK hyang hberkerjasama hdengan hFUI hnegara 

hAustralia hdalam hmembawa hpulang haset hHendra hRahardja 

hmerupakan hbukti hawal hampuhnya hpenerapan hUU hTPPU.312
 

hKeluarnya hUU hNo. h25 htahun h2003 hmengenai hTindak hPidana 

hPencucian hUang h(TPPU) hmemang htelah hbanyak hmembantu 

haparat hpenegak hhukum hdalam hmencari hinformasi, halat hbukti 

hatau hmenyita haset hdi hluar hnegeri.313 

Yunus hHusein hmengatakan hada hbeberapa hkeuntungan 

hyang hdiperoleh hdari hpenggunaan hketentuan htindak hpidana 

hpencucian huang hdalam hpemberantasan htindak hpidana 

hkorupsi. hKeuntungan-keuntungan htersebut hyaitu: 

a. Laporan-laporan hyang hditerima holeh hPPATK 

hseperti hlaporan hTransaksi hKeuangan 

                                                            
311Mokhamad Najih, Ratifikasi UNCAC (Melalui UU No 7/2006) dan 

Konsekuensinya bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia Kaitannya dengan 
Stolen Asset Recovery (Star) Initiative, disampaikan dalam Seminar Pengkajian 
Hukum Nasional 2007 di Hotel Millenium tanggal 28-29 November 2007. 

312http://bismarnasty.files,wordpress.com.html/2007/06/menjaga-
demokrasi-dengan-pemberantasan-korupsi.pdf, diakses pada tanggal 12 Januari 
2015. 

313Bismar Nasution, Stolen Asset Recovery Initiative dari Perspektif Hukum 
Ekonomi di Indonesia, disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional 
2007, “Pengembalian Asset (Asset Recovery) Melalui Instrumen Stolen Asset 
Recovery (StAR) Initiative dan Perundang-Undangan Indonesia”, Hotel Millenium 
Jakarta 28-29 November 2007. 
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hMencurigakan h(Suspicious hTransaction 

hReports/STR), hlaporan htransaksi hkeuangan hyang 

hdilakukan hsecara htunai h(Cash hTransaction 

hReports/CTR) hdan hlaporan hpembawaan huang 

htunai hke hdalam hatau hke hluar hwilayah hRI, hakan 

hsangat hmembantu hpenegak hhukum hdalam 

hmendeteksi hupaya hpara hkoruptor huntuk 

hmenyembunyikan hatau hmenyamarkan huang hatau 

hharta hyang hmerupakan hhasil htindak hpidana 

hkorupsi hpada hsistem hkeuangan hatau hperbankan. 

hHal hini hkarena hlaporan-laporan htersebut hdisertai 

hdengan hinformasi hlainnya hyang h h hkemudian hakan 

hdianalisis holeh hPPATK. 

b. Pasal h39 hsampai h43 hUU hTPPU hmemberikan 

hperlindungan hsaksi hdan hpelapor hdalam htindak 

hpidana hpencucian huang hpada hsetiap htahap 

hpemeriksaan: hpenyidikan, hpenuntutan hdan 

hperadilan, hsehingga hmendorong hmasyarakat 

huntuk hmenjadi hsaksi hatau hmelaporkan htindak 

hpidana hyang hterjadi. hHal htersebut hmengakibatkan 

hupaya hpemberantasan htindak hpidana hpencucian 

huang hmenjadi hlebih hefektif. hPerlindungan hini 

hantara hlain hberupa hkewajiban hmerahasiakan 

hidentitas hsaksi hdan hpelapor hdengan h h hancaman 

hpidana hbagi hpihak hyang hmembocorkan hdan 

hperlindungan hkhusus holeh hnegara hterhadap 

hkemungkinan hancaman hyang hmembahayakan 

hdiri, hjiwa, hdan hatau hhartanya h h htermasuk 

hkeluarganya. hSementara hitu hdalam hUU hNo. h31 

hTahun h1999 hmenyebutkan hbahwa hdalam 

hpenyidikan hdan hpemeriksaan hdi hsidang 

hpengadilan hsaksi hdan horang hlain hyang 

hbersangkutan hdengan htindak hpidana hkorupsi 

hdilarang hmenyebut hnama hatau halamat hpelapor, 

hatau hhal-hal hlain hyang hmemberikan hkemungkinan 

hdapat hdiketahuinya hidentitas hpelapor. 
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hPengaturan hmengenai hperlindungan hsaksi hdan 

hpelapor hini hdalam hUU hTPPU hlebih hlengkap 

hdibandingkan hdengan hUU hPemberantasan hTindak 

hPidana hKorupsi. 

c. Adanya hpembuktian hterbalik, hyaitu hterdakwa hdi 

hsidang hpengadilan hwajib hmembuktikan hbahwa 

hharta hkekayaannya hbukan hmerupakan hhasil 

htindak hpidana. h(Pasal h35 hUU hTPPU). hSementara 

hitu, hUndang-Undang hNo. h20 hTahun h2001 

hmenetapkan hbahwa hterdakwa hmempunyai hhak 

huntuk hmembuktikan hbahwa hia htidak hmelakukan 

htindak hpidana hkorupsi. hUntuk htindak hpidana 

hkorupsi hyang hdiatur hdalam hPasal 

h2,3,4,13,14,15,16 hUndang-Undang hNo. h31 hTahun 

h1999, hpenuntut humum htetap hberkewajiban huntuk 

hmembuktikan hdakwaannya h(Pasal h37 hayat h(1) 

hdan hPasal h h37A h hayat h(3)). hSelanjutnya hterdakwa 

hwajib hmembuktikan hsebaliknya hterhadap hharta 

hbenda hmiliknya hyang hbelum hdidakwakan htetapi 

hjuga hdiduga hberasal hdari htindak hpidana h(Pasal 

h38B). 

d. Dalam hhal htersangka hsudah hmeninggal hdunia, 

hsebelum hputusan hhakim hdijatuhkan hdan hterdapat 

hbukti-bukti hyang hmeyakinkan hbahwa hyang 

hbersangkutan htelah hmelakukan htindak hpidana 

hpencucian huang, hmaka hhakim hdapat 

hmengeluarkan hpenetapan hbahwa hharta hkekayaan 

hterdakwa hyang htelah hdisita hdirampas huntuk 

hnegara h(Pasal h37 hUU hTPPU). hSementara hitu, 

hdalam hUU hNo. h31 hTahun h1999 hmenetapkan 

hbahwa hdalam hhal hterdakwa hmeninggal hdunia 

hsedangkan hsecara hnyata htelah hada hkerugian 

hnegara, hmaka hpenuntut humum hsegera 

hmenyerahkan hsalinan hberkas hberita hacara hsidang 

htersebut hkepada hpengacara hnegara hatau 

hdiserahkan hkepada hinstansi hyang hdirugikan huntuk 
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hdilakukan hgugatan hperdata hterhadap hahli 

hwarisnya. 

e. Berdasarkan hPasal h6 hUU hTPPU hsetiap horang hyang 

hmenerima hatau hmenguasai: hpenempatan, 

hpentransferan, hpembayaran, hhibah, hsumbangan, 

hpenitipan hdan hpenukaran hharta hkekayaan h hyang 

hdiketahuinya hatau hpatut hdiduganya hmerupakan 

hhasil htindak hpidana, hdiancam hdengan hhukum 

hpidana h(tindak hpidana hpencucian huang h“pasif”). 

hKetentuan hini hsangat hmembantu hmencegah 

hpenyebarluasan hhasil hkorupsi hdan hsekaligus 

hmempermudah hpengejaran hdan hpenyitaan hharta 

hhasil hkorupsi hyang hberada hpada hpihak hlain; 

f. Dapat hmemanfaatkan hFIU/PPATK huntuk 

hmemperoleh hketerangan hdari hFIU hnegara hlain 

hatau hmemanfaatkan hdata hbase hdan hhasil hanalisis 

hyang hdimiliki hFIU/PPATK.314 

Pendapat hyang hlain hdikemukakan holeh hMarwan hMas, 

hmenurut hbeliau hada hlima hkeuntungan hyang hdapat hdiperoleh 

hjika hmenerapkan hUU hPencucian huang hdalam hmembongkar 

htindak hpidana hkorupsi. hKelima hkeuntungan htersebut hadalah: 

a. Segi hpelaku, hakan hbanyak hpelaku hyang hterjerat, 

hbukan hhanya horang htetapi hjuga hkorporasi. hBahkan 

hdapat hmengungkap hdengan hcepat hkemana hsaja 

haliran hdana hatau hharta hbenda hhasil hkorupsi 

hdisembunyikan holeh hpelaku hdan hsecepatnya 

hdiblokir hmelalui hbantuan hPPATK; 

b. Segi hhukuman, hakan hmemperberat hhukumannya 

hkarena hpenggabungan hperkara hdapat hmenambah 

hsepertiga hancaman hpidananya, hsehingga hakan 

hmenimbulkan hefek hjera hbagi hpelaku hdan 

hmembuat hcalon hkoruptor hlain hmerasa htakut 

huntuk hmelakukan hkorupsi; 

c. Segi hpengembalian hkerugian hkeuangan hnegara, 

hakan hlebih hefektif hpengembalian huang hnegara, 

                                                            
314 Yunus Husein, Loc Cit. hlm. 10-11 
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hbaik hyang hdikorupsi hmaupun hdana hhasil hkorupsi 

hyang hdicuci h(disamarkan) hkepada horang hlain; 

d. Aspek hpengamanan hhasil hkorupsi, hyaitu hdana 

hhasil hkorupsi hyang hdisembunyikan hatau 

hdisamarkan hpelaku hdapat hdisita hdengan hcepat, 

hsekaligus hberfungsi hsebagai hpengamanan hagar 

htidak hterjadi htransaksi hpemindahan hdana hdari 

hrekening hyang hsudah hdiblokir; 

e. Segi hpembuktian, hsebab hUU hPencucian hUang 

hmenggunakan hpembuktian hterbalik hyang 

hdilakukan hdalam hsidang hpengadilan h(Pasal h77 hUU 

hPencucian hUang).315 

Pendapat hyang hlain hdikemukakan holeh hFaulika hUtami, 

hmenurut hbeliau hPasal h75 hUU hTindak hPidana hPencucian hUang 

htelah hmemerintahkan hpenegak hhukum huntuk 

hmenggabungkan hpasal hTPPU hdengan htindak hpidana hkorupsi. 

hAda hempat hkeuntungan hketika hpenegak hhukum 

hmenggabungkan hpasal hTPPU hdengan htindak hpidana hkorupsi, 

hyaitu: 

Pertama, hpenggabungan hkedua hpasal hakan hmenjerat 

hbanyak haktor hatau hpelaku htindak hpidana. hUU hTPPU 

hmemungkinkan hpenegak hhukum hmenjerat hkorporasi, 

hpengendalinya, hserta horang-orang hyang hturut 

hmempengaruhi hkebijakan hkorporasi. hKedua, 

hancaman hhukuman hlebih hmaksimal, hbaik hitu hpidana 

hpenjara hmaupun hdenda. hKetiga, hpenggabungan hini 

hjuga hefektif hdalam hmengembalikan haset hnegara. hAset 

hdalam hbentuk hapa hpun, hbisa hdisita holeh hpenegak 

hhukum. hdan hKeempat, hpenggabungan hkedua hpasal 

hpidana hini hjuga hdinilai hefektif hdalam hmemiskinkan 

hkoruptor.316 

Dalam hmengungkap htindak hpidana hkorupsi hmelalui 

                                                            
315 Marwan Mas, Loc Cit, hlm. 168 
316Faulika Utami, Berantas Korupsi Gunakan UU Pencucian Uang, Sumber: 

http://web.inilah.com/read/detail/1858453/berantas-korupsi-gunakan-uu-
pencucian-uang diunduh pada tanggal 12 Januari 2015. 
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hpenerapan hundang-undang hpencucian huang hada hbeberapa 

hcara hyang hdapat hditempuh. hMenurut hYunus hHusein hterdapat 

hempat hcara, hyaitu:317 

a. Pemblokiran 

UU hTPPU htidak hmengenal hpemblokiran 

hrekening, hyang hdiatur hdalam hUU hTPPU hadalah 

hharta hkekayaan, holeh hkarena hitu hyang hdapat 

hdiblokir holeh hpenyidik, hpenuntut humum hatau 

hhakim hadalah hharta hkekayaan hdan hbukan 

hrekening h(vide hPasal h32 hUU hTPPU). hNilai hatau 

hbesarnya hharta hkekayaan hyang hdiblokir hadalah 

hsenilai hatau hsebesar hharta hkekayaan hyang 

hdiketahui hatau hpatut hdiduga hberasal hdari hhasil 

htindak hpidana hkorupsi. hBunga hatau hpenghasilan 

hlain hyang hdidapat hdari hdana/harta hkekayaan hyang 

hdiblokir hdimasukkan hdalam hklausula hBerita hAcara 

hPemblokiran. 

Dalam hhal hdana hdalam hsuatu hrekening 

hjumlahnya hlebih hkecil hdari hjumlah hdana hyang 

hdiketahui hatau hpatut hdiduga hberasal hdari htindak 

hpidana hkorupsi, hmaka hyang hdiblokir hhanya 

hsebesar hdana hyang hada hdalam hrekening hdimaksud 

hpada hsaat hpemblokiran. hSebaliknya, hapabila hdana 

hyang hada hdalam hrekening hlebih hbesar hdari hnilai 

hyang hdiketahui hatau hpatut hdiduga hberasal hdari 

hhasil htindak hpidana hkorupsi, hmaka hyang hdiblokir 

hhanya hsebesar hdana hyang hdiketahui hatau hpatut 

hdiduga hberasal hdari htindak hpidana hkorupsi. 

Oleh hkarena hyang hdiblokir hbukanlah hsuatu 

                                                            
317Yunus Husein, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui 

Pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah 
disampaikan dalam Pelatihan Penanganan Korupsi Untuk Aparat Penegak 
Hukum dan Auditor dengan tema “Strengthening Regulation, Enforcement, 
Integrity Assurance, and Public Participation on Local Budget in West Sumatra” 
yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum Wilayah Barat Universitas 
Andalas bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia 
dan didukung oleh European Commision, bertempat di Hotel Bumi Minang, 
Padang pada tanggal 22 September 2005, hlm. 11-13 
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hrekening, hmelainkan hharta hkekayaan hsenilai hatau 

hsebesar hyang hdiketahui hatau hpatut hdiduga hberasal 

hdari hhasil htindak hpidana hkorupsi, hmaka haktivitas 

hrekening htidak hterganggu, hdengan hketentuan 

hjumlah hdana hyang hdiblokir hdalam hrekening 

htersebut htidak hboleh hberkurang. 

Jumlah hdana hyang hada hpada hrekening 

huntuk hsementara hdiblokir hseluruhnya hdengan 

hsyarat hPenyidik/PU/Hakim hdalam hsurat hperintah 

hpemblokiran hdan hBerita hAcara hPemblokiran 

hharus hmenyebutkan hmengenai h“kepastian hjumlah 

hharta hkekayaan/uang hyang hseharusnya hdiblokir, 

hmasih hdalam hproses hpenyidikan hdan hhasilnya 

hakan hdiberitahukan hkemudian”. 

Mengenai htata hcaranya, hperintah 

hpemblokiran hdibuat hsecara htertulis hdan hjelas 

hdengan hmenyebutkan hpoint-point hyang hdiatur 

hdalam hPasal h32 hayat h(2) hUU hTPPU hdengan 

htembusan hke hPPATK, hdan hmencantumkan hsecara 

hjelas hpasal hUU hTPPU hyang hdiduga hdilanggar. 

hTembusan hperlu hjuga hdikirim hke hBank hIndonesia 

hapabila hpredicate hcrime-nya htindak hpidana 

hperbankan. 

b. Permintaan hketerangan h(membuka hrahasia hbank) 

Untuk hmeminta hketerangan hdari hPenyedia 

hJasa hKeuangan htentang hHarta hKekayaan hsetiap 

horang hyang htelah hdilaporkan holeh hPPATK, 

htersangka, hatau hterdakwa, htidak hdiperlukan 

hpermohonan hdari hKapolri/Jaksa hAgung/Ketua 

hMahkamah hAgung huntuk hmeminta hizin hdari 

hGubernur hBI h(Pasal h33 hUU hTPPU). hSementara hitu, 

huntuk hkasus hkorupsi, hmenurut hUU hNo. h31 hTahun 

h1999, htetap hdiperlukan hpermohonan hdari hKapolri, 

hJaksa hAgung hdan hKetua hMahkamah hAgung huntuk 

hmeminta hketerangan htentang hkeadaan hkeuangan 

hseorang htersangka hkorupsi h(Pasal h29). hDengan 
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hdemikian, hketentuan hdalam hUU hTPPU hdapat 

hmempercepat hupaya huntuk hmemperoleh hbarang 

hbukti hdalam hrangka hmemberantas htindak hpidana 

hkorupsi. 

Pasal h33 hUU hTPPU hmenjelaskan hkriteria 

hpara hpihak hyang hdapat hdimintakan hinformasi 

hrekeningnya htanpa hharus hberlaku hketentuan 

hrahasia hbank hyaitu h: h1) hpihak hyang htelah 

hdilaporkan holeh hPPATK, h2) htersangka hdan h3) 

hterdakwa. hDi hluar htiga hkategori htersebut hdi hatas, 

htidak hbisa hdimintakan hkepada hbank hmengenai 

hinformasi hsuatu hrekeningnya, hkecuali 

hmenggunakan hmekanisme humum hyaitu hadanya 

hpermintaan htertulis hdari hpimpinan hinstansi 

hkepada hGubernur hBank hIndonesia. 

Jika hdalam hperkembangan hpenyidikan 

hdiketahui hadanya hpihak hlain hyang hdiduga hterkait 

hdengan haliran hdana hhasil htindak hpidana hkorupsi 

hatau hterkait hdengan htindak hpidana hkorupsi, 

hsedangkan horang htersebut htidak htermasuk hdalam 

htiga hkategori hdi hatas, hmaka hhal-hal hyang hperlu 

hdilakukan hpenyidik, hantara hlain: 

 

1) Penyidik hmenginformasikan hke hPPATK hdan 

hselanjutnya hPPATK hmemberitahukan hke hPJK 

huntuk hdilaporkan hsebagai hSTR. hSTR hini 

hselanjutnya hdianalisis holeh hPPATK hdan hhasil 

hanalisisnya hdilaporkan hke hpenyidik huntuk 

hditindaklanjuti; 

2) Penyidik hmenginformasikan hke hPJK, hdan holeh 

hPJK hdilaporkan hke hPPATK hsebagai hSTR. 

hKemudian hSTR hdianalisis holeh hPPATK hdan 

hhasilnya hdilaporkan hkepada hpenyidik huntuk 

hditindaklanjuti; 

3) Penyidik hmeminta hizin hkepada hGubemur hBI 

huntuk hmembuka hrahasia hbank. 
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Permintaan hinformasi/keterangan hharus 

hdibuat hdalam hbentuk hsurat htertulis hdengan 

hsyarat: 

1) Ditandatangani holeh hpejabat hyang hberwenang 

hsesuai hPasal h33 hayat h(4) hUU hTPPU; 

2) Menyebutkan hmaksud hdan htujuan hpermintaan 

hinformasi, hantara hlain: hstatus hpermintaan 

hinformasi h(untuk hpenyidikan hatau 

hpenuntutan); htindak hpidana hyang 

hdisangkakan/ hdidakwakan h(dugaan hTPPU 

hberikut hpredicate hcrime-nya); hidentitas 

hseseorang; htempat hharta hkekayaan h(cabang 

hBank htertentu); hnomor hrekening h(jika hada); 

hdan hperiode htransaksi hyang hdilakukan. 

Surat hdari hpenyidik hke hbank/PJK hperihal 

hpermintaan hinformasi/keterangan hterkait hdengan 

htindak hlanjut hSTR hdengan htembusan hke hPPATK. 

hDalam hhal htindak hlanjut hSTR htersebut hterkait 

hdengan htindak hpidana hperbankan, hsurat htersebut 

hditembuskan hbaik hke hPPATK hdan hBank hIndonesia. 

hUntuk hmengurangi hintensitas hhubungan hlangsung 

hpenegak hhukum hke hPJK hdalam hrangka hTPPU, 

hsebisa hmungkin hhubungan hlangsung htersebut 

hdilakukan hsejak hnasabah hbank hyang 

hbersangkutan htelah hdijadikan htersangka hkasus 

hTPPU. hSelama hmasih hdalam hpenyelidikan, hPPATK 

hmenjadi hfasilitator hantara hPJK hdengan hpenegak 

hhukum. h 

c. Penyitaan 

Dana hyang hdisita htetap hberada hdalam 

hrekening hdi hbank hyang hbersangkutan h(bank 

htempat hdilakukannya hpemblokiran) hdengan 

hstatus hbarang hsitaan hatas hnama hpenyidik hatau 

hpejabat hyang hberwenang. hHal hini hsesuai hdengan 

hpetunjuk hpelaksanaan hKeputusan hBersama hJaksa 

hAgung hRepublik hIndonesia, hKepala hKepolisian 
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hRepublik hIndonesia hdan hGubernur hBank 

hIndonesia hNo.KEP-

126/JA/l1/1997,No.KEP/lO/XI/1997, 

hNo.30/KEP/GBI hTanggal h6 hNovember h1997 

htentang hKerjasama hPenanganan hKasus hTindak 

hPidana hDi hBidang hPerbankan. 

d. Pemeriksaan 

Berita hAcara hPemeriksaan hseharusnya 

htidak hmencantumkan hnama hpelapor hdan hsaksi 

hserta hhal-hal hlain hyang hmengarah hpada 

hterungkapnya hidentitas hpelapor hmaupun hsaksi; 

hatau hBAP hdibuat hdalam hbentuk hBerita hAcara 

hPendapatan holeh hpenyidik. hHal hini hterkait hdengan 

hPerlindungan hkhusus hbagi hsaksi hdan hPelapor. 

hDalam hrangka hmemberikan hperlindungan hbagi 

hpelapor hdan hsaksi hserta hperlindungan hbagi 

hpenyidik, hhal-hal hyang hmesti hdilakukan hantara 

hlain: 

1) Permintaan hsaksi hdari hbank hdiajukan hsecara 

htertulis hkepada hbank h(permintaan hbukan 

hditujukan hpada hnama hpejabat hbank); 

2) Kapasitas hsaksi hadalah hmewakili hinstitusi 

h(bukan hindividu); 

3) Tidak hmenyebutkan hidentitas hpelapor hdan 

hsaksi, hatau hidentitasnya hdisamarkan h(a.l. hlaki-

laki hjadi hperempuan, hatau hsebaliknya). 

Dalam hmengungkap hfakta hbahwa 

hseseorang hmengetahui hatau hpatut hmenduga 

hbahwa hharta hkekayaan hdimaksud hberasal hdari 

hhasil htindak hpidana, hpenyidik hdapat hmenjelaskan 

hdengan hpendekatan hbahwa h: 

1) Diketahui hsama hdengan hdolus hatau hsengaja, 

hartinya hseseorang hitu hbenar hmengetahui 

hbahwa hharta hkekayaan huntuk hbertransaksi 

hberasal hdari hhasil htindak hpidana hkorupsi, 

hterlepas hapakah htindak hpidana hdilakukan 
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hsendiri, hdilakukan hbersama-sama hdengan 

horang hlain hatau hdilakukan horang hlain; 

2) Patut hmenduga hartinya hculva hatau halfa, hsubyek 

hlalai hdalam hmenilai hterhadap hharta hkekayaan; 

3) Di hsamping hitu, hpatut hmenduga hdapat hdilihat 

hpula hdari hkecakapan hseseorang, hartinya 

hseseorang htersebut hharus hmemiliki hkapasitas 

huntuk hdapat hdinilai hapakah hlalai hatau htidak; 

4) Secara hpraktis, huntuk hdapat hmenilai hbahwa 

hsuatu hharta hkekayaan hdiketahuinya hatau hpatut 

hdiduganya hberasal hdari hhasil htindak hpidana 

hkorupsi, hdapat hdilihat hdari: 

a) Apakah htransaksi hyang hdilakukan hsesuai 

hprofile? 

b) Apakah hseseorang htersebut hmelakukan 

htransaksi h h h hsesuai hkapasitasnya? 

c) Apakah htransaksi hyang hdilakukan hterdapat 

hunderlying htransaksinya? 

Terlepas hdari hhal htersebut hdi hatas, hsesuai 

hpenjelasan hPasal h3 hUU hTPPU, huntuk hdapat 

hdimulainya hpemeriksaan hTPPU, hterhadap hunsur 

h“harta hkekayaan hyang hdiketahuinya hatau hpatut 

hdiduganya hmerupakan hhasil htindak hpidana” htidak 

hperlu hdibuktikan hterlebih hdahulu htindak hpidana 

hasalnya. hPembuktian htersebut hmenjadi htanggung 

hjawab h(beban) hterdakwa hsaat hpemeriksaan hdi 

hsidang hpengadilan. hHal hini hsesuai hPasal h35 hUU 

hTPPU hbahwa hterdakwa hwajib hmembuktikan 

hbahwa hharta hkekayaannya hbukan hmerupakan 

hhasil htindak hpidana hkorupsi. 

Berkenaan hdengan hpendakwaan hdalam 

hsidang hpengadilan, hterhadap hdakwaan hkumulatif 

htidak hada hmasalah, htetapi hterhadap hdakwaan 

halternatif h(primer hsubsidier) hakan hmuncul 

hmasalah hkarena hdipisah hpemberkasannya. 

hSeringkali hsatu halat hbukti hdigunakan hterhadap 
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hkedua hkasus h(predicate hcrime hdan hmoney 

hlaundering). hDalam hcommon hlaw hsystem, hapabila 

hproses hpidana hmenyimpang hdari hdue hprocess hof 

hlaw h(hukum hacara) hmaka hproses hhukum 

hgugur/batal. 

Berdasarkan hpenjelasan hyang hsudah 

hdisebutkan, hdapat hdikatakan hbahwa hpemberantasan 

htindak hpidana hkorupsi hmelalui hpencucian huang 

hterdapat hkarakteristik hkhusus hbahwa htindak hpidana 

hpencucian huang hmerupakan hfollow hup hcrime, 

hsedangkan hhasil hkejahatan hyang hdiproses hpencucian 

huang hdisebut hsebagai hcore hcrimes hatau hpredicate 

hoffence hatau hada hyang hmenyebut hsebagai hunlawful 

hactivity. hMaka hsebenarnya hbila hdilihat hdari hkronologi 

hperbuatan hmaka htidak hmungkin hterjadi hpencucian 

huang htanpa hterjadi hpredicate hoffence h(no hmoney 

hlaundering hwithout hcore hcrime) hterlebih hdahulu. 

hPredicate hoffence hadalah hkejahatan hyang hhasilnya 

hdilakukan hatau hdiproses hpencucian huang hyang hdalam 

hUU hTPPU hdiatur hdalam hPasal h2 hyaitu hterdiri hdari h26 

hjenis hkejahatan hdan hditambah hsemua hkejahatan hyang 

hancaman hpidananya h4 htahun hke hatas. 

Perlu hpula hdipahami hbahwa hpencucian huang 

hadalah hkejahatan hlanjutan h(follow hup hcrime) hyang 

hterjadinya hsangat htergantung hpada hadanya hkejahatan 

hasal, hmeskipun hantara hkeduanya hmasing-masing 

hdikualifikasikan hsebagai hkejahatan hyang hberdiri 

hsendiri h(as hseparate hcrime) hsehingga holeh hkarenanya 

hdalam hmemeriksa hsebaiknya hbersamaan hdan hdibuat 

hdalam hsatu hberkas hdengan hsusunan hsecara hkumulatif. 

hPemahaman hini hakan hberimplikasi hlangsung hpada 

hpembuktian hyaitu hbahwa hmasing-masing hkejahatan 

hbaik hpredicate hoffense hmaupun hfollow hup hcrime hharus 

hdibuktikan hkarena hmengacu hpada hkeharusan 

hdakwaan h hkumulatif hyaitu hharus hdigabungkan hdalam 

hpendekatan hconcoursus hrealis. hKeharusan 
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hpenggabungan hdakwaan hjuga hnampak hpada 

hketentuan hpasal h74 hdan hPasal h75 hUU hNo. h8 hTahun 

h2010 htentang hTPPU. 

Menurut hsudut hpandang hteori hadalah hsemua 

hunsur hinti hdelik h(bestandelen) hharus hdibuktikan, 

hberkaitan hdengan hmasalah hperlu htidaknya 

hdibuktikan hkejahatan hasal hdapat hdalam hketentuan 

hPasal h3,Pasal h4 hdan hPasal h5 hyaitu hpada hunsur hharta 

hkekayaan hmerupakan hhasil htindak hpidana 

hsebagaimana hdimaksud hdalam hPasal h2 hayat h(1), hmaka 

hharus hjelas hdari hhasil hkejahatan hyang hmana hdari hyang 

htertera hdalam hPasal htersebut. 

Keterkaitan hdengan hunsur hini hadalah 

hkewajiban hmencari hbukti hdan hmembuktikan 

hkejahatan hasal, hkarena hkalau hsampai htidak hterbukti 

hmaka hsecara hteori hdakwaan hdinyatakan htak hterbukti 

hdan hputusan hbebas. hDari hhasil hputusan hperkara 

htindak hpidana hkorupsi hdan hTPPU hIrjen hDjoko 

hternyata hputusan hhakim htipikor hadalah hmenjatuhkan 

hpidana hpenjara h10 htahun hdan hdenda h500 hjuta hrupiah 

hdan hmerampas hsejumlah hasset huntuk hkejahatan 

hKorupsi htahun h2010 hdan hTPPU hberdasar hUU hNo. h8 

hTahun h2010 hdan hTPPU hUU hNo. h20102 hjo h2003 htanpa 

hterbukti hkejahatan hasal. 

Menurut hteori hdan hketentuan hPasal h74 hdan h75 

hUU hTahun h2010 hseharusnya hKPK htidak hberwenang 

hmenangani hkasus hTPPU htahun hsebelum hTahun h2010 

hdan hkejahatan hasal hseharusnya hdibuktikan, hkarena 

hjustru hKPK hmendapatkan hkewenangan hmenyidik 

hTPPU hdiawali hdengan hpemikiran hkarena hKPK 

hmenangani hkejahatan hasalnya hyaitu hkorupsi. hTetapi 

hitulah hyang hterjadi hdalam hpraktik. 

Berikut hini hakan hdiberikan hbeberapa hcontoh 

hpenerapan hUU hTindak hpidana hpencucian huang hdalam 

hperkara htindak hpidana hkorupsi hyang hpeneliti hkutip 
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hdari hMarwan hMas.318 

a. Kasus hsuap hdana hpenyesuaian hinfrastruktur 

hdaerah hpada htahun h2011 hdengan hterdakwa hWa 

hOde hNurhayati hmantan hanggota hDPR hPeriode 

h2009-2014. hTerdakwa hterbukti hsecara hsah hdan 

hmeyakinkan hmelakukan hkorupsi hdan hpencucian 

huang, hdan hpengadilan htipikor hJakarta 

hmenjatuhkan hpidana henam htahun hpenjara hdan 

hdenda h500.000.000,-(lima hratus hjuta) hrupiah 

hsubsider h6 hbulan hkurungan hpenjara. hSebelumnya, 

hpenuntut humum hdari hKPK hmenuntut hWa hOde 

hNurhayati hhukuman h14 hTahun hPenjara, hyang 

hmasing-masing h4 htahun hpenjara huntuk hkasus 

hkorupsi hdan hsepuluh htahun hpenjara huntuk hkasus 

hpencucian huang. 

b. Kasus hmantan hWalikota hPalopo, hPeteddungi hAndi 

hTenriadjeng, hpada htahun h2013 hdidakwa holeh 

hKejaksaan hTinggi hSulawesi hSelatan-Barat, hterkait 

hkasus hkorupsi hAPBD hKota hPalopo htahun h2008. 

hTerdakwa hdidakwa hmelakukan hkorupsi hterhadap 

hdana hpendidikan hgratis, hdana hbantuan 

hoperasional hsekolah h(BOS) hsenilai h800 hjuta, hdana 

hbantuan hkhusus hmurid h(BKM) hsenilai h1,025 

hmiliar hrupiah, hdana hizin hmendirikan hbangunan 

h(IMB) hsenilai h1,8 hmiliar hrupiah, hserta hpencucian 

huang hdari htahun h2008-2010. hTerdakwa hdijatuhi 

hpidana h7 htahun hpenjara hdan hdenda h250 hjuta 

hrupiah hkarena hterbukti hmelakukan hkorupsi hsesuai 

hdakwaan hpenuntut humum hdan hpencucian huang 

hsenilai hRp. h40 hMiliar. 

Peneliti hberpendapat hbahwa hPemberantasan 

htidak hpidana hkorupsi hmelalui hpenerapan hUndang-

Undang hNomor h8 hTahun h2010 htentang hPencegahan 

hdan hPemberantasan hTindak hPidana hPencucian hUang, 

hsangat hrelevan hjika hdianalisa hdengan hTeori hKeadilan 

                                                            
318Op Cit, hlm. 180-183 
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hBermartabat hdari hTeguh hPrasetyo, hkarena hkeadilan 

hbermartabat hadalah hkeadilan hyang hberdasarkan 

hPancasila. hKeadilan hbermartabat hadalah hkeadilan 

hyang hberketuhanan, hsehingga hsegala htindakan 

hhukum hharus hadil hdan hdapat 

hdipertangggungjawabkan hkepada hTuhan hyang hMaha 

hEsa. hSudah hkita hketahui hbersama hbahwa hPancasila hdi 

hdalam hNegara hKesatuan hRepublik hIndonesia htidak 

hhanya hsebagai hdasar hNegara hRepublik hIndonesia, 

hakan htetapi hPancasila hjuga hsebagai hsumber hhukum, 

hsehingga hsegala hperaturan hhukum hyang hada hdi 

hNegara hRepublik hIndonesia hharus hberdasarkan 

hPancasila hdan htidak hboleh hbertentangan hdengan 

hkelima hsila hyang hada hdalam hPancasila htersebut. 

hPancasila hjuga hsebagai hPandangan hhidup hbangsa 

hIndonesia, holeh hsebab hitu hsetiap htindakan hdan 

htingkah hlaku hbangsa hIndonesia hharus hsesuai hdengan 

hnilai-nilai hyang hada hdalam hPancasila. hSelain hitu 

hPancasila hjuga hsebagai hfalsafah hhidup hbangsa 

hIndonesia. hKelima hsila hdari hPancasila hmerupakan 

hsatu hkesatuan hyang hutuh, hsila hKetuhanan hmenjiwai 

hsila-sila hdi hbawahnya hbegitu hjuga hsebaliknya hsila-sila 

hdi hbawahnya hdijiwai holeh hsila hKetuhanan. hDengan 

hpenerapan hUndang-Undang hNomor h8 hTahun h2010 

htentang hPencegahan hdan hPemberantasan hTindak 

hPidana hPencucian hUang, hdalam hpemberantasan 

htindak hpidana hkorupsi, hdiharapkan hmemenuhi hrasa 

hkeadilan hmasyarakat hIndonesia hdan hjuga hdapat 

hdipertanggungjawabkan hkepada hTuhan hYang hMaha 

hEsa. hKeadilan hyang hakan hdiperoleh hdengan 

hpenerapan hundang-undang htersebut hakan hdirasakan 

htidak hbanyak hbagi hkepentingan hNegara hselaku hpihak 

hyang hdirugikan hakan htetapi hjuga hdirasakan hbagi 

hTerdakwa hitu hsendiri. 

Lebih hlanjut hPeneliti hberpendapat hbahwa 

hPemberantasan htidak hpidana hkorupsi hmelalui 
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hpenerapan hUndang-Undang hNomor h8 h hTahun h2010 

htentang hPencegahan hdan hPemberantasan hTindak 

hPidana hPencucian hUang, hsangat hrelevan hjika hdianalisa 

hdengan hTeori hKepastian hHukum. hPeneliti hsependapat 

hdengan hSudarto hyang hmenyatakan hbahwa hsuatu 

htindak hpidana hharus hdirumuskan hdalam hperaturan 

hperundang-undangan, hdan hperaturan hperundang-

undangan hharus hada hsebelum hterjadinya htindak 

hpidana. hDengan hdiberlakukannya hUndang-Undang 

hNomor h8 hTahun h2010 htentang hPencegahan hdan 

hPemberantasan hTindak hPidana hPencucian hUang, 

hsebagai hdasar hkepastian hhukum hdalam 

hpemberantasan htindak hpidana hpencucian huang. 

hKarena hsudah hada hperaturan hperundang-undangan 

hyang hmengatur hsehingga hterhadap htindak hpidana 

hpencucian huang hsebelum hUndang-Undang hNomor h8 

hTahun h2010 hberlaku, hmaka hpelaku htindak hpidana 

hpencucian huang htidak hdapat hdijerat hdengan hdengan 

hUndang-Undang htersebut. hAkan htetapi hbagi hpelaku 

htindak hpidana hpencucian huang hsetelah hUndang-

Undang hNomor h8 hTahun h2010 hberlaku hbarulah hdapat 

hdijerat. hHal hini hjuga hsesuai hdengan hasas hhukum hyang 

hbersifat huniversal hyaitu hnullum hdelictum hnulla hpoena 

hsine hpraevia hlege hpoenali hbahwa htidak hada hdelik, htidak 

hada hpidana htanpa hterlebih hdahulu hdiadakan 

hketentuan hpidana, hsebagaimana hyang hditetapkan 

hdalam hPasal h1 hayat h(1) hKUHP. 

Selanjutnya hPeneliti hberpendapat hbahwa 

hPemberantasan htidak hpidana hkorupsi hmelalui 

hpenerapan hUndang-Undang hNomor h8 htahun h2010 

htentang hPencegahan hdan hPemberantasan hTindak 

hPidana hPencucian hUang, hjuga hrelevan hjika hdianalisa 

hdengan hTeori hTujuan hPemidanaan. hBerdasarkan 

hSimposium hPerubahan hHukum hPidana hNasional 

htahun h1980, htujuan hpemidanaan hharus hdiarahkan 

hkepada hperlindungan hmasyarakat hdari hkejahatan 
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hserta hkeseimbangan hdan hkeselarasan hhidup hdalam 

hmasyarakat hdengan hmemperhatikan hkepentingan-

kepentingan hmasyarakat/Negara, hkorban hdan hpelaku, 

hmaka hatas hdasar htujuan htersebut, hmaka hpemidanaan 

hharus hmengandung hunsur-unsur hyang hbersifat: h(1) 

hKemanusiaan, hdalam harti hbahwa hpemidanaan 

htersebut hmenjunjung htinggi hharkat hdan hmartabat 

hseseorang; h(2) hEdukatif, hdalam harti hbahwa 

hpemidanaan hitu hmampu hmembuat horang hsadar 

hsepenuhnya hatas hperbuatan hyang hdilakukan hdan 

hmenyebabkan hia hmempunyai hsikap hjiwa hyang hpositif 

hdan hkonstruktif hbagi husaha hpenanggulangan 

hkejahatan; hdan h(3) hKeadilan, hdalam harti hbahwa 

hpemidanaan htersebut hdirasakan hadil hbaik holeh 

hterhukum hmaupun holeh hkorban hataupun holeh 

hmasyarakat. hOleh hsebab hitu hdengan hdiberlakukannya 

hUndang-Undang hNomor h8 hTahun h2010 htentang 

hPencegahan hdan hPemberantasan hTindak h hPidana 

hPencucian hUang, hdiharapkan hsebagai hsarana 

hpendidikan hbagi hmasyarakat hagar htidak hberani 

hmelakukan htindak hpidana hpencucian huang. 

hSedangkan hterhadap hpelaku htindak hpidana hpencucian 

huang hakan hmendapatkan hkeadilan hyang hbermartabat 

hyaitu hkeadilan hyang hdapat hdipertanggungjawabkan 

hkepada hTuhan hyang hmaha hesa hdan hjuga hkeadilan 

hyang hmenjujimg hrasa hkemanusian hyang hadil hdan 

hberadab. 
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A. KESIMPULAN 

 

1. Rekonstruksi hpencegahan htindak hpidana hkorupsi hdapat 

hmencegah hdan hmengurangi hkorupsi hdi hIndonesia hdengan 

hmenggunakan hteori-teori hpencegahan hdan hstrategi 

h(pendekatan) hkomprehensif hagar hpemberantasan hkorupsi 

hbisa hefektif hyaitu: hstrategi hPre-Emtif/Promosional, hStrategi 

hPreventif, hdan hstrategi hRepresif/Punitif. hStrategi hpencegahan 

htindak hpidana hkorupsi hdapat hjuga hdilakukan hpada hsubstansi, 

hstruktur hdan hkultur hhukum. h 

2. Prinsip-prinsip hantikorupsi hdalam hberbagai haturan hmenjadi 

hlandasan hrekonstruksi hupaya hpencegahan htindak hpidana 

hkorupsi,salah hsatunya hdengan hcara hmengadopsi hdan 

hmensinergikan hnilai-nilai hdasar hdan hfilosofi hprinsip-prinsip 

hajaran hagama hdengan hhukum hpidana hmodern. hRekonstruksi 

hini hdiharapkan hdapat hmenjadi hsolusi halternatif hupaya 

hpencegahann hTPK hdalam hrangka hmenciptakan hiklim 

hpemerintahan hyang hlebih hkondusif, hgood hgovernance, 

hsebagaimana hstrategi hICAC hHongkong. 

3. Konsepsi hhukum hIslam htentang hkorupsi hkhususnya hdi 

hIndonesia hantara hlain, hyaitu:ghulul h(penyalahgunaan 

hwewenang), hsariqah h(pencurian hatau hpenggelapan), hkhianat, 

hdan hrisywah h(suap hatau hsogok). hUntuk hmencegah hdan 

hmemberantas hkorupsi hyang hsudah hmerajalela, hpaling htidak 

hada hempat husaha hyang hharus hsegera hdilakukan, hyaitu: 

hPertama, hMemaksimalkan hHukuman. hKedua, hPenegakan 

hSupremasi hHukum. hKetiga, hPerubahan hdan hPerbaikan hSistem. 

hKeempat, hRevolusi hKebudayaan h(mental). h 
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B. SARAN 

Kepada hpemerintah h( hlegislatif, heksekutif, hdan hyudikatif h) 

1. Mempercepat himplementasi hsistem hintegritas hNasional 

huntuk hmemperbaiki hskor hIPK hIndonesia hdi hmasa hdepan. 

hPenguatan htersebut, h hharus hdilakukan hterhadap hinstitusi 

hstrategis hdi hbidang hhukum, hpolitik, hdan hbisnis. 

2. Secara hsubstansial, hperlu hdilakukan hrevisi hterhadap hUU 

hPTPK hterutama hberkaitan hdengan hketentuan hmengenai 

hmelawan hhukum hmateril hdalam hPasal h2, hperluasan 

hjangkauan hselain hPegawai hNegeri hdan hHakim, 

hmengakomodir hupaya hillicit henrichment hatau hpemiskinan 

hkoruptor hatau hpidana hdenda hmateri, hpidana hpenjara 

hseumur hhidup, hhukuman hmati hdan hhukuman hmoral, hdan 

hpengaturan hkembali hmengenai hpidana hminimal hkhusus. h h 

3. Pembentukan hbudaya hhukum hperlu hdilakukan hdengan 

hmemberikan hpendidikan hkepada hmasyarakat hbaik 

hmelalui hsosialisasi hmaupun hdengan hpenguatan 

hpartisipasi. 

4. Selain haspek hpenindakan hyang hselama hini hditerapkan 

holeh hKPK hdalam hmemberantas hkorupsi, hharus hdiimbangi 

hpula hdengan haspek hpencegahan hterhadap hkorupsi hyang 

htelah hmenjadi hbudaya hdi hIndonesia. hSeperti hhalnya hyang 

hditerapkan holeh hICAC hHongkong hselama hini hyakni 

hadanya hpencegahan hyang hsangat hkuat hterhadap hkorupsi 

hbaik hitu hmelalui hpendidikan hterhadap hgenerasi hmuda, 

hsosialisasi hmengenai hkorupsi hdan hkebijakan hperaturan 

hperundangan hmaupun hdengan hmengadakan hpenyuluhan h 

hmengenai hbahaya hkorupsi. hSehingga hjika hdiibaratkan 

hseperti hpenyakit, hharus hbisa hdicegah hdahulu hsebelum 

hmenyebar hdan hmulai hmengganggu hkinerja hfungsi horgan 

htubuh hlainnya. 
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